
Menimbang

SALINAN

PRESIOEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 59 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG NASIONAL

TAHUN 202*2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

a. batrwa visi bernegara Indonesia yang tercantum dalam
Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 adalah merdeka, bersatu, berdaulat,
adil, dan makmur;

b. bahwa visi bernegara Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam huruf a diwujudkan melalui misi bernegara Indonesia
sebagaimana tercantum dalam pembukaan undang-undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 194s, yaitu untu[
melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah
Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan
kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia
yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan
keadilan sosial;

c. bahwa misi bernegara Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam hurr.f b sekaligus merupakan visi pemerintah Negara
Indonesia yang diwujudkan melalui pembangunan nasional;

d. bahwa untuk melaksanakan pembangunan nasional
sebagaimana dimaksud dalam huruf c, pemerintah Negara
Indonesia perlu men)rusun perencanaan pembanguian
jangka panjang nasional yang menjabarkan visi dan misi
bernegara ke dalam bentuk visi, misi, dan arah
pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun
yang disusun dengan memperhatikan perubahan pesat pada
berbagai bidang;

e. bahwa. . .

SK No 218684 A



Mengingat

REPUBLIK INDONESIA

-2-

e. bahwa periode Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Nasional Tahun 2005-2025 yang tertuang dalam Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2OOT tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2OO5-2O25
berakhir pada bulan Desember 2024 sehingga perlu
dilakukan pembentukan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional Tahun 2025-2045;

f. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun 2025-2045 menentukan upaya transformatif untuk
memenuhi berbagai aspek kebutuhan masyarakat sebagai
bentuk perwujudan cita Indonesia Emas 2045, yaitu sebagai
Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersatu,
berdaulat, maju, dan berkelanjutan;

g. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun 2025-2045 sangat dibutuhkan sebagai dasar bagi
pen5rusunan visi, misi, dan program pasangan calon
Presiden dan Wakil Presiden peserta pemilihan umum serta
pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, pasangan
calon bupati dan wakil bupati, dan pasangan calon wali kota
dan wakil wali kota dalam pemilihan kepala daerah;

h. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a sampai dengan huruf g, perlu membentuk
Undang-Undang tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional Tahun 2025-2045;

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18El, Pasal 20,
Pasal 22D ayat (2), Pasal 25A, Pasal 26, Pasal 27,Pasal28A,
Pasal 288, Pasal 28C, Pasal 28D ayat (1) sampai dengan ayat
(3), Pasal 28E, Pasal 28F, Pasal 28H, Pasal 28I, Pasal 29,
Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, dan Pasal 34 Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor lA4, Tambahan
Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor a42ll;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:
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MEMUTUSKAN:

UNDANG-UNDANG TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA PANJANG NASIONAL TAHUN 2025-2045.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan
tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan,
dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

2. Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilaksanakan
oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai
tujuan bernegara.

3. Pembangunan Daerah adalah upaya yang sistematik
untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah
untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan
masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha,
peningkatan akses dan kualitas pelayanan publik dan
daya saing daerah sesuai deirgan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangannya.

4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang
selanjutnya disebut RPJP Nasional adalah dokumen
Perencanaan nasional untuk periode 2O (dua puluh) tahun.

5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun
2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJP Nasional
Tahun 2025-2045 adalah dasar hukum Perencanaan
Pembangunan Nasional untuk periode 20 (dua puluh)
tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun
2045.

6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang
selanjutnya disebut RPJP Daerah adalah dokumen
Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 2O (dua
puluh) tahun pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota
yang berpedoman pada RPJP Nasional.
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7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang
selanjutnya disebut RPJM Nasional adalah dokumen
Perencanaan Pembangunan Nasional untuk periode 5
(lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi,
dan program pasangan Presiden dan Wakil Presiden
dengan berpedoman pada RPJP Nasional.

8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang
selanjutnya disebut RPJM Daerah adalah dokumen
Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima)
tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan
program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP
Daerah dan RPJM Nasional.

9. Rencana Pembangunan Tahunan Nasional yang
selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah atau
disingkat RKP adalah dokumen Perencanaan
Pembangunan Nasional untuk periode 1 (satu) tahun.

10. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya
disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau disebut
RKP Daerah adalah dokumen Perencanaan Pembangunan
Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

I 1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disebut Rencana
Strategis Kementerian/Lembaga atau disebut Renstra-Kl
adalah dokumen perencanaan kementerian/lembaga
untuk periode 5 (lima) tahun.

L2. Rencana Pembangunan Tahunan Kementerian/Lembaga
yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Kementerian/
Lembaga atau disebut Renja-KL adalah dokumen
perencanaan kementerian/lembaga untuk periode 1 (satu)
tahun.

13. Visi Indonesia Emas 2045 adalah pandangan bangsa
Indonesia mengenai keadaan bangsa yang diinginkan pada
100 (seratus) tahun kemerdekaannya.

14. Misi Pembangunan adalah agenda Pembangunan Nasional
yang merupakan upaya besar yang akan dilaksanakan
untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045.

15. Arah Pembangunan adalah strategi untuk mencapai
tujuan Pembangunan Nasional jangka panjang.

16. Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya
disingkat NKRI adalah sebuah negara kepulauan yang
berciri Nusantara sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

17. Pemerintah. . .
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17. Pemerintah hrsat adalah Presiden Republik Indonesia
yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik
Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri
sebagairnana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

18. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan
perwakilan ralryat daerah menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya
dalam sistem dan prinsip NKRI sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.

19. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

BAB II
KERANGKA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG NASIONAL

TAHUN 2025-2045

Pasal 2

(1) Perencanaan pembangunan terdiri atas Perencanaan
Pembangunan Nasional dan Perencanaan Pembangunan
Daerah.

(21 Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam:
a. RPJP Nasional;
b. RPJM Nasional;
c. RKP;

d. Renstra-Kl; dan
e. Renja-KL.

(3) Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam:

a. RPJP Daerah;
b. RPJM Daerah; dan
c. RKP Daerah.

Pasal3...
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Pasal 3

(U Dengan Undang-Undang ini ditetapkan RPJP Nasional
Tahun 2025-2045.

(21 Pembangunan Nasional periode 2025-2045
dilaksanakan dengan berpedoman pada RPJP Nasional
Tahun 2025-2045.

Pasal 4

(1) RPJP Nasional Tahun 2025-2045 merupakan
penjabaran dari tujuan dibentuknya Pemerintah Negara
Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 yang diwujudkan dalam bentuk rumusan
visi, misi, dan arah Pembangunan Nasional.

(21 Visi Indonesia Emas 2045 dilaksanakan melalui
8 (delapan) Misi Pembangunan.

(3) Misi Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (21

dilaksanakan melalui 17 (tujuh belas) Arah
Pembangunan, dengan 45 (empat puluh lima) indikator
utama pembangunan tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-
Undang ini.

Pasal 5

(1) Visi Indonesia Emas 2045 diukur melalui 5 (lima) sasaran
visi yang terdiri dari:

a. pendapatan per kapita setara negara maju;

b. kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang;

c. kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional
meningkat;

d. daya saing sumber daya manusia meningkat; dan

e. intensitas emisi gas rumah kaca menurun menuju
emisi nol bersih.
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(21 Ketentuan mengenai 5 (lima) sasaran visi sebagaimana
dimaksud pada ayat (U dijabarkan tahapan
pencapaiannya dalam RPJM Nasional dan RKP yang
ditetapkan dengan Peraturan Presiden dan wajib ditaati
oleh seluruh pelaku pembangunan pemerintah dengan
melibatkan pelaku pembangunan nonpemerintah.

(3) Lima sasaran visi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

tercantum dalam l,ampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Pasal 6

(1) RPJP Nasional Tahun 2025-2045 merupakan pedoman
bagi seluruh pelaku pembangunan pemerintah dan
pelaku pembangunan nonpemerintah sesuai dengan
peran dan fungsinya masing-masing.

(21 RPJP Nasional Tahun 2025-2045 dimaksudkan untuk
menjamin sinergi antarpelaku pembangunan dalam
pencapaian tujuan nasional secara koheren dengan:

a. menjamin terciptanya integrasi, keselarasan, dan
sinergi, baik antardaerah, antarruang, antarwaktu,
antarfungsi pemerintah, maupun antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah;

b. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan,
pemantauan, pengawasan, serta pengendalian dan
evaluasi Pembangunan Nasional;

c. menjamin tercapainya penggunaan sumber daya
secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan;
dan

d. mengoptimalkan peran dan partisipasi pemangku
kepentingan terkait nonpemerintah dalam
pelaksanaan Pembangun€rn Nasional.

Pasal 7

(1) RPJP Nasional Tahun 2025-2045 memuat narasi RPJP
Nasional Tahun 2025-2045, yang terdiri atas:

a. selayang. . .
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a. selayang pandang pembangunan Indonesia, meliputi
refleksi 2 (dua) dekade pembangun€Ln, serta isu dan
tantangan pembangunan ke depan;

b. megatren, modal dasar, dan perubahan iklim
meliputi megatren, modal dasar, serta perubahan
iklim, daya dukung, dan daya tampung;

c. Indonesia Emas 2045, NKRI yang bersatu, berdaulat,
maju, dan berkelanjutan, meliputi kerangka pikir
pembangunan, visi dan misi negara, Visi Indonesia
Emas 2045, sasaran utama, misi, pentahapan
pembangunan, 20 (dua puluh) upaya transformatif
super prioritas;

d. transformasi Indonesia menuju Indonesia Emas,
meliputi transformasi sosial, transformasi ekonomi,
transformasi tata kelola, supremasi hukum,
stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia, serta
ketahanan sosial budaya dan ekologi;

e. pembangunan wilayah dan sarana prasarana
menuju Indonesia Emas, meliputi isu dan potensi
wilayah serta isu sarana prasarana, serta arah
kebijakan pembangunan wilayah dan sarana
prasarana; dan

f. mengawal Indonesia Emas, kesinambungan
pembangunan, meliputi kaidah pelaksanaan dan
pendanaan pembangunan.

l2l RPJP Nasional Tahun 2025-2045 sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-
Undang ini.

(3) Visi Indonesia Emas 2045 dalam RPJP Nasional Tahun
2025-2045 ddabarkan ke dalam 8 (delapan) Misi
Pembangunan terdiri atas:

a. transformasi sosial;

b. transformasi ekonomi;

c. transformasi tata kelola;

d. supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan
lndonesia;

e. ketahanan sosial budaya dan ekologi;
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f. pembangunan kewilayahan yang merata dan
berkeadilan;

g. sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah
lingkungan; dan

h. kesinambungan pembangunan.

(4) Penjabaran masing-masing 8 (delapan) Misi
Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dituangkan dalam dokumen perincian perencanaan
pembangunan jangka panjang nasional.

(5) Ketentuan mengenai dokumen perincian perencanaan
pembangunan jangka panjang nasional sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan
Pemerintah.

BAB III
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG NASIONAL

TAHUN 2025-2045 SEBAGAI DASAR HUKUM PEMBANGUNAN NASIONAL

Bagian Kesatu
Dasar Hukum

Pen5rusunan Perencanaan Pembangunan Nasional

Pasal 8

(U RPJP Nasional Tahun 2025-2045 menjadi dasar hukum
dalam penyusunan RPJM Nasional.

(21 RPJM Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan Peraturan Presiden paling lambat
3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pelantikan pasangan
Presiden dan Wakil Presiden terpilih.

(3) RPJM Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terbagi dalam periodisasi 5 (lima) tahun, yaitu sebagai
berikut:

a. RPJM Nasional I Tahun 2025-2029;
b. RPJM Nasional II Tahun 2O3O-2O34;

c. RPJM Nasional III Tahun 2035-2039; dan

d. RPJM Nasional [V Tahun 2O4O-2O44.
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(4) RPJM Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menjadi dasar hukum dalam penyusunan Renstra-Kl dan
RKP.

(5) Renstra-Kl sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun
oleh kementerian/lembaga dan menjadi dasar hukum
dalam penyusunan Renja-KL.

(6) Pen5rusunan Renstra-Kl oleh kementerian/lembaga
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memuat sasaran
strategis berupa indikator kinerja utama yang ditetapkan
dalam rangka pencapaian sasaran Pembangunan Nasional
dalam RPJM Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dan digunakan sebagai pengukuran kinerja
kementerian/lembaga.

(71 RKP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan
dengan Peraturan Presiden sebagai penjabaran dari RPJM
Nasional serta digunakan sebagai pedoman dalam
penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

(8) RKP sebagaimana dimaksud pada ayat (71 menjadi dasar
hukum dalam pen5rusunan Renja-KL.

(9) Renja-KL disusun oleh kementerian/lembaga dengan
mengacu pada prioritas Pembangunan Nasional dan
ketersediaan pendanaan, serta memuat kebijakan,
program, dan kegiatan pembangunan baik yang
dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang
ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

(1O) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan Renstra-Kl
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan pen5rusunan
Renja-KL sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diatur
dalam Peraturan Presiden.

Pasal 9

(1) Dalam rangka menjaga kesinambungan Pembangunan
Nasional, Presiden pada tahun terakhir pemerintahannya
wajib menJrusun RKP untuk tahun pertama periode
pemerintahan Presiden berikutnya dengan berdasarkan
pada RPJP Nasional Tahun 2025-2045.

(21 RKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan
sebagai pedoman untuk men5rusun Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara tahun pertama periode pemerintahan
Presiden berikutnya.
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(3) Pen5rusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (21

dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Bagian Kedua
Dasar Hukum

Pen5rusunan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasa1 1O

(1) RPJP Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, arah
kebijakan, dan sasaran pokok Pembangunan Daerah
jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun.

(21 Penyusunan RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) wajib selaras dan berdasarkan pada RPJP
Nasional Tahun 2025-2045 dan rencana tata ruang
wilayah.

(3) RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan
program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran,
strategi, arah kebijakan, Pembangunan Daerah dan
keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan
lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka
pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima)
tahun.

(4) Penyusunan RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) wajib selaras dan berdasarkan pada RPJP Daerah
dan RPJM Nasional dengan mempertimbangkan
semangat otonomi daerah, potensi daerah, dan kearifan
lokal.

(5) RKP Daerah merupakan penjabaran dari RPJM Daerah
yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah,
prioritas Pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan
pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

(6) Pen5rusunan RKP Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) wajib selaras dan berdasarkan pada RKP dan
program strategis nasional yang ditetapkan oleh
Pemerintah Pusat.
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Pasal 1 1

(1) Dalam rangka penyusunan RPJP Daerah provinsi dan
RPJP Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Pusat
melakukan fasilitasi, koordinasi, dan asistensi terhadap
Pemerintah Daerah provinsi untuk memastikan
keselarasan materi muatan RPJP Daerah provinsi
dengan RPJP Nasional.

(21 Dalam rangka pen5rusunan RPJP Daerah provinsi,
pemerintah provinsi wajib berkoordinasi dengan
Pemerintah h.rsat.

(3) Dalam rangka penyusunan RPJP Daerah kabupatenf kota,
pemerintah kabupaten/kota wajib berkoordinasi dengan
gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di provinsi yang
bersangkutan.

(4) Tata cara penyusunan RPJP Daerah provinsi dan RPJP
Daerah kabupaten/kota dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang
mengatur mengenai Pemerintahan Daerah.

(5) Dalam hal RPJP Daerah provinsi dan RPJP Daerah
kabupaten/kota tidak disusun sesuai dengan ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (41 kepala daerah
provinsi dan anggota Dewan Perwakilan Ralryat Daerah
Provinsi serta kepala daerah kabupatenlkota dan anggota
Dewan Perwakilan Ralryat Daerah kabupaten/kota
dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

BAB IV
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG NASIONAL

TAHUN 2025_2045 SEBAGAI PEDOMAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Bagian Kesatu
Pedoman PenSrusunan Peraturan Perundang-undangan

Pasal 12

RPJP Nasional Tahun 2025-2045 menjadi pedoman dalam
pembentukan serta pemantauan dan peninjauan peraturan
perundang-undangan.
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Bagian Kedua
Pedoman bagi Pasangan Calon Presiden dan

Wakil Presiden Peserta Pemilihan Umum serta bagi Pasangan Calon Gubernur
dan Wakil Gubernur, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, serta

Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Peserta Pemilihan
Kepala Daerah

Pasal 13

RPJP Nasional Tahun 2025-2045 menjadi pedoman dalam
pen5rusunan visi, misi, dan program dalam persyaratan
pencalonan, materi kampanye, dan materi debat bagi:

a. pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden; dan

b. pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, pasangan
calon bupati dan wakil bupati, serta pasangan calon wali
kota dan wakil wali kota.

Bagian Ketiga
Pedoman Pen5rusunan Dokumen Penjabaran Perencanaan Pembangunan

Nasional Lainnya

Pasal 14

RPJP Nasional Tahun 2025-2045 wajib menjadi pedoman
penyusunan rencana induk, strategi nasional, peta jalan, atau
dengan sebutan lainnya terkait penjabaran bidang
Perencanaan Pembangunan Nasional jangka panjang dan
menengah.

BAB V
PELAKSANAAN, PENGENDALIAN, DAN EVALUASI

RENCANA PEMBANGUNAN NASIONAL

Pasal 15

RPJP Nasional Tahun 2025-1045 dilaksanakan oleh
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas,
fungsi, dan kewenangannya, dengan melibatkan
instansi/lembaga, badan usaha, masyarakat, dan pemangku
kepentingan terkait.

Pasal 16 . .
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Pasal 16

(1) Dalam rangka pencapaian sasaran Pembangunan
Nasional, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
melakukan pengendalian dan evaluasi melalui
manajemen risiko Pembangunan Nasional, kajian
kelayakan, serta sistem data, informasi, dan teknologi
terintegrasi.

(21 Pemerintah Rrsat men5rusun sistem insentif dan
disinsentif bagi kementerian/lembaga dan Pemerintah
Daerah provinsi yang prosedur dan tata caranya diatur
dalam RPJM Nasional dan/atau RKP.

(31 Pengendalian dan evaluasi pencapaian sasaran
Pembangunan Nasional sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) mencakup penilaian terhadap:

a. pencapaian target prioritas Pembangunan Nasional;
dan

b. pencapaian sasaran indikator kinerja utama
kementerian/lembaga sebagai bagian dari
pencapaian target prioritas Pembangunan Nasional.

$l Dalam rangka pencapaian sasaran Pembangunan
Nasional dilakukan pengendalian dan evaluasi
pelaksanaan RPJP Nasional, RPJM Nasional, dan RKP.

(5) Dalam rangka pencapaian sasaran Pembangunan
Nasional di daerah provinsi dilakukan pengendalian dan
evaluasi pelaksanaan RPJP Daerah provinsi, RPJM
Daerah provinsi, dan RKP Daerah provinsi.

(6) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) termasuk
penilaian terhadap pencapaian sasaran indikator kinerja
utama Pemerintah Daerah provinsi sebagai bagian dari
pencapaian target prioritas Pembangunan Nasional.

(71 Hasil pengendalian dan evaluasi terhadap Pembangunan
Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (4),
ayat (5), dan ayat (6) digunakan untuk pemberian
penghargaan berupa insentif dan/atau pengenaan sanksi
berupa disinsentif kepada kementerian/lembaga
dan/ atau Pemerintah Daerah.

Pasal 17 ...

SK No 218671 A



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-15-

Pasal 17

(U Hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 16 digunakan oleh Pemerintah Pusat untuk
melakukan peninjauan kembali terhadap RPJP Nasional
Tahun 2025-2045.

(21 Dalam hal hasil peninjauan kembali sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) memerlukan perubahan terhadap
Lampiran Undang-Undang ini, perubahan tersebut diatur
dengan Peraturan Presiden setelah dikonsultasikan
terlebih dahulu dengan Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia.

Pasal 18

(1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melakukan
penyebarluasan RPJP Nasional Tahun 2025-2045
kepada instansi/lembaga, badan usaha, masyarakat, dan
pemangku kepentingan terkait dalam rangka
memberikan pemahaman atas RPJP Nasional
Tahun 2025-2045.

(21 Penyebarluasan RPJP Nasional Tahun 2025-2045
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara
elektronik dan/ atau nonelektronik.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

(1) Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

a. peraturan perundang-undangan yang mengatur
mengenai RPJM Nasional Tahun 2O2O-2O24 dan
RKP Tahun 2024 tetap berlaku sampai dengan akhir
periodenya masing-masing; dan
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b. peraturan perundang-undangan yang mengatur
mengenai rencana induk, strategi nasional, peta
jalan, atau dengan sebutan lainnya terkait
Perencanaan Pembangunan Nasional jangka panjang
dan menengah serta peraturan perundang-undangan
lainnya yang terkait, dinyatakan masih tetap berlaku
sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-
Undang ini.

(21 Dalam hal terjadi perubahan periode pelaksanaan
pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden serta
pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan
wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota,
pen5rusunan dan periodisasi dokumen Perencanaan
pembangunan, baik pada tingkat pusat maupun daerah,
wajib mengikuti dan selaras dengan periode pelaksanaan
pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden serta
pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan
wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
mengatur mengenai pemilihan umum dan pemilihan
kepala daerah, dengan tetap berpedoman pada RPJP
Nasional Tahun 2025-2045.

Pasal 20

(1) Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus
ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak
Undang-Undang ini diundangkan.

(21 Pemantauan dan peninjauan terhadap Undang-Undang ini
dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia,
dan Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 2 1

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar
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Agar setiap
pengundangan
penempatannya
Indonesia.

orang mengetahuinya, memerintahkan
Undang-Undang ini dengan

dalam l.embaran Negara Republik

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 13 September 2024

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 September 2024

MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

PRATIKNO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR I94

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

INDONESIA

ttd.

ttd.
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PENJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 59 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG NASTONAL

TAHUN 2025-2045

I. UMUM

RPJP Nasional Tahun 2025-2045 yang ditetapkan melalui
Undang-Undang ini memiliki tujuan utama untuk mewujudkan Visi
Indonesia Emas 2045, yaitu Indonesia sebagai NKRI yang bersatu,
berdaulat, maju, dan berkelanjutan. Visi Indonesia Emas 2045
merupakan manifestasi visi bernegara Indonesia yaitu merdeka, bersatu,
berdaulat, adil, dan makmur sebagaimana tercantum dalam Pembukaan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk
mewujudkan visi bernegara melalui Visi Indonesia Emas 2045, diperlukan
suatu bentuk Perencanaan Pembangunan Nasional jangka panjang yang
menjadi arah dan prioritas pembangunan yang menyeluruh untuk
dijadikan sebagai panduan utama Pembangunan Nasional yang
dilaksanakan secara inklusif oleh seluruh elemen bangsa.

RPJP Nasional Tahun 2025-2045 disusun dengan memperhatikan
dan melakukan analisa terhadap potensi perubahan pesat yang akan
terjadi dalam berbagai bidang pada periode 20 (dua puluh) tahun antara
Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2045. Perubahan pesat yang akan
terjadi pada rentang periode tersebut adalah perubahan pada demografi
global, geopolitik dan geoekonomi, perkembangan teknologi, urbanisasi
dunia, konstelasi perdagangan global, tata kelola keuangan global,
pertumbuhan kelas menengah, persaingan sumber daya alam, perubahan
iklim, dan pemanfaatan luar angkasa. T\rjuan dari dilakukannya analisa
terhadap perubahan tersebut adalah untuk menentukan upaya-upaya
transformatif yang harus dilakukan untuk dapat memaksimalkan
pemenuhan berbagai kebutuhan masyarakat, sebagai bagian capaian
tujuan dan cita-cita Visi Indonesia Emas 2045.

Visi...
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Visi Indonesia Emas 2045 diwujudkan melalui 8 (delapan) Misi
Pembangunan dalam bentuk agenda Pembangunan Nasional, yang
merupakan upaya besar yang akan dilaksanakan untuk tercapainya
tujuan NKRI yang bersatu, berdaulat, maju, dan berkelanjutan. Misi
Pembangunan terdiri dari 3 (tiga) transformasi Indonesia, 2 (dua) landasan
transformasi, dan 3 (tiga) kerangka implementasi transformasi. Kedelapan
agenda tersebut dilaksanakan melalui 17 (tujuh belas) Arah
Pembangunan yang diukur melalui 45 (empat puluh lima) indikator utama
pembangunan. Misi Pembangunan, Arah Pembangunan, dan 45 (empat
puluh lima) indikator utama pembangunan tercantum dan ddabarkan
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Undang-Undang ini.

Salah satu urgensi dari pembentukan Undang-Undang ini adalah
segera berakhirnya periode Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Nasional Tahun 2OO5-2O25 sebagaimana tertuang dalam Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2OO7 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional Tahun 2OO5-2O25 pada bulan Desember 2024. Oleh
karenanya, untuk memastikan keberlanjutan dan kesinambungan
Perencanaan Pembangunan Nasional diperlukan pembentukan RPJP
Nasional Tahun 2025-2045 sebagai panduan jangka panjang arah
Pembangunan Nasional selanjutnya. Selain itu, RPJP Nasional Tahun
2025-2045 merupakan dasar hukum penyusunan RPJM Nasional, yang
selanjutnya merupakan dasar hukum penJrusunan RPJM Daerah,
Renstra-Kl, dan RKP.

Urgensi selanjutnya dari pembentukan Undang-Undang ini adalah
diselenggarakannya pemilihan kepala daerah secara serentak pada Tahun
2024. RPJP Nasional Tahun 2025-2045 sangat dibutuhkan sebagai dasar
bagi penyusunan visi, misi, dan program pasangan calon gubernur dan
wakil gubernur, pasangan calon bupati dan wakil bupati, serta pasangan
calon wali kota dan wakil wali kota peserta pemilihan kepala daerah.

Lebih lanjut, Undang-Undang ini ditujukan sebagai landasan
hukum dalam perkuatan koherensi dan keselarasan Perencanaan
Pembangunan Nasional dan Perencanaan Pembangunan Daerah, serta
pedoman bagi pembentukan peraturan perundang-undangan dalam
rangka mewujudkan keselarasan arah dan kebijakan Pembangunan
Nasional.

Undang-Undang tentang RPJP Nasional Tahun 2025-2045 terdiri
dari 6 (enam) bab dan 21 (dua puluh satu) pasal yang mengatur mengenai
pengertian, kerangka RPJP Nasional, RPJP Nasional Tahun 2025-2045
sebagai pedoman Pembangunan Nasional, pelaksanaan, pengendalian,
dan evaluasi Perencanaan Pembangunan Nasional, dan ruang untuk
melakukan peninjauan dan penyesuaian terhadap RPJP Nasional Tahun
2025-2045.

RPJP. . .

SK No 218842 A



PRESIOEN
REPUBLIK INDONESIA

-3-

RPJP Nasional Tahun 2025-2045 disusun dengan
mempertimbangkan berbagai aspek dalam pembangunan berkelanjutan,
yang salah satunya adalah menjadikan T\rjuan Pembangunan
Berkelanjutan (TPB), atau yang secara global dikenal sebagai Sustainable
Deuelopment Goals (SDGs) yang dideklarasikan dalam forum Sidang
Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada bulan September 2O15. SDGs
yang merupakan komitmen global telah diadopsi ke dalam kerangka
pengaturan peraturan perundang-undangan di NKzu dalam beberapa
tingkat peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya, sebagai bentuk
pemenuhan komitmen baik pada tingkatan global maupun nasional,
adalah merupakan suatu keharusan bagi pen5rusunan RPJP Nasional
Tahun 2025-2045 ini untuk memperhatikan, mempertimbangkan, serta
menjadikan 17 (tujuh belas) tujuan dan sasaran SDGs sebagai bagian
yang terintegrasi dalam perencanaan Pembangunan Nasional jangka
panjang di Indonesia. Hal tersebut secara eksplisit tertulis dalam visi yang
hendak dicapai melalui Visi Indonesia Emas 2045, yaitu Indonesia sebagai
NKRI yang bersatu, berdaulat, maju, dan berkelanjutan.

Pembangunan berkelanjutan yang tertuang di dalam SDGs

Lebih lanjut, pembangunan berkelanjutan dalam SDGs
diterjemahkan di dalam RPJP Nasional 2025-2045 sebagai perencanaan
Pembangunan Nasional yang berorientasi pada kesejahteraan ekonomi,
serta dapat diukur keberlanjutannya berdasarkan 3 (tiga) kriteria yang
berwawasan lingkungan hidup, yaitu: (U tidak ada pemborosan
penggunaan sumber daya alam (depletion of nahral resources); (2) tidak
ada polusi dan dampak lingkungan lainnya; dan (3) kegiatannya harus
dapat meningkatkan useable resour@s ataupun replaceable resources.
Intensitas emisi gas rumah kaca menurun menuju emisi nol bersih hanya
salah satu di antara bentuk pembangunan berwawasan lingkungan hidup
yang berkelanjutan, yang telah dicontohkan dalam konsep pembangunan
Ibu Kota Nusantara (IKN) yang mengedepankan ruang terbuka hijau dan
pemanfaatan energi baru terbarukan yang ramah lingkungan.
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Agenda dari SDGs tersebut di atas adalah untuk mencapai 17 (tujuh
belas) tujuan dan sasaran Tahun 2O3O yaitu untuk mewujudkan
masyarakat global dan nasional yang (1) tanpa kemiskinan; (21 tanpa
kelaparan; (3) kehidupan sehat dan sejahtera; (4) pendidikan berkualitas;
(5) kesetara€u1 gender; (6) air bersih dan sanitasi layak; (7) energi bersih
dan terjangkau; (8) pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi;
(9) industri, inovasi, dan infrastruktur; (10) berkurangnya kesenjangan;
(11) kota dan permukiman yang berkelanjutan; (L2) konsumsi dan
produksi yang bertanggung jawab; (13) penanganan perubahan iklim;
(14) ekosistem lautan; (15) ekosistem daratan; (16) perdamaian, keadilan,
dan kelembagaan yang tangguh; dan (17) kemitraan untuk mencapai
tujuan. Keseluruhan tujuan dan sasaran tersebut menjadi bagian yang
integral dengan rencana Pembangunan Nasional jangka panjang
Indonesia di dalam RPJP Nasional 2025-2045 yang diatur dengan
Undang-Undang ini.

PASAL DEMI PASAL
Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Ayat (1)

Tujuan dibentuknya Pemerintah Negara Indonesia
sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu untuk
melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah
Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan
kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia
yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan
keadilan sosial.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.
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Pasal 5
Ayat (1)

Pengukuran indikator sasaran visi dan 45 (empat puluh lima)
indikator utama pembangunan dikoordinasikan dan
dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat yang menyelenggarakan
pemerintahan di bidang statistik sesuai kewenangan yang
diberikan.
Huruf a

Cukup jelas.

Hurtrf b
Cukup jelas.

Huruf c
Kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional
mencakup, antara lain, pada bidang politik, sosial dan
budaya, serta ekonomi yang dilakukan melalui
keanggotaan Indonesia pada organisasi internasional
yang merupakan perwqjudan dari diplomasi multilateral
dan pelaksanaan politik luar negeri bebas dan aktif.
Pada bidang perekonomian, misalnya, NKRI sebagai
salah satu negara dengan ekonomi terbesar global perlu
berperan aktif dalam organisasi ekonomi internasional
seperti World Trade Organization (WTO), United Nations
Conference on Trade and Development (UNCTAD), Asia
Pacific Economic Cooperation (APEC), Group of 20 (G2O),
dan The Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity
(IPEF). Di samping itu, perlu mempercepat aksesi dan
keanggotaan pada organisasi internasional yang dapat
mendorong percepatan transformasi ekonomi Indonesia
dalam mencapai lndonesia Emas seperti Organisation for
Economic Co-operation and Development (OECD).

Huruf d
Cukup jelas.

Hurrf e
Cukup jelas.

Ayat (2)
Penjabaran tahapan pencapaian 5 (lima) sasaran visi
dilakukan dengan penyesuaian terhadap tahapan dan visi
misi Presiden.
Yang dimaksud dengan "pelaku pembangunan pemerintah"
adalah pelaku pembangunan yang mencakup state actors
dalam hal ini Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi,
dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

Yang. . .
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Yang dimaksud dengan "pelaku pembangunan
nonpemerintah" adalah pelaku pembangunan yang
mencakup non-state actors yang dalam hal ini mencakup
antara lain dan tidak terbatas pada badan usaha, media,
akademisi, lembaga swadaya masyarakat, filantropi, dan
masyarakat.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 6
Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Penggunaan sumber daya, termasuk penggunaan
sumber daya energi untuk mencapai kedaulatan energi,
bertujuan untuk mengoptimalkan produksi dan
mengembangkan potensi sumber energi dalam negeri,
mengurangi ketergantungan pada impor, dan
melaksanakan transisi energi.

Huruf d
Yang dimaksud dengan "peran dan partisipasi" adalah
segala aktivitas yang dilakukan dalam rangka
mendukung terlaksananya RPJP Nasional Tahun
2025-2045 baik dalam bentuk musyawarah,
kemitraan, penyampaian aspirasi, dukungan
pembiayaan, danf atau peran dan partisipasi lain sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Yang dimaksud dengan "pemangku kepentingan terkait
nonpemerintah' adalah pihak-pihak yang langsung
maupun tidak langsung mendapatkan manfaat atau
dampak dari Perencanaan dan pelaksanaan RPJP
Nasional Tahun 2025-2045 termasuk kelompok
internal dan eksternal dari organisasi
kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah,
kelompok komunitas, kelompok media, serta kelompok
lembaga swadaya masyarakat dan lembaga
kemasyarakatan yang berkepentingan dan berpengaruh
terhadap pelaksanaan Pembangunan Nasional.

Pasal7...
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Pasal 7
Ayat (1)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Yang dimaksud dengan "megatren" adalah tantangan
global ke depan yang cenderung semakin kompleks
seiring dengan perubahan yang sangat cepat dalam
segala bidang.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Dalam pembangunan menuju Indonesia Emas 2045
kesinambungan pembangunan menjadi landasan utama
yang mencakup kaidah pelaksanaan dan pendanaan
pembangunan. Untuk mewujudkan visi tersebut,
diperlukan penguatan sistem pelaksanaan kebijakan
yang efisien dan transparan, memastikan bahwa setiap
langkah pembangunan dijalankan dengan akuntabilitas
tinggi. Selain itu, pendanaan pembangunan harus
didukung oleh model keuangan yang berkelanjutan dan
inklusif, memastikan alokasi dana yang tepat dan efektif
untuk proyek-proyek strategis yang mendukung
pertumbuhan ekonomi, pemerataan, dan kesejahteraan
masyarakat. Keselarasan antara pelaksanaan dan
pendanaan pembangunan menjadi kunci untuk
mencapai Indonesia Emas dengan memastikan
kelangsungan pembangunan yang berdampak positif
bagi selurr.rh rakyat.

Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan adanya
sistem pengendalian dan evaluasi secara terencana,
terpadu, dan berkelanjutan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat(4)...
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Ayat (a)
Yang dimaksud dengan "dokumen perincian perencana€rn
pembangunan jangka panjang nasional" adalah penjabaran
lebih rinci terhadap transformasi sosial, transformasi
ekonomi, transformasi tata kelola, supremasi hukum,
stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia, ketahanan sosial
budaya dan ekologi, isu dan potensi wilayah serta isu sarana
prasarana, arah kebijakan pembangunan wilayah dan sarana
prasarana, kaidah pelaksanaan, serta pendanaan
pembangunan sebagaimana termuat dalam RPJP Nasional
Tahun 2025-2045 yang termuat dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Dokumen perincian perencanaan pembangunan jangka
panjang nasional bukan merupakan tingkatan baru atau
tambahan tahapan dalam ruang lingkup Perencanaan
Pembangunan Nasional, namun hanya sebagai bentuk
penjabaran lebih rinci terhadap Misi Pembangunan yang
diatur dalam Undang-Undang ini.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 8
Ayat (1)

Arah pembangunan dan indikator pada RPJP Nasional
menjadi pedoman penyusunan sasaran prioritas
Pembangunan Nasional dalam RPJM Nasional.

Pentahapan rencana Pembangunan Nasional disusun dalam
masing-masing periode RPJM Nasional sesuai dengan visi,
misi, dan program pasangan Presiden dan Wakil Presiden yang
dipilih secara langsung oleh rakyat. RPJM Nasional memuat
strategi Pembangunan Nasional, kebijakan umum, program
kementerian/lembaga dan lintas kementerian/lembaga,
kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi
makro yang mencakup gambaran perekonomian secara
menyeluruh dalam rencana kerja yang berupa kerangka
regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Ayat (21

Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.
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Ayat (4)
Sasaran prioritas Pembangunan Nasional dalam RPJM
Nasional menjadi pedoman dalam penJrusunan sasaran
prioritas Pembangunan Nasional dalam RKP dan sasaran
strategis Renstra-Kl.

Renstra-Kl memuat sasaran strategis, tujuan, strategi,
kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai
dengan tugas dan fungsi kementerian/lembaga yang disusun
dengan berpedoman pada RPJM Nasional dan bersifat
indikatif.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
RKP dibahas dan disepakati bersama antara Pemerintah
Rrsat dan Dewan Perwakilan Ralryat Republik lndonesia
sebagai pedoman penyusunan Rancangan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara.

Ayat (8)
RKP memuat rancangan kerangka ekonomi makro yang
meliputi gambaran perekonomian secara menyeluruh,
sasaran makro pembangunan, serta prioritas Pembangunan
Nasional yang, antara lain, mencakup program
kementerianllembaga, lintas kementerian/lembaga, dan
kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka
pendanaan yang bersifat indikatif, baik yang dilaksanakan
langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan
mendorong partisipasi masyarakat.

Ayat (9)
Prioritas Pembangunan Nasional harus ditujukan untuk
memenuhi kebutuhan hajat hidup orang banyak.

Ayat (1o)
Cukup jelas.

Pasal 9
Ayat (1)

Tahun pertama periode pemerintahan pasangan Presiden dan
Wakil Presiden berikutnya yaitu pada Tahun 2025,
Tahun 2O3O, Tahun 2035, Tahun 2O4O, dan Tahun2045.

Ayat(21 ...
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Ayat (2)
Pasangan Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode
berikutnya memiliki kewenangan untuk menyempurnakan
RKP dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada
tahun pertama pemerintahannya, yaitu Tahun 2025, Tahun
2O3O, Tahun 2035, Tahun 2O4O, dan Tahun 2045 melalui
mekanisme perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (APBN-P). Dengan adanya kewenangan untuk
men5rusun RKP dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
tersebut, maka jangka waktu keseluruhan RPJP Nasional
Tahun 2025-2045 adalah dimulai pada Tahun 2025 dan
berakhir pada Tahun 2045.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 1O

Ayat (1)
Periode RPJP Daerah mengikuti periode RPJP Nasional Tahun
2025-2045.

Ayat (21

Yang dimaksud dengan "selaras dan berdasarkan pada RPJP
Nasional Tahun 2025-2045" adalah selaras dan berdasarkan
pada arah kebijakan pembangunan wilayah dan sarana
prasarana sebagaimana tertuang dalam Bab V RPJP Nasional
Tahun 2025-2045 mengenai Pembangunan Wilayah dan
Sarana Prasarana Menuju Indonesia Emas dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Undang-Undang ini.

Arah pembangunan dan indikator pada RPJP Nasional Tahun
2O2*2O45 menjadi pedoman penyusunan arah
pembangunan dan indikator dalam RPJP Daerah.

Pengaturan bahwa Pemerintah Daerah mempedomani RPJP
Nasional Tahun 2025-2045 sesuai dengan tugas, fungsi, dan
kewenangannya bukan untuk membatasi kewenangan daerah,
tetapi agar terdapat pedoman yang jelas, sinergi, dan
keterkaitan dari setiap perencanaan pembangunan di tingkat
daerah berdasarkan kewenangan otonomi yang dimilikinya
dengan mengacu pada platform RPJP Nasional Tahun
2025-2045.
Periode rencana tata ruang wilayah pada tingkat nasional dan
daerah mengikuti periode RPJP Nasional Tahun 2025-2045.
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Ayat (3)
Periode RPJM Daerah mengikuti periode RPJM Nasional.

Ayat (a)
Arah pembangunan dan indikator dalam RPJP Daerah serta
sasaran prioritas Pembangunan Nasional dalam RPJM
Nasional menjadi pedoman penyusunan tujuan dan sasaran
dalam RPJM Daerah.

RPJM Daerah yang disusun oleh Otorita lbu Kota Nusantara
berpedoman pada Rencana Induk Ibu Kota Nusantara dan
Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara sebagaimana
diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan
mengenai ibu kota negara. Otorita Ibu Kota Nusantara
men5rusun RPJM Daerah saat telah menyelenggarakan
Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.

Ayat (5)
Tujuan dan sasaran dalam RPJM Daerah menjadi pedoman
pen)rusunan sasaran program RKP Daerah.

Ayat (6)
Sasaran prioritas pembangunan dalam RKP menjadi pedoman
penyusunan sasaran program RKP Daerah.

Yang dimaksud "program strategis nasional" adalah program
prioritas nasional yang termuat di dalam RKP.

Otorita lbu Kota Nusantara men5rusun RKP Daerah saat telah
menyelenggarakan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota
Nusantara.

Pasal L 1

Cukup jelas.

Pasal 12
Yang dimaksud dengan "pedoman dalam pembentukan serta
pemantauan dan peninjauan peraturan perundang-undangan"
adalah bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan yang
disusun selaras dengan ketentuan yang diatur Undang-Undang ini,
termasuk Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Undang-Undang ini.

Pasal 13.. .

SK No 218833 A



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-12-

Pasal 13
Huruf a

Peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum
mengatur bahwa penyusunan visi, misi, dan program
pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden mengacu pada
RPJP Nasional.

Huruf b
Pengaturan visi, misi, dan progr€rm pasangan calon gubernur
dan wakil gubernur, pasangan calon bupati dan wakil bupati,
serta pasangan calon wali kota dan wakil wali kota
berpedoman kepada RPJP Nasional dimaksudkan agar
terciptanya kesinambungan antara Perencanaan
Pembangunan Nasional dan Perencanaan Pembangunan
Daerah.

Pasal 14
Yang dimaksud dengan "rencana induk" adalah dokumen yang
berisikan perencanaan terpadu terhadap pelaksanaan kegiatan
tertentu yang menjadi pedoman utama bagi seluruh pihak yang
terlibat dalam kegiatan tersebut, misalnya masterplan atau grand
design.

Yang dimaksud dengan "strategi nasional" adalah dokumen
perencanaan yang memuat analisis, situasi, tantangan, danf atau
langkah-langkah yang akan diambil untuk mencapai tujuan dalam
suatu kegiatan bidang tertentu.

Yang dimaksud dengan "peta jalan" adalah dokumen perencanaan
yang memuat arahan dan kebijakan strategis, serta langkah dan
tahapan dalam penyiapan dan pelaksanaan suatu kegiatan tertentu.

Pasal 15
Yang dimaksud dengan "badan usaha" adalah badan usaha
berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum yang
melakukan kegiatan di wilayah NKRI dan melakukan usaha
dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.

Pasal 16
Ayat (1)

Pencapaian sasaran Pembangunan Nasional meliputi
pencapaian sasaran pada RPJP Nasional Tahun 2025-2045,
RPJM Nasional, dan RKP.

SK No 218850 A
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Yang dimaksud dengan "pengendalian dan evaluasi" adalah
kegiatan yang dilaksanakan untuk mengukur pencapaian
sasaran-sasaran pembangunan nasional dan kegiatan
prioritas nasional.

Yang dimaksud dengan "manajemen risiko Pembangunan
Nasional" adalah kegiatan untuk mengarahkan dan
mengendalikan entitas manajemen risiko Pembangunan
Nasional sehubungan dengan adanya risiko Pembangunan
Nasional. Entitas manajemen risiko Pembangunan Nasional
sektor utama adalah kementerian/lembaga yang mempunyai
tanggung jawab utama dalam mengelola risiko pada program,
kegiatan, proyek, prioritas pembangunan, dan/atau jenis
risiko tertentu yang bersifat lintas sektor dan lintas waktu.
Penerapan manajemen risiko tersebut dilakukan untuk
menjamin terkendalinya Perencanaan dan pelaksanaan
Pembangunan Nasional.

Yang dimaksud dengan "kajian kelayakan" adalah kajian yang
dilakukan untuk memastikan pembangunan yang inklusif
dalam rangka pelaksanaan Misi Pembangunan Nasional,
misalnya cabang-cabang produksi yang penting bagi negara
dan yang menguasai hajat hidup or€rng banyak, serta
pemanfaatan bumi, air, dan kekayaan alam yang dikuasai
negara dan dipergunakan bagi sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Yang dimaksud "prioritas Pembangunan Nasional" adalah
program dan/atau arah kebijakan yang bersifat strategis
dalam bentuk proyek dan/atau pembentukan regulasi terkait
upaya transformatif prioritas sebagaimana diuraikan dalam
Bab IV mengenai Transformasi Indonesia Menuju Indonesia
Emas di dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Ayat (a)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat(6) ...
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Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Yang dimaksud dengan "insentif dan disinsentif" adalah
insentif dan disinsentif yang terkait dengan nonfiskal
dan/atau fiskal Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah
Daerah.

Pasal 17
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)
Perubahan terhadap RPJP Nasional Tahun 2025-2045
dilakukan jika berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi
terdapat kondisi mendesak yang mengakibatkan sasaran
RPJP Nasional Tahun 2025-2045 tidak memungkinkan
untuk dicapai. Kondisi mendesak tersebut berupa:

a. force majeure; dan/atau

b. penyimpangan pencapaian sasaran pembangunan yang
signifikan dari tahapan-tahapan sebelumnya.

Yang dimaksud dengan "dikonsultasikan terlebih dahulu
dengan Dewan Perwakilan Ralryat Republik Indonesia"
adalah melalui mekanisme rapat kerja dengan alat
kelengkapan Dewan Perwakilan Ralryat Republik [ndonesia
yang membahas Undang-Undang ini.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 2 1

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6987
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BAB I

Sctayang Pandaag Pembangunan Indonesla

1. 1 Refleksi Dua Dekade Pembangunan

Selama dua dekade terakhir melalui pelaksanaan RPJP Nasional Tahun
2OO5-2O25, Indonesia telah mencapai kemajuan yang signifikan dalam
berbagai bidang pembangunan di tengah dinamika global dan domestik yang
begitu tinggi. Berbagai kebijakan strategis dilaksanakan untuk mewujudkan
tujuan pembangunan nasional. Pembangunan telah meningkatkan
kesejahteraan masyarakat dengan pertumbuhan ekonomi yang konsisten dan
penyediaan infrastruktur yang memadai, sehingga meningkatkan pendapatan
masyarakat serta mengurangi kemiskinan dan kesenjangan. Pemerintah
berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia secara lebih merata
untuk seluruh penduduk dan daya saing bangsa dalam setiap aspek
pembangunan. Kelestarian lingkungan tetap dijaga untuk menjamin
keberlanjutan pembangunan. Proses demokratisasi dan reformasi kelembagaan
telah menunjukkan kemajuan. Indonesia telah berhasil melaksanakan
pemilihan umum setiap lima tahun sekali secara langsung, bebas dan adil, serta
pelaksanaan desentralisasi secara masif ke tingkat kabupatenlkota.
Masih banyak tantangan yang dihadapi Indonesia untuk menjadi negara maju.
Indonesia selama ini belum secara optimal memanfaatkan berbagai kekayaan
sumber daya alam yang dimilikinya. Sebagai negara kepulauan yang besar,
Indonesia masih sangat tertinggal dalam memanfaatkan berbagai potensi yang
besar dari sumber daya maritimnya. Indonesia juga harus tems bekerja keras
mengatasi berbagai permasalahan pembangunan. Sektor produktif yang
merupakan kunci bagi tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi, saat ini
produktivitasnya masih relatif rendah, bahkan cendemng menurun. Hal
tersebut terkait dengan kualitas SDM, kapasitas riset dan inovasi, serta
kapasitas infrastruktur. Selanjutnya, tingkat kemiskinan dan ketimpangan
ekonomi baik secara individu maupun wilayah masih relatif tinggi. Hal ini
memengaruhi ketahanan sosial budaya dan ekologi penduduk Indonesia, serta
menghambat upaya pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Proses
demokrasi dan penegakan hukum yang adil perlu terus diperkuat sehingga
Indonesia dapat tenrs bergerak maju sebagai negara yang demokratis dan
berkeadilan.
Pendapatan Per Kapita Tumbuh Pesat
Pendapatan per kapita meningkat seiring dengan perekonomian yang tumbuh
stabil. Pada Tahun 2001, GNI (Gross Nationallnenmel per kapita Indonesia hanya
sebesar USD710, kemudian naik menjadi 6,5 kali lipat dalam 2O tahun hingga
mencapai USD4.58O pada Tahun 2022. Akan tetapi, kenaikan GNI per kapita di
Indonesia lebih rendah dari Vietnam yang mencapai 9 kali. Sementara itu,
kenaikan GNI per kapita pada kelompok East Asia & Pasifik (excluding high
inamel hingga 9,2 kali Kenaikan GNI per kapita juga dipengaruhi lonjakan

inflasi. . .
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inflasi yang cukup tinggi. Menurut data World Bank (20231total kenaikan inflasi
Indonesia sepanjang 2OLO-2O22 mencapai 55,19 persen; lebih tinggi dari
Malaysia 26,04 persen; Thailand 22,34 persen; Filipina 42,34 persen dan
Vietnam 69 persen.
Perekonomian Indonesia secara fundamental telah menunjukkan
perkembangan positif dan berhasil menghadapi berbagai tekanan global. Kinerja
pertumbuhan ekonomi cenderung stabil pada kisaran 5-6 persen selama periode
2005-2019 (Grafik 1.1.1). Indonesia kemudian berhasil masuk ke dalam
kategori upper-mid.dle income pada Tahun 2019. Namun pada Tahun 2O2O,
ekonomi Indonesia sempat mengalami kontraksi 2,O7 persen akibat pandemi
COVID-I,9, dan statusnya turun ke lower-middle inmme. Pemulihan Ekonomi
Nasional (PEN) telah ditempuh Pemerintah melalui kebijakan fiskal dan moneter
yang komprehensif.

Gralik 1. 1. 1

GNI Per Kapita dan Pertumbuhan Ekonomi lndonesia 2OO5-2A22

Pertumbuhan ekonomi kembali positif pada Tahun 2O2l sebesar 3,7 persen dan
meningkat lagi 5,31 persen pada Tahun 2022, sehingga Indonesia kembali
menjadi negara upper-middle income dengan Pendapatan Domestik Bruto (PDB)
per kapita mencapai Rp71,O juta atau USD4.783,9 pada Tahun 2022. Hal
tersebut merupakan hasil upaya Pemerintah untuk meningkatkan
produktivitas, investasi dan ekspor, hilirisasi industri, pembangunan
infrastnrktur dan kualitas sumber daya manusia, serta menyempurnakan
kebijakan pasar tenaga kerja. Upaya tersebut diikuti dengan perbaikan birokrasi
untuk mempercepat pembangunan di berbagai bidang.

Namun demikian, stnrktur ekonomi masih berbasis pada sektor dengan nilai
tambah rendah dan sebagian tenaga keda berada pada sektor pertanian dan jasa
dengan produktivitas rendatr. Dari struktur PDB, kontribusi sektor manufakturr
justru mengalami penuruna.n atau terjadi deindustrialisasi dini dal: 27,4 persen
pada Tahun 2OOS menjadi 18,3 persen pada Tahun 2022. Sementara itu, dari
strukttrr tenaga kerja, penurunan jumlah tenaga kerja di sektor

pertanian. . .

SK No 194769 A

 

Sumber: World Bank (diolah) 



PRESIDEN
REPUELIK INDONESIA

-4-

pertanian yang signifikan, dari 44,O persen pada Tahun 2OOS menjadi 28,6
persen pada Tahun 2022, belum diikuti kenaikan kontribusi tenaga kerja di
sektor manufaktur yang hanya naik dari 12,7 persen (2005) menjadi 14,2 persen
(20221.
Stabilitas ekonomi makro tedaga, didukung oleh sinergi kebijakan fiskal dan
moneter yang semakin baik dalam mengatasi berbagai tekanan, baik global
maupun domestik. Sejak pandemi COVID-l9 terjadi pada Tahun 2O2O,
kebijakan fiskal dan moneter yang akomodatif menjadi instrumen utama dalam
mendukung pencapaian sasaran target pembangunan, meredam dampak
gejolak ekonomi global, dan menjaga kesejahteraan masyarakat.
Nilai tukar rupiah sempat mengalami tekanan akibat ketidakpastian ekonomi
global, namun dengan volatilitas yang masih terkendali. Rata-rata nilai tukar
Rupiah pada Tahun 2022 mengalami depresiasi sebesar 3,85 persen
dibandingkan rata-rata Tahun 2O2l yang mengalami apresiasi sebesar 1,73
persen dibandingkan tahun sebelumnya. Pelemahan tersebut masih relatif
rendah utamanya dibanding negara sekawasan Qteersl, sehingga cukup kondusif
mendukung momentum pemulihan ekonomi.

Grafik 1.1.2
Struktur Ekonomi dan Struktur Tenaga Kerja

Sumber: BPS (diolah)

Inflasi mampu dijaga pada tingkat yang stabil untuk mendukung pertumbuhan
ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Tingkat inflasi sejak Tahun 2O1O
berhasil dijaga stabil pada rentang sasaran yang telah ditetapkan, dan pada
Tahun 2021. inflasi tetap terkendali pada 1,87 persen, meski lebih rendah dari
batas bawah rentang sasara.n yang ditetapkan. Dalam kondisi tekanan inflasi
akibat krisis global Tahun 2022, inflasi Indonesia mencapai 5,51 persen, tebih
baik dibandingkan sejumlah negara lain. Pengetatan kebijakan moneter,
penguatan nilai tukar nrpiah, stabilisasi harga minyak dan komoditas pangan,
pengendalian tarif logistik, serta penyaluran program bantuan sosial, menjadi
faktor penting dalam mewujudkan inflasi yang terkendali.
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Kemiskinan Menurun dan Ketimpangan Berkurang
Tingkat kemiskinan mengalami penurrrnan, didukung dengan penurunan
tingkat pengangguran terbuka dan penguatan perlindungan sosial antara lain
Jaminan Sosial Kesehatan dan Ketenagakerjaan.
Di tengah gejolak ekonomi yang tinggi, tingkat kemiskinan dan pengangguran
terbuka menunjukkan penurunan yang signifikan (Grafik 1.1.3).

Grafik 1.1.3
Kemiskinan Menurun dan Ketimpangan Berkurang

Sumber: BPS (diolah!

Pemerintah berhasil menurunkan tingkat kemiskinan dari 15,97 persen Tahun
2OO5 menjadi angka satu digit, sebesar 9,22 persen di Tahun 2019. Namun,
jumlah penduduk miskin masih tinggi bahkan meningkat. Tahun 2005, jumlah
penduduk miskin mencapai 22,7 juta sedangkan pada Tahun 2023 mencapai
25,9 juta. Pemerintah harus mempercepat penurunan angka kemiskinan di
perdesaan yang masih tinggr. Pada Maret Tahun 2023, penduduk miskin di
perdesaan mencapai 14,16 juta atau 12,22 persen dari total penduduk desa.
Tingkat pengangguran terbuka juga berhasil diturunkan dari L1,24 persen
Tahun 2005 menjadi 5,23 persen Tahun 2Ot9. Lonjakan angka kemiskinan dan
pengangguran terbuka sempat terjadi Tahun 2O2O akibat pandemi COVID-l9.
Respons kebijakan pemerintah yang tepat mampu mengembalikan tingkat
kemiskinan ke satu digit menjadi 9,57 persen dan tingkat pengangguran terbuka
menjadi 5,86 persen pada Tahun 2022. Tingkat kemiskinan dan pengangguran
terbuka ditargetkan semakin berkurang di Tahun 2024, masing-masing menjadi
6,5-7,5 persen dan 5,O-5,7 persen.
Pemerataan pembangunan dalam dua dekade terakhir mampu menurunkan
kesenjangan pendapatan dan antarwilayah. Angka rasio gini nasional yang
sempat mencapai 0,414 di Tahun 2Ol4 berhasil ditumnkan menjadi 0,381 pada
Tahun 2022. Sementara itu, ketimpangan ekonomi antarwilayah juga dapat
diturunkan yang tecermin dari kontribusi PDB KTI yang meningkat dari 17,0
persen pada Tahun 2OOS menjadi sebesar 20,6 persen pada Tahun 2022.
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Salah satu strategi pemerataan pembangunan adalah menjamin ketersediaan
infrastnrktur sesuai kebutuhan wilayah. Pembangunan infrastruktur
konektivitas antarwilayah menunjukkan kinerja yang baik, seperti
pembangunan jalan, bandara, pelabuhan, dan jaringan kereta api. Penyediaan
akses dasar masyarakat terhadap air minum, sanitasi layak, dan listrik juga
menunjukkan peningkatan, tetapi perlu terus didorong agar mampu
menjangkau seluruh penduduk dan wilayah.
Pembangunan desa, pembangunan daerah tertinggal, serta pengembangan
kawasan strategis telah bedalan dengan baik. Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun
2OL4 tentang Desa telah mendorong berkembangnya kegiatan sosial ekonomi di
desa. Pengentasan daerah tertinggal berhasil cukup signifikan dari 199
kabupaten Tahun 2OO5 menjadi 62 kabupaten Tahun 2OL9.
Perlindungan sosial terus ditingkatkan untuk menekan angka kemiskinan,
menjamin pemenuhan kebutuhan dasar, layanan sosial, serta perlindungan dan
pemberdayaan bagi semua individu di sepanjang siklus kehidupan. Alokasi
anggaran perlindungan sosial dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(APBN) terus meningkat setiap tahunnya dengan proporsi mencapai 15,9 persen
dari APBN pada Tahun 2022. Pemerintah telah melaksanakan dan
mengembangkan berbagai bantuan sosial termasuk Program Keluarga Harapan
(PKH), Kartu Sembako, dan Program Indonesia Pintar (PIP) untuk menekan
angka kemiskinan dan menjamin akses penduduk rentan pada kebutuhan
dasar, berbagai program dan upaya pemberdayaan masyarakat, serta Sistem
Jaminan Sosial Nasional (SJSN) untuk melindungi seluruh penduduk dari risiko
kesehatan, risiko kerja, dan perlindungan di hari tua (Gambar 1.1.1).
Pelaksanaan perlindungan sosial juga didukung dengan pengembangan
lingkungan yang inklusif bagi penyandang disabilitas, lanjut usia, ibu hamil, ibu
men5rusui, anak, korban kekerasan dan kelompok rentan lainnya melalui
penguatan kelembagaan dan regulasi yang sesuai.

Gambar 1.1.1 Perlindungan Sosial Berdasarkan Tahun Siklus
Kehidupan
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Kepemimpinan dan Pengaruh di Dunia Internasional Meningkat
Kepemimpinan dan pengaruh Indonesia di tingkat Internasional telah
mengalami peningkatan. Posisi Global Power Index (GPI) Indonesia Tahun 2023
berada pada peringkat 34 dan menempati posisi ketiga di antara negara ASEAN.

Penguatan pertahanan terus diupayakan melalui pemenuhan minfmum essential
force (MEF) dan kemandirian industri pertahanan. Postur pertahanan semakin
membaik, tercermin dari pemenuhan MEF yang terrs meningkat menjadi 86,94
persen pada Tahun 2021. Kemandirian industri pertahanan juga terus
diupayakan, terlihat dari perkembangan positif capaian kontribusi industri
pertahanan dalam pemenuhan alutsista sebesar 57,6 persen pada Tahun 2O2L.
Industri pertahanan masih memerlukan dukungan pemerintah dalam bentuk
penguatan regulasi dan pemberian insentif, termasuk komitmen pembelian oleh
pemerintah, dukungan riset dan inovasi serta pembiayaan.

Perkembangan kualitas demokrasi di Indonesia sejak reformasi pada Tahun
1998 menunjukkan kemajuan secara signifikan. Hal tersebut ditunjukkan
dalam pelaksanaa,n pemilihan umum secara teratur, partisipasi masyarakat
dalam proses politik dan demokratisasi institusi publik, serta kebebasan pers
dan ekspresi yang semakin terbuka. Kinerja Indeks Demokrasi Indonesia (lDI)
terus membaik, bahkan capaian Tahun 2O2L sebesar 78,L2 yang merupakan
capaian tertinggi selama sepuluh tahun terakhir.

Selanjutnya, lndonesia selalu berpartisipasi secara aktif dalam berbagai forum
internasional. Partisipasi aktif Indonesia adalah salah satu bentuk peran
Indonesia dalam melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan
kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, seperti dalam forum
ASEAN, PBB, GzO, OKI, WTO, APEC, OECD, IPEF, dan UNCTAD.

Indonesia merupakan negara dengan perekonomian terbesar ke-16 di dunia dan
terbesar di Kawasan ASEAN. Didukung oleh jumlah penduduk dan potensi
ekonomi yang besar, sejak 2OO8 Indonesia merupakan satu-satunya negara
ASEAN yang menjadi anggota G2O dengan Produk Domestik Bruto (PDB)
mencapai USD1,3 triliun pada Tahun 2022. L€bih lanjut, Indonesia masuk ke
dalam kelompok negara yang berpotensi berkembang pesat bersama dengan
negara BRICS (Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan). Hal ini
didorong oleh pasar domestik Indonesia yang besar seiring dengan pertumbuhan
kelompok kelas menengah. Hampir setengah dari populasi Indonesia berada di
daerah perkotaan dan berkontribusi terhadap peningkatan kapasitas konsumsi
karena besarnya jumlah permintaan.

SK No 194765 A

Daya



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-8-

Daya Saing Sumber Daya Manusia Membaik

Kemajuan pembangunan ditentukan oleh kemampuan sumber daya
manusianya. Pembangunan sumber daya manusia terus membaik. Indeks
pembangunan manusia (lPM) rata-rata meningkat sebesar O,77 persen per
tahun sejak Tahun 2O1O hingga 2022 (Gralik 1.1.4). Peningkatan IPM terjadi
pada semua dimensi, baik umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta
standar hidup layak. Sementara itu, Human Capital Index (HCI) pada Tahun
2O2O sebesar 0,54.

Grafik 1.1.4
Indeks Pembangunan Manusia, Stunting, UHH Tahun 2OO5-2O22

Sumber: BPS (diolah)

Status kesehatan masyarakat saat ini terus membaik. Usia harapan hidup
menunjukkan peningkatan dari semula 69,81 pada Tahun 2010 menjadi 71,85
pada Tahun 2022. Prevalensi sfimting menunjukkan tren penurunan dalam
sepuluh tahun terakhir, yaitu dari 37,20 persen (2013) menjadi 21,50 persen
l2023l. Insidensi tuberkulosis menunjukkan tren penurunan dari 360 per
1OO.0OO penduduk pada Tahun 2OO5 menjadi 301 per 100.OOO penduduk pada
Tahun 2O2O, n€rmun demikian pada Tahun 2022 mengalami peningkatan
menjadi 385 per 1OO.O0O penduduk.
Pembangunan pendidikan di Indonesia menunjukkan hasil yang baik hingga
2022. Hal tersebut ditandai dengan peningkatan rata-rata lama sekolah
penduduk usia 15 tahun ke atas dari 7,30 (2OO5) menjadi 9,08 (2022l. serta
peningkatan harapan lama sekolah dari L1,29 (2010) menjadi 13,10 (20221.
Namun demikian, terkait kualitas, skor PISA perlu mendapat perhatian karena
menempati posisi 74 dari 79 negara pada Tahun 2018.
Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Menurun
Penanganan perubahan iklim dan bencana telah mendapat perhatian serius
dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Indonesia. Sejalan dengan
komitmen Persetujuan Paris pada Conference of Parties (COP) 21 United Nations
Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) Tahun 2015, Indonesia
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tenrs mengupayakan penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK). Kegiatan
pembangunan rendah karbon di berbagai sektor terrtama berupa aksi berbasis
lahan, energi, dan limbah yang telah dilakukan dari Tahun 2OLO-2O21
berdampak pada penurunan emisi GRK kumulatif sebesar 5,65 GtCO2eq atau
27,07 persen terhadap baseline. Sedangkan, intensitas emisi di Tahun 2O2l
adalah 118 ton CO2elmiliar rupiah atau 3L,42 persen lebih rendah dari
baseline. Angka intensitas emisi mengindikasikan bahwa setiap I miliar rupiah
dari aktivitas ekonomi/pembangunan yang dilakukan di Indonesia berpotensi
menghasilkan emisi GRK sebesar 118 ton CO2e.
Penanganan penrbahan Iklim sangat erat kaitannya dengan upaya peningkatan
ketahanan terhadap perubahan iklim dan kejadian bencana. Untuk itu,
Pemerintah menginisiasi berbagai kebijakan dan strategi ketahanan bencana
yang berdasar pada Rencana Nasional Penanggulangan Bencana dan
mengembangkan berbagai sistem peringatan dini bencana seperti tsunami
(Tsunami Earlg Warning Sgstem/TEWS), cuaca (MeteorologA BarlA Waming
SgstemlMEWS), iklim (Climate EarlA Wamrng SgstemlCEWS), banjir (Flood
Forecasting Early Watning SystemlFFEWS), kebakaran hutan dan lahan, serta
melakukan operasi modifikasi cuaca sebagai pencegahan bencana akibat cuaca
dan iklim ekstrim.

Di samping pencapaian pembangunan terkait lima hal tersebut di atas, terdapat
pencapaian di berbagai bidang lainnya, sebagai berikut.

Dalam pembangunan kependudukan, program Keluarga Berencana (KB) telah
berhasil menurunkan laju pertumbuhan penduduk dan mendorong
peningkatan kualitas hidup masyarakat. Program KB menjadi salah satu
kebijakan kependudukan untuk mengatur kelahiran melalui penggunaan alat
kontrasepsi yang tepat dan efektif. Dengan fokus pada peningkatan akses dan
kualitas layanan KB yang berkualitas dan merata, Program KB telah berhasil
menurunkan angka kelahiran total pada wanita usia subur dari 2,3O (SP 2000)
menjadi 2,18 (SP 2O2Ol.

Pembangunan aspek politik, hukum, dan keamanan juga telah menunjukkan
perbaikan yang menyeluruh dalam dua dekade terakhir. Kinerja positif pada
bidang politik, hukum, dan keamanan terlihat melalui kualitas pembangunan
hukum dan keamanan yang semakin kondusif seperti deradikalisasi dan
menurunnya kejadian terorisme. Kemajuan tersebut terutama disokong oleh
stabilitas politik dan peran Indonesia dalam menjaga stabilitas kawasan, serta
kolaborasi dan sinergi lembaga politik, hukum, pertahanan dan keamanan.
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Pembangunan hukum di Indonesia telah menunjukkan hasil positif (Grafik
1.1.5). Pembaharuan, perbaikan, penrusunan dan penerap€rn regulasi atau UU
yang mencakup berbagai isu telah dilakukan sebagai bentuk reformasi regulasi
di Indonesia. Penerapan serta pengembangan teknologi dan sistem informasi
penegakan hukum menunjukkan upaya serius negara dalam meningkatkan
kualitas, kredibilitas, dan transparansi sistem peradilan di Indonesia. Tata kelola
di Indonesia membaik. Partisipasi publik, efektivitas pemerintah, dan kualitas
kebijakan serta regulasi di Indonesia menunjukkan tren yang positif.

Grafik 1. 1.5
Indeks Pembangunan Hukum Tahun 2OL5-2O2O

sumber: Laporan 

Meskipun upaya pemberantasan korupsi di Indonesia telah menunjukkan
kemajuan, tingkat korupsi relatif masih tingg. Indeks persepsi korupsi Tahun
2A22 berada di posisi 110 dari 18O negara. Di ASEAN, Indonesia menempati
peringkatke-7 dari 11 negara. Kinerja pelayanan publik kementerian, lembaga,
dan pemerintah daerah terus membaik, tetapi masih perlu ditingkatkan. Hal ini
tecermin dari skor indeks pelayanan publik yang cukup baik sebesar 3,87 (skala
1-5). Dari sisi lingkungan, berbagai perbaikan dilakukan untuk mengatasi
degradasi lingkungan hidup akibat pembangunan sosial dan ekonomi. Sebagai
hasilnya kondisi lingkungan hidup mengalami perbaikan yang ditunjukkan oleh
peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dari 59,79 pada Tahun 2OO9,
menjadi 72,42 pada Tahun 2022 (Grafik 1. 1.6).

Ketahanan pangan juga terus diupayakan, di tengah rendahnya produktivitas
pertanian dan risiko kerentanan pangan global. Pembangunan pangan
dilaksanakan melalui peningkatan produktivitas dan regenerasi dari SDM
pertanian, peningkatan produktivitas dan keberlanjutan sumber daya
pertanian, tata kelola sistem pangan nasional, peningkatan kualitas konsumsi
dan keamanan pangan, serta konservasi sumber daya air dan pembangunan
jaringan irigasi untuk ketahanan air. Selain ketersediaan pangan sumber
karbohidrat sebagai makanan pokok, ketersediaan protein hewani juga tems
ditingkatkan. Selain ketersediaan beras sebagai makanan pokok, ketersediaan
protein hewani juga terus ditingkatkan. Salah satunya adalah ketersediaan ikan
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yang ditingkatkan melalui perbaikan tata kelola produksi perikanan yang 
berkelanjutan dan ramah lingkungan (Grafik 1.1.7). 

 
Keterangan:  
Data produksi padi sampai dengan Tahun 2015 
menggunakan metode eye estimated. Tahun 2018 hingga 
sekarang menggunakan metode Kerangka Sampel Area (KSA) 

 

Pencapaian Pembangunan 10 Tahun Terakhir 
Selama periode 2014—2022 terdapat keberhasilan menonjol dalam 

pembangunan di bidang infrastruktur, ekonomi, reformasi birokrasi, serta 
kesejahteraan sosial. 

Grafik 1.1.6 

Indeks Kualitas Lingkungan 

Hidup Tahun 2009-2022 

 

Grafik 1.1.7 
Produksi Padi dan Perikanan  

2005—2022 

 

Gambar 1.1.2 Capaian Pembangunan Menjadi Modalitas untuk 

Mengakselerasi Transformasi Ekonomi Menuju Indonesia Maju 

 

Sumber: BPS (diolah) Sumber: KLHK, Bappenas (diolah) 
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Pesatnya pembangunan infrastruktur untuk mendukung konektivitas,
kelistrikan, Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), waduk dan saluran
irigasi, serta sarana prasarana dasar.

(i) Pembangunan jalan tol trans pulau untuk mendukung jalur logistik dan
penumpang, termasuk tersambungnya jalan To1 Jakarta-Surabaya
sepanjang 78a km sebagai bagian dari jalan Tol Trans-Jawa, selesainya
jalan Tol Balikpapan-Samarinda sepanjang 99 km di Kalimantan dan jalan
Tol Manado-Bitung sepanjang 39 km di Sulawesi, serta dirintisnya
pembangunan jalan Tol Trans Sumatera termasuk telah beroperasinya ruas
Medan-Tebing Tinggi (62 km) dan Lampung-Sumatera Selatan (a36 km);

(ii) Pembangunan konektivitas di kawasan perbatasan dan daerah timur
Indonesia, termasuk dirintisnya pembangunan jalan perbatasan
Kalimantan, NTT, dan Papua(L.761km) sertajalan Trans Papua (1.891 km),
serta dilaksanakannya program Tol L,aut Bersubsidi dan Jembatan Udara
untuk menurunkan disparitas harga bahan pokok;

(iii) Pembangunan dan peningkatan pelabuhan dan bandara sebagai simpul
utama konektivitas logistik dan penumpang, termasuk Pelabuhan
Patimban, Pelabuhan Kijing, New Priok Container Terminal, Makassar New
Port, serta pembangunan Bandara Internasional Yoryakarta, Terminal 3
Ultimate Bandara Soekarno-Hatta, dan pembangunan Bandara Kediri
melalui skema KPBU;

(iv) Pembangunan jalur kereta api Makassar-Parepare yang merupakan
jaringan kereta api pertama di luar Jawa-Sumatera;

(v) Pembangunan jaringan tulang punggung serat optik nasional sepanjang
L2.148 km yang menghubungkan seluruh kabupaten/kota;

(vi) Pembangunan kelistrikan untuk hampir seluruh rr.mah tangga (rasio
elektrifikasi 99,63 persen di Tahun 20221 dengan peningkatan konsumsi
listrik per kapita dari 878 Kwh (Tahun 2Ot4) Kwh menjadi 1.173 Kwh
(Tahun 2022),;

(vii) Pembangunan 56 bendungan baru termasuk bendungan Jatigede di Jawa
Barat (1 miliar m3) serta di beberapa provinsi yang untuk pertama kalinya
dibangun bendungan seperti bendungan Bulango Ulu di Gorontalo, Ladongi
dan Ameroro di Sulawesi Tenggara, Tapin di Kalimantan Selatan dan Way
Ngapu di Maluku.
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Penguatan reformasi birokrasi untuk memangkas birokrasi yang berbelit-belit
dan menciptakan pelayanan publikyang lebih efisien, transparan, dan responsif.

Penggunaan teknologi dalam pelayanan publik seperti SPBE, Mall Pelayanan
Publik, dan penyederhanaan perizinan usaha, yang menyebabkan peringkat
EODB Indonesia meningkat pesat dari 103 pada Tahun 2OLS menjadi peringkat
73 pada Tahun 2O2O.

Penguatan program kesejahteraan sosial masyarakat melalui: Kartu Indonesia
Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), serta penguatan program BPJS
Kesehatan dan Ketenagakerjaan beserta dukungan fasilitas kesehatan yang
diperlukan.

Upaya percepatan penurunan sfunting secara masif dengan hasil prevalensi
stunting menurun dan 37,2 persen (2013) menjadi 21,5 persen (20231.
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Hilirisasi sumber daya mineral (nikel) dengan mengurangi eksploitasi sumber
daya yang merusak lingkungan. Hilirisasi nikel telah menghasilkan investasi
yang besar di Kawasan Industri Luar Jawa (Sulawesi Tengah, Sulawesi
Tenggara, dan Maluku Utara). Perekonomian lokal meningkat pesat dan ekspor
produk nikel (HS-75) melonjak pesat dari kisaran USD8OO juta di Tahun 2015
menjadi USD6 miliar pada Tahun 2022.

Penataan Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) dengan menggalakkan investasi
dalam infrastruktur pariwisata dan mempromosikan 1O Destinasi Pariwisata
Prioritas sebagai destinasi wisata baru (Borobudur di Jawa Tengah, Mandalika
di NTB, Labuan Bajo di NTT, Bromo Tengger Semeru di Jawa Timur, Kepulauan
Seribu di Daerah Khusus Jakarta, Danau Toba di Sumatera Utara, Wakatobi di
Sulawesi Utara, Tanjung Lesung di Banten, Morotai di Maluku Utara, dan
Tanjung Kelayang di Kepulauan Bangka Belitung).

Jumlah wisatawan mancanegara yang semula hanya 9,44 juta kunjungan
(2}t4l, melonjak menjadi 16,11 juta kunjungan (2O19) sebelum terjadi pandemi
COVID-l9 pada Tahun 2O2O. Target pemerintah untuk menarik 20 juta
wisatawan mancanegara belum tercapai sehingga diperlukan evaluasi
kebijakan-kebijakan bidang pariwisata. Penerapan kebijakan BBM satu harga
yang berlaku sejak 1 Januari20LT telah mengurangi perbedaan harga di seluruh
Indonesia, terutama di daerah perbatasan dan terpencil. Kebijakan ini
memperbaiki perekonomian daerah terpencil dan mendorong pertumbuhan
ekonomi yang lebih merata.

Pembangunan lbu Kota Nusantara (IKN) untuk mengurangi ketimpangan antara
Kawasan Barat Indonesia dan Kawasan Timur Indonesia, menyongsong tatanan
baru, cara kerja baru, dan mendorong Transformasi Ekonomi Indonesia ke
depan.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara disahkan pada
tanggal 15 Februan 2022. Pembangunan fisik IKN telah dimulai sejak tanggal
14 Maret 2022. Pemindahan ibu kota negara ini tidak hanya memindahkan
aktivitas pemerintahan, tetapi juga membangun pusat pertumbuhan ekonomi
baru yang disebut suryr futb ekonomi IKN.

Percepatan pendaftaran tanah di seluruh Tanah Air untuk meningkatkan
kepastian hukum hak atas tanah, termasuk bagi masyarakat miskin yang
memiliki tanah, tetapi belum bersertifikat, pelaksanaan program sertifikasi
tanah yaitu Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap atau PTSL tenrs didorong.
Dalam delapan tahun terakhir telah dibagikan 33,5 juta sertifikat, sehingga total
sertifikat tanah yang sudah dibagikan kepada masyarakat hingga saat ini
mencapai 85,6 juta sertifikat.
L.2 Isu dan Tantangan Pembangunan ke Depan

Indonesia tetah mencatat kemajuan dari tahapan pembangunan sebelumnya,
tetapi menghadapi berbagai perubahan lingkungan strategis yang sangat pesat
di masa depan. Berbagai perubahan tersebut menimbulkan tantangan terhadap
upaya pencapaia.n sasaran Visi Indonesia Emas 2045 yang meliputi berbagai
aspek ekonomi, sosial, tata kelola, supremasi hukum, stabilitas, pertahanan dan
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diplomasi, ketahanan sosial budaya dan ekologi, kewilayahan dan infrastnrktur,
serta pembiayaan dan manajemen pembangunan. Beberapa isu dan tantangan
pembangunan ke depan, yaitu:

Rendahnya tingkat produktivitas di tengah persaingan global yang semakin
meningkat. Rata-rata produktivitas yang tecermin dan Total Factor Productiuitg
(TFP) Indonesia selama Tahun 2OO5-2O19 tumbuh negatif sebesar 0,66.
Capaian tersebut relatif tertinggal dibandingkan Korea Selatan yang mampu
mencapai 1,61 ketika masih berada pada posisi menuju negara maju periode
Tahun 1971-1995 dan juga Tiongkok sebesar 1,60 selama kurun waktu
2OO5-2O19. Kondisi produktivitas yang rendah tersebut di antaranya
disebabkan oleh kualitas SDM yang jauh tertinggal terlebih pada perempuan,
produktivitas sektor ekonomi yang rendah, kapasitas ilmu pengetahuan dan
teknologi serta inovasi yang tertinggal, dan kelembagaan seperti sistem insentif,
regulasi, dan kepastian hulmm yang masih lemah.

Produktivitas yang rendah juga kemudian menyebabkan pertumbuhan ekonomi
Indonesia cenderung terus melambat. Selama Tahun 2005-2010, ekonomi
Indonesia mampu tumbuh rata-rata 5,7 persen. Selanjutnya, pertumbuhan
ekonomi melambat menjadi rata-rata 4,7 persen selama Tahun 2010-2015.
Pertumbuhan ekonomi meningkat kembali mencapai rata-rata 5,0 persen
selama Tahun 2OL5-2O19 dan mencapai 5,3 persen pada Tahun 2022.

Selain itu, produktivitas yang rendah telah menyebabkan menu.runnya
pertumbuhan ekonomi potensial, dan bahkan terjadinya pandemi COVID-l9
pada Tahun 2O2O mempercepat penurunan pertumbuhan ekonomi potensial di
bawah 5 persen. Kondisi inilah yang menyebabkan ekonomi lndonesia sulit
tumbuh lebih cepat (Gralik 1.2.3).

Lemahnya . . .
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l,emahnya kapasitas ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi (IPTEKIN).
Kapasitas IPTEKIN untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045 sangat penting
untuk meningkatkan daya saing bangsa melalui peningkatan efisiensi dan
penciptaan produk-produk berkualitas dan berteknologi tinggt. Namun,
peningkatan kapasitas ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi masih
dihadapkan pada lemahnya komitmen pemerintah, tenrtama dari segi anggaran
yang hanya mencapai0,zS persen dari PDB, jauh tertinggal dibandingkan Korea
Selatan (4,811, Thailand (1,31), dan Malaysia (1,04) pada Tahun 2O2O.

Selanjutnya, kuantitas dan kualitas SDM peneliti belum memadai, tecermin dari
jumlah peneliti riset dan inovasi per satu juta penduduk yang hanya mencapai
388, jauh lebih rendah dibandingkan Thailand (1.790), Singapura (7.2871, dan
Korea Selatan (8.408) pada Tahun 2019. Di sisi lain masih banyaknya peneliti
memilih untuk menjadi peneliti di negara lain dikarenakan tidak mendapat
dukungan yang cukup dari pemerintah. Berikutnya, ekosistem riset dan inovasi
masih lemah, hasil riset tidak aplikatif karena masih lemahnya kerja sama
lembaga riset dan industri, serta masih terbatasnya kerja sarna lembaga riset
domestik dan internasional. Kondisi ini juga terlihat dari jumlah paten yang
diajukan Indonesia hanya sebanyak 1.445,jauh tertinggal dari Malaysia (1.863),
Singapura (9.7661, dan Korea Selatan (267.527) pada Tahun 2O2L. Sementara
dari sisi H-Indeks, Indonesia baru mencapai 284, relatif tertinggal dibandingkan
Malaysia (415), Singapura (6971, dan Korea Selatan (810). Selain itu, beberapa
persoalan lain juga masih harus diatasi Indonesia seperti belum berkembangnya
kesadaran ilmiah (seientific tempefl .
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Grafik 1.2.3 Pertumbuhan Ekonomi Potensial Indonesia 
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Deindustrialisasi dini dan produktivitas sektor pertanian yang masih rendah.
Beberapa penyebab kontribusi manufaktur terhadap PDB terus menurun di
antaranya akibat terjadinya pelemahan sektor manufaktur (dutch diseasesl,
rendahnya produktivitas faktor-faktor produksi, terbatasnya kemampuan
adopsi teknologi serta pemanfaatan hasil riset dan inovasi, keterbatasan
dukungan ekosistem industri di luar Jawa, dan terjadinya ekonomi biaya tinggi
akibat biaya logistik dan tingkat suku bunga.

Di sisi lain, produktivitas tenaga kerja sektor pertanian cenderung mengalami
peningkatan dengan angka tertinggi di Tahun 2OL9 sebesar 38,2L juta Rupiah
per Tenaga Kerja. Peningkatan produktivitas tenaga kerja sektor pertanian
pada rentang Tahun 2OL3-2OL9 disebabkan oleh pertumbuhan Produk
Domestik Bnrto (PDB) sektor pertanian yang cukup konstan pada rentang 3,6-
4,2o/o tiap tahun, yang diiringi dengan penurunan jumlah tenaga kerja sektor
pertanian dengan rata-rata t,lo/o per tahun. Saat pandemi COVID-l9 Tahun
2O2O laju pertumbuhan PDB sektor pertanian menurun hingga dibawah 2o/o,

namun jumlah tenaga kerja sektor pertanian meningkat 7,8o/o, sehingga
menyebabkan penurunan produktivitas tenaga kerja sektor pertanian.
Fenomena ini menunjukkan sistem pangan dan pertanian Indonesia masih
belum cukup tahan guncangan dan tekanan. Hal ini disebabkan lambatnya
regenerasi petani dan nelayan, kurangnya tingkat keterampilan petani dan
nelayan, terbatasnya adopsi teknologi dan akses keuangan, belum adanya
standar proses, masih lemahnya kelembagaan ekonomi petani dan nelayan
yang berbadan hukum, serta semakin berkurangnya daya dukung lahan
pertanian (Grafik 1.2.5).

Belurn optimalnya pemanfaatan potensi pariwisata. Kinerja pariwisata masih
berada di bawah potensinya disebabkan temtama oleh masih terbatasnya
atraksi, aksesibilitas, dan amenitas, serta kapasitas pengelolaan dan peneraptu-r
pariwisata berkelanjutan cenderung masih rendah. Selain itu, tedadi perubahan
preferensi pasar dan disnrpsi terkait dengan teknologi dan digitalisasi serta
kebencanaan. Sementara itu, pemanfaatan potensi ekonomi kreatif belum

optimal . . .
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optimal dikarenakan kurangnya dukungan dan kebijakan yang memadai serta
transformasi digital yang belum merata. Selanjutnya, inovasi dan
pengembangan produk masih rendah, ekosistem untuk mendukung
komersialisasinya belum terbentuk, dan akses ke pasar internasional juga
masih terbatas.
Belum optimalnya pemanfaatan potensi ekonomi laut. Indonesia memiliki
potensi ekonomi laut yang tinggi, tetapi belum dimanfaatt<an secara optimal
untuk penciptaan nilai tambah, pertumbuhan ekonomi, dan juga peningkatan
kesejahteraan secara inklusif dan berkelanjutan.
Optimalisasi ekonomi biru di Indonesia masih menghadapi tantangan pada
rendahnya pemanfaatan sumber daya laut serta belum berkembangnya
pemanfaatan Sea Ltnes o/ Communication (StoC) dan Alur [,aut Kepulauan
Indonesia (ALKI) sehingga PDB Kemaritiman masih berada pada l<rsaran 7,92
persen (2022l.. Rendahnya kontribusi ini juga disebabkan karena belum
optimalnya pengelolaan Wilayah Pengelolaan Perikanan (!VPP) dan
pengembangan budidaya perikanan, belum berkembanglya diversifikasi
industri dan emerging sector lain yang memanfaatkan sumber daya dan
kekayaan laut dalam menciptakan nilai tambah ekonomi, serta masih
terbatasnya pengembangan riset dan teknologi kelautan. Di sisi lain, masih
terdapat tantangan antara lain rendahnya penanganan sampah plastik; masih
tingginya kegiatan illegal, unreported, antd unregulated fishing (IUUF); serta
belum optimalnya tata kelola dan regulasi pemanfaatan ruang laut. Meskipun
demikian, peran kemaritiman dalam perekonornian nasional masih dapat
ditingkatkan mengtngat potensi ekonomi kelautan yang besar.
Rendahnya kontribusi UMKM dan koperasi pada penciptaan nilai tambah
ekonomi. UMKM dan koperasi berkontribusi tinggi pada penyerapan tenaga
kerja, tetapi kontribusinya terhadap perekonomian relatif rendah. Proporsi
UMKM mencapai 99,99 persen dari total pelaku usaha dan mampu menyerap
tenaga kerja mencapai 96,92 persen pada Tahun 2OL9. Kontribusi UMKM
terhadap PDB mencapai 60,51 persen pada Tahun 2AL9, sementara proporsi
volume usaha koperasi terhadap PDB sebesar 1,O7 persen pada Tahun 20L9.
Beberapa tantangan yang harus dihadapi UMKM dan koperasi di antaranya
adalah sebagian besar UMKM memiliki pekeda berkeahlian rendah (low-skitled
worleersl dan juga banyak bergerak di sektor bernilai tambah rendah; rendahnya
penggunaan teknologi, inovasi, dan investasi untuk pengembangan usaha,
rendahnya kapasitas pengelolaan, rendahnya partisipasi UMKM dalam rantai
nilai produksi, dan rendahnya jumlah koperasi yang bergerak di sektor riil.
Produktivitas tenaga kerja Indonesia selama kurun waktu Tahun 2O|O-2O22
masih relatif tertinggal, yaitu sebesar U5D7.274,9 per pekerja, di bawah rata-
rata. Kawasan ASEAN sebesar USD8.449,0 per pekerja. Tantangan untuk
meningkatkan produktivitas di antaranya rendahnya kualitas SDM (56,3 persen
tenaga kerja Indonesia masih didominasi oleh lulusan SMP ke bawah),
ketidaksesuaian keahlian (mismatch) antara lulusan pendidikan dengan
kebutuhan pasar tenaga kerja, informasi pasar tenaga kerja belum mampu
menjadi intelijen pasar kerjayang baik, dan pasar kerja Indonesia belum mampu
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merespons penrbahan cepat jenis lapangan kerja, kebutuhan keahlian, struktur
penduduk, serta pola budaya kerja.
Selanjutnya, pembangunan belum sepenuhnya menerapkan prinsipprinsip
berkelanjutan. Untuk menjaga keberlanjutan daya dukung dan daya tampung
lingkungan, pembangunan perlu menerapkan ekonomi hijau secara
menyeluruh. Hambatan dalam penerapan ekonomi hijau salah satunya, yaitu
penggunaan energi fosil yang masih tinggi tercermin dari porsinya untuk
produksi listrik sebesar 87,1 persen (2021| dan emisi GRK 1.317 GtCO2eq PA2ll
berasal dari pembangkit listrik dan transportasi.
Tantangan pembangunan energi utamanya peningkatan akses energi yang
belum merata dan berkualitas di seluruh wilayah, masih rendahnya penggunaan
energi terbarukan, dan masih rendahnya efisiensi energi. Porsi EBT dalam
bauran energi nasional terus meningkat dari 4,24 persen Tahun 2OO5 menjadi
12,30 persen Tahun 2022. Namun, ini menunjukkan masih tingginya
pemanfaatan energi berbasis bahan bakar fosil. Di samping itu, tingkat
elektrifikasi di pedesaan Indonesia pada akhir 2O2O mencapai sekitar 98,67
persen. Akan tetapi, secara umum kualitas akses listrik tersebut masih hanrs
ditingkatkan. Selanjutnya, masih terdapat beberapa wilayah yang belum
tersentuh listrik serta memerlukan kebijakan afirmasi untuk mendapatkan
akses listrik.
Selain itu, pencemara.n dan kerusakan lingkungan masih menjadi tantangan
untuk mencapai ekonomi hijau. Pencemaran air, udara, dan tanah terus terjadi
sebagai dampak aktivitas pembangunan yang tidak berkelanjutan {broun
economyl. Timbulan limbah 83 yang tercatat terus meningkat hingga mencapai
74 juta ton pada Tahun 2022. Pada limbah domestik, hanya satu persen rumah
tangga di Indonesia yang dilayani oleh Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL)
terpusat. Tantangan lainnya adalah pemanfaatan sumber daya alam yang
cenderung merusak ekosistem seperti pertambangan eksploitatif serta
meningkatnya penggunaan lahan untuk pertanian dan perkebunan yang
menyebabkan de gradasi hutan, defore stasi, dan berkuran gnya keanekaragaman
hayati, serta penegakan hukum dan regulasi termasuk pengaturan sistem
insentif dan disinsentif untuk ekonomi hijau yang masih lemah.
Di tengah kecepatan perkembangan teknologi digital, infrastruktur dan literasi
digital masih terbatas, kapasitas dan kapabilitas yang dimiliki Indonesia saat ini
belum memadai baik dari sisi penawarErn maupun permintaan dalam
mempercepat pemanfaatannya secara optimal untuk peningkatan pendapatan
dan kesejahteraan masyarakat. Dari sisi penawaran, tantangan pembangunan
digital yang masih harus dihadapi adalah kesiapan infrastruktur TIK meliputi
kapabilitas dan kapasitas infrastruktur TIK berupa penetrasi jaringan,
keterbatasan mErnajemen spektrum, keterbatasan kapasitas data renter, dan
rendahnya penerapan kebijakan TIK. Pembangunan infrastruktur TIK juga
mengalami hambatan sulitnya kondisi geografi di beberapa daerah. Dari sisi
permintaan, masih dihadapi tantangan seperti rendahnya adopsi teknologi,
penerapan teknologi untuk hal yang tidak produktif, konten lokal yang belum
memadai, serta daya beli yang rendah terhadap perangkat telekomunikasi
maupun internet. Sementara itu, kondisi ekosistem pendukung digitalisasi
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seperti talenta digital, investasi untuk digitalisasi, riset dan inovasi, dan
keamanan siber belum memadai. Dalam hal produk digital, Indonesia
menghadapi ketergantungan yang tinggr terhadap teknologi dan produk luar
negeri.
Dampak dari keterbatasan berbagai kondisi tersebut di atas, maka masyarakat
yang terjangkau jaringan 4G berkualitas dan juga kecepatan internet yang
memadai masih terbatas dan tidak merata. Jumlah pengguna internet hanya
62,1 persen dari total populasi (2O2Ll yang relatif tertinggal dibanding negara
sebanding (Malaysia 96,8 persen dan Thailand 85,3 persen). Saat ini
pemanfaatan internet masih sangat terbatas di kota dan wilayah timur
Indonesia. Ketimpangan penetrasi pengguna internet antar wilayah berpotensi
memperlebar perbedaaan kualitas layanan publik di setiap wilayah. Selanjutnya,
pengguna€rn internet masih terbatas pada sektor tertentu dan kurang produktif
seperti media dan hiburan, keuangan, dan perdagangan. Penggunaan internet
paling banyak digunakan untuk akses kepada media sosial
(Facebook/ Telegram/ WhatsApp I Line I dan sebagainya) . Pola penggunaan
internet yang tidak produktif, tidak memberikan dampak ekonomi yang
signilikan pada perekonomian nasional. Oleh karena itu, dibutuhkan intervensi
dari hulu sampai hilir untuk mengoptimalkan potensi bonus demografi agar
dapat mencetak bibit talenta digital yang mampu berkompetisi di pasar global.

Isu dan tantangan selanjutnya adalah belum optimalnya integrasi ekonomi
domestik sehingga keterkaitan ekonomi antarwilayah masih relatif terbatas. Hal
ini disebabkan antara lain karena pusat-pusat pertumbuhan lebih berkembang
di hrlau Jawa, yang berkontribusi sebesar 57,8 persen terhadap PDB (20221,
infrastruktur konektivitas yang belum memadai dan belum terintegrasi
sepenuhnya menyebabkan tingginya biaya logistik, masih banyaknya regulasi
yang menghambat, serta kuantitas dan kualitas SDM yang belum merata,
terutama di luar Pulau Jawa.
Jumlah dan peranan perkotaan di masa depan sebagai pusat pertumbuhan
akan tems meningkat dan menuntut perencanaan yang baik untuk
menciptakan kota yang layak huni dan berkelanjutan. Tantang€u"r yang masih
harus dihadapi xrtara lain adalah rendahnya peran perkotaan di Indonesia
terhadap pertumbuhan ekonomi yang ditunjukkan oleh elastisitas pertumbuhan
penduduk perkotaan terhadap pertumbuhan PDB per kapita perkotaan di
Indonesia yang hanya mencapai 1,4 ( 1 persen pertumbuhan penduduk
menaikkan pertumbuhan PDB per kapita perkotaan sebesar t,4 persen),
sedangkan di Tiongkok, elastisitasnya mencapai 3,00. Sementara itu, tingkat
urbanisasi dalam 10 tahun terakhir mencapai 0,67 persen per tahun (sementara
Tiongkok l,2L persen). HaI ini disebabkan oleh terbatasnya keterhubungan
antara perkotaan sebagai pusat pertumbuhan dengan wilayah sekitarnya,
ketimpangan pembangunan yang masih tinggi di kawasan maupun antar
kawasan perkotaan dan perdesaan, kapasitas pengelolaan perkotaan yang
masih terbatas, serta kualitas lingkungan perkotaan yang semakin menurun.
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Pada bidang sosial, untuk menurunkan tingkat kemiskinan hingga Tahun 2045,
tantangan yang dihadapi utamanya dikarenakan akses dan kualitas yang belum
merata di sektor kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial.
Pembangunan kesehatan dihadapkan pada transisi demografi yang diiringi
dengan meningkatnya mobilitas penduduk, urbanisasi, transisi epidemiologi,
dan perilaku hidup tidak sehat. Hal ini meningkatkan beban penyakit menular
dan tidak menular, termasuk permasalahan kesehatan penduduk lanjut usia
dan kesehatan jiwa. Akses pangan berkualitas yang tidak terjangkau dan pola
konsumsi yang tidak sehat menyebabkan kelrrrangan gwi mikro dan gbi makro,
serta kelebihan gzL Sistem kesehatan hartrs mampu merespons berbagai
perubahan, kemajuan teknologi, guncangan kesehatan dan risiko terjadinya
pandemi, dan serta mampu menjawab ketimpangan akses terhadap pangan,
lingkungan sehat, fasilitas pelayanan kesehatan, obat dan alat kesehatan,
tenaga medis dan tenaga kesehatan, serta meningkatkan kapasitas pembiayaan
kesehatan dengan mobilisasi dan inovasi pembiayaan kesehatan.
Di sektor pendidikan, pembangunan dihadapkan pada tantangan untuk
mengoptimalkan bonus demografi dan memenuhi kebutuhan sumber daya
manusia yang berkualitas agar dapat mendukung percepatan pembangunan di
berbagai bidang. Untuk mencapai pembangunan yang optimal di sektor
pendidikan, Indonesia harus marnpu mengatasi beberapa tantangan, di
antaranya layanan pendidikan belum merata karena disparitas partisipasi
pendidikan antarwilayah dan sosial-ekonomi masih tinggr. Selain itu, tidak
tersedianya SMP/MTs di 302 kecamatan dan tidak tersedianya SMA/SMK/MA
di 727 kecamatan.

Kualitas pendidikan yang masih rendah sebagaimana terlihat dari capaian rata-
rata nilai PISA siswa Indonesia untuk semua aspek (membaca, matematika, dan
sains) 382,00, yang jauh tertinggal dibandingkan siswa dari negara-negara
oECD 488,33.
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Kualitas pendidikan yang masih rendah antara lain disebabkan oleh sarana-
prasarana pendidikan dan fasilitas pembelajaran yang belum memadai, jumlah
guru profesional dengan kompetensi tinggi masih terbatas dan belum
terdistribusi ke seluruh daerah dan satuan pendidikan. Kuantitas, kualitas, dan
distribusi guru masih terbatas yang ditunjukkan kurang dari 5O persen guru
memiliki sertifikat pendidik pada semua jenjang pendidikan, serta pendidikan
nonformal yang berkualitas belum memadai di mana 42 persen lembaga
pendidikan nonformal terakreditasi C atau belum terakreditasi.

Kualitas, produktivitas dan daya saing pergurua.n tinggr di tingkat global saat ini
juga masih rendah. Tercatat barr lima perguruan tinggr yang berhasil masuk
dalam peringkat top 500 dunia. Tantangan cukup besar terdapat pada aspek
produktivitas riset dan inovasi perguruan tinggr. Meskipun kineda publikasi
mengalami kenaikan cukup besar selama periode Tahun 2OLL-2O21, kuantitas
publikasi belum diimbangi dengan kualitas. Hal ini ditunjukkan oleh rasio sitasi
per publikasi yang masih rendah (0,39) pada Tahun 2O2L.

Kualifikasi pendidikan penduduk masih rendah, berdampak pada keterserapan
tenaga kerja di pasar kerja. Dalam hal komposisi penduduk usia 15 tahun ke
atas berdasarkan kualifikasi pendidikan, mayoritas hanya lulusan SMP/MTs
sederajat ke bawah (59,88 persen), sedangkan penduduk berpendidikan
menengah sebesar 29,97 persen dan berpendidikan tinggr 10,15 persen.
Kualifikasi pendidikan penduduk yang rendah berdampak pada keterserapan
tenaga kerja di pasar kerja, hanya 40,49 persen pekerja yang bekerja di bidang
keahlian menengah dan tinggi.
Dalam hal perlindungan sosial, perubahan struktur dan peningkatan jumlah
penduduk, serta yang diiringi dengan peningkatan penduduk lansia menuntut
cakupan sistem perlindungan sosial yang lebih menyeluruh dan inklusif di
sepanjang siklus kehidupan.
Pelaksanaan jaminan sosial menghadapi beberapa tantangan. Pertama, belum
meratanya akses masyarakat pada pelayanan kesehatan. Meskipun masyarakat
telah menjadi peserta jaminan kesehatan nasional, layanan kesehatan, seperti
ketersediaan tenaga medis spesialis dan alat kesehatan, belum merata di
seluruh wilayah Indonesia. Kedua, masih rendahnya pemahaman manfaat
jaminan sosial, terutama pada sektor informal yang menyebabkan cakupan
kepesertaan tidak optimal. Ketiga, tingkat kepatuhan pembayaran iuran
jaminan sosial masih rendah yang menyebabkan terhambatnya masyarakat
mendapatkan manfaat jaminan sosial dan menumnkan ketahanan dana
jaminan sosial. Sementara itu, tantangan penyelenggaraan bantuan sosial dan
pemberdayaan ekonomi meliputi pelaksanaan bantuan sosial terfragmentasi
dan belum sepenuhnya terintegrasi dengan pemberdayaan ekonomi. Hal ini
antara lain disebabkan penggunaan data masih terfragmentasi, belum
terintegrasi antar sektor, progr€rm, daerah, serta belum termutakhirkan secara
sistematis sehingga kesalahan sasaran masih cukup tinggi dan menurunkan
efektivitas dari alokasi perlindungan sosial pemerintah. Selanjutnya,
pelahsanaan bantuan sosial belum adaptif dan mampu mendorong ketahanan
terhadap bencana alam dan non alam, serta perubahan iklim. Daya ungkit

bantuan . . .
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bantuan sosial juga masih rendah dan lingkungan yang belum inklusif terhadap
kelompok rentan, terutama penyandang disabilitas dan lanjut usia.

Tata kelola diperlukan dalam rangka memampukan pemerintah untuk bekerja
dengan kerangka kerja yang lebih efektif dan akuntabel sehingga dapat
menyediakan pelayanan publik yang berkualitas. Selama ini, tata kelola menjadi
kendala utama di dalam mencapai pembangunan yang inklusif dan
berkelanjutan. Oleh karena itu, langkah-langkah perbaikan tata kelola perlu
diterapkan guna menciptakan pemerintahan yang transparan, efisien, dan
mendukung terwqiudnya tujuan pembangunan nasional.

Regulasi yang berlebih {hgper regulationl dan kualitas regulasi yang rendah telah
menyebabkan tedadinya tumpang tindih dan disharmoni regulasi, baik di pusat
maupun daerah. Hal ini menyebabkan banyaknya pengujian materiil, yang
menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pelaku usaha dan masyarakat
umum. Selain itu, proses pembentukan regulasi belum cukup responsif dan
adaptif untuk mengakomodasi kebutuhan hukum masyarakat. Kondisi tersebut
disebabkan karena masih kuatnya ego sektoral, masih tersebarnya kewenangan
pengelolaan regulasi, lemahnya pemantauan atas dampak keberlakuan regulasi,
belum memadainya kuantitas dan kualitas SDM di bidang regulasi, serta belum
optimalnya partisipasi yang bermakna dalam penyusunan regulasi.

Kelembagaan instansi publik masih dicirikan dengan stmktur yang
terfragmentasi dan tidak efektif. Fragmentasi birokrasi menyebabkan tumpang
tindihnya pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi pada berbagai bidang serta
melanggengkan ego sektoral. Fragmentasi kelembagaan juga terkait dengan
pembagian kewenangan dalam kerangka hubungan pemerintah pusat-daerah.

Proses bisnis dan tata kelola urusan pemerintahan masih terfragmentasi dan
tidak adaptif. Kementerian/lembaga memiliki tugas, fungsi, dan kewenangan
masing-masing yang diatur dalam peraturan pemndang-undangan. Namun
demikian, dalam pelaksanaan program-program pembangunan masih tedadi
tumpang tindih yang berpotensi menimbulkan inefektivitas dan inefisiensi.

Belum terimplementasinya manajemen talenta secara merata di selunrhKlLlD.
Hal ini menjadikan suksesi pengisian jabatan strategis di instansi pemerintah
menjadi terhambat, Udak terpetakannya talenta terbaik, rendahnya kinerja dan
kompetensi ASN, kuatnya mentalitas silo, serta rendahnya budaya dan etos
kerja. Sistem penghargaan ASN berbasis kinerja belum terwujud, yang ditandai
dengan disparitas atau kesenjangan penghasilan ASN antar instansi yang
menyebabkan sulitnya mempertahankan talenta ASN terbaik.

SK No 194779 A

ASN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-24-

ASN berada dalam posisi yang rentan terhadap intervensi politik di dalam
birokrasi, khususnya di pemerintah daerah. Hal ini disebabkan posisi kepala
daerah sebagai pejabat pembina kepegawaian yang berwenang melakukan
pengangkatan, promosi, mutasi, rotasi, dan pemberhentian ASN. Selama periode
2O2O-2O22 terdapat 1.703 pengaduan tentang pelanggaran netralitas ASN.
Selain itu, terkait kasus korupsi, ASN dan pejabat dari lingkungan eksekutif
terlibat dalam 371 kasus korupsi atau sekitar 38,1 persen dari total 1.165 kasus
korupsi sepanjang Tahun 2OA3-2O22.

Grafik 1.2.7 Kondisi Hiper Regulasi

Belum meratanya kualitas pelayanan publik. Standar pelayanan belum
diterapkan secara merata sehingga masih ditemukan kerumitan prosedur
pelayanan, ketidakpastian waktu pelayanan, serth. masih adanya praktik
pungutan liar. Selain itu, terhambatnya proses digitalisasi pelayanan publik
disebabkan karena belum meratanya pembangunan infrastmktur digital,
keterbatasan kapasitas SDM, serta belum terbangunnya interoperabilitas data
dan layanan.
Selain itu, kualitas pelayanan dan proses pembangunan di bidang-bidang
strategis belum memenuhi harapan masyarakat. Hal ini ditandai dengan terlihat
dari masih adanya persoalan-persoalan tata kelola, seperti di antaranya isu
kelembagaa.n, proses bisnis, dan regulasi di berbagai bidang strategis.
Transformasi digital di tingkat pemerintahan masih dihadapkan oleh berbagai
tantangan mendasar, antara lain disparitas dukungan infrastruktur
telekomunikasi dan informasi antardaerah, tenrtama kesenjangan antar kota-
desa yang cukup tinggi dan rendahnya literasi digital. Tingkat kematangan
sistem pemerintahan berbasis elektronik antara instansi pusat dan pemerintah
daerah masih belum merata. Digitalisasi pemerintahan juga menghadapi
tantangan terkait dengan tata kelola, keamanan siber, keterpaduan data dan
informasi, serta rendahnya literasi digital.

Permasalahan . . .
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Permasalahan yang dihadapi oleh partai politik sebagai salah satu pilar
demokrasi yang memiliki peran dan fungsi rekrutmen kepemimpinan nasional
dan penyaluran aspirasi masyarakat antara lain kaderisasi akibat dari
pendanaan negara yang belum memadai. Hal ini berimplikasi pada kemandirian
dan modernisasi partai politik.
Partisipasi masyarakat sipil dalam pembangunan dan demokratisasi belum
optimal. Hal ini disebabkan oleh antara lain adanya kesenjangan kapasitas SDM
dan kelembagaan masyarakat sipil di tingkat nasional dan daerah, kemampuan
keuangan yang kurang, serta lingkungan yang kurang kondusif bagi masyarakat
sipil.
Selain itu, prinsip keterbukaan pemerintah belum sepenuhnya
terarusutamakan dalam pelaksanaan pembangunan. Ketiadaan mekanisme ko-
kreasi antara aktor pemerintah dan masyarakat menyebabkan belum
optimalnya partisipasi masyarakat, terutama dalam tahap pelaksanaan
kebijakan.
Selanjutnya, untuk melakukan perubahan secara menyeluruh baik di tataran
nasional maupun daerah diperlukan landasan kokoh meliputi penciptaan
supremasi hukum, demokrasi substansial, keamanan nasional, stabilitas
ekonomi, serta diplomasi tangguh sebagai faktor pemampu.
Masih banyak tantangan yang dihadapi untuk mewujudkan landasan yang
kokoh tersebut.
Sistem hukum belum mampu sepenuhnya mewujudkan kepastian hukum dan
penegakan hukum yang berkeadilan. Selain itu, pemulihan aset tindak pidana
yang belum optimal, potensi pelanggaran HAM masih tinggi, dan pengawasan
institusi penegak hukum baik internal maupun eksternal masih lemah, budaya
hukum masyarakat, penyelenggara negara, dan profesi hukum masih rendah
juga merupakan isu di bidang hukum yang perlu dibenahi.

Dalam aspek politik, tantangan yang dihadapi terutama adalah demokrasi masih
terbatas pada hal-hal prosedural seperti teknis kepemiluan dan hubungan
formal kelembagaan. Capaian tndeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang fluktuatif
dalam tiga tahun terakhir menggambarkan bahwa aspek kebebasan, kesetaraan
dan terutama kapasitas lembaga demokrasi masih membutuhkan pembenahan
lebih lanjut untuk mewujudkan demokrasi substansial. Beberapa tantangan
yang harus diatasi secara tuntas antara lain akuntabilitas lembaga demokrasi,
kredibilitas sistem pemilu, serta perilaku diskriminatif dan intoleransi.
Sementara itu, kepercayaan dan partisipasi masyarakat masih perlu terus
ditingkatkan.
Keamanan nasional menghadapi kompleksitas ancaman dan gangguan serta
meningkatnya isu geopolitik kawasan, terutama di perbatasan. Sementara itu,
kekuatan daya gentar pertahanan di kawasan belum terbangun dan
ketergantungan terhadap alpalhankam (alat peralatan pertahanan dan
keamanan) luar negeri masih sangat tinggi. Tantangan lainnya adalah tata kelola
dan kelembagaan keamanan nasional masih perlu diperkuat, meningkatnya
jenis kejahatan baru dengan menggunakan teknologi tinggi, masih lemahnya
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keamanan siber, serta masih tingginya gangguan keamanan dan pelanggaran
hukum di laut dan wilayah perbatasan.

Stabilitas ekonomi makro Indonesia saat ini cukup solid di tengah
ketidakpastian global. Namun, tantangan ke depan adalah perlunya kebijakan
fiskal dan moneter yang pro-pertumbuhan. Tantangan kebijakan fiskal yang
dihadapi di antaranya yaitu masih rendahnya penerimaan negara terutama
perpajakan, tercermin dari rasio perpajakan yang mencapai 1O,4 persen dari
PDB pada Tahun 2022, sementara rata-rata dunia yang mencapai 14,7 persen
dan rata-rata negara maju mencapai 2l,L persen pada Tahun 2022. Selain itu,
kualitas dan rasio belanja negara terhadap PDB masih rendah, yaitu sebesar
15,8 persen (2022), jauh tertinggal dibandingkan Thailand (18,3 persen, 20221
dan Filipina (2L,9 persen,2O22l. Ruang fiskal yang rendah dan disertai kualitas
belanja yang belum optimal menyebabkan terbatasnya peranan fiskal sebagai
stimulus pembangunan. Selanjutnya, di sisi kebijakan moneter menghadapi
tantangan menjaga stabilitas harga di tengah volatilitas harga komoditas di
pasar global, terutama pangan dan energi serta risiko ketidakpastian ekonomi
dan politik global. Kondisi ini berdampak pada naiknya risiko tekanan inflasi
dan nilai tukar, sehingga kebijakan moneter cenderung lebih ketat untuk
menahan risiko ketidakstabilan harga domestik.
Terkait dengan diplomasi, untuk menghadapi tantangan perubahan geopolitik
dan geoekonomi ke depan serta untuk memperkuat peranan dan posisi
Indonesia di tingkat global, Indonesia memerlukan diplomasi total yang tangguh
dan dapat mengadvokasi kepentingan nasional. Indonesia saat ini masih
menghadapi tantangan belum optimalnya partisipasi dalam forum internasional
untuk memperjuangkan kepentingan nasional dan belum menjadi agenda-setter
di tingkat regional dan global. Hal tersebut disebabkan oleh masih lemahnya
infrastruktur dan kelembagaan diplomasi, belum sinerginya antara modalitas
diplomasi, pelaku diplomasi, dan kebijakan masing-masing bidang diplomasi.
Selanjutnya, ancaman kej ahatan Trans-N ational mengalami peningkatan.

Ketahanan sosial budaya dan ekologi sangat penting untuk menghadapi
berbagai perubahan yang akan memengaruhi cara hidup dan budaya
masyarakat setiap individu dapat berkualitas dan berkontribusi dalam
pembangunan, serta daya dukung dan daya tampung lingkungan agar terus
terj aga secara berkelanjutan.
Terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi dalam hal ketahanan sosial budaya,
di antaranya Pancasila belum sepenuhnya diimplementasikan ke dalam norma
dan praktik kehidupan, karakter dan jati diri bangsa menghadapi peningkatan
ancaman negatif budaya global, kearifan lokal dan nilai budaya belum
dioptimalkan sebagai modal dasar pembangunan masyarakat, tercermin dari
lndeks Pembangunan Kebudayaan 51,90 pada Tahun 2O2L. Budaya literasi,
kreativitas, dan inovasi belum optimal untuk meningkatkan kualitas hidup dan
kesejahteraan masyarakat, ditandai dengan disparitas kemampuan literasi
antarwilayah, serta akses penduduk terhadap TIK yang selalu meningkat dari
tahun ke tahun tetapi tidak diikuti dengan kemampuan dalam memilah
informasi. Sementara itu, peran dan fungsi keluarga belum optimal ditunjukkan
dengan Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga y€Lng baru mencapai 58,49 di
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Tahun 2022, serta pemenuhan hak dan perlindungan anak, pemuda,
perempuan, penyandang disabilitas, dan lansia belum optimal. Berikutnya,
terkait keagamaan, kebebasan beragama belum disertai dengan kemampuan
literasi keagamaan yang inklusif, moderat, dan berorientasi kemaslahatan, serta
penghormatan terhadap keragaman agama dan kebudayaan masih lemah,
terlihat dari Indeks Kerukunan Umat Beragama baru sebesar 73,09 l2022l.
Selain itu, ketimpangan gender masih tinggi, dengan Indeks Ketimpangan
Gender mencapai 0,458 pada Tahun 2022.

Selanjutnya, ketahanan ekologi menghadapi tantangan berupa tingginya laju
kehilangan dan rendahnya pemanfaatan keanekaragaman hayati yang
berkelanjutan, tingginya tingkat bencana hidrometeorologi yang mencapai 95
persen dari 3.207 kejadian bencana pada Tahun 2022, serta kurang efektifnya
mitigasi bencana, sistem peringatan dini, dan penanganan pasca bencana. Di
sisi lain, pengendalian kerusakan lingkungan hidup belum optimal.
Ketidakseimbangan antara kebutuhan dan pasokan pangan, energi, dan air juga
terjadi di berbagai wilayah.

Meskipun pembangunan kewilayahan sejak desentralisasi dilaksanakan pada
Tahun 1999 telah mencapai hasil yang cukup signifikan, ketimpangan antar
Jawa dan Luar Jawa masih cukup tinggi. Pada Tahun 2022, kontribusi Kawasan
Timur Indonesia (KTI) telah meningkat menjadi 20,6 persen dari 18,8 persen
pada Tahun 2000. Jumlah daerah tertinggal pada Tahun 2O2O adalah 62
kabupaten jauh menurun dibandingkan jumlah daerah tertinggal pada Tahun
2015 yaitu 122 kabupaten. Pembangunan selama ini lebih terpusat di Pulau
Jawa (Jaua centrisl, dengan kontribusi Rrlau Jawa terhadap nasional pada
Tahun 2022 adalah 57,8 persen. Masih tingginya ketimpangan antarwilayah
terutama disebabkan oleh masih kurangnya ketersediaan SDM yang berkualitas
dan penyebarannya belum merata di seluruh wilayah Indonesia, belum
memadainya ketersediaan infrastruktur di wilayah-wilayah yang tertinggal
khususnya di bagian timur Indonesia, serta masih terbatasnya anggaran
pemerintah daerah dan belum optimalnya pemanfaatan anggaran. Kondisi
tersebut telah menyebabkan rendahnya minat investasi di luar Pulau Jawa
terutama di KTI.

Tantangan lainnya adalah masih tingginya permasalahan pertanahan dan
sangat terbatasnya Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) kabupatenlkota yang
tersedia, rendahnya produktivitas perkotaan akibat desain kota yang tidak
optimal, serta tingginya risiko bencana dan lemahnya tata kelola kebencanaan.
Selanjutnya, pembangunan pedesaan dan daerah afirmasi belum optimal akibat
kebijakan yang belum asimetris dan afirmatif. Demikian pula desentralisasi dan
otonomi daerah belum memberikan hasil yang diharapkan ditunjukkan oleh tata
kelola yang lemah.
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Pembangunan infrastruktur telah meningkat dengan pesat di berbagai wilayah
Indonesia, tetapi masih jauh di bawah kebutuhannya. Pembangunan
infrastruktur terus didorong untuk memperkuat konektivitas antarwilayah,
memenuhi kebutuhan energi, meningkatkan daya saing ekonomi, pemenuhan
pelayanan dasar, serta memperkuat integrasi nasional. Beberapa proyek besar
infrastruktur yang sedang atau telah diselesaikan di berbagai wilayah meliputi
antara lain pembangunan jalan tol, bandara, pelabuhan, rel kereta api,
pembangkit listrik dan jaringannya, waduk, irigasi pertanian, serta infrastruktur
dasar dan perumahan. Pemerintah juga telah memprioritaskan pembangunan
infrastruktur di wilayah timur Indonesia. Meskipun telah terjadi peningkatan
dalam pembangunan infrastruktur masih terdapat beberapa masalah yang perlu
diatasi seperti lemahnya tata kelola dan koordinasi antarlembaga, kurangnya
pendanaan untuk pembangunan infrastruktur termasuk untuk menjaga
kualitas dan keberlanjutan infrastruktur yang telah dibangun, dan belum
optimalnya pemanfaatan infrastruktur yang sudah ada sehingga tidak
memberikan dampak ekonomi dan sosial yang lebih besar bagi masyarakat.

Dalam kesenjangan pembangunan sarana prasarana dasar antara Jawa dan
luar Jawa, tantangan utama yang dihadapi adalah belum terpenuhinya
kebutuhan atas hunian layak dan terjangkau, terbatasnya rumah tangga
dengan akses air minum dan sanitasi yang aman dan berkelanjutan, dan masih
tingginya rumah tangga yang mempraktikkan Buang Air Besar Sembarangan
(BABS), serta sarana dan prasarana dasar belum berketahanan bencana. Terkait
pemenuhan kebutuhan air, terdapat tantangan keterbatasan prasarana untuk
memanfaatkan potensi air sehingga keberlanjutan pasokan air baku menjadi
tidak pasti dan produktivitas air dari sisi ekonomi masih merupakan salah satu
yang terendah di Asia. Selanjutnya, pelayanan tenaga listrik belum optimal dan
belum berkelanjutan.

Dalam konektivitas domestik dan global, tantangan utama yang dihadapi adalah
konektivitas laut dan penyeberangan serta konektivitas udara yang menjadi
tulang punggung angkutan barang dan penumpang antar pulau belum optimal.
Konektivitas hinterland (intra pulau) yang terdiri dari jaringan jalan, kereta api,
serta angkutan perairan danau dan sungai masih perlu ditingkatkan. Tantangan
lainnya berupa masih terbatasnya sistem angkutan umum massal perkotaan
terutama di wilayah metropolitan dan kota-kota, masih rendahnya jangkauan
jaringan serat optik sebagai tulang punggung layanan digital yang berkualitas,
dan masih belum meratanya jangkauan jaringan internet seluler, terutama di
pedesaan dan Kawasan Timur Indonesia.

Kesinambungan pembangunan penting dalam menjaga konsistensi dalam satu
masa dan antar periode pemerintahan, terutama dalam menghadapi perubahan-
perubahan mendasar yang memerlukan penguatan implementasi dan
pembiayaan pembangunan.
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Dalam hal kaidah pelaksanaan, masih dihadapi tantangan seperti belum
efektifnya upaya menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran,
konsistensi antara perencanaan pembangunan nasional,
Kementerian/Lembaga, daerah serta konsistensi pencapaian sasaran jangka
panjang. Instrumen pengaman (safe guardingl untuk pelaksanaan dan
pengendalian pembangunan juga belum efektif, penerapan manajemen risiko
pembangunan nasional belum optimal, serta komunikasi publik untuk
membangun kepemilikan dan partisipasi pemangku kepentingan belum terjalin
dengan baik.

Sementara itu, kapasitas pembiayaan untuk memenuhi percepatan dan
peningkatan kebutuhan pembangunan dari sektor publik pusat dan daerah,
serta non publik masih terbatas. Dalam hal pembiayaan pembangunan, terdapat
sejumlah tantangan utama yang dihadapi antara lain belum berkembangnya
inovasi pembiayaan pembangunan, tingginya cosf of fund, dangkalnya sektor
keuangan (terbatasnya basis sumber pendanaan dan peran sektor keuangan
nonbank, utamanya dana pensiun, asuransi, dan pasar modal), serta belum
optimalnya fungsi intermediasi dan inklusi keuangan, di mana inklusi keuangan
baru mencapai 85,10 persen (20221.

BABII ...
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BAB II
Megatren, Modal Dasar, dan Perubahan Iklim

2.1 Megatren
Tantangan global ke depan semakin kompleks seiring dengan perubahan yang
sangat cepat di segala bidang atau yang dikenal sebagai megatren global.
Perubahan global tersebut merupakan perubahan transformatif berskala besar,
berjangka waktu panjang, dan bersifat sangat masif terutama disebabkan oleh
kemajuan teknologi digital dan komputasi termasuk kecerdasan buatan
(artificial intelligencel. Sementara itu, adanya pandemi COVID-l9 telah
menyebabkan perubahan pola kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat,
sehingga menghasilkan tatanan kehidupan baru (new normal1.

Terdapat sepuluh megatren global yang akan dihadapi menuju 2045. Megatren
global memiliki dua sisi, yaitu memberikan potensi kemajuan bagi kondisi sosial
ekonomi global, tetapi di sisi lain juga memberikan disrupsi. Perubahan-
perubahan tersebut meliputi (i) perkembangan demografi global, (iil geopolitik
dan geoekonomi, (iii) perkembangan teknologi, (iv) peningkatan urbanisasi
dunia, (v) konstelasi perdagangan global, (vi) tata kelola keuangan global, (vii)
pertumbuhan kelas menengah (middle class), (viii) peningkatan persaingan
pemanfaatan sumber daya alam, (ix) perubahan iklim, dan (x) pemanfaatan luar
angkasa (spae economg) (Gambar 2.1.L).

Gambar 2.1.1Megatren Global 2045
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2.1.1 Demografi Global
Perkembangan demografi global merupakan faktor penting yang memengaruhi
perkembangan ekonomi dan sosial dunia. Menurut data World Population
Prospects (2022l., populasi dunia saat ini mencapai lebih dari 7,0 miliar jiwa dan
diprakirakan akan terus meningkat hingga 9,7 miliar jiwa pada Tahun 2O5O
(Grafik 2.1.L). Hal tersebut memberikan tantangan terkait penyesuaian
tingginya kebutuhan hidup masyarakat dengan terbatasnya ketersediaan
sumber daya alam dan lahan. Sementara itu, kebutuhan terhadap pangan,
energi, dan air akan semakin meningkat seiring dengan tingginya pertumbuhan
penduduk. Dampak dari hal tersebut adalah diperlukan penyesuaian sektor
produksi untuk mendorong rentang kehidupan (life-spanl yang semakin
panjang.

Meskipun jumlah penduduk terus bertambah, namun laju pertumbuhannya
terus melambat. Proyeksi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menunjukkan
bahwa penduduk global pada Tahun 2030 dan Tahun 2045 masing-masing
tumbuh menjadi 8,5 miliar dan 9,5 miliar penduduk. Hal tersebut disebabkan
oleh menurunnya tingkat kematian dan meningkatnya angka harapan hidup
saat lahir. Di sisi lain, terjadi penurunan angka kelahiran yang signifikan di
beberapa negara, terutama negara maju. Terkait proporsi demografi seperti
bertambahnya kelompok penduduk usia tua (aging population) dan tingginya
jumlah penduduk usia muda akan memberikan tantangan seperti kewajiban
terhadap pemenuhan perlindungan sosial dan pembukaan lapangan pekerjaan.

Dalam demografi skala mikro, perubahan struktur dan bentuk keluarga,
perkembangan teknologi digital, serta penetrasi global memengaruhi kualitas
keluarga. Mobilitas penduduk dan pergeseran ideologi berisiko memunculkan
struktur dan bentuk keluarga yang berbeda. Selain itu, tumnnya angka
kelahiran disebabkan antara lain oleh fenomena tidak memiliki anak (childfreel
dan menunda pernikahan.

Grafik 2.1.L Negara dengan Jumlah Penduduk Terbanyak
Tahun 2025 dan 2045
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Sementara itu, perkawinan di bawah umur masih banyak terjadi di negara
berkembang. Akses terhadap media digital yang tidak terkendali berisiko
meningkatkan kekerasan, perdagangan manusia, adiksi terhadap pornografi,
perilaku menyimpang, dan perilaku berisiko anggota keluarga. Hal-hal tersebut
menjadi tantangan bagi keluarga dalam memaknai dan menjalankan fungsinya
secara optimal.
Kecenderungan penduduk dunia akan terkonsentrasi di Kawasan Asia dan
Afrika yang disertai dengan munculnya kelompok negara yang memainkan
perekonomian global. Populasi penduduk yang besar dan tingkat pertumbuhan
ekonomi stabil menjadi daya tarik investor di kawasan tersebut. Pada saat
bersamaan, beberapa negara berkembang di Kawasan Asia berpotensi menjadi
pemimpin teknologi dan inovasi serta perekonomian dunia di masa mendatang.

2.L .2 Geopolitik dan Geoekonomi
Geopolitik
Dinamika geopolitik global ke depan akan menjadi tantangan bagi setiap negara tak
terkecuali Indonesia. Perkembangan geopolitik dapat berdampak luas terhadap
berbagai sektor kehidupan dan tatanan global. Salah satu tantangan geopolitik
yang perlu diantisipasi Indonesia adalah eskalasi persaingan antarnegara
adidaya yang meluas dan memunculkan kekuatan baru. Kemunculan berbagai
kekuatan baru telah memengaruhi pergolakan di kawas€rn maupun tatanan
global serta sikap Indonesia dalam dunia internasional.
Perang antara Rusia dan Ukraina telah meningkatkan kewaspadaan global terhadap
potensi konllik geopolitik ke depan di kawasan lainnya, seperti konflik di Selat Taiwan,
Semenanjung Korea, Teluk Persia, dan Laut China Selatan. Perang menyebabkan
kerugian, baik secara langsung maupun tidak langsung bagi negara-negara
lainnya, seperti tekanan inflasi global yang tinggi serta adanya krisis energi dan
pangan. Selain itu, perang juga mendorong negara-negara untuk mencari
instrumen militer demi melindungi kedaulatan mereka. Hal ini berpotensi
meningkatkan ketegangan antarnegara sehingga memungkinkan terjadinya
kembali konflik atau perang di masa depan.
Persaingan geopolitik terutama di Kawasan Indo-Pasifik yang dekat dengan
Indonesia semakin meningkat dan meluas. Kawasan Indo-Pasifik muncul karena
adanya dinamika geopolitik yang berkembang dan melibatkan Samudera Hindia
dan Samudera Pasifik sebagai zor:a maritim. Nilai strategis Kawasan Indo-Pasifik
yang diproyeksikan akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi barrr dunia,
telah menarik perhatian banyak pihak. Hal ini kemudian berdampak pada
penciptaan persaingan pengaruh antarnegara, baik yang berada di kawasan
maupun di luar kawasan.
Indonesia menyikapi kontestasi geopolitik Kawasan Indo-Pasifik tersebut dengan
mengedepankan ASEAN Arttook on th.e Indo-Pacific untuk memperkuat kerja
sama dan meredam friksi di kawasan. Indo-Pasifik memiliki arti strategis sebagai
ekosistem perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran untuk menciptakan
peluang ekonomi baru yang inklusif di kawasan melalui perluasan dan
peningkatan kerja sarna antarnegara.

Krisis . . .
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Krisis di berbagai sektor memiliki risiko ancaman kestabilan geopolitik ke depan.
Risiko lingkungan, risiko sosial, dan ancaman siber berpotensi mendisrupsi
stabilitas geopolitik. Ketidakstabilan geopolitik dapat menimbulkan krisis energi
dan pangan, y€rng selanjutnya memicu ketidakpastian geoekonomi di tingkat
global. Tantangan-tantangan yang bersifat tanpa batas (borderlessl
membutuhkan kolaborasi yang erat dari berbagai pemangku kepentingan lintas
sektor baik di dalam negeri maupun internasional.
Geoekonomi
Nilai outpttt dunia negara berkembang semakin dominan. Pada Tahun 2OI5,
negara berkembang menyumbang 55 persen dari nilai output dunia, meningkat
dari 34 persen pada Tahun 1980. Pada Tahun 2050, nilai outputnegara-negara
berkembang diperkirakan meningkat mencapai 7l persen dari total nilai output
dunia dengan negara Asia sebagai pendorong utama mencapai 54 persen dari
total nilai output global. Peranan negara maju (G7) akan mengecil dengan
kontribusi terhadap nilai outputyang menurun dari 32 persen pada Tahun 2015
menjadi 2O persen pada Tahun 2050. Secara umum, pendapatan per kapita
negara-negara maju tetap lebih tinggi dari negara berkembang. Meskipun
demikian, 84 negara berkembang pada Tahun 2050 diperkirakan akan memiliki
pendapatan per kapita lebih ting€I daripada negara-negara Eropa Selatan pada
Tahun 2015.
Sektor komoditas tidak lagi menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi negara
berkembang. Sebagian besar negara berkembang selama 6O tahun terakhir
mengandalkan ekspor komoditas sebagai sumber pertumbuhan ekonomi 54
persen ekspor negara di Kawasan Amerika Latin berbasis pada produk
komoditas, 81 persen di Afrika, dan 75 persen di negara Kawasan Timur Tengah.
Perubahan struktur perekonomian, utamanya di negara pengimpor komoditas
menurunkan permintaan atas komoditas. Kesiapan menghadapi perubahan
atas komoditas akan menentukan pertumbuhan ekonomi negara berkembang di
masa mendatang.
Institusi ekonomi sebagai sumber pertumbuhan negara berkembang. Kebijakan
makroekonomi yang kredibel dan berdasarkan prinsip kehati-hatian telah
menjadi penopang pertumbuhan ekonomi negara berkembang selama ini dan
menjadi salah satu pilar utama di masa mendatang. Investasi jangka panjang
dalam memperbaiki sumber daya manusia dan infrastruktur akan mendorong
pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkesinambungan. Reformasi dan
perbaikan iklim usaha akan mendukung terbangunnya struktur perekonomian
yang berdaya saing dan berkualitas.

Dengan kebijakan yang tepat, negara berkembang mempunyai peluang mengejar
ketertinggalan teknologi dan ekonomi dari negara maju. Negara berkembang
memiliki struktur demografi yang menguntungkan dalam mendorong
pertumbuhan ekonomi. Secara umum, pertumbuhan sektor industri
manufaktur akan menjadi penopang pertumbuhan ekonomi dan penyedia
lapangan kerja di negara berkembang. Kawasan Asia akan menjadi pendorong
pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan dari tingkat tabungan yang tinggi dan
peningkatan produktivitas. Perbaikan investasi dan perkembangan sektor jasa
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bernilai tambah tinggi akan menjadi sumber pertumbuhan di negara-negara di
Kawasan Afrika, Timur Tengah, dan Amerika Latin. Kebijakan perdagangan
internasional yang terbuka, iklim usaha dan investasi yang mendukung inovasi,
serta kapasitas sumber daya manusia yang meningkat menjadi faktor penentu
bagi negara berkembang untuk mengejar ketertinggalan teknologi percepatan
pertumbuhan ekonominya.
Perekonomian global pada Tahun 2050 akan meningkat sebanyak 3 kali lipat
dibanding Tahun 2015. Pada Tahun 2OLS perekonomian global adalah sebesar
USD74,0 triliun, dengan kontribusi Amerika Serikat sebesar USD17,9 triliun,
Tiongkok sejumlah USD11,O triliun, dan India senilai USD2,1 triliun (IMF, World
Economic Outlook, Oktober 2OL6l. Pada Tahun 2050, nilai perekonomian dunia
diperkirakan meningkat sebanyak 3 kali lipat dengan kontribusi dari 5 negara
terbesar (Tiongkok, India, AS, Jepang, dan Indonesia) mencapai kurang lebih 55
persen dari nilai output dunia.
2. 1.3 Perkembangan Teknologi
Kecepatan perubatran teknologi telah menimbulkan disrupsi telorologi di berbagai
bidang kehidupan masyarakat. Perkembangan telarologi digtal telah dirasakan
manfaatnya oleh masyarakat seperti bTtemet of Things (IoT), Aoefrchnil\ HAWr
Coruedbn, Artiflckl Intelligene (/.i), Dtstribttted Icdger Technolqg (DL'l), hodudion
Lifeqde Mwwgemenf, RofutbPoess Automalbn (RPA), Mge C.ornptting, Attto Robotic
Sgs'tem" 3D, dan FTtture Tecltnologbs.

Perkembangan teknologi memerlukan kesiapan yang adaptif dari masyarakat.
Kemampuan adaptasi masyarakat dalam memanfaatkan perkembangan
teknologi perlu ditopang dengan kemampuan literasi dan pola pikir yang baik
(Gambar 2.1.2l.. Hal ini perlu didorong agar mampu memanfaatkan
perkembangan teknologi secara optimal, yang diiringi dengan meminimalkan
risiko yang menyertai terjadinya disrupsi teknologi.

Gambar 2.1.2 Disrupsi Teknologi
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Pandemi COVID-l9 telah mendorong akselerasi disrupsi teknologi di berbagai
sektor. Selama pandemi, banyak pelaku usaha seperti UMKM dan koperasi
mengembangkan digitalisasi usaha untuk menjaga keberlangsungan proses
bisnis. Digitalisasi usaha dapat mendorong peningkatan produktivitas serta
pasar usaha. Meskipun demikian, tingkat pemanfaatan teknologi digital dalam
operasional usaha masih terbatas dan belum merata karena faktor sumber daya
manusia, permodalan, dan infrastruktur penunjang. Faktor penghambat
pemanfaatan teknologi dan digital perlu diatasi karena penggunaan teknologi
dan digital dapat mendorong efektivitas dan efisiensi usaha sehingga dapat
meningkatkan produktivitas.

Teknologi yang berkembang di masa depan akan memengaruhi sektor
manufaktur. Perubahan teknologi mencakup percepatan otomasi di sebagian
besar aktivitas industri seperti: nanotechnologg; btockchain; robotika cerdas, IoT,
AI, dan teknologi imersif; digitalisasi yang mendukung konektivitas; material
maju; rekayasa genetik dan bioteknologi; teknologi lanjutan dari additiue
manufacfitring (3D printing, rapid prototgping, powder bed system, dan lainnya);
inovasi mesin multifungsi yang mengintegrasikan proses produksi komponen
dan produk akhir untuk rantai pasok terlokalisasi; serta teknologi hijau,
termasuk untuk penyedia€Ln energi baru terbarukan.

Perkembangan teknologi di masa depan juga akan memengaruhi sektor
pendidikan. Inovasi pengajaran dan pembelajaran yang berbasis artiftetal
intelligene (AI) menjadi sebuah keniscayaan sehingga transfer ilmu
pengetahuan dan pengembangan kompetensi dapat berlangsung kontinu, tanpa
terbatas ruang dan waktu. Melalui pemanfaatan AI, penyelenggaraan pendidikan
akan menjadi lebih efisien, efektif, transparan, dan ekonomis.

Perkembangan teknologi menyebabkan jenis pekerjaan tergantikan oleh
teknologi. Saat ini, kecerdasan buatan (aftificial intelligencel bahkan bisa
melakukan tugas-tugas berpikir yang sebelumnya harus dilakukan oleh
manusia, seperti menulis artikel dan membuat karya seni grafis. Industri media
termasuk yang paling terdampak dan hanya meninggalkan sedikit pelaku usaha
yang mampu bertahan di tengah gempuran disrupsi. Bahkan, pekerjaan yang
membutuhkan aspek kreatif (seni dan hiburan) dalam jangka panjang juga
berisiko tergantikan atau setidaknya tersaingi oleh kemajuan teknologi dengan
perkembangan pesat kecerdasan buatan.

Selain itu, perkembangan teknologi juga berdampak pada sektor yang tidak
mampu beradaptasi. Pekerjaan jarak jauh (remote workingl menciptakan
peluang di sektor Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan mendorong
perkembangan sektor lain yang mendukung pola utork from anywlrcre (WFA).
Akan tetapi, di sisi lain hal tersebut akan memukul sektor yang selama ini
bertumpu pada pola kerja konvensional, seperti properti perkantoran dan real
estate. Pola kerja jarak jauh mengasumsikan terbangunnya kepercayaan antara
pekerja dan pemberi kerja sehingga kualitas hasil pekerjaan terjaga.
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Di sisi lain, perkembangan teknologi dapat berdampak besar terhadap cara kerja
pemerintah. Teknologi membuka peluang baru dalam pembangunan ekonomi,
mendorong inovasi dan transformasi tata kelola melalui peningkatan kinerja
pelayanan publik, pembuatan kebijakan berbasis bukti, serta elisiensi sumber
daya. Peralihan menuju era digital dalam konteks tata kelola akan mendorong
pemerintah untuk mendesain ulang proses bisnis pelayanan publik dan
mengubah pola interaksi di antara masyarakat maupun masyarakat dengan
pemerintah.

Perkembangan teknologi dapat dimanfaatkan untuk mendukung proses
pembenahan pertrmusan kebijakan dan penyusunan regulasi. Pemanfaatan
teknologi dapat membantu mewujudkan proses pembentukan peraturan
perundang-undangan yang lebih terencana, terpadu, dan sistematis serta
penataan kelembagaan negara. Teknologi dan informasi membantu adanya
interkoneksi di setiap tahapan/proses pembentukan peraturan perundang-
undangan, mendorong penataan regulasi, memetakan berbagai regulasi yang
berpotensi tumpang tindih secara vertikal maupun horizontal, mengkaji regulasi
yang inkonsisten, meningkatkan partisipasi publik dalam semua proses
pembentukan peraturan perundang-undangan, serta membantu menganalisis
dan evaluasi pelaksanaan regulasi.

2.1.4 Urbanisasi Dunia

Urbanisasi berdampak pada peningkatan jumlah penduduk perkotaan dan
ukuran kota. Menurut UN DESA, dua pertiga penduduk dunia akan tinggal di
kawasan perkotaan pada Tahun 2O5O, di mana 95 persen pertambahan tersebut
berada di negara emerging economies. Di Asia sendiri, dalam empat dekade ke
depan, penduduk perkotaan akan meningkat sebesar 1,7 kali lipat. Peningkatan
jumlah penduduk berbanding lurus dengan peningkatan ukuran kota.
Berdasarkan data UN, pada Tahun 2O2O terdapat 23 megacities, yaitu kota
dengan populasi lebih dari 1O juta jiwa di dunia (di mana lebih separuhnya
berada di negara emerging economies). Jumlah ini meningkat pesat sejak Tahun
1970, di mana pada saat itu dunia hanya memiliki dua megacities.

Tekanan penduduk dan pembangunan perkotaan di negara emerging economies
yang umumnya tidak memadai dan kurang terencana dengan baik dapat
memperburuk pelayanan masyarakat dan kegiatan ekonomi secara menyeluruh.
Pada banyak kota Asia dan Afrika, sekitar 25-30 persen penduduk perkotaan
masih tinggal di kawasan pemukiman tanpa pelayanan dasar seperti air,
drainase, sanitasi, listrik, dan jalan yang memadai. Urbanisasi yang tidak
dikelola dengan baik juga telah menyebabkan perkembangan kota yang
menyerak ke kawasan sekitarnya. Kondisi ini berimplikasi kepada perubahan
guna lahan pertanian menjadi tempat bermukim dan kawasan
perdagangan/jasa. Dari sisi ekonomi, terjadi perubahan aktivitas penduduk ke
arah dominasi sektor industri, jasa, dan perdagangan. Tren ini mendorong
penrbahan paradigma pengelolaan perkotaan ke arah kompak (compactl melalui
efisiensi layanan' 

perkembangan . . .
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Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang cepat memacu inovasi
di kawasan perkotaan, khususnya dalam mengatasi masalah yang timbul
sehari-hari. Pendekatan teknologi pintar dan pengelolaan informasi berbasis
mahadata ke depan akan menjadi kunci bagi upaya kawasan perkotaan untuk
menjadi yang terdepan. Di sisi lain, dampak pandemi COVID-l9, di samping
menimbulkan kerugian jiwa dan material, juga menjadi pemicu perkembangan
teknologi yang memudahkan proses kolaborasi lintas ruang dan waktu.
Tantangan terhadap pengarusutamaan pendekatan hijau juga menjadi peluang
bagi penerapan kebijakan yang bukan hanya humanis, melainkan juga ramah
lingkungan. Kota yang mampu beradaptasi terhadap transformasi pasca
pandemi dan pengarusutamaan pendekatan hijau tersebut akan mampu
menarik SDM kompetitif untuk menetap dan berkarya.
2.1.5 Konstelasi Perdagangan Global
Pergeseran peningkatan peranan negara berkembang dalam ekonomi global
mendorong perdagangan internasional berpusat di Kawasan Asia-Afrika.
Perekonomian Negara berkembang terutama negara E7 diperkirakan akan
meningkat tinggi dan mendominasi perekonomian dunia menggantikan
dominasi dari negara maju yang tergabung dalam G7 (Grafik2.l.2l.

Grafik 2.L.2 Share Ekonomi G7 dan E7 terhadap PDB Global

Pertumbuhan perdagangan negara berkembang akan didorong oleh
perdagangan intra-Asia yang menunjukkan tren yang berlanjut terutama dari
Tiongkok, India dan negara-negara ASEAN. Selain itu, peningkatan pendapatan
serta proyeksi peningkatan demografi penduduk di Kawasan Afrika, Nigeria dan
beberapa negara di Afrika Selatan, mendorong perdagangan internasional
bergerak ke kawasan tersebut untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang
tinggi.
Kolaborasi produksi bersama internasional (global produdion nefitorlcs/GPN) dan
rantai pasok global (gtobal uafue clwinlGYC) semakin menguat dan terdiversifikasi.
Skema GPN dan GVC menjadi salah satu pilihan utama bagi industri dalam
melakukan produksi. Manfaat ekonomi yang diperoleh dari GPN dan GVC tidak
hanya mendapatkan keuntungan dari biaya produksi yang lebih murah, tetapi

sK No 2t8752 A juga ' ' '

Sumber: International Monetary Fund, 2021 



PRESIDEN
REPUBLTK INDONESIA

-39-

juga meningkatkan penerimaan investasi asing dan perdagangan internasional
bagi suatu negara. Sementara itu, Kawasan Asia Timur dan ASEAN akan
berkembang sebagai pusat GVC dunia seiring dengan infrastruktur yang
memadai, pangsa pasar yang substansial, dan kompetensi SDM industri yang
berkualitas, khususnya dalam memproduksi barang manufaktur berorientasi
ekspor.
Perdagangan internasional akan semakin dipengaruhi kecepatan perubahan
teknologi dan digital, dan keberlanjutan yang terus berkembang. Perkembangan
teknologi digital mendorong kompleksitas dan diversifikasi produksi. Selain itu,
kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah mengurangi biaya transaksi
dan mempercepat penrbahan dalam struktur perdagangan. Negara yang dapat
beradaptasi dengan kemajuan teknologi dan digital, memanfaatkan hilirisasi
sumber daya alam dan mineral untuk memproduksi produk yang lebih kompleks
dan berkelanjutan, berpeluang semakin memiliki peran penting dalam rantai
nilai perdagangan global.

Kerja sama kawasan menciptakan hub perdagangan strategis. Keda sama
kawasan seperti Regional Comprelensiue Economic Partnershtp (RCEP) dan Indo-
Pacific Economic FYamework (IPEF) yang beranggotakan negara-negara dengan
kekuatan ekonomi yang signifikan, sumber daya alam yang melimpah, dan
posisi geogralis yang strategis, akan menciptakan peluang perdagangan yang
tebih besar di Kawasan Asia Pasifik yang mendorong ketersediaan rantai pasok
global, investasi, serta inovasi dan teknologi. Dengan demikian, perdagangan
internasional akan berpusat di Asia terutama Kawasan Indo-Pasifik.

2.L.6 Tata Kelola Keuangan Global
Desain kebijakan fiskal global dan nasional pada Tahun 2045 sangat
dipengaruhi oleh perubahan struktur ekonomi dan demografi. Pendapatan
negara ke depan akan sangat dipengaruhi oleh perubahan struktur ekonomi dan
produktivitas penduduk. Hal tersebut berpotensi meningkatkan penerimaan
negara secara signifikan. Dari sisi belanja negara, pergeseran komposisi
demografi yang menuju aging societg pada Tahun 2045 akan menentukan
komposisi belanja negara yang lebih didominasi oleh komponen belanja
perlindungan sosial dan pensiun. Dari sisi pembiayaan anggaran, tren ke depan
akan sejalan dengan pendalaman pasar keuangan dan arah kebdakan moneter
global yang ditransmisikan melalui jalur suku bunga serta aliran likuiditas di
pasar uang dan pasar modal.

Tren penggunaan Centrat Bank Digital Cunenq (CBDC) yang merupakan bentuk
digital dari mata uang fiat suatu negara. CBDC juga merupakan terobosan
untuk mengatasi risiko stabilitas aset kripto yang berpotensi menimbulkan
sumber risiko baru yang dapat memengaruhi stabilitas ekonomi makro,
moneter, dan sistem keuangan di masa depan.

Perkembangan . . .
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Perkembangan teknologi informasi telah menimbulkan disrupsi dalam industri
jasa keuangan. Berkembangnya berbagai inovasi teknologi seperti Internet of
Things (IoT), Ctoud Computing, Artificial Intelligence (All, dan Machine Learning
telah membawa perubahan yang signifikan pada industri jasa keuangan. Ke
depannya puluhan juta pekerjaan pada jasa keuangan akan menghilang, tetapi
akan tergantikan dengan pekerjaan barrr dengan kemampuan (skill) yang baru.
Sementara itu, munculnya perusahaan teknologi finansial (financiat technologgl
seperti bank digital, dan keuangan terdesentralisasi telah meningkatkan
efisiensi dan perluasan akses ke layanan keuangan, sekaligus sebagai pesaing
industri keuangan. Namun, pertumbuhan pesat perusahaan teknologi finansial
banyak mengandung risiko terlebih regulasi yang belum memadai dapat
menimbulkan implikasi stabilitas keuangan.

2.1.7 Pertumbuhan Kelas Menengah

Jumlah kelas menengah dunia pada 2045 diperkirakan akan mencapai 8,8
miliar atau lebih dari 90 persen terhadap populasi dunia. Setiap tahunnya
sekitar 140 juta orang masuk ke dalam status kelas menengah, lebih cepat dari
perkiraan sebelumnya. Komposisi kelas menengah akan mengalami pergeseran
dari sebelumnya yang didominasi oleh Kawasan Eropa dan Amerika Serikat,
bergeser ke Kawasan Asia tertrtama Tiongkok dan India. Pertumbuhan kelas
menengah yang pesat menciptakan peluang ekonomi namun sekaligus
memberikan tantangan pada aspek sosial dan politik (Grafik 2.1.3).

Grafik 2.1.3 Share Konsumsi Penduduk Kelas Menengah Global, 20OO-2O5O

Proporsi kelas menengah yang semakin meningkat mendorong penciptaan jenis
dan lapangan pekerjaan baru dan kebutuhan konsumsi yang lebih beragam
termasuk kebutuhan gaya hidup baru (new life stglel. Jenis pekerjaan baru yang
diperkirakan berkembang di masa mendatang antara lain, pekerjaan terkait
dengan teknologi tinggi, pekerjaan melalui uirhtal-metanterse, serta pekerjaan
lain yang bersifat fleksibel dan mobilitas tinggi. Pekerjaan baru ini akan
mempercepat dan mempermudah proses bisnis, tetapi di sisi lain berpotensi
meningkatkan mobilitas pekerja antar sektor dan antar jenis pekerjaan.

2.l.8Persaingan...
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2.L.8 Persaingan Sumber Daya Alam
Kelangkaan dan persaingan untuk mengakses Sumber Daya Alam (SDA) (energi, air,
dan pangan) di tingkat global diproyeksikan akan meningkat di masa mendatang.
Bertambahnya populasi penduduk dan aktivitas ekonomi yang menyebabkan
peningkatan kebutuhan SDA di antaranya air, pangan, dan energi, mendorong
terjadinya kompetisi dan persaingan geopolitik di berbagai wilayah. Tingkat
persaingan SDA global ke depan akan bergantung pada ketatnya faktor
permintaan dan penawaran, di antaranya efektivitas pengelolaan dan upaya
konservasi sumber daya alam, pengembangan teknologi baru, serta perubahan
pola konsumsi dan pola produksi.

2.1.9 Perubahan Iklim
Perubahan iklim, kerusakan lingkungan dan polusi, serta kehilangan
Keanekaragaman Hayati (tiga krisis global - The Tliple Planetary Cnsfs) secara
global diperkirakan akan berlangsung terus dan tidak dapat dihindari.
Keseluruhan fenomena akibat tiga krisis global diperkirakan akan berdampak
negatif pada berbagai aspek kehidupan, seperti lingkungan, kesehatan,
penghidupan masyarakat, dan laju pembangunan secara keseluruhan jika
masyarakat tidak melakukan perubahan secara signifikan. Triple planetary cnsis
akan mendorong perubahan tren dalam dinamika pembangunan global, seperti
meningkatnya urgensi untuk meninggalkan paradigma pembangunan lama
secara business-as-usual (BaU) menuju ke praktik yang lebih berkelanjutan. Hal
ini berimplikasi terhadap tuntutan untuk beralih ke aktivitas ekonomi yang lebih
rendah emisi Gas Rumah Kaca (GRK) di berbagai sektor, seperti sektor energi,
industri, lahan, kelautan dan pesisir, pangan dan pertanian, serta limbah dan
penerapan ekonomi sirkuler.

Tren pertumbuhan ekonomi hijau dan rendah karbon menjadi kebijakan dan
strategi global. Beberapa negara maju dan berkembang berkomitmen untuk
menurunkan emisi GRK secara ambisius, seperti Norwegia dengan target net
zero emissfon pada Tahun 2O3O, Spanyol dan Selandia Baru pada Tahun 2050,
serta Tiongkok dan Indonesia sendiri mendeklarasikan pada Tahun 2060.
Pelaksanaan jalur pembangunan yang lebih hijau melalui penerapan ekonomi
hijau dan pembangunan rendah karbon merupakan arah pembangunan global
di masa mendatang. Stimulus hijau dan paket-paket stimulus lainnya menjadi
tren kebijakan global ke depan.

Pemanfaatan energi baru dan terbarukan akan menjadi sumber energi utama di
dunia. Kelangkaan sumber energi fosil dan isu perubahan iklim mendorong
seluruh negara menggunakan energi baru dan terbarukan sebagai sumber
energi utama. Teknologi energi terbartrkan akan menjadi sangat kompetitif di
masa mendatang. Skala keekonomian tenaga surya dan bayu akan semakin
menurun dan murah ke depannya. Penggunaan teknologi nuklir pun akan turut
memperhatikan aspek keselamatan melalui adopsi teknologi generasi IV yang
dinamakan Innouatiue Designs termasuk skala lebih kecil atau Small Modular
Reactor (SMR). Teknologi elektrolisis Green Hgdrogen (GH2) dan fuet cell
menunjukkan perkembangan yang positif, terutama untuk transportasi berat,
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seperti kendaraan trtrk, kereta api, kapal tanker, dan transportasi udara sebagai
pengganti avtur, serta pemanfaatan GH2 sebagai feedstock industri petrokimia
dan green ammonfa untuk pupuk.

2.L.lO Pemanfaatan Luar Angkasa
Tren eksplorasi antariksa semakin meningkat selama satu dekade terakhir.
Antariksa dipandang sebagai warisan bersama umat manusia (common heritage
of humankind), yaitu suatu ruang strategis yang dapat dimanfaatkan untuk
kepentingan bersama. Ketetapan bahwa antariksa tidak tunduk pada
kepemilikan suatu negara tertentu, telah mendorong banyak negara
mengembangkan industri antariksa. Upaya tersebut diharapkan dapat
meningkatkan kualitas hidup manusia di bumi. Proses menghubungkan bumi
dengan luar angkasa kemudian memunculkan tiga isu utama, yaitu ekonomi
antariksa (space economg), kelestarian antariksa (space sustainabilitg), dan
keamanan antariksa (spae seanrttg).

Perekonomian antariksa secara global akan tumbuh secara signilikan untuk
jangka waktu yang panjang. Ekonomi antariksa diperkirakan mencapai
USD469,O miliar pada Tahun 2O2t dan diprediksi akan terus meningkat
mencapai USD 1,0 triliun hingga Tahun 2O4O. Nilai pasar ekonomi antariksa
bahkan tumbuh sebesar 6,0 persen saat krisis COVID-19. Oleh karena itu,
negara-negara diharapkan dapat meningkatkan kapasitas untuk
mengeksplorasi luar angkasa secara khusus dalam hal pengembangan teknologi
mutakhir dan kompetensi SDM.

2.2 Modal Dasar

2.2.1 Kependudukan
Jumlah penduduk Indonesia terus meningkat, meskipun pertumbuhannya
melambat. Pada Tahun 2o22,Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk
ke-4 terbesar di dunia, yaitu sebesar 277 juta jiwa. Dengan tingkat fertilitas yang
diperkirakan sekitar 2 persen, pertumbuhan penduduk akan melambat rata-
rata Tahun 2025-2045 di bawah 1 persen, sehingga jumlah penduduk
Indonesia pada Tahun 2045 diproyeksikan akan mencapai sekitar 324,05 juta
jiwa.

Jumlah pendudtrk yang besar dapat memberikan peluang sekaligus ancaman bagi
kesejahteraan masyamkat. Jumlah penduduk yang besar dapat menjadi potensi
pembangunan yang besar apabila dipersiapkan dengan baik menjadi sumber
daya manusia produktif. Dengan jumlah penduduk yang besar, Indonesia memiliki
pasar yang besar, terutama untuk produk-produk dalam negeri. Hal ini dapat
meningkatkan daya saing Indonesia dalam pasar global dan dapat meningkatkan
investasi asing di Indonesia. Selain itu, jumlah penduduk yang besar juga menjadi
potensi tenaga kerja yang besar, yang dapat dioptimalkan untuk mengembangkan
sektor-sektor ekonomi, termasuk sektor-sektor yang berpotensi menghasilkan
lapangan kerja yang besar seperti sektor industri, pertanian, dan pariwisata.
Sebaliknya, apabila Indonesia gagal mengembangkan jumlah
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penduduk besar menjadi sumber daya manusia produktif, maka penduduk
tersebut akan menjadi beban pembangunan y€rng besar seperti kemiskinan,
pengangguran, kesenjangan, keterbelakangan ekonomi, dan tekanan yang besar
terhadap lingkungan hidup serta keberlanjutan pemanfaatan sumber daya alam.
lndonesia mengalami dinamika penduduk yang berdampak luas terhadap
pembangunan. Peningkatan jumlah penduduk disertai dengan peningkatan
proporsi penduduk usia produktif bersamaan dengan jumlah penduduk lanjut
usia, urbanisasi yang merryebabkan peningkatan proporsi penduduk perkotaan,
migrasi yang belum seimbang yang ditandai dengan meningkatnya kepadatan
penduduk di wilayah tertentu. Perubahan komposisi yang cepat dan mobilitas
penduduk yang tinggi dengan distribusi yang tidak merata antarwilayah
memerlukan penanganan yang tepat sehingga penduduk menjadi pendorong
utama yang positif bagi pembangunan.
Indonesia akan mempunyai kesempatan yang terbuka untuk menjadikan
jumlah penduduk usia produktif yang cukup tinggi sebagai pendorong utama
pembangunan. Dengan struktur penduduk yang menguntungkan, di mana rasio
ketergantungan di bawah 50 persen yang diperkirakan akan berlangsung sekitar
15 tahun ke depan, lndonesia mempunyai kesempatan mengoptimalkan bonus
demografi, yaitu menjadikan penduduk usia produktif sebagai pelaku utama
pembangunan (Graflk 2.2.1). Bonus demograli akan semakin berperan penting
dalam mendorong pertumbuhan ekonomi apabila peran mereka terus
ditingkatkan melalui peningkatan produktivitasnya.

Grafik 2.2.1 Rasio Ketergantungan Indonesia 2O2O-2O5O

Belajar dari Jepang, Korea, Tiongkok, dan negara lain yang telah menjadi negara
maju karena dapat memanfaatkan usia produktif secara efektif, Indonesia harus
menerapkan strategi pembangunan sumber daya manusia yang unggul. Sumber
daya manusia yang produktif dan inovatif tersebut diharapkan menjadi bonus
demografi yang cukup signifikan. Selanjuhya, dengan terus meningkatkan
produktivitas serta menjaga pola konsumsi yang berkelanjutan, Indonesia dapat
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kembali meraih bonus demografi berikutnya, baik karena peningkatan investasi
yang terus menerus maupun menjaga keberlanjutan produktivitas penduduk
usia lanjut.
Perubahan struktur penduduk menjadikan lndonesia menjadi salah satu negara
dengan penduduk yang memiliki daya beli cukup tinggi dan dapat membeli
produk-produk berkualitas (consuming class) di dunia. Jumlah penduduk
Indonesia dengan kebutuhan konsumsi yang tinggi terhadap produk-produk
berkualitas diperkirakan sebanyak 7O juta, yang tersebar baik di perkotaan
maupun perdesaan.

Berdasarkan peningkatan jumlah penduduk di Indonesia dengan pertumbuhan
yang seimbang, consuming class ini berpotensi akan terus bertambah.
Masyarakat consuming class ini mendorong pertumbuhan ekonomi dari sisi
konsumsi, tetapi perlu diimbangi dengan pemenuhan dari sisi produksi dan
investasi di Indonesia. Untuk itu, kemampuan menguasai pasar domestik sangat
penting, dengan membangun sektor-sektor ekonomi yang dapat memproduksi
barang dan jasa yang diperlukan oleh kelompok masyarakat tersebut.

2.2.2 Modal Sosial dan Budaya
Modal sosial budaya merupakan perangkat lunak yang dapat menjadi kekuatan
penting dan berperan dalam menggerakkan aksi kolektif, serta mendorong
proses transformasi masyarakat melalui kebijakan-kebijakan strategis dalam
pembangunan di berbagai bidang dan sektor. Modal sosial budaya tersebut
terwujud dalam bentuk jaringan dan hubungan antarwarga, pranata sosial,
keluarga dan kekerabatan, kepercayaan, keguyuban, pencapaian pendidikan,
khazanah pengetahuan, keterampilan dan kemahiran, keragaman bahasa,
kesenian dan kesusastraan, kecakapan literasi, serta norma dan nilai yang
bersumber dari ajaran agama dan kebudayaan.

Modal sosial yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia berkarakter guyub,
memiliki tradisi gotong royong dan musyawarah yang selalu mengutamakan
kerja sama dan saling tolong-menolong, serta berjiwa berdikari kuat yang
memiliki keyakinan pada kekuatan sendiri dan mampu mengatasi berbagai
persoalan dalam kehidupan. Aneka perkumpulan sosial di masyarakat
Indonesia yang berbasis keagamaan, sukarelawan, lembaga swadaya, keluarga,
serta para pegiat sosial di berbagai bidang, merupakan aktor-aktor penting non-
negara (non-state actorsl yang dapat memainkan peran strategis dan
berkontribusi signifikan dalam memajukan bangsa.

Masyarakat paguyuban merupakan bentuk modal sosial yang kuat di Indonesia
karena mampu mempererat hubungan antar anggota, menjaga nilai-nilai
tradisional, serta menjadi wadah untuk memperkuat solidaritas sosial dan
pembangunan di suatu wilayah. Paguyuban dapat ditemukan di berbagai
wilayah Indonesia dan memiliki beragam aktivitas sesuai dengan kekhasan
daerah masing-masing. Aktivitas paguyuban berperan dalam penguatan modal
sosial dalam mengukuhkan tradisi gotong royong, seperti Rambu Solo' (gotong
royong dalam upacara pemakaman) di Toraja, Marakka' Bola (gotong royong

memindahkan . . .
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memindahkan rumah) di Sulawesi Selatan, Marsialapai (gotong royong tanam
dan panen padi) di Mandailing, dan Sinoman-Rewang (gotong royong
penyelenggaraan pesta perkawinan) di Jawa. Selain itu, masyarakat pagpyuban
juga mendorong budaya berkumpul, berserikat, dan bermusyawarah, semisal
Remfuig Desa di Jawa, JulaJula di Batak, To' Oto' di Madura, Thdang
Sipulung/Appalilidi Gowa, Takalar, Wajo, Sidrap, Pinrang, Enrekang, dan Bakar
Batu di Papua. Berbagai aktivitas paguyuban masyarakat berfungsi mempererat
silaturahmi sesama kerabat serta mengukuhkan kohesi sosial.

Di tataran yang lebih mikro, kekhasan keluarga Indonesia tercermin dari
keteguhan keluarga dalam menanamkan nilai agama dan sosial, serta
memberikan penghargaan terhadap adat istiadat dan tradisi. Hal ini
ditunjukkan oleh pembentukan keluarga yang dilandasi oleh ketaatan kepada
T\rhan yang Maha Esa. Nilai-nilai positif, adat istiadat, dan tradisi yang
disosialisasikan secara lintas generasi seperti sinyang menanamkan pentingnya
menjaga harga diri, martabat, dan reputasi keluarga, dan unggah-ungguhyang
mengedepankan penghormatan pada orang yang lebih tua akan membentuk
karakter kuat bagi generasi penerus bangsa dan menjadi kontrol sosial untuk
mencegah terjadinya penyimpangan nilai, nonna, dan perilaku dalam
masyarakat.

Kelekatan dan kekerabatan keluarga Indonesia karena kesamaan nilai, situasi,
dan lokasi tempat tinggal memunculkan budaya tolong-menolong dan saling
mendukung. Budaya mandok hatta, ngekar, dan mudfk pada saat perayaan hari
raya menumbuhkan rasa saling percaya dan kelekatan antaranggota keluarga.
Dalam konteks yang lebih luas, sambatan, huluga, dan papahare memperkuat
tali persaudaraan dan kebersamaan antarkeluarga dalam suatu kelompok
sosial. Hal tersebut menjadi modal sosial bagi keluarga untuk memenuhi
kebutuhannya dan mengurangi kerentanannya dalam menghadapi kondisi
krisis sehingga dapat mendorong munculnya ketangguhan keluarga.

Jumlah keluarga Indonesia sekitar 79,44 juta (Susenas, 2022) dengan berbagai
bentuk dan karakteristiknya. Jenis keluarga tersebut antara lain keluarga di
wilayah perkotaan dan perdesaan, keluarga rentan, keluarga miskin, keluarga
dengan kepala keluarga perempuan, serta keluarga dengan lansia dan
penyandang disabilitas. Setiap keluarga harus dipastikan ketangguhannya
dengan memerhatikan keberagaman tersebut agar menjadi modal sosial yang
dapat mendukung proses transformasi pembangunan.

Modal budaya merupakan aset yang melekat pada individu. Hal tersebut
tercermin dalam wujud kualilikasi pendidikan, akumulasi pengetahuan, aneka
kecakapan dan keterampilan, yang dapat mendorong proses mobilitas sosial
untuk meningkatkan status dalam kehidupan di masyarakat. Modal budaya di
lndonesia menjelma dalam bentuk khazanah kebudayaan, nilai dan norma yang
bersumber dari agama, identitas dan kelas sosial, perangai dan karakter, serta
sikap mental dan kapasitas inteligensia yang menjadi instrumen untuk
menavigasi individu dan masyarakat dalam mencapai kemajuan melalui proses
pembangunan.

Bangsa . . .
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Bangsa Indonesia yang religius dan berbudaya memiliki nilai agama dan budaya
yang ditransformasikan untuk mewqiudkan manusia dan masyarakat yang
berakhlak, berbudaya maju, dan berdaya saing. Nilai agama dan budaya juga
menjadi landasan moral dan etika serta sumber inspirasi dan motivasi bagi
setiap insan untuk berbuat kebajikan melalui sikap saling mengasihi, berbagi,
tolong-menolong, dan peduli dengan sesarna umat manusia dan lingkungan.
Falsafah hidup yang berorientasi pada kebaikan bersama (bonum communel ini
diejawantahkan melalui aktivitas filantropi, gotong royong, dan solidaritas
sosial. Sedemikian kuat aksi-aksi kolektif dalam bentuk gerakan filantropi
berbasis organisasi sosial-keagamaan, Indonesia dinobatkan sebagai negara
paling dermawan di dunia (Charittes Aid Foundation-CAF, 2O2Ll.

Indonesia adalah bangsa majemuk dengan keragaman suku, adat istiadat,
tradisi, bahasa, dan agama. Kemajemukan ini menjadi modal untuk
membangun relasi sosial yang harmonis, memperkuat kohesi, dan mengutamakan
persamaan bukan mengeksploitasi perbedaan untuk mewujudkan persatuan dan
keutuhan negara-bangsa dengan semboyan: Bhinneka T\rnggal Ika.
Kemajemukan juga merupakan anugerah yang dapat memperkuat khazanah
kebudayaan dan menjadikan Indonesia sebagai negara adikuasa kebudayaan.
Lokasi geokultural yang diapit dua samudera menjadikan Indonesia sebagai
poros lalu lintas perdagangan di masa lampau yang telah melahirkan interaksi
budaya yang unik dan berkontribusi pada keberagaman peradaban global.
Warisan budaya benda (tangible qilfitral leitagel seperti gua alam, candi, situs
kota lama, dan situs manusia purba merupakan sumbangan Indonesia pada
memori kolektif dunia.

Khazarrah warisan budaya tak benda lintangible anlfitral heritage) sangat kaya.
Hal tersebut terpilah secara kategoris: tradisi dan ekspresi lisan, adat istiadat
masyarakat, ritus dan perayaan, serta seni dan kerajinan tradisional dan
menjadi denyut nadi kehidupan masyarakat Indonesia. Warisan budaya tak
benda juga berupa pengetahuan lokal dan teknologi tradisional yang termuat di
manuskrip (naskah kuno) dan di antaranya tercermin pada arsitektur rumah
tradisional Indonesia yang ramah lingkungan dan tahan gempa. Di beberapa
daerah, masyarakat mengoptimalkan pengetahuan lokal dan kebiasaan perilaku
mengenai alam sebagai bentuk mitigasi bencana gempa bumi dan tsunami,
seperti Smong di kalangan masyarakat Simeulue, Aceh.

Ribuan masyarakat adat dan komunitas lokal (indigenous peoples and local
communitiesl Indonesia mendiami berbagai wilayah dengan kekayaan
biodiversitas dan kepedulian terhadap kelestarian lingkungan yang tinggi.
Dalam pelestarian lingkungan, masyarakat adat Lindu yang mendiami Taman
Nasional Lore Lindu (TNLL), Sulawesi Tengah mempraktikkan tradisi zonasi
dalam penggunaan hutan dan pemanfaatan danau. Sementara dalam upaya
menjaga pengelolaan sumber daya perikanan dan biota laut, masyarakat Bali
dan Lombok terikat dengan norma hukum adat awtg-awig yang melarang
aktivitas penebangan hutan bakau, perusakan terumbu karang, penggunaan
sianida, dan berbagai kegiatan lain yang merusak alam di wilayah yang telah

ditetapkan . . .
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ditetapkan. Masyarakat bahari Indonesia telah mempraktikkan tradisi
pengelolaan sumber daya laut secara berkelanjutan, memiliki keterampilan rakit
kapal, dan pengetahuan mitigasi bencana, sehingga merupakan aset nasional
sangat berharga dalam memperkuat narasi wawasan kebangsaan Indonesia
sebagai negara maritim.

Modal sosial dan budaya yang diuraikan di atas merupakan perwqjudan
aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam segala aspek kehidupan masyarakat
Indonesia. Apabila dikelola secara efektif, maka modal sosial budaya yang
tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat akan berkontribusi signilikan
dalam proses pembangunan. Hal ini dilakukan melalui penguatan institusi-
institusi publik dan agen-agen sosial yang mampu (i) menciptakan berbagai
peluang, (ii) mengelola sumber daya publik, (iii) memperkuat kohesi dan
harmoni, dan (iv) meningkatkan produktivitas. Modal sosial budaya merupakan
kekuatan nyata yang bersumber dari keluarga, komunitas, dan masyarakat,
yang dapat menjadi energi penggerak proses transformasi menyeluruh melalui
pembangunan nasional.

2.2.3 Kekayaan Alam
Kekayaan alam merupakan modal dasar pembangunan nasional untuk kegiatan
ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan bangsa. Kekayaan alam termasuk di
dalamnya sumber daya alam yang bersifat ekstraktif meliputi hutan, minyak
bumi, gas alam, batu bara, dan mineral, serta sumber energi baru dan
terbarukan, serta keanekaragaman hayati yang mencakup keragaman genetik,
spesies dan ekosistem.

Hutan tropis Indonesia yang luas memiliki fungsi sebagai penyangga kehidupan,
pengatur tata air, penggerak aktivitas ekonomi, dan aktivitas sosial budaya
masyarakat. Indonesia memiliki 125,57 juta hektare kawasan hutan (Gambar
2.2.t1 yang terdiri dari 120,25 juta hektare kawasan hutan daratan dan 5,32
juta hektare kawasan hutan yang berupa hutan konservasi perairan. Kawasan
hutan daratan meliputi hampir 63 persen dari luas total wilayah daratan
Indonesia. Selain berfungsi sebagai penyedia jasa lingkungan seperti pengatur
tata air, penyerap dan penyimpan karbon, hutan, dan laut juga berfungsi
sebagai sumber mata pencaharian dan tempat aktivitas sosial budaya
masyarakat.

Cadangan sumber daya energi dan mineral yang melimpah. Jumlah cadangan
minyak bumi terdiri dari cadangan terbukti sebanyak 2,27 miliar barrel dan
cadangan potensial 1,9 miliar banel. Cadangan gas alam Indonesia mencapai
54,83 TSCF dengan rincian cadangan terbulrti sebesar 36,34 TSCF dan
cadangan potensial sebesar t8,49 TSCF. Dalam lima tahun terakhir,
penambahan cadangan migas baru berdasarkan Reserue Replacement Ratio
(RRR) telah melebihi 1OO persen dari target seiring penemuan cadangan migas
baru yang melebihi jumlah produksi migas. Namun, jika melihat rasio cadangan
terhadap laju produksi (R/P), saat ini cadangan minyak hanya tersedia hingga
6,7 tahun, sedangkan untuk gas bumi tersedia selama 21,2 tah;un. Di sisi lain,
cadangan batu bara mencapai 36,30 miliar ton dengan rasio cadangan dan
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produksi sebesar 65 tahun, serta berbagai jenis mineral termasuk di dalamnya
tiga mineral utama, yaitu nikel dengan cadangan bijih 5,24 miliar ton, tembaga
dengan cadangan bijih 3,01 miliar ton, dan bauksit dengan bijih sebesar 3,22
miliar ton. Permintaan mineral diperkirakan akan terus meningkat seiring
dengan dilakukannya transisi energi.

Gambar 2.2.L Kawasan Hutan Indonesia

Energi terbarukan memiliki potensi pemanfaatan yang besar dengan adanya
kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi yang didorong dengan kebijakan
alirmasi yang mendukung pengembangan energi terbarukan akan
menyeimbangkan persaingan usaha dengan energi fosil sehingga dapat
menurunkan harga produksi listrik dari energi terbarukan, khususnya energi
surya dan bayu. Potensi energi terbarukan di Indonesia mencapai 3.716 GW,
dengan potensi terbesar adalah energi surya sebesar 3.294 GW, dan sisanya
adalah potensi energi biomassa, air, panas bumi, ba5ru, laut, dan energi
terbarukan lainnya. Pemanfaatan energi terbarukan di sektor ketenagalistrikan
pada Tahun 2022 baru sekitar 12,5 GW atau baru dimanfaatkan sebesar 0,3
persen.

Energi nuklir dan energi hidrogen hdau (Green HgdrogenlcH2l didukung
dengan potensi uranium dan thorium sebagai komposisi nuklir yang berlimpah,
terpusat di Kalimantan dan Papua. Saat ini teknologi nuklir telah memasuki
generasi III/III+ dan IV serta sebanyak 33 negara telah memanfaatkan
Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN), Dari lima negara berpenduduk besar,
hanya Indonesia yang belum memiliki PLTN dengan skala besar. Untuk produksi
GH2,Indonesia didukung oleh besarnya potensi energi terbarukan, baik PLTS,
PLTA, PLTP, dan PLTB. GH2 adalah sumber energi dan sumber bahan baku
industri masa depan sehingga Indonesia memiliki peluang besar sebagai
produsen GH2 terbesar di dunia yang didukung oleh sumber daya energi
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terbarukan dan juga sumber daya air baku yang lebih berdaya saing dibanding
deliniasi air laut yang dilakukan oleh negara-negara maju.

Kekayaan keanekaragaman hayati yang menjadi modal dasar pembangunan
berkelanjutan. Sebagai salah satu negara megabiodiversitas, lndonesia memiliki
potensi ekonomi yang besar baik dari sektor kelautan yang mencapai USD 1,4
triliun/tahun dan sektor lingkungan hidup dan kehutanan yang mencapai Rp
22O triliun di Tahun 2022 bersumber dari ekspor hasil hutan, tumbuhan dan
satwa liar, dan bioprospeksi. Indonesia menjadi rumah bagi L2 persen jumlah
spesies mamalia dunia (515 spesies), 16 persen reptil (781 spesies), dan
17 persen burung (1.592 spesies). Terkait dengan keanekaragaman flora,
Indonesia memiliki sekitar 25.000 spesies tumbuhan berbunga yang setara
dengan 1O persen jumlah global. Kekayaan spesies tersebut merupakan endemik
yang bernilai ekonomi tinggi. Sebagai gambaran, 155 dari 350 spesies pohon
yang menghasilkan produk kayu di Indonesia merupakan endemik Pulau
Kalimantan. Indonesia mempunyai lebih dari 50O varietas sebagai kekayaan
keragaman sumber pangan. Tidak hanya dapat dimanfaatkan secara langsung
(konsumsi), kekayaan keanekaragaman hayati Indonesia yang masif juga
berkontribusi terhadap pengembangan sumber daya genetik, pengetahuan, dan
daya tarik pariwisata.

Indonesia juga kaya akan keanekaragaman ekosistem. Di Indonesia terdapat
sekitar 74 tipe ekosistem, mulai dari laut dalam, dataran rendah, hingga alpin
di pegunungan Jayawijaya, Papua yang berada di ketinggian hampir 5.000 mdpl.
Ekosistem laut mendominasi wilayah Indonesia. Di pesisir, terdapat padang
lamun seluas 1,78 juta hektare yang berperan penting dalam mitigasi perubahan
iklim. Selain itu, Indonesia juga memiliki 16 persen terumbu karang dunia atau
sekitar 2,5 juta hektare, yang menjadi tempat berlabuh bagi setidaknya
75 persen spesies fauna terumbu dunia. Indonesia juga termasuk negara yang
memiliki hutan gambut seluas 13,4 juta hektare dan hutan bakau terluas di
dunia dengan luas mencapai 3,36 juta hektare, dan menjadi yang terluas di Asia
Tenggara.

Sumber daya perikanan sebagai salah satu sumber daya alam laut memiliki
potensi perikanan tangkap t2 juta ton di 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan
(WPP). Sumber daya perikanan tangkap berperan penting bagi pertumbuhan
ekonomi nasional antara lain sebagai penghasil produk untuk memenuhi
kebutuhan protein, sumber pendapatan masyarakat pesisir, dan bahan baku
industri pengolahan perikanan nasional. Potensi lahan perikanan budidaya
seluas 17,91juta hektare pada Tahun 2O2l yang terdiri dari air tawar, payau,
dan laut, yang saat ini pemanfaatannya baru mencapai 2,7 persen. Ke depan,
perikanan budidaya akan berperan lebih besar lagi untuk memenuhi kebutuhan
konsumsi maupun bahan baku industri. Potensi perikanan juga didukung oleh
perairan umum daratan (PUD) yang tersebar di seluruh [ndonesia.

Bioprospecting mendukung visi Indonesia Emas 2045 melalui penelusuran
sistematik, penelitian mendalam, dan teknologi yang mutakhir untuk
menghasilkan produk obat-obatan, sumber pangan, kosmetik dan rnaterial
baru. Sebagai contoh, senyawa aktif dracorhodfn dalam buah jernang (dragon
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blood) termasuk dalam senyawa antosianin alami dan digunakan sebagai zat
farmasi ampuh karena aktivitas biologis dan farmakologinya seperti
antimikroba, antivirus, antitumor, dan aktivitas sitotoksik dihargai senilai
USD2,9 per miligram, atau lebih dari Rp100 miliar per kilogram.

Posisi Indonesia di kawasan tropis dan kawasan cincin api (ring of firel
menjadikannya kawasan subur yang menghasilkan sumber daya alam yang
melimpah dan dibutuhkan oleh berbagai negara yang dapat dimanfaatkan dan
menjadi modal untuk berbagai hilirisasi dan bahan baku industri. Potensi
kekayaan alam Indonesia terdiri dari sumber daya hayati, sumber daya mineral,
dan sumber daya energi baik yang konvensional maupun energi terbarukan.
Selain itu, terdapat potensi jasa lingkungan yang bernilai ekonomis tinggi dari
kekayaan alam, topografi, keunikan dan daya tarik lainnya.

2.2.4 Kekuatan Maritim
Kekuatan maritim Indonesia tampak nyata dari letak geografis dan karakteristik
wilayahnya. Secara geografis, wilayah Indonesia berada di antara dua samudra
utama dunia, yaitu Samudra Hindia dan Samudera Pasifik, serta di antara dua
benua, yaitu Asia dan Australia. Karakteristik wilayah lndonesia sebagai negara
kepulauan (archipelagic state) terbesar di dunia menjadikan laut sebagai
penghubung seluruh wilayah Indonesia. Kondisi tersebut ditopang oleh tiga Alur
Lintas Kepulauan Indonesia (ALKI) yang menjadi aset perhubungan penting di
Kawasan Asia Tenggara sebagai pusat distribusi, perdagangan, dan pelayaran
Internasional.

Modalitas kekuatan maritim Indonesia di tengah dinamika geopolitik juga
ditopang oleh kerangka kerja sama baik bilateral, regional, maupun global. Hal
ini ditunjukkan oleh intensitas perundingan perbatasan, pelaksanaan ASEAN
Atflook in tle Indo Pacific, dan berbagai kerja sama internasional terkait
penciptaan tata kelola maritim. Menilik dinamika geopolitik saat ini yang
menekankan nilai strategis Kawasan lndo-Pasifik, optimalisasi pemanfaatan
modalitas maritim Indonesia menjadi bargaining pouer bagi Indonesia untuk
menavigasi dinamika kawasan dan berperan dalam menciptakan stabilitas,
kedamaian dan kesejahteraan kawasan. Pemanfaatan kekuatan maritim secara
optimal juga termasuk peningkatan tata kelola sumber daya alam, wilayah
perbatasan, dan keandalan pertahanan agar Indonesia menjadi negara maritim
yang kuat dan andal.

Kekuatan maritim Indonesia juga ditunjukkan dari aspek sosiokultural. Secara
historis, bangsa Indonesia sejatinya memiliki sejarah peradaban maritim. Bukti-
bukti sejarah menunjukkan Sriwijaya dan Majapahit merupakan kerajaan yang
telah memanfaatkan kondisi geografis dan karakteristik wilayah sebagai sumber
kekuatan dalam kejayaan di masa lalu. Peradaban budaya bahari dalam
kehidupan masyarakat juga berkembang, terutama di wilayah pesisir dan
kepulauan. Pemanfaatan laut sebagai jalur perdagangan dilengkapi oleh armada
yang kuat dan ketersediaan komoditas sumber daya alam, telah menarik
berbagai pedagang dan bangsa asing. Kejayaan sebagai bangsa maritim ini

tergerus . . .
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tergerus seiring dengan pengaruh kolonialisme yang mendorong Indonesia
menjadi negara agraris.

Kekuatan maritim merupakan modalitas utama untuk mewujudkan Indonesia
sebagai negara berdaulat, maju dan berkelanjutan. Untuk itu, pembangunan
kekuatan maritim ditopang oleh peningkatan kualitas dan kuantitas SDM,
revitalisasi sektor-sektor ekonomi kelautan, penguatan dan pengembangan
konektivitas kemaritiman, rehabilitasi kerusakan lingkungan dan konservasi
keanekaragaman hayati laut, serta pemanfaatan riset dan teknologi dalam
pengembangan kekuatan maritim yang berkelanjutan.

2.3 Perubahan Iklim, Daya Dukung, dan Daya Tampung
2.3.1 Perubahan Iklim

Kondisi bumi yang makin panas saat ini telah masuk pada kategori "kode merah
bagi manusia". Hal tersebut terjadi seiring dengan meningkatnya tren kenaikan
suhu rata-rata global di atmosfer. Hingga Tahun 2022, kenaikan suhu global
telah mencapai 0,89 derajat Celsius dibandingkan dengan suhu Tahun 1900
(NOAA, 2023l, yang dikhawatirkan akan terus meningkat dan melampaui
1,5 derajat Celcius di Tahun 21OO. Kenaikan tren temperatur global tersebut
disebabkan oleh peningkatan konsentrasi GRK yang signifikan di atmosfer dari
berbagai aktivitas manusia. Kenaikan konsentrasi GRK menyebabkan
perubahan iklim yang berdampak pada berbagai aspek kehidupan manusia
seperti kenaikan permukaan laut lndonesia berkisar O,7-O,9 cm/tahun.
Perubahan iklim berpotensi menyebabkan kemgian ekonomi secara signifikan
dan mengakibatkan 319 kabupaten/kota memiliki tingkat kerentanan yang
sangat tinggi terutama di sektor kelautan dan pesisir, air, pertanian, dan
kesehatan. Terdapat 18.0O0 km garis pantai Indonesia berkategori rentan dan
sangat rentan, sehingga mengancam hilangnya ruang wilayah pesisir dan pulau-
pulau kecil. Selain itu, penduduk miskin memiliki tingkat kerentanan yang lebih
tinggi dari perubahan iklim. Potensi kerugian ekonomi akibat perubahan iklim
mencapai Rp544 triliun selama periode Tahun 2O2O-2O24 yang diperkirakan
akan terus meningkat apabila tidak dibangun ketahanan ekologi yang memadai.

Indonesia turut berkontribusi dalam Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Global. Pada
Tahun 2O2O, Indonesia berkontribusi sebesar 1,O5 GtCO2e atau 2,67 persen
dari total emisi GRK global yang diestimasikan sebesar 39,32 GtCO2e (ArWorld
in Data based on th.e Global Carbon Project, 2022l,. Kontribusi emisi GRK
Indonesia tersebut yang bersumber paling besar dari sektor energi, diikuti oleh
sektor kehutanan dan penggunaan lahan, limbah, pertanian, serta industri dan
penggunaan produk (Grafik 2.3.1).

Emisi GRK Indonesia diperkirakan akan terus meningkat apabila paradigma
pembangunan tidak berubah. Pembangunan dan aktivitas perekonomian saat ini
masih bertumpu pada energi fosil, bersifat eksploitatif terhadap sumber daya
alam, serta penanganan polusi dan limbah yang tidak memadai. Hal ini
menyebabkan emisi GRK nasional akan terus meningkat hingga dua kali lipat
mencapai 2,27 GtCO2e di Tahun 2045 dapat dilihat pada Grafik 2.3.2.
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Grafik 2.3.1 Emisi Gas Rumah Kaca Nasional (juta ton CO2e) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim penting dan mendesak 
guna mengurangi risiko perubahan iklim. Laporan Intergovernmental Panel on 
Climate Change (IPCC) Tahun 2022 memberikan peringatan bahwa waktu untuk 

bertindak mengatasi perubahan iklim semakin sempit. Sejumlah temuan 
terbaru menunjukkan bahwa dampak krisis perubahan iklim sudah lebih parah 

dari yang diperkirakan semula, khususnya pada aspek ketahanan pangan, 
ketersediaan air, kesehatan, kemiskinan dan kematian. 

 

Grafik 2.3.2. Proyeksi tren peningkatan emisi GRK (GtCO2e) 
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2.3.2 Daya Dukung Sumber Daya Alam

Daya dukung sumber daya alam merupakan kemampuan alam untuk
mendukung kehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan
antara keduanya. Penentuan daya dukung sumber daya alam dilakukan melalui
beberapa konsep pendekatan yang berkaitan dengan lahan pertanian, fungsi
lindung, sumber daya lahan, sumber daya air, sumber daya energi,
keanekaragaman hayati, dan sebagainya.

Daya dukung lahan hutan diperkirakan akan menurun seiring dengan proyeksi
hilangnya luas hutan sebesar 10 juta hektare dari Tahun 2025 sampai Tahun
2060 (BaU). Hal tersebut dipengaruhi oleh pengurangan luas tutupan hutan
dalam kawasan konservasi sebesar 700 ribu hektare selama kurun 2O2O-2O45.
Begitu pula dengan luas lahan sawah yang diproyeksikan akan terus menurun
hingga 7 juta hektare yang diiringi dengan menurunnya tingkat produktivitas
meqiadi 7 ton/helrtare/tahun akibat degradasi tanah.

Daya dukung ketersediaan air mengalami tren menuju kelangkaan pada
sejumlah wilayah di Indonesia. Secara umum, pada situasi baseline suplai air
domestik pada tingkat nasional masih mampu memenuhi permintaan air
keseluruhan. Namun pada skala pulau, pada wilayah tertentu di Tahun 2000,
tingkat ketersediaan air mulai menunjukkan kelangkaan yang dipengaruhi oleh
kebutuhan air yang tinggi dan penurunan luas tutupan hutan lahan. Sampai
dengan Tahun 2045, tingkat ketersediaan air di wilayah Jawa, sebagian
Sumatera, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi bagian selatan, sudah berada pada
tingkat langka atau kritis.
Daya dukung dari ketersediaan energi dan sumber daya mineral cukup besar
tetapi belum sepenuhnya dioptimalkan. Walaupun Indonesia memiliki berbagai
sumber daya energi dan mineral seperti nikel, tembaga, bauksit, gas, dan batu
bara yang diperkirakan cukup tinggi termasuk yang berada di laut dalam,
namun tingkat cadangan terbukti yang telah ditemukan relatif lebih rendah dari
yang diperkirakan. Eksplorasi cadangan energi sumber daya mineral
membutuhkan investasi yang besar, teknologi yang tinggi, dan kapasitas SDM
yang memadai.

Daya dukung lahan dan air dalam menopang ketahanan pangan semakin
menurun. Ketersediaan dan kualitas lahan untuk penyediaan pangan
mengalami penurunan. Ketersediaan lahan mengalami tekanan dengan semakin
meningkatnya alih fungsi lahan pangan ke penggunaan lain. Ketersediaan dan
pasokan air untuk penyediaan pangan akan menurun, terutama akibat
persaingan dengan penggunaan lain. Penurunan kualitas lahan dan air juga
berdampak nyata pada menurunnya daya dukung untuk penyediaan pangan.
Selain itu, menurunnya keanekaragaman hayati berdampak pada penurunan
keragaman sumber pangan. Nantinya, potensi kerentanan pangan di beberapa
wilayah perlu diwaspadai.

Daya dukung keanekaragaman hayati diproyeksikan akan menurun seiring
dengan hilangnya habitat, peningkatan pencemaran, perubahan iklim, dan
persebaran Jenis Asing Invasif (JAI).

Alih...
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Alih fungsi lahan yang diproyeksikan terus terjadi dalam jangka panjang
berimplikasi pada hilangnya habitat spesies kunci, seperti: Gajah, Orang utan,
dan Harimau Sumatera; Badak dan Owa Jawa; Anoa; Babi rusa; Orang utan
Borneo; dan Gajah Kalimantan. Luas habitat spesies kunci diproyeksikan
menurun 6,6 juta hektare selama Tahun 2O2O-2O45.

Daya dukung ekosistem laut mengalami kerentanan seiring dengan
meningkatnya aktivitas manusia dan perubahan iklim. Kerusakan fisik
ekosistem pesisir dan laut diakibatkan pengelolaan yang tidak berkelanjutan
antara lain pada aktivitas perikanan, pembangunan pesisir, transportasi dan
pariwisata. Sampah plastik menurunkan kualitas lingkungan dan
keanekaragaman hayati laut secara signilikan serta berdampak pada kualitas
sumber pangan akuatik, keselamatan pelayaran, dan daya tarik wisata bahari.
Lebih lanjut, naiknya suhu air laut semakin memperburuk daya dukung
ekosistem laut salah satunya mengancam pemutihan yang semakin luas pada
ekosistem terumbu karang.

2.3.3 Daya Tampung

Daya tampung kualitas air diperkirakan akan terus menurun mengakibatkan
krisis air bersih seiring meningkatnya jumlah penduduk dan aktivitas ekonomi.
Saat ini 82 persen dari 550 sungai di Indonesia berstatus tercemar (WWF, 20l9l
dan sekitar 70 persen dari 20.000 sumber air minum rumah tangga tidak layak
minum (UNICEF,2O22l. Beban pencemaran limbah domestik terus meningkat
mencapai 4,7 juta ton BOD per tahun dan berisiko mencemari badan air tanpa
adanya pembangunan IPAL, Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT), dan
Saluran Pembuangan Air Limbah (SPAL) yang memadai. Selain itu, pencemaran
sumber daya air juga terjadi akibat tidak baiknya pengelolaan limbah dari baik
industri, pertanian, maupun pertambangan. Peningkatan beban biological
oxygen demand (BOD) diperkirakan mencapai 3.0O0 ribu ton/tahun, jauh di
atas beban maksimum (600 ribu ton/tahun). Selain itu, komponen Indeks
Kualitas Air (IKA) nasional memiliki nilai yang paling rendah setiap tahunnya
dibandingkan dengan komponen lainnya dalam Indeks Kualitas Lingkungan
Hidup (IKLH). Nilai IKA memiliki tren fluktuatif dengan rata-rata Tahun
2Ol5-2O21 sebesar 52,35 (KLHK, 2o2ll.
Daya tampung kualitas udara telah melampaui standar baku mutu. Konsentrasi
rata-rata tahunan polusi PM2.5 terus meningkat mencapai 26,5
mikrogramfhari, atau berada di atas baku mutu udara ambien (15
mikrogram/hari) khususnya di daerah perkotaan. Sepanjang Tahun 2O2l
misalnya, hasil evaluasi kualitas udara di Daerah Khusus Jakarta dilihat dari
indeks standar pencemar udara (ISPU) terdapat hanya 2 persen hari sehat, 68
persen hari sedang, dan sisanya hari tidak sehat.

Daya tampung lahan mengalami penurunan secara kapasitas dan kualitas.
Berdasarkan indeks kualitas lahan yang terdiri dari indeks kualitas tutupan
lahan dan indeks kualitas gambut pada Tahun 2021, sebanyak 11 provinsi
dalam kondisi buruk hingga sangat buruk terutama akibat kebakaran hutan
dan lahan. Persentase tutupan lahan diperkirakan terus turun hingga sekitar
44 persen akibat tingginya laju alih fungsi hutan ke lahan pertanian dan
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perkebunan. Selain itu, tanpa adanya intervensi, daya tampung rata-rata lahan
tempat pemrosesan akhir (TPA) nasional diproyeksikan akan penuh pada Tahun
2028 atau lebih cepat. Timbulan sampah pada Tahun 2045 diprediksi mencapai
82,2 juta ton, ditambah dengan timbulan akibat susut dan limbah pangan {food
loss andwastel yang mencapai sekitar 334 kg per kapita sehingga berkontribusi
pada ouercapacitg TPA.

Daya tampung lingkungan laut mengalami penurunan karena aktivitas yang
tidak berkelanjutan dan peningkatan persaingan akan ruang laut. Ocean Health
Index (OHI) Indonesia berada pada peringkat 152 dari 22O negara dengan skor
63 (2022) yang mengindikasikan rendahnya pengelolaan yang berkelanjutan
yang utamanya disebabkan oleh aktivitas perikanan, pariwisata, transportasi
dan sampah laut. Selain itu, Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) sebagai bagian dari
IKLH sudah mulai dikembangkan dengan angka capaian Tahun 2O2l dan Tahun
2022 sebesar 81,04 dan 84,41.

Status daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di beberapa wilayah
pulau besar di Indonesia memiliki kapasitas dan kualitas yang berbeda-beda
sebagaimana terdapat dalam Tabel 2.3.t.
Kualitas air dan tanah juga diperkirakan turun akibat upaya penanganan
limbah dan sampah yang tidak optimal saat aktivitas perekonomian terus
meningkat. Diperkirakan timbulan sampah akan melebihi kapasitas daya
tampung TPA di mana sampah terkelola kurang dari 10 persen. T\rrunnya
kualitas air terlihat dari beban Biological Oxygen Demand (BOD) yang
diperkirakan mencapai 3O0O ribu ton/tahun, jauh di atas beban maksimum
(600 ribu ton/tahun). Di sisi lain, diproyeksikan persentase tutupan lahan terus
turun hingga sekitar 44 persen akibat tingginya laju alih fungsi hutan ke lahan
pertanian dan perkebunan.
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Pulau 
Sumatera 

Tingkat kerentanan wilayah pesisir sedang hingga tinggi, 
peningkatan laju deforestasi, serta luasan hutan di mana 
satwa tinggal mengalami penurunan dari 13,2 juta hektare 

di Tahun 2000 menjadi 9,9 juta hektare di Tahun 2045. 

Pulau Jawa, 
Bali, dan 

Nusa 
Tenggara 

Penurunan luas tutupan lahan dan ketersediaan air hingga 
pada level langka absolut, ditambah dengan 34 

kota/kabupaten di wilayah pesisir Pulau Jawa memiliki 
kerentanan kawasan pesisir tinggi hingga sangat tinggi. 

Begitu pula dengan 16  kabupaten/kota di Kepulauan Bali 
dan Nusa Tenggara memerlukan perhatian khusus karena 
memiliki kawasan pesisir yang berada pada tingkat 

kerentanan sedang hingga sangat tinggi.  

Pulau 
Kalimantan 

Penurunan luas tutupan lahan paling masif mencapai 22 
juta hektare pada Tahun 2045 yang berdampak pada 

ketersediaan air dan penurunan satwa, serta sebagian 
besar wilayah pesisir akan mengalami tingkat kerentanan 
tinggi. 

Pulau 
Sulawesi 

Luas tutupan hutan diproyeksikan akan berkurang sebesar 
1,4 juta hektare, sementara kondisi ketersediaan air 
cenderung aman/tidak tertekan. Luas tutupan hutan 

diproyeksikan akan berkurang sebesar 1,4 juta hektare, 
sementara kondisi ketersediaan air cenderung aman/tidak 

tertekan.  

Kepulauan 
Maluku 

Laju deforestasi cenderung rendah, dengan sebagian besar 
kawasan pesisir didominasi pada tingkat kerentanan tinggi 

hingga sangat tinggi. 

Pulau Papua  Meskipun tingkat penurunan ketersediaan air setiap 
tahunnya tidak terlalu signifikan, penurunan luas hutan di 

Pulau Papua sekitar 1,1 juta hektare tetap terjadi, di 
samping itu terdapat 14 kabupaten/kota yang memiliki 
pesisir pada tingkat kerentanan pesisir sedang hingga 

tinggi.  

Tabel 2.3.1 
Proyeksi Status Daya Dukung dan Daya Tampung di Ekoregion pada 

Tahun 2045 

BAB . . . 
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BAB III
Indonesla Emas 2(l4.Sz

I[egara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Mqiu,
dan BerkelanJutan

3.1 Kerangka Pikir Pembangunan

Membangun Indonesia Emas 2045 adalah cita-cita besar bangsa Indonesia yang
tercermin dalam RPJP Nasional Tahun 2025-2045. Sasaran, Misi (Agenda),
Arah (T\rjuan), dan Indikator Pembangunan yang terdiri dari 5 sasaran, 8 misi
(agenda), L7 arah (tujuan), dan 45 indikator utama pembangunan, secara utuh
mencerminkan semangat kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia
(NKRI) pada tanggal Proklamasi Kemerdekaan L7 Agustus L945 yang
berlandaskan Pancasila. Dengan kerangka pikir ini, Indonesia mempersiapkan
diri untuk meraih cita-cita luhur mewujudkan Visi Negara Kesatuan Republik
Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan pada perayaan 1O0
(seratus) tahun sebagai bangsa yang merdeka di Tahun 2045 (Visi Indonesia
Emas 20451 (Gambar 3. 1.1).

Pen5rusunan RPJP Nasional Tahun 2025-2045 dimulai dengan landasan
pemikiran bahwa Visi Bernegara Indonesia dalam Pembukaan UUD NRI Tahun
1945 adalah acuan utama dalam setiap pembangunan, yaitu Merdeka, Bersatu,
Berdaulat, Adil, dan Makmur. Visi ini ddabarkan menjadi Visi Indonesia Emas
2045 dengan mempertimbangkan modal dasar, megatren global, perubahan
iklim, daya dukung, dan daya tampung serta pencapaian pembangunan
sebelumnya.

Selanjutnya, Visi Indonesia Emas 2045 dicerminkan ke dalam lima sasaran visi
yang memberikan unsur imperatif pencapaian pembangunan. Kelima sasaran
utama tersebut adalah pendapatan per kapita setara negara maju, kemiskinan
menurun dan ketimpangan berkurang, kepemimpinan dan pengaruh di dunia
internasional meningkat, daya saing sumber daya manusia meningkat, dan
intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menurun menuju net z,ero emission.

Untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045, ditetapkan 8 misi (agenda)
pembangunan. Indonesia harus mengubah pendekatan pembangunan. Langkah
reformasi saja tidak cukup, melainkan perlu diperkuat dengan transformasi
menyeluruh di berbagai bidang pembangunan. Transformasi ini penting untuk
mewujudkan pembangunan yang kompetitif, didorong oleh produktivitas tinggi
yang inklusif dan berkelanjutan. Fokus utama transformasi meliputi
transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola, yang merupakan 3 (tiga) misi
(agenda) pembangunan yang tercakup dalam kelompok pertama, yaitu kelompok
transformasi.

Transformasi dapat berjalan baik dengan ditopang oleh kuatnya landasan
stabilitas nasional yang meliputi supremasi hukum, keamanan nasional,
demokrasi substansial, dan stabilitas ekonomi untuk situasi dalam negeri yang
kondusif, serta diplomasi tangguh untuk memperkuat peran di kancah
internasional. Supremasi hukum menjamin kepastian hukum dan keadilan,
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sementara Keamanan Nasional yang kuat melindungi negara dan menciptakan
lingkungan aman. Demokrasi substansial menghasilkan pemerintahan efektif
dan responsif, sedangkan stabilitas ekonomi, yang meliputi fiskal, moneter, dan
sektor keuangan mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sektor
keuangan yang kuat mendukung akses masyarakat dan usaha kecil menengah
terhadap layanan keuangan, mendorong pertumbuhan inklusif dan
kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Apabila keempat aspek ini
stabil, maka negara akan memiliki fondasi yang kuat untuk melaksanakan
pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, menarik investasi, menciptakan
pekerjaan yang layak dan mengalokasikan sumber daya secara efektif.

Fondasi yang kuat perlu dilengkapi dengan diplomasi yang tangguh agar
Indonesia mampu bersaing di dunia internasional yang sangat kompetitif.
Diplomasi tangguh merupakan diplomasi total yang strategis meliputi diplomasi
ekonomi, kedaulatan, kepemimpinan, perlindungan, serta diplomasi publik dan
budaya. Diplomasi ini dilakukan oleh para pemangku kepentingan, baik
pemerintah maupun non pemerintah dengan modalitas diplomasi yang andal.

Selanjutnya, dalam rangka menjamin kesejahteraan masyarakat sekaligus
pembangunan yang berkelanjutan diperlukan ketahanan sosial budaya dan
ekologi. Interaksi yang kuat dan sinergis antara ketahanan sosial budaya dan
ekologi dilakukan dengan mengintegrasikan konsep pembangunan manusia
yang melibatkan individu, keluarga, masyarakat dalam mengelola sumber daya
alam dan lingkungannya baik fisik dan non fisik secara bijaksana sehingga
tercipta keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi berkualitas dan inklusif
serta pelestarian lingkungan untuk generasi mendatang. Supremasi hukum,
stabilitas, dan kepemimpinan lndonesia, serta ketahanan sosial budaya dan
ekologi merupakan 2 (dua) misi (agenda) yang tercakup dalam kelompok kedua,
yaitu landasan transformasi.

Transformasi menuju Indonesia Emas 2045 memerlukan kerangka
implementasi yang kuat berupa pembangunan kewilayahan yang didukung
dengan sarana prasarana yang dilaksanakan secara bertahap. Untuk itu,
diperlukan upaya menjaga kesinambungan pembangunan agar seluruh tahapan
pembangunan dapat terlaksana dengan baik.

Pembangunan kewilayahan diarahkan untuk peningkatan kesejahteraan ralryat
di seluruh Indonesia dengan pengurangan kesenjangan antarwilayah dan
kelompok pendapatan, serta dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat termasuk
kelompok rentan. Dalam mewujudkan pembangunan wilayah, unsur sarana
prasarana perlu dipersiapkan secara menyeluruh, baik berupa konektivitas,
ketenagalistrikan, serta teknologi, informasi, dan komunikasi, maupun sarana
dan prasarana dasar. Selanjutnya, seiring dengan desentralisasi dan otonomi
daerah, pembangunan wilayah perlu memperhatikan tata kelola dan kapasitas
fiskal pemerintah daerah, serta harus mempertimbangkan karakteristik wilayah
sehingga tidak satu ukuran untuk semua (one size fits altl dan memberikan
pemihakan kepada daerah afirmasi.

Dalam . . .
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Dalam mewujudkan kesinambungan pembangunan, disiapkan kaidah
pelaksanaan yang memastikan kolaborasi semua pemangku kepentingan
pembangun€rn, disertai manajemen pembangunan berbasis risiko. Dengan
pemangku kepentingan yang beragam, diperlukan komunikasi publik yang
tepat. Selanjutnya, dukungan pembiayaan yang memadai dan inovatif. Hal
tersebut memungkinkan investasi produktif di berbagai sektor, antara lain
infrastruktur, pendidikan, dan inovasi sebagai motor pertumbuhan. Pembiayaan
inovatif mengatasi hambatan ketersediaan sumber dana, sementara investasi,
khususnya investasi asing diharapkan membawa juga teknologi dan
pengetahuan. Meningkatkan pembangunan wilayah, menyediakan sarana dan
prasarana, serta menjaga kesinambungan pembangunan merupakan 3 (tiga)
misi (agenda) dalam kelompok ketiga, yaitu kelompok kerangka implementasi
transformasi.

Delapan misi (agenda) pembangunan yang terdiri dari 3 (tiga) misi (agenda)
transformasi,2 (dua) landasan transformasi, dan 3 (tiga) kerangka implementasi
transformasi tersebut dijabarkan ke dalam 17 arah (tujuan) pembangunan
sebagai komitmen Indonesia untuk tetap melanjutkan pembangunan
berkelanjutan (Sustainable Deuelopment Goals) yang secara internasional
berakhir di Tahun 2030. Tujuh belas arah (tujuan) pembangunan tersebut
diukur dengan 45 indikator utama keberhasilan pembangunan.

Gambar 3.1.1 Kerangka Pikir RPJP Nasional
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3.2 Visi dan Misi Negara

Visi bernegara Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945
adalah menjadi negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.

Visi tersebut didukung oleh empat misi bernegara yang merupakan tujuan
bangsa. Pertama, melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah
darah Indonesia. Kedua, memajukan kesejahteraan umum. Ketiga,
mencerdaskan kehidupan bangsa. Keempat, ikut melaksanakan ketertiban
dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

3.3 Visi Indonesia Emas 2045

Gambar 3.3.1 Visi Indonesia Emas 2045

Visi bernegara Indonesia diterjemahkan ke dalam visi Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 sebagai Negara Kesatuan Republik
lndonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan (Gambar 3.3.1).
Penentuan visi ini berlandaskan pada: (i) kekuatan modal dasar yang dimiliki
Indonesia, meliputi kependudukan, modal sosial dan budaya, kekayaan alam,
dan kekuatan maritim; (ii) perkembangan megatren global; dan (iii) pencapaian
pembangunan periode sebelumnya.

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara kepulauan besar yang
terletak di antara dua samudera besar, yaitu Samudera Hindia dan Samudera
Pasifik. Indonesia akan menjadi negara tangguh pada Tahun 2045, yang
memiliki kekuatan geopolitik, militer, dan geoekonomi serta peradaban maritim
yang besar di kancah dunia.

Kekuatan . . .
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Kekuatan geopolitik: lndonesia mampu memanfaatkan sumber daya dan
mengelola wilayah maritimnya secara efektif, serta menjalin hubungan kerja
sama dengan negara-negara lain di kawasan dan dunia internasional.

Kekuatan militer: Indonesia memiliki kekuatan dalam bidang militer di seluruh
matra, sehingga mampu melindungi wilayah Indonesia dari ancaman asing,
mengamankan jalur pelayaran dan perbatasan, mengontrol perairan strategis,
dan melaksanakan operasi militer dengan kekuatan besar.

Kekuatan geoekonomi: Indonesia mampu memanfaatkan sumber daya ekonomi
di wilayah maritimnya, serta memperkuat perekonomian domestik dan posisinya
dalam perdagangan internasional, yang meliputi kemampuan untuk
mengembangkan industri dan jasa terutama maritim, meningkatkan
produktivitas dan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya alam, serta
memperkuat hubungan perdagangan dengan negara-negara lain di kawasan dan
dunia internasional.

Kekuatan peradaban maritim: Indonesia dan masyarakatnya mampu
mempertahankan dan mengembangkan warisan budaya baharinya, yang
meliputi nilai-nilai, tradisi, seni, dan budaya bahari yang merupakan aset
penting dalam memperkuat identitas budaya dan daya saing bangsa di kawasan
dan dunia internasional.

Bersatu

Pada Tahun 2045, NKRI akan memiliki kesatuan yang lebih kuat di seluruh
wilayah dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, sesuai
dengan Pasal 1 UUD NRI Tahun 1945 yang menegaskan Negara Kesatuan
Republik Indonesia. Seluruh wilayah Indonesia akan tunduk pada satu sistem
hukum nasional yang memastikan hak dan kewajiban yang sama bagi setiap
warga negara di seluruh negeri. Pemerintahan akan dijalankan secara terpusat
dengan satu pemerintahan nasional yang memegang kedaulatan dan otoritas
tertinggi, sambil tetap mengakomodasi desentralisasi dan otonomi daerah untuk
menjaga kohesi nasional. Walaupun memiliki keragaman budaya, bahasa, dan
adat istiadat, semua elemen tersebut akan dipersatukan oleh identitas nasional
dan Pancasila sebagai dasar negara, mencerminkan semangat Bhineka Tunggal
Ika yang lebih kokoh. Pembangunan ekonomi akan dilakukan secara merata di
seluruh wilayah lndonesia untuk memastikan kesejahteraan seluruh ralqrat,
dengan kebijakan ekonomi nasional yang menciptakan pemerataan dan keadilan
sosial, sehingga tercipta keseimbang€rn dan kesetaraan serta kesatuan yang
kuat di seluruh wilayah Indonesia

Berdaulat

Pada Tahun 2o4s,lndonesia yang berdaulat adalah Indonesia sebagai NKRI yang
memiliki kemandirian dan kewenangan penuh untuk mengatur sendiri seluruh
aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di wilayahnya.
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Ketahanan: lndonesia semakin kuat dalam berbagai aspek, seperti ekonomi,
sosial, politik, pertahanan dan keamanan untuk melindungi kedaulatannya dari
ancaman internal dan eksternal, serta mampu menghadapi berbagai tantangan
global secara mandiri dan berkelanjutan. Indonesia memiliki kekuatan
pertahanan dan keamanan yang tinggi untuk menjaga keutuhan wilayah dan
kedaulatan negara di tengah perubahan geopolitik dan geomiliter.

Kesatuan: Indonesia mempertahankan jati dirinya sebagai NKRI yang
menjunjung tinggi kerakyatan dan perrnusyawaratan perwakilan. Berlandaskan
kekuatan ini, Indonesia mempunyai kekuatan yang tangguh dalam menghadapi
berbagai permasalahan dan dapat mempertahankan keutuhan wilayah serta
persatuan bangsa. Secara nyata, Bhinneka Tunggal Ika tetap kukuh. Meskipun
terdapat beragam suku, agama, dan budaya, Indonesia tetap satu dalam
kesatuan sebagai bangsa Indonesia.

Mandiri: Indonesia yang mandiri tidak tergantung kepada negara lain, karena
memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dalam negerinya sendiri, seperti
pangan, energi dan produk-produk industri termasuk produk industri pertahanan
keamanan. Indonesia juga mampu mengambil keputusan yang independen tanpa
tergantung pada negara lain.

Aman: Indonesia mampu memberikan perlindungan dan keamanan bagi
rakyatnya di segala aspek kehidupan, baik dalam aspek ekonomi, sosial,
budaya, kepercayaan, agama, dan politik maupun keamanan dalam negeri,
sehingga memberikan lingkungan yang kondusif bagi ralqyat untuk berkembang
dan berkontribusi pada pembangunan negara secara aktif dan produktif. Ralryat
juga memiliki kebebasan berpartisipasi dalam proses demokrasi dan
mengeluarkan pendapat tanpa takut akan adanya intimidasi.

Maju

Pada Tahun 2O4S,Indonesia sebagai negara maju, perekonomiannya mencapai
posisi nomor lima terbesar dunia, berbasiskan pengetahuan dan inovasi yang
berakar pada budaya Indonesia. Indonesia menjadi negara beradab,
berkarakter, berdaya, modern, tangguh, inovatif, dan adil, sehingga memiliki
daya saing yang tinggi di kancah domestik dan global, ketahanan ekonomi yang
kuat terhadap gejolak dan perubahan global serta berkeadilan sosial bagi
seluruh ralryat. Peran Indonesia semakin penting dalam berbagai forum
internasional.

Beradab: Indonesia memiliki karakter dan jati diri sebagai bangsa yang besar,
memiliki sumber daya manusia yang unggul, berbudaya maju, serta mampu
berkontribusi pada peradaban dunia.

Berdaya: Indonesia memiliki kemampuan untuk mandiri dalam memenuhi
kebutuhannya, daya saingyang tinggi di kancah domestik dan global, ketahanan
ekonomi yang kuat terhadap gejolak dan perubahan global, serta memiliki
sistem keadilan sosial yang kuat. Indonesia juga memiliki kekuatan dalam
berdiplomasi dan memengaruhi kebijakan internasional dengan
memperjuangkan kepentingan nasionalnya.

Modern. . .
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Modern: Indonesia memiliki infrastruktur yang maju dan mutakhir, tata kelola
yang transparan, serta sistem pemerintahan yang efektif dan responsif terhadap
kebutuhan masyarakat. Indonesia juga mampu memenuhi kebutuhan
masyarakatnya dengan teknologi dan layanan yang terkini, serta menjaga
keberlangsungan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Ralryat Indonesia dapat
bepergian dengan mudahnya karena ketersediaan infrastruktur konektivitas
terpadu, nyaman, aman dan terjangkau. Infrastruktur ini didukung oleh
teknologi modern dan inovatif yang memungkinkan ralryat Indonesia terhubung
dengan dunia.

Inovatifi lndonesia memiliki sumber daya manusia berilmu pengetahuan dan
teknologi terkini yang berkualitas untuk mendorong inovasi dalam berbagai
sektor, serta mampu menciptakan produk dan layanan berkualitas dan efisien
yang memiliki daya saing tinggi di pasar global. Dengan kemampuan ini,
Indonesia memainkan peran penting dalam memecahkan berbagai masalah
sosial dan lingkungan, serta menghadapi tantangan global yang kompleks di
masa depan.

Tangguh: Indonesia memiliki kemampuan fisik, mental, dan spiritual untuk
menghadapi berbagai tantangan dan krisis dengan kemampuan yang kuat, baik
dari segi ekonomi, sosial budaya, politik, maupun keamanan. lndonesia juga
memiliki sistem ketahanan nasional yang tangguh dalam menghadapi berbagai
ancaman dari dalam dan luar negeri.

Adil: Ralryat Indonesia menikmati keadilan yang merata dalam segala aspek
kehidupan, seperti dalam hal distribusi sumber daya, akses terhadap layanan
publik, perlakuan yang sama di hadapan hukum, kesempatan bekerja, dan
pendidikan tanpa diskriminasi terhadap kelompok-kelompok tertentu. Rakyat
Indonesia menikmati kehidupan yang sejahtera, dan nyaman dengan
lingkungan yang aman. Semua rakyat Indonesia hidup layak didukung sistem
jaminan sosial yang kuat.

Berkarakter: Bangsa Indonesia memiliki karakter yang bersumber dari jiwa
Pancasila sehingga menjadi bangsa yang memiliki kepribadian dalam
berkebudayaan Indonesia.

Berkelanjutan

Sebagai negara yang berkomitmen untuk terus menerapkan prinsip
pembangunan berkelanjutan, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tinggi dan
berkualitas, seimbang dengan pembangunan sosial, keberlanjutan sumber daya
alam dan kualitas lingkungan hidup, serta tata kelola yang baik. Kualitas hidup
masyarakat Indonesia ditandai dengan kehidupan yang sejahtera secara merata,
kesehatan dan pendidikan yang prima, serta lingkungan yang asri dan lestari,
lingkungan perrnukiman hidup yang layak dan nyaman, bebas polusi udara, air,
suara dan sampah, serta kondisi hutan, sungai, danau, dan laut beserta isinya
terjaga dengan baik.

Narasi. . .
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Narasi Visi

Visi Indonesia Emas 2045 sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang
Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan merrrpakan cita-cita yang
menggema di pikiran dan relung hati seluruh bangsa. Dalam mewujudkan Visi
pembangunan di masa depan yang gemilang, berlandaskan Pancasila dan UUD
NRI Tahun L945, Indonesia mengutamakan nilai-nilai nasionalisme, demokrasi
dan hak asasi manusia, keadilan sosial, ekonomi kerakyatan, kemandirian
nasional, pengembangan sektor maritim, dan keberlanjutan pembangunan.

Digerakkan oleh kepemimpinan nasional yang transformatif dan inovatif serta
masyarakat sipil yang dinamis dan kolaboratif, bangsa Indonesia mencapai
kejayaan bersama di masa depan. Di dalam kondisi ideal ini, pemimpin bangsa
tampil sebagai panutan, memotivasi warga bangsa untuk menjaga komitmen
terhadap visi bersEuna, serta memprakarsai inovasi dan kreativitas bersama
masyarakat. Para pemimpin menggunakan kritik sebagai bahan untuk
memperbaiki diri. Demikian pula masyarakat tampil mengisi kekosongan
pelayanan yang belum tersedia atau melengkapi pelayanan yang sudah
disediakan oleh negara, serta melaksanakan kontrol dan advokasi bagr
kemajuan bersama. Secara spesifik, kondisi ideal ini meliputi transformasi
ekonomi dari ekonomi berbasis sumber daya alam menjadi berbasis
pengetahuan, penerapan ciranlar, green, dan blue economA, pertumbuhan
ekonomi yang tinggi dan berkualitas, penurunan ketimpangan, tata kelola yang
baik, peningkatan kohesi dan kepercayaan sosial, serta mitigasi dan adaptasi
perubahan iklim untuk mencapai sasaran Indonesia yang maju.

Secara umum, Visi Indonesia Emas 2045 diwujudkan dengan kondisi terbaik
dalam aspek sosial budaya, ekonomi, politik, dan pemerintahan. Dalam aspek
sosial budaya, masyarakat Indonesia yang multikultural tumbuh menjadi
masyarakat yang matang dalam pemikiran dan terbuka, sekaligus menjunjung
tinggi perbedaan dan dinamika yang dimiliki secara inklusif. Perbedaan akan
menjadi modal kemajuan sekaligus perekat persatuan bangsa yang didukung
oleh kebudayaan maju yang mengakar pada tradisi, dan terbuka terhadap
kemajuan dan inovasi. Kondisi terbaik ini selanjutnya juga didukung dengan
kebudayaan maju yang bukan hanya mengakar pada tradisi, tetapi juga terbuka
terhadap kemajuan dan inovasi.

Aspek kualitas manusia juga meningkat pesat. Manusia Indonesia pada Tahun
2045 bukan hanya terpenuhi kebutuhan pelayanan dasarnya, tetapi juga telah
memperoleh kualitas hidup terbaik dengan layanan kesehatan prima dan
inklusif, serta pendidikan yang membentuk karakter manusia unggul dan
berdaya saing global.
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Pada aspek politik, Indonesia telah mewujudkan demokrasi substansial. Sistem
politik berjalan dengan lembaga perwakilan, sistem pemilu, dan partai politik
yang mampu memperkuat sistem presidensial. Budaya politik yang inklusif
terwujud melalui kesantunan politik, toleransi, kejujuran, dan keterbukaan
yang berlandaskan Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa.

Dua hal di atas menjadi modal penciptaan ekonomi Indonesia yang maju,
berketahanan, dan berdaya saing tinggi. Ekonomi Indonesia telah
bertransformasi menjadi ekonomi berbasis pengetahuan dan teknologi yang
menghasilkan barang dan jasa bernilai tinggi secara inklusif dan berkelanjutan.
Lebih dari itu, Indonesia telah menjadi aktor penting dalam perekonomian global
dan motor pertumbuhan ekonomi di kawasan, serta mampu bersaing di pasar
dalam dan luar negeri.

Kemajuan tersebut ditunjang dengan riset dan pengembangan serta inovasi yang
unggul. Indonesia tidak lagi hanya menjadi konsumen, tetapi juga produsen
teknologi yang disegani dan penghasil kemajuan ilmu pengetahuan.

Akhirnya, kemajuan dan stabilitas nasional Indonesia akan ditularkan ke
tingkat global. Indonesia menjadi aktor penting dalam menjaga stabilitas
kawasan dan global. Berbekal politik luar negeri bebas aktif, Indonesia menjelma
menjadi agen perdamaian dan stabilitas dunia yang sangat berpengaruh.

3.4 Sasaran Utama

Gambar 3.4.1 Lima Sasaran Utama Visi Indonesia Emas 2045

-66-

Gambar . . .
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Gambar 3.4.2 Pemetaan Visi Indonesia 2045 dengan Sasaran Visi

Sasaran pertErma, pendapatan per kapita Indonesia diperkirakan setara seperti
negara maju sekitar USD23.OOO-3O.3OO dan masuk ke dalam ekonomi lima
terbesar di dunia yang utamanya didorong oleh peningkatan kontribusi PDB
industri manufaktur menjadi 28,0 persen dan PDB kemaritiman menjadi 15,O
persen berbasis inovasi serta secara inklusif dan berkelanjutan. Lapangan
pekerjaan layak (deent joblyangtercipta akan meningkatkan jumlah penduduk
berpendapatan menengah sekitar 80 persen.

Sasaran kedua, sejalan dengan peningkatan ekonomi yang tinggi, kesempatan
kerja dan pendapatan kelas menengah meningkat, sehingga kemiskinan
menurun menjadi 0,5-0,8 persen dengan memastikan bahwa pengukuran
kemiskinan dapat mengukur kesejahteraan ralryat secara absolut dan
peningkatannya dapat dibandingkan antar waktu dan antar wilayah.
Ketimpangan pendapatan antar penduduk semakin menurLln dengan Rasio Gini
berkisar O,29O-O,32O. Sementara itu, ketimpangan antarwilayah menurun
dengan peningkatan kontribusi PDRB Kawasan Timur Indonesia menjadi 28,5
persen.

Sasaran ketiga, sejalan dengan kemajuan yang diraih oleh Indonesia, peran dan
pengaruh di dunia internasional meningkat yang dicerminkan penguatan
diplomasi internasional dan kepemimpinan global, pengaruh budaya, peran aktif
dalam organisasi internasional, serta berkontribusi terhadap penyelesaian isu-
isu global yang diukur dengan Global Power Index (GPI) di peringkat 15 besar
dunia.

Sasaran. . .
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Sasaran keempat adalah meningkatnya daya saing sumber daya manusia untuk
kesejahteraan masyarakat yang dibentuk berdasarkan peningkatan kualitas
sumber daya manusia secara merata melalui peningkatan pendidikan, pelatihan
dan pengembangan, sikap dan etos kerja, penguasaan teknologi, inovasi dan
kreativitas, dan kesehatan yang utamanya diukur melalui peningkatan Indeks
Modal Manusia (Human Capitat Inde$ menjadi 0,73 pada Tahun 2045.

Sasaran kelima dalam mewujudkan Indonesia menjadi negara yang maju,
lndonesia berkomitmen kuat untuk melaksanakan pembangunan secara
berkelanjutan sekaligus ramah lingkungan dalam kerangka ekonomi hijau yang
ditunjukkan oleh menurunnya intensitas emisi Gas Rumah Kaca dibandingkan
kondisi Tahun 2OlO menjadi 93,5 persen pada Tahun 2045, dan meningkatnya
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup menjadi 83,00 pada tahun yang sama.

3.5 Misi

Berangkat dari visi yang telah dijelaskan sebelumnya, untuk mewujudkan
Indonesia Emas 2045 ditetapkan 8 (delapan) misi (agenda) pembangunan, terdiri
atas: (i) Transformasi Sosial; (ii) Transformasi Ekonomi; dan (iii) Transformasi
Tata Kelola; yang ditopang oleh 2 (dua) agenda Landasan Transformasi, yaitu:
(iv) Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia; dan (v)

Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi; yang diimplementasikan secara
menyeluruh melalui 3 (tiga) agenda Kerangka Implementasi Transformasi, yaitu:
(vi) Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan; (vii) Sarana dan
Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan, serta (viii) Kesinambungan
Pembangunan (Gambar 3.5. 1).

 Gambar 3.5.1 Delapan Misi (Agenda) Pembangunan 2045
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Delapan misi (agenda) pembangunan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Mewujudkan transformasi sosial untuk membangun manusia yang sehat,
cerdas, kreatif, sejahtera, unggul, dan berdaya saing.

2. Mewujudkan transformasi ekonomi untuk meningkatkan produktivitas
melalui peningkatan inovasi iptek, ekonomi produktif (termasuk industri
manufaktur, ekonomi dan keuangan syariah, pertanian, ekonomi biru dan
bioekonomi, pariwisata, ekonomi kreatif, UMKM dan koperasi, tenaga kerja,
serta BUMN), penerapan ekonomi hijau, transformasi digital, integrasi
ekonomi domestik dan global, serta pembangunan perkotaan dan perdesaan
sebagai pusat pertumbuhan ekonomi.

3. Mewujudkan transformasi tata kelola untuk membangun regulasi dan tata
kelola yang berintegritas dan adaptif.

4. Memantapkan supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia
dengan memantapkan stabilitas ekonomi, politik, hukum dan keamanan
nasional, serta memperkuat ketangguhan diplomasi Indonesia di tingkat
global dan membangun kekuatan pertahanan berdaya gentar kawasan.

5. Memantapkan ketahanan sosial budaya dan ekologi dengan memperkuat
ketangguhan individu, keluarga, komunitas, masyarakat, pembangunan
karakter, dan lingkungan yang mampu menyeimbangkan hubungan timbal
balik antara sosial budaya dan ekologi, serta mengoptimalkan modal sosial
budaya untuk tahan menghadapi berbagai bencana, perubahan dan
guncangan, serta dapat berpartisipasi dalam pembangunan dan menjaga
keberlanjutan sumber daya alam.

6. Pembangunan kewilayahan diwujudkan untuk meningkatkan pemerataan
dan keadilan pembangunan melalui penerjemahan agenda transformasi
sosial, ekonomi, dan tata kelola, yang dilengkapi dengan landasan
transformasi supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia,
serta ketahanan sosial budaya dan ekologi. Penerjemahan tersebut dilakukan
sesuai karakteristik masing-masing wilayah.

7. Dukungan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan
menjadi faktor kunci pengembangan wilayah sekaligus sebagai pilar
pendukung agenda transformasi.

8. Kesinambungan pembangrnan untuk mengawal pencapaian Indonesia Emas
yang diwujudkan melalui kaidah pelaksanaan yang efektif serta pendanaan
pembangunan. Kedelapan misi (agenda) tersebut dilaksanakan melalui 17
(tujuh belas) arah (tujuan) pembangunan (Gambar 3.5.2).
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Gambar 3.5.2 17 (Tujuh Belas) Arah (Tujuan) Pembangunan

Nilai-nilai untuk Mencapai Misi

Dalam proses pencapaian misi, dibutuhkan nilai-nilai ideal bagaimana misi
tersebut dilaksanakan. Ha[ utama yang harus diperhatikan adalah kesesuaian
dalam mewujudkan transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola yang inovatif,
ditopang oleh supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia, serta
ketahanan sosial budaya dan ekologi. Mewujudkan misi juga harus didampingi
dengan nilai proporsional yang berkaitan dengan karakter dan akar budaya yang
terus dipegang sebagai identitas nasional.

Indonesia secara umum telah memiliki nilai dan kualitas yang luar biasa dalam
mencapai misi pembangunan nasional. Nilai-nilai luhur Pancasila seperti
ketuhanan, kemanusiaan, persatu€rn, keralryatan, dan keadilan sosial menjadi
landasan kokoh dalam memenuhi agenda pembangunan nasional.
Kesinambungan nilai-nilai tersebut harus dipastikan selalu terarah pada
kepentingan nasional.

Berkaitan dengan misi untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045, ada satu nilai
penting yang harus selalu dijunjung tinggi, yaitu Kedaulatan Rakyat. Nilai ini
diusung sebagai tujuan tertinggi di mana segala manfaat, kemakmuran, dan
keuntungan yang berhasil diraih digunakan sepenuhnya untuk kesejahteraan
dan kemakmuran rakyat. Kepentingan rakyat menjadi tujuan utama dan
tertinggi dalam seluruh aspek kehidupan bernegara. Di bidang ekonomi
misalnya, manfaat ekonomi yang diperoleh oleh negara ditujukan untuk
mengangkat derajat dan kualitas hidup seluruh ralryat hingga mencapai posisi
terbaik. Stabilitas politik dan pemerintahan ditujukan untuk keamanan dan
kenyamanan kehidupan masyarakat, serta aspek positif lain. Nilai kedaulatan
rakyat diwujudkan dengan semangat kebersamaan dan kekeluargaan, di mana
seluruh elemen bangsa bersama-sama bergerak untuk saling melengkapi dan
saling mengisi dalam upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Dengan . . .
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Dengan kebersamaan, bangsa Indonesia akan menggapai impian besar ini
dengan kekuatan nilai-nilai yang kita pegang teguh sebagai bangsa yang unggul.

3.6 Pentahapan Pembangunan

Pentahapan pembangunan dalam jangka panjang dilakukan secara terukur dan
konsisten untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045 (Gambar 3.6.1).

Tahapan pertama (2025-2029) adalah penguatan transformasi. Pada tahap ini,
pertumbuhan ekonomi diperkirakan berada pada kisaran 5,6-6,1 persen per
tahun. Transformasi sosial dititikberatkan pada penuntasan pemenuhan
pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial, serta
peningkatan kualitas SDM untuk membentuk manusia produktif. Transformasi
ekonomi difokuskan pada upaya lanjutan proses hilirisasi sumber daya alam
unggulan, peningkatan kapasitas riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja,
penerapa.n ekonomi hijau, pemenuhan akses digital di seluruh wilayah
Indonesia, pembangunan perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan utamanya
di luar pulau Jawa. Transisi energi difokuskan pada penerapan CCS/CCUS dan
pembatasan pembangunan PLTU batu bara; pemanfaatan Energg Storage
System (ESS); pengembangan PLT ET (PLTA, PLTS, PLTP, PLTB, dan PLT
Biomassa); penyiapan regulasi dan kelembagaan PLTN, hidrogen dan amonia
rendah karbon; implementasi carbon credit secara luas; pengalihan subsidi fosil
ke subsidi ET secara bertahap; peningkatan penggunaan gas bumi di sektor
industri; peningkatan penggunaan kendaraan listrik dan peralatan listrik rumah
tangga dan infrastruktur pendukungnya; dan pengembangan sistem jaringan
kelistrikan melalui interkoneksi dan smart grid.

Transformasi tata kelola difokuskan pada perbaikan kelembagaan yang tepat
fungsi, penyempurnaan fondasi penataan regulasi, pembentukan dan
penguatan lembaga tunggal pengelola regulasi, peningkatan kualitas ASN
berbasis merit, kebijakan pembangunan berbasis bukti, penerapan manajemen
risiko perencanaan dan pengendalian pembangunan, peningkatan pelayanan
publik berbasis teknologi informasi, serta penguatan kapasitas masyarakat sipil.

Supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia difokuskan pada
supremasi hukum serta penguatan stabilitas politik, dan keamanan nasional
yang mencakup pembaharuan substansi hukum, pengembangan budaya
hukum dan transformasi kelembagaan hukum yang mengedepankan
keseimbangan antara kepastian, keadilan, kemanfaatan, dan perdamaian
berlandaskan Pancasila, transformasi tata kelola keamanan dalam negeri,
keamanan laut, keamanan dan ketertiban masyarakat, keamanan insani dan
keamanan siber sebagai pilar-pilar keamanan nasional, lembaga demokrasi yang
kuat, akuntabel berbasis digital, parlemen modern, parpol yang berbasis nilai,
sedangkan stabilitas ekonomi ditekankan untuk menjaga stabilitas harga yang
dapat menjaga daya beli masyarakat dan kepercayaan investor, serta menjaga
keberlanjutan fiskal yang adaptif untuk memenuhi kebutuhan pembangunan
dan menjaga stabilitas sektor keuangan. Selanjutnya, pengembangan diplomasi
yang tangguh dan pertahanan berdaya gentar kawasan difokuskan pada
penguatan infrastruktur diplomasi dan kelembagaan, mengonsolidasikan
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kebijakan dan langkah-langkah untuk memperkuat sinergi diplomasi.
pembangunan kekuatan pertahanan berorientasi kepulauan dan maritim yang
didukung industri pertahanan yang sehat, kuat dan mandiri.

Ketahanan sosial budaya dan ekologi difokuskan pada optimalisasi nilai agama
dan budaya serta peran keluarga dalam pembangunan karakter manusia dan
menggerakkan modal sosial dalam masyarakat; peningkatan ketangguhan
manusia dan masyarakat dalam menghadapi berbagai perubahan dan bencana;
penguatan riset, inovasi, dan teknologi dalam meningkatkan daya dukung
sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup; pengembangan
kapasitas kelembagaan dan instrumen kebijakan pengelolaan sumber daya alam
dan lingkungan hidup, termasuk untuk energi baru terbarukan; penguatan
standardisasi dan regulasi dalam pengelolaan sumber daya alam dan
lingkungan hidup; dan akselerasi pencapaian Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan dan penurunan emisi GRK.

Pembangunan wilayah pada tahap ini difokuskan untuk peningkatan
pembangunan wilayah potensi ekonomi tinggi utamanya melalui optimalisasi
pemanfaatan infrastruktur yang ada, termasuk pemanfaatan potensi
ketersediaan energi terutama dengan teknologi rendah karbon sesuai
karakteristik wilayah (smaft gridl. Sementara itu, dalam kerangka transisi
energi, secara bertahap pembangunan island grtd (dimulai di Sumatera) dan
national grid (dimulai antara Sumatera-Jawa) untuk mengoptimalkan
pemanfaatan potensi sumber daya Energi Baru dan Terbarukan. Selanjutnya,
dilakukan percepatan pembangunan konektivitas laut sebagai backbone logistik
domestik yang dilengkapi dengan konektivitas udara, darat, dan digital.
Melanjutkan pengembangan wilayah metropolitan dan kota besar serta
melanjutkan pembangunan dan penyiapan 6 (enam) klaster ekonomi lbu Kota
Nusantara (IKN). Penuntasan pemenuhan pelayanan dasar berkualitas
(pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar termasuk listrik dengan micro
grid) terutama pada wilayah dengan prioritas tinggi untuk mengurangi
ketimpangan antar kelompok dan antar wilayah.

Pendanaan pembangunan dioptimalkan melalui reformasi tata kelola Iiskal,
serta mobilisasi dan optimalisasi pembiayaan pembangun€rn non pemerintah.

Pada tahap kedua (2030-2034) dengan telah terwujudnya fondasi yang kuat,
Indonesia melakukan akselerasi transformasi. Sebagai hasilnya, pertumbuhan
ekonomi semakin dipercepat pada kisaran rata-rata 6,9-7,8 persen per tahun.
Transformasi sosial dititikberatkan pada penguatan pembangunan manusia
yang inklusif dan percepatan pembangunan SDM berkualitas. Transformasi
ekonomi difokuskan pada percepatan peningkatan produktivitas secara masif,
penguatan dan perluasan pusat-pusat pertumbuhan terutama di luar Jawa
termasuk melanjutkan pembangunan IKN dan daerah mitranya, serta
optimalisasisumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru seperti penerapan
ekonomi biru, ekonomi hijau dan bioekonomi. Transisi energi difokuskan pada
implementasi retirement PLTU batu bara; peningkatan co-fiiW, penggunaan
biomassa di industri; penerapan CCS/CCUS untuk sektor yang sulit
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didekarbonisasi; penyiapan infrastruktur pendukung hidrogen dan amonia
rendah karbon; eksplorasi energi laut (arus, gelombang, pasang surut dan
perbedaan suhu lapisan laut); commissioning dan operasi PLTN komersil
pertama; peningkatan kapasitas PLT ET; perluasan sistem jaringan kelistrikan
melalui interkoneksi dan smart grid; dan penggunaan kendaraan listrik dan
peralatan rumah tangga listrik secara masif. Transformasi digital semakin
diperkuat melalui pemanfaatan teknologi digital yang semakin luas di berbagai
aspek kehidupan, penguatan riset dan inovasi digital, serta pengembangan
kemampuan sebagai produsen digital. Transformasi tata kelola difokuskan pada
terwujudnya kelembagaan yang kolaboratif, SDM ASN yang sejahtera,
proporsional, dan berkompeten, penyederhanaan regulasi berbasis teknologi
informasi, partai politik yang modern dan mandiri, serta masyarakat sipil yang
partisipatif.

Supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia difokuskan pada
digitalisasi sistem penegakan hukum yang modern serta peningkatan kualitas
SDM penegakan hukum yang berintegritas dan paradigma aparatur penegak
hukum pada keadilan restoratif yang mengakomodir korban, masyarakat dan
kepentingan bangsa, penguatan kapasitas kelembagaan keamanan nasional,
partisipasi masyarakat yang lebih bermakna melalui penciptaan ruang publik
yang sehat, masyarakat yang cerdas dan berkarakter Pancasila, adaptifnya
pengelolaan fiskal dah moneter terhadap guncangan perekonomian serta
optimalnya pengelolaan sektor keuangan, menguatnya diplomasi proaktif,
pengembangan diplomasi yang tangguh, konsolidasi kebijakan sinergis serta
infrastruktur dan kelembagaan diplomasi telah bekerja secara efektif, serta
pengembangan postur pertahanan yang bersifat lintas medan dengan
mengadopsi teknologi game changer dan didukung oleh industri pertahanan
yang menjadi bagian dari rantai pasok global. Ketahanan sosial budaya dan
ekologi difokuskan pada penguatan lingkungan pendukung yang memastikan
keluarga dapat menjalankan fungsinya serta penyediaan akses partisipasi yang
inklusif; akuisisi teknologi berbasis riset dan inovasi di seluruh daerah untuk
mendukung ketahanan pangan, air, dan energi; penguatan pengawasan dan
penegakan hukum yang konsisten di berbagai daerah; dan meningkatnya
manusia dan masyarakat yang tangguh dan adaptif dalam menghadapi berbagai
perubahan dan bencana.

Pembangunan wilayah difokuskan pada percepatan pembangunan pusat-pusat
pertumbuhan ekonomi baru termasuk pengembangan superhub ekonomi IKN
yang didorong dengan peningkatan konektivitas fisik dan kualitas digital. Untuk
mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya Energi Baru dan
Terbarukan, tahap transisi energi berikutnya adalah pembangunan island grid
di Bali Nusra, Kalimantan, dan Sulawesi serta national gid antara Sumatera-
Jawa-Bali Nusra-Kalimantan-Sulawesi. Pembangunan kota besar dan
metropolitan dengan tata kelola kelembagaan yang terintegrasi. Percepatan
peningkatan kualitas pelayanan dasar untuk menyiapkan manusia yang
berdaya saing di seluruh wilayah khususnya di daerah 3TP (terdepan, terluar,
tertinggal, dan perbatasan). Dalam pembiayaan pembangunan terjadi
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optimalisasi sumber pendanaan pemerintah, dan telah berkembang sumber
pendanaan non pemerintah.

Tahap ketiga (2035-2039), Indonesia memulai langkah untuk melakukan
ekspansi global. Sebagai hasilnya, pertumbuhan ekonomi semakin tinggi pada
kisaran 6,4-7,6 persen per tahun. Transformasi sosial yang dititikberatkan pada
penguatan daya saing SDM menjadi semakin produktif dan inovatif serta
keberlanjutan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Transformasi ekonomi
difokuskan pada penguatan transformasi yang menghasilkan economic power
house melalui peningkatan daya saing yang tinggi secara internasional dan
berkelanjutan dengan menekankan pada perluasan dan penguatan peran dalam
Global Value Chain, penguasa€rn teknologi menengah dan tinggi, dan menjadi
hubmaritim Asia. Transisi energi difokuskan pada melanjutkan retirement PLTU
batu bara; peningkatan kapasitas PLT ET, termasuk PLTB offshore;
implementasi hidrogen dan amonia rendah karbon untuk industri dan
transportasi; ekspansi operasi PLTN komersil; pengembangan pilot PLT energi
lauq peningkatan pangsa dan efisiensi listrik di sektor industri; dan perluasall
sistem jaringan kelistrikan melalui interkoneksi dan smart grid.. Transformasi
tata kelola ditekankan pada terwujudnya kelembagaan yang adaptif, SDM ASN
yang kompetitif, partai politik yang modern dan mandiri, pembentukan dan
evaluasi regulasi berbasis teknologi informasi, dan masyarakat sipil yang
mandiri.

Supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia pada tahap ini
difokuskan pada pemantapan Indonesia sebagai kekuatan di kawasan dan
pemantapan citra keamanan nasional sebagai daya tarik global, sistem
pemberantasan korupsi yang berkualitas dan mengoptimalkan pemulihan aset
dan pengembalian keuangan negara, serta perbaikan tata kelola melalui
pendekatan coffuption impact assessment, serta aktor negara dan non-negara
yang paham hukum, memiliki paradigma restoratif dan berperspektif HAM,
kebebasan sipil dan kesetaraan yang terjamin bagi semua warga negara dalam
kehidupan dan dalam memperoleh, mengolah, dan memanfaatkan sumber daya
sosial, politik, dan ekonomi, peningkatan jumlah penerimaan negara dan
efektivitas belanja negara, peningkatan peran sektor keuangan dalam
pembiayaan pembangunan, penguatan diplomasi yang sinergis didukung oleh
infrastruktur dan kelembagaan diplomasi yang andal telah mengantarkan
Indonesia menjadi global plager, serta pemantapan postur pertahanan dan
tingkat kesiapan operasi menuju pertahanan berdaya gentar kawasan yang
didukung oleh industri pertahanan yang berdaya saing global dalam 5O (lima
puluh) besar dunia.

Ketahanan sosial budaya dan ekologi difokuskan pada terwujudnya manusia,
keluarga, dan masyarakat yang tangguh dan adaptif dalam menghadapi
berbagai perubahan dan bencana serta mampu berpartisipasi aktif dalam
pembangunan secara inklusif, instrumen kebijakan ekonomi hijau dan biru
yang komprehensif; penerapan dan pengembangan teknologi untuk peningkatan
produktivitas dan efisiensi; serta pengurangan pencemaran lingkungan,
penerapan energi bersih dan penanganan limbah (padat dan cair) yang terkelola
dengan baik di perkotaan, serta integrasi sistem pangan.
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Pembangunan wilayah pada tahap ini difokuskan pada peningkatan konektivitas
kualitas internasional untuk mendorong ekspansi global terutama pada wilayah-
wilayah dengan pusat pertumbuhan yang didukung dengan pengembangan
energi baru terbarukan sesuai dengan potensi dan karakteristik wilayah. Tahap
transisi energi berikutnya adalah pembangunan risland gid di Maluku dan
Papua serta national grid antara Sumatera-Jawa-Bali Nusra-Kalimantan-
Sulawesi-Maluku-Papua. Pemenuhan akses dan kualitas pelayanan dasar
secara merata di seluruh wilayah.

Pendanaan pembangunan pada tahap ini difokuskan pada peningkatan,
pemanfaatan, dan perluasan cakupan sektor yang menggunakan sumber dana
non pemerintah di daerah.

Pada tahap keempat (2O4O-2O45), Indonesia berhasil mewujudkan Indonesia
Emas 2045. Pada tahap ini, pertumbuhan ekonomi meskipun menurun tetap
tedaga cukup tinggi pada kisaran rata-rata 5,4-6,7 persen per tahun.
Transformasi sosial dititikberatkan pada perrrujudan manusia Indonesia yang
sejahtera, adaptif, berakhlak mulia, berbudaya maju, unggul, dan berdaya saing.
Transformasi ekonomi difokuskan pada perwujudan Indonesia sebagai negara
berpendapatan tinggi dan poros maritim dunia melalui semakin besarnya SDM
dan inovasi Indonesia yang berdaya saing global. Transisi energi difokuskan
pada perluasan retirement PLTU batu bara; peningkatan kapasitas PLT ET;
ekspansi hidrogen dan amonia rendah karbon untuk industri transportasi alat
berat; ekspansi operasi PLTN komersil serta kemandirian teknologi PLTN;
pengembangan PLT energi laut komersial; dan perluasan sistem jaringan
kelistrikan melalui interkoneksi dan smart grid. Transformasi tata kelola
difokuskan pada tercapainya regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan
adaptif.

Supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia difokuskan untuk
penegakan hukum yang terpadu dan akuntabel berkeadilan dan berkeadaban;
lndonesia menuju zero corruption dan terselamatkannya aset dan keuangan
negara; masyarakat damai yang taat hukum dan aparat penegak hukum yang
berintegritas dan memiliki paradigma restoratif dengan berlandaskan hak asasi
manusia, menguatnya kepemimpinan Indonesia di Asia-Pasifik serta Indonesia
yang aman dan nyaman, terwujudnya demokrasi substansial yang mengemban
amanat ralqrat, menguatnya pengelolaan fiskal, moneter dan sektor keuangan
untuk menghadapi berbagai ancaman VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexitg,
Ambiguity) dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi, serta berlanjutnya
penguatan diplomasi Indonesia yang tangguh telah memantapkan peran dan
pengaruh Indonesia sebagai global plager, serta pertahanan berdaya gentar
kawasan.

Ketahanan sosial budaya dan ekologi difokuskan pada terwujudnya
ketangguhan manusia, keluarga, dan masyarakat dalam menghadapi berbagai
perubahan dan bencana; memastikan setiap individu dapat hidup berkualitas,
berdaya, dan mampu berkontribusi dalam pembangunan secara inklusif;
Indonesia menjadi negara percontohan penerapan ekonomi hijau dan biru,
lingkungan hidup berkualitas baik, penerapan energi bersih di seluruh sektor
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pembangunan, produk pangan termasuk produk olahan Indonesia mendunia,
sumber daya hayati yang termanfaatkan sebagai sumber pangan dan
farmakologi, dan penurunan emisi GRK menuju pencapaian net zero emission.

Pembangunan wilayah pada tahap ini difokuskan untuk menjaga ketersediaan
infrastruktur dan energi yang terintegrasi, berkualitas, dan berkelanjutan di
seluruh wilayah Indonesia dengan dukungan tata kelola kelembagaan yang
andal untuk menjaga pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pelayanan dasar
yang berkualitas.

Pendanaan pembangunan pada tahap ini sinergi pendanaan pemerintah dan
non pemerintah semakin meningkat.

Gambar 3.6.1 Pentahapan Implementasi RPJP Nasional Tahun 2025-2045

3.7Dua...
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3.7 Dua Rrluh (20) Upaya Transformatif Super Prioritas lGame Changersl

Gambar 3.7.L Kerangka Upaya Transformatif Super Prioritas (Game Changersl

RPJP Nasional sebagai pedoman memuat seluruh aspek pembangunan.
Meskipun demikian, dalam upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045, terdapat
2O upaya transformatif super prioritas (Game Changefl, yaitu:
Tiga Belas (13) Upaya Transformatif Super Prioritas (Game Clnngersl untuk
Transformasi Indonesia

Transformasi Sosial
1. Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun prasekolah dan L2 tahun

pendidikan dasar dan pendidikan menengah) serta efektivitas pengalokasian
dan pemanfaatan anggaran wajib pendidikan.

2. Peningkatan partisipasi pendidikan tinggi dan lulusan STEAM berkualitas
termasuk pemanfaatan dana abadi pendidikan.

3. Restrukturisasi kewenangan pengelolaan tenaga pendidikan dan kesehatan
seperti guru, tenaga medis, dan tenaga kesehatan.

4. Investasi pelayanan kesehatan primer, penuntasan sfiinting, serta eliminasi
penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan (terutama: tuberkulosis
dan kusta).

5. Penuntasan kemiskinan dengan satu sistem Regsosek dan perlindungan
sosial adaptif terintegrasi.

Transformasi Ekonomi
6. Peningkatan anggaran IPTEKIN nasional menuju komersialisasi oleh

Industri.
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7, Industrialisasi: hilirisasi industri berbasis SDA unggulan, industri padat
karya terampil, padat teknologi dan inovasi, serta berorientasi ekspor.

8. Percepatan transisi energi berkeadilan menuju pemanfaatan energi baru dan
terbarukan secara berkelanjutan didukung jaringan listrik terintegrasi serta
transportasi hijau.

9. Superplatform untuk percepatan transformasi digital dan produksi talenta
digital.

10. Integrasi infrastruktur konektivitas dengan kawasan pertumbuhan ekonomi.
1 1 . Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Transformasi Tata Kelola

12. Transformasi manajemen ASN (tertrtama sistem penggajian tunggal dan
pensiun), pemberantasan korupsi, dan pembentukan lembaga pengelola
tunggal regulasi.

13. Penguatan tata kelola partai politik.

Tujuh (7) Upaya Transformatif Super Prioritas lGame Changersl untuk Landasan
Transformasi

Landasan Transformasi

Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia

1. Transformasi Sistem Penuntutan menuju Single Proseantion Sgstem dan
Transformasi lembaga Kej aksaan seba gai Adu ocaat Generaal.

2. Transformasi industri pertahanan menuju kemandirian melalui skema
inovatif untuk adopsi teknologi dan penguatan ualue chainindustri nasional.

3. Transformasi perencanaan dan fiskal: perencanaan dan pengendalian
pembangunan berbasis risiko; penerapan aturan fiskal adaptif; reformasi
APBN; serta transformasi perencanaan dan Iiskal.

4. Reformasi subsidi terutama energi terbarukan dan pupuk tepat sasaran.

Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi

5. Penguatan karakter dan jati diri bangsa.

6. Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir.

7. Ketahanan energi dan air serta kemandirian menuju kedaulatan pangan
dengan pendekatan terpadu FEW nex:.ts (food, energA, water).
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BAB IV
Transformasi Indonesia MenuJu Indonesia Emas

Di masa depan, dunia akan menghadapi perubahan yang jauh lebih cepat
daripada yang pernah dialami sebelumnya, terutama dipicu oleh megatren
global seperti revolusi teknologi, perubahan demografi, perubahan iklim, serta
dinamika geopolitik dan geoekonomi. Perubahan ini memengaruhi berbagai
aspek kehidupan, termasuk sosial dan budaya, ekonomi, serta menuntut
adaptasi dan inovasi yang cepat dari individu, masyarakat, dan negara untuk
menghadapi tantangan serta memanfaatkan peluang yang muncul.

Di tengah perubahan dunia yang begitu pesat, Indonesia menghadapi berbagai
tantangan domestik yang kompleks. Meskipun memiliki potensi yang besar,
pemanfaatan sumber daya dalam negeri belum sepenuhnya optimal,
berkelanjutan dan berdaulat. Walaupun Indonesia telah mencatat kemajuan
signifikan dari tahapan pembangunan sebelumnya, tetapi masih terdapat
banyak ruang untuk perbaikan yang harus dilakukan, yang terkait dengan
kualitas sumber daya manusia, riset dan inovasi, produktivitas sektor ekonomi
produktif, ketidakpastian hukum, dan kerusakan lingkungan.

Untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045, Indonesia harus mengubah
pendekatan pembangunan yang digunakan di masa lalu. Langkah reformasi saja
tidak cukup, melainkan perlu diperkuat dengan transformasi menyeluruh di
berbagai bidang pembangunan. Transformasi ini penting untuk mewujudkan
pembangunan y€rng kompetitif, didorong oleh peningkatan produktivitas yang
inklusif dan berkelanjutan. Transformasi Indonesia adalah transformasi
menyeluruh yang meliputi: Transformasi Sosial, Transformasi Ekonomi, dan
Transformasi Tata Kelola.

Ketiga transformasi ini adalah kunci penting pembangunan jangka panjang, di
mana di antara ketiganya saling terkait dan saling memengaruhi di dalam
mewujudkan Indonesia Emas 2045. Pada dasarnya pembangunan ditujukan
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, oleh karena itu dilaksanakan
transformasi sosial yang memastikan mErnusia sebagai tujuan pembangunan
dapat menjadi manusia Indonesia yang unggul sekaligus berperan dalam
melaksanakan ketiga transformasi tersebut. Adapun transformasi ekonomi
merrrpakan titik penting untuk meningkatkan produktivitas faktor produksi dan
produktivitas perekonomian secara keseluruhan agar Indonesia dapat keluar
dari jebakan negara berpendapatan menengah, menjadi negara maju.
Sementara itu, transformasi tata kelola akan menjamin terlaksananya
transformasi sosial dan transformasi ekonomi sesuai dengan prinsip
kepemerintahan yang baik (good gouernanccl. Transformasi tata kelola akan
menciptakan pelayanan publik berkualitas dan masyarakat sipil yang
partisipatif. Sebagai contoh, peningkatan kesejahteraan ekonomi dapat
menyebabkan perubahan dalam nilai dan perilaku sosial seperti kapasitas
pendidikan dan status kesehatan. Sebaliknya, transformasi sosial yang antara
lain ditunjukkan oleh peningkatan kualitas SDM, akan mendorong keberhasilan
transformasi ekonomi melalui industrialisasi dan urbanisasi. Selanjutnya,
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industrialisasi dan urbanisasi akan mengubah norma-norma sosial serta
struktur dan fungsi pemerintahan. Transformasi tata kelola juga dapat
mengubah cara pemerintah berfungsi dan berinteraksi dengan masyarakat dan
dunia usaha yang pada gilirannya dapat memengaruhi kondisi sosial dan
ekonomi masyarakat.

l.andasan supremasi hukum dan stabilitas nasional disertai kepemimpinan
Indonesia di kancah internasional penting untuk memastikan keberlangsungan
dan keberhasilan pembangunan. Kebdakan pembangunan dan penataan sistem
hukum nasional dikembangkan seiring dengan penataan sistem etika jabatan
publik dalam rangka pembinaan etika kehidupan berbangsa dan bernegara
dengan dukungan infrastruktur yang efektif untuk peningkatan kualitas
demokrasi dan negara hukum Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD NRI
Tahun 1945. Supremasi hukum menjamin kepastian hukum dan keadilan.
Stabilitas politik menghasilkan pemerintahan efektif dan responsif, keamanan
nasional yang tangguh menciptakan lingkungan aman, sedangkan stabilitas
ekonomi mendukung kesejahteraan masyarakat. Ketika keempat aspek ini
terwujud, negara akan memiliki fondasi yang kuat untuk melaksanakan
pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, menarik investasi, menciptakan
pekerjaan yang layak dan mengalokasikan sumber daya secara efektif.
Sementara itu, diplomasi tangguh dan pertahanan berdaya gentar kawasan
diperlukan untuk memperjuangkan dan menjaga berbagai kepentingan
Indonesia termasuk kedaulatan di forum internasional. Diplomasi tangguh
merupakan diplomasi total yang sinergis meliputi diplomasi ekonomi, budaya,
kedaulatan, kepemimpinan, pelindungan, dan publik. Pertahanan berdaya
gentar kawasan memperkuat pertahanan Indonesia sehingga mampu
menimbulkan efek gentar pada pihak lain yang hendak menyerang atau
mengganggu kedaulatan serta stabilitas keamanan Indonesia dan kawasan.

Selanjutnya ketahanan nasional, khususnya ketahanan sosial budaya dan
ekologi, sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan. Interaksi yang kuat dan sinergis
antara ketahanan sosial budaya dan ekologi diperlukan, dengan
mengintegrasikan konsep pembangunan manusia melibatkan individu,
keluarga, dan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka yang
bersumber dari kekayaan alam dan lingkungan hidup. Sebaliknya, pengelolaan
sumber daya alam dan lingkungan hidup secara bijaksana menjadi kunci dalam
menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, peningkatan
kualitas hidup, dan pelestarian lingkungan untuk generasi mendatang.
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4. 1 Transformasi Sosial

Pembangunan Indonesia selama dua puluh tahun ke depan akan menghadapi
perubahan besar yang menuntut adanya transformasi sosial mendasar,
termasuk perubahan dalam struktur, institusi, nilai, norma, dan perilaku
masyarakat. Beberapa perubahan besar tersebut adalah perrrbahan struktur
penduduk, kemajuan teknologi, perubahan iklim, pergolakan geopolitik,
pergeseran ekonomi, dan kemajuan budaya. Transformi.si sosial akan menjadi
kunci penting dalam menangani perubahan tersebut sehingga masyarakat dapat
menghadapi tantangan yang lebih besar di masa depan dan dapat beradaptasi
dengan cepat terhadap perubahan yang terjadi.

Gambar 4.1.1 Tahapan Transformasi Sosial
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Transformasi sosial bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan 

manusia pada seluruh siklus hidup dan menciptakan masyarakat yang lebih 
sejahtera, adil, dan kohesif (Gambar 4.1.2).  

 

Gambar 4.1.2 Pembangunan Manusia Berdasarkan Siklus Hidup 
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Tercapainya transformasi sosial tersebut bertumpu kepada upaya pemenuhan
pelayanan dasar dan pengembangan modal manusia dan modal sosial budaya.
Karena itu, transformasi sosial diarahkan untuk: (i) mengatasi kemiskinan dan
ketimpangan dalam berbagai bentuk; (ii) mempromosikan keadilan sosial agar
setiap orang memiliki kesempatan yang sama terhadap pemenuhan pelayanan
kesehatan, gizi, pendidikan, perlindungan sosial, serta perlindungan dari
kekerasan; (iii) mencapai pertumbuhan penduduk yang seimbang; (iv)
membentuk sumber daya manusia yang menguasai ilmu pengetahuan,
teknologi, dan inovasi; (v) membangun masyarakat yang inklusif bagi semua
individu tanpa memandang latar belakang, identitas, disabilitas, dan status; (vi)
melindungi dan mempromosikan hak asasi manusia termasuk hak sipil, politik,
ekonomi, sosial, dan budaya; (vii) mempromosikan pembangunan berwawasan
lingkungan untuk menciptakan masa depan yang berkelanjutan bagi generasi
mendatang; (viii) meningkatkan peran agama, kebudayaan, serta tokoh agarna,
masyarakat, dan adat sebagai penggerak pembangunan; dan (ix)
mempromosikan keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat
inklusif.
Sebagai bentuk dukungan akan tercapainya visi Indonesia Emas 2045,
transformasi sosial ditujukan untuk mewujudkan manusia dan masyarakat
yang sejahtera, unggul, dan berdaya saing melalui kebijakan yang menyeluruh
berdasarkan siklus hidup yang diarahkan pada terwujudnya: (il kesehatan
untuk semua, (ii) pendidikan berkualitas yang merata, serta (iii) perlindungan
sosial yang adaptif.

4.1.1 Kesehatan untuk Semua
Pembangunan kesehatan bertujuan agar setiap penduduk dapat hidup sehat,
mencakup semua penduduk, pada seluruh siklus hidup, di seluruh wilayah, dan
bagi seluruh kelompok masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan.
Pelayanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas terjamin bagi setiap
penduduk. Pembangunan kesehatan melibatkan seluruh pemangku
kepentingan, baik pemerintah pusat dan daerah, organisasi non-pemerintah,
pelaku usaha, maupun masyarakat dengan memperhatikan dinamika sosial,
budaya, politik, ekonomi, pendidikan, perdagangan, industri, pangan, dan
lingkungan.

Gambar 4.L.3 Transformasi Sosial Menciptakan Manusia Indonesia Unggul
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Kebijakan pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan upaya
kesehatan dan memperkuat sistem kesehatan. Kebijakan untuk meningkatkan
upaya kesehatan, ditekankan pada: (i) peningkatan upaya kesehatan
masyarakat, perluasan upaya promotif dan preventif, terutama deteksi dini,
vaksinasi terutama imunisasi rutin lengkap, penemuan kasus dan pengobatan
secara masif, peningkatan literasi kesehatan, dan pembudayaan perilaku hidup
sehat, penyehatan lingkungan didukung oleh tata kota, lingkungan, serta
sarana dan prasarana termasuk konektivitas transportasi, ruang terbuka,
fasilitas aktivitas fisik dan olahraga, akses air minum, dan sanitasi aman, serta
permukiman sehat; (ii) pengendalian produksi, konsumsi, dan peredaran produk
yang memberikan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat, antara lain
melalui penerapan cukai dan inovasi pajak serta pemanfaatannya untuk
pembangunan kesehatan; (iii) penanggulangan permasalahan gizimakro dan gizi
mikro, percepatan penuntasan permasalahan sfiinting, dan kelebihan gizi
melalui peningkatan pola konsumsi pangan yang beragam, pengayaan z,at gizi,
dan jaminan gizi pada periode 10OO hari pertama kehidupan; (iv) penguatan
pelayanan kesehatan, ibu, anak, dan lanjut usia, kesehatan mental, kesehatan
kerja, kesehatan tradisional, pengendalian penyakit tidak menular dan eliminasi
penyakit menular terutama tuberkulosis, serta penuntasan penyakit tropis
terabaikan seperti kusta; (v) pengembangan kebijakan keluarga berencana
secara komprehensif untuk mencapai penduduk tumbuh seimbang melalui
pengendalian dan pencegahan kehamilan berisiko yang didukung dengan
peningkatan pemahaman dan perubahan perilaku masyarakat, jaminan akses,
dan kualitas pelayanan KB dan kesehatan reproduksi dari sisi tenaga kesehatan,
serta sarana dan prasarana yang merata di seluruh tingkatan wilayah; (vi)
perluasan investasi pelayanan kesehatan primer (primary health care) yang
komprehensif sampai dengan tingkat desa dan kelurahan termasuk
kelembagaan kader kesehatan yang didukung komitmen politik, kepemimpinan,
pendanaan dan tata kelola, kolaborasi intersektoral, pemangku kepentingan,
dan partisipasi masyarakat termasuk swasta; (vii) pemerataan pelayanan dan
peningkatan kualitas sarana prasarana kesehatan mencakup promotif,
preventif, kuratif, rehabilitatif dan paliatif dengan inovasi pelayanan kesehatan
sesuai kondisi wilayah termasuk gugus pulau dan pegunungan; (viii)
pemenuhan kualitas pelayanan kesehatan yang responsif terhadap kebutuhan
masyarakat termasuk pengurangan waktu tunggu untuk mendapatkan
pelayanan kesehatan; dan (ix) pemenuhan dan perluasan cakupan jaminan
kesehatan yang berkelanjutan dengan fokus pada penerapan belanja strategis
untuk mendukung pencapaian target pembangunan kesehatan.

Kebijakan untuk mewujudkan sistem kesehatan yang tangguh dan responsif,
difokuskan pada: (i) penguatan keamanan dan ketahanan kesehatan melalui
pencegahan, deteksi, dan respon terutama untuk kedaruratan kesehatan dan
dampak perubahan iklim, dan peningkatan kemandirian kefarmasian
(khususnya bahan baku obat kimia, produk biologi, vaksin, dan obat bahan
alam) dan alat kesehatan dalam negeri serta pengembangan ekosistem halal; (ii)
pemenuhan jumlah dan jenis tenaga medis dan tenaga kesehatan berkualitas,
kompeten, dan responsif sesuai kondisi wilayah; percepatan produksi dokter
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spesialis dan dokter sub-spesialis dengan Rumah Sakit (RS) sebagai
penyelenggara utama pendidikan; peningkatan kapasitas, kualitas, dan
relevansi lembaga pendidikan dengan pendayagunaan tenaga kesehatan; dan
perluasan afirmasi pendayagunaan tenaga medis dan tenaga kesehatan di
daerah; (iii) peningkatan secara signifikan pembiayaan kesehatan yang
berkelanjutan bersumber dari pemerintah (terutama untuk upaya kesehatan
masyarakat), non pemerintah, pembiayaan asuransi, dan peningkatan
efektivitas dan efisiensi pembiayaan kesehatan yang berorientasi pada hasil,
serta peningkatan kemandirian pembiayaan rumah sakit pemerintah; (iv)
penguatan sistem pengawasan obat dan makanan dengan perluasan cakupan
produk termasuk pengawasan siber dan farmakovigilans; (v) penguatan riset,
data, dan informasi untuk mendukung kebijakan kesehatan berbasis bukti,
pemantauan dan evaluasi, pengembangan riset dan inovasi bidang kesehatan
berbasis rumah sakit dan perguruan tinggi, dan penerapan teknologi dan inovasi
bidang kesehatan; (vi) penetapan sistem kesehatan nasional dan sistem
kesehatan daerah termasuk tqiuan dan subsistem di dalamnya; peningkatan
tata kelola pembangunan kesehatan dan penguatan kepemimpinan;
peningkatan kapasitas pembangunan kesehatan di daerah; dan (vii)
restrukturisasi kewenangan pemerintah pusat dan daerah di bidang kesehatan
termasuk skema pembiayaan dan pengelolaan tenaga medis dan tenaga
kesehatan untuk memastikan tercapainya target pembangunan kesehatan.

4.1.2 Pendidikan Berkualitas yang Merata

Pendidikan berperan sentral dalam peningkatan kualitas hidup manusia serta
mewujudkan kehidupan masyarakat dan bangsa yang bermartabat. Taraf
pendidikan penduduk yang meningkat mampu menciptakan SDM unggul dan
berdaya saing. Untuk mencapai sasaran pembangunan Tahun 2045, kebijakan
pendidikan diarahkan pada pendidikan yang inklusif dan adaptif serta
peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan dengan tuntutan global berbasis
prinsip pendidikan sepanjang hayat (life long learningl, mencakup:

(i) Peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran melalui penguatan
kurikulum adaptif dan sistem asesmen komprehensif; peningkatan
kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan, serta profesionalisme
pengelola lembaga pendidikan; penguatan pembelajaran bagi murid dan
guru berkebutuhan khusus; peningkatan integrasi sof skflls, soctal skills,
dan life skills dalam pembelajarar,; peningkatan kecakapan literasi kelas
awal; penguatan pendidikan karakter; serta pencegahan perundungan,
kekerasan seksual, dan intoleransi;

(ii) Penguatan pembelajaran berbasis digital dan mitigasi pengaruhnya
melalui peningkatan kapasitas pendidik, peserta didik, dan orang tua;
penerapan pedagogi modern dengan memanfaatkan teknologi digital
untuk inovasi pembelajaran (pedagogical-technologicol content knowledgel;
serta peningkatan ketersediaan sumber pembelajaran digital,
infrastruktur TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) dan pasokan
energi (listrik);

(iii) Pemerataan. . .
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(iiil Pemerataan akses pendidikan dengan percepatan wajib belajar 13 tahun
(1 tahun prasekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan
menengah) serta efektivitas pengalokasian dan pemanfaatan anggaran
wajib pendidikan melalui penguatan layanan PAUD (Pendidikan Anak Usia
Dini); peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan;
penguatan kebijakan diversifikasi layanan pendidikan; dan peningkatan
efektivitas pemberian subsidi pendidikan;

(iv) Peningkatan partisipasi pendidikan tinggi dan lulusan STEAM (Science,
Technology, Engineering, Art, and Matlematicsl berkualitas termasuk
pemanfaatan dana abadi pendidikan;

(v) Penguatan peran pendidikan tinggi untuk mobilitas sosial dengan
memperkuat sistem pembelajaran berbasis outcome dan pendekatan
multidisiplin;

(vi) Peningkatan kualitas dan distribusi guru dan dosen dalam rangka
penyediaan layanan pendidikan yang inklusif melalui reformasi
pendidikan keguruan dengan penguatan LPTK (Lembaga Pendidik dan
Tenaga Kependidikan) dan revitalisasi PPG; peningkatan kompetensi dan
profesionalisme guru dan dosen secara berkelanjutan; peningkatan
kualifikasi pendidikan guru dan dosen; peningkatan jumlah dosen,
instruktur, dan tenaga kependidikan dalam bidang STEAM; penguatan
kebijakan afirmatif guru dan dosen di daerah khusus; penguatan guru dan
dosen difabel dalam penyelenggaraan pendidikan; dan perbaikan
pengelolaan sumber daya dosen;

(vii) Restrukturisasi kewenangan pengelolaan guru sebagai salah satu
alternatif kebijakan untuk memastikan kemudahan mobilitas guru
antardaerah melalui: analisis kebutuhan, rekrutmen, pengangkatan dan
penempatan guru ASN (Aparatur Sipil Negara) pada satuan pendidikan
milik Pemerintah/ Pemerintah Daerah secara terpusat;

(viii) Penguatan pendidikan agama dan pendidikan keagamaan, seperti
pesantren, madrasah diniyah takmiliyah, sekolah teologi, seminari,
pasraman, dan pabbajja samanera melalui penguatan kebijakan
kurikulum inklusif dan moderat; penjaminan hak yang sama untuk
melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan mendapatkan
kesempatan kerja; dan pemenuhan hak anak untuk mendapatkan
pendidikan agama;

(ix) Revitalisasi pendidikan nonformal (pendidikan masyarakat) serta
penguatan pendidikan sepanjang hayat, pendidikan berbasis komunitas,
dan life slcllls melalui pengembangan ekosistem dengan memberi ruang
bagi peningkatan akses, kualitas pembelajaran, dan kompetensi lulusan;

(x) Percepatan perwujudan diferensiasi misi perguruan tinggi melalui
pemberian mandat, terutama kepada PTN;

(xi) Penguatan. . .
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(xi) Penguatan sistem penjaminan mutu dan tata kelola pendidikan melalui
penguatan manajemen dan kepemimpinan di lembaga pendidikan;
peningkatan kapasitas pemerintah daerah; serta pemantapan sistem
informasi data pendidikan;

(xii) Peningkatan produktivitas, daya saing, dan kemampuan kerja melalui
penguatan keahlian dan kompetensi baru, pendidikan kewirausahaan,
ekosistem kemitraan dunia usaha dan dunia industri (DUDI) dan kerja
sama penelitian dan pengembangan strategis; penguatan keselarasan
bidang keahlian/program studi sesuai kebutuhan DUDI, keterampilan
abad 2t, serta penguasaan dan pengembangan sains dan tek:nologi
termasuk untuk menghasilkan innouation-based start up; penguatan
sistem pembelajaran berstandar industri; peningkatan kapasitas
pendidik/ instruktur/ pelatih; peningkatan program sertifikasi kompetensi
bagi peserta didik, dan peningkatan kualitas pembinaan talenta olahraga;
serta

(xiii) Peningkatan kualitas dan efisiensi pembiayaan pendidikan dalam upaya
meningkatkan kualitas pembelajaran melalui penyelarasan pemanfaatan
anggaran pendidikan pada tingkat pusat dan daerah; pemanfaatan
sumber pendanaan inovatif; dan penerapan strategi pendanaan
pendidikan yang berkeadilan.

4.1.3 Perlindungan Sosial yang Adaptif

Perlindungan sosial yang adaptif ditujukan untuk percepatan penuntasan
kemiskinan dan memperluas perlindungan yang menyeluruh bagi seluruh
penduduk sesuai kerentanan yang dijalankan dengan prinsip berkeadilan dan
inklusif. Kebijakan ini dilaksanakan melalui: (i) penuntasan kemiskinan dengan
satu sistem registrasi sosial ekonomi (Regsosek) dan perlindungan sosial adaptif
terintegrasi untuk memperkuat sistem perencanaan dan penganggaran berbasis
bukti, serta penentuan target perlindungan sosial dalam mewujudkan integrasi
program perlindungan sosial dan pembangunan SDM secara menyeluruh
melalui satu data tunggal yang terverifikasi dan tervalidasi secara berkala (ii)
penguatan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang efektif dan mencapai
cakupan uniuersal; (iii) pengembangan bantuan sosial yang lebih adaptif
terhadap bencana dan perubahan iklim; (iv) integrasi penentuan target, manfaat,
dan pelaksanaan bantuan sosial, jaminan sosial, serta pemberdayaan
masyarakat; (v) peningkatan lingkung€rn yang inklusif terhadap anak, lansia,
penyandang disabilitas, perempuan, dan penduduk rentan lainnya; (vi)
peningkatan usia pensiun bertahap sampai dengan usia 65 tahun dengan
memastikan kesiapan sosial dan ekonomi melalui perluasan cakupan jaminan
pensiun dan hari tua, pendidikan sepanjang hayat, peningkatan kualitas
kesehatan, dan pengembangan lingkungan yang ramah lanjut usia; (vii)
peningkatan keterampilan bekerja dan berwirausaha sepanjang hayat; (viii)
peningkatan partisipasi perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok
rentan lainnya sebagai angkatan keda, antara lain melalui penerapan care
economg, penguatan norma keluarga, pelayanan ketenagakerjaan yang merata
dan inklusif, pemanfaatan teknologi digital, dan peningkatan keterampilan; (ix)
inovasi pembiayaan untuk memperkuat dan memperluas cakupan integrasi
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perlindungan sosial yang berkesinambungan utamanya pengembangan social
impact bonds, socialimpactinuestment, dan optimalisasi dana jaminan sosial; (x)
penyelarasan peraturan perundang-undangan perlindungan sosial dan
penguatan tata kelola data, utamanya penguatan kerangka regulasi sistem
registrasi sosial ekonomi (Regsosek), untuk penargetan penerima manfaat
program pemerintah; serta (xi) penyempurnaan metodologi penghitungan angka
kemiskinan sehingga dapat memastikan pengukuran yang dapat
memperlihatkan kondisi kesejahteraan penduduk di lapangan secara absolut
yang hasilnya dapat terbandingkan antar waktu dan wilayah.

Untuk menjaga kesinambungan, keberlanjutan, serta ketercapaian kebijakan
menuju transformasi sosial yang holistik, diperlukan indikator utama pengukur
keberhasilan sebagaimana dalam Tabel 4.L.L

Indikator
Tabel 4.1.1

Transformasi Sosial dalam RPJP Nasional Tahun 2025-2045

Arah ltujuan)
pembangunan

Indlkator Baseline
2or25r'

Sasaran
2o4.S

1. Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun) 74,4 80,0

2. Kesehatan ibu dan anak:

a) Angka Kematian lbu (per 10O.0OO
kelahiran hidup) t22 16

b)Prevalensi Stunfing (pendek dan
sangat pendek) pada balita (%)

19,80 5,0

3. Insidensi T\rberkulosis (per 1O0.O0O
penduduk)

272 76

Kesehatan
untuk Semua

4. Cakupan kepesertaan jaminan
kesehatan nasion al (o/ol

98,0 99,5

5. Hasil Pembelqiaran
a) Rata-rata nilai PISA

a-i Membaca 396 485

a-ii Matematika 404 490

a-iii Sains 4t6 487

b) Rata-rata nilai asesmen nasional

Pendidikan
Berkualltas
yang Merata

b-i Literasi Membaca 62,89 75,73
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Arah (tujuanf Indikator Basellne
2025*

Sasaran
20,45

b-ii Numerasi 54,36 68,72

c) Rata-rata lama sekolah penduduk
usia di atas 15 tahun (tahun) 9,33 12,o

d)Harapan Lama Sekolah 13,32 14,81

6. Angka Partisipasi Kasar (APK)
Pendidikan Tinggi (%)

33,94 60,oO

7. Persentase pekerja lulusan pendidikan
menengah dan tinggi yang bekerja di
bidang keahlian menengah tinggi (%) 66,79 75,00

Perlindungan
Sosial yang
Adapttf

8. Tingkat kemiskinan (%) 7,O - 8,O 0,5 - 0,8

9. Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan (%)

43,19 99,5

lo.Persentase penyandang disabilitas
bekerja di sektor formal (%)

22,O 60,0

*Ba,seline Tahun 2 O2 5 merupakan proyeksi target

4.2 Transformasi Ekonomi
Pembangunan ekonomi Indonesia selama dua puluh tahun ke depan akan
menghadapi perubahan besar yang menuntut dilakukannya transformasi
ekonomi. Beberapa perubahan besar tersebut adalah perubahan struktur
penduduk, kemajuan teknologi, perubahan iklim, pergeseran geopolitik, dan
geoekonomi. Di samping itu, transformasi ekonomi juga merupakan kunci untuk
mewujudkan lndonesia ke luar dari jebakan negara berpendapatan menengah
(Middle Income Trap atau MIT). Perekonomian juga akan lebih diarahkan untuk
berorientasi ekspor nilai tambah tinggi. Pelaksanaan transformasi ekonomi akan
membuat negara dan masyarakat beradaptasi dengan perubahan tersebut dan
perekonomian menjadi lebih efisien dan produktil sehingga memperkuat sektor-
sektor ekonomi yang potensial untuk tumbuh dan berkembang.
Transformasi ekonomi secara bertahap akan mengubah struktur ekonomi
Indonesia dari yang berbasis pada komoditas bernilai tambah rendah, menjadi
berbasis pada industri yang bernilai tambah tinggi didukung oleh teknologi dan
inovasi sehingga lebih produktif, efisien, dan berdaya saing tinggi. Transformasi

ekonomi . . .
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ekonomi dilakukan melalui berbagai kebijakan pemerintah dan reformasi
struktural, termasuk pengembangan sektor ekonomi, terutama industri
manufaktur dan pertanian, penerapan transformasi hijau dan biru, penerapan
teknologi informasi, investasi yang besar dalam riset dan inovasi, serta
didukung pembangunan infrastruktur. Transformasi ekonomi tidak bisa terjadi
dengan cepat dan mudah, sehingga diperlukan kolaborasi dari berbagai pihak
tidak hanya pemerintah, tetapi juga sektor swasta, masyarakat, dan lembaga
pendukung lainnya untuk menjamin pertumbuhan yang tinggi dan inklusif. Di
sisi pemerintah, perlu adanya komitmen dan kebijakan yang tepat untuk
mendukung transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Indonesia telah terjebak sebagai negara berpendapatan menengah (MIT) selama
30 tahun, dan harus meningkatkan produktivitas untuk keluar dari MIT. Saat
ini produktivitas ekonomi lndonesia yang salah satunya tercermin dari Total
Factor Productiuity (TFP) berada pada posisi terendah di antara negara Wers.
Melalui peningkatan produktivitas, diharapkan ekonomi dapat tumbuh rata-rata
sebesar 6,0-7,O persen per tahun agar Indonesia dapat keluar dari MIT sebelum
Tahun 2045 (Grafik 4.2.1).

Grafik 4.2.1Trajektori GNI per Kapita Indonesia (USD)

Sumber: Bappenas (diolah)

Berlandaskan berbagai tantangan ctalam upaya mewujudkan sasaran
pembangunan ekonomi, secara singkat kerangka pikir untuk merumuskan
transformasi ekonomi Indonesia adalah sebagai berikut:

Untuk . . .
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Untuk mencapai pertumbuhan tinggi yang inklusif dan berkelanjutan,
transformasi ekonomi difokuskan pada peningkatan produktivitas dan inovasi
di sektor-sektor produktif prioritas. Perekonomian akan beralih dari berbasis
keunggulan komparatif menuju keunggulan kompetitif, dari kegiatan ekonomi
ekstraksi menuju kepada kegiatan ekonomi bernilai tambah (ualue creationl,
serta mengubah ekonomi berbasis buruh murah dan keterampilan rendah
$trespiraffon) menjadi mengandalkan pengetahuan, inovasi, dan keterampilan
tinggi (aspirationl.

Gambar 4.2.1 Tahapan Transformasi Ekonomi

- 91 -

Untuk mencapai hal tersebut, dilakukan penguatan industrialisasi,
modernisasi, dan digitalisasi pertanian dan jasa, peningkatan produktivitas
BUMN, UMKM dan Koperasi, serta tenaga kerja agar lebih kompetitif dan mampu
berkontribusi secara optimal dalam perekonomian nasional. Selain itu, ekonomi
biru dan bioekonomi akan menjadi penguat perekonomian masa depan, seiring
dengan peranannya sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru dan
penciptaan nilai tambah ekonomi secara inklusif dan berkelanjutan.
Pengembanga,n ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi sangat penting dalam
menciptakan teknologi dan metode baru yang efisien, terutama bagi penciptaan
produk-produk baru dan peningkatan produktivitas perekonomian.
Untuk memastikan keberlangsungan pertumbuhan ekonomi yang tinggi lintas
generasi, diterapkan konsep ekonomi hijau. Penerapan ekonomi hijau akan
menjamin ketersediaan sumber daya alam yang dimiliki Indonesia dalam jangka
panjang. Proses dekarbonisasi juga berfungsi ganda sebagai penjaga kelestarian

lingkungan . . .

SK No 218698 A



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-92-

lingkungan sekaligus sebagai sumber pertumbuhan investasi serta kesempatan
kerja hijau yang layak.

Sementara itu, transformasi digital harus dipercepat di seluruh wilayah
Indonesia secara merata dan diarusutamakan dalam berbagai sektor ekonomi
yang disertai dengan penguatan talenta digital. Hal ini sangat penting untuk
meningkatkan akses terhadap layanan digital berkualitas, memperluas
pemanfaatan teknologi digital untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat,
dan mengatasi dampak negatif disrupsi teknologi digital seperti kesenjangan
digital (digital diuide)dan peningkatan pengangguran akibat hilangnya sejumlah
pekerjaan.

Ekonomi Indonesia harus terintegrasi secara domestik dan terhubung secara
internasional. Hal tersebut dicapai melalui penyebaran pembangunan ekonomi
dengan pembangunan pusat-pusat pertumbuhan baru di berbagai wilayah yang
didukung oleh peningkatan kualitas SDM serta pengembangan infrastruktur
berkualitas dan terintegrasi. Selain itu, dukungan infrastruktur konektivitas
yang baik akan mewujudkan konektivitas antarwilayah, memperkuat akses ke
pasar regional dan global, serta mengurangi biaya logistik.

Selanjutnya, pembangunan perkotaan termasuk Ibu Kota Negara (IKN) baru di
Kalimantan, harus menjadi sumber pertumbuhan yang berkelanjutan dan
menciptakan kehidupan yang layak dan modern. IKN mendorong pembangunan
Indonesia Sentris dan menjadi contoh kota berwawasan lingkungan. Di samping
itu, kota-kota lainnya yang berkembang harus dibangun lebih kompak, aman,
nyaman, dan hijau serta perlu mengadopsi konsep smart citg, di mana layanan
digital mendominasi kehidupan sosial dan ekonomi.

Visi Indonesia Emas 2045 telah menciptakan lima sasaran utama yang akan
dicapai pada Tahun 2045. Berdasarkan sasaran utama tersebut, dalam
transformasi ekonomi terdapat sasaran besar yang harus dicapai oleh Indonesia
dalam rangka mengejar ketertinggalan untuk menjadi negara maju
berpendapatan tinggi melalui (i) pencapaian pertumbuhan ekonomi
berkelanjutan rata-rata sebesar 6,0-7,O persen, (ii) menciptakan Middle-Class
Income menjadi 80,O persen, dan (iii) melakukan transisi energi dengan bauran
Energi Baru Terbarukan (EBT) sebesar 70,0 persen pada Tahun 2045 (skenario
optimis).

4.2.L lptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi

Iptek dan inovasi menjadi pendorong untuk tidak hanya menjaga, melainkan
juga mempercepat keberlanjutan produktivitas sektor-sektor ekonomi dan
memperkuat struktur ekonomi dalam jangka panjang. Indonesia diharapkan
akan mengambil peran sebagai salah satu pusat pengembangan Iptek dan
Inovasi di Kawasan Asia dan dunia, terutama dalam bidang kemaritiman,
biodiversitas, teknologi material, serta kebencanaan dan mitigasi bencana. Arah
kebijakannya mencakup: (i) peningkatan anggaran iptekin nasional menuju
komersialisasi oleh industri, melalui percepatan peningkatan alokasi anggaran
pemerintah untuk penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan
(litbangjirap), termasuk pengembangan dana abadi untuk litbangiirap serta
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peningkatan proporsi kontribusi swasta, serta mendorong pengembangan
industri menuju komersialisasi; (ii) penguatan budaya, iklim, dan karakter
ilmiah sejak usia dini (scientifictempefl; (iii) pengembangan regulasi yang adaptif
terhadap perkemba.ngan ekonomi dan teknologi yang berubah sangat pesaq (iv)
penguatan peran dan kapasitas pusat penelitian dan pengabdian masyarakat di
pergurLlan tinggi atau lembaga iptek; (v) reformasi kelembagaan melalui
desentralisasi secara bertahap serta pelibatan industri dalam rancangan proses
bisnis iptek dan inovasi; (vi) pengembangan skema rekrutmen dan insentif baru
untuk peningkatan kualitas SDM iptekin, antara lain melalui peningkatan
beasiswa Pemerintah secara masif sesuai bidang prioritas, yang diutamakan
bagi calon dan peneliti bertalenta STEAM, dukungan untuk menjadi asisten
peneliti dalam berbagai lembaga riset internasional, serta pengembangan talenta
unggul nasional; (vii) optimalisasi pemanfaatan iptek secara masif di berbagai
bidang melalui pengembangan ekosistem iptekin berjenjang di setiap daerah dan
penguatan skema transfer teknologi, serta peningkatan jumlah paten oleh
penduduk domestik yang didukung antara lain oleh skema diskon pajak; (viii)
pemberian insentif fiskal dan non fiskal yang efektif bagi pelaku usaha dan
peneliti perorangan dalam melaksanakan pendidikan pelatihan, riset dan
inovasi; serta (ix) peningkatan kerja sama riset dan inovasi perguruan tinggi,
pemerintah, swasta domestik dan internasional termasuk kerja sama riset dan
publikasi bersama pakar dan lembaga riset di tingkat global.

Industrialisasi

Industri pengolahan sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi yang
berdaya saing global. Dalam mewujudkan tujuan tersebut, arah kebijakan
pengembangan industri pengolahan mencakup: (i) hilirisasi industri prioritas
hingga produk akhir yang berbasis sumber daya alam tambang, citicalminerals,
serta sumber daya alam agro dan maritim (laut) berdasarkan komoditas
unggulan wilayah; (ii) penguatan industri dasar prioritas untuk memperkokoh
struktur industri nasional dan mengurangi kebergantungan impor, terutama
industri kimia dasar dan logam; (iii) pengembangan industri berbasis teknologi-
menengah dan tinggi prioritas yang dapat mendorong penguasaan teknologi dan
peningkatan produktivitas; (iv) pengembangan industri barang konsumsi
berkelanjutan prioritas untuk memastikan pemenuhan kebutuhan domestik
dan global dengan produk-produk ramah lingkungan; (v) pengembangan
industri berbasis inovasi dan riset, terutama untuk mendorong ekonomi biru
dan bioekonomi sebagai sumber baru pertumbuhan ekonomi; (vi) peningkatan
investasi dan ekspansi industri prioritas yang padat karya terampil, berorientasi
ekspor, berbasis teknologi menengah dan tinggi, serta diutamakan di luar Jawa;
(vii) peningkatan daya saing industri menuju ekspansi global melalui perbaikan
produktivitas faktor produksi yang di antaranya mencakup ketersediaan energi
bersih untuk industri, ketersediaan SDM industri dan lulusan STEAM yang
memiliki kompetensi dan produktivitas sesuai kebutuhan industri prioritas,
perluasan pemanfaatan teknologi untuk otomasi dan digitalisasi, serta
ketersediaan infrastruktur konektivitas dan logistik pendukung industri; (viii)
peningkatan kompleksitas produk industri melalui inovasi serta penerapan
smart and green technology serta bioteknologi; (ix) penguatan rantai pasok di
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dalam negeri lDomestic Value Chatn) dan partisipasi dalam GVC, termasuk bagi
industri skala kecil dan menengah; (x) peningkatan aglomerasi dan skema trtple
lalix industri untuk membangun integrasi rantai pasok antarindustri dalam
satu kawasan yang kompetitif; (xi) peningkatan dukungan ekosistem
pembiayaan, pajak, riset dan inovasi, serta infrastruktur standardisasi untuk
penguatan industri prioritas melalui skema pembiayaan industri nasional,
skema insentif fiskal dan non fiskal yang kompetitif, terutama untuk industri
pionir, berorientasi ekspor dan teknologi tinggi/inovasi yang disesuaikan
karakteristik kebutuhan masing-masing sektor industri prioritas; (xii)
peningkatan daya saing industri perangkat digital dalam negeri; (xiii) penguatan
ekosistem ekonomi syariah dan industri halal untuk menjadi pusat industri
halal dunia; (xiv) penerapan prinsip-prinsip ekonomi hijau dan sirkular di
berbagai sektor industri manufaktur di antaranya di industri pangan modern
berbasis SDA dan industri tekstil berkelanjutan; (xv) pembangunan industri
medium-highteclmotogg berbasis inovasi antara lain industri kimia dan farmasi,
industri mesin dan perlengkapan, industri komputer, elektronika dan optik,
industri kendaraan berbasis energi ramah lingkungan, dan integrated maritime
mass transport; (>rvi) peningkatan industri dalam negeri yang memiliki brand
global berbasis inovasi dan keberlanjutan; (xvii) peningkatan peran industri
Indonesia pada pasar regional dan global sebagai pusat GVC global (poros
industri maritim global), pusat jasa manufaktur maju regional berbasis
keberlanjutan, serta pusat riset dan inovasi industri global; serta (xviii)
penciptaan iklim usaha yang sehat untuk menghilangkan distorsi pasar dan
mendorong pelaku usaha menjadi pelaku industrial yang efisien, efektif dan
inovatif serta menciptakan iklim kemitraan yang mendorong proses
industrialisasi antara lain melalui penyederhanaan regulasi, penguatan
kepastian hukum, penguatan persaingan usaha, termasuk kelembagaan
persaingan usaha.

Prioritas industri yang akan dikembangkan ke depan adalah sebagaimana
terdapat pada Tabel 4.2.1, yang akan mendukung pengembangan koridor
ekonomi tematik wilayah. Selain itu, tahapan kebijakan industrialisasi selama
2025-2045 terdapat pada Gambar 4.2.2 berikut.
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Tabel 4.2.1 Prioritas Industri Berdasarkan Koridor Ekonomi 2025-2045

Gambar . . .

SK No 218694A.

TEMA KORIDOR EKONOMI (KE) 

INDUSTRI PRIORITAS 

KE 

Sumatera 

KE 

Jawa 

KE 

Bali Nusa 

Tenggara 

KE 

Kalimantan 

KE 

Sulawesi 

KE 

Maluku 

KE 

Papua 

Industri 

Berbasis SDA 

dan hub 

ekonomi biru 

Barat 

Indonesia 

Industri 

Berbasi 

Inovasi, 

Riset, dan 

Teknologi 

Superhub 

Pariwisata dan 

Ekonomi Kreatif 

Nusantara 

Bertaraf 

Internasional 

Superhub 

Ekonomi 

Nusantara 

Penunjang 

Superhub 

Ekonomi 

Nusantara 

dan Industri 

Berbasis SDA 

Hub 

Ekonomi 

Biru Timur 

Indonesia 

Industri 

Kimia 

Dasar 

dan 

Berbasis 

Agro 

Industri Berbasis 

Sumber Daya Alam 
       

• Agro (pertanian, 

perkebunan, 

kehutanan) 

√  √ √ √ √ √ 

• Hilirisasi tambang √   √ √ √ √ 

• Sumber daya laut √    √ √  

Industri Dasar        

• Kimia Dasar  √  √   √ 

• Logam  √  √ √ √  

Industri Berteknologi 

Menengah-Tinggi 
       

• Perkapalan √ √      

• Kedirgantaraan  √      

• Otomotif dan Alat 

Angkut 
√ √  √    

• Pertahanan  √      

• Alat Kesehatan  √      

• Produk Kimia dan 

Farmasi 
√ √  √    

• Mesin dan 

Perlengkapan 
√ √      

• Elektronik  √      

• Digital  √      

Industri Barang 

Konsumsi 

Berkelanjutan 

       

• Makanan dan 

Minuman 
√ √ √ √ √ √ √ 

• Tekstil dan Produk 

Tekstil 
√ √      

• Alas Kaki  √      

Industri Berbasis 

Inovasi dan Riset: 
       

• Ekonomi Biru √ √  √  √  

• Bioekonomi √ √  √  √  

Industri Kreatif        

• Seni, Budaya dan 

Kerajinan 
√ √ √ √ √ √ √ 

• Film, Animasi dan 

Visual Arts 
√ √ √     

• Kuliner √ √ √ √ √ √ √ 

• Pengembangan 

Aplikasi dan Gim 
 √ √     
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Ekonomi dan Keuangan Syariah

Penguatan ekonomi dan keuangan syariah dalam mendukung pembangunan
ekonomi nasional. Hal ini dilakukan melalui antara lain: (i) peningkatan posisi
keuangan Syariah Indonesia di tingkat global; (ii) peningkatan peran keuangan
sosial syariah dalam rangka pengentasan kemiskinan dan pengurangan
ketimpangan sosial ekonomi; (iii) penguatan ekosistem industri halal utamanya
makanan minuman, fesyen muslim, industri kosmetik dan obat-obatan,
pariwisata dan ekonomi kreatif, yang mencakup bahan baku halal, penguatan
rantai nilai industri, kewirausahaan dan UMKM industri halal; serta (iv)
penguatan literasi, regulasi, kelembagaan serta infrastruktur pendukung
ekosistem ekonomi dan keuangan syariah.

Modernisasi dan Digitalisasi Pertanian

Peningkatan produktivitas sektor pertanian dan kesejahteraan petani/nelayan
melalui modernisasi dan digitalisasi pertanian, serta penguatan kelembagaan
petani/nelayan untuk mendukung hilirisasi yang menjadi salah satu kunci
transformasi ekonomi. Dalam mewujudkan tujuan tersebut, kebijakan jangka
panjang untuk peningkatan produktivitas sektor pertanian diarahkan melalui:
(i) modernisasi dan digitalisasi pertanian, kehutanan, dan perikanan yang
adaptif melalui adopsi pertanian presisi, modernisasi perbenihan/perbibitan
varietas baru bernilai tambah tinggi dan adaptif, sistem perbenihan berbasis
masyarakat, dan pengelolaan kemurnian benih/bibit; (ii) peremajaan
perkebunan ralgrat secara intensif, progresif, dan berkelanjutan serta penerapan
standar dan ketelusuran terhadap proses dan produk pertanian, perkebunan,
peternakan, kehutanan, dan perikanan; serta (iii) pertanian berkelanjutan
(antara lain melalui: pertanian konservasi, pertanian regeneratif, dan pertanian
organik) yang sejalan dengan tata kelola yurisdiksi berkelanjutan.

Peningkatan kesejahteraan petani/nelayan dilaksanakan melalui peningkatan
produktivitas tenaga kerja di sektor pertanian, perkebunan, kehutanan dan
perikanan. Kebijakan jangka panjang peningkatan kesejahteraan
petani/nelayan diarahkan melalui: (i) korporasi petani, nelayan, pembudi daya
ikan, petambak garam (KPN) melalui perluasan kelembagaan ekonomi
petani/nelayan yang berbadan hukum dan sinergis dengan lembaga
pembiayaan dan badan usaha lainnya perluasan akses dan literasi keuangan
inklusif dan produktif bagi petani/nelayan; serta; (ii) regenerasi petani/nelayan
dan penguatan vokasi pertanian.

Ekonomi Biru dan Bioekonomi

Seiring dengan perErnnya sebagai poros maritim dunia, pembangunan ekonomi
biru sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru diharapkan dapat
mewujudkan pengelolaan sumber daya pesisir dan laut secara berkelanjutan.
Beberapa arah kebijakan antara lain, (i) penguatan ekosistem pendukung
termasuk sinkronisasi kebdakan hulu dan hilir, tata. kelola dan kelembagaan,
regulasi pengelolaan sumber daya kelautan, serta pembiayaan biru lblue
financingl yang berkelanjutan sebagai instrumen pendanaan inovatif;
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(ii) peningkatan nilai tambah pada sektor-sektor errsfing I tradisional (perikanan,
industri, perdagangan, pariwisata), dan mendorong pengembangan pada sektor-
sektor baru (energi terbarukan, bioteknologi dan bioekonomi, penelitian dan
pendidikan, manajemen lingkungan dan SDA); (iii) penguatan riset, inovasi, dan
SDM terampil untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi ekonomi biru; (iv)
peningkatan kesehatan, ketahanan, dan produktivitas sumber daya
kemaritiman, termasuk dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim; (v)
peningkatan dan pemerataan penghidupan dan kesejahteraan masyarakat
dalam ekonomi biru; (vi) optimalisasi pemanfaatan SLoC dan ALKI sebagai jalur
logistik, transportasi, dan perdagangan global; dan (vii) optimalisasi
pemanfaatan potensi sumber daya pulau-pulau kecil secara berkelanjutan.

Peningkatan nilai tambah pengolahan sumber daya alam hayati melalui
bioekonomi sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru. Keanekaragaman
sumber daya alam hayati dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan produk
dengan nilai tambah tinggi, terutama untuk obat-obatan (farmasi), pangan,
pakan, material, dan energi. Hal ini untuk mengurangi penggunaan sumber
daya alam berbasis fosil dan meningkatkan pemanfaatan keanekaragaman
hayati berkelanjutan. Arah kebijakan pengembangan bioekonomi meliputi: (i)
mendorong peningkatan riset dasar dan terapan di bidang bioteknologi
pertanian, kehutanan, maritim, dan industri melalui penguatan ekosistem riset
dan inovasi berkelanjutan, termasuk dalam hal kerangka regulasi, pembiayaan
dan investasi, serta tenaga peneliti; (ii) mendorong integrasi dan aplikasi hasil
penelitian bioteknologi di sektor komersial melalui skema triple helix dan
pemberian insentif yang diperlukan; (iii) menyiapkan komponen pendukung
bioekonomi, termasuk dalam hal pemerataan infrastruktur, penyiapan SDM
melalui pendidikan dan pelatihan, serta pasokan bahan baku yang berkualitas,
cukup dan terjangkau; (iv) membangun rantai nilai tambah bioekonomi yang
terintegrasi di dalam negeri; dan (v) mendorong ekspor produk bioekonomi yang
kompleks dan bernilai tambah tinggi.

Pariwisata

Pariwisata Indonesia sebagai Destinasi Unggulan Dunia yang berkelanjutan dan
bernilai tambah yang tinggi. Capaian ini didukung dengan pelaksanaan
kebijakan: (i) integrasi konektivitas domestik dan global yang didukung
kebijakan visa yang kondusif; (ii) peningkatan inovasi dan skala pemanfaatan
keragaman sumber daya alam, budaya, kreativitas, dan prestasi olahraga dalam
diversifikasi daya tarik destinasi pariwisata yang disesuaikan dengan preferensi
wisatawan Nusantara dan wisatawan mancanegara; (iii) penguatan integrasi dan
daya saing trade, tourism and inuestment; (iv) peningkatan SDM dan UMKM
pariwisata berdaya saing global; (v) penguatan rantai pasok industri pariwisata
yang adaptif, inklusif, dan berkelanjutan, dengan dukungan penerapan blue,
green, and cirqdar economA, digitalisasi, dan kemajuan teknologi; (vi)
penyelesaian 10 destinasi pariwisata prioritas (Danau Toba, Borobudur-
Yograkarta-Prambanan, Lombok-Gili Tramena, Labuan Bajo, Manado-Likupang,
Bromo-Tengger-Semeru, Wakatobi, Raja Ampat, Bangka Belitung, dan Morotai)
yang dipandu melalui Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasionalllntegrated
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Tourism Master Plan (RIDPN/ITMP), penguatan pariwisata regeneratif Bali,
pengembangan klaster pariwisata di IKN, dan pengembangan destinasi
pariwisata prioritas berikutnya; serta (vii) penguatan promosi pariwisata antara
lain melalui pembentukan kelembagaan promosi satu pintu yang terintegrasi
dengan promosi perdagangan dan investasi.

Ekonomi Kreatif

Ekonomi kreatif sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru menjadi barometer
ekonomi kreatif global dengan mengangkat nilai-nilai unggul budaya, seni dan
kearifan masyarakat, serta kreativitas talenta lndonesia ke tingkat global.
Sasaran pengembangan ekonomi kreatif akan diwujudkan melalui: (i) penguatan
ekosistem ekonomi kreatif berbasis kekayaan budaya dan intelektual yang
didukung talenta, infrastruktur, dan pembiayaan; (iil peningkatan produk
bernilai tambah tinggi berbasis seni dan budaya Indonesia sebagai trendsetter
regional dan global secara bertahap; (iii) peningkatan daya saing industri konten
berbasis hak kekayaan budaya dan intelektual; (iv) pengembangan hub ekonomi
kreatif serta klaster ekonomi kreatif dan digital terutama di luar Jawa yang
didukung rantai pasok yang inklusif dan berkelanjutan; (v) penumbuhan starfitp
kreatif dan digital; dan (vi) peningkatan partisipasi pada rantai pasok global; dan
(vii) penguatan kelembagaan ekonomi kreatif antara lain melalui pembentukan
lembaga pengembangan dan pengelolaan kekayaan intelektual, serta
kelembagaan ekonomi kreatif di tingkat provinsi.

Produktivitas BUMN

Produktivitas BUMN perlu terus ditingkatkan baik sebagai ualue creatormaupun
agent of deuelopment. BUMN terus diarahkan agar berdaya saing tinggi dan
menjadi market plager leader baik di tingkat domestik maupun global. BUMN
sesuai dengan karakteristik bidang usahanya memiliki peran strategis yang
mendukung transformasi ekonomi. Untuk itu, kebijakan BUMN diarahkan pada:
(i) pengembangan riset, teknologi, dan inovasi sebagai basis penguatan
industrialisasi; (ii) penguatan dukungan pada industrialisasi sektor prioritas
sesuai dengan perannya; (iii) penerapan ekonomi hijau utamanya pelaksanaan
transisi energi dan ekonomi sirkular; (iv) percepatan transformasi digital
utamanya pengembangan super platform; (v) penguatan integrasi ekonomi
domestik dan global; (vi) pengembangan modernisasi pertanian, pariwisata, dan
ekonomi kreatif; (vii) penciptaan sektor keuangan yang kondusif untuk
transformasi ekonomi; (viii) privatisasi untuk meningkatkan kinerja dan nilai
dari BUMN, memperbesar manfaat bagr negara dan masyarakat, serta
memperluas kepemilikan saham oleh masyarakat dan koperasi; (ix) peningkatan
kolaborasi BUMN dengan BUMN lain, swasta, dan masyarakat dalam
melaksanakan inisiatif strategis pemerintah dan menjamin iklim usaha yang
sehat, dan (x) korporatisasi BUMN produksi agar lebih efektif dan efisien, serta
kontribusi yang tinggi bagi negara dan masyarakat.

Produktivitas
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Produktivitas UMKM dan Koperasi

UMKM dan koperasi Indonesia akan menjadi penopang ekonomi produktivitas
tinggi, berdaya saing global, inklusif, dan berkelanjutan. Kebdakan
pengembangan UMKM dan koperasi diarahkan melalui: (i) perluasan jaringan
pasar domestik dan global serta penguatan kontribusi pada rantai nilai industri
domestik dan global termasuk melalui kemitraan dan pengawasannya; (ii)
akselerasi digitalisasi dan penggunaan teknologi antara lain melalui
peningkatan literasi digital serta dukungan terhadap akses internet dan
teknologi yang memadai dan terjangkau; (iii) peningkatan kapasitas tenaga kerja
dan penciptaan wirausaha berorientasi pertumbuhan yang inklusif; (iv)
penguatan resiliensi dan kemampuan adaptasi usaha; (v) perluasan akses dan
pengembangan inovasi dalam pembiayaan usaha, seperti penggunaan teknologi
digital, pengembangan produk pembiayaan inovatif, serta alternatif penilaian
dan penjaminan kredit; (vi) formalisasi usaha untuk meningkatkan nilai tambah
dan menciptakan lapangan kerja layak melalui pemberian insentif dan
perluasan akses pasar, antara lain bagi usaha informal diberikan kemudahan
untuk melakukan perizinan, sertifikasi, dan akses jaminan sosial bagi
pekerjanya disertai dengan dukungan akses ke layanan keuangan dan
pengembang€Ln bisnis; (vii) digitalisasi layanan pengembangan usaha dan proses
formalisasi usaha; (viii) penguatan model bisnis, regulasi dan kelembagaan
koperasi; (ix) regenerasi dan penguatan sumber daya manusia koperasi; (x)
perbaikan mekanisme pengawasan dan penjaminan simpanan pada koperasi
melalui pembentukan otoritas pengawasan koperasi dan lembaga penjamin
simpanan koperasi; serta (xi) pengembangan dan penguatan yang diprioritaskan
pada UMKM dan koperasi produksi untuk dapat menciptakan nilai tambah dan
meningkatkan produktivitas antara lain memperkuat koperasi sebagai
agregator/konsolidator UMKM, khususnya usaha mikro dan menginisiasi
koperasi produksi untuk memiliki saham dalam BUMN di sektor produksi
seperti perkebunan dan pertambangan.

Produktivitas Tenaga Kerja

Tenaga kerja dibentuk menjadi tenaga kerja berkeahlian yang tangguh, adaptif,
inovatif, kompeten, dan mampu mengisi pasar kerja lokal dan global. Kebijakan
penguatan SDM secara inklusif dan ditempuh dari sisi permintaan dan
penawaran, disertai oleh fasilitasi mobilitas pekerja. Dari sisi permintaan,
penciptaan lapangan kerja menengah ke atas di sektor-sektor produktif
termasuk lapangan kerja hijau, biru dan digital bagi 206,6 juta angkatan kerja.
Pasar tenaga kerja memerlukan transformasi struktural untuk menciptakan
pekerjaan yang menawarkan produktivitas dan pekerjaan lebih tinggi. Dari sisi
penawaran, keahlian angkatan kerja utamanya disiapkan dengan (i) percepatan
untuk pemantapan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasi yang
berbasis kebutuhan dan dual-sgstem; (ii) penguatan pelatihan re-skilling dan up-
skilling serta integrasi soTt skills bagi angkatan kerja untuk mengantisipasi
disrupsi dengan prinsip pembelajaran sepanjang hayat dan memanfaatkan
teknologi, dan (iii) pembentukan regulasi penguatan vokasi yang memberikan
kepastian sinergitas dan relevansi penyelenggaraan pendidikan vokasi dan
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pelatihan vokasi yang berbasis kebutuhan industri. Selanjutnya, dari sisi
permintaan, fasilitasi mobilitas pekerja termasuk untuk mengisi pasar kerja
global dilakukan utamanya melalui: (i) penguatan sistem perlindungan adaptif
bagi tenaga kerja termasuk tenaga kerja rentan mencakup penguatan jaminan
sosial yang komprehensif serta peningkatan pengawasan dan penegakan hukum
terhadap pelanggaran hak-hak tenaga kerja; (ii) penguatan iklim
ketenagakerjaan yang mendukung pasar kerja fleksibel, responsif gender, dan
inklusif; (iii) penetapan upah berbasis produktivitas dan penerapan upah
minimum berkeadilan sebagai jaring pengaman yang berlaku bagi seluruh
pekerja; (iv) percepatan penyediaan informasi pasar kerja yang mutakhir,
kredibel, mudah diakses, dan dengan jangkauan luas, yang juga menjadi tulang
punggung sistem pengembangan keahlian; dan (v) penguatan keterampilan
digital untuk penguasaan seluruh keahlian.

4.2.2 Penerapan Ekonomi Hdau
Penerapan ekonomi hdau dalam transformasi ekonomi ditujukan agar
pertumbuhan ekonomi yang tinggi sejalan dengan meningkatnya daya dukung
dan daya tampung lingkungan agar berkelanjutan. Penerapan ekonomi hijau
juga dapat menjadi sumber pertumbuhan baru melalui peningkatan peluang
kerja, investasi hijau dan pengembangan produk-produk hijau.

Arah kebijakan penerapan ekonomi hijau berlandaskan pada pelaksanaan
Pembangunan Rendah Karbon yang meliputi (i) peningkatan efisiensi energi dan
percepatan transisi energi menuju pemanfaatan energi baru terbarukan; (ii)
transisi energi secara berkeadilan dengan menyiapkan keahlian dan kesempatan
kerja baru, termasuk pengembangan ekosistem dan insentif, khususnya untuk
daerah penghasil energi fosil; (iii) pengembangan smart grid termasuk jaringan
interkoneksi dalam (island gridl dan antar pulau (national gidl serta sistem
terisolasi (tsolated gddl; (iv) pengembangan teknologi sistem penyimpanan energi
(battery/energg storage sgsteml; (v) pengemb€rngan transportasi ramah
lingkungan; (vi) penerapan ekonomi sirkular; (vii) pengelolaan hutan lestari dan
lahan pertanian serta produk-produk turunannya secara berkelanjutan; (viii)
Penguatan implementasi sistem insentif dan disinsentif fiskal ataupun non fiskal
untuk mendorong produk-produk hijau, melalui pengembangan green financing
dan penerapan carbon pricing untuk mendukung investasi hijau, serta (ix)
penerapan prinsip ekonomi hijau di setiap sektor.
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Transisi energi diarahkan untuk pemanfaatan energi bersih, efisien, dan
terbarukan melalui percepatan penggunaan energi terbarukan seperti bioenergi,
panas bumi, air, surya, ba5ru, nuklir dan hidrogen, retiremenf PLTU secara
bertahap, pengembangan infrastruktur dan teknologi, peningkatan konsumsi
energi berkualitas, penuntasan listrik pedesaan, pengembangan jaringan
kelistrikan termasuk island grid dan national grid, dan percepatan pemanfaatan
kendaraan transportasi yang menggunakan energi bersih yang didukung dengan
penggunaan sistem penyimpanan energi secara massal di seluruh wilayah
Indonesia.
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Percepatan implementasi ekonomi sirkular bertujuan untuk mengurangi
penggunaan materi inputproduksi (resource eJficienq) yang berasal dari sumber
daya alam sekaligus mewujudkan Indonesia zero waste melalui penerapan 9R
(Refuse, Rethinle, Reduce, Ranse, Repair, Refurbisly Remanufacture, Repurpose,
Recgcle, Reauerl. Pengembangan ekosistem ekonomi sirkular akan difokuskan
pada 5 (lima) industri prioritas: (i) makanan dan minuman; (ii) elektronik, (iii)
tekstil, (iv) konstruksi dan bahan bangunan, dan (vl packagingtermasuk plastik.
Prinsip menuju ?,ero woste diterapkan dengan pelaksanaan metode pilah-
kumpul-olah-manfaatkan pada sistem pengelolaan sampah/limbah domestik
dan industri, disertai dengan upaya konservasi Tempat Pengelolaan Akhir (TPA)
sampah domestik, dan penyediaan fasilitas pengolahan limbah Bahan
Berbahaya dan Beracun (83) bagi industri.

Pengelolaan hutan produksi dan pertanian secara berkelanjutan diarahkan
untuk meningkatkan produktivitas sekaligus mendukung hilirisasi produk-
produk hutan dan pertanian (pangan, ternak, dan perkebunan) di seluruh
wilayah Indonesia. Pendekatan agroforestri melibatkan masyarakat lokal
menjadi prioritas sehingga terjadi pengelolaan bentang alam (landscape) secara
terpadu dan terintegrasi antara kawasan hutan dan lahan pertanian. Melalui
arah kebijakan ini, perbaikan unsur hara tanah dapat ditingkatkan, emisi gas
rumah kaca yang dihasilkan dapat dikurangi, nilai tambah ekonomi dapat
ditingkatkan.

Pembiayaan untuk mendukung Ekonomi Hijau diarahkan untuk mempercepat
terwujudnya investasi hijau di berbagai sektor. Percepatan investasi hijau akan
didukung dengan pembentukan mekanisme insentif dan disinsentif yang
berkeadilan, pengembangan berbagai sistem pembiayaan hijau inovatif yang
memenuhi kaidah Enuironment, Social, Gouernan@ (ESG), serta pelaksanaan
carbon pricing (carbon trading, carbon offset, dan pajak karbon) di berbagai
bidang.

4.2.3 Transformasi Digital
Untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 utamanya melalui transformasi
ekonomi memerlukan pengarusutamaan transformasi digital melalui
pengembangan super platform, percepatan transformasi digital, dan produksi
talenta digital. Transformasi digital tersebut mengacu pada enam pemenuhan
kewajiban menuju transformasi digital yang adaptif, inklusif, memberdayakan,
berdaulat, dan berkelanjutan yaitu terkait: (i) regulasi dan institusi; (ii)
pembangunan sumber daya manusia yang di dalamnya termasuk pendidikan
dan pelatihan; (iii) infrastruktur digital dan teknologi; (iv) keterpaduan data (data
enablement); (v) modal investasi teknologi lfinancing teehnologfes); serta (vi) riset
dan inovasi. Sinergitas enam prasyarat tersebut perlu diciptakan sebagai tolak
ukur terbangunnya ekosistem digital tangguh dan berdaulat pada Tahun 2045.
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Penyelenggara€rn konsep dasar membangun ekosistem transformasi digital
adaptif di atas diperoleh dengan membangun sistem kesatuan teknologi dan
digital Indonesia melalui &tper Platform Digital Indonesia (Gambar 4.2.41. Arah
kebijakan transformasi digital mencakup:

Gambar 4.2.4 Strategi Kebijakan Indonesia dalam Mengatasi Disrupsi
Era Hgper Dgital: "Membangun Ekosistem Transformasi Digital"

(i) Pembentukan regulasi dalam tingkat yang tinggi (dalam
bentuk UU) akan menjadi dasar dan kepastian dalam pengembangan
transformasi digital, yang mencakup antara lain aspek kelembagaan,
infrastruktur, SDM, pemanfaatan, serta riset dan inovasi digital;

(ii) Pengembangan sisi suplai mencakup pengembangan infrastruktur digital
secara merata dan berkualitas untuk mencapai 100 persen akses digital
berkualitas di seluruh Indonesia seperti peningkatan kualitas layanan yang
inklusif termasuk melalui pemanfaatan satelit, didukung peningkatan
kecepatan akses serta subsidi infrastruktur digital; serta percepatan
penyediaan SDM dan talenta digital berkualitas untuk menguasai teknologi
disruptif melalui peningkatan kualitas SDM digital yang adaptif dan
berdaya saing global, termasuk dengan penJrusunan kurikulum dan
penyediaan guru beserta sarana dan prasarana terkait digital yang
memadai;

(iii) Pengembangan sisi permintaan meliputi percepatan digitalisasi sektor
utamanya melalui dorongan dan dukungan insentif dan subsidi untuk
terjadinya digitalisasi di berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan,
industri dan e-commerce; penguatan pemerintah digital melalui penyiapan
infrastruktur pendukung dan SDM SPBE yang dibutuhkan serta
pembangunan smart city di berbagai kota dan digitalisasi perdesaan (smart
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uillagel secara bertahap; digitalisasi sistem pembayaran yang inklusif;
penyelenggaraan statistik berkelas dunia; peningkatan peran UMKM dalam
e-eommer@ domestik dan global; percepatan literasi digital masyarakat;
serta penciptaan ruang digital yang merata dan aman bagi seluruh lapisan
masyarakat, termasuk kelompok rentan seperti anak-anak dan perempuan
(online safetgl;
Penguasaan teknologi digital berbasis riset dan inovasi digital terutama
melalui afirmasi fokus dan peningkatan alokasi sumber daya untuk riset
dan inovasi digital; serta inovasi untuk pengembangan dan penyediaan data
berkualitas;
Pengembangan sistem pembiayaan dan insentif yang mendukung
transformasi digital mencakup pembiayaan suku bunga rendah; insentif
pajak untuk investasi di teknologi digital; kemitraan dengan lembaga
keuangan; serta insentif dalam pendanaan dan investasi di infrastruktur
digital, terutama di daerah afirmasi 3TP;
Pengembangan keterpaduan data (data enablementl antara lain melalui
pengembangan berbagai pusat data nasional baik pemerintah dan swasta,
serta penguatan Satu Data Indonesia (SDI);
Penguatan keamanan siber melalui penguatan Badan Siber dan Sandi
Negara (BSSN), pengembangan regulasi yang lebih ketat seperti Undang-
Undang mengenai informasi dan transaksi elektronik dan peraturan terkait
perlindungan data pribadi, penguatan pendidikan dan pelatihan SDM di
bidang keamanan siber, serta mendorong inovasi dan investasi dalam
teknologi keamanan siber yang lebih canggih untuk melindungi
infrastruktur kritis dan menjaga integritas sistem informasi nasional;
Pembentukan Super Platform Digital Indonesia yang dikelola oleh badan
usaha yang kompeten dalam infrastruktur dan layanan digital; dan
Pengembangan industri digital untuk penguatan sisi suplai transformasi
digital dan mengurangi kebergantungan terhadap impor.

4.2.4Integrasi Ekonomi Domestik dan Global
lntegrasi ekonomi domestik dan global akan mendorong peningkatan
produktivitas perekonomian dalam negeri yang terintegrasi dan mendukung
partisipasi dalam rantai pasok global. Kekuatan besar Indonesia memainkan
peran kunci sebagai economtcpowerlwuseyang terlibat aktif dan berperan besar
dalam produksi komoditas bernilai tambah tinggi.
Kebijakan terkait integrasi ekonomi domestik dan global difokuskan pada: (i)
penguatan integrasi konektivitas dengan intra dan antarkawasan pertumbuhan
ekonomi; (ii) perrciptaan pusat-pusat pertumbuhan baru yang efisien, dan
penguatan daya saing pusat-pusat pertumbuhan yang sudah ada, termasuk
Kawasan Industri (KI) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB), Kawasan Strategis
Pariwisata Nasional (KSPN), sesuai'dengan potensi wilayah untuk menciptakan
keunggulan kompetitif; (iii) penguatan logistik nasional utamanya melalui
pemanfaatan teknologi digital untuk menuju logistik 4.0, peningkatan kualitas
SDM logistik, penciptaan ekosistem logistik yang efisien, serta penguatan
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kelembagaan logistik; (iv) penguatan kuantitas dan kualitas infrastruktur
konektivitas darat, laut, dan udara yang mendorong penguatan keterkaitan nilai
tambah antarwilayah secara lebih terintegrasi; (v) peningkatan keterkaitan
ekonomi antar pusat-pusat pertumbuhan melalui penguatan keterkaitan rantai
pasok antarwilayah, peningkatan kerja sama ekonomi dan promosi dagang
antardaerah, serta mendorong partisipasi daerah dalam rantai pasok global; (vi)
peningkatan pangsa ekspor barang dan jasa bernilai tambah tinggi di pasar
global melalui ekspansi ekspor ke negara yang memiliki potensi pertumbuhan
penduduk dan konsumsi yang tinggi; serta (vii) penguatan partisipasi Indonesia
dalam rantai pasok global, utamanya di Kawasan Asia Timur, Asia Tenggara,
Asia Selatan, serta Kawasan Afrika.

4.2.5 Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi
Pengembangan wilayah metropolitan sebagai pusat jasa dan perdagangan yang
maju sehingga dapat menjadi hub ekonomi nasional dan global, termasuk
pengembangan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai superlrub ekonomi sekaligus
menjadi kota yang inklusif dan berkelanjutan, serta pembangunan perdesaan
mandiri yang berkelanjutan. Untuk itu, diperlukan kebdakan sebagai berikut:

(i) Penguatan konektivitas intra dan antar pusat pertumbuhan di tingkat
nasional, regional, dan global dibangun dengan meningkatkan keterkaitan
infrastruktur transportasi dan konektivitas digital antarkota dalam
metropolitan, antarkota dengan kabupaten sekitarnya, dan kota dengan hub
regional dan global lainnya;

(ii) Menerapkan pembangunan kota yang inklusif dan berkelanjutan dengan
referensi antara lain konsep IKN, melalui:

a) Perwujudan kota layak huni, inklusif, dan berbudaya utamanya dengan
membangun perumahan layak huni, air minum siap konsumsi,
transportasi multimoda, pengelolaan sampah dan limbah, pendidikan,
dan kesehatan berbasis akses pada platform pembelajaran digital dan
akses online pada pelayanan digital kesehatan terpadu, penyediaan
energi berbasis energi baru dan terbarukan, serta mendorong penerapan
budaya berkota yang disiplin dan sehat;

b) Mewujudkan kota hijau dan berketahanan dicapai melalui peningkatan
efisiensi dan pemanfaatan energi baru dan terbarukan, penerap€rn
prinsip rendah karbon di pemukiman, perkantoran, bisnis dan
komersial, serta penyediaan ruang terbuka hijau publik yang aman dan
inklusif. Hal tersebut terintegrasi dengan tata kelola sumber daya air
terpadu dan pengendalian banjir, sistem peringatan real time
terhadap kualitas udara, air, dan kejadian bencana;

SK No 218513 A

c) Mewujudkan...



PRESIDEN
REPUELIK INDONESIA

-LO7-

c) Mewujudkan kota maju dan menyejahterakan utamanya melalui
penerapan eompact citg dalam penyediaan layanan perkotaan,
implementasi integrasi aktivitas dan transportasi antarmoda (TOD),
pembangunan green and smart infrastrucfine, walkable citg, peningkatan
aktivitas berdaya ungkit tinggi (produktif), penyiapan
talenta multikeahlian termasuk untuk pengembangan TIK, riset dan
inovasi (R&D), dan klaster industri masa depan.

(iii)Pengembangan kelembagaan dan regulasi pengelolaan perkotaan wilayah
metropolitan, lintas kota, dan kabupaten untuk mengoptimalkan kerja sama
dalam penyelenggaraan tata kelola perkotaan yang kolaboratif dan inovatif
antar pemangku kepentingan.

(iv) Pembangunan IKN sebagai Superhub Ekonomi melalui pengembangan
klaster ekonomi yang berdaya saing dan inovatif dengan dukungan
infrastruktur yang memadai dan berkualitas. Pengembangan keenam klaster
didasarkan pada peningkatan daya saing sektor-sektor yang sudah
berkembang di Provinsi Kalimantan Timur serta pengembangan baru sektor-
sektor maju yang berorientasi pada teknologi tinggi dan penerapan prinsip-
prinsip berkelanjutan.

(v) Mewujudkan Perdesaan Mandiri yang berkelanjutan utamanya melalui:
a. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan dasar perdesaan yang

berkualitas, serta peningkatan aksesibilitas;
b. Peningkatan daya saing dan produktivitas ekonomi perdesaan melalui

diversilikasi aktivitas dan pemberdayaan ekonomi desa;

c. Penguatan ketahanan masyarakat perdesaan terhadap kondisi sosial
masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat desa;

d. Pengelolaan lingkungan perdesaan dalam rangka peningkatan
ketahanan perdesaan dari kerawanan bencana dan perubahan iklim;

e. Penguatan kapasitas tata kelola pemerintah dan pendampingan
pembangunan desa secara adaptif melalui optimalisasi dan digitalisasi
pelayanan.

(vi) Pengembangan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan lokal
melalui peningkatan nilai tambah dan diversifikasi aktivitas ekonomi
perdesaan strategis yang berkelanjutan.

Untuk mewujudkan berbagai pembangunan sesuai Visi Indonesia Emas 2045
diperlukan investasi yang tinggi dan berkualitas. Kebijakan investasi ke depan
ditujukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi, inklusif, dan
berkelanjutan, yang diarahkan pada peningkatan: (i) investasi yang
diprioritaskan untuk mengembangkan industri prioritas, mendukung
transformasi digital, modernisasi dan digitalisasi pertanian, ekonomi biru dan
bioekonomi, industri kreatif dan pariwisata; (ii) investasi berorientasi ekspor
yang dapat mengembangkan keunggulan komparatif menjadi keunggulan
kompetitif serta meningkatkan partisipasi dalam rantai produksi global; (iii)
investasi hijau untuk mempercepat penerapan ekonomi hijau, utamanya
percepatan transisi energi, penerapan ekonomi sirkular, pengembangan

sK No 2rg5r2 A transPortasi ' '



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-108-

transportasi hijau, serta adopsi teknologi hrjau; (iv) investasi infrastruktur
konektivitas dan logistik untuk mendorong integrasi ekonomi domestik dan
global; (v) investasi berorientasi riset dan inovasi; (vi) fasilitasi investasi
Indonesia di luar negeri dengan pemanfaatan jaringan diaspora Indonesia; (vii)
efektivitas pemberian insentif dan kemudahan investasi agar lebih tepat sasaran
dan transparan, disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan masing-
masing sektor dan wilayah; (viii) iklim investasi dan kepastian berusaha yang
mendorong peningkatan produktivitas dan daya saing, dan (ix) sinkronisasi dan
harmonisasi kebdakan investasi pusat-daerah dengan kebijakan
ketenagakerjaan, energi, perdagangan, tata ruang, fiskal, serta pembiayaan.

Untuk menjaga kesinambungan, keberlanjutan, serta ketercapaian kebijakan
menuju peningkatan produktivitas ekonomi, diperlukan indikator utama
pengukur keberhasilan sebagaimana dalam Tabel 4.2.2.
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Tabel 4.2.2
Indikator Capaian Transformasi Ekonomi dalam RPJP Nasional

Tahun 2025-2045

Arah (tuJuanf
pembangunan

Indikator Basellne
20/25*

Sasaran
2(vts

Iptek, Inovasi,
dan
Ptoduktivitas
Ekonomi

1 1. Produktivitas Industri dan Pertanian

a) Rasio PDB Industri Pengolahan (o/ol 20 ,8 28,O

b) Pertumbuhan PDB Pertanian,
Kehutanan dan Perikanan (o/ol

3,2 - 3,4 3,3 - 4,2

1 2. Pengembangan Pariwisata

a) Rasio PDB Pariwisata (%) 4,6 8,0

b) Devisa Pariwisata (miliar USD) 22,1O 100

13. Proporsi PDB Ekonomi Kreatif (%) 7,92 1 1,00

14. Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMN

a) Proporsi jumlah usaha kecil dan
menengah (%)

1,44 5,0

b) Rasio kewirausahaan (%) 3,t4 8,O

c) Rasio volume usaha koperasi
terhadap PDB (o/o)

1 , 1 5,0

dl Retum on Asset (ROA) BUMN (%) 3,4 5,6

15. Penciptaan Lapangan Kerja yang Baik

a) Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 4,50 - 5,OO 4,OO

b) Proporsi Penciptaan Lapangan
Kerja Formal (%)

35 80

16. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
Perempuan (o/ol

56,30 70,o

17. Tingkat Penguasaan IPTEK
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*Baseline Talrun 2025 merupakan progeksi target

4.3 Transformasi Tata Kelola

Tata kelola merupakan pengelolaan sektor publik yang efisien, efektif,
akuntabel, didasarkan atas pertukaran informasi yang terbuka, transparan,
serta mematuhi kerangka hukum. Transformasi tata kelola diperlukan dalam
rangka memungkinkan pemerintah untuk bekerja dengan kerangka kerja yang
lebih efektif dan akuntabel sehingga dapat menyediakan pelayanan publik yang
berkualitas. Tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik
berkualitas akan semakin efektif dengan pembinaan dan pengawasan yang kuat
serta penerapan kode etik penyelenggara negara, bersama-sama dukungan
sistem penegakan hukum yang mengedepankan pencegahan dan pengamanan
terhadap aset negara, antara lain melalui mekanisme Defferced hoseqfiion

sK No 2lgg43 A 
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a) Pengeluaran lptek dan Inovasi
(% PDB)

b) Peringkat Indeks Inovasi Global
(peringkat)

18. Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau

Penerapan
Ekonomi Hifau

a) Indeks Ekonomi Hijau

b) Porsi EBT dalam Bauran Energi
Primer (%)

0,30 2,2-2,3

60 3O besar

7O,8O 90,65

20 70

Transformasi
Digital

19. Indeks Daya Saing Digital di Tingkat
Global (peringkat) 43 2O besar

Integrasl

Domestik dan
Global

20. Biaya Logistik (% PDB) 13,5 8,0

21. Pembentukan Modal Tetap Bruto
(% PDB)

30,1-30,2 27,2

22. Ekspor Barang dan Jasa (% PDB) 2l,o-21,6 40,0

Perkotaan dan
Perdesaan
sebagai Rrsat
Pettumbuhan
Ekonomi

23, Kota dan desa maju, inklusif, dan
berkelanjutan
a) Proporsi kontribusi PDRB wilayah

metropolitan terhadap nasion al (%l
b) Rumah tangga dengan akses

hunian layak, terjangkau dan
berkelanjutan (%)

c) Persentase Desa Mandiri (%)

44,34

67,OO

4,OO

48,92

100

L6,25
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Agreementyang transparan dan akuntabel berlandaskan pendekatan restoratif,
korektif dan rehabilitatif.

Transformasi Tata Kelola bertujuan untuk menciptakan lingkungan
kelembagaan yang memungkinkan tercapainya regulasi dan tata kelola yang
berintegritas dan adaptif. Terkait hal tersebut, terdapat 11 (sebelas) isu strategis
dalam upaya transformasi tata kelola, yaitu (i) regulasi (ii) kelembagaan yang
efektif, (iii) proses bisnis yang adaptif, (iv) manajemen talenta, (v) meritokrasi dan
integritas, (vi) manajemen ASN Strategis, (vii) pelayanan publik yang berkualitas,
(viii) pelayanan bidang strategis, (ix) digitalisasi, (x) kaderisasi dan pendanaan
partai politik, dan (xi) relasi pemerintah dan masyarakat sipil.

Gambar 4.3.I Tahapan Transformasi Tata Kelola

4.3.1 Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif

Untuk mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersatu,
berdaulat, maju, dan berkelanjutan sebagaimana yang dicanangkan dalam
Indonesia Emas 2045, transformasi tata kelola diarahkan untuk mewujudkan
regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif.

Dalam mewujudkan regulasi yang adaptif dan taat asas, arah kebijakan
difokuskan pada (i) penyederhanaan regulasi dan peningkatan kualitas regulasi
melalui penguatan mekanisme pemantauan dan evaluasi regulasi, serta
penguatan kajian urgensi regulasi dengan menggunakan metode analisis dalam
pembentukan regulasi, dan (ii) peningkatan kualitas kelembagaan regulasi dan
tata kelola pembentukan regulasi berbasis teknologi informasi melalui
pembentukan lembaga tunggal pengelola regulasi, penataan proses bisnis
regulasi dan pemanfaatan teknologi informasi secara terpadu dalam setiap
proses pembentukan regulasi mulai dari perencanaan hingga evaluasi
pelaksanaan regulasi, serta pembentukan basis data tunggal sebagai referensi
utama statistik regulasi.

Untuk . . .
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Untuk mewujudkan kelembagaan yang efektif, arah kebijakan difokuskan pada
(i) penataan hubungan/restrukturisasi kelembagaan dan kewenangan
antarinstansi pemerintah (KlLlDl dan BUMN melalui penggabungan,
penguatan, pembubaran, serta pembentukan lembaga berdasarkan kebutuhan
dan urgensi serta harmonisasi kewenangan antara pemerintah pusat dan
daerah, serta (ii) penataan, penguatan dan penghormatan terhadap mekanisme
cleck and balances antarlembaga negara.

Arah kebijakan untuk mewujudkan proses bisnis yang adaptif difokuskan pada
penyederhanaan proses bisnis yang kolaboratif dan terintegrasi melalui
reengineenng proses bisnis pemerintahan dengan melakukan (i) pemetaan
proses bisnis tematik berdasarkan isu prioritas dan (ii) pengembangan sistem
manajemen kinerja pembangunan yang berdasarkan shared outcomes.

Dalam mewujudkan manajemen talenta, arah kebijakan difokuskan pada
penguatan manajemen talenta ASN di seluruh instansi pemerintah (KlLlDl
melalui pembangunan talent pool di seluruh K/LID dengan pembangunan
sistem informasi manajemen talenta dan satu data manajemen talenta,
penuntasan asesmen kompetensi, penguatan manajemen kinerja dan
pengembangan kompetensi ASN, serta perbaikan kebijakan penghargaan bagi
ASN.

Arah kebijakan untuk mewujudkan meritokrasi dan integritas difokuskan pada
(i) penguatan sistem merit dalam manajemen ASN melalui penerapan sistem
penggajian tunggal (single salaryl dan sistem pensiun untuk mendukung
pelaksanaan mobilitas talenta dan meningkatkan kesejahteraan ASN,
peninjauan kewenangan kepala daerah sebagai pejabat pembina kepegawaian,
serta penguatan fungsi pengawasan atas penerapan sistem merit, (ii) penguatan
upaya pencegahan korupsi melalui pembatasan transaksi tunai terrrtama dalam
pemerintahan, penguatan sistem pelaporan harta kekayaan ASN, pemanfaatan
teknologi informasi pada berbagai sektor untuk mempersempit potensi korupsi,
(iii) penguatan sistem pendidikan antikorupsi melalui redesain kurikulum
pendidikan antikorupsi; serta (iv) penguatan pengawasan dan pencegahan
korupsi melalui penguatan dan indepedensi lembaga pengawasan, serta
peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Arah kebijakan manajemen ASN untuk mendukung sektor/bidang strategis
difokuskan pada penataan manajemen ASN sektor pelayanan dasar melalui
restrukturisasi kewenangan pengelolaan guru serta tenaga medis dan tenaga
kesehatan untuk mewujudkan pemerataan kualitas pelayanan.

Arah kebijakan untuk mewujudkan layanan publik yang berkualitas dan inklusif
difokuskan pada peningkatan aksesibilitas dan inklusivitas pelayanan publik
terpadu (fisik dan non fisik) melalui (i) pengembangan portal dan/atau platform
pelayanan publik nasional, serta (ii) penyediaan dan peningkatan kualitas
pelayanan publik pada pusat-pusat (hub) pelayanan publik.
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Dalam mewujudkan pelayanan strategis yang berkualitas, arah kebijakan
difokuskan pada transformasi tata kelola, antara lain proses bisnis,
kelembagaan, dan regulasi bidang strategis yang mencakup dan tidak terbatas
pada perencanaan dan penganggaran, pendidikan, kesehatan, keamanan,
postur diplomasi, hukum dan HAM, agraria, perlindungan sosial, ekonomi,
energi, lingkungan hidup, riset dan inovasi, harmonisasi hubungan pusat-
daerah, manajemen risiko pembangunan, dan aparat pengawas internal
pemerintah.

Terkait dengan transformasi digital pemerintahan, arah kebijakan difokuskan
pada (i) transformasi layanan pemerintahan berbasis digital melalui akselerasi
pemanfaatan aplikasi umum berbagi pakai, percepatan pembangunan pusat
data nasional, percepatan penerapan satu data Indonesia, serta peningkatan
keamanan siber; dan (ii) percepatan kesiapan digital (digital readiness) melalui
penguatan talenta digital ASN, peningkatan literasi digital masyarakat,
percepatan pembentukan regulasi yang adaptif, dan pembentukan lembaga
publik pelaksana percepatan transformasi digital pemerintahan.

Arah kebijakan untuk optimalisasi peran partai politik adalah penguatan tata
kelola partai politik melalui penerapan kode etik, demokrasi internal, sistem
rekrutmen, sistem kaderisasi yang optimal, pengelolaan keuangan yang
transparan dan akuntabel, serta pendanaan negara yang memadai.

Adapun untuk mewujudkan relasi pemerintah dan masyarakat sipil, arah
kebijakan difokuskan pada penguatan kapasitas dan peningkatan partisipasi
bermakna (meaningful participationl masyarakat sipil melalui penguatan
kapasitas SDM, kapasitas kelembagaan, dan lingkungan pendukung
masyarakat sipil. Selain itu, diperlukan adanya pengarusutamaan terhadap
nilai-nilai keterbukaan pemerintah di seluruh sektor pembangunan.

Untuk menjaga kesinambungan, keberlanjutan, serta ketercapaian kebijakan
menuju transformasi tata kelola yang berintegritas dan adaptif, diperlukan
indikator utama pengukur keberhasilan sebagaimana dalam Tabel 4.3.1.
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Tabel 4.3.1
Indikator Capaian Transformasi Tata Kelola dalam RPJP Nasional

Tahun 2025-2045

"Baseline Tahun 2025 merupakan proyeksi target

4.4 Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia
Untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045, keberhasilan transformasi
secara menyeluruh baik di tataran nasional maupun daerah perlu didukung oleh
penciptaan supremasi hukum, demokrasi substansial, keamanan nasional,
stabilitas ekonomi, serta diplomasi tangguh sebagai faktor pemampu.

Untuk mendukung Visi Indonesia Emas 2045, arah kebijakan supremasi
hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia meliputi (i) Hukum
Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh, dan Demokrasi Substansial, (ii)
Stabilitas Ekonomi Makro, serta (iii) Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan
Berdaya Gentar Kawasan.

Arah (tuJuanf
pembangunan

Indikator Bacellne
20/26*

Sasaran
20,45

Regulasi dan
Tata kelola
yang
Berintegritas
dan Adaptif

24. Indeks Materi Hukum o,51 o,7l

25. Indeks Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik

3,r2 5,00

26. Indeks Pelayanan Publik 3 68 5,O0

27. Anti Korupsi

a. Indeks Integritas Nasional 74,52 96,99

b. Indeks Persepsi Korupsi 38 60
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Terkait dengan arah kebijakan supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan
Indonesia, terdapat lima sasaran utama, yaitu (i) terwujudnya supremasi hukum
nasional yang berkeadilan, berkepastian hukum, bermanfaat dan berlandaskan
HAM; (ii) terwujudnya keselamatan bangsa, kedaulatan, dan keutuhan wilayah
negara Kesatuan Republik Indonesia yang aman, damai dan mandiri serta aktif
menjaga perdamaian dunia; (iii) tedaminnya kebebasan sipil dan hak-hak
politik; kesetaraan sosial, ekonomi, dan politik; serta terbukanya partisipasi
untuk semua pihak; (iv) terwujudnya kesinambungan fiskal dan stabilitas harga
melalui transformasi tata kelola keuangan negara disertai optimalisasi bauran
kebijakan; serta (v) terwujudnya kebijakan luar negeri yang adaptif guna menjadi
negara kunci di kawasan yang kuat dan berpengaruh.

4.4.L Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh, dan Demokrasi
Substansial

Gambar 4.4.1Tahapan Supremasi Hukum, Stabilitas, dan
Kepemimpinan lndonesia

Pembangunan hukum diarahkan pada terwujudnya supremasi hukum yang
berkeadilan, berkepastian, bermanfaat dan berlandaskan hak asasi manusia.
Hal tersebut dilaksanakan utamanya melalui arah kebijakan: (i) percepatan
pembaruan substansi hukum peninggalan kolonial; (ii) penerapan dan
penegakan hukum yang modern, efisien, terpadu, serta mengedepankan
pendekatan restoratif, korektif dan rehabilitatif; (iii) Transformasi Sistem
Penuntutan menuju Single Prosecution System dan Transformasi lembaga
Kejaksaan sebagai Aduocaat Generaal; (iv) pengawas institusi penegak hukum
baik internal maupun eksternal dengan dukungan teknologi informasi untuk
mencapai transparansi dan akuntabilitas; (v) penguatan sistem pemulihan aset
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melalui penerapan rlon-@nuiction based asset forfeifitre dan pemulihan aset ; (vi)
penguatan sistem pemberantasan korupsi menuju 

"Ero 
comtption melalui

pembaruan hukum materiil dan hukum formil tindak pidana korupsi,
penguatan kelembagaan, dan dukungan teknologi informasi; (vii) penguatan
peran negara dalam mewujudkan penghormatan, perlindungan, dan
pemenuhan HAM melalui penguatan kelembagaan HAM dan pelaksanaan audit
HAM bagi KIL/D dan korporasi; (viii) peningkatan internalisasi nilai-nilai HAM
melalui perluasan pendidikan HAM; (ix) transformasi layanan akses keadilan
yang terjangkau dan substansial melalui perluasan akses layanan bantuan
hukum; (x) pembangunan budaya hukum melalui transformasi sistem
penegakan etika/perilaku serta redesain pendidikan hukum; serta (xi)
pembangunan hukum yang mencakup substansi, budaya, dan struktur
termasuk aparat penegak hukum dalam rangka penegakan hukum berdasarkan
Pancasila, antara lain melalui mekanisme penyelesaian sangketa di luar
pengadilan (Alternatiue Dispute Resolution) seperti mediasi penal serta penerapan
alternatif pemidanaan dan pendekatan keadilan restoratif yang bertumpu pada
asas keadilan, manfaat, dan kepastian hukum.

Keamanan nasional diarahkan menuju keselamatan bangsa, kedaulatan, dan
keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang aman, damai, serta
aktif menjaga perdamaian dunia. Untuk mencapai sasaran tersebut, diperlukan
beberapa arah kebdakan di antaranya: (i) transformasi kelembagaan keamanan,
keselamatan, dan penegakan hukum di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi
yang terintegrasi berdasarkan payung hukum tunggal disertai dengan
pemanfaatan teknologi dalam pelaksanaannya; (ii) transformasi tata kelola dan
kelembagaan serta kapasitas dan kapabilitas, yang di antaranya pada fungsi
intelijen, dalam melakukan Deteksi Dini, Pencegahan, Penanggulangan dan
Pemulihan dalam menghadapi kompleksitas permasalahan keamanan dalam
negeri termasuk ancaman terorisme; (iii) transformasi keamanan dalam negeri
dengan pendekatan yang berbasis modal sosial dan kearifan lokal, serta
meningkatkan peran negara dalam menghadapi dampak kompleksitas ancaman
seperti perubahan iklim dan bencana dengan pembangunan pusat pelatihan
misi kemanusiaan di tndonesia bagian barat dan timur; (iv) reformasi sistem
keamanan dan ketertiban masyarakat yang adaptif, kolaboratif, dan sinergi
antara lembaga keamanan dan penegakan hukum, masyarakat yang partisipatif,
dan industri jasa keamanan nasional; (v) transformasi lembaga kepolisian
menuju organisasi sipil yang akuntabel, transparan, dan tepercaya; (vi)
transformasi pelayanan kepolisian yang berbasis digital satu platform nasional
dan pemenuhan jumlah polwan menjadi 3O-4O persen untuk mendukung
pelayanan kepolisian yang humanis dan sensitif gender; (vii) transformasi tata
kelola dan strategi pencegahan, rehabilitasi, dan pemberantasan narkoba
dengan keseimbangan pendekatan berbasis psiko-sosiologis dan teknologi; (viii)
transformasi kelembagaan dan tata kelola perlindungan warga negara Indonesia
di luar negeri melalui ketersediaan akses informasi dan pusat layanan yang
responsif; dan (ix) penguatan keamanan siber antara lain meliputi perlindungan
warga negara di ranah siber melalui pengaturan tata kelola pertanggungiawaban
pemilik sistem elektronik serta transformasi tata kelola keamanan siber yang
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proaktif, "preemptiud, dan terintegrasi di tingkat individu, masyarakat, bangsa,
dan negara, dan kolaborasi identifikasi, proteksi, deteksi, respons, dan
pemulihan insiden siber nasional.

Pembangunan Demokrasi diarahkan pada terwujudnya demokrasi substansial
yang mengemban amanat ralryat. Demokrasi substansial akan dilaksanakan
melalui arah kebijakan berikut: (i) penguatan lembaga demokrasi melalui
perbaikan kualitas penyelenggaraan pemilu seperti melakukan kodifikasi
Undang-Undang mengenai Pemilihan Umum dan Undang-Undang mengenai
Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, peran partai politik yang akuntabel
melalui revisi Undang-Undang mengenai Partai Politik, lembaga per.wakilan yang
responsif, serta media dan pers yang berkualitas; (ii) peningkatan kualitas
kesetaraan dan kebebasan dalam masyarakat; (iii) pengarusutamaan
internalisasi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara; (iv) Penguatan inklusivitas dan pencegahan pemanfaatan politik
identitas; (v) penguatan komunikasi publik yang merata, adil, berdaulat, dan
akuntabel untuk meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat; serta
(vi) peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam pen5rusunan kebijakan,
pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, di antaranya melalui perluasan
dan perlindungan ruang sipil untuk memperkuat keberlanjutan peran
masyarakat sipil dalam advokasi, pemberdayaan, dan kontrol sosial.

4.4.2 Stabilitas Ekonomi Makro
Stabilitas Ekonomi Makro diarahkan untuk mewujudkan kesinambungan fiskal,
serta menjaga stabilitas moneter dan sektor keuangan dalam mendukung
kebijakan pro-stabilitas, pro-pertumbuhan, dan pro-pemerataan. Untuk
mewujudkan hal tersebut, perlu dilakukan transformasi kebijakan fiskal,
optimalisasi bauran kebdakan bank sentral dan penguatan sektor keuangan,
yang didukung dengan penguatan koordinasi dan sinergi para pemangku
kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional, fiskal, moneter, dan
sektor keuangan.
Transformasi perencanaan dan kebijakan fiskal dilakukan melalui (il
perencanaan dan pengendalian pembangunan berbasis risiko (ii) penerapan
aturan fiskal (fiscal rulesl adaptif; (iii) reformasi sisi pendapatan, belanja, dan
pembiayaan APBN; dan (iv) transformasi kelembagaan perencanaan dan fiskal.
Upaya tersebut disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan dan
memerhatikan tingkat utang yang menjamin keberlanjutan fiskal. Arah
kebijakan pendapatan negara akan berfokus pada (i) akselerasi reformasi
kebijakan dan administrasi perpajakan sejalan dengan perubahan struktur
ekonomi yang lebih produktif; (ii) peningkatan basis pajak melalui penegakan
hukum dan kepatuhan wajib pajak, serta mendorong sektor informal untuk
menjadi sektor formal; (iii) penggalian sumber-sumber penerimaan pajak baru
(seperti sin tax, carbon tarq serta dari sumber bukan pajak agar dapat
mengurangi ketergantungan pada Sumber Daya Alam; dan (iv) pemberian
insentif fiskal yang tepat untuk mendorong investasi serta pengembangan
sektor-sektor prioritas berbasis kewilayahan.

Dari...
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Dari sisi belanja negara, kebijakan diarahkan pada peningkatan kualitas belanja
dan upaya mewujudkan anggaran kesejahteraan (utell-being budgetl, mencakup:
(i) penguatan jenis belanja produktif dan bersifat countercgclical untuk
percepatan investasi publik serta pemerataan penyediaan pelayanan publik; (ii)
pengaturan komposisi belanja negara (termasuk belanja wajib/ mandatory
spending, belanja KlL, non-Kf L, dan transfer ke daerah) dengan mengakomodir
perubahan demografi, percepatan penurunan kemiskinan, penguatan sistem
pensiun yang adaptif, penguatan reformasi birokrasi, peningkatan kualitas dan
kesejahteraan ASN, serta peningkatan konvergensi antarwilayah; (iii) penguatan
manajemen investasi publik untuk memperbaiki kualitas dan kinerja belanja
termasuk yang mendukung proyek prioritas nasional melalui desain
perencanaan, sinkronisasi perencanaan dan penganggaran, implementasi, serta
pengawasan dan pengendalian belanja negara; (iv) reformasi subsidi terutama
untuk mendukung transisi energi menuju energi baru terbarukan dan
peningkatan pemanfaatan pupuk tepat sasaran; serta (v) peningkatan
keselarasan kebijakan, strategi, dan pelaksanaan proyek prioritas dalam
dokumen perencanaan nasional dan daerah melalui optimalisasi forum
sinkronisasi, dan pemanfaatan berbagi pakai data dalam perencanaan,
keuangan, dan pembangunan pusat dan daerah.

Dukungan kebijakan bank sentral ke depan tidak hanya diarahkan pada
stabilitas Qtro-stabilitgl, tetapi juga pada pertumbuhan ekonomi Qtro-growthl,
yaitu: (i) menjangkar inflasi dalam jangka panjang pada kisaran 2,0 persen (yoy)
untuk mendukung sustainabilitas pertumbuhan ekonomi tinggi; (ii)
implementasi paradigma baru kebijakan acuan moneter; (iii) menjaga stabilitas
nilai tukar sesuai dengan nilai fundamentalnya dan mengelola kecukupan
cadangan devisa; (iv) mewujudkan sistem pembayaran yang modern dan efisien,
terintegrasi dengan tatanan global, serta implementasi mata uang digital bank
sentral (centralbankdigitalannenql; (v) menjaga likuiditas dan stabilitas sistem
keuangan melalui bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem
pembayaran; (vi) pengembangan instrr.rmen moneter untuk mendukung
pendalaman pasar keuangan; serta (vii) secara langsung mendukung
peningkatan produktivitas ekonomi melalui pengembangan berbagai instrumen
berbasis digitalisasi dan mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Sektor keuangan yang kondusif diperlukan untuk memastikan optimalnya
fungsi intermediasi guna mendukung pertumbuhan dan stabilitas ekonomi.
Untuk mewujudkan hal tersebut, kebijakan sektor keuangan diarahkan melalui:
(i) pendalaman sektor keuangan, utamanya pengembangan diversilikasi produk,
instrumen keuangan dan penjaminannya, penguatan kelembagaanf regulasi dan
pasar yang lebih kompetitif, serta penguatan sektor keuangan syariah dan
integrasinya dalam ekosistem ekonomi syariah; (ii) penguatan peran
intermediasi sektor keuangan utamanya peningkatan kualitas dan kuantitas
penyaluran kredit ke berbagai wilayah dan sektor prioritas yang ditetapkan oleh
pemerintah, termasuk kepada UMKM dan pendampingannya; (iii) penguatan
basis sumber pendanaan sektor keuangan nonbank (dana pensiun, asuransi,
pasar modal, dan Souereign Wealth Fundl dan peranannya sebagai sumber
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pembiayaan jangka panjang, melalui ketersediaan keberagaman portofolio
investasi dan perbaikan tata kelola; (iv) inklusi keuangan yang meliputi: edukasi
dan literasi keuangan, pengembangan infrastruktur keuangan, serta
peningkatan akses keuangan (terutama pada wilayah dan kelompok masyarakat
yang belum terlayani jasa keuangan formal); (v) penguatan inovasi dan
pemanfaatan digitalisasi keuangan; serta (vi) perlindungan konsumen dan
investor sektor keuangan.

4.4.3 Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan
Ketangguhan diplomasi dan pertahanan berdaya gentar kawasan saling
berkaitan erat dan memperkuat, yang antara lain bertujuan untuk
memperjuangkan kepentingan nasional di berbagai bidang, melindungi
kedaulatan negara, menjaga Qrotect) keamanan nasional, memperkuat
(strengtlrcn) stabilitas negara dan kawasan, mengembangkan dan memelihara
hubungan antar negara yang konstruktif serta meningkatkan kepemimpinan
dan pengaruh Indonesia di kawasan dan forum internasional.

Ketangguhan Diplomasi

Kebijakan luar negeri Indonesia akan dioptimalkan untuk memantapkan
kepemimpinan yang lebih proaktif guna menjaga stabilitas kawasan dan global
serta berperan penting dalam pembentukan tatanan internasional. Politik luar
negeri bebas aktif akan tetap diimplementasikan untuk mewujudkan Indonesia
yang berdaulat dan berpengaruh di lingkungan global terutama Kawasan Indo-
Pasifik. Arah kebijakan untuk mencapai sasaran tersebut adalah: (i) penguatan
peran dan kepemimpinan Indonesia sebagai agenda setter di tingkat regional,
utamanya dalam menjadi effectiue leader di ASEAN, dan global; (ii) pemantapan
tata kelola kebijakan luar negeri guna merespon dinamika geopolitik dan
geoekonomi, serta disrupsi teknologi digital dan perubahan iklim; (iii) penguatan
kedaulatan, hak berdaulat, kerja sama pertahanan dan keamanan guna
penguatan kapabilitas pertahanan negara, serta menjaga stabilitas kawasan dan
perdamaian dunia; (iv) pemajuan nilai, budaya, dan ideologi guna peningkatan
citra Indonesia di dunia internasional; serta (v) penguatan kerja sama ekonomi
dan pembangunan internasional untuk memperteguh diplomasi dan posisi
Indonesia di kawasan dan global.
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Dalam rangka mewujudkan arah kebdakan luar negeri [ndonesia, instrumen
diplomasi yang tangguh diperlukan guna merespon dinamika internasional
secara tepat. Diplomasi tangguh merupakan diplomasi total yang strategis,
proaktif, sinergis, dan berkelanjutan antar bidang diplomasi yang dilakukan
para pemangku kepentingan meliputi perumus kebijakan dan pelaku hubungan
luar negeri lainnya, baik pemerintah maupun non pemerintah, dan didukung
dengan modalitas yang andal. Ketangguhan diplomasi akan difokuskan pada
diplomasi pelindungan, diplomasi pertahanan dan kedaulatan, diplomasi
ekonomi, diplomasi publik dan budaya, serta diplomasi kepemimpinan.
Pelaksanaan diplomasi tangguh dilaksanakan secara konsisten mendukung
tahapan pencapaian Visi Indonesia Emas 2045 (Gambar 4.4.21, sebagai berikut:

-t20-

a. Diplomasi Pelindungan melalui: (i) penguatan pelindungan Warga Negara
Indonesia dan Badan Hukum Indonesia untuk mendukung perluasan
investasi dan ekspor; dan (ii) pemantapan kebdakan pelindungan Warga
Negara Indonesia preventif melalui intensifikasi diplomasi di tingkat bilateral,
regional, dan multilateral bagi penciptaan migrasi aman.

b. Diplomasi Pertahanan dan Kedaulatan melalui upaya: (i) menjaga stabilitas
nasional, kawasan, dan global; (ii) mengintensifkan kerja sama bilateral,
regional, dan multilateral dalam menanggulangi kejahatan transnasional; (iii)
mendukung kerja sama pertahanan di lingkup bilateral, regional, dan
multilateral dalam rangka penguatan integritas NKRI dan peningkatan
kemampuan industri pertahanan Indonesia.

c.Diplomasi...
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c. Diplomasi Ekonomi melalui: (i) penguatan dan perluasan kerja sama ekonomi
internasional untuk mendorong daya saing ekonomi dan produk-produk
industri prioritas utamanya: Kerjasama riset inovasi dan transfer teknologi,
pengurangan hambatan nontarif, optimalisasi peran diaspora lndonesia, serta
penguatan citra dan produk/jasa Indonesia; (ii) strategi diplomasi ekonomi
adaptif di kawasan pasar potensial, berpenduduk besar, dan Indo-Pasifik yang
didukun g oleh market inteltig en@ berkualitas, pemanfaatan pe luang eko nomi,
penguatan infrastruktur diplomasi, serta penguatan kelembagaan kerja sama
pembangunan dan pembiayaan; (iii) optimalisasi keda sarna ekonomi
internasional dengan negara tetangga dan perbatasan, utamanya dalam
mendorong keberlanjutan daya saing produk industri prioritas, bioteknologi,
serta perdagangan barang dan jasa di Kawasan Indo-Pasifik, Kawasan Asia
Timur, Asia Tenggara, dan Oseania, serta kawasan perbatasan dan negara
tetangga; (iv) pengemb€Lngan dan optimalisasi kerja sama pembangunan
internasional untuk mendukung pelaksanaan dan ketersediaan sumber
pendanaan pembangunan serta berpartisipasi aktif mewujudkan pencapaian
sasaran dan komitmen pembangunan global; serta (v) perluasan kesepakatan
kerja sama internasional tentang ketenagakerjaan dan pergerakan orang
untuk perluasan kesempatan kerja dengan keahlian menengah dan tinggi.

d. Diplomasi Publik dan Budaya melalui: (i) promosi diplomasi publik
terintegrasi dan kapitalisasi sosial budaya Indonesia; serta (i0 pelibatan
diaspora Indonesia dan kelompok Indonesianis dalam mewujudkan
pembangunan nasional.

e. Diplomasi Kepemimpinan melalui: (i) diplomasi proaktif dan peranan dalam
penjagaan ketahanan serta stabilitas kawasan dan global; serta (ii)
peningkatan kualitas diplomasi Indonesia dalam menyukseskan prakarsa dan
rekomendasi kebijakan dalam forum regional dan global.

Adapun ketangguhan diplomasi juga akan didukung melalui penguatan sinergi
dan fokus diplomasi, serta penguatan kelembagaan dan infrastruktur
pendukung diplomasi.

Penguatan sinergi dan fokus diplomasi diantaranya akan dilakukan melalui
strategi: (i) pengintegrasian pemenuhan dan pelaksanaan komitmen
internasional selaras dengan rencana pembangunan nasional, dan pemastian
komitmen tersebut sejalan dengan norrna dan konstitusi bangsa Indonesia; (ii)
perluasan dan pengembangan prakarsa kemitraan serta kerja sama
internasional di berbagai sektor yang mendukung kepentingan nasional; serta
(iii) penguatan dan pengembangan keda sarna internasional yang responsif
terhadap krisis dan bencana, baik bencana alam maupun bencana non alam.

Penguatan kelembagaan dan infrastruktur pendukung diplomasi dilakukan
melalui strategi: (i) penataan kelembagaan instansi yang menyelenggarakan
urusan hubungan luar negeri; (ii) penguatan Perwakilan RI sebagai penjuru
pelaksanaan diplomasi di luar negeri; (iii) penataan dan penguatan sistem
promosi terintegrasi di luar negeri yang mendukung peningkatan ekonomi dan
kepentingan nasional; (iv) transformasi penguatan lembaga dana kerja sama

pembangunan .
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pembangunan Indonesia yang kredibel; dan (v) integrasi data dan informasi
terkait kebijakan luar negeri.

Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan

Pertahanan berdaya gentar kawasan bertujuan untuk memperkuat pertahanan
Indonesia sehingga mampu menimbulkan efek gentar kepada pihak lain yang
hendak menyerang atau mengganggu stabilitas kedamaian Indonesia dan
kawasan. Selain terkait peningkatan kemampuan pertahanan, pertahanan
berdaya gentar juga melibatkan strategi diplomasi dan hubungan internasional
yang kuat untuk mencegah konflik dan menciptakan persepsi kekuatan dan
ketangguhan negara. Pertahanan berdaya gentar kawasan diwujudkan melalui
(i) transformasi sistem pertahanan berorientasi kepulauan dan maritim berdaya
gentar tinggi berbasis profesionalitas, teknologi tinggi, operasi lintas medan, dan
diplomasi pertahanan guna merespons ancaman peperangan mutakhir dan
kimia, biologi, radioaktif, nuklir, dan eksplosif serta melaksanakan bantuan
kemanusiaan dan penanggulangan bencana; (iil transformasi industri
pertahanan menuju kemandirian melalui skema inovatif untuk adopsi teknologi
dan penguatan ualue chnin industri nasional; (iiil pembangunan dan
pengembangan industri pertahan€rn yang sehat, mandiri dan berdaya saing
global, yang ditopang oleh ekosistem industri pertahanan yang kuat melalui
transformasi tata kelola (good corporate gouernance), terobosan skema spending
to inuest, akuisisi industri pertahanan luar negeri oleh BUMN atau badan usaha
milik swasta industri pertahanan, serta kolaborasi pemilik teknologi dan pemilik
modal; dan (iv) pembangunan sistem akuisisi beserta pengawasannya yang
memastikan penggunaan alpalhankam produk industri pertahanan nasional.

Dal.am rangka pencapaian supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan
Indonesia, beberapa indikator pengukur keberhasilan sebagaimana terdapat
dalam Tabel 4.4.I

Tabel 4.4.L

Indikator Capaian Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan lndonesia
dalam RPJP Nasional Tahun 2025-2045

Arah (tqiuaaf
pembangunan

Indikator Baseline
20/25*

Saseran
20,45

Hukum
Berkeadilan,
Keamanan
Nasional

28. Indeks Pembangunan Hukum o,69 0 89

29. Proporsi penduduk yang merasa
arnan berjalan sendirian di area
tempat tinggalnya (%l

67,5 80,0
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Arah (tujuanl Indikator Baseline
2or25*

Sasaran
20,45

Tangguh, dan
Demokrasi
Substansial

30. Indeks Demokrasi Indonesia
Sedang
(60-80)

Tinggi
(r80)

Stabilitas
Ekonomi
Makro

31. Rasio Penerimaan Perpajakan
terhadap PDB (%)

1o,70-11,20 18,0-20,0

32. Tingkat Inflasi (%) 2,5t1 2,O*I

33. Pendalaman / Intermediasi Sektor
Keuangan
a) Aset PerbankanIPDB (%l

b) Aset Dana Pensiun/PDB (%)

c) Aset Asuransi IPDu- (o/o)

d) Kapitalisasi Pasar Modal/PDB ('/")

e) Total Kredit/PDB (%l

66,9
8r0
9,1
57,8
37,8

200
60
20
L20

80-90

34. Inklusi Keuangan (Yol 9L 98

Ketangguhan
Diplomasl den
Pettahanan
Berdaya
Gentar
I(awasan

35. Asra Pouer Index
(Diplomatic Influence)

61,54 75,0-80,0

36. Asia Power Index
(Military Capabilitgl

16 45,0

*Baseline Tahun 2025 merupakan proyeksi target

4.5 Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi

Ketahanan sosial budaya dan ekologi yang kuat merupakan landasan sangat
penting untuk mewujudkan transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola.
Ketahanan sosial budaya dan ekologi adalah ketangguhan manusia,
masyarakat, beserta alam dan lingkungan sekitarnya untuk bertahan dan
menjaga keseimbangan dalam menghadapi berbagai perubahan dan guncangan,
agar daya dukung dan daya tampung lingkungan terus terjaga secara
berkelanjutan dan setiap individu dapat hidup berkualitas dan berkontribusi
dalam pembangunan.

Hubungan .
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Hubungan timbal balik antara sistem sosial budaya dan ekologi selalu mencari
keseimbangan dan membentuk ketahanan sosial budaya dan ekologi. Manusia
dan lingkungan pada hakikatnya hidup di dalam suatu ekosistem agar saling
menguntungkan dan menjaga keberlangsungan bersama. Jumlah penduduk
dan aktivitas ekonomi yang terus meningkat mengakibatkan eksploitasi dan
kerusakan lingkungan terus terjadi, sementara daya pulih alam tidak secepat
peningkatan kebutuhan tersebut. Perubahan iklim dan bencana juga
berdampak nyata, membawa kerugian tidak hanya ekonomi, tetapi juga
penghidupan, tempat tinggal, bahkan nyawa. Di sisi lain, akibat globalisasi
terjadi pelemahan nilai-nilai positif pada sebagian kelompok masyarakat seperti
kejujuran, empati, kesukarelawanan, dan toleransi, serta perubahan pola
interaksi yang semakin individualis. Hal ini mengakibatkan timbulnya degradasi
moral, konflik, rasa tidak aman, kerentanan yang mengancam harmoni dan
keberfungsian sosial dalam keluarga juga masyarakat, serta kerusakan
lingkungan dan alam sekitar.

Ketahanan sosial budaya dan ekologi bertumpu pada keseimbangan antara
kemampuan sumber daya alam dan lingkungan. Hal ini diperlukan untuk
beradaptasi, pulih, dan terus berfungsi dalam menyediakan jasa lingkungan,
membangun kemampuan manusia, masyarakat yang beretika, bermoral, dan
berbudaya, dan keluarga yang berkualitas, dalam mengelola sumber daya dan
lingkungannya. Hal tersebut juga diperlukan untuk mencegah terjadinya konflik
sosial dan kerusakan alam sehingga generasi mendatang dapat menikmati hasil
pembangunan dan merasakan kualitas hidup yang baik.

Sebagai landasan terwujudnya Indonesia Emas 2045, ketahanan sosial budaya
dan ekologi dapat tercapai melalui kebijakan yang diarahkan pada terwujudnya
(i) beragama maslahat dan berkebudayaan maju, (ii) keluarga berkualitas,
kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif, (iii) lingkungan hidup berkualitas,
(iv) berketahanan energi, air, dan kemandirian pangan, serta (v) resiliensi
terhadap bencana dan perubahan iklim.

SK No 218528A
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Gambar 4.5.1 Tahapan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi

4.5.1 Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju

Penguatan peran agama sebagai landasan spiritual, etika, moral, dan modal
dasar pembangunan, melalui: (i) peningkatan internalisasi dan aktualisasi nilai-
nilai agama dalam kehidupan bermasyarakat; (ii) pembangunan kehidupan
beragama yang inklusif, rukun, dan toleran yang berorientasi penguatan
moderasi beragama; (iii) pengembangan dana sosial keagamaan dan filantropi,
pemberdayaan umat beragama, dan peningkatan produktivitas; (iv) peningkatan
kualitas pelayanan kehidupan beragama secara merata; dan (v) jaminan
pemenuhan hak kebebasan beragama dan berkeyakinan.

Pemajuan dan pelestarian kebudayaan untuk memperkuat karakter,
memperteguh jati diri bangsa, meningkatkan kesejahteraan rakyat, serta
memantapkan peran dan posisi Indonesia dalam memengaruhi arah
perkembangan peradaban dunia, melalui: (il pembinaan ideologi Pancasila
untuk mewujudkan kedaulatan politik, kemandirian ekonomi, kepribadian
dalam kebudayaan, serta penguatan karakter dan identitas bangsa; (ii)
perlindungan dan pengembangan keragaman nilai, ekspresi, dan praktik
kebudayaan; (iii) pengembangan dan penguatan diplomasi kebudayaan, serta
pengembangan bahasa Indonesia dan sastra; (iv) peningkatan budaya literasi,
kreativitas, dan inovasi; (v) jaminan pemenuhan hak berkebudayaan dan
kebebasan ekspresi, serta pemberdayaan masyarakat hukum adat termasuk
yang berada di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; (vi) pengembangan dan
pemanfaatan kearifan lokal dan warisan budaya untuk mendorong produktivitas
dan kesejahteraan; dan (vii) penguatan budaya bahari dan kemaritiman antara
lain dengan pengenalan nilai-nilai maritim sejak usia dini dan promosi kegiatan
ekonomi berbasis laut yang berkelanjutan.

4.5.2 Keluarga. . .

SK No 218527 A



REPUBLIK INDONESIA

-126-

4.5.2 Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif
Peningkatan ketangguhan individu, keluarga, dan masyarakat untuk
memastikan terbentuknya sumber daya manusia berkualitas sebagai motor
penggerak pembangunan dengan arah kebijakan: (i) peningkatan ketahanan
keluarga termasuk penguatan kesiapan membangun keluarga, peningkatan
kapasitas dan keterampilan keluarga, dan penyediaan pusat layanan keluarga;
(ii) pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempLr.€Ln, pemuda, penyandang

kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam mengambil keputusan, serta
peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan; dan (iv) penyediaan
lingkungan pendukung bagi individu sesuai dengan karakteristik dan
kebutuhannya melalui penanaman nilai positif dan perubahan perilaku,
penyediaan pelayanan publik serta sarana dan prasarana yang inklusif,
pengembangan kebijakan ramah keluarga, penguatan riset dan kebijakan
berbasis bukti, serta penyadaran masyarakat dalam memberikan pengakuan
dan penghormatan hak anak, perempuan, penyandang disabilitas, dan lansia.

Penguatan pengarusutamaan gender (PUG) dan inklusi sosial untuk
memastikan tidak ada satu orang pun yang tertinggal dalam pembangunan (no
one lefi behindl, dengan arah kebijakan: (i) penguatan tata kelola
penyelenggaraan PUG dan inklusi sosial dalam proses pembangunan secara
komprehensif; (iU penguatan kebijakan afirmasi untuk mengakselerasi
kesetaraan gender dan mengurangi kesenjangan kelompok rentan melalui
peningkatan kepemimpinan perempuan, pemberdayaan perempuan di ekonomi,
dan penjaminan akses layanan dasar yang inklusif; dan (iii) penguatan
lingkungan strategis untuk pelaksanaan PUG dan inklusi sosial yang efektif dan
berkelanjutan, termasuk pengelolaan pengetahuan, peningkatan transparansi
dan akuntabilitas, pengembangan mekanisme insentif, dan pelibatan uibrant
communitg.

4.5.3 Lingkungan Hidup Berkualitas

Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup untuk peningkatan
kualitas hidup, produktivitas, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan
dengan arah kebijakan: (i) perubahan perilaku masyarakat menuju gaya hidup
berkelanjutan; (ii) peningkatan pengelolaan limbah 83 dan limbah medis
berkelanjutan yang terintegrasi dari hulu-hilir dengan penekanan pada
perubahan perilaku masyarakat dan pelaku usaha; (iii) peningkatan kualitas
dan pengelolaan ekosistem laut dan pesisir yang terintegrasi; (iv) peningkatan
kualitas air dan udara serta pengelolaan limbah melalui penerapan teknologi
terkini dan terjangkau; (v) penerapan imbal jasa lingkungan dalam pengelolaan
DAS, serta kawasan konservasi darat dan perairan; (vi) pengelolaan lahan secara
berkelanjutan; (vii) peningkatan rekayasa lingkungan dan pengendalian hewan
penular penyakit; (viii) penguatan pencegahan kegiatan ilegal dari penggunaan
sumber daya alam (logging, fishing, wildlife trade, mining, dumpingl; (ix)
implementasi pembangunan infrastruktur yang sinergi dengan pengelolaan
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lingkungan hidup, termasuk implementasi sistem peringatan dini kualitas air
dan udara; serta (x) penerapan polluter pags principle sebagai instrumen untuk
menghitung nilai dari kerusakan lingkungan dan pembebanan biaya pemulihan
lingkungan kepada pelaku usaha yang menimbulkan pencemaran lingkungan.

Penguatan pembangunan infrastmlrhrr untuk mencegah dan meminimalkan
kerusakan alam serta mengendalikan pencemaran lingkungan dengan arah
kebijakan: (i) reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir
dimulai dari rumah tangga yang diprioritaskan pada upaya pemilahan dari
sumber, perbaikan retribusi mendukung pembiayaan persampahan, dan
penerapan teknologi tepat guna pada tempat penampungan sementara (TPS) dan
tempat pemrosesan akhir (TPA) sampah; (ii) peningkatan upaya konservasi
tanah dan air; (iii) pemenuhan akses air minum yang dikelola secara aman
dengan memanfaatkan teknologi terkini terutama pada wilayah yang sulit air;
serta (iv) pembangunan sistem peringatan dini kualitas air dan udara.

Penguatan tata kelola keanekaragaman hayati dilakukan melalui pendekatan
konservasi keanekaragaman hayati lbiodiuersity conseruationl meliputi kawasan
suaka alam dan kawasan pelestarian alam, kawasan konservasi di perairan,
wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta pada areal preservasi dalam
mewujudkan kelestarian keanekaragaman hayati Indonesia. Tata Kelola yang
baik menjadi kunci agar keanekaragaman hayati dapat memberikan manfaat
kepada generasi sekarang dan yang yang akan datang. Arah kebijakannya
mencakup: (i) pengelolaan kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam,
kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir dan pulau- pulau kecil serta
pada areal preservasi berbasis kearifan lokal dan kekhasan ekosistemnya; (ii)
peningkatan luasan kawasan konservasi sampai dengan 30 persen dari total
luas wilayah; dan (iii) pengembangan pembiayaan inovatifnya.

Pengembangan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan
sebagai modal dasar pembangunan Indonesia. Kekayaan keanekaragaman
hayati di darat dan di laut dikelola untuk mendukung ekonomi berbasis hayati
(bioekonomi) baik berupa produk dan jasa. Arah kebijakannya mencakup: (i)

peningkatan produk sumber daya hayati yang berkelanjutan melalui eksplorasi,
ekstraksi dan penapisan keanekaraga.man hayati (bioprospeksi) di tingkat
genetik dan spesies; (iil pengembangan dan pengelolaan digital sequence
information sumber daya genetik; (iii) peningkatan pemanfaatan jasa ekosistem
seperti wisata alam, air, karbon, dan panas bumi; serta (iv) penerapan prinsip
inklusif dan berkelanjutan yang menjunjung asas kesetaraan untuk
kesejahteraan masyarakat, termasuk melindungi dan menghormati kearifan
lokal dan kedaulatan negara.
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4.5.4 Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan

Untuk memastikan kemandirian menuju kedaulatan pangan didukung dengan
ketahanan energi dan air dilakukan pendekatan terpadu FEW Nexus (Food,
Energg, Watefl.

Diversifikasi dan konservasi energi untuk meningkatkan ketahanan pasokan
energi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Arah kebijakan untuk
mewujudkan ketahanan energi adalah: (i) perluasan akses, kapasitas, dan
jangkauan pelayanan infrastruktur energi terutama gas dan listrik; (ii)
peningkatan riset, inovasi, dan eksplorasi potensi dan cadangan baru energi,
termasuk bioenergi berbasis nonpangan dan sumber energi yang berasal dari
laut; (iii) pengembangan energi baru seperti hidrogen hijau rendah karbon,
nuklir, gas metana batubara, batu bara tercairkan untuk pembangkitan energi
listrik dengan mengutamakan aspek keselamatan dan keamanan sistem; (iv)
pengembangan hidrogen rendah karbon termasuk untuk bahan bakar sektor
transportasi; serta (v) perbaikan regulasi dan kelembagaan konservasi energi.

Efisiensi dan efektivitas pendayagunaan sumber daya air. Konservasi sumber
daya air dilaksanakan dalam rangka menjaga ketersediaan air secara kontinu
melalui: (i) peningkatan kualitas sungai (DAS) dengan rehabilitasi hutan dan
lahan serta penyelamatan danau; (ii) pengelolaan lahan basah secara
berkelanjutan (bakau dan gambut); (iii) penguatan pengelolaan wilayah sungai
secara terpadu dan konservasi non vegetatif (pembangunan sumur resapan,
kolam retensi, dan bangunan pena.ngkap air lainnya); (iv) peningkatan kapasitas
tampungan air; serta (v) pengembangan teknologi pemanfaatan air laut terutama
bagi masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil.

Dari sisi pemanfaatan, pembangunan infrastruktur perlu didorong untuk
mewujudkan pengelolaan sumber daya air secara terpadu dan berkelanjutan
dari hulu ke hilir melalui: (i) modernisasi sistem irigasi untuk mendorong
efisiensi penggunaan air irigasi; (iil pengembangan dan penerapan solusi
teknologi dalam pengelolaan sumber daya air seperti penyediaan sistem
informasi sumber daya air untuk penyediaan air; dan (iii) pemanfaatan sumber
daya air dengan menggunakan prinsip akuntansi air Qtater acaunting)untuk
aspek pelestarian lingkungan pada rantai pasok air.

Transformasi sistem pangan menuju eco-region sistem pangan yang
berkelanjutan, sehat dan tangguh berbasis sumber daya dan kearifan lokal. Hal
ini dilakukan melalui arah kebijakan sebagai berikut (i) pemenuhan hak dasar
atas pangan secara berkelanjutan bagi seluruh individu melalui peningkatan
ketersediaan pangan nasional dengan pengembangan Kawasan Sentra Produksi
Pangan (KSPP) yang sekaligus sebagai salah satu sumber ekonomi baru dari
kawasan/wilayah, pengembangan pangan hewani, pengembangan pangan
nabati, dan penguatan cadangan pangan; (ii) pemenuhan kebutuhan pangan
dan gizi yang cukup, beragam, seimbang, dan aman dalam rangka pemenuhan
hak dasar atas pangan secara berkelanjutan bagi seluruh individu; (iii)
diversifikasi dan hilirisasi pangan lokal untuk mendukung kemandirian menuju
kedaulata.n pangan; (iv) peningkatan asupan zat gizi mikro yang penting untuk
SDM berkualitas dan produktif melalui pengembangan biofortifikasi dan
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fortifikasi pangan skala luas (large scale food fortificationllSFF); (v) penjaminan
akses dan keterjangkauan pangan dan gpzi terutama pada anak dalam periode
1000 hari pertama kehidupan (HPK), masyarakat berpendapatan rendah, tinggal
di wilayah 3TP, atau terkena dampak bencana; (vi) penerapan pertanian
konservasi, pertanian berkelanjutan, adaptif, dan rendah karbon; (vii)
pengembangan blue food dan potensi sumber pangan alternatif lainnya; serta
(viii) penguatan tata kelola sistem pangan melalui penguatan satu data pangan.

Integrasi pangan akuatik sebagai bagian dari sistem pangan untuk menyediakan
pangan yang cukup, beragam, bergSzi seimbang, sehat, dan aman. Arah
kebijakan sistem tata kelola pangan akuatik yang terintegrasi hulu-hilir
utamanya adalah: (i) revitalisasi struktur pelaku usaha perikanan; (ii) penguatan
sistem rantai dingin, hulu-hilir perikanan, serta jaminan kualitas dan
ketelusuran produk perikanan; (iii) pemanfaatan riset dan teknologi perikanan
serta penguatan basis data; dan (iv) peningkatan pengawasan dan penindakan
Illegal, Unreported, and Unregulated (IUUI fishing dan destructiue fishing.

4.5.5 Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

Pembangunan rendah karbon dilakukan untuk mencapai penurunan emisi GRK
secara kumulatif dari Tahun 2010 hingga Tahun 2045 sebesar 51,51 persen di
bawah baseline penurunan emisi GRK Tahun 2O|O-2O45 (Grafik 4.5.1).
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Grafik 4.5.1 Proyeksi Penurunan Emisi GRK secara Kumulatif dan 

Tahunan (GtCO2e) 
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Apabila perhitungan penurunan emisi GRK dilakukan tiap tahun (bukan
kumulatif), maka target penurunan emisi GRK di Tahun 2045 sebesar 80,98 di
bawah baseline penurunan emisi GRK Tahun 2045. Upaya penurunan emisi
GRK bertujuan untuk mencapai net zero emission di Tahun 2060.
Penerapan jalur pembangunan yang rendah karbon dilaksanakan melalui arah
kebijakan yang mencakup: (i) peningkatan rehabilitasi hutan dan lahan,
penghambatan laju deforestasi, restorasi gambut dan bakau, serta penerapan
zero forest land-fires; (ii) penerapan efisiensi energi secara luas dan peningkatan
penggunaan EBT, termasuk pengupayaan dekarbonisasi sumber energi; (iii)
pengembangan transportasi berkelanjutan dan elektrifikasi transportasi; (iv)
pengelolaan limbah dan penerapan ekonomi sirkular; (v) pengembangan industri
hijau; (vi) dukungan insentif fiskal dan non fiskal serta implementasi carbon
pricing yang optimal ; (vii) pembangunan bangunan gedung dan hunian yang
rendah karbon; dan (viii) penerapan kebijakan yang mendorong perubahan
perilaku masyarakat Indonesia secara luas untuk melaksanakan aktivitas
kehidupan yang rendah karbon dan berkelanjutan.

Pembangunan berketahanan iklim untuk menekan potensi kerugian ekonomi
akibat perubahan iklim. Kebijakan berketahanan iklim diprioritaskan pada
empat sektor utama, yaitu: kelautan dan pesisir, sumber daya air, pertanian,
kehutanan, dan perikanan, serta sektor kesehatan di lokasi prioritas ketahanan
iklim. Beberapa arah kebijakan yang diperlukan meliputi: (i) peningkatan
kapasitas pesisir dan sektor kelautan, dengan melakukan upaya mitigasi dan
adaptasi baik struktural dan non struktural, serta peningkatan kapasitas dan
kapabilitas pemangku kepentingan dan masyarakat; (ii) pencegahan dan
penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) terhadap penyakit yang dipengaruhi
oleh iklim di sektor kesehatan; (iii) peningkatan tata kelola sumber daya air
sebagai upaya menjaga ketersediaan air dalam memenuhi kebutuhan serta
menjaga ketahanan ekonomi air; dan (iv) penerapan Climate Smart Agianlfiire
dan pertanian berkelanjutan di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan.

Penanggulangan bencana didasarkan pada karakteristik dan kondisi bencana
berbasis pulau. Karakteristik dan kondisi bencana setiap pulau perlu menjadi
pertimbangan dalam men5rusun kebdakan perencanaan pembangunan, baik di
pusat maupun di daerah. Arah kebdakannya meliputi: (il identifikasi
karakteristik dan potensi kebencanaan di selumh wilayah pulau untuk
penyusunan profil risiko dan program mitigasi bencana; (ii) penerapan
pertimbangan aspek pengurangan risiko bencana dalam men5rusun rencanatata
ruang wilayah di setiap tingkatan; (iii) pengembangan pusat logistik dan jaringan
kebencanaan melalui konektivitas antar pulau termasuk dampak bencana dan
perubahan iklim dalam pembangunan infrastruktur melalui pelibatan
kolaboratif klaster logistik penanggulangan bencana dan kemitraan sektor
publik dan swasta (prublic-priuate partnershipsl; (iv) pembangunan greg
infrastrucfiire (sea utall, breakutater, spillutag, dlll dan nafiire-based solution
(pembangunan green belt) untuk wilayah pesisir rentan tsunami dan kenaikan
muka air lau! (v) pembangunan sistem peringatan dini multi-ancaman bencana
terpadu dan inklusif melalui penerapan teknologi yang andal dan terintegrasi;
(vi) pembangunan kesiapsiagaan bencana dimulai dari tingkatan individu,
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keluarga, dan komunitas; (vii) pengembangan modul pengetahuan kebencanaan
dalam kurikulum di level pendidikan dasar dan menengah; (viii) peningkatan
kemandirian pemerintah daerah dalam pengelolaan penanggulangan bencana;
(ix) pembangunan infrastruktur terintegrasi yang bersifat multifungsi
(penyediaan layanan dasar, infrastruktur sosial, dan tanggap darurat bencana);
serta (x) pembangunan sarana dan prasarana yang memperhatikan kerawanan
bencana dan perubahan iklim.
Dalam rangka pencapaian ketahanan sosial budaya dan ekologt yang terdiri dari
lima arah (tujuan) pembangunan, beberapa indikator pengukur keberhasilan
telah disusun untuk menjaga keberlanjutan dan sebagai alat pemantauan dan
evaluasi RPJP Nasional Tahun 2025-2045 sebagaimana terdapat dalam Tabel
4.5.1.

Tabel 4.5.1
Indikator Capaian Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi dalam RPJP Nasional

Tahun 2025-2045

Arah (tujuan)
penbangunan

Indikator Baseline
20/25*

Sasaran 2o,45

Beragama
Maslahat dan
Berkebudayaen
Maju

37.Indeks Pembangunan
Kebudayaan (IPK)

58,39 68,15

38.Indeks Kerukunan Umat
Beragama (IKUB)

76,77 84,2O

Keluarga
Berkualitas,
Kesetaraan
Gender, dan
Masyarakat

39.Indeks Pembangunan
Kualitas Keluarga 70,29 80,00

40.Indeks Ketimpangan Gender
(rKG)

o,425 o,15

Llngkuugan
Hidup
Berkualitas

41.Indeks Pengelolaan
Keanekaragaman Hayati o,44 O,75

42.Kualitas Lingkungan H idup

a.i. Indeks Kualitas Udara
(rKU) 78,53 97,05

a.ii. Indeks Kualitas Air (IKA) 72,O2 77,5O

a.iii.Indeks Kualitas Lahan
(rKL) 77,97 79,74

a.iv. Indeks Kualitas Air Laut 81,02 88,77
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*Baseline Tahun 2025 merupakan progeksi target

Arah (tuJuaa!
Pembangunan

Iadikator Baseline
2ot25*

Sasaran 2o,46

(rKAL)

b Rumah Tangga dengan
akses sanitasi aman (%)

12,5 70,o

c Timbulan sampah
terolah di fasilitas
pengolahan sampah (o/ol

24
(160/o terdaur

ulang)

90
(35% terdaur

ulang)

Berketahanan
Energi, Alr,
dan
Kemandirlan
Pangan

43.Ketahanan Energi, Air, dan
Kemandirian menuju
Kedaulatan Pangan
i. Ketahanan Energi

- Indeks ketahanan energi
ii. Prevalensi ketidakcukupan

konsumsi pangan (%)
iii. Ketahanan Air

- Kapasitas Tampungan
Air (m3/kapita)

- Akses Rumah Tangga
Perkotaan terhadap Air
Siap Minum Perpipaan
(o1ol

6,77

7,21

65,18

39,20

8,24

o,77

200

100

Reslliensi
terhadap
Bencaaa dan
Perubahan
Iklim

44. Proporsi Kerugian Ekonomi
Langsung akibat Bencana
Relatif terhadap PDB (%)

o,137 o,1 1

45. Persentase Penurunan Emisi
cRK (%)

a. Kumulatif 28,12 51,51
b. Tahunan 36,65 80,98
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BAB V

Pembangunan lf,llayah dan Sarana Prasarana MenuJu Indonesia Emas

Indonesia Emas 2045 tercermin dalam peningkatan kesejahteraan ralryat di
seluruh wilayah Indonesia, dengan pengurangan kesenjangan antarwilayah dan
kelompok pendapatan, yang dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat termasuk
kelompok rentan. Hal ini dihasilkan dari pelaksanaan agenda transformasi
ekonomi, transformasi sosial, dan transformasi tata kelola, yang didukung oleh
landasan transformasi supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan
Indonesia, serta ketahanan sosial budaya dan ekologi.

Dalam mewujudkan pembangunan wilayah, faktor pendorong yang penting
adalah pembangunan sarana dan prasarana, utamanya konektivitas,
ketenagalistrikan, teknologi informasi dan komunikasi, serta sarana dan
prasarana dasar. Seiring dengan desentralisasi dan otonomi daerah, tata kelola
dan kapasitas fiskal pemerintah daerah memegang peranan utama dalam
pembangunan wilayah. Disisi lain, dalam menerapkan kebijakan dan
pembangunan wilayah harus memperhatikan karakteristik wilayah dan tidak
dilakukan secara one size fits att, serta memberikan pemihakan kepada daerah
afirmasi.

Karakteristik wilayah Indonesia sebagai negara kepulauan (archipelagic statel
menjadikan laut sebagai potensi besar yang harus dioptimalkan. Wilayah laut
lndonesia meliputi laut teritorial, zona ekonomi eksklusif, dan wilayah landas
kontinen. Saat ini, tercatat 17.504 pulau teridentifikasi. Dari jumlah tersebut,
sebanyak 16.056 pulau telah terdaftar di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB),
dan sisanya sedang dalam proses untuk didaftarkan. Oleh karena itu,
pembangunan ke depan perlu memperhatikan karakteristik wilayah tersebut
dan didukung oleh konektivitas dan logistik yang andal, yang menjadi bagian
penting dalam pembangunan Indonesia sebagai NKRI.

Jalur distribusi logistik dan transportasi menjadi tulang punggung
pembangunan yang efektif dan efisien, memungkinkan pengiriman barang dan
jasa serta mobilisasi penduduk secara cepat dan tepat waktu ke berbagai daerah
di Indonesia. OIeh karena itu, pembangunan infrastruktur logistik dan
transportasi yang andal, efisien, yang terintegrasi menjadi kunci bagi Indonesia
untuk memaksimalkan potensi sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Dengan begitu, Indonesia dapat meningkatkan perekonomian negara dan
mengurangi kesenjangan antarwilayah. Sebagai negara maritim, Indonesia
memiliki lokasi strategis, sumber daya melimpah, dan warisan budaya yang
kaya. Dalam NKRI, pemanfaatan laut dan pengembangan sektor maritim
menjadi penting.

5.1 Isu. . .

SK No 218517 A



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-135-

5.1 Isu dan Potensi Wilayah serta Isu Sarana Prasarana

Kesenjangan antarwilayah menjadi tantangan yang harus diatasi dalam dua
puluh tahun mendatang. Penyebab utama kesenjangan adalah terpusatnya
sumber daya penggerak ekonomi, seperti persebaran penduduk, tenaga kerja
terdidik dan terampil, investasi dan kredit perbankan, serta sarana dan
prasarana di Jawa dan Sumatera. Selain itu, kondisi Indonesia sebagai negara
kepulauan juga merupakan tantangan yang memperlebar kesenjangan
antarwilayah. Sekitar 78 persen dari kegiatan ekonomi nasional terpusat di
wilayah Jawa dan Sumatera.

Persebaran penduduk dan tenaga kerja terdidik dan terampil terpusat di wilayah
Jawa dan Sumatera. Menurut BPS, pada Tahun 2O2O penduduk yang menetap
di wilayah Jawa dan Sumatera lebih dari 78,1 persen. Kualitas SDM yang diukur
dari Indeks PembangLrnan Manusia (IPM) menunjukkan sebagian besar provinsi
di luar Jawa dan Sumatera memiliki nilai IPM di bawah rata-rata nasional
(Grafik 5.1.1). Pada September 2022, tingkat kemiskinan provinsi di luar Jawa
dan Sumatera sebesar 11,05 persen masih lebih tinggi dibanding Jawa dan
Sumatera sebesar 9,15 persen.

Grafik 5.1.1 Indeks Pemb_angunan Manusia2022

Variasi capaian pembangunan dan kinerja sistem kesehatan antardaeratr sangat
tinggi. Secara umum, capaian pembangunan kesehatan di wilayah Indonesia
bagian Barat terutama Jawa dan Bali lebih baik dibandingkan dengan wilayah
lainnya. Wilayah Indonesia bagian Tengah dan Timur masih dihadapkan pada
tingginya kejadian penyakit menular, seperti kusta dan malaria, serta
keterbatasan akses terhadap fasilitas, tenaga medis, dan tenaga kesehatan.
Hingga awal Tahun 2024 masih terdapat 423 Puskesmas tanpa dokter,
mayoritas berada pada Kawasan Indonesia Timur (Kemkes, 2024l,. Wilayah
Indonesia bagian Barat dihadapkan pada tingginya beban permasalahan
kesehatan, seperti jumlah kasus tuberkulosis dan stunting. Permasalahan
penyakit tidak menular semakin besar ditandai dengan peningkatan prevalensi
obesitas di seluruh wilayah di Indonesia. 

Kinerja. . .
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Kinerja sarana dan prasarana seperti konektivitas, ketenagalistrikan, 
telekomunikasi, perumahan dan permukiman, dan sumber daya air, masih 

tertinggal dibandingkan dengan sejumlah negara lain, utamanya negara kontinental. 
Jalur distribusi yang lebih kompleks di negara kepulauan  mengakibatkan 

tingginya biaya pembangunan dan tingginya beban biaya hidup rumah tangga. 
Dalam dua puluh tahun mendatang, pembangunan sarana dan prasarana yang 
berkualitas, adil dan berkelanjutan, didukung dengan tata kelola infrastruktur 

(infrastructure governance) yang baik menjadi prasyarat utama dalam 
mendukung transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola masa depan.  

Belum optimalnya konektivitas,  menyebabkan rendahnya kinerja logistik  dan 
daya saing global dibandingkan dengan negara-negara di Asia Pasifik (Gambar 
5.1.1). Demikian  pula akses terhadap pembiayaan perumahan, rumah layak 

huni, serta air minum dan sanitasi aman, penanganan sampah perkotaan, 
konsumsi listrik, bauran listrik terbarukan, internet, dan tampungan air, juga 
masih tertinggal dibanding negara-negara Asia maupun negara maju (Tabel 

5.1.1). 

 

Terbatasnya pemenuhan sarana dan prasarana dasar berdampak pada kesehatan 

masyarakat dan kualitas sumber daya manusia, kualitas lingkungan hidup, serta 
produktivitas dan kesejahteraan masyarakat. Perbandingan antarnegara 

menegaskan pentingnya percepatan pemenuhan sarana dan prasarana dasar di 
Indonesia sebagai pondasi transformasi sosial dan ekonomi di masa depan.

Tabel 5.1.1 Perbandingan Indikator Sarana dan Prasarana di Berbagai Negara 

Indikator Indonesia Malaysia Filipina Thailand Singapura Tiongkok Amerika 

Rasio 

Outstanding 

Kredit 

Pemilikan 

3 persen 

(2020) 

38,4 

persen 

(2020) 

3,8 

persen 

(2020) 

22,3 

persen 

(2020) 

44,8 

persen 

(2020) 

n/a 

52,2 

persen 

(2020) 

 

Gambar 5.1.1 Posisi Kinerja Logistik Indonesia di antara Negara-Negara 
Asia-Pasifik 
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Indikator Indonesia Malaysia Filipina Thailand Singapura Tiongkok Amerika 

Rumah 

(KPR) 

terhadap 

PDBa 

Akses 

Rumah 

Layak Hunib 

60,66 

persen 

(2022) 

n/a 

55,7 

persen* 

(2018) 

75,5 

persen* 

(2017) 

>80 

persen* 

(2018) 

n/a 

100 

persen* 

(2018) 

Akses Air 

Minum 

Amanc  

11,8 

persen 

(2020) 

98,32 

persen 

(2020) 

47,46 

persen 

(2020) 

n/a 

 

100 

persen 

(2020) 

n/a 

97,33 

persen 

(2020) 

Akses 

Sanitasi 

Amand 

10,16 

persen 

(2022) 

77,45 

persen 

(2018) 

60,64 

persen 

(2020) 

25,93 

persen 

(2020) 

100 

persen 

(2020) 

69,66 

persen 

(2020) 

98,26 

persen 

(2020) 

Capaian 

Penanganan 

Sampah 

Perkotaane 

54,85 

persen 

(2019) 

>70 

persen 

(2017) 

40-90 

persen 

(2017) 

>80 

persen 

(2017) 

>90 

persen 

(2017) 

n/a n/a 

Konsumsi 

listrik per 

kapita 

(kWh)f 

1.173 5.233 950 2.610 9.000 5.950 12.321 

Bauran 

listrik 

terbarukan 

(persen)g 

14,30 18,04 22,13 14,51 2,08** 28,91 20,75 

Rata-rata 

kecepatan 

sambungan 

internet 

(Mbps) 

(Fixed; 

Mobile)h 

25,89; 

18,61 

92,69; 

48,67 

88,13; 

24,59 

201,81; 

38,70 

234,55; 

78,92 

211,34 

99,48 

195,31; 

79,72 

Tampungan 

(m3) per 

kapitai 

57,53 702,6 65,7 1137,9 12,9 566,6 2236,2 
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Semakin meningkatnya tiga krisis planet bumi, serta posisi Indonesia di cincin
api Pasifik termasuk masih adanya potensi konflik sosial merupakan ancaman
bencana. Tiga krisis planet bumi adalah krisis iklim, hilangnya keanekaragaman
hayati, polusi, dan limbah. Saat ini, emisi gas rumah kaca Indonesia
menunjukkan persentase penurunan sebesar 26,87 persen di Tahun 2022,
tetapi masih belum mencapai target global. Data World Rfsk Report {2022) juga
menunjukkan posisi Indonesia pada peringkat ketiga sebagai negara dengan
risiko bencana tinggi, di bawah Filipina (1) dan India (2). Selain itu, masih terjadi
konflik agraria di beberapa wilayah, ditambah dengan konflik di Papua yang
turut memicu ancaman bencana.

Pelaksanaan Desentralisasi dan Otonomi Daerah di beberapa daerah belum
berjalan dengan efektif. Hal tersebut dikarenakan pelaksanaan tata kelola
kepemerintahan yang belum optimal, serta penggunaan dan pemanfaatan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang tidak efisien.

Terbatasnya kapasitas tata kelola pemerintah daerah. Hal ini diakibatkan oleh
ketimpangan kuantitas dan kualitas aparatur daerah, regulasi yang tumpang
tindih, serta kurang kondusifnya sistem politik daerah yang cenderung
menguatkan kelompok kepentingan politik tertentu di daerah.
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Indikator Indonesia Malaysia Filipina Thailand Singapura Tiongkok Amerika 

Frekuensi 

kejadian 

bencana 

(2000-2023)j 

367 74 352 113 3 622 567 

 

 

 

Catatan: 

*) Menggunakan data indikator SDGs 11.1 dalam laporan Sustainable Development Report 2022  

**) Singapura memiliki bauran listrik terbarukan rendah karena keterbatasan sumber energinya 

dan bergantung pada gas bumi.  

 

Sumber: a) World Bank, 2020; b) Susenas, 2022, Sustainable Development Report, 2022; c) Susenas KOR, 2022, JMP Report 2020; d) 

Susenas KOR, 2022, JMP Report 2018-2020; e) Susenas MKP, 2019, UN West Management Report, 2017; f) KESDM, 2022, Our World 

in Data; g) KESDM, 2022, Our World in Data; h) Speedtest.net Januari 2023; i) Aquastat; j) EMDAT 
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Terbatasnya kapasitas fiskal daerah mengakibatkan belum optimalnya
kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pembangunan
(Gambar 5.1.2). Potret fiskal daerah menunjukkan ketergantungan terhadap
Transfer ke Daerah (TKD) yang masih tinggi, rasio pajak daerah yang masih
rendah, dan minimnya inovasi pembiayaan alternatif di daerah.

Gambar 5.1.2 Peta Sebaran Indeks Kapasitas Fiskal Daerah
Tahun 2O2l

5.1.1 Potret Pembangunan Wilayah dan Sarana Prasarana

Tata Ruang dan Pertanahan

Penataan ruang dan pertanahan adalah salah satu aspek penting dalam
mendukung perwujudan Visi Indonesia Emas 2045 sebagai Negara Kesatuan
Republik Indonesia yang bersatu, berdaulat, maju, dan berkelanjutan. Hal ini
mencakup aspek perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dengan
pengawasan penataan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Namun,
terdapat berbagai isu terkait dengan ketiga aspek tersebut, seperti penuntasan
integrasi tata ruang darat, laut, dan udara, pemenuhan kelengkapan dokumen
rencana tata ruang, tumpang-tindih tata ruang antardaerah dan antarsektor,
belum terlihatnya keterkaitan desa-kota, belum selarasnya rencana tata ruang
dan rencana pembangunan, kuantitas dan kualitas SDM penataan ruang, serta
efektivitas pengendalian pemanfaatan ruang.
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Belum optimalnya kesesuaian persebaran pembangunan dengan daya dukung
dan daya tampung wilayah. Wilayah dengan daya dukung rendah, seperti Pulau
Jawa, Bali, dan Sulawesi Selatan, menjadi motor kegiatan ekonomi, tetapi
mengalami krisis air yang mengancam ketahanan air di Indonesia. Di sisi lain,
wilayah dengan dukungan lingkungan yang cukup besar, seperti Pulau
Kalimantan dan Papua, belum dimanfaatkan secara optimal.

Masalah lainnya adalah rendahnya kepastian hukum hak atas tanah, terutama
pada wilayah perairan, pesisir, pulau-pulau kecil, terdepan dan terluar. Hal ini
menimbulkan maraknya kasus pertanahan dan mafia tanah yang merugikan
masyarakat. Terjadinya hal tersebut terutama akibat penggunaan sistem
pendaftaran tanah publikasi negatif/sistem stelsel negatif.

Rendahnya kepastian hukum hak atas tanah di wilayah tersebut merupakan isu
strategis yang perlu segera ditangani karena dapat menimbulkan sengketa dan
konflik antara masyarakat dan negara, bahkan dengan negara lain. Selain itu,
rendahnya kepastian hukum juga menghambat pembangunan infrastruktur dan
investasi di wilayah tersebut. Kondisi ini disebabkan oleh belum tercatatnya
bidang-bidang tanah di wilayah tersebut yang menyebabkan masyarakat sulit
untuk membuktikan kepemilikan tanah yang dimilikinya sehingga
memunculkan sengketa dengan pihak lain termasuk negara. Wilayah pesisir,
pulau-pulau kecil, terdepan dan terluar Indonesia juga rentan terhadap
perubahan lingkungan yang dinamis.

Ketidakpastian hukum atas status kawasan hutan merupakan isu yang masih
dihadapi. Sampai dengan Tahun 2O2L, seluas 36,6 juta hektare atau sekitar
29,1L persen kawasan hutan belum ditetapkan, dan akan ditargetkan selesai
seluruhnya mencapai 1O0 persen pada Tahun 2024, Kondisi ketidakpastian ini
menyebabkan tumpang tindih penggunaan kawasan hutan, menurunkan
Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL), dan mengurangi pendapatan
pemerintah.

Ketimpangan kepemilikan dan penguasaan tanah serta rendahnya
kesejahteraan pemilik tanah juga menyebabkan kemampuan memanfaatkan
tanah yang dimiliki menjadi rendah. Sebagian kecil kelompok masyarakat
menguasai tanah dalam jumlah besar, namun pemanfaatannya tidak optimal.
Sementara itu, sisa tanah yang sedikit dikelola oleh sebagian besar masyarakat
lainnya khususnya petani, tidak memenuhi nilai keekonomian untuk dapat
menyejahterakan di tingkat kehidupan dan penghidupan yang layak. Selain itu,
keterbatasan sarana produksi pertanian serta keahlian yang dimiliki masih
menjadi masalah.

Ketersediaan, akses, dan keterbukaan pada data dan informasi geospasial saat
ini masih menjadi permasalahan utama. Secara fundamental, data dan
informasi geospasial dibutuhkan untuk menJrusun perencanaan pengembangan
kewilayahan. Ketersediaan data informasi geospasial terutama pada data
geospasial dasar skala besar, masih belum merata untuk seluruh wilayah
Indonesia. Data geospasial yang sudah tersedia juga masih sulit diakses karena
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Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN) yang belum sepenuhnya
berfungsi sesuai tata kelola yang diharapkan. Pada tingkat daerah, pemerintah
daerah masih belum dapat merencanakan dan menyediakan peta daerahnya
sendiri, sedangkan data yang tersedia di tingkat pusat belum seluruhnya sesuai
dengan kebutuhan dan kondisi di daerah. Hal tersebut terutama disebabkan
oleh rendahnya ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) bidang informasi
geospasial baik di tingkat pusat maupun daerah.

Urbanisasi dan Perkotaan

Tingkat urbanisasi Indonesia yang sangat pesat dalam beberapa dekade terakhir
berkontribusi pada terciptanya kesenjangan antarwilayah. Hal ini dikarenakan
dominasi penduduk perkotaan (Grafik 5.1.2) serta pemusatan SDM produktif
dan berkualitas di Wilayah Jawa. Di samping itu, masih rendahnya konektivitas
antarpulau dan intra kawasan, menyebabkan perdagangan, mobilitas SDM, dan
penciptaan nilai tambah masih terpusat di Jawa dan Kawasan Barat lndonesia.
Di sisi lain, pengelolaan urbanisasi yang tidak diimbangi dengan pembangunan
infrastmktur yang memadai menyebabkan pembangunan kota tidak inklusif
dan berkelanjutan. Kendala lain adalah rendahnya kapasitas SDM perkotaan,
minimnya inovasi dan kolaborasi dalam mengatasi tantangan urbanisasi, serta
tata kelola yang belum terpadu dan inovatif.

Grafik 5.1.2 Jumlah Kota dengan Penduduk di atas 1 Juta Jiwa
(Metropolitan)

SK No 218548 A

        Pengembangan . . . 

Sumber: Bappenas, 2022 (diolah) 



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-142-

Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan seperti KEK, KI, KPBPB dan DPP
belum signifikan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kawasan-kawasan
tersebut belum optimal menarik investasi, utamanya terkait dengan aspek
perencanaan dan pembangunan kawasan. Pada tahap perencanaan, pusat-
pusat pertumbuhan sering kali belum selaras dengan kebijakan pembangunan
wilayah, belum menyesuaikan dengan dinamika pasar dan perhitungan yang
matang, belum memperhatikan nilai strategis lokasi, dan aspek risiko
kebencanaan. Pada tahap pembangunan, pembangunan kawasan dihadapkan
pada permasalahan lahan kawasan yang belum clean and clear, keterbatasan
komitmen dan kemampuan finansial pengelola kawasan terhadap
pembangunan infrastruktur di dalam, serta upaya untuk menarik investasi ke
dalam kawasan, perizinan berlapis dan insentif fiskal yang belum optimal, serta
keterbatasan jumlah dan kapasitas SDM lokal.

Kendala lain adalah pengembangan infrastruktur luar kawasan masih
dihadapkan pada keterbatasan anggara.n pemerintah, perizinan yang kompleks,
kurangnya insentif fiskal, dan terbatasnya SDM lokal.

Perdesaan dan Daerah Afirmasi

Selain pembangunan perkotaan, pembangunan perdesaan juga menghadapi berbagai
isu dan tantangan. Hal tersebut antara lain: (i) rendahnya daya saing, produlrtivitas,
dan ketahan€ul aktivitas perekonomian perdesaan; (ii) keterbatasan aksesibilitas dan
konektivitas fisik maupun digtal; (iii) kompetensi, kapabilitas, dan kapasitas aparat
serta masyarakat desa yang minim dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan
desa dan akuntabititas sosial; (i9 kualitas pemenuhan layanan dasar perdesaan rendalt
dan tidak merata; (v) tantangan krisis iklim, degradasi ling!<ungan, dan ketahanan
ekologi; (vi) preservasi adat istiadat, budaya, dan nilai lokal yang belum optimal; (vii)

tumpang tindih regul,asi dan program pembangunan di desa dan supra-desa; (viii)

dinamika urbanisasi perdesaan yang belum terkelola; (ix) kebijakan yang cenderung
seragam belum mengenali keragaman kondisi, karalcteristik, dan kebuhrlran desa;
serta (x) pengembangan kawasan perdesaan dan kawasan tr:ansmigrasi yang belum
optimal.

Kesenjangan juga terjadi antara pulau-pulau utama dengan daerah perbatasan
termasuk pulau-pulau kecil terluar dan daerah tertinggal. Kesenjangan daerah
afirmasi dapat dilihat dari tingkat ketersediaan sarana dan prasarana layanan
dasar yang masih rendah, khususnya pada layanan kesehatan dan pendidikan
sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 5.1.3. Di samping itu, isu-isu yang
perlu segera diselesaikan pada daerah afirmasi, yaitu tingkat kemiskinan,
konektivitas, kualitas sumber daya manusia, risiko bencana, dan tata kelola
pemerintahan.

SK No 218547 A

Gambar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-143-

Gambar 5.1.3 Peta Persebaran Ketersediaan Infrastruktur Pelayanan
Dasar di Daerah Afirmasi

Beberapa permasalahan di kawasan perbatasan Indonesia masih belum
terselesaikan. Sengketa batas wilayah negara (unresolued segmentl dengan
negara tetangga dan kegiatan ilegal masih terjadi di kawasan tersebut. Selain
itu, adanya abrasi pada sejumlah pulau-pulau kecil terluar berpotensi
memengaruhi batas wilayah negara.

Di daerah tertinggal, terdapat permasalahan terkait aspek kemandirian pangan,
pembiayaan, dan interaksi wilayah. Rendahnya ketahanan pangan ditunjukkan
oleh indeks ketahanan pangan (IKP) pada daerah tertinggal termasuk dalam
klasifikasi sangat rentan (=41,521. Hal ini disebabkan oleh kualitas konsumsi
pangan dan pengendalian volatilitas harga pangan, serta sistem pemanfaatan
areal pertanian. Pada aspek pembiayaan, tindakan afirmatif dan alokasi
pendanaan pada kebutuhan spesifik daerah tertinggal juga belum optimal yang
salah satunya ditunjukan dengan kondisi kemampuan keuangan daerah.
Daerah tertinggal juga memiliki kondisi interaksi desa-kota yang terputus dan
masyarakat dengan struktur ruang permukiman yang tidak berkembang.
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Konektivitas

Sebagai negara maritim, konektivitas laut dan penyeberangan serta konektivitas
udara yang menjadi tulang punggung angkutan barang dan penumpang
antarpulau masih dihadapkan pada sejumlah tantangan. Angkutan barang
antarpulau masih dilayani dengan ukuran kapal yang kecil (rata-rata sebesar
7OO TEUs dibandingkan dengan ukuran ideal sebesar 2.500 TEUs) serta rute
yang ada saat ini masih cenderung port-to-port (hanya 23 persen dari rute
angkutan barang yang membentuk pola rute simpul dan pengumpanlhub and
spokel. Belum efisiennya angkutan barang melalui laut tersebut disebabkan
oleh: (i) belum terstandarnya infrastruktur dan layanan simpul utama, termasuk
dalam mengakomodasi rute kapal-kapal berukuran besar dari barat ke timur,
Belum tersedianya pelabuhan simpul (transhipment domestik) dan pusat logistik
di Kawasan Timur Indonesia men5rumbang pada rendahnya muatan balik dan
tingginya biaya logistik; (ii) belum optimalnya konektivitas pada hinterland
pelabuhan yang menghubungkan pelabuhan dengan pusat-pusat produksi,
pasar, dan rantai pasok; (iii) belum optimalnya kegiatan ekonomi pada
hinterland pelabuhan mengakibatkan tidak optimalnya pengoperasian
pelabuhan di sejumlah daerah. Sementara itu, angkutan penumpang
antarpulau melalui laut masih dilayani oleh kapal-kapal berusia tua dengan rute
dan layanan yang tidak kompetitif. Sedangkan moda transportasi
penyeberangan/RoRo belum dioptimalkan untuk angkutan laut jarak pendek
dan menengah.

Angkutan udara merupakan tulang punggung angkutan antarpulau, juga
menghadapi sejumlah isu, termasuk belum terpenuhinya kapasitas terminal
dan ntnwaA, serta rendahnya pemanfaatan sebagai akibat terbatasnya
penerbangan.

Aksesibilitas masyarakat di daerah afirmasi 3TP (Tertinggal, Terdepan, Terluar,
dan Perbatasan) terhadap layanan sosial-ekonomi, juga masih mengalami
kendala yang disebabkan oleh keterbatasan layanan angkutan laut dan udara
untuk menjangkau daerah-daerah yang sulit dijangkau.

Konektivitas hinterland (intra pulau) yang terdiri dari jaringan jalan, kereta api,
serta angkutan perairan danau dan sungai juga dihadapkan pada beberapa
tantangan. Kapasitas jalan pada koridor utama logistik dan penumpang ditandai
dengan masih tingginya waktu tempuh pada koridor utama (yaitu 2,1 jamllOO
km), masih tertinggal dibandingkan rata-rata negara tetangga sebesar 1,6
iaml100 km. Kualitas jalan, terutama jalan yang menjadi kewenangan daerah,
masih rendah. Kondisi tersebut turut men5^rmbang pada tingginya tingkat
fatalitas kecelakaan lalu lintas jalan (korban meninggal dunia akibat kecelakaan
lalu lintas sebesar rata-rata 27 nbujiwa/tahun).
Ketersediaan jalan, terutama di kawasan timur, masih belum memadai untuk
mendukung aksesibilitas masyarakat, termasuk terhadap layanan dasar.
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Untuk moda kereta api, tantangan utama adalah belum optimalnya
infrastruktur dan layanan dalam penyediaan angkutan cepat, terjangkau, dan
ramah lingkungan pada koridor-koridor antarkota besar. Moda kereta api serta
fasilitas perpindahan antarmoda juga belum optimal dalam penyediaan
angkutan barang termasuk untuk angkutan curah/peti kemas dalam jumlah
besar menuju pelabuhan serta kawasan ekonomi. Angkutan danau dan sungai
masih belum dimanfaatkan secara optimal sebagai angkutan barang,
penumpang, dan mendukung pariwisata di daerah-daerah yang memiliki
perairan danau dan sungai.
Ketenagalistrikan
Pelayanan ketenagalistrikan belum merata dengan pemanfaatan yang masih
terbatas.
Belum meratanya pelayanan ketenagalistrikan disebabkan antara lain oleh
perbedaan perkembangan ekonomi wilayah, potensi sumber energi serta
kesiapan infrastruktur pembangkit dan jaringan penyalur energi listrik setiap
wilayah. Akses layanan ketenagalistrikan sudah menjangkau sekitar 99,63
persen penduduk (Gambar 5.1.4).

Namun, belum semua pelanggan listrik dapat menikmati layanan secara terus
menerus selama 24 jam per hari. Lokasi pemukiman penduduk yang tersebar
dan terisolir menjadi tantangan utama dalam mencapai target akses universal
(100 persen). Durasi gangguan listrik secara nasional rata-rata sekitar
9 jamlpelanggan/tahun dengan durasi gangguan listrik yang cukup besar di
Kalimantan Barat 2t,l8jam/pelangganltahun. Sementara itu, konsumsi listrik
per kapita pada Tahun 2022 baru mencapai sebesar I.173 kWh/kapita. Kondisi
tersebut masih di bawah negara-negara di Kawasan Asia Tenggara lainnya,
seperti Singapura (9.000 kWh/kapita), Malaysia (5.233 kWh/kapita) dan
Thailand (2.6tO kWh/ kapita).
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Penduduk di pulau-pulau kecil dan terluar kesulitan untuk mendapatkan akses
ketenagalistrikan karena berada di luar jangkauan jaringan listrik interkoneksi
(off gridl.Wilayah ini sulit untuk mendapatkan akses terhadap listrik karena
karakteristik wilayahnya yang terpisah dengan pulau utama. Ketidaktersediaan
listrik menyebabkan penduduk pulau-pulau kecil kesulitan untuk melakukan
aktivitas di malam hari, dan semakin membuat wilayah ini terisolir dari dunia
luar. Penduduk di pulau-pulau kecil dan terluar membutuhkan listrik untuk
melakukan aktivitas perekonomian. Tanpa adanya listrik, penduduk semakin
kesulitan untuk mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh pulau-pulau kecil
dan terluar.

Sementara itu, pada Tahun 2O2l pusat beban listrik masih berlokasi di Wilayah
Jawa (peranan dan pertumbuhan masing-masing sekitar 69,51 dan 5,53 persen)
selaras dengan konsentrasi penduduk fium1ah dan proporsi penduduk masing-
masing sekitar 151,6 juta dan 56 persen) dan ekonomi (peranan dan
pertumbuhan masing-masing sebesar 57,89 dan 3,68 persen). Pemanfaatan
listrik di luar Wilayah Jawa masih didominasi oleh rumah tangga dibandingkan
dengan usaha produktif di industri dan komersial. Tingkat kualitas dan
kuantitas layanan belum mencukupi sehingga membatasi pemanfaatan di
industri dan komersial di luar Wilayah Jawa. Pemanfaatan listrik secara
nasional untuk sumber energi di sektor transportasi juga masih sangat sedikit.

Sumber energi primer yang digunakan untuk pembangkit masih didominasi oleh
sumber energi fosil serta transformasi energi menjadi energi listrik di
pembangkit termasuk transmisi dan distribusinya belum efisien. Peranan
sumber energi fosil yang digunakan sebagai energi primer dalam pembangkitan
listrik nasional masih mendominasi mencapai sekitar 85,88 persen. Sumber
energi baru dan terbarukan yang digunakan untuk penyediaan energi listrik
hanya L4,L2 persen. Biaya investasi pembangunan infrastruktur
ketenagalistrikan bersumber dari energi baru dan terbarukan masih lebih mahal
dibandingkan dengan sumber energi fosil utamanya batu bara. Ketidaksesuaian
antara aspek pembiayaan dan pendanaan membatasi investasi infrastruktur
ketenagalistrikan berbasis energi baru dan terbarukan. Kondisi mismatch
penyediaan dengan permintaan tenaga listrik juga memengErruhi upaya adopsi
energi bam dan terbarukan dalam sistem ketenagalistrikan.

Penyediaan layanan listrik mengalami penurunan daya (susut jaringan) yang
cukup tinggi dalam penyalurannya sampai ke pelanggan. Susut jaringan
penyaluran daya listrik pada Tahun 2022 masih sekitar 8,6 persen. Komposisi
pelanggan PLN lebih banyak didominasi oleh pelanggan tegangan rendah (TR)
yang kontribusinya mencapai 61 persen, pelanggan tegangan menengah (TM)
mencapai 32 persen, dan pelanggan tegangan tinggi (TT) hanya sebesar 7 persen
menyebabkan susut masih tinggi. Kondisi jaringan penyaluran yang terbatas
turut pula menyebabkan kehilangan daya dalam distribusi tenaga listrik.
Sementara itu, infrastruktur ketenagalistrikan masih terbatas sehingga belum
mampu mendukung adopsi lebih banyak pembangkit listrik energi terbarukan
yang memiliki ketidakmampuan menghasilkan energi secara terus-menerus
(intermittentl.

Penyediaan . . .
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Penyediaan energi khususnya energi listrik belum mampu mengakomodasi
perkembangan kebutuhan kawasan industri dan bisnis baru. Listrik merupakan
salah satu sumber energi utama bagi KEK, KI dan pelanggan-pelanggan besar
lainnya. Sektor industri dan kawasan bisnis baru memerlukan listrik yang
ketersediaannya terus berlanjut lsustainablel, terjangkau (eqitgl, dan cukup
(seanritgl. Ketersediaan listrik yang mencukupi dengan harga terjangkau akan
mendukung industri dalam negeri untuk menyediakan produk yang berkualitas
dan berdaya saing.

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

Indonesia masih menghadapi permasalahan dalam digitalisasi. Permasalahan
tersebut antara lain meliputi: (i) konektivitas akses pita lebar (broadbandl dan
internet yang belum merata baik dari sisi sebaran, kualitas dan harga layanan
digital; (ii) pemanfaatan infrastruktur TIK belum secara baik dimanfaatkan
dalam administrasi pemerintahan dan layanan publik serta kegiatan ekonomi;
(iii) perbedaan tingkat kesiapan dan kemampuan dunia usaha dan masyarakat
dalam beradaptasi dan mengadopsi teknologi digital; (iv) kekurangan talenta
digital di berbagai bidang seperti rekayasa TIK, pemasaran digital, pemrograman
dan pengembangan aplikasi, keamanan siber, kecerdasan buatan dan machine
leaming; serta (v) lemahnya keamanan siber termasuk keamanan data dan
informasi yang dilindungi dan terjaga.

Penyediaan akses TIK berkualitas belum menjangkau seluruh daerah dan
lapisan masyarakat. Peran TIK dalam meningkatkan layanan publik dan
kualitas hidup masyarakat sudah semakin jelas. Kemajuan TIK tidak hanya
dapat mempercepat proses layanan publik, tetapi juga meningkatkan efisiensi
dan kualitas dari layanan tersebut. Namun, masih banyak daerah yang belum
terjangkau layanan TIK yang berkualitas, khususnya di daerah-daerah yang
masih dianggap belum memenuhi sisi komersial oleh pelaku usaha
telekomunikasi. Kondisi tersebut berpotensi akan semakin memperlebar
ketimpangan digital antardaerah dan akan bermuara pada ketimpangan
ekonomi antarwilayah.

Pemanfaatan teknologi digital masih terbatas di kota-kota menengah dan besar,
dan penggunaan di luar dari sarana telekomunikasi reguler, masih terbatas
pada sektor tertentu seperti keuangan, perdagangan dan transportasi. Pengguna
internet yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia berdasarkan data BPS hasil
survei Susenas 2O2l sudah mencapai sekitar 62,1 persen. Persentase pengguna
akses internet tertinggi terdapat di Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) di
mana angkanya sudah mencapai 85,55 persen pada Tahun 2021. Pada tahun
yang sama, Provinsi Papua baru 26,49 persen. Ketimpangan penetrasi pengguna
internet antarwilayah berpotensi memperlebar perbedaan kualitas layanan
publik di setiap wilayah.

Sarana. . .
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Sarana dan Prasarana Dasar

Pemenuhan dan standar kualitas sarana dan prasarana dasar masih rendah
secara keseluruhan di Indonesia (Grafik 5.1.3)

Grafik 5.1.3 Capaian Akses Rumah Tangga di Indonesia terhadap Sarana dan
Prasarana Dasar Tahun 2OL5-2O22

-t48-

Sumber: Susenas KOR BPS, 2022 dan Susenas MKP, 2019 (diolahl

Catatan:
Akses Sanitasi Aman berdasarkan Susenas KOR BPS baru dapat dihitung mulai Tahun 2017.
Data Penanganan Sampah Perkotaan Tahun 2Ol7-2O18 merupakan hasil interpolasi
berdasarkan data Tahun 2016 dan Tahun 2019.
Data Penanganan Sampah Perkotaan Tahun 2O2V2O22 merupakan target penanganan
sampah yang tercantum pada RPJMN Tahun 2O2O-2O24.

Terdapat ketimpangan pemenuhan akses sarana dan prasarana dasar
antarwilayah, antar perdesaan dan perkotaan, antar KTI dan KBI, serta Erntar
kelompok pendapatan. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar ini perlu
ditingkatkan di seluruh wilayah [ndonesia sebagai pemenuhan hak dasar ralqyat.

Keterbatasan akses rumah tangga terhadap hunian layak dan terjangkau.
Tahun 2022, persentase rumah tangga yang menempati hunian layak dan
terjangkau baru mencapai 60,66 persen (Susenas BPS, 2022l,. Beberapa isu
dalam penyediaan rumah layak dan terjangkau di antaranya: (i)
program/kegiatan pemerintah belum melayani seluruh segmentasi masyarakat,
terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan pekerja sektor informal;
(iU kurangnya pengawasan untuk menjamin keandalan bangunan dan
kesesuaian terhadap tata. ruang; (iii) belum optimalnya integrasi antara
penyediaan perumahan dengan sarana dan prasararLa, khususnya di perkotaan;
(iv) pasar pembiayaan primer dan sekunder perumahan yang belum mapan; (v)
manajemen dan pemanfaatan lahan untuk perumahan yang belum efektif
(ketersediaan lahan, urban sprawl, dan keamanan bermukim); (vi) pencegahan

dan. . .
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dan pengentasan permukiman kumuh belum dilakukan secara terpadu; serta
(vii) masih terbatasnya kewenanga.n pemerintah daerah. Selain menghadapi
permasalahan-permasalahan tersebut, penyediaan rumah yang layak dan
terjangkau juga akan menghadapi berbagai tantangan seperti perubahan iklim,
urbanisasi, serta potensi kebencanaan.

Sarana dan prasarana dasar belum berketahanan bencana. Pada Tahun 2021,
350 dari 514 kabupaten/kota masih memiliki kelas risiko bencana yang tinggi.
Wilayah terbangun di Indonesia juga banyak dibangun di atas zona bahaya
gempa. Hanya Kalimantan dan pantai timur Sumatera yang memiliki risiko
bencana gempa paling kecil dibandingkan wilayah lainnya. Beberapa tantangan
dalam membangun infrastruktur berketahanan bencana adalah belum adanya
standar yang kuat untuk ketahanan bencana, lemahnya sistem insentif dan
pengawasan, serta kemampuan finansial yang masih minim.

Potensi ketersediaan air di Indonesia mempakan salah satu yang terbesar di
dunia, tetapi hanya sebagian kecil yang telah dimanfaatkan akibat variasi
spasial antarpulau dan temporal antarmusim. Walaupun ketersediaan air
melimpah di Kalimantan dan Papua, penggunaan air cenderung masih rendah.
Jawa, Sumatera, dan Sulawesi memiliki ketersediaan air yang lebih rendah,
tetapi merupakan lumbung pa.ngan nasional. Wilayah Jawa dengan share
ketersediaan air nasional sebesar 5,9 persen menjadi tempat tinggal 56 persen
penduduk sekaligus merupakan pulau yang memproduksi lebih dari setengah
total beras di Indonesia. Kebutuhan air yang besar untuk kebutuhan penduduk
dan peran penting Wilayah Jawa sebagai sentra produksi pertanian
menyebabkan sebagian besar infrastruktur sumber daya air saat ini dibangun
di Wilayah Jawa, terutama bendungan dan sistem irigasi. Kelangkaan air juga
dihadapi beberapa wilayah di luar Jawa seperti Nusa Tenggara serta wilayah
selatan Sumatera dan Sulawesi, di sisi lain penyediaan infrastruktur tampungan
air masih terbatas. Saat ini, kapasitas penyimpanan air masih sangat terbatas,
tiga kali lebih rendah dibandingkan dengan negara maju dengan variabilitas
musim dan karakteristik wilayah sungai yang serupa di Asia.

Keterbatasan prasarana untuk memanfaatkan potensi air menyebabkan
keberlanjutan pasokan air baku menjadi tidak pasti. Sekitar 92 persen
penyediaan air baku masih tergantung pada air permukaan yang memiliki
karakteristik variabilitas tinggi. Sebagian besar kebutuhan rumah tangga,
komersial, dan industri akhirnya bergantung pada air tanah sebagai jaminan
keberlanjutan pasokan air yang berdampak penurunan tanah secara signifikan
di berbagai wilayah terutama pantai.utara Wilayah Jawa. Keterbatasan pasokan
air perkotaan dari wilayah sungai setempat mengakibatkan upaya penyediaan
air harus dilakukan melalui pendekatan lintas wilayah sungai. Di sisi lain,
teknologi pengolahan air yang tersedia saat ini, seperti ultrafiltrasi dan reuerse
osmosr;s, cenderung membutuhkan biaya investasi dan pengoperasian yang
sangat tinggi sehingga tidak cukup ekonomis untuk dikembangkan dalam skala
yang lebih luas. Kondisi ini menyebabkan di wilayah-wilayah yang secara
natural tidak memiliki sumber air berkelanjutan dan pulau-pulau kecil
cenderung tertinggal dalam penyediaan akses air baku.

Produktivitas . . .
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Produktivitas air dari sisi ekonomi masih merupakan salah satu yang terendah
di Asia. Produktivitas air Indonesia saat ini diperkirakan baru sekitar USD3,2
per meter kubik, jauh tertinggal dari Jepang (USD5O,6 per meter kubik),
Tiongkok (USD50,6 per meter kubik), dan dari negara yang memiliki tingkat
pembangunan dan karakteristik pertanian yang serupa seperti Thailand
(USD5O,6 per meter kubik). Rendahnya produktivitas air tersebut disebabkan
karena air irigasi, yang menggunakan 8O persen dari total penggunaan air secara
nasional, cenderung dimanfaatkan untuk produksi komoditas pertanian bernilai
ekonomi rendah. Di sisi lain, hampir separuh kondisi irigasi dalam keadaan
rusak mengakibatkan kinerja layanan irigasi menjadi tidak andal dan efisien.

Akses air minum aman melalui jaringan perpipaan masih sangat terbatas. Akses
air minum layak Tahun 2022 mencapai 91,05 persen, akses perpipaan hanya
19,4 persen dan akses bukan jaringan perpipaan mendominasi sebesar
71,57 persen. Sedangkan akses aman (standar TPB/SDGs 2O3O) baru mencapai
11,8 persen (Kemenkes, 2O2Ol. Beberapa isu dalam penyediaan akses air minum
aman di antaranya: (i) pasokan air baku secara kuantitas dan kualitas masih
terbatas; (i0 belum optimalnya pengembangan dan pengelolaan Sistem
Penyediaan Air Minum (SPAM); (iii) belum optimalnya tata kelola dalam
penyelenggaraan SFAM; (iv) rendahnya kesadaran, peran, partisipasi, dan
permintaan masyarakat; serta (v) keterbatasan alokasi anggaran baik dari APBN
maupun APBD, dan belum optimalnya pendanaan alternatif lainnya.

Baru sebagian kecil rumah tangga mendapatkan akses terhadap pengelolaan
sanitasi aman, baik pengelolaan air limbah domestik yang berasal dari kakus
(blackwater), non-kakus (gregwater), ataupun lumpur tinja (Grafik 5.1.3). Saat
ini, belum ada satu pun provinsi di Indonesia yang terbebas dari rumah tangga
yang mempraktikkan Buang Air Besar Sembarangan (BABS). Pada Tahun 2022,
masih ada 5,86 persen rumah tangga mempraktikkan BABS secara terbuka dan
terdapat 4,63 persen rumah tangga yang masih mempraktikkan BABS secara
tertutup. Belum terpenuhinya rantai layanan sanitasi aman disebabkan oleh
beberapa isu, yaitu: (i) persebaran dan pemanfaatan sarana dan prasarana
sanitasi yang belum optimal; (ii) kurangnya kesadaran, peran, partisipasi, dan
permintaan masyarakat; (iii) rendahnya komitmen pemerintah daerah; (iv) belum
optimalnya pemisahan regulator, operator, dan pengawasan pengelolaan
sanitasi; serta (v) terbatasnya pendanaan yang teralokasikan dan belum
optimalnya pemanfaatan sumber pendanaan alternatif untuk pemenuhan rantai
layanan sanitasi. Selain itu, investasi dan intervensi pendanaan untuk
penyediaan sarana dan prasarana sanitasi juga masih belum efektif dan tepat
sasaran.

Sistem pengelolaan persampahan masih belum memberikan kineda yang
memuaskan. Rantai pengelolaan persampahan yang masih bertumpu pada
kumpul-angkut-buang dan minimnya upaya pengurangan menyebabkan
tingginya timbulan sampah yang berakhir di TPA (tempat pemrosesan akhir) dan
menyulitkan pencapaian target untuk "No TPA" dan residu pada Tahun 2045.
Beberapa isu dalam pengelolaan sampah yaitu: (il rendahnya perilaku
masyarakat dan produsen dalam menangani dan mengurangi sampah;
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(ii) kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana persampahan yang terpadu
dan berwawasan lingkungan serta belum maksimalnya pemanfaatan
infrastruktur eksisting; (iii) belum adanya pengaturan non-uirgin materiat; (ivl
tata kelola persarnpahan yang tumpang tindih antar urusan dan belum
terlaksananya fungsi regulator, operator, dan pengawas; (v) rendahnya
komitmen pemerintah daerah terlihat dari minimnya regulasi dan alokasi
belanja daerah; (vi) betum adanya regulasi payung untuk penerapan ekonomi
sirkuler dalam pengelolaan sampah; (vii) belum adanya Standar Pelayanan
Minimal (SPM) untuk pengelolaan sampah rumah tangga dan non-rumah
tangga; (viii) belum adanya regulasi bagi produsen untuk pendaur ulangan
sampah melalui penarikan kembali sampah; (ix) terbatasnya opsi teknologi yang
sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah; (x) belum mantapnya
penegakan hukum, serta pemberian sanksi dan kompensasi; (xi) pengelolaan
sampah rumah tangga, sampah non rumah tangga, dan sampah spesifik yang
belum terpadu dan terintegrasi; (xii) prinsip polluters pag principle belum
diterapkan optimal termasuk penerapan uolume based fee, dan perhitungan
retribusi sampah yang belum memperhitungkan pemenuhan total biaya; (xiii)
minimnya bauran pendanaan; dan (xiv) belum baiknya pengkategorian dan
pendataan sampah.

Proyeksi perubahan iklim diperkirakan akan memperburuk risiko dan dampak
bencana daya rusak air secara signifikan di Indonesia. Jumlah kejadian banjir
meningkat secara signifikan sejak 20 tahun terakhir dan mengancam lebih dari
100 juta penduduk yang tinggal di area risiko banjir. Peluang kejadian banjir
dengan kala ulang 1OO tahun diprediksi akan meningkat menjadi 2 atau 4 kali
lipat dan menambah jumlah populasi yang berisiko terpapar banjir sebesar
1,5 kali lipat. Kondisi ini juga diperparah dengan peningkatan kebutuhan lahan
yang mendorong alih fungsi lahan di daerah tangkapan air dan sempadan
sungai. Sawah beririgasi yang juga dapat berfungsi sebagai area penahan air
hujan telah berubah fungsi untuk pemanfaatan lain dengan laju konversi
mencapai 100.000 hektare per tahun. Perubahan fungsi lahan ini telah
mengurangi kemampuan retensi air dan mengakibatkan peningkatan aliran
permukaan. Luas sempadan sungai yang semakin berkurang mengakibatkan
kapasitas pengaliran sungai menjadi kecil. Anomali curah hujan dan perubahan
kondisi fungsi lahan ini menyebabkan kapasitas sarana dan prasarana
pengendalian daya rusak air terbangun perlu dievaluasi ulang kinerjanya.

Kombinasi fenomena penurunan muka tanah dan peningkatan muka air laut
akibat perubahan iklim telah memperbesar risiko banjir pesisir dan potensi
abrasi. Perkotaan di pantai utara Wilayah Jawa, seperti Jakarta dan Semarang
saat ini menghadapi laju penurunan tanah 1-15 cm per tahun. Di luar Jawa,
laju penurunan tanah terjadi secara bervariasi antara 1-8 cm per tahun.
Peningkatan muka air laut setinggi 50 cm yang dikombinasikan dengan
penurunan tanah berpotensi menggenangi kawasan padat penduduk secara
perrnanen di perkotaan yang terletak di pesisir seperti pesisir Jakarta dan
perkotaan di pesisir pantai utara Jawa. Di sisi lain, peningkatan tinggi muka air
laut juga berpotensi menyebabkan abrasi dan mengancam keberadaan pulau-
pulau kecil.

Desentralisasi . . .

SK No 218535 A



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-t52-

Desentralisasi dan Otonomi Daerah
Desentralisasi dan otonomi daerah saat ini dirasakan belum memberikan kinerja
yang diharapkan. Pola kebijakan desentralisasi hingga saat ini cenderung
diterapkan sama atau simetris pada sebagian besar daerah. Kondisi tersebut
disebabkan oleh beberapa isu seperti (i) kesenjangan kapasitas antarpemerintah
daerah (SDM, kelembagaan, dan keuangan daerah); (ii) kurang memadainya
kapasitas dan kelembagaan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP);
dan (iii) belum optimalnya kinerja pembangunan pada Daerah Otonom Baru
(DOB) dan masih banyaknya permasalahan pasca pemekaran, seperti sengketa
batas dan aset. Selain itu, terlalu banyaknya regulasi yang disusun oleh pusat
dan daerah juga menghambat kebijakan pembangunan di daerah. Tidak hanya
itu, meluasnya praktik dinasti politik di daerah juga menyebabkan adanya
penyimpangan kebijakan yang bertentangan dengan prinsip profesionalisme dan
integritas.
Oleh karena itu, dalam pelaksanaan otonomi daerah lebih dari dua dekade
terdapat upaya resentralisasi atau penarikan kembali kewenangan pemerintah
daerah, terutama urusan pemerintahan pilihan strategis seperti kehutanan,
kelautan dan perikanan, dan energi.
Ketergantungan daerah kepada TKD masih tinggi. Ketergantungan terhadap
TKD menyebabkan minimnya fleksibilitas pemerintah daerah dalam
mengalokasikan anggaran pembangunan (Gambar 5.1.5). Di sisi lain, rasio
pajak daerah masih rendah, ditunjukkan dengan 278 kabupaten/kota di
Indonesia memiliki rasio pajak daerah terhadap PDRB di bawah 0,39 persen
pada Tahun 2olg.Isu utama adalah peningkatan pendapatan asli daerah, tetapi
tanpa menyebabkan distorsi terhadap kegiatan ekonomi daerah.

Gambar 5.1.5 Peta Rasio TKD terhadap Total Pendapatan Daerah
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Sementara itu, dari sisi pembiayaan, walaupun laju pertumbuhan penerimaan
pinjaman daerah Tahun 2OO7-2O20 cukup tinggi, penerimaan pinjaman daerah
hanya sekitar 24 persen dari total potensi sebesar Rp49,O triliun (Grafik 5.1.4).
Hal itu disebabkan oleh durasi pelunasan pinjaman yang melampaui masa
jabatan kepala daerah serta kelayakan program dan kegiatan daerah yang
diusulkan.

Lebih jauh, inisiatif pemerintah daerah dalam mengakses alternatif pembiayaan
inovatif masih terbatas.

Disisi...
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Di sisi lain, kualitas belanja daerah masih rendah. Sesuai amanat UU Nomor 1

Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah, porsi belanja pegawai maksimal 30 persen dan belanja
modal minimal 4O persen (Gambar 5.1.6).

Gambar 5.1.6 Peta Rata-rata Rasio Belanja Modal terhadap
Total Belanja Daerah se-Provinsi Tahun 2022

Namun, berdasarkan data Tahun 2022 rata-rata porsi belanja pegawai seluruh
daerah masih tinggi (37 persen), sedangkan rata-rata porsi belanja modal
seluruh daerah yang merepresentasikan belanja untuk perolehan aset masih
rendah (16 persen). Ruang fiskal yang terbatas dan belanja yang belum
berkualitas menyebabkan pemenuhan pelayanan dasar dan pertumbuhan
ekonomi daerah belum optimal.

5.1.2Isu dan Potensi Kewilayahan

5.L.2.1 Wilayah Sumatera
Wilayah Sumatera memiliki ragam sumber daya alam yang melimpah, baik
berupa hasil pertanian, perkebunan, perikanan tangkap dan budidaya, serta
pertambangan dan migas (Gambar 5.1.7). Secara nasional, 50-70 persen
pasokan karet, kopi, dan kelapa sawit berasal dari Wilayah Sumatera dan
diperkirakan dapat ditingkatkan volume produksinya di masa mendatang. Di
sisi 1ain, produksi tanaman pangan yang tinggi membuat beberapa provinsi di
Wilayah Sumatera menjadi lumbung pangan nasional.
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Gambar 5.1.7 Peta Potensi Wilayah Sumatera

Wilayah Sumatera masih memiliki cadangan energi batu bara yang
diperkirakan dapat bertahan hingga 70 tahun mendatang. Di samping itu,
Sumatera juga memiliki bauran pembangkit sumber energi terbarukan terbesar
dan potensi EBT terbesar secara nasional. Potensi energi terbarukan di Wilayah
Sumatera antara lain surya {1.173,70 GW), panas bumi (.9,48 GW}, air (6,71 GW),
dan bayu (1t,24 GW).

ALKI I dan jalur perdagangan internasional memberikan kesempatan bagi
Wilayah Sumatera untuk membangun jalur-jalur logistik yang dapat
menjangkau pasar yang lebih luas. Walaupun berada pada jalur ALK[, hingga
saat ini Indonesia masih melakukan ekspor melalui Singapura, hanya sebesar
15 persen ekspor dilakukan secara langsung. Diharapkan dengan
memanfaatkan dan memaksimalkan keunggulan geografis. Indonesia yang
terletak pada jalur ALKI dan perdagangan internasional, rantai pasok yang
terbentuk berpotensi menjadi lebih efisien. Namun demikian, potensi tersebut
masih belum sepenuhnya dapat dimanflaatkan untuk meningkatkan
kesejahteraan. Berdasarkan data Wilayah Sumatera, beberapa indikator
pembangunan masih menunjukkan kinerja di

bawah . . .
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bawah rata-rata nasional seperti: laju pertumbuhan ekonomi, harapan lama
sekolah, infrastruktur dasar dan prevalensi ketidakcukupan pangan (Tabel
s. 1.2).
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Tabel 5.1.2 Potret Pembangunan Wilayah Sumatera Tahun 2022 

  INDIKATOR NASIONAL ACEH 

SUMA-

TERA 

UTARA 

SUMA-

TERA 

BARAT 

RIAU 

KEPU-

LAUAN 

RIAU 

JAMBI 

SUMA-

TRA 

SELA-

TAN 

BENG

KULU 

KEPU-

LAUAN 

BANGKA 

BELITUNG 

LAM-

PUNG 

  Bidang Ekonomi 

1 

Laju 

Pertumbuhan 

Ekonomi 

(persen) 

5,34 4,21 4,73 4.36 4,55 5,09 5,13 5,23 4,31 4,40 4,28 

2 

Persentase 

Penduduk 

Miskin 

(persen) 

9,57 14,75 8,33 6,04 6,84 6,03 7,70 11,95 14,34 4,61 14,34 

3 Rasio Gini 0,381 0,291 0,326 0,292 0,323 0,325 0,335 0,330 0,315 0,255 0,313 

4 

Indeks 

Pembangunan 

Ekonomi 

Inklusif (IPEI) 

6,00 5,73 6,34 6,17 6,19 6,66 5,87 5,97 5,95 6,49 5,95 

  Bidang Sosial 

5 

Indeks 

Pembangunan 

Manusia 

72,91 72,80 72,71 73,26 73,52 76,46 72,14 70,90 72,16 72,24 70,45 

6 

Tingkat 

Pengangguran 

Terbuka 

(persen) 

5,86 6,17 6,16 6,28 4,37 8,23 4,59 4,63 3,59 4,77 4,52 

  Kondisi Kesehatan 

7 

Umur Harapan 

Hidup (UHH) 

(Tahun) 

71,85 70,18 69,61 69,9 71,95 70,5 71,5 70,32 69,69 70,98 70,99 

8 

Prevalensi 

Stunting 

(persen) 

21,6 31,2 21,1 25,2 17,0 15,4 18,0 18,6 19,8 18,5 15,2 

9 

Jumlah 

Kab/Kota 

Belum 

Tereliminasi 

Malaria 

(Kab/Kota)** 

196 2 12 2 2 4 4 8 6 1 4 

  Kondisi Pendidikan 

10 

Rata-rata 

Lama Sekolah 

(RLS) (Tahun)  
8,69 9,44 9,71 9,18 9,22 10,37 8,68 8,37 8,91 8,11 8,18 
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  INDIKATOR NASIONAL ACEH 

SUMA-

TERA 

UTARA 

SUMA-

TERA 

BARAT 

RIAU 

KEPU-

LAUAN 

RIAU 

JAMBI 

SUMA-

TRA 

SELA-

TAN 

BENG

KULU 

KEPU-

LAUAN 

BANGKA 

BELITUNG 

LAM-

PUNG 

11 

Harapan Lama 

Sekolah (HLS) 

(Tahun) 

13,10 14,37 13,31 14,10 13,29 12,99 13,05 12,55 13,68 12,18 12,74 

12 

Angka 

Partisipasi 

Murni (APM) 

           

 
- SD/sederajat 

(persen) 
97,88 99,07 98,00 98,80 97,80 99,20 99,33 98,08 98,60 98,01 99,29 

 

- SMP/ 

sederajat 

(persen) 

80,89 88,21 81,84 78,86 80,43 86,76 79,93 78,6 80,25 74,68 82,07 

 

- SMA/ 

sederajat 

(persen) 

61,97 71,16 68,27 68,38 63,87 73,54 60,73 61,00 66,61 59,65 61,96 

  Jaminan Sosial 

13 

Kepesertaan 

Jaminan 

Kesehatan 

Nasional (JKN) 

(persen) 

86,9 107,8 87,4 87,7 84,8 98,8 83,6 89,9 99,1 95,7 90,7 

14 

Kepesertaan 

Jaminan 

Sosial Tenaga 

Kerja (Jamsos 

Naker) 

           

- Pekerja 

Formal 

(persen) 

56,19 71,00 50,08 63,16 63,29 68,95 65,86 50,44 49,92 37,70 39,05 

- Pekerja 

Informal 

(persen) 

13,06 4,54 6,31 8,21 10,39 22,69 11,55 3,36 3,57 13,88 2,69 

  Bidang Sarana dan Prasarana 

15 

Tampungan 

per Kapita 

(m3/kap) 

57,53 4,34 23,95 0 217,88 79,23 0 0 1,08 0 98,55 

16 

Air Minum 

Jaringan 

Perpipaan 

(persen)  

19,47 15,95 21,96 28,61 2,66 68,36 17,65 25,18 14,12 8,55 4,54 

17 
Sanitasi Aman 

(persen) 
10,16 16,91 7,05 8,45 14,51 15,04 9,44 4,33 3,97 6,78 3,21 

18 
Penanganan 

Sampah *** 
33,27 17,83 23,66 25,50 22,78 68,21 26,89 27,56 21,86 29,33 12,91 

19 Rumah Layak 

Huni 

60,66 64,18 67,26 58,18 69,43 46,69 60,85 59,96 54,98 30,79 61,24 
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  INDIKATOR NASIONAL ACEH 

SUMA-

TERA 

UTARA 

SUMA-

TERA 

BARAT 

RIAU 

KEPU-

LAUAN 

RIAU 

JAMBI 

SUMA-

TRA 

SELA-

TAN 

BENG

KULU 

KEPU-

LAUAN 

BANGKA 

BELITUNG 

LAM-

PUNG 

20 

Pemenuhan 

Kebutuhan 

Listrik per 

kapita (kWh) 

1.122 582,85 793,84 658,81 955,30 1.684,92 595,20 660,64 526,49 940,59 574,71 

21 

Porsi kapasitas 

pembangkit 

listrik 

terbarukan 

(persen) 

15,47 2,58 36,27 43,77 55,09 0,27 9,88 7,68 53,58 18,38 41,02 

22 

Persentase 

Jangkauan 4G 

di pemukiman 

96,97 99,41 99,10 97,77 99,04 99,40 99,48 98,22 98,91 99,86 99,93 

23 

Kemantapan 

Jalan* 
           

- Nasional 

(persen) 
92,55 98,19 93,65 92,41 86,75 98,38 93,45 93,25 95,60 99,44 93,89 

- Provinsi 

(persen) 
74,46 79,36 82,26 73,92 61,66 79,08 75,76 90,01 75,92 95,87 76,04 

- Kabupaten/ 

Kota (persen) 
62,26 55,16 58,54 61,09 59,71 74,97 61,77 69,74 58,33 80,9 56,74 

  Bidang Tata Kelola 

24 

Indeks 

Pelayanan 

Publik 
 

Sangat 

Baik 
Baik Baik Baik 

Sangat 

Baik 

Sangat 

Baik 

Pela-

yanan 

Prima 

Sangat 

Baik 

Sangat 

Baik 

Sangat 

Baik 

25 

Indeks 

Keterbukaan 

Informasi 

Publik 

74,43 79,13 73,45 75,43 76,67 74,03 73,96 71,02 79,10 74,5 69,83 

26 
Indeks 

Integritas 
72,43 63,35 66,2 70,57 64,16 71,27 69,42 65,59 62,77 65,21 62,23 

 

 Bidang Lingkungan Hidup dan Kebencanaan 

27 

Indeks Risiko 

Bencana 

Indonesia 

(IRBI) 

135,56 149,10 142,51 144,39 141,26 110,93 133,49 132,99 155,35 158,52 142,55 

28 

Indeks 

Ketahanan 

Pangan 

60,20 70,16 71,22 79,45 67,59 63,83 69,50 69,64 67,99 71,71 78,61 

29 

Prevalensi 

Ketidakcukupan 

Pangan (persen) 

10,21 10,98 8,70 7,31 15,12 11,30 12,14 7,37 11,66 15,19 14,63 

        Secara . . . 

Keterangan: 

Font merah          : kinerja lebih buruk dibandingkan capaian nasional 

Font biru             : kinerja lebih baik dibandingkan capaian nasional 

*Data Tahun 2022 

**Data Tahun 2021 
***Data Tahun 2019 
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Secara umum, berdasarkan analisis grou.rth diagnosffcs, faktor penghambat
pembangunan ekonomi antara lain infrastruktur di Provinsi Sumatera Barat dan
Riau; regulasi dan institusi di Provinsi Sumatera Utara; SDM Pendidikan di
Provinsi Sumatera Selatan, Riau, dan Kepulauan Bangka Belitung; isu makro
dan fiskal di Provinsi Aceh, Sumatera Barat, Jambi, dan Bengkulu; serta
pembiayaan di Provinsi Aceh (Tabel 5.1.3). Penyediaan infrastruktur yang belum
memadai terjadi secara merata di seluruh provinsi. Isu infrastruktur yang
dimaksud mencakup berbagai aspek utamanya konektivitas, yang berpotensi
menekan aktivitas ekonomi berupa mahalnya biaya logistik dari wilayah
penghasil komoditas menuju lokasi pengolahan dan pemasaran.

kawasan ekonomi lainnya belum be moditas unggulan
baik berupa pertanian dan perikanan maupun tambang belum bernilai tambah
tinggi; (iii) jumlah turis asing terbatas akibat tidak terpadunya atraksi,
aksesibilitas, amenitas dan ansilari; dan (iv) sumber daya manusia yang
melakukan kegiatan ekonomi masih didominasi oleh lulusan SMP dan SMA.
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Tabel 5.1.3 Growth Diagnostics Hambatan Utama Pertumbuhan Ekonomi di 

Wilayah Sumatera 

 

 

 

Ekonomi  

Isu utama ekonomi di Wilayah Sumatera mencakup: (i) kawasan industri dan 

Sumber: Bappenas, 2022 (diolah) 
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Masih terdapat ketimpangan ekonomi antara pantai timur dan pantai barat
Wilayah Sumatera. Kawasan industri beraglomerasi di wilayah tirnur dengan
ragam aktivitas industri yang relatif lebih tinggi. Hal ini mengikuti pola outlet
industri dan perdagangan yang banyak berlokasi di pantai timur Sumatera
dengan tujuan mengoptimalkan potensi ALKI I di Selat Malaka. Sementara itu,
konektivitas hinterland sebagai penyedia bahan baku dari pantai barat masih
rendah sehingga bahan baku tidak terserap dengan optimal. Selain itu,
rendahnya investasi juga menghambat pertumbuhan ekonomi karena industri
tidak beroperasi secara optimal.

Isu kemaritiman khususnya perikanan tangkap dan perikanan laut, juga
menjadi permasalahan penting. Pusat-pusat pelelangan ikan masih terbatas dan
kapasitas nelayan melaut masih di bawah standar, baik dari sisi alat
penangkapan maupun jenis kapalnya. Rantai distribusi ikan juga belum optimal
disebabkan oleh minimnya ketersediaan cold storage.

Stabilitas makro terutama inflasi perlu dijaga. Isu utama pada komponen
makanan dan transportasi yang selama Tahun 2022 mengalami peningkatan
akibat penyesuaian harga BBM. Selain itu, terdapat beberapa daerah yang
memiliki capaian inflasi konsisten di atas nasional sejak Tahun 2O2O seperti
Provinsi Aceh dan Jambi sehingga perlu mendapat perhatian dalam
pengendalian inflasi.

Sosial

Kesenjangan sosial di Wilayah Sumatera masih terlihat dengarr tingginya tingkat
kemiskinan dan ting!<at pengangguran di beberapa provinsi, terutama kemiskinan
ekstrem di daerah afrrmasi 3T seperti di Kepulauan Meranti, Kepulauan Nias,
Mentawai, Lingga, Musi Rawas Utara, Pesisir Barat, dan hrlau Enggano. Pada Tahun
2022, rata-rata tingkat kemiskinan Wilayah Sumatera mencapai 9,47 persen, di
bawah rata-rata angka nasional. Namun, 4 (empat) provinsi memiliki tingkat
kemiskinan di atas rata-rata nasional, yaitu: Aceh, Sumatera Selatan, Bengkulu,
dan Lampung.

Sementara itu, rata-rata tingkat pengangguran Wilayah Sumatera di Tahun
2022 mencapai 5,3 persen, lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional. Meski
demikian, masih terdapat empat provinsi dengan rata-rata tingkat
pengangguran yang lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional, yaitu: Aceh,
Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau.

Di sisi lain, capaian RLS Wilayah Sumatera baru mencapai 9 (sembilan) tahun,
angka ini masih jauh dari harapan (12 tahun). Angka RLS terendah berada di
Provinsi Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, dan Kepulauan Bangka Belitung.
Rendahnya capaian RLS disebabkan karena belum meratanya layanan
pendidikan yang berkualitas. Hal ini menyebabkan penduduk Wilayah Sumatera
belum mampu bersaing dengan daerah lain dan negara tetangga dalam upaya
peningkatan kesempatan bekerja.

Capaian . . .
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Capaian kesehatan ditunjukkan dengan masih tingginya prevalensi sfimting
Tahun 2A22 terutama di Provinsi Aceh yang menjadi provinsi tertinggi ke-S (31,2
persen). Selain itu, cakupan imunisasi dasar lengkap Tahun 2O2L di Provinsi
Aceh 127 ,4 persen) dan Sumatera Barat (45,6 persen) juga masih jauh dari rata-
rata nasional (65,8 persen) yang salah satunya karena pemahaman di
masyarakat tentang isu halal dan haram vaksin yang digunakan.

Penyediaan layanan kesehatan belum merata, khususnya di daerah afirmasi 3T.
Kurangnya akses terhadap pelayanan kesehatan menyebabkan pelayanan
menjadi tidak optimal. Akses pelayanan kesehatan yang belum merata
ditunjukkan dengan baru 57,3 persen Puskesmas di Sumatera yang memenuhi
9 jenis tenaga kesehatan dengan Bengkulu menjadi provinsi dengan
ketersediaan tenaga kesehatan terendah. Selain itu, akses terhadap pelayanan
kesehatan khususnya Rumah Sakit di wilayah perairan seperti Provinsi
Kepulauan Riau dan Kepulauan Bangka Belitung masih terbatas.

Penyediaan layanan Pendidikan belum merata, ktrususnya di daerah alirmasi 3T.
Ketersediaan satuan pendidikan menengah atas masih minim, utamanya di
Provinsi Kepulauan Riau dan Sumatera Utara. Selain itu, akses internet baru
mencapai 40-60 persen sehingga belum mampu mendorong kegiatan belajar
mengajar di sekolah.

Sebagian besar perguruan tinggi di Sumatera masih terakreditasi rendah atau
belum terakreditasi. Hingga Tahun 2022, terdapat 3 provinsi yang memiliki lebih
dari 30 persen perguruan tinggi yang telah terakreditasi A maupun B. Namun
demikian, masih terdapat 7 provinsi lain dengan persentase perguruan tinggi
terakreditasi A atau B sebanyak 20 persen. Artinya lebih dari 70 persen
perguruan tinggi di Wilayah Sumatera masih terakreditasi C atau belum
terakreditasi.

Sarana dan Prasarana

Keterbatasan sarana dan prasarana konektivitas antardaerah di wilayah daratan
dan kepulauan. Pelabuhan yang menjadi simpul utama di Wilayah Sumatera
seperti Pelabuhan Belawan (Sumatera Utara) dan Pelabuhan Boom Baru
(Sumatera Selatan), sebagai hub domestik memiliki kendala seperti keterbatasan
kedalaman alur dan kolam pelabuhan. Sementara itu, Pelabuhan Kuala Tanjung
(Sumatera Utara) yang dirancang sebagai pelabuhan lub internasional,
terkendala belum siapnya pengembangan fasilitas terminal dan kawasan serta
rantai pasok dan jasa-jasa pendukung pada hinterland.

Bandara utama di Wilayah Sumatera seperti Bandara Kualanamu (Sumatera
Utara), Hang Nadim (Kepulauan Riau), Sultan Mahmud Badamddin II (Sumatera
Selatan), dan bandara-bandara lainnya masih memerlukan pengembangan baik
dari sisi kapasitas maupun integrasi terhadap wilayah hinterland dan
multimoda. Bandara perairan dan seaplane belum dikembangkan secara
optimal untuk mendukung pariwisata dan aksesibilitas di provinsi/kabupaten
perairan.

Kapasitas .
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Kapasitas dan kualitas jaringan jalan lintas utama dan daerah belum memadai.
Sementara itu, Jalan Tol Trans Sumatera Aceh - Lampung maupun koridor
penghubung (Padang - Pekanbaru, Bengkulu - Palembang, dan Sibolga - Tebing
Tinggi) belum tuntas terbangun.

Moda angkutan kereta api, belum memadai untuk angkutan barang seperti batu
bara dan belum terhubung dengan simpul transportasi pelabuhan serta
perkotaan di Sumatera. Transportasi sungai dan danau di Wilayah Sumatera,
masih sebatas dikembangkan untuk angkutan barang dan penyeberangan serta
belum dimanfaatkan sebagai angkutan pendukung pariwisata.

Pengembangan transportasi perkotaan, termasuk pengembangan angkutan
umum massal di metropolitan Medan masih belum optimal, sementara kota-
kota besar lainnya seperti Palembang, Pekanbaru, dan Padang belum
dipersiapkan untuk mengantisipasi peningkatan urbanisasi.

Layanan ketenagalistrikan di Wilayah Sumatera masih kekurangan pasokan
daya atau cadangan di beberapa sistem, pembangkit eksisting yang tidak efisien
serta kekurangan pasokan daya untuk daerah perbatasan serta pulau terluar.
Penyediaan tenaga listrik di Wilayah Sumatera masih belum menjangkau
seluruh penduduk secara berkualitas. Fleksibilitas operasi masih belum
optimum terutama saat kondisi di luar waktu beban puncak sebagai akibat dari
pengaturan minimum operasi PLTG. Infrastruktur ketenagalistrikan terdiri dari
Sistem Interkoneksi Sumatera dan sistem-sistem yang terisolasi. Sistem
transmisi ekstra tinggi belum tersambung untuk mengevakuasi daya energi yang
tersebar di seluruh wilayah. Konsumen tenaga listrik masih didominasi oleh
rumah tangga.

Jangkauan jaringan seluler di wilayah Wilayah Sumatera belum diimbangi dengan
pemanf,aatannya untuk mendukung kegiatan produktif (masih terbatas untuk
penggunaan telekomunikasi). Pembangunan infrastmkhrr telekomunikasi dan
komunikasi di Wilayah Sumatera sudah cukup merata dan hampir menjangkau
seluruh area wilayah pemukiman dan pusat-pusat pertumbuhan. Jangkauan
jaringan seluler 4G telah mencapai 99,07 persen area wilayah pemukiman (lebih tingg
dibandingkan rata-rata nasional sebesar 96,97 persen). Jangkauan jaringan seluler
4G terendah ada di Provinsi Sumatera Barat dengan jangkauan sekitar 97,77 persen
dari area wilayah pemukiman. Sebagai contoh gambaran adopsi dari digitalisasi dapat
dilihat pada total kepemilikan karhr elektronik di seluruh Wilayah Sumatera yang
banr mencapai sekitar l2,64juta kartu elektronik.

Wilayah Sugnatera juga memiliki tantangan dalam penyediaan pelayanan dasar,
yaitu belum terpenuhi dan meratanya penyediaan sarana dan prasarana dasar
di seluruh daerah, khususnya di daerah afirmasi 3T. Permasalahan yang
dihadapi di antaranya penyediaan air bersih, irigasi, banjir, dan abrasi. Jumlah
kejadian bencana banjir masih tinggi terutama di kota metropolitan Medan dan
Palembang. Pulau-pulau kecil di Wilayah Sumatera juga terdampak risiko abrasi
akibat perubahan iklim tersebut.

Berdasarkan . . .
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Berdasarkan Tabel 5.1.2, rumah tangga yang menempati hunian layak yang
terpadu dengan akses air minum, sanitasi dan penanganan persampahan juga
masih cukup rendah. Terkait akses rumah tangga terhadap rumah layak huni,
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki akses terendah karena fisik
bangunan belum sesuai standar kelayakan.

Selain itu, perkembangan perkotaan di Wilayah Sumatera ditandai tumbuhnya
wilayah perkotaan yang tidak terstruktur (urban sprawl). Kelayakan dan
keandalan perumahan yang dibangun secara swadaya juga perlu menjadi
perhatian mengingat tingginya risiko bencana di Wilayah Sumatera.

Pembangunan wilayah Metropolitan Medan (Kota Medan, Kota Binjai,
Kabupaten Deli Serdang, dan Kabupaten Karo) dan Wilayah Metropolitan
Palembang (Kota Palembang, Kab. Ogan Ilir, Kab. Ogan Komering llir, Kab.
Banyuasin) masih menghadapi isu permukiman kumuh seperti air bersih dan
sanitasi, penurunan kualitas lingkungan hidup, dan infrastruktur transportasi
massal yang belum mendukung mobilitas penduduk. Permasalahan ini muncul
sebagai akibat dari urbanisasi yang tidak terkendali dan pertumbuhan ekonomi
yang berpusat di wilayah inti bisnis dan perdagangan. Pertumbuhan ekonomi
yang pesat menjadi pttll factor manusia bermigrasi ke wilayah dengan ekonomi
yang relatif baik.

Desentralisasi dan Otonomi Daerah

Beberapa permasalahan tata kelola kewilayahan dikarenakan oleh kualitas
aparatur daerah yang rendah. Pengelolaan SPBE belum optimal di banyak
daerah. Terdapat 9 provinsi dengan capaian Indeks SPBE dalam kategori baik
dan 1 provinsi dengan capaian Indeks SPBE dalam kategori cukup. Belum ada
provinsi di Wilayah Sumatera yang memperoleh capaian Indeks SPBE dalam
kategori sangat baik dan memuaskan.

lntegritas tata kelola pemerintahan daerah dan desa masih rentan praktik
korupsi. Hal ini ditunjukkan dengan beberapa tindakan penyelewengan jabatan
maupun dana publik untuk kepentingan pribadi. Berdasarkan Survei Penilaian
Integritas (SPI) Tahun 2022 menunjukkan 8 dari total 10 provinsi di Wilayah
Sumatera memiliki kategori indeks sangat rentan. Capaian ini jauh lebih rendah
bila dibandingkan dengan capaian pada tingkat Kementerian/Lembaga.
Lemahnya pengawasan dan sistem pencegahan korupsi dari otoritas terkait
menjadi pemicu utama rendahnya integritas tata kelola pemerintah daerah dan
desa.

Sistem merit pada beberapa provinsi di Wilayah Sumatera belum baik. Beberapa
provinsi masih memiliki capaian indeks sistem merit dalam kategori buruk,
yaitu: Provinsi Bengkulu, Provinsi Jambi, dan Provinsi Lampung. Sedikit lebih
baik, Provinsi Sumatera Selatan memperoleh capaian dengan predikat kurang.
Adapun 6 provinsi lainnya telah memperoleh predikat baik. Belum ada provinsi
di Wilayah Sumatera yang memiliki capaian predikat sangat baik.
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Kemandirian fiskal di Wilayah Sumatera masih perlu menjadi perhatian.
Ketergantungan daerah terhadap TKD masih tinggi, utamanya di Provinsi Aceh,
Sumatera Barat, Jambi, dan Bengkulu. Kualitas belanja daerah masih rendah.
Berdasarkan data APBD 2022, rata-rata porsi belanja pegawai mencapai 39,08
persen dan rata-rata porsi belanja modal yang merepresentasikan belanja untuk
perolehan aset hanya 15,48 persen terhadap total belanja daerah, yang
mengakibatkan rendahnya tingkat SPM dan pertumbuhan ekonomi daerah
belum optimal. Dana Otonomi Khusus (Otsus) pada Provinsi Aceh
pemanfaatannya masih belum optimal, terlihat dari Sisa Lebih Pembiayaan
Anggaran (SiLPA) provinsi setiap tahun yang cukup besar. Sementara SiLPA di
kabupaten I kota, relatif lebih kecil.

Stabilitas Pertahanan dan Keamanan

Beberapa daerah di Wilayah Sumatera berbaasan dengan negara lain sehingga
keamanan laut berpotensi menjadi ancaman. Sebagai contoh, wilayah Natuna yang
terletak di Laut Natuna berbatasan langsung dengan beberapa negara.
Sementara itu, Selat Malaka merupakan jalur maritim yang menjadi jalur kapal
dunia juga rawan akan ancaman keamanan. Hal ini terlihat dari munculnya
pelanggaran Z-ona Ekonomi Eksklusif (ZE,E,I dan praktik lW (Wa|, Unrcportd" and
LlruWiafd) Ftshing di Wilayah Pengelolaan Perikanan 711, seperti penyelundupan
benih lobster ke Singapr:ra melalui perairan Batam. Selain itu, ragam rawan
kejahatan di daerah perbatasan di antaranya perdagangan senjata api,
pengedaran narkoba, human trafficking, dan TKI ilegal yang umumnya terjadi di
Provinsi Aceh, Provinsi Kepulauan Riau, dan Provinsi Riau. Hal ini dipengaruhi
oleh lemahnya pengawasan di laut perbatasan yang belum didukung oleh
fasilitas yang mumpuni, kurangnya kesadaran masyarakat dan pelaku usaha di
bidang kelautan dan perikanan, serta belum kuatnya implementasi regulasi
pertahanan keamanan di Indonesia.

Selanjutnya, abrasi membuat batas wilayah negara menjadi lebih sempit dan
akan memengaruhi garis ZDE Indonesia yang pada akhirnya dapat
memengaruhi kedaulatan batas negara.

Sosial Budaya dan Ekologi

lsu sosial budaya mencakup aspek keluarga, kesetaraan gender, penyandang
disabilitas, kerukunan umat beragama, dan pembangunan kebudayaan. Secara
umum dalam hal kualitas keluarga dan kesetaraan gender, Wilayah Sumatera
berada pada posisi yang baik dengan ditunjukkan pada Indeks Pembangunan
Kualitas Keluarga mendekatiTO persen dan Indeks Ketimpangan Gender berada
di rentang O,2L-O,4. Di sisi lain, Wilayah Sumatera juga memiliki jumlah
penyandang disabilitas terbesar kedua bila dibanding pulau lain di Indonesia,
yakni sebanyak 1,3 juta jiwa (21,75 persen). Terkait aspek kerukunan beragama
dan pembangunan kebudayaan, provinsi yang memiliki skor kurang baik adalah
Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara.
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Isu lingkungan di Wilayah Sumatera secara garis besar meliputi deforestasi, tata
kelola wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS), habitat satwa endemik wilayah, serta
kerentanan pesisir. Masalah pertama yang muncul adalah peningkatan
kumulatif deforestasi dari rentang Tahun 2OOO-2O 10, tutupan hutan berkurang
seluas 1,7 juta hektare. Penurunan tutupan hutan diperkirakan terus
meningkat menjadi sekitar 4,2 juta hektare pada Tahun 2045. Cepatnya laju
deforestasi menyebabkan permasalahan siklus air di Sumatera. Hal ini
ditunjukkan oleh menurunnya ketersediaan air di Wilayah Sumatera,
khususnya di Wilayah Sungai (WS) Seputih-Sekampung dan WS Toba-Asahan.
Masalah lainnya adalah penurunan keanekaragaman hayati seperti flora dan
fauna. Munculnya permasalahan lingkungan juga diakibatkan limbah dan
sampah. Sebagai contoh kapasitas landfill TPA di beberapa Wilayah Sumatera
terancam penuh seperti TPA Air Dingin Kota Padang dan TPA Terjun Kota
Medan, juga banyak fasilitas pengolahan limbah belum terbangun. Kemudian
juga terdapat permasalahan pertanian di Sumatera, ditandai dengan terjadinya
penurunan produksi padi tertinggi di Provinsi Sumatera Selatan, padahal lebih
dari 9O persen wilayah di Wilayah Sumatera adalah lokasi prioritas ketahanan
iklim sektor pertanian. Selain dari aktivitas manusia di darat, kerusakan juga
muncul di daerah pesisir sebagai akibat pemanasan global seperti tingkat
kerentanan wilayah pesisir Sumatera bagian timur dan barat yang cukup tinggi.
Di sisi lain, masih sering terjadinya kerusakan lingkungan pada lahan pasca
tambang serta belum optimalnya pengelolaan lahan bekas tambang yang
memberikan nilai tambah ekonomi wilayah.

Wilayah Pantai Barat Sumatera memiliki risiko bencana tinggi karena terletak di
wilayah vulkanologi dan patahan tektonik. Hal ini diperburuk oleh kondisi
lingkungan akibat abrasi dan pemanasan global. Wilayah Pantai Barat Sumatera
terdiri dari kota-kota kecil dan sedang dengan kegiatan ekonomi relatif rendah.
Apabila terjadi kejadian kebencanaan seperti tsunami, gempa, dan
hidrometeorologi, maka hal ini akan berdampak signifikan kepada kondisi sosial
ekonomi masyarakat.

Wilayah Sumatera berpotensi untuk menerapkan konsep ciranlar economA.
Wilayah Sumatera merupakan produsen terbesar minyak sawit, dengan limbah
organik yang juga besar. Dengan menerapkan konsep ctranlar economu, limbah
tersebut dapat dikembangkan menjadi PLTBm (berbasis limbah padat sawit) dan
PLTBg (berbasis Limbah Cair Pabrik Kelapa Sawit/POME). Hal ini dapat juga
diterapkan untuk limbah lain dari hasil pemrosesan sektor perkebunan,
pertanian, peternakan, dan kehutanan. Banyaknya pelaku usaha dalam sektor
perkebunan, industri, dan energi di Wilayah Sumatera, menjadi potensi untuk
penerapan ciranlar economq pada pengolahan air limbah domestik dan sampah.
Limbah organik dapat menjadi RDF biomassa pada PLTU dan pabrik semen. Hal
ini mendukung visi penggunaan biomassa pada operasional PLTU pada 2045.

5.1.2.2 Wilayah Jawa
Wilayah Jawa merupakan pulau yang memiliki tingkat kemajuan pembangunan
tertinggi dibanding pulau lain di Indonesia. Kekayaan sumber daya alam yang
melimpah, angkatan kerja usia muda yang berkualitas, ketersediaan sarana dan

SK No 218557 A prasarana



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-L66-

prasarana, serta pasar domestik yang luas dan tumbuh secara cepat menjadi
faktor keunggulan Wilayah Jawa. Hal tersebut melatarbelakangi
terkonsentrasinya kegiatan ekonomi Indonesia di Wilayah Jawa. Pesatnya
pertumbuhan ekonomi seperti industri pengolahan, perdagangErn dan jasa, serta
industri teknologi informasi dan komunikasi memunculkan adanya simpul-
simpul produksi dan distribusi yang berkembang menjadi kota-kota dengan
segala fasilitasnya. Potensi pertanian dan perkebunan pun masih signifikan
(Gambar 5. 1.8).

Gambar 5.1.8 Peta Potensi Wilayah Jawa

Wilayah Jawa diandalkan untuk mendorong pertumbuhan industri baik dalam
jangka menengah maupun jangka panjang. Saat ini, Wilayah Jawa telah menjadi
pusat pertumbuhan bagi industri padat modal dan padat karya seperti industri
tekstil, logam, besi, alat angkutan, makanan minuman, elektronik, yang
ditunjang oleh konektivitas serta sarana dan prasarana yang memadai. Hal
tersebut didukung pula dengan fasilitas pendidikan paling lengkap dan
beragam, serta menjadi pusat penelitian dan pengembangan berbagai ilmu
pengetahuan dasar dan terapan.

Wilayah Jawa memiliki keunggulan: (1) berbatasan langsung dengan ALKI l; l2l
telah diterapkan rintisan Smart Citg, Creatiue Financing, dan pusat-pusat
pertumbuhan ekonomi kreatif; serta (3) banyak perguruan tinggi negeri
berkualitas baik.

Keanekaragaman budaya, kuliner, dan bentang alam di Wilayah Jawa yang
didukung oleh aksesibilitas serta teknologi yang cukup maju, menjadikan
pariwisata sebagai salah satu potensi utama Wilayah Jawa. Potensi pariwisata
yang ada saat ini tecermin dari banyaknya jumlah taman nasional, obyek
pariwisata berbasis alam maupun kebudayaan, peningkatan jumlah wisatawan
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dari tahun ke tahun, serta peningkatan penyerapan tenaga kerja pada sektor
pariwisata dan sektor pendukungnya.

Saat ini, kontribusi Wilayah Jawa terhadap perekonomian nasional cukup besar
(56,48 persen). Namun, beberapa indikator kesejahteraan masyarakat masih
menunjukkan kinerja di bawah nasional, antara lain tingkat pengangguran
terbuka di Banten, Daerah Khusus Jakarta dan Jawa Barat, persentase
penduduk miskin di Jawa Tengah, DI Yoryakarta, dan Jawa Timur, angka
partisipasi murni SMA di Banten, Daerah Khusus Jakarta, Jawa Barat dan Jawa
Tengah, dan angka RLS Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur (Tabel 5.1.4).

SK No 218555 A

Tabel 5.1.4 Potret Pembangunan Wilayah Jawa Tahun 2022 

No INDIKATOR NASIONAL BANTEN 

DAERAH 

KHUSUS 

JAKARTA 

JAWA 

BARAT 

JAWA 

TENGAH 

DI 

YOGYAKARTA 

JAWA 

TIMUR 

Bidang Ekonomi 

1 

Laju 

Pertumbuhan 

Ekonomi 

(persen) 

5,31 5,03 5,25 5,45 5,31 5,15 5,34 

2 

Persentase 

Penduduk 

Miskin 

(persen) 

9,57 6,24 4,61 7,98 10,98 11,49 10,49 

3 Rasio Gini 0,381 0,377 0,412 0,412 0,366 0,459 0,365 

4 

Indeks 

Pembangunan 

Ekonomi 

Inklusif (IPEI) 

6,00 6,09 7,93 6,02 6,43 6,63 6,31 

Bidang Sosial 

5 

Indeks 

Pembangunan 

Manusia 

72,91 73,32 81,65 73,12 72,79 80,64 72,75 

6 

Tingkat 

Pengangguran 

Terbuka 

(persen) 

5,86 8,09 7,18 8,31 5,57 4,06 5,49 

Kondisi Kesehatan 

7 

Umur 

Harapan 

Hidup (UHH) 

(Tahun) 

71,85 70,39 73,32 73,52 74,57 75,08 71,74 

8 

Prevalensi 

Stunting 

(persen) 

21,6 20,0 14,8 20,2 20,8 16,4 19,2 

9 

Jumlah 

Kab/Kota 

Belum 

Tereliminasi 

196 2 0 2 2 1 0 
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No INDIKATOR NASIONAL BANTEN 

DAERAH 

KHUSUS 

JAKARTA 

JAWA 

BARAT 

JAWA 

TENGAH 

DI 

YOGYAKARTA 

JAWA 

TIMUR 

Malaria 

(Kab/Kota)** 

Kondisi Pendidikan 

10 

Rata-rata 

Lama 

Sekolah 

(RLS) (Tahun) 

8,69 9,13 11,31 8,78 7,93 9,75 8,03 

11 

Harapan 

Lama 

Sekolah 

(HLS) 

(Tahun) 

13,10 13,05 13,08 12,62 12,81 15,65 13,37 

12 

Angka 

Partisipasi 

Murni (APM) 

       

- SD/ 

sederajat 

(persen) 

97,88 97,93 98,37 98,29 98,39 99,43 98,09 

- SMP/ 

sederajat 

(persen) 

80,89 84,67 84,22 82,8 81,02 85,28 83,8 

- SMA/ 

sederajat 

(persen) 

61,97 59,54 60,88 58,6 61,17 74,5 62,1 

Jaminan Sosial 

13 

Kepesertaan 

Jaminan 

Kesehatan 

Nasional 

(JKN) 

(persen) 

86,9 87,0 176,0 83,0 89,0 90,0 85,0 

14 

Kepesertaan 

Jaminan 

Sosial 

Tenaga 

Kerja 

(Jamsos 

Naker)**** 

       

- Pekerja 

Formal 

(persen) 

56,19 56,53 209,95* 36,01 40,43 40,38 46,22 

- Pekerja 

Informal 

(persen) 

13,06 15,23 39,75 6,20 4,72 6,27 5,05 

 
Bidang 

Sarana dan 

Prasarana 
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No INDIKATOR NASIONAL BANTEN 

DAERAH 

KHUSUS 

JAKARTA 

JAWA 

BARAT 

JAWA 

TENGAH 

DI 

YOGYAKARTA 

JAWA 

TIMUR 

15 

Tampungan 

per Kapita 

(m3/kap) 

57,53 0,81 0 133,33 59,49 0 18,43 

16 

Air Minum 

Jaringan 

Perpipaan 

(persen) 

19,47 8,35 35,01 11,85 20,77 17,03 19,62 

17 

Sanitasi 

Aman 

(persen) 

10,16 15,25 21,75 10,00 9,08 13,74 8,04 

18 

Penanganan 

Persampahan 

(persen)*** 

33,27 46,53 97,69 39,18 22,79 36,34 29,43 

19 

Rumah 

Layak Huni 

(persen) 

60,66 60,98 36,23 53,37 67,02 84,94 66,28 

20 

Pemenuhan 

kebutuhan 

listrik per 

kapita (kWh) 

1.122 2.001,83 3.096,85 1.104,48 730,12 847,26 970,28 

21 

Porsi 

kapasitas 

pembangkit 

listrik 

terbarukan 

(persen) 

15,47 0,16 0,22 34,06 5,6 0 4,53 

22 

Jangkauan 

4G di 

kawasan 

pemukiman 

(persen) 

96,97 99,98 100 100 99,94 100 99,86 

23 

Kemantapan 

Jalan* 
       

- Nasional 

(persen) 
92,55 92,87 95,96 96,33 92,09 99,03 92,57 

- Provinsi 

(persen) 
74,46 89,22 100 88,32 90,00 71,56 93,66 

- Kabupaten/ 

Kota (persen) 
62,26 78,1 N/A 80,96 80,91 75,64 83,35 

 Bidang Tata Kelola 

24 

Indeks 

Pelayanan 

Publik 

 Baik 
Sangat 

Baik 

Pela-

yanan 

Prima 

Pelayanan 

Prima 

Pelayanan 

Prima 

Pelayanan 

Prima 

25 

Indeks 

Keterbukaan 

Informasi 

Publik 

74,43 75,25 77,14 81,93 74,63 74,83 73,87 
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*Kepesertaan >10O persen dimungkinkan karena pendaftaran pekerja oleh badan usaha banyak
dilakukan di kantor pusat, yang terletak di Daerah Khusus Jakarta
**Data Ta}rtun2O2l
***Data Tahun 2O2O
****Data Tahun 20 19
Sumber: BPS 2022 (berdasarkan data semester I setiap tahunnya) dan Kementerian PUPR.

Berdasarkan analisis growth diagnostics per provinsi di Wilayah Jawa,
hambatan utama pertumbuhan ekonomi (the most binding constraints) pada tiap
provinsi di Wilayah Jawa antara lain, SDM Kesehatan di Provinsi Banten dan
Provinsi Jawa Barat, SDM Pendidikan di Provinsi Jawa Tengah, dan SDM
Ketenagakerjaan di Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Jawa Tengah (Tabel 5.1.5).
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No INDIKATOR NASIONAL BANTEN 

DAERAH 

KHUSUS 

JAKARTA 

JAWA 

BARAT 

JAWA 

TENGAH 

DI 

YOGYAKARTA 

JAWA 

TIMUR 

26 
Indeks 

Integritas 
71,94 70,71 73,3 75,67 78,17 78,76 73,11 

 Bidang Lingkungan Hidup dan Kebencanaan 

27 

Indeks Risiko 

Bencana 

Indonesia 

(IRBI) 

135,56 144,51 62,58  131,62  115,38  119,56  121,70  

28 

Indeks 

Ketahanan 

Pangan 

60,20 73,78 78,25 77,55 82,95 80,88 79,85 

29 

Prevalensi 

Ketidakcuku

pan Pangan 

(persen) 

10,21 2,46 3,42 6,75 12,34 13,48 10,27 

 

Tabel 5.1.5 Growth Diagnostics Hambatan Utama Pertumbuhan Ekonomi 

di Wilayah Jawa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Bappenas, 2022 (diolah) 
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Ekonomi

Isu utama ekonomi Wilayah Jawa adalah padatnya jumlah penduduk dan
terkonsentrasinya pengembangan industri di pesisir utara Wilayah Jawa.
Kondisi ini mengakibatkan tingginya alih fungsi lahan, tingginya kebutuhan
pangan, tingginya jumlah tenaga kerja informal dan pengangguran, serta
penurunan kualitas lingkungan hidup. Di sisi lain, terdapat faktor penghambat
pengembangan industri di Wilayah Jawa, yaitu rendahnya penggunaan teknologi
tinggi pada industri.

Selanjutnya wilayah metropolitan (WM) di Jawa seperti WM Jakarta, WM
Bandung, WM Semarang, dan WM Surabaya masih menghadapi berbagai
masalah, seperti banjir, kemacetan, dan permukiman kumuh. Permasalahan
perkotaan ini berdampak pada kerugian ekonomi. Contohnya di Jakarta, isu
kemacetan menyebabkan kerugian ekonomi yang diperkirakan sebesar
65 triliun pada Tahun 2O2O.

Selama masa pandemi Tahun 2O2O dan pemulihan Tahun 2021, tingkat inflasi
seluruh provinsi di Wilayah Jawa tercatat terjaga dibandingkan pada masa
sebelum pandemi Tahun 2OL9. Namun, tingkat inflasi masih rentan terhadap
gejolak harga BBM seperti pada Tahun 2022 ketika terjadi Geopolitik Rusia-
Ukraina.

Sosial

Beberapa faktor penghambat perkembangan sumber daya manusia di Wilayah
Jawa di antaranya (1) masih terbatasnya akses beberapa faktor penghambat
perkembangan sumber daya manusia di Wilayah Jawa di antaranya (1) masih
terbatasnya akses pendidikan pada daerah-daerah terpencil dan sulit dijangkau;
(2) tingginya PTM dan besarnya jumlah penduduk yang mengalami stunting dan
insidensi TB; (3) pelayanan kesehatan lansia menjadi tantangan dengan
tingginya penduduk lansia di Wilayah Jawa; dan (4) masih terdapat kesenjangan
antara kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan industri dan dunia usaha.

Pada Tahun 2022, beberapa provinsi dengan tingkat kemiskinan di atas rata-
rata nasional adalah Provinsi Jawa Timur (10,49 persen), Provinsi Jawa Tengah
(10,98 persen), dan Provinsi DI Yoryakarta (11,49 persen). Tingginya tingkat
kemiskinan disebabkan oleh kurangnya pengelolaan potensi wilayah khususnya
di selatan Wilayah Jawa, produktivitas UMKM terpusat di wilayah perkotaan,
belum sesuainya kualifikasi tenaga kerja dengan kebutuhan dunia usaha dan
industri, dan belum meratanya akses masyarakat terhadap layanan dasar.

Pada Tahun 2022 triwulan II, 3 (tiga) provinsi di Wilayah Jawa masuk dalam
5 (lima) provinsi dengan tingkat pengangguran terbuka tertinggi secara nasional,
di antaranya Provinsi Jawa Barat (8,31 persen; peringkat 1), Frovinsi Banten
(8,09 persen; peringkat 3), dan Provinsi Daerah Khusus Jakarta (7,t8 persen;
peringkat 4). Tingginya tingkat pengangguran disebabkan oleh ketatnya
persaingan pencari kerja di perkotaan, kualifikasi lulusan sekolah kejuruan dan
vokasi belum sesuai dengan kebutuhan industri, kondisi dan kualitas balai
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pelatihan keterampilan kerja belum mampu mengimbangi perkembangan IPTEK
dan industri, serta masih rendahnya pelayanan dasar pendidikan di pedesaan.

Sarana dan Prasarana

Ketersediaan sarana-prasarana dan kemudahan akses dapat menekan biaya
logistik dan meningkatkan kualitas distribusi logistik di Wilayah Jawa. Hal
tersebut dapat menimbulkan adanya peningkatan efektivitas perdagangan
seiring dengan meningkatnya kegiatan ekspor-impor, meningkatnya investasi
industri, dan meningkatnya perkembangan daerah. Keunggulan Wilayah Jawa,
seperti angkatan kerja usia muda yang berpendidikan, pasar domestik yang
tumbuh secara cepat, serta kondisi sarana dan prasarana yang lengkap tidak
akan berfungsi secara optimal apabila tidak diimbangi dengan pengembangan
teknologi industri.

Produksi tenaga listrik di Wilayah Jawa masih didominasi oleh sumber energi fosil
dengan bauran pembangkit listrik terbarukan relatif rendah. Sistem
ketenagalistrikan di Wilayah Jawa sudah terinterkoneksi secara menyeluruh
termasuk dengan Sistem BaIi (membentuk Sistem Jamali/Jawa-Madura-Bali).
Sistem Jamali sebagai sistem interkoneksi kelistrikan terbesar di Indonesia
berkontribusi terhadap 7O persen produksi energi listrik di Indonesia. Beban
puncak tertinggi mencapai 28.094 Mega Watt (MW) dan produksi energi listrik
di pembangkitan sebesar 197 Tera Watt hours (TWh) dalam periode setahun.
Pola operasi pembangkitan di sistem Jamali akan sangat menentukan produksi
emisi karbon COz yang dihasilkan. Sementara itu, pelayanan ketenagalistrikan
Wilayah Jawa didominasi oleh rumah tangga dan industri dengan tingkat
konsumsi listrik per kapita yang relatif baik. Reserue margin per wilayah di
sistem interkoneksi Jawa-Bali memiliki nilai yang cukup bervariasi di mana
wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur memiliki angka reserue margin yang jauh
lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah lainnya. Kondisi tersebut disebabkan
beban puncak yang berbeda-beda pada masing-masing wilayah. Wilayah Jawa
juga memiliki sumber energi primer dalam pengembangan energi bersih (clean
energgl berupa sumber energi surya, panas bumi, air, dan bayu masing-masing
dengan potensi kapasitas sekitar 640,27 GW, 7,9O GW,0,58 GW, dan 39,05 GW.
Beberapa proyek pembangkit listrik tenaga bayu sudah mulai dikembangkan di
beberapa provinsi di Wilayah Jawa, seperti di Jawa Timur dan Jawa Barat.
Wilayah Jawa juga menghasilkan listrik dari beberapa PLTA seperti PLTA
Saguling dan PLTA Cirata.

Pemanfaatan infrastruktur TIK di Wilayah Jawa belum sepenuhnya dimanfaatkan
untuk mendukung pembangunan dan kegiatan sektor produktif. Pembangunan
infrastruktur TIK di Wilayah Jawa sudah merata dan menjangkau selumh area
wilayah pemukiman dan pusat-pusat pertumbuhan. Jangkauan jaringan seluler 4G
telah mencapai sekitar 99,95 persen dari area wilayah pemukiman dengan
jangkauan di seluruh provinsi sudah mencapai di atas 99,8 persen. Hal ini
merupakan modal dasar dalam mendorong utilisasi d€rtal untuk kegiatan-kegiatan
produktif seperti dukungan digitalisasi pada kawasan industri dan bisnis baru serta
pengembangan infrastruktur digital lanjutan. Pengemb€rngan infrastruktur TIK di
Wilayah Jawa sudah mulai dimanfaatkan di sektor-sektor selain telekomunikasi
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seperti sistem pembayaran, kesehatan dan pendidikan. Sementara itu, sebagai
contoh gambaran adopsi dari digitatisasi dapat dilihat pada kepemilikan karhr
elektronik yang telah mencapai sekitar 59l,25juta karhr elektronik. Angka ini juga
merepresentasikan bahwa tingkat literasi digital di Wilayah Jawa sudah jauh lebih
tings dibandingkan dengan wilayah lainnya.

Wilayah Jawa masih menghadapi permasal,ahan temtama kelangkaan air dan potensi
banjir di berbagai wilayah. Kebutuhan untuk air baku dan irigasi masih terbatas.
Sementara itu, masih tingginya tingkat ekstraksi air tanah berdampak pada
tingginya laju penurunan muka air tanah. PenurunErn perrnukaan tanah ini dan
kenaikan muka air laut akibat perubahan iklim berpotensi menyebabkan banjir
di wilayah pesisir pantai utara Jawa.

Kebutuhan rumah tangga di Wilayah Jawa terhadap hunian yang layak dan
terjangkau juga masih belum dapat terpenuhi, terutama di provinsi padat
penduduk seperti Daerah Khusus Jakarta dan Jawa Barat. Hal ini disebabkan
belum optimalnya pemanfaatan lahan serta dominasi hunian tapak, terutama di
perkotaan. Harga lahan dan hunian di pusat kota semakin tidak terjangkau
sehingga memicu terjadinya urban sprawl, permukiman kumuh, serta
permukiman ilegal. Selain itu, sebagian besar hunian masih belum memenuhi
standar air minum dan sanitasi aman.

Desentralisasi dan Otonomi Daerah

Isu yang terkait desentralisasi dan otonomi daerah adalah penegakan hukum,
pengelolaan eksternalitas antarwilayah, dan partisipasi masyarakat.

Penegakan hukum masih menjadi isu penting di Wilayah Jawa, seperti masalah
korupsi, pelanggaran pemanfaatan ruang, dan penyalahgunaan narkotika dan
psikotropika.

Mengantisipasi perkiraan peningkatan persentase penduduk wilayah perkotaan
di Indonesia, yaitu sebesar 72,9 persen pada Tahun 2045, diperlukan tata kelola
pembangunan termasuk dalam pembangunan perkotaan yang dapat
mengimbangi tuntutan peningkatan kualitas pelayanannya. Tingkat
kompleksitas di Wilayah Metropolitan (WM) seperti Jakarta, Bandung,
Semarang, dan Surabaya memerlukan tata kelola yang lebih andal.

Tuntutan peran serta masyarakat dalam pembangunan di Wilayah Jawa
semakin tinggi seiring dengan membaiknya tingkat pengetahuan masyarakat.
Ruang untuk mengekspresikan aspirasi dan ide masyarakat perlu terus dibuka.

Kapasitas fiskal di Jawa sudah tinggi, terutama di wilayah bamt dan timur.
Kemandirian fiskal provinsi di Wilayah Jawa relatif lebih baik, kecuali Provinsi
DI Yograkarta, dibandingkan dengan daerah lain pada tingkat pendapatan per
kapita yang sama. Tingkat kemandirian fiskal DI Yoryakarta menunjukkan
ketergantungan terhadap TKD. Walaupun tingkat kemandirian fiskal DI
Yoryakarta lebih baik dibandingkan Jawa Tengah, peran PAD DI Yoryakarta dan
Jawa Tengah pada Tahun 2022 masih berada pada level yang sama yang
bersumber dari pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan
bermotor. Di sisi lain, kualitas belanja daerah di Wilayah Jawa masih rendah.

Berdasarkan. .
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Berdasarkan data APBD Tahun 2022, rata-rata porsi belanja pegawai mencapai
39,4 persen, sedangkan rata-rata porsi belanja modal yang merepresentasikan
belanja untuk perolehan aset hanya sebesar 12,63 persen terhadap total belanja
daerah.

Sosial Budaya dan Ekologi

Dua provinsi memiliki rata-rata Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) di
bawah angka nasional (51,9) pada Tahun 2021, yaitu Provinsi Banten (47,471
dan Provinsi Jawa Barat (50,78). Indeks tersebut menggambarkan rendahnya
persentase penduduk yang pernah terlibat (baik sebagai pelaku/pendukung)
dalam pertunjukkan seni, kegiatan organisasi, serta menghadiri atau
menyelenggarakan upacara adat. Hal ini perlu mendapatkan perhatian yang
saksama.

Di samping itu, belum optimalnya peran dan fungsi keluarga dalam
mewujudkan sumber daya manusia berkualitas, tingginya ketimpangan gender
antara laki-laki dan perempuan di berbagai bidang pembangunan, serta masih
rendahnya pengakuan dan penghormatan hak-hak anak, perempuan,
penyandang disabilitas dan lansia juga perlu diperhatikan dalam pembangunan
Wilayah Jawa 20 tahun mendatang.

Permasalahan lingkungan utamanya meliputi banjir rob yang tedadi pada
pesisir utara Wilayah Jawa serta pencemaran udara dan air. Banjir rob terjadi
karena kenaikan muka air laut dan penurunan muka tanah akibat eksploitasi
air tanah berlebihan terutama untuk kegiatan industri di kawasan pesisir yang
berdampak antara lain menurunnya daya dukung air. Hal ini berpotensi
menyebabkan kekeringan.

Di samping itu, terjadi juga penurunan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)
yang disebabkan pembangunan secara masif di bagian utara Wilayah Jawa.
Pesatnya pertumbuhan industri, yang dibarengi dengan tingginya mobilitas
barang dan penumpang di Wilayah Jawa, menyebabkan peningkatan polusi
udara dan air yang berdampak pada penurunan kualitas lingkungan.

Wilayah Jawa masih dihadapkan pada kondisi rawan bencana alam. Wilayah ini
memiliki risiko gempa bumi pada jalur patahan Cimandiri, Baribis, Lembang,
Semarang, Opak, Kendeng, yang tersebar dari bagian barat Wilayah Jawa
sampai dengan bagian timur Wilayah Jawa. Terdapat pula sesar Cugenang yang
menimbulkan bencana gempa bumi di Cianjur dan sekitarnya. Lebih lanjut,
zotaa megathrust di pesisir selatan berpotensi menimbulkan bahaya tsunami.
Ancaman bahaya geologi lainnya adalah ancaman erupsi gunung api aktif yang
berlokasi di darat maupun di laut.

Selain itu sebagian besar wilayah perkotaan di Wilayah Jawa juga rentan
terhadap bencana banjir. Kesiapsiagaan, mitigasi, peringatan dini, penanganan
darurat, dan pemulihan pasca bencana menjadi isu yang perlu mendapat
perhatian yang lebih besar.

5.1.2.3Wilayah...
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5. 1.2.3 Wilayah Bali-Nusa Tenggara

Wilayah Bali-Nusa Tenggara memiliki potensi pariwisata yang beragam mulai dari
wisata alam, wisata bahari, wisata budaya, udsata buatan dan wisata minat khusus
yang tersebar di seluruh wilayah, serta potensi ekonomi kreatif berbasis komoditas
unggulan dan budaya tadisi lokal (Gambar 5.1.9). Pengembangan potensi ini telah
didukung dengan adanya penetapan DPP, KSPN, dan destinasi pariwisata
pengembangan yang diharapkan mampu memberikan multiplier effects pada
berbagai sektor khususnya terkait industri pariwisata dan ekonomi kreatif
seperti akomodasi, kuliner, fesyen, kriya, seni pertunjukan, dan lainnya.
Berkaitan dengan hal tersebut, Wilayah Bali-Nusa Tenggara juga memiliki
berbagai potensi ekonomi kreatif baik yang didukung oleh komoditas unggulan
maupun yang dipengaruhi oleh ragam budaya dan tradisi lokal.

Provinsi Bali sebagai salah satu tulang punggung pariwisata di Indonesia, telah
memiliki 3.219 usaha ekonomi kreatif dan memiliki potensi yang dapat terus
dikembangkan berupa kopi Kintamani dan hrpuan, Mete Kubu, Salak Sibetan
Karangasem, Garam Amed, Kerajinan Perak Celuk Gianyar, dan Tenun
Gringsing. Di sisi lain, Provinsi NTB telah memiliki 1.127 usaha ekonomi kreatif
dengan potensinya yang dapat dikembangkan berupa Susu Kuda Sumbawa,
Kangkung Lombok, Madu Hutan Sumbawa, dan Kopi Tambora. Sebagai provinsi
yang memiliki destinasi pariwisata tujuan wisatawan mancanegara, Provinsi
NTT telah didukung dengan adanya 693 usaha ekonomi kreatif yang dapat terus
dikembangkan untuk mengoptimalkan potensi wilayah. Adapun berdasarkan
indikasi geografis, potensi ini meliputi kopi Flores Bajawa, Robusta Flores
Manggarai, Arabika Flores Manggarai, serta vanili Kepulauan A1or, jeruk Soe
Mollo, gula Lontar Rote, serta potensi kerajinan tenun seperti tenun ikat Sikka
dan Alor, serta songket Alor. Tenun di Wilayah Bali-Nusa Tenggara memiliki
motif yang khas sebagai wujud rantai budaya dan tradisi turun temurun yang
bernilai ekonomi, serta potensial untuk dikembangkan hingga mampu
berkontribusi pada industri fesyen internasional.

Gambar . . .
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Wilayah Bali-Nusa Tenggara memiliki beragam komoditas ungulan berupa komoditas
tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan tang[ap, dan peri]<anan
budidaya. Potensi ini dapat dilihat dari besarnya produksi yang dapat
mendukung peningkatan hilirisasi komoditas unggulan yang berorientasi
ekspor. Pada masing-masing provinsi, terdapat potensi komoditas yang bernilai
tambah tinggi yang dapat dikembangkan di masa yang akan datang melalui
pengembangan rantai nilainya. Potensi ini meliputi cabai, kopi, udang, tuna,
cengkeh, sapi, babi, ayam, dan rumput laut di Provinsi Bali. Untuk Provinsi NTB
potensi komoditas unggulan ini meliputi kemiri, bambu, kelapa, tembakau,
perikanan budidaya, dan perikanan tangkap. Sedangkan Provinsi NTT memiliki
potensi komoditas unggulan meliputi kemiri, bambu, kopi, jambu mete, rumput
laut, sapi, dan perikanan tangkap (tuna, cakalang, dan tongkol). Pengembangan
potensi khususnya untuk komoditas tanaman pangan, perkebunan dan
peternakan telah didukung dengan adanya Kawasan Perdesaan Prioritas
Nasional (KPPN) dan Kawasan Food Estate. Sementara itu, pengembangan
Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) juga dilakukan untuk
mendukung pema.nfaatan potensi perikanan dan kelautan. Potensi komoditas
unggulan juga dapat menopang rantai pasok industri akomodasi dan makan
minum, serta bahan baku ekonomi kreatif lainnya dalam menunjang
pengembangan pariwisata wilayah. Meskipun potensi komoditas beragam, perlu
adanya inovasi untuk meningkatkan nilai tambah produk.
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Gambar 5.1.9 Peta Potensi Wilayah Bali-Nusa Tenggara 
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Wilayah Nusa Tenggara memiliki potensi sumber daya alam pertambangan
tembaga dan emas. Potensi tembaga dan emas dikembangkan di Provinsi NTB
dan Provinsi NTT yang didukung dengan keberadaan KI Sumbawa Barat di
Provinsi NTB yang diharapkan mermpu mendukung Indonesia sebagai economic
powerlwuse dalam bidang industri yang berorientasi pada produk hilirisasi.

Wilayah Bali-Nusa Tenggara juga memiliki sumber EBT yang sangat potensial
untuk dikembangkan berupa tenaga surya di Provinsi NTB dan Provinsi NTT
serta tenaga bayu di Provinsi NTT. Besarnya potensi tenaga surya di Provinsi
NTB dan Provinsi NTT yang masing-masing mencapai 23,40 GW dan 369,50 GW,
dapat dikembangkan sebagai modal dasar transisi energi di masa depan.
Meskipun tidak sebesar kedua provinsi tersebut, Provinsi Bali juga memiliki
potensi tenaga surya sebesar 21,56 GW. Sementara itu, terdapat pula potensi
tenaga bayu di Provinsi NTT sebesar L2,02 GW yang juga dapat'dikembangkan
untuk memenuhi kebutuhan energi secara berkelanjutan di masa mendatang.

Pengembangan EBT tenaga surya dapat memanfaatkan potensi lahan kering
terutama di NTB dan NTT. Potensi lahan kering tersebutjuga dapat dioptimalkan
untuk kebutuhan pertanian dan peternakan.

Dalam upaya pengembangan potensi komoditas unggulan dan pariwisata,
Wilayah Bali-Nusa Tenggara masih menghadapi isu strategis yang ddabarkan
pada potret pembangunan Wilayah Bali-Nusa Tenggara dan analisis grouth
diagnostics (Tabel 5. 1.6).

Berdasarkan potret pembangunan wilayah Bali-Nusa Tenggara masih terdapat
isu penduduk miskin, prevalensi sfitnting, pekerja formal, persampahan dan
sanitasi aman, porsi kapasitas pembangkit listrik terbarukan, dan kemantapan
jalan kota.

Tabel 5. 1.6 Potret Pembangunan Wilayah Bali-Nusa Tenggara Tahun 2022

SK No 218580 A
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  INDIKATOR NASIONAL BALI 

NUSA 

TENGGARA 

BARAT 

NUSA 

TENGGARA 

TIMUR 

  Bidang Ekonomi         

1 
Laju Pertumbuhan 

Ekonomi (persen) 
5,31 4,84 6,95 3,05 

2 
Persentase Penduduk 

Miskin (persen) 
9,57 4,53 13,82 20,23 

3 Rasio Gini 0,381 0,362 0,374 0,340 

4 
Indeks Pembangunan 

Ekonomi Inklusif 
6,00 6,23 6,06 5,24 

  Bidang Sosial         

5 
Indeks Pembangunan 

Manusia 
72,91 76,44 69,46 65,90 

6 
Tingkat Pengangguran 

Terbuka (persen) 
5,86 4,80 2,89 3,54 

  Kondisi Kesehatan         
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  INDIKATOR NASIONAL BALI 

NUSA 

TENGGARA 

BARAT 

NUSA 

TENGGARA 

TIMUR 

7 
Umur Harapan Hidup 

(UHH) (Tahun) 
71,85 72,60 67,07 67,47 

8 Prevalensi Stunting (persen) 21,60 8,00 32,70 35,30 

9 

Jumlah Kab/Kota Belum 

Tereliminasi Malaria 

(Kab/Kota) 

196 0 4 15 

  Kondisi Pendidikan         

10 
Rata-rata Lama Sekolah 

(RLS) (Tahun) 
8,69 9,39 7,61 7,70 

11 
Harapan Lama Sekolah 

(HLS) (Tahun) 
13,10 13,48 13,96 13,21 

12 

  

  

  

Angka Partisipasi Murni 

(APM) 
        

- SD/sederajat (persen) 97,88 97,46 98,83 96,08 

- SMP/sederajat (persen) 80,89 86,88 86,05 70,05 

- SMA/sederajat (persen) 61,97 74,73 67,61 56,00 

  Jaminan Sosial         

13 

Kepesertaan Jaminan 

Kesehatan Nasional (JKN) 

(persen) 

86,9  96,0 91,0 93,0 

14 

Kepesertaan Jaminan 

Sosial Tenaga Kerja 

(Jamsos Naker) 

    

- Pekerja Formal (persen) 56,19 51,03 51,24 37,98 

- Pekerja Informal (persen) 13,06 15,29 4,68 4,88 

  
Bidang Sarana dan 

Prasarana 
    

15 
Tampungan per Kapita 

(m3/kap) 
57,53 7,23 67,33 13,75 

16 
Air Minum Jaringan 

Perpipaan (persen) 
19,47 42,01 19,13 18,95 

17 Sanitasi Aman (persen) 10,16 15,38 6,10 2,35 

18 
Penanganan 

Persampahan*** (persen) 
33,27 57,69 25,80 6,02 

19 Rumah Layak Huni (persen) 60,66 81,65 62,3 41,8 

20 
Pemenuhan kebutuhan 

listrik per kapita (kWh) 
1.122 1.090,47 430,47 217,84 

21 
Porsi kapasitas pembangkit 

listrik terbarukan (persen) 
15,47 1,13 4,32 7,9 

22 
Jangkauan 4G di kawasan 

pemukiman (persen) 
96,97 100 95,08 93,48 

23 

Kemantapan Jalan* 

- Nasional (persen) 92,55 98,76 98,22 94,69 

- Provinsi (persen)  74,46 78,90 82,84 70,41 
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  INDIKATOR NASIONAL BALI 

NUSA 

TENGGARA 

BARAT 

NUSA 

TENGGARA 

TIMUR 

- Kabupaten/Kota (persen) 62,26 81,33 65,83 55,54 

  Bidang Tata Kelola         

24 Indeks Pelayanan Publik   Baik Baik Cukup 

25 
Indeks Keterbukaan 

Informasi Publik 
74,43 80,99 80,49 74,42 

26 Indeks Integritas 71,94 78,82 70,36 66,86 

  
Bidang Lingkungan Hidup 

dan Kebencanaan 
        

27 
Indeks Risiko Bencana 

Indonesia (IRBI) 
135,56 123,98 119,83 139,23 

28 Indeks Ketahanan Pangan 60,20 85,19 76,58 68,42 

29 
Prevalensi Ketidakcukupan 

Pangan (persen) 
10,21 7,72 2,24 13,74 

 

Secara umum, berdasarkan analisis growth diagnostics, faktor penghambat 
pembangunan ekonomi di Wilayah Bali-Nusa Tenggara, khususnya Wilayah Nusa 
Tenggara adalah SDM Ketenagakerjaan (Tabel 5.1.7). Untuk Provinsi NTB, faktor 

penghambat lainnya adalah SDM Ketenagakerjaan dan Kesehatan. Sedangkan 
di Provinsi NTT, faktor penghambat lainnya adalah SDM pendidikan, 

infrastruktur, dan daya saing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secara rinci, berbagai isu strategis lainnya dan akar masalah pembangunan di 
Wilayah Bali-Nusa Tenggara dijabarkan dalam berbagai bidang sebagai berikut. 

 

Ket:  

Font merah : kinerja lebih buruk dibandingkan capaian nasional 

Font biru : kinerja lebih baik dibandingkan capaian nasional 

*Data Tahun 2021 

**Data Tahun 2020 

***Data Tahun 2019 
 

Tabel 5.1.7 Growth Diagnostics Hambatan Utama Pertumbuhan Ekonomi 

di Wilayah Bali-Nusa Tenggara 

Sumber: Bappenas, 2022 (diolah) 
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Ekonomi

Pengembangan kawasan pusat pertumbuhan dan pengembangan sentra komoditas
unggulan di Wilayah Bali-Nusa Tenggara belum memberikan dampak yang signifftan
bagi pengembangan ekonomi wilayah. Nilai Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif
(IPEI) Provinsi Bali sudah lebih baik dari angka nasional, namun aspek
perluasan kesempatan ekonomi dan kesempatan kerja masih belum optimal. Di
sisi lain, nilai IPEI Provinsi NTB dan NTT masih jauh dari angka nasional. Nilai
IPEI Provinsi NTT menduduki peringkat terendah ke-3 secara nasional
disebabkan oleh pertumbuhan ekonominya masih belum dapat menciptakan
dan memperluas kesempatan ekonomi dan kesempatan kerja, serta belum dapat
mengurangi kemiskinan. Selain itu, pusat produksi yang berada di kawasan
perdesaan belum terintegrasi dengan pusat pengolahan dan pasar di kawasan
perkotaan akibat terbatasnya konektivitas antara pusat-pusat tersebut.

Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan seperti KEK, KI, serta kawasan
pengembangan komoditas unggulan seperti SKPT, khususnya di Wilayah Nusa
Tenggara belum mampu memberi dampak yang signifikan terhadap peningkatan
kesejahteraan masyarakat, salah satunya karena belum optimalnya penyerapan
tenaga kerja lokal pada kawasan-kawasan yang dikembangkan. Faktor yang
berpengaruh terhadap kondisi tersebut, yaitu kualitas SDM khususnya dalam
keterampilan teknologi pengolahan.

Pengembangan koridor pariwisata khususnya di Wilayah Nusa Tenggara belum
optimal dalam menarik wisatawan Nusantara dan mancanegara. Kawasan
pariwisata yang telah dikembangkan sejak 2Ol7 dan menjadi prioritas nasional
di Wilayah Nusa Tenggara di antaranya DPP Lombok dan sekitarnya di Provinsi
NTB serta DPP Labuan Bajo di Provinsi NTT.

Namun demikian, keterhubungan pembangunan pariwisata dalam koridor
pariwisata Wilayah Bali-Nusa Tenggara belum optimal dalam meningkatkan
jumlah wisatawan di Wilayah Nusa Tenggara. Hal ini ditunjukkan oleh jumlah
wisatawan Wilayah Bali yang lebih tinggi (8, 1 juta wisatawan Nusantara dan 2,2
juta wisatawan mancanegara) apabila dibandingkan dengan Wilayah Nusa
Tenggara (1 ,0 juta wisatawan Nusantara dan 61 ribu wisatawan mancanegara di
Provinsi NTB, 744 ribu wisatawan Nusantara dan 58 ribu wisatawan
mancanegara di Provinsi NTT). Hal ini dapat disebabkan antara lain karena
konektivitas wilayah yang menghubungkan Wilayah Bali dan Nusa Tenggara
belum optimal, serta daya tarik wisata yang belum dikembangkan dengan baik
di Wilayah Nusa Tenggara sehingga wisatawan domestik dan mancanegara
masih bertumpu pada Bali, sebagai daerah tujuan wisata.

Di sisi. . .
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Di sisi lain, pengembangan pariwisata di Wilayah Nusa Tenggara juga terkendala
terbatasnya kapasitas masyarakat akan pengembangan pariwisata. Potensi
pariwisata juga belum didukung oleh pengembangan ekonomi kreatif yang
ditunjukkan dengan masih rendahnya indeks potensi ekonomi kreatif daerah
khususnya di Provinsi NTB dan Provinsi NTT.

Sosial

Kesejahteraan masyarakat Wilayah Bali lebih baik dibandingkan Wilayah Nusa
Tenggara dengan angka kemiskinan yang tinggr. Kesejahteraan masyarakat
Wilayah Nusa Tenggara yang masih rendah ini salah satunya ditunjukkan oleh
persentase penduduk miskin yang sangat tinggi di atas rata-rata nasional
(Provinsi NTB berada di peringkat ke-8 dan Provinsi NTT berada di peringkat ke-
3 tertinggi secara nasional). Faktor yang memengzrruhi kondisi tersebut, yaitu
mayoritas masyarakat baik di Provinsi NTB dan NTT bekerja di sektor informal
(Provinsi NTB: 73,89 persen; Provinsi NTT: 75,24 persen). Tingginya angka
pekerja sektor informal berpengaruh terhadap lebih rendahnya rata-rata
pendapatan yang diterima serta lemahnya perlindungan hak-hak di tempat
kerja.

Wilayah Bali-Nusa Tenggara menghadapi permasalahan kesenjangan intra
wilayah dan ketertinggalan daerah. Pembangunan Provinsi Bali secara nasional
sudah baik dengan indikator pembangunan berada di atas rata-rata nasional,
tetapi masih menghadapi tantangan kesenjangan intra wilayah. Di Provinsi Bali,
kesenjangan ini ditunjukkan oleh perbedaan kontribusi PDRB yang signifikan
antarwilayahnya, yaitu wilayah Bali bagian Selatan berkontribusi sebesar 67
persen, sementara wilayah Bali bagian Barat, Utara, dan Timur berkontribusi
sebesar 33 persen. Di sisi lain, ketertinggalan daerah yang dihadapi oleh Wilayah
Nusa Tenggara ditunjukkan dengan masih banyaknya jumlah daerah tertinggal,
yaitu sebanyak 14 kabupaten dalam kategori daerah tertinggal yang banyak
terdapat di Provinsi NTT, yaitu 13 dari 22 kabupaten/kota (1 kabupaten
tertinggal lain terdapat di Provinsi NTB). Kondisi ketertinggalan di wilayah ini
terutama dipengaruhi oleh infrastruktur dan pelayanan dasar (pendidikan,
kesehatan, ekonomi, dan TIK) yang belum optimal, kondisi perekonomian
masyarakat yang masih rendah (PDRB per kapita, pengeluaran, dan pekerjaan),
serta karakteristik daerah dengan potensi bencana dan konflik sosial yang
tinggi.

SDM di Wilayah Bali sudah sangat baik dengan IPM berada di atas rata-rata nasional,
tetapi masih memiliki tantangan pada pendidikan dasar. Sementara itu, Wilayah Nusa
Tenggara memiliki IPM di bawah rata-rata. nasional dengan akar permasalahan
khususnya pada aspek kesehatan dan pendidikan masyarakat yang masih rendah.
Wilayah Bali-Nusa Tenggara khususnya Provinsi Bali dan NTT masih
dihadapkan pada permasalahan APM tingkat pendidikan SD.

Namun . . .
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Namun demikian, IPM Provinsi Bali sudah berada di atas rata-rata nasional.
Sementara itu, Wilayah Nusa Tenggara memiliki IPM yang rendah dibandingkan
nasional khususnya Provinsi NTT yang menduduki peringkat32 secara nasional.
Rendahnya IPM di Wilayah Nusa Tenggara disebabkan oleh UHH dan angka RLS
yang berada di bawah capaian nasional akibat dari rendahnya aksesibilitas
menuju fasilitas kesehatan dan pendidikan khususnya pada jenjang SD, SMA,
dan perguruan tinggi serta kurang meratanya persebaran tenaga pendidik dan
tenaga kesehatan.

Selain itu, Provinsi NTT juga dihadapkan pada kondisi kualitas tenaga pendidik
yang kurang memadai karena masih banyaknya tenaga pendidik dengan
pendidikan terakhir kurang dari S1/D4. Faktor lainnya yang memengaruhi
rendahnya IPM di Wilayah Nusa Tenggara, yaitu angka prevalensi untuk
stunting, penyakit malaria dan kusta, serta rendahnya APM. Ketimpangan
capaian pembangunan kesehatan menjadi tantangan antara Bali dan Nusa
Tenggara, misalnya prevalensi sturutingTahun 2022 di Bali (8,0 persen) menjadi
terendah se-Indonesia dan jauh dibandingkan capaian NTB (32,7 persen) dan
NTT (35,3 persen).

Selain itu, kabupaten/kota di NTT dan NTB belum sepenuhnya mencapai
eliminasi malaria dibandingkan Bali yang sudah mencapai 100 persen. Akses
terhadap air minum dan sanitasi di Nusa Tenggara yang lebih rendah daripada
Bali menunjang disparitas capaian kesehatan. Masih tingginya penyakit tropis
terabaikan seperti kusta dan penyakit malaria di NTT juga gambaran dampak
dari rendahnya kualitas lingkungan dan gaya hidup masyarakat yang belum
memenuhi aspek kesehatan. Akses terhadap fasilitas pelayanan kesehatan dan
ketersediaan tenaga kesehatan di puskesmas dan RS masih terbatas, terutama
di NTT.

Pengeluaran per kapita masyarakat Wilayah Nusa Tenggara juga masih rendah,
hal ini dikarenakan daya beli masyarakat Wilayah Nusa Tenggara yang rendah
pula.

Sarana dan Prasarana

Pembangunan infrastruktur dan konektivitas Wilayah Bali-Nusa Tenggara
belum optimal dalam mendukung logistik serta pengembangan sektor unggulan
pariwisata. Konektivitas laut dan penyeberangan di Bali-Nusa Tenggara belum
optimal dalam mendukung sektor unggulan pariwisata dan komoditas
perikanan, perkebunan, dan peternakan. Sejumlah pelabuhan belum dirancang
untuk melayani angkutan pariwisata, seperti kapal cruise. Di samping itu,
keterbatasan kapasitas dan fasilitas pelabuhan terutama di NTB dan NTT,
menyebabkan kapal-kapal kontainer lLifi-An/ Lifi-Off atau LoL,o) belum
beroperasi secara optimal. Sementara itu, kapal RoRo angkutan barang yang
memiliki keunggulan untuk angkutan logistik dengan keterbatasan kedalaman
perairan dan fasilitas bongkar muat, belum dikembangkan. Hal ini
menyebabkan belum optimalnya pemanfaatan ALKI II dan III di wilayah ini.

Sejumlah . . .

SK No 218575 A



PRESIDEN
REPUBLTK INDONESIA

-183-

Sejumlah bandara simpul seperti Bandara I Gusti Ngurah Rai (Bali),
diperkirakan akan mencapai kapasitas maksimum, yaitu 40 juta penumpang
pada Tahun 2028. Bandara perairan dan seaplanebelum dikembangkan secara
optimal untuk mendukung pariwisata dan aksesibilitas. Belum tuntasnya
pembangunan Jalan Trans Sumbawa, Trans Flores, dan jalan trans lainnya,
serta ketersediaan dan kualitas infrastruktur jalan daerah yang masih rendah
juga men5rumbang pada keterbatasan aksesibilitas. Pendekatan konektivitas
multimoda antarmoda belum secara optimal dilaksanakan di Wilayah Bali-Nusa
Tenggara. Pengembangan transportasi perkotaan, termasuk pengembangan
angkutan umum, belum secara optimal dipersiapkan untuk mengantisipasi
peningkatan urbanisasi dan motorisasi di Wilayah Metropolitan Denpasar (Kota
Denpasar, Kab. Badung, Kab. Gianyar, Kab. Tabanan) dan kota-kota lain seperti
Mataram, Bima, dan Kupang.

Wilafh Bali-Nusa Tengara masih menghadapi permasalahan dalam pemanfaatan EBT.
Wilayah Bali-Nusa Tenggara memiliki potensi EBT yang signifikan, tetapi belum
dimanfaatkan dengan optimal dalam memenuhi kebutuhan energi listrik untuk
mendukung pembangunan ekonomi dan pelayanan dasar. Hal tersebut di
antaranya disebabkan oleh masih rendahnya kapasitas SDM dalam mengelola
EBT dan belum optimalnya faktor kelembagaan dalam mendukung
pengembanga.n EBT sehingga banyak pembangkit EBT (off-mini gridl yang rusak
atau tidak beroperasi.

Produksi tenaga listrik masih didominasi oleh energi fosil dengan bauran
pembangkit listrik terbarukan relatif rendah. Infrastruktur ketenagalistrikan di
Provinsi Bali sudah terinterkoneksi dengan infrastruktur ketenagalistrikan di
Wilayah Jawa (membentuk Sistem Jamali). Sementara itu, sistem Nusa Tenggara
masih belum terinterkoneksi menyeluruh di masing-masing pulau utama.
Sistem Infrastruktur ketenagalistrikan di wilayah Nusa Tenggara terdiri dari
berbagai subsistem kecil tersebar yang melayani ibukota provinsi, kabupaten
dan kota dengan menggunakan transmisi tegangan 70 kV dan 150 kV.

Sistem tenaga listrik di Provinsi Nusa Tenggara Barat terdiri atas Sistem Lombok
15O kV, Sistem Sumbawa-Bima 15O kV serta beberapa sistem yang terisolasi.
Sistem besar dipasok dari PLTU, PLTMG, PLTD, dan PLTM/PLTMH serta sistem
menengah dan kecil dipasok dari PLTD dan sebagian kecil PLTMH. Sistem tenaga
listrik di Provinsi Nusa Tenggara Timur terdiri atas 63 sistem tenaga listrik untuk
melayani beban tersebar di beberapa pulau dari yang terbesar sampai ke yang
terkecil sampai dengan perbatasan Timor Leste. Sistem Timor dan Sistem Flores
merupakan sistem yang terbesar dan selebihnya beroperasi secara terpisah.
Sistem besar mendapatkan pasokan dari PLTU, PLTMG, PLTM, dan beberapa
PLTD. Sistem lainnya yang terpisah dipasok dari PLTD, PLTP, PLTM, dan PLTS
komunal.

SK No 218574 A

Pelayanan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-184-

Pelayanan ketenagalistrikan Wilayah Bali Nusa-Tenggara masih didominasi
rumah tangga dengan tingkat konsumsi per kapita yang masih rendah. Wilayah
Bali - Nusa Tenggara memiliki sumber energi primer energi baru dan terbarukan
yang besar dan beraneka ragam seperti surya, panas bumi, air, dan bayu dengan
potensi masing-masing sekitar 4L4,46 GW; 1 ,62 GW; 0,09 GW; dan 17,56 GW.
Pulau Sumba memiliki luasan lahan yang tidak produktif serta potensi sumber
energi surya sangat besar dengan rata-rata iradiasi paling tinggi dibandingkan
daerah lain di seluruh Indonesia.

Pembangunan infrastrukhrr telekomunikasi dan komunikasi di Wilayah Bali - Nusa
Tenggara masih belum merata serta didominasi oleh pembang.man di wilayah Provinsi
Bali. Secara urnurn, jang[<auan jaringan seluler 4G telah mencapai sekitar 95,9 persen
dari area wilayah pemukiman sedikit lebih rendah dibandinglen dengan rata-rata
nasional sebesar 96,97 persen. Jangkauan jaringan seh:ler 4G terbesar ada di wilayah
Provinsi Bali dengan jang!<auan sekitar 1OO persen dari total areawilayah pemukiman.
Sementara ihr, jangkauan jaringan seluler 4G di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat
dan Nusa Tenggara Timur masing-masing sekitar 95,08 dan 93,48 persen dari total
area wilayah pemukiman. Pemanliaatan jaringan digtat masih terbatas untuk
telekomunikasi. Pemanfaatan untuk kepentingan lainnya cenderung masih rendah,
kecuali di Provinsi Bali yang sudah relatjf maju. Provinsi Bali juga telah dikenal
digunat<an sebagai satah satu wilayah favorit untuk bekerja sambil liburan (digttal
nomadl. Sebagai contoh gambaran adopsi dari digitalisasi dapat dilihat pada total
kepemilikan karhr elektronik di seluruh Wilayah Bali - Nusa Tenggara yang hanya
sekitar 2,41 }uta karhr elektronik. Angka ini mengindikasikan penggunaan karhl
pembayaran elel<tronik masih terbatas bahkan untuk Provinsi Bali yang merupakan
pusat pariwisata nasional.

Wilayah Bali Nusa Tenggara masih dihadapkan pada permasalahan ketersediaan dan
aksesibilitas infrastrtrktur dasar yang rendah khususnya di Provinsi NTT. Bali-Nusa
Tenggara memiliki masalah akses air baku untuk kebutuhan rumah tangga,
industri, dan pariwisata. Kebutuhan air baku dipenuhi terutama melalui
ekstraksi air tanah yang berdampak turunnya permukaan tanah. Hal ini
mengakibatkan tingginya risiko banjir pesisir dan abrasi terutama di pulau-
pulau terkecil. Selanjutnya permasalahan yang juga dihadapi adalah
infrastruktur air minum, sanitasi layak dan aman, penarlganan persampahan,
serta rumah layak huni masih berada di bawah rata-rata nasional. Kondisi ini
berdampak pada kualitas hidup sumber daya manusia. Akses rumah tangga
terhadap hunian layak dan terjangkau di Provinsi Bali dan Provinsi NTB sudah
lebih tinggi dari angka nasional, tetapi akses Provinsi NTT masih cukup rendah.
Permasalahan dalam penyediaan rumah layak huni adalah pemenuhan standar
kelayakan terhadap fisik bangunan yang disebabkan oleh kondisi ekonomi
masyarakat. Selain itu, kondisi geografis wilayah Nusa Tenggara yang berupa
kepulauan menyebabkan banyaknya permukiman kumuh terapung di sekitar
badan air.

Desentralisasi . . .
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Desentralisasi dan Otonomi Daerah

Isu terkait tata kelola di Wilayah Bali-Nusa Tenggara menitikberatkan pada
integritas pemerintah daerah dalam mewujudkan good gouernance yan.g masih
rendah serta pemenuhan SPM yang belum optimal khususnya di Wilayah Nusa
Tenggara. Indeks integritas di Provinsi NTB dan NTT masih berada di bawah
capaian nasional. Hal ini menunjukkan penerapan good gouernance di Wilayah
Nusa Tenggara perlu mendapat perhatian. Sementara itu, pencapaian SPM yang
belum optimal khususnya di Provinsi NTT ditunjukkan dengan Indeks Pelayanan
Publik yang masuk dalam kategori cukup. Hal ini, disebabkan oleh terbatasnya
kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam pemenuhan SPM yang
ditunjukkan oleh rendahnya kapasitas fiskal provinsi dan kabupaten/kota di
Wilayah Nusa Tenggara.

Kemandirian fiskal provinsi-provinsi di Wilayah Bali-Nusa Tenggara relatif baik
dibandingkan provinsi sebandingnye, tetapi memerlukan perhatian lebih pada
Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kapasitas fiskal di Provinsi Bali masuk kategori
tinggi, sedangkan Provinsi NTB dan Provinsi NTT masih rendah. Kemandirian
fiskal menjadi salah satu isu penghambat pertumbuhan ditunjukkan dengan
ketergantungan terhadap TKD masih tinggi. Proporsi PAD cenderung tidak
mengalami peningkatan dalam satu dekade terakhir. Di sisi lain, kualitas
belanja daerah masih rendah. Berdasarkan data APBD 2022, rata-rata porsi
belanja pegawai yang mencapai 37,18 persen, sedangkan rata-rata porsi belanja
modal yang merepresentasikan belanja untuk perolehan aset hanya sebesar
17,42 persen terhadap total belanja daerah.

Stabilitas Pertahanan dan Keamanan

Stabilitas pertahanan dan keamanan di Wilayah Bali-Nusa Tenggara masih perlu
ditingkatkan. Hal ini yang terlihat dari masih banyaknya praktik ltlegal,
Unreported and Unregulated @U) Fishing di perairan Wilayah Bali-Nusa
Tenggara, terutama di daerah-daerah perbatasan laut negara dengan Timor
Leste dan Australia (WPP 573) yang menghambat optimalisasi pemanfaatan
sumber daya alam sehingga perlu dijaga kedaulatannya.

Sosial Budaya dan Ekologi

Wilayah Bali-Nusa Tenggara juga dihadapkan pada isu linglamgan hidup,
kebencanaan, kemandirian menuju kedaulatan pangan, dan kebudayaan. Kualitas
lingkungan hidup di Wilayah Bali-Nusa Tenggara masih belum optimal yang
ditunjukkan dengan masih rendahnya beberapa indeks terkait kualitas
lingkungan hidup pada Provinsi Bali dan Provinsi NTB. Selain itu, Indeks Risiko
Bencana Indonesia (IRBI) Wilayah Bali-Nusa Tenggara termasuk pada kategori
sedang dan memiliki berbagai ancaman bencana yang perlu dipertimbangkan
dalam pembangunan. Frekuensi kejadian bencana di Wilayah Bali-Nusa
Tenggara didominasi oleh bencana hidrometeorologi berupa banjir, cuaca
ekstrem, tanah longsor, dan kekeringan (KRB, 2022l,. Selain itu, masih sering
terjadinya kerusakan lingkungan pada lahan pasca tambang serta belum
optimalnya pengelolaan lahan bekas tambang yang memberikan nilai tambah
ekonomi wilaYah' 

selain . . .
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Selain risiko bahaya hidrometeorologi, Wilayah Bali-Nusa Tenggara memiliki
potensi bencana geologi yang terdiri dari gempa tektonik di jalur patahan Flores
yang tersebar sepanjang sisi utara Wilayah Nusa Tenggara, serta erupsi gunung
api aktif. 7.ona megathrusl di selatan NTB dan NTT juga dapat berpotensi
menimbulkan bahaya tsunami yang mengancam kawasan pariwisata di pesisir
selatan NTB. Tantangan lainnya terkait dengan kesadaran masyarakat terhadap
pengelolaan risiko bencana serta terbatasnya sarana dan prasarana mitigasi
bencana, khususnya di daerah tertinggal bagian selatan dan timurWilayah Nusa
Tenggara yang rawan terhadap bencana gempa dan tsunami.

5. L .2.4 Wilayah Kalimantan

Potensi pembangunan Wilayah Kalimantan mencakup sektor pertambangan dan
penggalian (batu bara, bauksit, gas alam cair, pasir zirkon, pasir kuarsa, biji
besi) serta pertanian, perkebunan dan kehutanan (kelapa sawit dan karet)
(Gambar 5.1.1O). Dalam sepuluh tahun terakhir, kontribusi sektor
pertambangan dan penggalian mendominasi perekonomian Wilayah
Kalimantan. Namun demikian, dalam periode yang sama, sektor industri
pengolahan berbasis pertambangan dan penggalian tidak mengalami
peningkatan signifikan karena pengembangan kawasan industri belum optimal.

Gambar 5.1.10 Peta Potensi Wilayah Kalimantan

SK No 218571 A Di sisi. . .
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Di sisi lain, terdapat peluang bagi Wilayah Kalimantan dan sekitarnya seiring
dengan pembangunan IKN sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, termasuk
pengembangan kawasan industri baru.

Pada Tahun 2022, beberapa provinsi di Wilayah l(alimantan menunjukkan kinerja
pembangunan yang masih berada di bawah capaian nasional ditunjukkan oleh
berbagai indikator pembangunan di bidang sosial terutama dalam prevalensi
sfimttng serta bidang sarana dan prasarana terutama jangkauan daya akses
internet berkualitas (4G) dan kemantapan jalan di Provinsi Kalimantan Barat
dan Kalimantan Tengah (Tabel 5.1.8). Sementara itu, dalam bidang ekonomi,
laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Timur berada di bawah kinerja
nasional, tetapi memiliki pendapatan per kapita yang cukup tinggi (Rp131 juta),
dengan peringkat ke-2 secara nasional. Sementara itu, di Provinsi Kalimantan
Utara, kinerja bidang sosial terutama indikator angka partisipasi murni sekolah
dasar masih berada jauh di bawah angka capaian nasional.

Tabel 5.1.8 Potret Pembangunan Wilayah Kalimantan Tahun2O22

No....
SK No 218600 A

No. INDIKATOR NASIONAL 
KALIMANTAN 

BARAT 

KALIMANTAN 

TENGAH 

KALIMANTAN 

SELATAN 

KALIMANTAN 

TIMUR 

KALIMANTAN 

UTARA 

Bidang Ekonomi 

1 

Laju 

Pertumbuhan 

Ekonomi (persen) 

5,31 5,07 6,45 5,11 4,48 5,34 

2 

Persentase 

Penduduk Miskin 

(persen) 

9,57 6,81 5,22 4,61 6,44 6,86 

3 Rasio Gini  0,381 0,311 0,309 0,309 0,317 0,270 

4 

Indeks 

Pembangunan 

Ekonomi Inklusif  

6,00 5,79 6,12 6,24 6,24 6,22 

 Bidang Sosial 

5 

Indeks 

Pembangunan 

Manusia 

72,91 68,63 71,63 71,84 77,44 71,83 

6 

Tingkat 

Pengangguran 

Terbuka (persen) 

5,86 5,11 4,26 4,74 5,71 4,33 

  
Kondisi 

Kesehatan 
      

7 

Umur Harapan 

Hidup (UHH) 

(Tahun)  
71,85 71,02 70,04 69,13 74,62 72,67 
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No. INDIKATOR NASIONAL 
KALIMANTAN 

BARAT 

KALIMANTAN 

TENGAH 

KALIMANTAN 

SELATAN 

KALIMANTAN 

TIMUR 

KALIMANTAN 

UTARA 

8 
Prevalensi 

Stunting (persen) 
21,6 27,8 26,9 24,6 23,9 22,1 

9 

Jumlah Kab/Kota 

Belum 

Tereliminasi 

Malaria** 

(Kab/Kota) 

196 10 3 6 7 2 

  
Kondisi 

Pendidikan 
      

10 

Rata-rata Lama 

Sekolah (RLS) 

(Tahun) 

8,69 7,59 8,65 8,46 9,92 9,27 

11 

Harapan Lama 

Sekolah (HLS) 

(Tahun) 

13,10 12,66 12,75 12,82 13,84 13,06 

12 

  

  

  

Angka Partisipasi 

Murni (APM) 
      

- SD/sederajat 

(persen) 
97,88 97,52 99,11 99,12 98,45 93,69 

- SMP/sederajat 

(persen) 
80,89 68,32 78,75 76,28 82,65 79,38 

- SMA/sederajat 

(persen) 
61,97 51,87 55,69 59,61 69,10 65,65 

  Jaminan Sosial       

13 

Kepesertaan 

Jaminan 

Kesehatan 

Nasional (JKN) 

(persen) 

86,9 85,0 98,0 83,0 100 95,0 

14 

  

  

Kepesertaan 

Jaminan Sosial 

Tenaga Kerja 

(Jamsos Naker) 

      

- Pekerja Formal 

(persen) 
56,19 56,41 87,16 46,66 96,82 70,70 

- Pekerja Informal 

(persen)  

 

13,06 6,55 11,68 6,73 23,02 27,39 
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No. INDIKATOR NASIONAL 
KALIMANTAN 

BARAT 

KALIMANTAN 

TENGAH 

KALIMANTAN 

SELATAN 

KALIMANTAN 

TIMUR 

KALIMANTAN 

UTARA 

Bidang Sarana dan Prasarana 

15 
Tampungan per 

Kapita (m3/kap) 
57,53 0 0 288,62 199,69 0,73 

16 

Air Minum 

Jaringan 

Perpipaan 

(persen) 

19,47 18,95 17,42 42,71 62,37 51,93 

17 
Sanitasi Aman 

(persen) 
10,16 3,31 13,96 12,82 9,06 5,68 

18 
Penanganan 

Persampahan 
33,27 21,20 29,49 40,07 60,56 46,46 

19 
Rumah Layak 

Huni 
60,66 60,74 54,07 55,96 73,18 67,21 

20 

Pemenuhan 

kebutuhan listrik 

per kapita (kWh) 

1.122 538,00 1.142,60 392,25 962,86 962,86 

21 

Porsi kapasitas 

pembangkit listrik 

terbarukan 

(persen) 

15,47 21,45 32,70 4,68 1,59 1,74 

22 

Jangkauan 4G di 

kawasan 

pemukiman 

(persen) 

88,25 76,51 71,25 95,43 78,39 48,81 

23 

Kemantapan 

Jalan* 
      

-Nasional (persen) 92,55 93,85 82,31 95,63 82,41 86,00 

-Provinsi (persen) 74,46 60,05 87,09 82,98 61,98 65,88 

-Kabupaten 

(persen) 
62,26 52,02 51,81 65,97 64,05 55,55 

Bidang Tata Kelola 

24 
Indeks Pelayanan 

Publik 
 Sangat Baik 

Baik (dengan 

catatan) 
Sangat Baik Baik Baik 

25 

Indeks 

Keterbukaan 

Informasi Publik 

74,43 77,16 78,21 71,01 77,61 74,55 

26 Indeks Integritas 71,94 76,17 67,04 73,76 73,04 70,30 
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Ket:
Font merah
Font biru
*Data Tahun 2021

"*Data Tahun 2020
***Data Tahun 2019

Selanjutnya, analisis growth diagnostics menguatkan adanya kendala
penghambat pertumbuhan ekonomi terutama aspek SDM pendidikan, aspek
infrastruktur, serta aspek stabilitas makro fiskal. Kendala pada aspek
pendidikan SDM berada di Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan
Kalimantan Utara (Tabel 5.1.9). Pada aspek infrastruktur, kendala yang ada di
Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Utara. Aspek makro dan
fiskal juga menjadi aspek penghambat di Kalimantan Utara dan Kalimantan
Tengah.

: kinerja lebih buruk dibandingkan capaian nasional
: kineda lebih baik dibandingkan capaian nasional

SK No 218597 A

 

No. INDIKATOR NASIONAL 
KALIMANTAN 

BARAT 

KALIMANTAN 

TENGAH 

KALIMANTAN 

SELATAN 

KALIMANTAN 

TIMUR 

KALIMANTAN 

UTARA 

Bidang Lingkungan Hidup dan Kebencanaan 

27 

Indeks Risiko 

Bencana 

Indonesia (IRBI) 

135,56 136,72 123,56 128,81 146,67 157,47 

28 
Indeks Ketahanan 

Pangan 
60,20 70,81 69,96 81,05 77,65 71,04 

29 

Prevalensi 

Ketidakcukupan 

Pangan (persen) 

10,21 19,22 12,83 4,47 16,19 23,01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 5.1.9 Growth Diagnostics Hambatan Utama Pertumbuhan Ekonomi  

di Wilayah Kalimantan 

Selain . . . 

Sumber: Bappenas, 2022 (diolah) 
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Selain hambatan utama pembangunan sebagaimana disebutkan di atas,
terdapat pula beberapa kendala pembangunan lainnya, yaitu: (i) daya saing
sumber daya manusia; (ii) pengembangan nilai tambah, hilirisasi dan rantai nilai
sektor unggulan; (iii) pembangunan kawasan perbatasan negara; serta (iv)
mitigasi bencana atas perubahan iklim dan ancaman bencana. Secara rinci,
berbagai isu dan potensi di Wilayah Kalimantan serta hambatan dan tantangan
utama pembangunan yang perlu menjadi perhatian dalam pembangunan ke
depan akan dijabarkan pada pembahasan berikut.

Ekonomi

Dominasi peran sumber daya alam yang tinggi pada sektor hulu dan lambatnya
proses hilirisasi industri menjadi isu utama dalam proses menciptakan
pertumbuhan yang berkesinambungan di Wilayah Kalimantan. Keberadaan Kl
belum mampu memberikan dampak signifikan bagi pertumbuhan ekonomi
seiring belum berkembangnya produk turunan dari komoditas unggulan. Hal ini
disebabkan oleh adanya keterbatasan pasokan energi, air, dan konektivitas. Di
sisi lain, penciptaan lingkungan usaha industri yang kondusif, dukungan
insentif fiskal dan penguasa€rn teknologi menjadi bagian penting dalam
pengembangan industri turunan komoditas utama. Masa depan pengembangan
industri di Wilayah Kalimantan juga kemudian diharapkan tidak lagi hanya
didominasi oleh ekspor komoditas, melainkan juga berorientasi pada ekspor
bahan setengah jadi dan bahan jadi sekaligus mendorong pengembangan
industri untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Sumber daya alam yang melimpah serta kondisi wilayah 1ang potensial akan
mendorong percepatan transformasi ekonomi hijau dan pengembangan energi barr
terbanrkan. Wilayah Kalimantan memiliki potensi serta fungsi untuk
mempertahankan perannya sebagai lumbung energi nasional melalui
pengembangan hilirisasi komoditas batu bara serta hilirisasi berbasis komoditas
kelapa sawit. Pengembangan energi baru terbarukan berbasis biomassa dan air
atau matahari juga dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi wilayah di
Kalimantan melalui pemanfaatan aliran sungai dan energi radiasi matahari.
Sungai Kayan di Provinsi Kalimantan Utara memiliki potensi untuk
pengembangan PLTA sebesar 9OO0 MW yang akan berkontribusi signifikan
terhadap bauran EBT nasional. Provinsi Kalimantan Timur juga memiliki potensi
radiasi matahari yang didapatkan Indonesia setiap tahunnya berkisar antara
L.2OO hingga 1.500 kwh/kwp, dan diproyeksikan sebagai yang tertinggi di Asia
Tenggara. Dengan angka tersebut, Indonesia berpotensi untuk menghasilkan
listrik sebesar 208 GW per tahun atau sekitar 4,8 kwh/m2 per hari. Di samping
itu, terdapat pula sumber energi panas bumi dan bayu masing-masing sebesar
0,18 GW dan 25,99 GW.

SK No 218596 A
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Selain . . . 

Sumber: Bappenas, 2022 (diolah) 
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Tingginya kesenjangan antarwilayah di Wilayah Kalimantan ditunjukkan oleh
besarnya perbedaan distribusi ekonomi antarprovinsi dan antar
kabupaten/kota. Pada Tahun 2022, Provinsi Kalimantan Timur mendominasi
perekonomian Wilayah Kalimantan dengan peran sekitar 52,1 persen. Dalam
lingkup administrasi yang lebih kecil, terdapat pula ketertinggalan
pembangunan terutama di bagian utara Kalimantan, khususnya di daerah
perbatasan. Maka dari itu, dalam dua puluh tahun mendatang ketimpangan
pembangunan tetap menjadi isu utama pembangunan Wilayah Kalimantan,
terutama di wilayah perbatasan.

Pembangunan IKN akan menjadi peluang sekaligus momentum kemajuan bagi
seluruh Wilayah Kalimantan untuk pengembangan potensi wilayah. Hal ini
terutama dalam meningkatkan standar pelayanan publik, tata kelola
pemerintahan yang profesional, mengembangkan infrastruktur modern,
mengelola sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan,
meningkatkan keda sama investasi, serta memperluas kemitraan secara
nasional, regional dan global. Pembangunan IKN sangat erat kaitannya dengan
upaya untuk mendorong potensi-potensi ekonomi baru di Wilayah Kalimantan.
Beberapa klaster ekonomi di sekitar wilayah IKN dapat menjadi model
pengembangan ekonomi dan industri di masa mendatang. tKN akan menjadi
referensi pembangunan kota yang cerdas, hijau, dan berkelanjutan.

Inflasi yang tinggi menjadi penghambat utama pembangunan ekonomi di
Wilayah Kalimantan. Aspek stabilitas makro menjadi kendala di Kalimantan
Utara dan Kalimantan Tengah sejalan dengan tidak stabilnya kinerja inflasi.
Meskipun pada Tahun 2079 dan Tahun 2022, inflasi lebih tinggi dari nasional,
pada Tahun 2O2O dan Tahun 2021 (selama pandemi) tercatat lebih rendah.
Inflasi di Kalimantan Utara terutama didorong oleh peningkatan komponen
transportasi dan makanan. Di Provinsi Kalimantan Tengah, inflasi sebelum
pandemi didorong oleh komponen sandang, bahan makanan, dan pendidikan,
sementara setelah pandemi didorong oleh peningkatan komponen transportasi
dan makanan sejalan dengan penyesuaian harga BBM. Tingkat inflasi di daerah
perbatasan dan pedalaman, terutama di Provinsi Kalimantan Utara dan Provinsi
Kalimantan Tengah, relatif tinggi karena tingginya biaya logistik sebagai akibat
terbatasnya konektivitas.

Sosial . . .
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Sosial

Wilayah Kalimantan masih dihadapkan dengan tantangan peningkatan daya
saing dan kualitas sumber daya manusia yang ditandai tingginya kesenjangan
IPM antarprovinsi dan antar kabupaten/kota. Provinsi Kalimantan Timur
menjadi daerah yang memiliki nilai IPM tertinggi, yaitu sebesar 77,44 pada
Tahun 2022, sedangkan nilai terendah dimiliki oleh Provinsi Kalimantan Tengah
sebesar 68,63 pada Tahun 2022. Ke depan, pembangunan SDM di Wilayah
Kalimantan dihadapkan pada isu pemenuhan hak-hak dasar masyarakat serta
masih rendahnya jangkauan dan mutu pelayanan dasar pendidikan dan
kesehatan terutama pada wilayah perbatasan. Beberapa isu utama kesehatan di
Wilayah Kalimantan seperti prevalensi stunfing di atas capaian nasional dan
masih tingginya insidensi malaria di Kabupaten Penajam Paser Utara yang
merupakan daerah mitra IKN.

Kondisi geografis Kalimantan yang berkarakter hutan dan rawa menjadi salah
satu faktor masih tingginya kasus malaria dengan 66 persen kabupaten/kota
masih belum mencapai eliminasi malaria. Insidensi malaria tertinggi di
Kalimantan terdapat di Kabupaten Penajam Paser Utara mencapai 9,12 per
1.000 yang mempakan daerah mitra IKN. Selain itu, prevalensi stunting di
selurrrh provinsi Kalimantan masih lebih tinggi dibandingkan capaian nasional.
Akses pelayanan kesehatan terutama di wilayah perbatasan masih perlu
ditingkatkan salah satunya di Provinsi Kalimantan Barat yang masih 34 persen
puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan. Selain itu, baru 57,9 persen RS di
Kalimantan Barat yang sudah memiliki minimal 7 dokter spesialis sehingga
perlu upaya penguatan untuk meningkatkan daya saing wilayah perbatasan
negara.

Sementara itu, upaya peningkatan daya saing dihadapkan pada rendahnya
literasi digital, kualitas dan kuantitas riset, pengembangan inovasi serta
penguasaan teknologi secara berkelanjutan.

Terdapat potensi kesenjangan pada talenta dan tenaga kerja di Wilayah
Kalimantan. Hal ini ditandai dengan potensi pekerjaan yang akan muncul
seiring dengan pembangunan IKN yang membutuhkan kualifikasi pendidikan
vokasi serta pendidikan diploma dan tinggi. Beberapa jenis bidang pendidikan
utama yang dibutuhkan, yaitu teknik dan rekayasa, pariwisata, bisnis dan
manajemen, serta ilmu pertanian/agribisnis, belum dapat dipenuhi dengan
program studi yang tersedia. Tantangan ke depan adalah penyiapan cetak biru
untuk pengembangan ekosistem pendidikan terbaik di Wilayah Kalimantan
guna menyiapkan talenta dan tenaga kerja sesuai tuntutan pekerjaan sektor
baru di masa depan.

Sarana dan Prasarana

Pemenuhan sarana dan prasarana dasar yang merata serta infrastruktur
konektivitas yang terintegrasi menjadi isu yang sangat penting di Wilayah
Kalimantan seiring dengan pengembangan superhub ekonomi IKN.

Pelabuhan . . .
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Pelabuhan simpul utama di Kalimantan, termasuk Pelabuhan Balikpapan dan
Pelabuhan Samarinda yang merupakan bagian dari strategi 3 kota IKN, belum
optimal dalam mendukung rencana pengembangan superhub ekonomi.
Sejumlah pelabuhan lain seperti Pelabuhan Kijing, belum memiliki baclanp area
dan infrastruktur yang dibutuhkan untuk mendukung konektivitas. Beberapa
pelabuhan utama seperti pelabuhan Pontianak, Samarinda, dan Banjarmasin,
memiliki kapasitas yang terbatas terutama dari aspek pendangkalan alur
pelabuhan. Hal ini menyebabkan belum optimalnya pemanfaatan ALKI I di
Wilayah Barat Kalimantan dan ALKI III di Wilayah Timur Kalimantan.

Bandara-bandara simpul serta bandara-bandara feeder belum dikembangkan
secara optimal untuk penyediaan aksesibilitas di Wilayah Kalimantan yang
masih memiliki konektivitas terbatas. Belum tuntasnya pembangunan Jalan
Trans Kalimantan, dan jalan trans lainnya, serta ketersediaan dan kualitas
infrastruktur jalan daerah yang masih rendah juga menJrumbang pada
keterbatasan aksesibilitas. Moda kereta api masih belum dikembangkan,
meskipun terdapat potensi untuk angkutan barang dan perkotaan. Transportasi
sungai belum dikembangkan dan masih terbatas untuk angkutan tambang dan
komoditas Iain. Pengembangan transportasi perkotaan, termasuk
pengembangan angkutan umum, belum secara optimal dipersiapkan untuk
mengantisipasi peningkatan urbanisasi dan motorisasi di kota-kota besar
seperti Balikpapan, Samarinda, Banjarmasin, Palangkaraya, Pontianak,
termasuk di Wilayah Metropolitan Banjarmasin (Kota Banjarmasin, Kota
Banjarbaru, Kab. Banjar, Kab. Barito Kuala, Kab. Tanah Laut).

Produksi tenaga listrik masih didominasi oleh energi fosil dengan bauran
pembangkit listrik terbarukan relatif rendah. Pelayanan ketenagalistrikan
Wilayah Kalimantan masih didominasi rumah tangga dengan tingkat konsumsi
per kapita yang masih rendah. Sistem ketenagalistrikan di Wilayah Kalimantan
belum terinterkoneksi secara menyeluruh dan terdiri dari beberapa sub-sistem
kecil tersebar. Pembangunan IKN membutuhkan penyediaan listrik yang
terbarukan, cerdas, dan indah.

Infrastruktur ketenagalistrikan terdiri dari Sistem Interkoneksi Kalimantan yang
belum terhubung seluruhnya (Sistem Kelistrikan 150 kV di Kalbar [Sistem
Kelistrikan Khatulistiwa], Sistem Kelistrikan 150 kV di Kalteng, Kalsel, dan
Kaltim [Sistem Kelistrikan Barito dan Sistem Kelistrikan Mahakam] serta Sistem
Kelistrikan Kaltara) dan sistem-sistem terisolasi yang tersebar. Sistem transmisi
tegangan ekstra tinggi belum tersambung untuk mengevakuasi daya energi yang
tersebar di seluruh wilayah. Pasokan listrik untuk sistem terisolasi sebagian
masih bersumber dari pembangkit berbahan bakar minyak. Konsumen tenaga
listrik masih didominasi oleh rumah tangga.

Pembangunan infrastrul<tur telekomunikasi dan komr-rnikasi di Wilayah l(alirumtan
masih belum merata dan hanya menjang[au pusat-pusat perekonomian. Jangkauan
jaringan seluler 4G baru mencapai sekitar 95,47 persen dari area wilayah
pemukiman (lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional sekitar 96,97
persen). Jangkauan jaringan seluler 4G terbesar ada di wilayah Provinsi
Kalimantan Selatan dengan jangkauan sekitar 99,L6 persen dari total area
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wilayah pemukiman. Sementara itu, jangkauan jaringan seluler 4G terendah ada
di wilayah Provinsi Kalimantan Utara sekitar 88,04 persen dari total areawilayah
pemukiman. Rendahnya jangkauan digital turut pula memengaruhi adopsi
digital di Wilayah Kalimantan. Sebagai contoh gambaran adopsi dari digitalisasi,
dapat dilihat pada total kepemilikan kartu elektronik di seluruh Wilayah
Kalimantan yang hanya sekitar 3,89 juta kartu elektronik.

Wilayah Kalimantan juga dihadapkan pada upaya mempercepat pembangunan
di daerah afirmasi untuk memenuhi sarana dan prasarana dasar, serta
konektivitas di daerah perbatasan. Secara umum, daerah tersebut masih
menghadapi tantangan pemenuhan kualitas jalan provinsi dan kabupaten/kota
dengan kondisi mantap. Selain itu, pemenuhan penerangan listrik serta
aksesibilitas sanitasi dan air minum layak pada rumah tangga juga masih
rendah meskipun terus mengalami peningkatan jumlah setiap tahunnya.
Konektivitas menjadi isu utama dalam upaya mengatasi tingginya biaya logistik
serta pembangunan daerah perbatasan dan daerah pedalaman di Wilayah
Kalimantan.

Pemenuhan akses rumah tangga terhadap hunian layak dan terjangkau di
Wilayah Kalimantan masih menghadapi permasalahan, terutama terkait akses
terhadap air minum dan sanitasi layak di Provinsi Kalimantan Tengah dan
Provinsi Kalimantan Barat. Bentuk perumahan terapung dan tepi sungai di
sekitar badan air memerlukan perhatian khusus, di mana perlu dipastikan
kelayakan dan aspek legalitas hunian.

Desentralisasi dan Otonomi Daerah

Tata kelola pemerintah saat ini relatif cukup baik, walaupun masih terdapat isu
pada beberapa provinsi di Wilayah Kalimantan. Pemenuhan SPM di beberapa
daerah di Wilayah Kalimantan masih rendah disertai dengan Indeks Kapasitas
Fiskal yang rendah terutama di Provinsi Kalimantan Tengah. Hadirnya IKN akan
memberikan peluang dalam mempercepat proses transformasi cara kerja baru
melalui simplifikasi proses bisnis dan penguatan koordinasi tata kelola
pemerintahan masa depan di Wilayah Kalimantan.

Kualitas belanja daerah di Wilayah Kalimantan juga masih rendah. Berdasarkan
data APBD Tahun 2022, rata-rata porsi belanja pegawai mencapai 36,33 persen,
sedangkan rata-rata porsi belanja modal yang merepresentasikan belanja untuk
perolehan aset hanya sebesar 17,19 persen terhadap total belanja daerah,
sehingga menyebabkan pemenuhan pelayanan dasar dan pertumbuhan
ekonomi daerah belum optimal. Lebih jauh, ketergantungan kabupaten/kota di
wilayah tersebut masih tinggi, yakni di atas 80 persen. Selain itu, pengembangan
potensi PAD di kedua wilayah tersebut belum optimal disebabkan oleh belum
berkembangnya berbagai sektor potensial di daerah serta masih rendahnya
jumlah penduduk, yang berdampak pada tingginya ketergantungan pendanaan
pembangunan daerah pada dana transfer ke daerah. Pembangunan IKN
merupakan peluang untuk memperbaiki kondisi tersebut.

Stabilitas . . .
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Stabilitas Pertahanan dan Keamanan

Isu yang perlu menjadi perhatian di Wilayah Kalimantan adalah masih
banyaknya perlintasan ilegal di daerah perbatasan. Saat ini perlintasan ilegal
banyak digunakan masyarakat Kalimantan untuk berbelanja kebutuhan sehari-
hari di Malaysia, baik berwisata, maupun mengunjungi keluarga. Namun,
perlintasan ilegal ini dapat menjadi pintu gerbang masuknya perdagangan
barang ilegal, seperti obat-obatan terlarang dan senjata api. Di samping itu,
perbatasan antara Indonesia dengan Malaysia juga masih menghadapi
permasalahan status Afistanding Boundary hoblems (OBP) dengan Malaysia,
yaitu di Kalimantan Barat dan Kalimantan Utara. Maka dari itu, pemindahan
IKN menjadikan sistem pertahanan dan keamanan negara menjadi sangat
penting dan strategis dalam konteks geostrategis.

Sosial Budaya dan Ekologi

Masyarakat hulu di Wilayah Kalimantan mengalami ketertinggalan
pembangunan dibandingkan masyarakat hilir. Wilayah hulu sebagian besar
didominasi oleh masyarakat asli Kalimantan, sedangkan sebagian besar
penduduk pendatang umumnya berada di wilayah hilir. Meskipun etnis atau
suku yang mendiami Wilayah Kalimantan bersifat heterogen, kekerabatan dan
perkawinan, kepercayaan dan pola kehidupan ekonomi serta sosial cenderung
telah berasimilasi dengan baik. Tantangan dalam pembangunan ke depan
adalah memastikan pembangunan yang merata, berspektif gender, dan inklusif
sebagai bagian dari upaya menurunkan ketimpangan pada kelompok rentan
dan menurunkan tingkat kemiskinan dengan tetap memperhatikan kearifan
lokal.

Dengan luasan hutan yang besar, wilayah Kalimantan memiliki fungsi sebagai
paru-paru dunia (Heart of Borneo)dengan menjaga kawasan untuk pelestarian
lingkungan dan ekologis. Di masa mendatang, tantangan yang akan dihadapi
meliputi upaya untuk meningkatkan konservasi dan rehabilitasi DAS, lahan
kritis, hutan lindung, dan hutan produksi. Wilayah Kalimantan juga dihadapkan
pada isu degradasi lingkungan yang secara umum disebabkan oleh konsesi
lahan bagi industri ekstraktif yang tidak terkendali. Sementara di sisi lain, masih
sering terjadi kerusakan lingkungan pada lahan pasca tambang serta belum
optimalnya pengelolaan lahan bekas tambang yang memberikan nilai tambah
ekonomi wilayah. Peningkatan ketahanan terhadap bencana juga perlu
dilakukan melalui perbaikan kerangka kelembagaan untuk pengurangan risiko
bencana dan penanggulangan bencana, khususnya bencana kebakaran hutan
dan lahan serta kekeringan, termasuk bencana hidrometeorologi berupa banjir
dan tanah longsor. Terbatasnya akses informasi kebencanaan bagi masyarakat
dapat menimbulkan kerentanan baru, khususnya masyarakat adat yang tinggal
di daerah pedalaman.

5.1.2.5Wilayah...
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5. 1.2.5 Wilayah Sulawesi
Dinamika ekonomi, kondisi sosial budaya, perkembangan teknologi, tantangan
tata kelola pemerintahan, serta berbagai perkembangan lain yang terjadi, baik
di tingkat lokal, nasional, dan global dalam dua puluh tahun mendatang akan
menjadi tantangan sekaligus peluang bagi pembangunan di Wilayah Sulawesi.
Oleh karena itu, diperlukan pemetaan potensi dan isu utama pembangunan
yang akan menjadi dasar perumusan arah kebijakan untuk Wilayah Sulawesi
dalam jangka panjang (Gambar 5. 1 . 1 1).

Potensi pembangunan Wilayah Sulawesi tidak dapat dipisahkan dari letak
geografis dan sumber daya yang dimiliki. Posisi geografis Wilayah Sulawesi yang
terletak di antara ALKI II dan III berpotensi untuk mendukung peran Wilayah
Sulawesi sebagai ltub dan pintu gerbang internasional KTI.

SK No 218590
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Selain itu, dengan adanya pembangunan IKN di Wilayah Kalimantan, menjadi
peluang untuk peningkatan aktivitas ekonomi di Wilayah Sulawesi sebagai
daerah penyangga. Adapun komoditas dan sektor potensial bernilai tambah
untuk mendukung arah pengembangan Wilayah Sulawesi di masa mendatang
adalah komoditas pertanian, perkebunan (kakao, kelapa sawit, cengkeh, pala,
rempah), perikanan tangkap (tuna, cakalang, kerapu, selar, teri), industri logam
dasar (nikel, tembaga, dan emas-perak), mineral aspal, serta pariwisata. Potensi
nikel dan tembaga di Wilayah Sulawesi dapat mendukung pengembangan dan
implementasi EBT, serta potensi ekspor yang menjanjikan. Sektor potensial yang
dapat dikembangkan di Wilayah Sulawesi untuk 20 tahun ke depan dapat dilihat
pada Gambar 5.1.11.

Dalam upaya pembangunan Wilayah Sulawesi, potensi-potensi tersebut telah
dimanfaatkan, namun hasil pembangunan belum bisa terwujud secara optimal.
Gambaran capaian pembangunan di Wilayah Sulawesi dapat dilihat pada Tabel
5. 1.10.

Tabel 5.1.10 Potret Pembangunan Wilayah Sulawesi Tahun 2O2l /2022

SK No 218589A

  
INDIKATOR 

NASIO-

NAL 

SULAWESI 

UTARA 

SULAWESI 

TENGAH 

SULAWESI 

SELATAN 

SULAWESI 

TENGGARA 
GORONTALO 

SULAWESI 

BARAT 

  Bidang 

Ekonomi 

              

1 

Laju 

Pertumbuhan 

Ekonomi 

(persen) 

5,31 5,42 15,17 5,09 5,53 4,04 2,30 

2 

Persentase 

Penduduk 

Miskin 

(persen) 

9,57 7,34 12,30 8,66 11,27 15,51 11,92 

3 Rasio Gini 0,381 0,359 0,305 0,365 0,366 0,423 0,371 

4 

Indeks 

Pembangunan 

Ekonomi 

Inklusif (IPEI) 

6,00 6,15 6,41 6,11 6,02 5,61 5,67 

  Bidang Sosial        

5 

Indeks 

Pembangunan 

Manusia 

72,91 73,81 70,28 72,82 72,23 69,81 66,92 

6 

Tingkat 

Pengangguran 

Terbuka 

(persen) 

5,86 6,61 3,00 4,51 3,36 2,58 2,34 

 Kondisi 

Kesehatan 
       

7 

Umur Harapan 

Hidup (UHH) 

(Tahun)  
71,85 72,08 68,93 70,97 71,37 68,51 65,63 

INDIKATOR . . . 
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INDIKATOR 

NASIO-

NAL 

SULAWESI 

UTARA 

SULAWESI 

TENGAH 

SULAWESI 

SELATAN 

SULAWESI 

TENGGARA 
GORONTALO 

SULAWESI 

BARAT 

8 
Prevalensi 

Stunting 
21,6 20,5 28,2 27,2 27,7 23,8 35,0 

9 

Jumlah 

Kab/Kota 

Belum 

Tereliminasi 

Malaria** 

196 7 7 3 6 4 1 

 Kondisi 

Pendidikan 
       

11 

Rata-rata 

Lama Sekolah 

(RLS) (Tahun) 

8,69 9,68 8,89 8,63 9,25 8,02 8,08 

12 

Harapan Lama 

Sekolah (HLS) 

(Tahun) 

13,10 12,95 13,32 13,53 13,69 13,12 12,87 

13 

Angka 

Partisipasi 

Murni (APM) 

       

- SD/ 

sederajat 

(persen) 

97,88 95,44 93,25 98,41 98,27 98,74 95,81 

- SMP/ 

sederajat 

(persen) 

80,89 76,11 75,63 77,42 77,77 71,66 70,34 

- SMA/ 

sederajat 

(persen) 

61,97 63,30 65,72 60,44 64,11 58,47 60,24 

 
Jaminan 

Sosial 

              

14 

Kepesertaan 

Jaminan 

Kesehatan 

Nasional (JKN) 

(persen) 

86,9 100 98,0 96,0 92,0 98,0 97,0 

15 

Kepesertaan 

Jaminan 

Sosial Tenaga 

Kerja (Jamsos 

Naker) 

       

- Pekerja 

Formal 

(persen) 

56,19 97,14 83,19 51,64 46,20 72,63 77,61 

- Pekerja 

Informal 

(persen) 

13,06 42,45 10,60 7,31 6,44 15,69 9,22 

  Bidang 

Sarana dan 

Prasarana 

       

16 
Tampungan 

per Kapita 
57,53 16,82 0 70,62 16,66 0 0 
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INDIKATOR 

NASIO-

NAL 

SULAWESI 

UTARA 

SULAWESI 

TENGAH 

SULAWESI 

SELATAN 

SULAWESI 

TENGGARA 
GORONTALO 

SULAWESI 

BARAT 

17 

Air Minum 

Jaringan 

Perpipaan 

(persen) 

19,47 18,30 17,85 25,15 21,92 25,15 13,64 

18 
Sanitasi Aman 

(persen) 
10,16 6,33 6,87 12,92 2,03 2,94 1,19 

19 

Penanganan 

Persampahan*

* (persen) 

33,27 42,44 15,42 30,85 26,22 16,65 14,63 

20 
Rumah Layak 

Huni (persen) 
60,66 69,57 58,61 69,90 72,80 69,48 55,37 

21 

Pemenuhan 

kebutuhan 

listrik per 

kapita (kWh) 

1.122 740,01 213,92 727,15 438,05 1.155,47 309,66 

22 

Porsi 

kapasitas 

pembangkit 

listrik 

terbarukan 

(persen) 

15,47 26,22 29,57 33,78 1,16 7,26 11,49 

23 

Jangkauan 4G 

di kawasan 

pemukiman 

(persen) 

96,97 96,82 94,51 98,07 97,72 98,00 93,27 

24 

Kemantapan 

Jalan* 
       

-Nasional 

(persen) 
92,55 93,65 98,39 95,02 88,63 94,94 90,12 

-Provinsi 

(persen) 
74,46 83,56 61,75 66,12 78,48 54,38 38,42 

-Kabupaten 

(persen) 
62,26 68,88 55,59 64,86 63,75 61,74 55,85 

  Bidang Tata 

Kelola 
       

25 

Indeks 

Pelayanan 

Publik 

 Sangat 

Baik 
Baik 

Sangat 

Baik 

Sangat 

Baik 
Sangat Baik 

Baik 

(dengan 

catatan) 

26 

Indeks 

Keterbukaan 

Informasi 

Publik 

74,43 75,53 73,54 70,58 78,00 77,29 72,16 

27 
Indeks 

Integritas 
72,43 62,67 76,21 70,61 59,17 75,97 49,13 

  Bidang 

Lingkungan 

Hidup dan 

Kebencanaan 

              

28 
Indeks Risiko 

Bencana 
135,56 129,62 143,44 150,07 155,79 120,61 165,23 
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Berdasarkan capaian pembangunan yang disajikan pada tabel di atas, secara
umum pembangunan belum dirasakan secara merata di Wilayah Sulawesi.
Walaupun beberapa provinsi memiliki nilai indikator di atas rata-rata nasional,
cakupan jaminan sosial untuk pekerja formal, prevalensi sfimting, UHH, TPT,
dan Indeks Ketahanan Pangan di Wilayah Sulawesi masih di bawah rata-rata
nasional. Analisis lebih lanjut terhadap hasil capaian pembangunan tersebut
menunjukkan beberapa hambatan utama pembangunan di Wilayah Sulawesi,
sebagaimana dituangkan pada tabel grouth diagnostics di bawah ini (Tabel
s.1.11).

Hasil analisis growth diagnostics tersebut menunjukkan masih adanya
hambatan pada aspek daya saing di seluruh provinsi pada Wilayah Sulawesi,
terutama Sulawesi Tengah. Hambatan pada aspek SDM kesehatan masih
dialami di Provinsi Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, dan
Gorontalo. Faktor penghambat infrastruktur masih ditemukan di Provinsi
Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat. Aspek SDM pendidikan juga menjadi
penghambat pembangunan di Provinsi Sulawesi Barat. Sementara, aspek SDM
ketenagakerjaan juga masih menjadi penghambat pembangunan Provinsi
Sulawesi Selatan. Selain itu, Provinsi Sulawesi Tenggara juga masih terhambat
oleh aspek regulasi dan institusi serta makro dan fiskal dalam
pembangunannya. Hambatan-hambatan tersebut menjadi dasar untuk
mengelaborasi isu-isu pembangunan di Wilayah Sulawesi.
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INDIKATOR 

NASIO-

NAL 

SULAWESI 

UTARA 

SULAWESI 

TENGAH 

SULAWESI 

SELATAN 

SULAWESI 

TENGGARA 
GORONTALO 

SULAWESI 

BARAT 

Indonesia 

(IRBI) 

29 

Indeks 

Ketahanan 

Pangan 

60,20 74,30 75,92 81,38 75,04 80,35 74,04 

30 

Prevalensi 

Ketidakcukup

an Pangan 

(persen)  

10,21 6,22 11,92 10,79 17,14 18,63 9,82 

 

 

Ket: 

Font merah : kinerja lebih buruk dibandingkan capaian nasional 

Font biru : kinerja lebih baik dibandingkan capaian nasional 

*Data Tahun 2021 

**Data Tahun 2020 

***Data Tahun 2019 
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Ekonomi

Kontribusi ekonomi Wilayah Sulawesi terhadap PDB nasional masih rendah
(7,11 persen). Tingginya laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah
(15,27 persen) tidak diimbangi oleh provinsi lainnya (2,3O - 5,09 persen) yang di
bawah laju pertumbuhan ekonomi nasional (5,31 persen), sehingga secara
umum dampak terhadap kontribusi ekonomi secara nasional tidak signifikan.
Kesenjangan ekonomi antara wilayah kepulauan dengan daratan juga masih
menjadi isu pembangunan. Selain itu, pengembangan pusat-pusat
pertumbuhan, seperti WM, KI, KEK, dan DPP, masih belum memberikan
dampak secara optimal dalam mempercepat penurunan persentase penduduk
miskin di Wilayah Sulawesi. Kawasan perdesaan, termasuk kawasan
transmigrasi, juga belum optimal dikembangkan sebagai daerah penyangga dari
pusat-pusat pertumbuhan di Wilayah Sulawesi.

samping pembangunan ekonomi, Wilayah Sulawesi masih
dihadapkan pada isu pembangunan sosial, khususnya terkait dengan SDM.
Tingkat kesehatan masyarakat di Wilayah Sulawesi masih di bawah rata-rata
nasional yang ditunjukkan dengan relatif rendahnya angka UHH di hampir
seluruh provinsi. Mayoritas provinsi di Wilayah Sulawesi juga memiliki angka
prevalensi stunting lebih tinggi dari angka rata-rata nasional. Bahkan, Provinsi

SK No 218614 A 
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Berdasarkan analisis growth diagnostic, aspek daya saing, kendala makro dan 

fiskal, serta aspek pembiayaan masih menjadi hambatan pembangunan di 
Sulawesi. Relatif rendahnya daya saing wilayah menjadi penghambat 

pembangunan ekonomi di Wilayah Sulawesi, terutama di Provinsi Sulawesi 
Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Barat. Kondisi stabilitas makro dan 
kemandirian fiskal di Sulawesi Tenggara perlu menjadi perhatian. Kondisi inflasi 

di Sulawesi Tenggara tercatat cukup tinggi akibat penyesuaian harga BBM 
selama Tahun 2022.  

Sosial  

Tabel 5.1.11 

Growth Diagnostics Hambatan Utama Pertumbuhan Ekonomi di Wilayah Sulawesi 

Sumber: Bappenas, 2022 (diolah) 
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Sulawesi Barat termasuk sebagai salah satu provinsi yang memiliki angka
prevalensi sfimting tertinggi di Indonesia pada Tahun 2022. Masih adanya kasus
penyakit schistosomiasis (infeksi cacing parasit) di Kabupaten Poso dan
Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah juga menjadi isu kesehatan yang
perlu ditangani.

Selain itu, kualitas SDM pendidikan di Wilayah Sulawesi juga masih relatif
rendah yang ditunjukkan dengan nilai IPM yang tebih rendah dibandingkan
dengan rata-rata IPM nasional. Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya
pendidikan juga masih kurang yang dapat dilihat pada capaian RLS, HLS, dan
APM, di mana sebagian provinsi di Wilayah Sulawesi masih di bawah rata-rata
nasional, khususnya di Provinsi Sulawesi Barat. Provinsi Sulawesi Utara masih
menghadapi kendala TPT yang lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional.
Persentase kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja untuk pekerja formal di
Wilayah Sulawesi juga masih lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional.

Sarana dan Prasarana

Kondisi infrastruktur di Wilayah Sulawesi, baik infrastruktur dasar, maupun
konektivitas, masih belum optimal. Pelabuhan yang menjadi simpul utama di
Wilayah Sulawesi seperti Pelabuhan Bitung (Sulawesi Utara) belum berperan
optimal sebagai hub transhipment KTI karena belum optimalnya pengembangan
kawasan ekonomi pada hinterland serta belum berkembangnya konektivitas
feeder yang menghubungkan Pelabuhan Bitung dengan pelabuhan-pelabuhan
di sekitarnya. Di samping itu, keterbatasan kapasitas dan fasilitas pelabuhan di
KTI menyebabkan kapal-kapal kontainer (Lifi-On/ Lifi-OJf atau LoLo) belum
beroperasi secara optimal. Kapal RoRo angkutan barang, yang memiliki
keunggulan untuk angkutan logistik dengan keterbatasan kedalaman perairan
dan fasilitas bongkar muat dan lebih sesuai dengan tipikal Wilayah Sulawesi
yang berbentuk semenanjung dan teluk, belum dikembangkan. Bandara utama
di Sulawesi seperti Bandara Sultan Hasanuddin (Sulawesi Selatan) dan Bandara
Sam Ratulangi (Sulawesi Utara), masih memerlukan pengembangan baik dari
sisi kapasitas maupun integrasi terhadap wilayah hinterland dan multimoda
untuk menunjang pariwisata dan sebagai simpul logistik angkutan barang di
KTI. Belum tuntasnya pembangunan Jalan Trans Sulawesi, serta ketersediaan
dan kualitas infrastruktur jalan daerah yang masih rendah juga men)rumbang
pada keterbatasan aksesibilitas. Pendekatan konektivitas multimoda dan antarmoda
belum secara optimal dilaksanakan di Wilayah Sulawesi. Pengembangan transportasi
perkotaan, termasuk pengembangan angkutan umum massal di WM Makassar
(Kota Makassar, Kab. Takalar, Kab. Gowa, Kab. Maros) masih belum optimal.
Sementara kota-kota lainnya seperti WM Manado (Kota Bitung, Kab. Minahasa,
Kota Manado, Kab. Minahasa Utara, Kota Tomohon), Kendari, dan Gorontalo,
belum secara optimal dipersiapkan untuk mengantisipasi peningkatan
urbanisasi dan motorisasi.

Kualitas. . .

SK No 218613 A



PRESIDEN
REPUBLTK INDONESIA

-204-

Kualitas dan kuantitas jalan, serta ketersediaan dan reliabilitas listrik masih
kurang. Sarana dan prasarana permukiman, khususnya air bersih dan sanitasi,
belum terpenuhi secara optimal dan jaringan telekomunikasi juga masih relatif
rendah. Provinsi Sulawesi Barat merupakan provinsi dengan akses hunian layak
dan terjangkau paling rendah di Wilayah Sulawesi, dengan masalah pemenuhan
akses air minum layak. Sebagai wilayah yang memiliki rencErna pengembangan
kawasan strategis (KI, KEK, d11), kebutuhan hunian yang layak dan terjangkau
perlu diantisipasi dan dipenuhi. Hal lain yang perlu menjadi perhatian dalam
penyediaan hunian di Wilayah Sulawesi adalah risiko bencana yang cukup
tinggi, terutama terkait gempa dan likuifaksi. Berdasarkan hasil identifikasi
faktor-faktor penghambat pembangunan dari analisis grouth diagnostig aspek
infrastruktur masih menjadi faktor penghambat pembangunan, terutama di
Provinsi Sulawesi Barat dan Sulawesi Tengah.

Produksi tenaga listrik masih didominasi oleh energi fosil, walaupun bauran
pembangkit listrik terbarukan di Sulawesi menjadi salah satu terbesar secara
nasional. Wilayah Sulawesi memiliki potensi energi baru yang besar dan
beraneka seperti surya, panas bumi, air, dan bayu masing-masing sebesar 223
GW,2,99 GW, 3,02 GW, dan L4,89 GW. Namun, pelayanan ketenagalistrikan
Wilayah Sulawesi masih didominasi rumah tangga dengan tingkat konsumsi per
kapita yang masih rendah. Sistem ketenagalistrikan di Wilayah Sulawesi belum
terinterkoneksi secara menyeluruh dan terdiri dari banyak subsistem kecil
terutama di kepulauan.

Infrastruktur ketenagalistrikan terdiri dari Sistem Interkoneksi Sulawesi yang
belum terhubung selur-uhnya (Sistem Sulawesi Utara-Gorontalo, Sistem
Sulawesi Tengah, Sistem Sulawesi Tenggara dan Sistem Sulawesi Selatan-
Sulawesi Barat) dan sistem terisolir yang tersebar. Pasokan listrik untuk sistem
terisolir sebagian masih bersumber dari pembangkit berbahan bakar minyak.

Pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi sudah cukup
merata, tetapi masih digunakan secara terbatas untuk penggunaan
telekomunikasi. Jangkauan jaringan seluler 4G mencapai sekitar 96,90 persen
dari area wilayah permukiman (hampir sama dengan rata-rata nasional sekitar
96,97 persen). Jangkauan jaringan seluler 4G terbesar ada di wilayah Provinsi
Sulawesi Selatan dengan jangkauan sekitar 98,07 persen dari total area wilayah
permukiman. Sementara itu, jangkauan jaringan seluler 4G terendah ada di
wilayah Provinsi Sulawesi Barat sekitar 93,27 persen dari total area wilayah
permukiman.

Masih rendahnya jangkauan digital di beberapa lokasi turut pula memengaruhi
adopsi digital di Wilayah Sulawesi. Sebagai contoh gambaran adopsi dari
digitalisasi dapat dilihat pada total kepemilikan kartu elektronik di seluruh
Wilayah Sulawesi yang hanya baru mencapai sekitar 5,43 juta kartu elektronik.

SK No 218612A
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Desentralisasi dan Otonomi Daerah

Pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah di Wilayah Sulawesi saat ini
masih belum optimal. Hasil analisis growth diagnostics menunjukkan bahwa
aspek regulasi dan institusi masih menjadi faktor penghambat bagi
pembangunan di Wilayah Sulawesi, khususnya di Provinsi Sulawesi Tenggara.
Belum optimalnya pengelolaan institusi dapat menghambat peningkatan
produktivitas dan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang.

Jumlah laporan masyarakat terkait maladministrasi pelayanan publik di
Wilayah Sulawesi masih cukup tinggi dibandingkan dengan daerah lainnya.
Penyelenggaraan pemerintahan di Wilayah Sulawesi juga masih belum optimal
dalam memanfaatkan TIK, khususnya di Provinsi Sulawesi Tenggara. Hal ini
terlihat dari capaian indeks SPBE Tahun 2022 yang menunjukkan Provinsi
Sulawesi Tenggara menjadi satu-satunya provinsi di wilayah Sulawesi yang
memiliki klasifikasi kurang. Risiko korupsi di Wilayah Sulawesi juga masih
relatif tinggi. Berdasarkan hasil survei penilaian integritas untuk pemetaan
risiko korupsi dan kemajuan upaya pencegahan kompsi Tahun 2022, sebagian
besar provinsi di Wilayah Sulawesi masih tergolong rentan dan sangat rentan.
Di sisi lain, pencapaian SPM di Wilayah Sulawesi tergolong baik dan di atas rata-
rata nasional, walaupun dengan Indeks Kapasitas Fiskal (IKF) di bawah rata-
rata nasional.

Kemandirian fiskal juga merupakan hal penting yang harus diperhatikan di
Wilayah Sulawesi. Sumber pendanaan Provinsi Sulawesi Tenggara dan Provinsi
Sulawesi Barat didominasi oleh TKD yang mencerminkan rendahnya
kemandirian kedua provinsi tersebut. Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki
struktur pendapatan di mana 69 persen berasal dari transfer pemerintah pusat,
sementara Provinsi Sulawesi Barat tercatat memiliki struktur pendapatan
dengan 75 persen berasal dari transfer pemerintah pusat.

Kualitas belanja daerah di Wilayah Sulawesi masih rendah. Berdasarkan data
APBD 2022, rata-rata porsi belanja pegawai mencapai 37,83 persen, sedangkan
rata-rata porsi belanja modal yang merepresentasikan belanja untuk perolehan
aset hanya sebesar 19 persen terhadap total belanja daerah. PAD di Sulawesi
Tenggara bersumber dari peningkatan penerimaan pajak daerah. Sumber PAD
Sulawesi Barat bersumber dari penerimaan pajak rokok dan retribusi daerah.
Ke depan, dengan adanya pelonggaran aktivitas masyarakat, pemerintah daerah
perlu memberikan insentif bagi dunia usaha sehingga dapat meningkatkan PAD
dan mengurangi ketergantungan pada Pemerintah Pusat.

Stabilitas Pertahanan dan Keamanan

Penegakan stabilitas pertahanan dan keamanan di Wilayah Sulawesi, khususnya pada
kawasan perbatasan laut, masih kurang optimal. Kurangnya sarana dan prasarana
pertahanan dan keamanan menjadi penyebab adanya kegiatan-kegiatan ilegal,
seperti perdagangan ikan ilegal, serta penyelundupan obat-obat terlarang dan
senjata api. Kondisi wilayah perairan Sulawesi yang sangat luas dan lokasi
pulau-pulau kecil terluarnya yang memiliki jarak yang cukup berjauhan juga

menyebabkan . . .
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menyebabkan tantangan dalam pengendalian pengamanan dan pengawasan
wilayah untuk menjaga keamanan dan kedaulatan negara.

Sosial Budaya dan Ekologi

Ketimpangan gender, perkawinan anak, dan pembangunan kebudayaan masih
menjadi isu dalam pembangunan ketahanan sosial budaya di Wilayah Sulawesi.
Berdasarkan capaian Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Tahun 2021,
ketimpangan gender di sebagian Wilayah Sulawesi masih cukup lebar,
khususnya di Provinsi Sulawesi Tenggara. Angka perkawinan anak di Wilayah
Sulawesi juga masih tinggi, terutama di Provinsi Sulawesi Barat hingga
mencapai 17,71 persen. Terkait pembangunan kebudayaan, Provinsi Sulawesi
Tengah, Sulawesi Barat, dan Gorontalo juga masih masuk ke dalam kategori
rendah.

Di samping itu, deforestasi, ketersediaan air, kerentanan pesisir, dan bencana
masih menjadi isu dalam pembangunan ketahanan ekologi di Wilayah Sulawesi.
Luas tutupan hutan di Wilayah Sulawesi pada Tahun 2OO0 adalah 1O,L juta
hektare dan diproyeksikan akan terus berkurang hingga menjadi 8,7 juta
hektare pada Tahun 2045, Tingginya laju deforestasi tersebut akan berdampak
pada meningkatnya ancaman kepunahan tumbuhan dan satwa liar, serta
kehilangan jasa ekosistem esensial. Selain itu, beberapa bagian wilayah Provinsi
Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara akan mengalami kelangkaan
ketersediaan air. Selanjutnya, masih sering terjadi kerusakan lingkungan pada
lahan pasca tambang serta belum optimalnya pengelolaan lahan bekas tambang
yang memberikan nilai tambah ekonomi wilayah. Sebagian besar kawasan
pesisir di Wilayah Sulawesi juga akan memiliki tingkat kerentanan sangat tinggi
pada 1O kabupaten/kota dan tinggi pada 44 kabupaten/kota.

Semua Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, dan
Sulawesi Selatan termasuk dalam lokasi prioritas ketahanan iklim dengan
potensi penurunan produksi padi dapat mencapai 25 persen di Tahun 2024.
Sebanyak 32 peren Kab/Kota di Wilayah Sulawesi merupakan lokasi prioritas
sektor kesehatan. Beberapa wilayah di Sulawesi berpotensi mengalami
peningkatan kejadian penyakit DBD akibat perubahan iklim.

Wilayah Sulawesi memiliki ancaman bencana hidrometeorologi dan geologi,
antara lain gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, kekeringan, banjir,
longsor, dan likuefaksi. Frekuensi kejadian bencana hidrometeorologi
didominasi oleh bencana banjir. Selain itu, potensi risiko bencana geologi juga
masih dominan, seperti potensi gempa tektonik di jalur Patahan Palu-Koro yang
membelah dari Teluk Palu hingga L,embah Bone. Zona megathrust di sisi utara
Wilayah Sulawesi juga dapat berpotensi menimbulkan bahaya tsunami yang
mengancam kawasan pariwisata di pesisir utara Wilayah Sulawesi. Ancaman
bencana geologi lainnya adalah likuefaksi yang pernah terjadi di Provinsi
Sulawesi Tengah pada Tahun 2018 yang berpotensi terjadi di wilayah lainnya.
Selain itu, masih rendahnya kesadaran masyarakat akan pengelolaan risiko
bahaya yaqg terdapat di masing-masing wilayah dan terbatasnya sarana dan
prasar€rna mitigasi bencana, akan meningkatkan risiko terhadap bencana.

5.l.2.6Wilayah...
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5.1.2.6 Wilayah Maluku
Wilayah Maluku secara geografis terdiri dari lebih dari 80 persen lautan
(Kementerian PUPR, 2017) memiliki potensi sumber daya maritim yang sangat
besar untuk mendukung pengembangan ekonomi wilayah (Gambar 5.1.12).
Sumber daya alam tersebut terdiri dari komoditas perikanan tangkap (tuna,
tongkol, cakalang), perikanan budidaya (rumput laut), perkebunan (kelapa, pala,
cengkeh), serta pertambangan (nikel dan emas), Bos, dan minyak bumi.
Pengembangan potensi sumber daya alam maritim di Wilayah Maluku secara
eksisting didukung oleh kawasan-kawasan strategis, seperti SKPT untuk
pengembangan potensi perikanan. Sumber daya alam pertambangan nikel
dikembangkan di Provinsi Maluku Utara dengan keberadaan KI yang diharapkan
mampu mendukung Indonesia sebagai economic pouerhouse dalam industri
baterai untuk kendaraan listrik masa depan. Selain itu, potensi minyak dan gas
bumi di Kawasan Blok Masela (Provinsi Maluku) yang pengembangannya
difokuskan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar akan menjadi kekuatan dan aset
pengembangan bagi Wilayah Maluku di masa depan.

Potensi lain Wilayah Maluku adalah potensi ekosistem bahari dan kekayaan
sejarah serta tradisi lokal masyarakat. Potensi ini dapat dikemas menjadi
destinasi pariwisata, serta kegiatan ekonomi kreatif berupa seni musik, tenun,
kriya, dan ukir kayu. Pengembanga.n potensi pariwisata di Wilayah Maluku juga
didukung oleh kawasan strategis eksisting, yaitu DPP, KEK, KSPN, dan KPPN.
Ekosistem bahari di Wilay.ah Maluku juga berpotensi memberikan jasa
lingkungan dalam bentuk keindahan alam pesisir dan bawah laut,
keanekaragaman hayati, fungsi hidrologi, penyerapan dan penyimpanan karbon,
dan jasa lainnya yang bermanfaat bagi peningkatan kualitas lingkungan hidup
masyarakat.

Gambar
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Gambar 5.1.t2 Peta Potensi Wilayah Maluku

Wilayah Maluku juga menyimpan potensi EBT untuk ketahanan energi serta
potensi tanaman pangan untuk kemandirian menuju kedaulatan pang6rn. Total
potensi EBT di Wilayah Maluku adalah sebesar 119,18 GW dengan sumber
terbesar berasal dari tenaga surya, ba5ru, panas bumi, air, dan biomassa lbiofuel
untuk mendukung pemenuhan energi secara berkelanjutan bagi pusat-pusat
pertumbuhan baru. Selain itu, potensi tanaman pangan seperti padi, sagu, dan
hortikultura di Wilayah Maluku diarahkan pengembangannya untuk memenuhi
kemandirian pangan lokal wilayah.

SK No 218608 A
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Dalam upaya pengembqngan potensi komoditas unggulan dan pariwisata,
Wilayah Maluku masih menghadapi isu strategis yang dijabarkan pada potret
pembangunan Wilayah Maluku dan analisis grou.rth diagnostics.

Berdasarkan potret pembangunan Wilayah Maluku masih terdapat isu
penduduk miskin, prevalensi sfiinting, APM, jaminan sosial untuk pekerja
formal, persampahan dan sanitasi aman, porsi kapasitas pembangkit listrik
terbarukan, jaringan internet, dan kemantapan jalan (Tabel 5.1. 12).

Tabel 5.1.12 Potret Pembangunan Wilayah Maluku Tahun 2022

NO...
SK No 218607 A

NO INDIKATOR  NASIONAL  MALUKU  MALUKU UTARA 

Bidang Ekonomi 

1  
Laju Pertumbuhan 

Ekonomi (persen)  
5,31  5,11  22,94  

2  
Persentase Penduduk 

Miskin (persen)  
9,57  16,23  6,37  

3  Rasio Gini  0,381  0,306  0,309  

4  
Indeks Pembangunan 

Ekonomi Inklusif 
6  5,63  6,3  

Bidang Sosial  

5  
Indeks Pembangunan 

Manusia   
72,91  70,22  69,47  

6  
Tingkat Pengangguran 

Terbuka (persen)  
5,86  6,88  3,98  

  Kondisi Kesehatan  

7  
Umur Harapan Hidup 

(UHH) (Tahun)  
71,85  68,79  68,45  

8  
Prevalensi Stunting 

(persen)  
21,60  26,10  26,10  

9  

Jumlah Kab/Kota Belum 

Tereliminasi Malaria** 

(Kab/Kota)  

196  8  6 

  Kondisi Pendidikan  

10  
Rata-rata Lama Sekolah 

(RLS) (Tahun)  
8,69  10,19  9,24  

11  
Harapan Lama Sekolah 

(HLS) (Tahun)  
13,10 14,00 13,73  

12  

  

  

  

Angka Partisipasi Murni (APM)  

- SD/sederajat (persen)  97,88  96,90  97,27  

- SMP/sederajat 

(persen)  
80,89  78,37  77,41  

- SMA/sederajat 

(persen)  
61,97  64,57  65,35  

  Jaminan Sosial  

13 

Kepesertaan Jaminan 

Kesehatan Nasional 

(JKN) (persen)  

86,9  93,0 88,0 

14 Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsos Naker)  
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Secara

NO INDIKATOR  NASIONAL  MALUKU  MALUKU UTARA 

  - Pekerja Formal 

(persen)  
56,19  56,38  92,81  

- Pekerja Informal 

(persen)  
13,06  13,72 5,14  

Bidang Sarana dan Prasarana  

15 
Tampungan per Kapita 

(m3/kap) 
57,53 0,03 0 

16  
Air Minum Jaringan 

Perpipaan (persen)  
19,47  22,86  29,69  

17  Sanitasi Aman (persen)  10,16  5,01  1,46  

18  

Penanganan 

Persampahan*** 

(persen)  

33,27  21,06  30,75  

19  
Rumah Layak Huni 

(persen)  
60,66  60,66  65,42  

20  
Pemenuhan kebutuhan 

listrik per kapita (kWh)  
1.122  315,25  496,54  

21  

Porsi kapasitas 

pembangkit listrik 

terbarukan (persen)  

15,47  0,77  0,47  

22  

Jangkauan 4G di 

kawasan pemukiman 

(persen)  

96,97 94,33  89,58  

23  

Kemantapan Jalan*  

-Nasional (persen)  92,55  92,13  92,37  

-Provinsi (persen)  74,46  60,58  53,9 0 

-Kabupaten (persen)  62,26 55,74  53,73  

Bidang Tata Kelola  

24  Indeks Pelayanan Publik    Baik  Sangat Baik  

25  
Indeks Keterbukaan 

Informasi Publik  
74,43  75,61  58,49  

26  Indeks Integritas  71,94  60,57  60,37  

Bidang Lingkungan Hidup dan Kebencanaan  

27  
Indeks Risiko Bencana 

Indonesia (IRBI)  
135,56  162,47  149,22  

28  
Indeks Ketahanan 

Pangan  
60,20  60,20  58,39  

29  

Prevalensi 

Ketidakcukupan Pangan 

(persen)  

10,21  31,68  30,71  
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Secara umum, berdasarkan analisis growth diagnostics, faktor penghambat
pembangunan ekonomi di Wilayah Maluku yang utama adalah infrastruktur
serta regulasi dan institusi (Tabel 5.1.13). Untuk Provinsi Maluku, faktor
penghambat lainnya adalah makro dan fiskal. Sedangkan di Provinsi Maluku
Utara, faktor penghambat lainnya adalah aspek pembiayaan, SDM Pendidikan,
dan daya saing.

Secara rinci, berbagai isu strategis lainnya dan akar masalah pembangunan di
Wilayah Maluku dijabarkan dalam berbagai bidang sebagai berikut.

Tabel 5.1.13 Growth Dagnostics Hambatan Utama Pertumbuhan Ekonomi
di Wilayah Maluku

pertumbuhan terhadap kesejahteraan. Hilirisasi dan nilai tambah komoditas
perikanan, perkebunan, dan pertambangan di Wilayah Maluku masih belum
optimal, yang ditunjukkan dengan masih rendahnya kontribusi sektor industri
pengolahan terhadap PDRB, khususnya di Provinsi Maluku. Hal ini disebabkan
oleh pemanfaatan fungsi perdesaan sebagai pusat produksi dan fungsi
perkotaan di Wilayah Maluku sebagai pusat industri dan distribusi masih belum
optimal. Selain itu, basis produksi perkebunan di Wilayah Maluku yang berupa
perkebunan rakyat belum dikelola melalui proses intensifikasi dan
ekstensifikasi. Di samping itu, rendahnya kualitas tenaga kerja (hanya 15,7L
persen tenaga kerja di Provinsi Maluku dan 12,35 persen tenaga kerja di Provinsi
Maluku Utara memiliki pendidikan tertinggi Sarjana/Sl) serta rendahnya
investasi (PMA dan PMDN) di Wilayah Maluku juga menjadi salah satu
permasalahan dalam pengembangan perekonomian.

Di sisi lain, nilai IPEI Provinsi Maluku terendah ke-S secara nasional disebabkan
oleh pertumbuhan ekonominya masih belum dapat menciptakan dan
memperluas kesempatan ekonomi dan kesempatan kerja, serta belum dapat
mengurangi kemiskinan. Sedangkan untuk Provinsi Maluku Utara, walaupun
nilai IPEI provinsi sudah lebih baik daripada nilai nasional, aspek perluasan
akses terhadap infrastruktur dasar dan keuangan yang inklusif serta dan
kesempatan pengembangan SDM masih belum optimal.

Keberadaan. .
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Keberadaan pusat-pusat pertumbuhan eksisting, terutama di KI Teluk Weda dan
Obi belum memberikan dampak signifikan bagi peningkatan kesejahteraan
masyarakat, terutama dalam penurunan kemiskinan. Hal ini disebabkan oleh
penyerapan tenaga kerja lokal yang tidak berada pada posisi strategis sehingga
pendapatannya terbatas.

Selanjutnya, terdapat perbedaan dalam perubahan harga di antara dua provinsi
di mana inflasi sangat tinggi di Provinsi Maluku, sedangkan Maluku Utara
memiliki inflasi yang sangat rendah. Inflasi Provinsi Maluku dipicu oleh
meningkatnya inflasi kelompok transportasi sebagai akibat meningkatnya harga
BBM.

Sosial

Permasalahan sosial yang dihadapi Wilayah Maluku adalah masih rendahnya
kondisi kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan yang masih rendah ini
ditunjukkan oleh persentase penduduk miskin yang lebih tinggi dibandingkan
angka nasional. Selain itu, 8 dari 22 kabupaten/kota di Wilayah Maluku masih
tergolong sebagai daerah tertinggal dengan karalrteristik ketertinggalan
khususnya pada rendahnya kualitas sumber daya manusia.

Kualitas SDM di Wilayah Maluku yang masih rendah ditunjukkan oleh angka
IPM Provinsi Maluku dan Maluku Utara yang berada di posisi ke-7 dan ke-9
terendah secara nasional. Rendahnya kualitas sumber daya manusia ini
disebabkan oleh kualitas pelayanan pendidikan dan kondisi kesehatan
masyarakat yang belum optimal. Belum optimalnya kualitas pelayanan
pendidikan disebabkan oleh rendahnya aksesibilitas menuju fasilitas
pendidikan di semua jenjang pendidikan, kondisi fasilitas pendidikan yang
belum baik, dan kurangnya tenaga pendidik yang berkualitas.

Sementara itu, rendahnya kondisi kesehatan masyarakat ditunjukkan oleh
angka UHH Provinsi Maluku dan Provinsi Maluku Utara yang berada di urutan
ke-3 dan ke-S terendah secara nasional. Rendahnya kondisi kesehatan
masyarakat tersebut disebabkan oleh aksesibilitas masyarakat menuju fasilitas
kesehatan (Rumah Sakit dan Puskesmas) dan kualitas fasilitas kesehatan yang
masih rendah, serta tenaga kesehatan berkualitas yang masih belum
terdistribusi merata. Tingkat kesulitan akses pelayanan kesehatan yang
dihadapkan dengan kondisi geografis mayoritas perairan sehingga sistem
rujukan pelayanan kesehatan tidak mampu berjalan optimal karena pengaruh
faktor cuaca dan gelombang laut. Akses yang rendah juga karena faktor
rendahnya ketersediaan tenaga kesehatan yaitu 13,36 persen dan 17,69 persen
Puskesmas di Maluku dan Maluku Utara yang sudah memiliki 9 jenis tenaga
kesehatan. Selain itu, kondisi kesehatan masyarakat yang rendah ditunjukkan
oleh angka prevalensi sfunfing dan penyakit menular malaria yang masih tinggi
yang salah satunya disebabkan oleh penyediaan dan kualitas infrastruktur
permukiman yang belum memadai. Kepesertaan jaminan sosial masyarakat dari
aspek jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan (formal dan informal) yang jauh
dari target nasional juga memengaruhi kualitas SDM di Wilayah Maluku.

Sarana. . .
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Sarana dan Prasarana

Aksesibilitas dan konektivitas Wilayah Maluku yang masih rendah menjadi
tantangan pembangunan di Wilayah Maluku. Sejumlah pelabuhan utama di KTI,
termasuk di Wilayah Malu}nr, belum berperan sebagai pelabuhan simpul
transhipment, sehingga belum menJrumbang pada peningkatan muatan balik. Di
samping itu, keterbatasan kapasitas dan fasilitas pelabuhan di KTI, termasuk di
Wilayah Maluku, menyebabkan kapal-kapal kontainer (Lifi-Onl Lifi-OIf atau
Lo[o] belum beroperasi secara optimal. Sementara kapal RoRo angkutan barang
yang memiliki keunggulan untuk angkutan logistik dengan keterbatasan
kedalaman perairan dan fasilitas bongkar muat, belum dikembangkan. Hal ini
menyebabkan belum optimalnya pemanfaatan ALKI III, ALKI IIIB, dan ALKI IIIC
di wilayah ini.

Belum dikembangkannya bandara perairan dan angkutan udara logistik dan
penumpang berbasis perairan (seaplanel secara optimal, mengakibatkan masih
terbatasnya aksesibilitas di daerah terpencil di Wilayah Maluku. Belum
tuntasnya pembangunan Jalan Trans Maluku, Trans Halmahera, dan jalan
trans lainnya, serta ketersediaan dan kualitas infrastruktur jalan daerah yang
masih rendah juga men5rumbang pada keterbatasan aksesibilitas. Pendekatan
konektivitas multimoda antarmoda belum secara optimal dilaksanakan di
Wilayah Maluku. Pengembangan transportasi perkotaan, termasuk
pengembangan angkutan umum, belum secara optimal dipersiapkan untuk
mengantisipasi peningkatan urbanisasi dan motorisasi di kota-kota di Wilayah
Maluku.

Pelayanan ketenagalistrikan Wilayah Maluku masih didominasi rumah tangga
dengan tingkat konsumsi per kapita yang masih rendah. Produksi tenaga listrik
masih didominasi oleh energi fosil. Sistem kelistrikan Maluku belum
terinterkoneksi dan terdiri dari subsistem kecil terisolir (isolated mini gridl
tersebar terutama di wilayah kepulauan. Sementara itu, Wilayah Maluku
memiliki potensi energi baru dan terbarukan antara lain meliputi surya, panas
bumi, air, dan bayu dengan potensi kapasitas masing-masing sekitar 94,69 GW,
1,15 GW, 0,21 GW, dan 23,O4 GW.

Sistem tenaga listrik di Provinsi Maluku memiliki 1O sistem tenaga listrik dengan
beban di atas 2 MW (Sistem Ambon, Masohi-Waipia-Liang, Kairatu, Piru,
Namlea, Mako, Bula, T\.ral, Dobo dan Saumlaki) serta 46 unit pusat pembangkit
skala lebih kecil di lokasi yang tersebar. Sistem tenaga listrik di Provinsi Maluku
Utara terdiri dari 7 sistem tenaga listrik di atas 3 MW (Ternate-Tidore, Tobelo-
Malifut, Jailolo, Sofifi, Sanana, dan Daruba) serta 32 unit pusat pembangkit
skala lebih kecil di lokasi yang tersebar.

Pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan komunikasi di Wilayah Maluku
masih cukup rendah. Jangkauan jaringan seluler 4G baru mencapai sekitar
92,15 persen dari total area wilayah pemukiman, di bawah rata-rata nasional
sebesar 96,97. Hal ini disebabkan antara lain oleh kondisi geografis berupa
kepulauan dan pegunungan serta pemukiman yang terisolir dan tersebar.
Pemanfaatan digital di Kawasan Wilayah Maluku juga masih terbatas.
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Pemanfaatan masih sebatas sebagai media telekomunikasi dan belum
digunakan untuk mendukung kegiatan sektor produktif.

Wilayah Maluku tidak terlepas dari isu ketersediaan infrastruktur pelayanan
dasar yang belum merata, terutama terkait dengan air minum dan sanitasi layak
dan aman. Hal ini ditunjukkan dengan capaiannya yang masih rendah dan
berada di bawah rata-rata nasional. Akses yang rendah tersebut berdampak
pada kualitas hidup sumber daya manusia serta kualitas lingkungan hidup di
Wilayah Maluku. Wilayah Maluku juga masih memiliki masalah terutama akses
terhadap abrasi pantai di daerah kepulauan, serta banjir di wilayah perkotaan
seperti di Ambon. Selain itu, akses rumah tangga terhadap hunian layak dan
terjangkau di Wilayah Maluku juga masih cukup rendah karena akses sanitasi
layak yang masih belum memadai. Dalam penyediaan hunian layak dan
terjangkau, kondisi geografis Wilayah Maluku yang berupa kepulauan dan
memiliki banyak kawasan pesisir perlu diperhatikan karena memengaruhi
kelayakan serta kelegalan hunian.

Desentralisasi dan Otonomi Daerah

Isu desentralisasi dan otonomi daerah yang dihadapi Wilayah Maluku terkait
dengan tata kelola pemerintahan daerah belum optimal. Hal tersebut
ditunjukkan dari Indeks Reformasi Birokrasi (RB) dan Indeks SPBE di Wilayah
Maluku yang masih berpredikat cukup, lndeks Sistem Merit ASN di Wilayah
Maluku yang masih berpredikat buruk, khususnya di Provinsi Maluku, serta
Indeks Keterbukaan Informasi Rrblik (IKIP) yang masih belum berpredikat Baik,
khususnya di Provinsi Maluku Utara yang berpredikat buruk.

Kapasitas fiskal Wilayah Maluku masih belum terjaga. Kemandirian fiskal kedua
provinsi yang ditunjukkan dengan lndeks Kapasitas Fiskal Daerah (IKFD) di
bawah rata-rata nasional berpengaruh terhadap capaian pemenuhan SPM dan
pertumbuhan ekonomi daerah di Wilayah Maluku yang belum optimal.
Persentase PAD terhadap pendapatan daerah masih sangat rendah dan
ketergantungan terhadap TKD sangat tinggi (87,6 persen). Pendapatan pajak
kabupaten/kota di Maluku cenderung di pajak mineral bukan logam dan
batuan, sedangkan di Maluku Utara adalah pajak penerangan jalan. Di sisi lain,
kualitas belanja daerah di Wilayah Maluku cukup baik. Berdasarkan data APBD
2022, rata-rata porsi belanja pegawai mencapai 30,8 persen terhadap total
belanja daerah dan rata-rata porsi belanja modal yang merepresentasikan
belanja untuk perolehan aset mencapai 24,81persen.

Stabilitas Pprtahanan dan Keamanan

Stabilitas pertahanan dan keamanan yang belum optimal di Wilayah Maluku,
terutama terlihat dari praktrk IW Fishing di wilayah perbatasan laut dan
pengelolaan pulau-pulau belum bernama. Banyaknya praktik IW Fishing di
perairan Wilayah Maluku, terutama di daerah-daerah perbatasan laut negara
dengan Timor Leste, Palau, Filipina, dan Australia (WPP 714,716,717,7181
mengancam kedaulatan serta menghambat optimalisasi pemanfaatan dan
pelestarian potensi sumber daya serta ekosistem kelautan di perairan Wilayah
Maluku. Kegiatan IW Fi^shing di Wilayah Maluku dapat disebabkan oleh
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awareness (kesadaran), pemahaman, dan pengetahuan yang masih kurang dari
masyarakat dan pelaku ekonomi kelautan terhadap aktivitas yang termasuk /UU
Fishing, serta lemahnya pengawasan maupun regulasi terhadap IW Fishing di
wilayah perairan Maluku. Selain itu, pengelolaan dan pengawasan yang masih
lemah di pulau-pulau belum bernama dapat mengancam kedaulatan negara.

Sosial Budaya dan Ekologi

Selain itu, Wilayah Maluku juga menghadapi permasalahan sosial budaya,
kerentanan bencana, menurunnya kualitas lingkungan hidup, serta rendahnya
kemandirian pangan. Dalam konteks sosial dan budaya, berkurangnya
keterlibatan kelompok adat di Wilayah Maluku dalam penyelenggaraan
pembangunan masih menjadi tantangan hingga saat ini. Selain itu, kearifan
lokal dan norma adat yang potensial dalam pembangunan berkelanjutan mulai
ditinggalkan. Di samping peran dan fungsi keluarga yang belum optimal,
ketimpangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan di berbagai bidang
pembangunan juga masih relatif besar. Ditinjau dari kebencanaan, Wilayah
Maluku memiliki Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) yang termasuk pada
kategori tinggi, yang harus menjadi pertimbangan dalam pengembangan
Wilayah Maluku, terutama pada pengembangan pusat-pusat pertumbuhan
baru. Wilayah Maluku memiliki ancaman dan kejadian bencana yang terdiri dari
banjir, longsor, gempa bumi, tsunami, cuaca ekstrem yang menyebabkan
kenaikan muka air laut dan gelombang tinggi, serta abrasi.

Selain bencana hidrometeorologi, Wilayah Maluku memiliki potensi bahaya
geologi yang terdiri dari gempa tektonik di jalur patahan sesar Halmahera dan
Sula di Provinsi Maluku Utara serta patahan sesar Banda di Provinsi Maluku.
Zona megathrust di Provinsi Maluku Utara juga berpotensi menimbulkan bahaya
tsunami yang salah satunya mengancam Kawasan Pemerintahan di Kota Sofifi.
Ancaman bencana geologi lainnya adalah erupsi gunung api Gamalama yang
mengancam kawasan perkotaan di Pulau Ternate. Isu lainnya adalah masih
rendahnya kesadaran masyarakat akan pengelolaan risiko bahayayang terdapat
di masing-masing wilayah dan terbatasnya sarana dan prasarana mitigasi
bencana, khususnya daerah tertinggal di Provinsi Maluku. Peningkatan kualitas
kesiapsiagaan, sistem peringatan dini serta mitigasi struktural dan
nonstruktural di daerah tersebut harus menjadi prioritas.

Keberadaan pusat-pusat pertumbuhan eksisting di Wilayah Maluku juga
menyebabkan penurunan kualitas lingkungan, terutama dari kegiatan industri
dan permukiman di daerah perkotaan. Selain itu, masih sering terjadinya
kerusakan lingkungan pada lahan pasca tambang serta belum optimalnya
pengelolaan lahan bekas tambang yang memberikan nilai tambah ekonomi
wilayah. Sementara itu, kemandirian pangan di Wilayah Maluku masih menjadi
isu yang ditunjukkan dengan masih rendahnya capaian Indeks Ketahanan
Pangan, terutama aspek ketersediaan pangan untuk memenuhi permintaan
konsumsi masyarakat lokal.

5.L.2.7 Wilayah...
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5.1.2.7 Wilayah Papua
Wilayah Papua memiliki beragam komoditas unggulan yang tersebar di seluruh
kabupaten/kota yang meliputi komoditas sektor tanaman pangan, perkebunan,
peternakan, dan perikanan dengan angka produksi dan produktivitas yang
tinggi, serta memiliki potensi dalam mendukung hilirisasi komoditas unggulan
yang berorientasi ekspor. Potensi komoditas yang bernilai tambah tinggi yang
dapat dikembangkan di masa depan melalui pengembangan rantai nilainya
adalah komoditas kopi, pala, kakao, kelapa, dan perikanan. Pengembangan
komoditas pada sektor tanaman pangan dan perkebunan juga didukung dengan
adanya KPPN dan Kawasan Food Estate, sementara pengembangan komoditas
sektor perikanan didukung oleh adanya SKPT (Gambar 5.1.13).

Gambar 5.1.13 Peta Potensi Wilayah Papua

Di samping itu, Wilayah Papua juga memiliki potensi di bidang pariwisata dan
ekonomi kreatif, meliputi wisata bahari, wisata alam, wisata minat khusus, dan
wisata budaya. Untuk mendukung pengembangan pariwisata tersebut, terdapat
DPP, KSPN, KPPN, serta destinasi pariwisata pengembangan yang tersebar di
Wilayah Papua. Wilayah Papua juga memiliki potensi pengembangan ekonomi
kreatif, yaitu seni ukir kayu Asmat, pala Tomandin Fakfak, dan kopi Arabika
Baliem Wamena. Pengembangan kawasan pariwisata dan ekonomi kreatif ini
diharapkan mampu meningkatkan daya ungkit perekonomian dalam
mendukung pusat pertumbuhan dan perekonomian wilayah serta
meningkatkan keberdayaan masyarakat di sekitar lokasi wisata.

Selanjutnya. . .
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Selanjutnya, Wilayah Papua memiliki potensi di bidang pertambangan dan
penggalian mineral logam (emas, tembaga, dan nikel) serta minyak bumi dan gas
alam. Pengembangan potensi mineral logam serta minyak bumi dan gas alam
tersebut didukung oleh adanya industri pertambangan dan penggalian di
Provinsi Papua Tengah serta industri pengolahan pengilangan migas di Provinsi
Papua Barat. Potensi pertambangan mineral logam dan migas perlu diarahkan
pada hilirisasi produk serta penerapan pertambangan berkelanjutan yang
mampu menyeimbangkan aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial, serta
mengintegrasikan aspek konservasi dan keselamatan pertambangan.

Wilayah Papua juga memiliki potensi energi terbarukan berupa energi surya, air,
bayur, arus laut, biomassa/biofuel, panas bumi, dan biogas. Potensi energi
surya, air, bayu, arus laut, biomassa/biofuel, panas bumi, dan biogas di Wilayah
Papua masing-masing sebesar 318,09 GW, 35,93 GW, 23,11GW, 0,49 GW, 0,39
GW, 0,08 GW, dan 0,01 GW. Potensi energi terbarukan ini dapat dikembangkan
untuk memenuhi energi kebutuhan energi di Wilayah Papua sekaligus sebagai
modal dasar dalam transisi energi di masa depan. Wilayah Papua juga memiliki
potensi tenaga air yang besar yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan
industri berbasis energi terbarukan seperti smelter. Dalam upaya
pengembangan potensi komoditas unggulan dan pariwisata, Wilayah Papua
masih menghadapi isu strategis yang dijabarkan pada potret pembangunan
Wilayah Papua dan analisis grou.rth diagnostfcs.

Berdasarkan potret pembangunan Wilayah Papua, masih terdapat isu laju
pertumbuhan ekonomi, persentase penduduk miskin, indeks pembangunan
ekonomi inklusif, indeks pembangunan manusia, rasio gini, prevalensi sfitnting,
jumlah kabupaten/kota belum tereliminasi malaria, dan angka partisipasi
murni (Tabet 5.1.14). Di samping itu, isu lain yang dihadapi adalah sarana dan
prasarana pelayanan dasar, indeks integritas, indeks risiko bencana, dan indeks
ketahanan pangan.
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Tabel 5.1.14 Potret Pembangunan Wilayah Papua Tahun 2022

SK No 218633 A INDIKATOR . . .

  INDIKATOR NASIONAL 
PAPUA 

BARATa 
PAPUAa 

  Bidang Ekonomi 

1 
Laju Pertumbuhan Ekonomi 

(persen) 
5,31 2,01 8,97 

2 
Persentase Penduduk Miskin 

(persen) 
9,57 21,43 26,8 

3 Rasio Gini (persen) 0,381 0,384 0,393 

4 
Indeks Pembangunan Ekonomi 

Inklusif 
6,00 5,19 4,14 

  Bidang Sosial 

5 Indeks Pembangunan Manusia 72,91 65,89 61,39 

6 
Tingkat Pengangguran Terbuka 

(persen) 
5,86 5,37 2,83 

  Kondisi Kesehatan    

7 
Umur Harapan Hidup (UHH) 

(Tahun) 
71,85 66,46 66,23 

8 Prevalensi Stunting (persen) 21,6 30 34,6 

9 
Jumlah Kab/Kota Belum 

Tereliminasi Malaria (Kab/Kota) 
196 13 29 

  Kondisi Pendidikan    

10 
Rata-rata Lama Sekolah (RLS) 

(Tahun) 
8,69 7,84 7,02 

11 
Harapan Lama Sekolah (HLS) 

(Tahun) 
13,1 13,21 11,14 

12 

Angka Partisipasi Murni (APM)    

- SD (persen) 97,88 94,31 81,66 

- SMP/sederajat (persen) 80,89 71,38 59,14 

- SMA/sederajat (persen) 61,97 63,66 47,63 

  Jaminan Sosial       
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  INDIKATOR NASIONAL 
PAPUA 

BARATa 
PAPUAa 

13 

Kepesertaan Jaminan 

Kesehatan Nasional (JKN) 

(persen) 

86,9 123,0 124,0 

14 

Kepesertaan Jaminan Sosial 

Tenaga Kerja (Jamsos Naker) 
   

- Pekerja Formal (persen) 56,19 167,25 197,56 

- Pekerja Informal (persen) 13,06 104,60 5,86 

  Bidang Sarana dan Prasarana 

15 Tampungan per Kapita (m3/kap) 57,53 0 0 

16 
Air Minum Jaringan Perpipaan 

(persen) 
19,47 9,15 6,50 

17 Sanitasi Aman (persen) 10,16 4,46 6,47 

18 
Penanganan Persampahan*** 

(persen) 
33,27 28,62 18,06 

19 Rumah Layak Huni (persen) 60,66 53,81 27,28 

20 
Pemenuhan kebutuhan listrik 

per kapita (kWh) 
1.122 287,57 514,26 

21 
Porsi kapasitas pembangkit 

listrik terbarukan (persen) 
15,47 5,71 6,10 

22 
Jangkauan 4G di kawasan 

pemukiman (persen) 
96,97 97,43 50,96 

  

 

 

23 

 

 
 

Kemantapan Jalan*    

-Nasional (persen) 92,55 75,55 78,74 

-Provinsi (persen) 74,46 63,68 58,04 

-Kabupaten (persen) 62,26 51,59 57,33 

-Kota (persen) 81,20 98,99 84,82 

 

 

 
 

INDIKATOR . . . 
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  INDIKATOR NASIONAL 
PAPUA 

BARATa 
PAPUAa 

  Bidang Tata Kelola       

24 Indeks Pelayanan Publik  Baik 

Baik 

(Dengan 

Catatan) 

25 
Indeks Keterbukaan Informasi 

Publik 
74,43 65,87 63,63 

26 Indeks Integritas 71,94 56,42 66,76 

  Bidang Lingkungan Hidup dan Kebencanaan 

27 
Indeks Risiko Bencana 

Indonesia (IRBI)  
135,56 146,77 122,15 

28 Indeks Ketahanan Pangan  60,20 45,92 37,80 

29 
Prevalensi Ketidakcukupan 

Pangan (persen) 
10,21 29,38 36,18 

Ket: 

Font merah : kinerja lebih buruk dibandingkan capaian nasional 

Font biru : kinerja lebih baik dibandingkan capaian nasional 
a : Data sebelum pemekaran Daerah Otonom Baru (DOB) 

*Data Tahun 2021 

**Data Tahun 2020 

***Data Tahun 2019 

Secara umum, berdasarkan analisis growth diagnostics, faktor penghambat 

pembangunan ekonomi di Wilayah Papua yang utama adalah SDM pendidikan, 
infrastruktur, makro dan fiskal, serta regulasi dan institusi (Tabel 5.1.15). Untuk 
Provinsi Papua faktor penghambat lainnya adalah SDM kesehatan. 

 

Tabel 5.1.15 Growth Diagnostics Hambatan Utama Pertumbuhan Ekonomi di Wilayah 

Papua 

Ekonomi . . . 
Sumber: Bappenas, 2022 (diolah) 
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Ekonomi

Pada bidang ekonomi, isu di Wilayah Papua berkaitan dengan pengembang€rn
ekonomi yang belum inklusif di antaranya pengembangan potensi unggulan
wilayah dan UMKM. Pengembangan ekonomi yang belum inklusif ditunjukkan
dengan nilai IPEI yang masih rendah. Terdapat beberapa indikator dengan
capaian rendah, yaitu pertumbuhan per kapita, persentase tenaga kerja yang
bekerja penuh, persentase pekerja berpendidikan, rasio rumah tangga dengan
akses listrik PLN, penduduk dengan ponsel, tingkat kemiskinan, dan rata-rata
konsumsi protein per kapita. Selain itu, hal ini juga ditunjukkan oleh rendahnya
peningkatan nilai tambah dan produktivitas komoditas unggulan wilayah
(tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, pertambangan, dan
pariwisata) yang terintegrasi hulu-hilir. Kondisi tersebut disebabkan oleh belum
optimalnya sarana dan prasarana pendukung, belum baiknya akses ke pusat
produksi dan pasar, serta rendahnya kualitas dan kapasitas sumber daya
manusia. Di sisi lain, pemberdayaan pelaku UMKM yang belum optimal
ditunjukkan salah satunya oleh menurunnya jumlah UMKM secara signifikan.
Hal ini menyebabkan rendahnya penyerapan tenaga kerja pada sektor UMKM.

Pengembangan kawasan pusat pertumbuhan berbasis industri dan pariwisata,
serta pengembangan sentra komoditas unggulan di Wilayah Papua masih belum
dapat memberikan dampak yang signifikan bagi peningkatan kesejahteraan
ralryat. Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan seperti KI, KEK, dan DPP
serta kawasan pengembangan komoditas unggulan seperti SKPT belum mampu
memberikan dampak yang signifikan terhadap pengembangan ekonomi wilayah.
Hal ini ditunjukkan dengan masih tingginya tingkat kemiskinan serta belum
optimalnya penyerapan tenaga keda lokal pada kawasan yang dikembangkan.
Faktor penyebab belum optimalnya pengembangan kawasan pusat
pertumbuhan di antaranya adalah belum terintegrasinya konektivitas dari dan
menuju pusat pertumbuhan, rendahnya daya tarik investasi dan kemudahan
berusaha, serta lokasi yang jauh dari pasar atau sentra produksi.

Sosial
Isu bidang sosial yang dihadapi di Wilayah Papua erat kaitannya dengan kondisi
kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat yang masih rendah
ditunjukkan oleh tingginya persentase penduduk miskin dan ketertinggalan
daerah. Salah satu penyebab tingginya angka kemiskinan ini adalah sebagian
besar masyarakat Papua menjadi pekerja informal di sektor pertanian,
kehutanan, dan perikanan, dengan perlindungan jaminan sosial
ketenagakerjaan yang rendah terutama di Provinsi Papua. Sementara itu,
kualitas dan daya saing sumber daya manusia Wilayah Papua masih rendah
yang ditunjukkan oleh rendahnya nilai IPM, HLS, RLS, dan angka melek huruf.
Kondisi ini disebabkan oleh belum optimalnya akses pendidikan dasar dan
menengah terutama di Provinsi Papua Pegunungan dan Provinsi Papua Tengah.
Di samping itu, terbatasnya akses menuju fasilitas pelayanan kesehatan primer
dan rujukan menyebabkan masih rendahnya kualitas kesehatan masyarakat di
Wilayah Papua yang ditunjukkan oleh rendahnya umur harapan hidup,
tingginya prevalensi sfunttng, dan tingginya penyakit menular seperti malaria,
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HIV/AIDS, tuberkulosis, kusta, dan frambusia. Kondisi tersebut juga
memengaruhi status ketertinggalan daerah. Sebagian besar Wilayah Papua
mengalami ketertinggalan yang ditunjukkan oleh banyaknya daerah tertinggal,
yaitu 3O dari 42 kabupaten/kota dengan penyebab ketertinggalan utama pada
keterbatasan akses terhadap fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan.

Sarana dan Prasarana

Aksesibilitas dan konektivitas intra dan antarwilayah Papua yang masih rendah
juga menjadi tantangan pembangunan di Wilayah Papua. Sejumlah pelabuhan
utama di Kawasan Timur Indonesia, termasuk di Papua, belum berperan sebagai
pelabuhan simpul transhipment sehingga belum menJrumbang pada
peningkatan muatan balik. Di samping itu, keterbatasan kapasitas dan fasilitas
pelabuhan di Kawasan Timur Indonesia, termasuk di Papua, menyebabkan
kapal-kapal kontainer (Lifi-On/Lifi-Off atau LoLo) belum beroperasi secara
optimal. Sementara, kapal RoRo angkutan barang yang memiliki keunggulan
untuk angkutan logistik dengan keterbatasan kedalaman perairan dan fasilitas
bongkar muat, belum dikembangkan. Belum dikembangkannya airstrip,
angkutan udara logistik & penumpang serta bandara perairan dan seaplane
secara optimal, mengakibatkan masih terbatasnya aksesibilitas di daerah
terpencil dan perbatasan di Papua. Belum tuntasnya pembangunan Jalan Trans
Papua serta ketersediaan dan kualitas infrastruktur jalan daerah yang masih
rendah juga menJrumbang pada keterbatasan aksesibilitas menuju lokasi
penggerak ekonomi dan pelayanan dasar. Selain itu, indeks kemahalan
konstruksi yang tinggi khususnya di wilayah pegunungan berpengaruh
terhadap pembangunan infrastruktur dan biaya logistik. Kondisi tersebut sangat
dipengamhi oleh keragaman kondisi geografis Wilayah Papua, yaitu
pegunungan, pesisir, dan kepulauan; kemudahan pembebasan lahan
khususnya tanah adat/ulayat; serta kondisi keamanan. Pendekatan
konektivitas multimoda antarmoda belum secara optimal dilaksanakan di
Papua. Pengemba.ngan transportasi perkotaan, termasuk pengembangan
angkutan umum, belum secara optimal dipersiapkan untuk mengantisipasi
peningkatan urbanisasi dan motorisasi di kota-kota di Papua.

Potensi energi hidro, energi surya, dan energi bayu di Wilayah Papua belum
dikembangkan dengan optimal dalam menopang transisi energi. Hal ini
ditunjukkan oleh pengembangan kapasitas terpasang EBT di Wilayah Papua
yang masih minim. Minimnya kapasitas EBT terpasang menghambat akselerasi
pengembangan ekonomi hijau dan biru di Wilayah Papua. Selain itu, penyediaan
tenaga listrik masih terbatas dan didominasi oleh konsumen rumah tangga
dengan tingkat permintaan listrik masih relatif rendah. Sistem ketenagalistrikan
Wilayah Papua masih belum terintegrasi dan terdiri dari subsistem kecil
terisolasi (isotated gid) yang tersebar. Pasokan listrik masih didominasi oleh
pembangkit energi fosil. Potensi energi baru dan terbarukan yang besar memiliki
keuntungan untuk dimanfaatkan untuk kepentingan wilayah dan nasional.
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Sistem tenaga listrik di Provinsi Papua, Papua Selatan, Papua Tengah, dan
Papua Pegunungan memiliki 9 sistem dengan beban di atas 2 MW (Sistem
Jayapura, Wamena, Timika, Merauke, Nabire, Serui, Biak, Sarmi, dan Arso)
serta 57 unit pusat pembangkit skala lebih kecil di lokasi yang tersebar.
Sementara itu, sistem tenaga listrik di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat
Daya memiliki 7 sistem dengan beban di atas 2 MW (Sistem Sorong, Fakfak,
Manolmrari, Kaimana, Teminabuan, Teluk Bintuni, dan Raja Ampat) serta 56
unit pusat pembangkit skala lebih kecil di lokasi yang tersebar.

Pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan digital di Wilayah Papua masih
rendah dan belum merata. Jangkauan jaringan seluler 4G baru mencapai
sekitar 60,49 persen dari total area wilayah pemukiman. Hal ini disebabkan oleh
kondisi geografis ekstrem berupa pegunungan, pemukiman yang terisolir dan
sangat tersebar, serta rentan terjadinya gangguan keamanan. Pemanfaatan
digital di Wilayah Papua juga sangat terbatas dan hanya dilakukan di beberapa
daerah perkotaan. Pemanfaatan masih sebatas sebagai media telekomunikasi
dan belum menjangkau pemanfaatan di sektor produktif. Kondisi geografis
ekstrem Wilayah Papua sangat membutuhkan ketersediaan layanan digital
untuk dapat memberikan pelayanan publik secara memadai sampai dapat
menj angkau daerah-daerah pedalaman.

Pembangunan bidang infrastruktur dasar di Wilayah Papua juga belum optimal
sehingga memengaruhi peningkatan kualitas sumber daya manusia dan
pembangunan ekonomi. Potensi sumber daya air di Wilayah Papua tinggi, tetapi
aksesibilitas terhadap sumber air terbatas. Meskipun Wilayah Papua memiliki
potensi air terbesar di Indonesia dengan shnre ketersediaan air sebesar 30
persen, populasi hanya 1,6 persen dari total nasional. Kondisi geografis Wilayah
Papua yang sulit menghambat akses air bagi masyarakat di daerah pedalaman.
Pola curah hujan tidak menentu sebagai akibat adanya perubahan iklim juga
berdampak pada terjadinya banjir ekstrem di wilayah perkotaan, seperti Kota
Sorong dan Jayapura. Selanjutnya, perrnasalahan yang juga masih dihadapi
adalah masih rendahnya akses terhadap hunian layak dan terjangkau, sumber
air minum layak, dan layanan sanitasi layak. Akses rumah tangga terhadap
hunian layak dan terjangkau di Wilayah Papua jauh lebih rendah dibandingkan
rata-rata nasional karena masih kurangnya akses terhadap air minum dan
sanitasi layak. Selain itu, permasalahan dalam memenuhi standar kelayakan
fisik bangunan juga perlu diselesaikan. Tingginya harga bahan bangunan serta
jasa konstruksi menyebabkan perlu adanya penyesuaian penyediaan hunian
layak dan terjangkau yang sesuai dengan karakteristik Wilayah Papua.
Rendahnya akses terhadap sumber air minum layak dan layanan sanitasi layak
menjadi permasalahan dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya
manusia.
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Desentralisasi dan Otonomi Daerah

Isu bidang desentralisasi dan otonomi daerah di Wilayah Papua sangat erat
kaitannya dengan penyelenggaraan otonomi khusus dan penyelenggaraan
pemerintahan pada daerah otonomi baru. Wilayah Papua dihadapkan pada
belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan dana otonomi khusus dalam
mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini ditunjukkan oleh
sangat rendahnya pemanfaatan dana otonomi khusus (Provinsi Papua:
pendidikan 33 persen, kesehatan 13,93 persen; Provinsi Papua Barat:
pendidikan 19,74 persen, kesehatan 10,25 persen) yang belum sesuai dengan
amanat undang-undang otonomi khusus. Faktor yang memengaruhi kondisi ini
adalah kapasitas SDM pemerintah daerah yang belum sepenuhnya memadai
sehingga berdampak pada pengelolaan dana otonomi khusus yang belum
optimal, serta ketidakselarasan perencanaan dan alokasi dana otonomi khusus.
Meskipun telah terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat, capaian
pembangunan di Wilayah Papua masih lebih rendah dari provinsi lain.

Dalam mempercepat penyelenggaraan pelayanan publik kepada masyarakat,
Wilayah Papua telah dimekarkan menjadi empat DOB, yaitu Provinsi Papua
Pegunungan, Papua Tengah, Papua Selatan, dan Papua Barat Daya. Namun
demikian, DOB Wilayah Papua masih dihadapkan pada permasalahan
ketersediaan SDM pemerintah daerah yang berkualitas, penataan kawasan
pusat pemerintahan, serta penataan aset pemerintah DOB.

Selain itu, Wilayah Papua menghadapi permasalahan belum optimalnya tata
kelola pemerintahan, penyelenggaraan pelayanan dasar, serta keterbukaan
informasi publik. Hal ini ditunjukkan oleh nilai survei kepatuhan pelaksanaan
undang-undang pelayanan publik provinsi di Wilayah Papua yang termasuk
dalam z,orla merah (Ombudsman, 2022). Indeks keterbukaan informasi publik
dan indeks integritas masih rendah serta tingginya risiko korupsi pemerintah
daerah di Wilayah Papua dengan kategori sangat rentan berimplikasi pada
belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan dasar di Wilayah Papua. Selain
itu, penerapan tata kelola pemerintahan berbasis digital masih rendah, yang
ditunjukkan oleh hasil evaluasi SPBE Provinsi Papua dan Papua Barat yang
berada pada kategori cukup (Kementerian PANRB, 2O21). Hal ini salah satunya
disebabkan oleh belum meratanya infrastruktur TIK di Wilayah Papua. Di
samping itu, pelaksanaan reformasi birokrasi di Wilayah Papua masih belum
optimal, yang ditunjukkan dengan Indeks Reformasi Birokrasi khususnya di
Provinsi Papua termasuk dalam kategori cukup (CC) (Kementerian PANRB,
20221. Selain itu, penerapan sistem merit pada pemerintah provinsi di Wilayah
Papua menunjukkan hasil yang kurang baik, di mana predikat Indeks Sistem
Merit berada pada kategori buruk (KASN, 2022l,.

Penerapan regulasi dan manajemen kelembagaan untuk menangani hambatan
ekonomi masih belum optimal yang disebabkan oleh tumpang tindihnya regulasi
serta belum optimalnya mekanisme koordinasi antara pemerintah provinsi,
pemerintah kabupaten/kota, dan pemerintah kampung/kelurahan di Wilayah
Papua akibat tantangan kondisi geografis dan kapasitas SDM aparatur yang
masih rendah' 

Rendahnya . . .
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Rendahnya kemandirian fiskal menjadi isu krusial yang menghambat
pertumbuhan. Ketergantungan pada TKD masih sangat tinggi, dengan proporsi
TKD di Provinsi Papua Barat mencapai lebih dari 90 persen, sementara di
Provinsi Papua mencapai lebih dari 80 persen. Kondisi TKD relatif lebih baik di
beberapa kabupaten/kota yang menjadi pusat aktivitas tambang seperti Kab.
Teluk Bintuni, walaupun tetap menunjukkan ketergantungan TKD cukup tinggi
(di atas 70 persen). Fenomena ini menunjukkan belum optimalnya sumber-
sumber pendapatan dari provinsi-provinsi di Wilayah Papua. Selain itu,
kapasitas fiskal daerah di Wilayah Papua cenderung rendah. Di sisi lain, kualitas
belanja daerah di Wilayah Papua masih rendah. Berdasarkan data APBD
Tahun 2022, rata-rata porsi belanja pegawai mencapai25,32 persen, sedangkan
rata-rata porsi belanja modal yang merepresentasikan belanja untuk perolehan
aset sebesar 2O,99 persen terhadap total belanja daerah Tahun 2022, sehingga
menyebabkan belum optimalnya pemenuhan SPM dan pertumbuhan ekonomi
daerah.
Stabilitas Pertahanan dan Keamanan
Isu bidang stabilitas pertahanan dan keamanan Wilayah Papua berkaitan
dengan kondisi keamanan dan ketertiban umum yang menyebabkan cakupan
pelayanan dasar terutama kesehatan dan pendidikan belum optimal. Wilayah
pegununga.n Papua masih dihadapkan pada gangguan keamanan dan
ketertiban umum, yang ditunjukkan dengan tingginya persentase rumah tangga
yang khawatir berjalan sendirian di siang hari. Di samping itu, pada kawasan
perbatasan Wilayah Papua dengan Papua Nugini masih ditemukan adanya
kegiatan ilegal dan maraknya praktik IW Fishing di perairan Wilayah Papua,
terutama di wilayah perbatasan laut dengan negara Filipina, Palau, dan
Australia (WPP 717 dan 718) yang menghambat pemanfaatan sumber daya alam
secara optimal.
Sosial Budaya dan Ekologi
Dari sisi ketahanan sosial budaya, Wilayah Papua menghadapi isu rendahnya
perlindungan dan pengakuan terhadap masyarakat hukum adat yang
berdampak pada belum optimalnya penataan tanah adat/ulayat. Perlindungan
dan pengakuan masyarakat hukum adat merupakan langkah awal untuk
penataan tanah adat/ulayat serta rendahnya kualitas keluarga dan tingginya
ketimpangan gender yang akan memengaruhi pembangunan infrastruktur, akan
tetapi baru sebagian kecil kabupaten/kota yang telah menetapkan peraturan
daerah tentang perlindungan dan pengakuan masyarakat hukum adat di
Wilayah Papua. Sebagai wilayah yang multikultural, Wilayah Papua memiliki
ratusan suku dengan bahasa dan budaya yang beragam dengan norma adat
yang kuat. Namun, Wilayah Papua dihadapkan pada belum optimalnya upaya
pemajuan dan pelestarian kebudayaan yang ditunjukkan dengan rendahnya
nilai indeks pemajuan kebudayaan, terutama pada dimensi ekonomi budaya,
pendidikan, warisan budaya, budaya literasi, dan gender. Dalam hal kualitas
keluarga, peran dan fungsi keluarga dalam mendukung pembentukan sumber
daya manusia berkualitas, khususnya pada masyarakat adat masih belum
optimal. Selain itu, tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak

dan. . .
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dan tingginya perkawinan anak menunjukkan tingginya ketimpangan gender di
Wilayah Papua.
Terkait dengan ketahanan ekologi, Wilayah Papua dihadapkan pada kondisi
risiko bencana tinggi, rendahnya kemandirian pangan, serta belum optimalnya
pembangunan rendah karbon dan ketahanan iklim. Hal ini ditunjukkan oleh
tingginya risiko bencana terutama ancaman bencana banjir, longsor, gempa
bumi, dan tsunami. Frekuensi kejadian bencana di Wilayah Papua didominasi
oleh bencana hidrometeorologi berupa banjir dan longsor (BNPB,2022). Selain
bencana hidrometeorologi, Wilayah Papua memiliki potensi bahaya geologi yang
terdiri dari gempa tektonik di sepanjang jalur patahan Ransiki, Sorong, dan
Tarera Aiduna dan tersebar di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya. Zona
megathrust di sepanjang sisi utara Wilayah Papua berpotensi menimbulkan
bahaya tsunami yang mengancam kawasan pariwisata, salah satunya Raja
Ampat dan kawasan strategis lainnya. Di samping itu, masih rendahnya
kesadaran masyarakat akan pengelolaan risiko bahaya yang terdapat di masing-
masing wilayah dan terbatasnya sarana dan prasarana mitigasi bencana,
khususnya di daerah tertinggal di Wilayah Papua, mengakibatkan belum
optimalnya pencrnganan kebencanaan. Selanjutnya, belum optimalnya
pembangunan rendah karbon dan ketahanan iklim, salah satunya dikarenakan
oleh belum baiknya pengelolaan hutan yang ditunjukkan oleh tingginya angka
deforestasi baik pada kawasan hutan maupun pada areal penggunaan lain
(APl,)/bukan kawasan hutan. Selain itu, tekanan terhadap hutan yang
meningkat disebabkan oleh adanya tuntutan pembangunan untuk pemekaran
daerah. Isu lainnya adalah masih sering terjadinya kerusakan lingkungan pada
lahan pasca tambang serta belum optimalnya pengelolaan lahan bekas tambang
yang memberikan nilai tambah ekonomi wilayah. Di sisi lain, tingginya
kerawanan pangan di Wilayah Papua, yang ditunjukkan oleh prevalensi
ketidakcukupan pangan yang tinggi, akan berdampak pada belum optimalnya
pembangunan kesejahteraan masyarakat di Wilayah Papua.

5.2Arah...
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5.2 Arah Kebijakan Pembangunan Wilayah dan Sarana Prasarana

Dalam rangka mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dan
berkeadilan untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah, antarkelompok
pendapatan, serta kelompok rentan, terdapat 3 indikator yang ditetapkan
sebagai pengukur keberhasilan serta sebagai alat pemantauan dan evaluasi
RPJP Nasional Tahun 2025-2045 sebagaimana terdapat dalam tabel 5.2.1
berikut:

Keterangan:
Kawasan Barat Indonesia (KBI): mencakup Sumatera, Jawa.
Kawasan Timur Indonesia (KTI): mencakup Kalimantan, Bali-Nusa Tenggara, dan Sulampua.
*Kontribusi di akhir periode menggunakan skenario 7 persen

5.2.L Arah. . .
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Tabel 5.2.1 Indikator Pembangunan Kewilayahan dan Sarana Prasarana 

Indikator Baseline 2025 Target 2045 

Indeks Williamson 0,778 0,750 

Kontribusi KTI terhadap 
PDB (persen)* 

21,5 28,5 

Stok Infrastruktur 
terhadap PDB (persen) 

46,0 62,0 

Keterangan: 

*KTI mencakup wilayah Bali-Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan 

Papua. 

 

Gambar 5.2.1 Trajektori Pertumbuhan dan Kontribusi Ekonomi Kawasan dan 

Wilayah 2025—2045 (Persen) 

 

Indikator Baseline 2022 Target 2045 
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5.2.1Arah Kebijakan Umum Transformasi di Wilayah

Pembangunan wilayah sangat penting untuk mendorong pertumbuhan dan
pemerataan, tetapi kesenjangan saat ini masih cukup tinggi utamanya antara
Jawa dan luar Wilayah Jawa, serta antara wilayah barat dan timur. Oleh karena
itu, pembangunan di luar Wilayah Jawa dengan berfokus pada penciptaan
pemerataan ekonomi bagi masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya alam
yang mengedepankan prinsip hilirisasi, inklusivitas, dan keberlanjutan
lingkungan dengan tetap menjaga momentum pertumbuhan di Wilayah Jawa
serta mengoptimalkan pemberdayaan sumber daya manusia. Hal ini
memungkinkan pertumbuhan di luar Wilayah Jawa lebih tinggi dibandingkan di
Wilayah Jawa.

Dengan tercapainya pertumbuhan yang tinggi serta peningkatan urbanisasi di
kota-kota di luar Jawa, dorongan migrasi ke Wilayah Jawa akan berkurang,
bahkan bisa sebaliknya, terjadi peningkatan migrasi ke luar Wilayah Jawa.
Dengan migrasi alami ini dan transmigrasi (migrasi buatan) yang terus
diperkuat, tekanan penduduk di Wilayah Jawa akan berkurang.

Untuk menanggulangi kesenjangan tersebut, pada setiap wilayah akan
diterapkan tiga transformasi, yaitu transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola
yang didukung dengan dua landasan transformasi, yaitu supremasi hukum,
stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia serta ketahanan sosial budaya dan
ekologi. Berikutnya, transformasi tersebut dilengkapi dengan kerangka
implementasi, termasuk kaidah pelaksanaan sebagai panduan.

Gambar 5.2.2 Kesenjangan Antarwilayah

Transformasi Sosial bertujuan untuk pembangunan keluarga dan manusia
unggul secara fisik, kognitif, mental, dan spiritual sesuai dengan kebutuhan dan
kondisi wilayah, sebagai pelaksana perluasan akses layanan dasar berkualitas;
serta penerapa.n perlindungan sosial adaptif terhadap setiap bentuk kerentanan
masyarakat, termasuk bencana, perubahan iklim, krisis, serta keadaan darurat
dan sumber kerentanan lainnya.
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Transformasi Ekonomi bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di
berbagai wilayah melalui pengembangan koridor ekonomi berdasarkan potensi
wilayahnya dengan fokus penciptaan pusat-pusat pertumbuhan baru dan
menitikberatkan pada optimalisasi hilirisasi dan pertumbuhan ekonomi yang
inklusif; penerapa.n ekonomi hijau; pengembangan ekonomi biru dan
bioekonomi sebagai sumber pertumbuhan baru yang inklusif dan berkelanjutan;
pemenuhan kebutuhan energi sesuai dengan tahapan transisi energi berbasis
sumber daya lokal dan implementasi transformasi digital; pengembangan IKN
sebagai kota berkelanjutan, pusat pertumbuhan ekonomi (superlwb ekonomi
nusantara), serta jendela budaya nasional Indonesia; penguatan keterkaitan
rantai pasok antarwilayah dan mendorong partisipasi daerah dalam rantai pasok
global; pengembangan kota metropolitan, kota besar dan kawasan perkotaan
lainnya sebagai pusat pertumbuhan yang memenuhi standar pelayanan
perkotaan berdasarkan prinsip layak huni, inklusif dan berbudaya, hijau dan
berketahanan; serta maju dan menyejahterakan; dan pembangunan kawasan
pesisir, kepulauan, dan pedalaman dengan memenuhi kebutuhan dasar warga.

Gambar 5.2.3 Tematik Transformasi Ekonomi Berdasarkan Wilayah

Transformasi Tata Kelola bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan sektor
publik di daerah yang efisien, efektif, dan akuntabel berlandaskan pertukaran
informasi yang terbuka, transparan, serta mematuhi kerangka hukum;
penyederhanaan regulasi di daerah dan selaras dengan regulasi Pemerintah
serta penghapusan peraturan daerah yang bersifat diskriminatif; penguatan
penindakan tindak pidana korupsi menuju z.ero cotruption; penguatan kapasitas
dan partisipasi masyarakat sipil yang bermakna (meaningfitl participationl;
penerapan tata kelola partai politik akuntabel dan kaderisasi yang efektif.

Supremasi . . .
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Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia bertujuan untuk
menjamin keberhasilan transformasi secara menyeluruh, baik di tataran
nasional maupun daerah dengan penciptaan stabilitas politik, keamanan
maupun ekonomi; penegakan hukum yang berkeadilan, termasuk memperkuat
kesadaran hukum masyarakat demi mewujudkan budaya hukum yang kukuh
dan memperluas dukungan akses bantuan hukum; ketahanan nasional dan
demokrasi substansial; serta memberikan penghormatan dan jaminan terhadap
hukum adat dan hak-hak masyarakat adat.

Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi bertujuan untuk memastikan
pembangunan dilaksanakan dengan basis daya dukung dan daya tampung
lingkungan hidup; menahan laju deforestasi hutan dan alih fungsi lahan
termasuk gambut; mempertahankan luasan hutan sebagai tempat wilayah
jelajah satwa (lame rangel dan konektivitasnya; meningkatkan implementasi
climate smart agiantfire yang tahan terhadap perubahan iklim; serta
menjadikan kebudayaan nasional sebagai modal untuk membangun masa
depan dan peradaban bangsa demi terwujudnya tujuan pembangunan nasional.

Upaya transformasi pembangunan di berbagai wilayah untuk mewujudkan Visi
Indonesia Emas 2045 memerlukan kapasitas pembiayaan yang memadai agar
keberlanjutan pembangunan daerah dapat terwujud. Mengingat keterbatasan
kapasitas keuangan Pemerintah untuk membiayai seluruh kebutuhan
pembangunan nasional dan daerah, diperlukan peningkatan kapasitas
pembiayaan melalui pengembangan inovasi pembiayaan, baik berupa perluasan
sumber-sumber dan pengembangan inovasi skema pembiayaan, hingga
optimalisasi peran sektor keuangan. Upaya ini dilakukan baik di sektor publik
maupun nonpublik.

Perluasan sumber-sumber dan pengembangan inovasi skema pembiayaan di
sektor publik mencakup penguatan perencanaan pembiayaan; perluasan
berbagai instrumen dalam kerangka kerja sama pemerintah dan badan usaha
(KPBU) menuju model priuate financial initiatiue yang mencakup sektor
infrastruktur publik, utilitas dan infrastruktur sosial; penerapan skema-skema
pembiayaan yang mendukung pemberdayaan industri dalam negeri dan
mendorong alih teknologi; optimalisasi pemanfaatan aset melalui sekuritisasi
aset (asset seanritizationl, daur ulang aset (asset recgclingl, tukar guling aset
(asset offseQ hingga pemanfaatan peningkatan nilai aset yang dihasilkan dari
investasi, aktivitas, dan kebijakan di suatu kawasan (assef ualue capture).
Sementara itu, peningkatan kapasitas pembiayaan sektor nonpublik dilakukan
antara lain melalui optimalisasi dana masyarakat (filantropi, dana sosial
korporasi, dan dana keagamaan) untuk pembangunan; pengembangan inovasi
skema-skema pembiayaan syariah untuk sektor publik; pengembangan
pembiayaan berkelanjutan seperti blue financing, green financing, dan ciranlar
financing; dan penguatan penerapan bauran pendanaan (blended finane)yang
dapat mendukung percepatan dan pemerataan pembangunan. Peningkatan
kapasitas pembiayaan sektor publik dan nonpublik perlu diikuti dengan
manajemen investasi yang berkualitas sehingga kapasitas pembiayaan yang ada
dapat digunakan secara optimal' 

pengembangan . .
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Pengembangan Wilayah dan Sarana Prasarana

5.2.L.1 Tata Ruang dan Pertanahan

Arah kebijakan tata ruang untuk menyelesaikan isu penataan ruang terbagi
menjadi tiga, sebagai berikut:

Pertama, menyediakan rencana tata ruang nasional dan daerah. (i) penyusunan
indikator ketercapaian rencana struktur ruang dan rencana pola ruang; (ii)
perumusan kawasan-kawasan afirmasi pada masing-masing pulau/kepulauan;
(iii) perwujudan keterkaitan desa-kota dalam rencana tata ruang; (iv)
sinkronisasi muatzrn rencana tata rLlang secara hierarkis; serta (v) penyelesaian
RDTR seluruh kabupaten/ kota.

Kedua, mewujudkan penataan ruang yang berkualitas melalui arah kebijakan
utama: (i) pengintegrasian kajian lingkungan hidup strategis dan risiko bencana;
(ii) pengembangan digitalisasi rencana tata ruang; (iii) perluasan akses
masyarakat pada produk tata ruang; (iv) peningkatan kualitas partisipasi
masyarakat dalam penataan ruang; (v) pengintegrasian rencana pembangunan;
dan (vi) pengacuan pada data dan informasi terpadu sehingga dapat menjadi
acuan pembangunan nasional seluruh sektor.

Ketiga, mewujudkan pengendalian pemanfaatan ruang untuk memastikan
pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang diwujudkan dengan arah
kebijakan: (i) pemenuhan kebutuhan instrumen, mekanisme, dan pelaksana
pengendalian terutama penegakan hukum dalam pemanfaatan ruang, (iil
pengintegrasian rencana tata ruang dan penatagunaan tanahl dan (iii)
penggunaan indikator-indikator rencana tata ruang yang spesifik dan terukur;
Pelaksanaan reforma agraria sebagai arah kebijakan bidang pertanahan
diupayakan untuk menyelesaikan isu-isu strategis bidang pertanahan, meliputi:
(i) pelaksanaan redistribusi melalui pemberian Tanah Obyek Reforma Agraria
(TORA) dan sertifikasi tanah (penataan aset) yang dilengkapi dengan pemberian
bantuan pemberdayaan tanah masyarakat (penataan akses), dan (ii) perbaikan
pengelolaan pertanahan melalui sistem pendaftaran tanah publikasi
positif/sistem stelsel positif, peningkatan pelayanan pertanahan modern
berbasis digital, penyediaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan
umum oleh lembaga bank tanah, serta penilaian pertanahan yang andal (land
ualuationl.

Pelaksanaan kebijakan reforma agraria akan difokuskan pada lokasi-lokasi
prioritas dan strategis nasional yang terkait pembangunan dan pengembangan
pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan/atau industri dan pemerataan yang
pada akhirnya tidak hanya memacu kegiatan kemaritiman, melainkan juga akan
mendukung tata kelola pemerintahan yang baik.

Selain itu, kebijakan reforma agraria juga difokuskan pada wilayah pesisir,
pulau-pulau kecil, terdepan, dan terluar untuk meningkatkan kepastian hukum
hak atas tanah dan kesejahteraan, tidak hanya bagi masyarakat setempat, tetapi
juga memperkuat kedaulatan wilayah NKRI.

Penyediaan. . .
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Penyediaan data dan informasi geospasial dasar dan tematik yang lengkap,
akurat, dan bersinergi dengan bidang-bidang lainnya untuk mewujudkan tujuan
Kebijakan Satu Peta dan Satu Data Indonesia. Hal tersebut dicapai melalui arah
kebijakan: (i) penguatarr JIGN agar dapat diakses dengan mudah oleh seluruh
masyarakat; dan (ii) peningkatan kuantitas dan kapasitas SDM bidang informasi
geospasial yang berkualitas.

5.2.1.2 Pengelolaan Urbanisasi dan Perkotaan

Arah kebdakan pembangunan perkotaan difokuskan untuk mendorong
pembangunan perkotaan yang lebih terstruktur terutama untuk mengelola
urbanisasi, menjadikan perkotaan yang layak huni dan berkelanjutan, serta
sebagai pusat pertumbuhan dan penggerak ekonomi kawasan sekitarnya.

Pembangunan perdesaan dan perkotaan dilaksanakan secara terpadu dengan
mempertimbangkan peran strategis masing-masing kawasan. Pembangunan
perdesaan diperkuat dari sisi peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan
masyarakat desa serta penanggulangan kemiskinan. Sedangkan pembangunan
perkotaan didorong lebih terstruktur, terutama untuk mengelola urbanisasi,
menjadikan perkotaan yang layak huni dan berkelanjutan, serta sebagai pusat
pertumbuhan dan penggerak ekonomi kawasan sekitarnya, termasuk dengan
perdesaan. Dengan kebijakan ini, keterkaitan antara kedua kawasan
direncanakan semakin terintegrasi dan berdampak pada pemerataan
pertumbuhan wilayah. Hal tersebut dilakukan dengan:

Pertama, menjadikan pembangunan Ibu Kota Nusantara yang dirancang sebagai
kota berkelanjutan, pusat pertumbuhan ekonomi, dan jendela budaya nasional
Indonesia, sebagai referensi pembangunan kota besar dan metropolitan di
Indonesia. IKN yang dikembangkan dengan konsep Forest City, Sponge Citg, dan
Smart Citg juga diarahkan menjadi pusat talenta untuk mendorong
pembangunan ekonomi di wilayah sekitarnya dan mendorong pemerataan
ekonomi ke Kawasan Timur lndonesia.

Kedua, pengembangan wilayah metropolitan, kota besar, dan kawasan
perkotaan lainnya sebagai pusat pertumbuhan yang terutama memenuhi
standar pelayanan perkotaan berdasarkan prinsip layak huni, inklusif dan
berbudaya; hijau dan berketahanan; serta maju menyejahterakan.

5.2.L.3 hrsat Pertumbuhan

Pusat-pusat pertumbuhan wilayah dibangun dalam rangka menopang
pembangunan Indonesia sebagai NKRI dengan mempertimbangkan dinamika
global, nasional, dan lokal. Kawasan pusat pertumbuhan yang dikembangkan
diharapkan dapat mendorong peningkatan investasi dan nilai tambah, serta
perluasan lapangan kerja dengan menerapkan ekonomi hijau dan biru.
Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan wilayah difokuskan pada sentra dan
kawasan berbasis potensi unggulan daerah yang didukung oleh kawasan
perkotaan, meliputi: (0 sentra pertanian, perikanan, perkebunan, dan
pertambangan sebagai pusat produksi; (ii) kawasan industri unggulan sebagai
pusat pengolahan sumber daya alam; (iii) kawasan pariwisata dan ekonomi
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kreatif sebagai pusat pengembangan industri dan jasa pariwisata; (iv) kawasan
perkotaan sebagai pusat pelayanan, jasa, dan perdagangan.

Arah kebijakan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan, dalam tahap
perencanaan dilakukan dengan memperhatikan kebijakan pembangunan
wilayah dan dinamika pasar. Dalam tahap pembangunan, diarahkan pada: (i)
pembangunan sentra produksi berbasis komoditas unggulan, kawasan industri
pengolahan serta kawasan pariwisata dan ekonomi kreatif yang berdaya saing
tinggi dengan mempertimbangkan kesiapan lahan, keterkaitan kawasan dengan
hinterland, serta manajemen rantai nilai dan rantai pasok; (ii) percepatan
pembangunan infrastruktur dalam dan luar kawasan dengan menekankan pada
prinsip sinergi sumber pendanaan dari APBN dan non-APBN; (iii) penyediaan
SDM yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan dunia usaha; dan (iv)
penguatan kapasitas dan tata kelola kelembagaan.

5.2.1.4 Perdesaan dan Daerah Afirmasi

Pembangunan dan Pemberdayaan Perdesaan ditujukan untuk meningkatkan
kualitas hidup, kesejahteraan masyarakat desa serta penanggulangan
kemiskinan. Strategi yang dilaksanakan antara lain:
(i) peningkatan daya saing, produktivitas, dan ketahanan ekonomi

perdesaan melalui pemanfaatan data Regsosek untuk pengembangan
ekonomi lokal (diversifikasi dan intensifikasi) disertai digitalisasi dan
penyelarasan pengelolaan lembaga ekonomi lokal (koperasi, Bumdes,
UMKM);

(ii) peningkatan mobilitas, konektivitas, dan pemanfaatan teknologi dalam
rangka pemerataan dan percepatan pembangunan;

(iii) pemerataan pemenuhan sarana dan prasara.na pelayanan dasar desa
berkualitas berbasis karakteristik wilayah, mencakup pendidikan,
kesehatan, sanitasi, air minum, perumahan, dan transportasi lokal;

(iv) pengelolaan lingkungan perdesaan meliputi pencegahan krisis iklim,
ketahanan bencana, serta pemanfaatan sumber daya alam berkelanjutan
untuk menjaga fungsi ekologis dan kelestarian lingkungan;

(v) peningkatan kapasitas pemerintahan desa dan kualitas SDM lokal melalui
penguatan aparatur, perbaikan tata kelola, digitalisasi pelayanan
pemerintahan desa, pemberdayaan masyarakat desa, serta peningkatan
akuntabilitas sosial yang partisipatif dan inklusif;

(vi) pengaturan dan penataan desa dengan mempertahankan hak asal-usul
serta rekognisi adat istiadat dan budaya secara terpadu untuk
melestarikan nilai dan mengembangkan potensi ekonomi lokal;

(vii) penyelarasan pembangunan antara desa dengan supra-desa melalui
penyederhanaan birokrasi, pembagian peran dan kewenangan yang jelas,
serta peningkatan peran pemerintah daerah dalam percepatan
pembangunan desa;

(viii) optimalisasi . . .
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(viii) optimalisasi pendanaan dan investasi yang bersumber dari APBN, APBD,
dan sumber pendanaan lainnya;

(ix) pengarusutamaan kebijakan asimetris berbasis karakteristik, kebutuhan,
dan arah pengembangan desa dan kawasan perdesaan dalam upaya
pemberdayaan dan pendampingan desa;

(x) optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya pulau-pulau kecil secara
berkelanjutan;

(xi) pengelolaan urbanisasi perdesaan melalui peningkatan kapasitas
pemerintahan desa, penguatan peran dan pembagian kewenangan, dan
sinkronisasi perencanaan;

(xii) pengembangan kawasan perdesaan, termasuk kawasan transmigrasi dan
kawasan pesisir, sebagai pusat pertumbuhan lokal berdasarkan
peningkatan nilai tambah dan diversifikasi aktivitas ekonomi perdesaan
strategis yang berkelanjutan; dan

(xiii) pengembangan kawasan transmigrasi secara khusus diarahkan sebagai
daerah penyangga bagi pusat-pusat pertumbuhan yang disertai dengan
penataan desa dan persebaran penduduk, penyediaan tenaga kerja
terampil dan pelaku usaha berdaya saing, penyediaan sumber bahan
pangzrn, dan redistribusi tanah (penataan aset) transmigrasi.

Pada daerah afirmasi yang meliputi kawasan perbatasan, termasuk pulau-pulau
kecil terluar dan daerah tertinggal, diperlukan kebijakan keberpihakan khusus
untuk dapat mempercepat pemerataan pembangunan. Kebijakan keberpihakan
khusus ini Diantaranya prioritasi daerah afirmasi sebagai lokasi prioritas pada
program pemerintah yang bersifat transformatif dan berdampak langsung
terhadap kesejahteraan masyarakat yang disesuaikan dengan kondisi masing-
masing wilayah. Di samping itu, kebijakan keberpihakan khusus setidaknya
mencakup pemenuhan prasarana dasar, peningkatan aksesibilitas dan
konektivitas, serta pengurangan kesenjangan dengan kawasan perbatasan
negara tetangga.

Pembangunan kawasan perbatasan diarahkan untuk menjadi beranda terdepan
negara dengan meningkatkan integrasi dan kerja sama antarnegara maupun
antarwilayah. Lingkup pembangunan kawasan perbatasan akan difokuskan
pada kecamatan perbatasan, pulau-pulau kecil terluar, serta Pusat Kegiatan
Strategis Nasional (PKSN). Arah kebijakan pembangunan kawasan perbatasan
akan dilaksanakan pada:

(0 pertahanan dan keamanan negara (seatrity) melalui penegasan batas
wilayah negara dan penguatan sistem pertahanan dan keamanan di wilayah
perbatasan;
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(ii) peningkatan kesejahteraan masyarakat Qrosperitgl melalui pengembangan
pusat-pusat pertumbuhan baru di kawasan perbatasan dan pemenuhan
akses layanan dasar, infrastruktur dasar, dan konektivitas;

(iii) keberlanjutan lingkungan (enuironmentl melalui pemanfaatan pengelolaan
SDA dan lahan sesuai penataan ruang kawasan perbatasan; dan

(iv) penguatan tata kelola pemerintahan di kawasan perbatasan negara melalui
penguatan diplomasi dan negosiasi serta peningkatan kerjasama dan
keterlibatan berbagai pihak (pemerintah, swasta, akademisi, media, dan
masyarakat).

Sebagai upaya mengurangi kesenjangan antarwilayah, pembangunan pada
daerah lambat tumbuh perlu diprioritaskan dan dipercepat agar dapat menjadi
daerah berkembang dan maju. Beberapa arah kebijakan pun dirumuskan, yaitu:

(i) meningkatkan ketangguhan dan kemandirian daerah melalui
pengembangan sosial dan ekonomi kawasan sesuai karakteristik wilayah,
penguatan kemandirian menuju kedaulatan pangan lokal, serta
peningkatan kapasitas masyarakat dalam mitigasi terhadap bencana;

(ii) meningkatkan pembangunan infrastruktur wilayah serta aksesibilitas dan
konektivitas menuju pusat pelayanan dasar dan penggerak ekonomi dalam
rangka peningkatan interaksi desa-kota yang sinergis, serta pemenuhan
standar pelayanan minimal (SPM) dan penguatan ekonomi lokal;

(iii) meningkatkan akses dan mutu pelayanan dasar berkualitas dalam rangka
pemenuhan hak-hak dasar ralryat melalui peningkatan kualitas tenaga
kesehatan dan tenaga pendidik, serta peningkatan pelayanan kesehatan,
pendidikan, dan pelayanan publik dengan dukungan teknologi;

(iv) meningkatkan pemberdayaan dan inovasi masyarakat melalui
pengembangan ekonomi lokal dengan hilirisasi sektor unggulan yang
didukung pelatihan dalam pemasaran dan promosi secara digital, fasilitasi
akses permodalan, pembukaan peluang pasar ekspor, serta penguatan
kolaborasi dengan mitra pembangunan; dan

(v) mengoptimalkan efektivitas kebijakan afirmatif serta memperkuat kerja
sama antardaerah dan integrasi sumber-sumber pembiayaan yang
mendukung transformasi daerah yang lambat tumbuh menjadi daerah
berkembang dan maju.

5.2.L.5 Sarana dan Prasarana dalam Mendukung Transformasi Ekonomi dan
Sosial

Dalam rangka mendukung pembangunan nasional secara holistik,
pembangunan infrastruktur menjadi pilar penting untuk mewujudkan agenda
transformasi sosial dan transformasi ekonomi. Pembangunan infrastruktur
dalam tataran transformasi sosial difokuskan untuk menyediakan akses yang
merata terhadap infrastruktur dasar yang berkualitas di seluruh wilayah
Indonesia. Sebagai upaya mewujudkan transformasi ekonomi, pembangunan
infrastruktur dititikberatkan untuk memastikan optimalisasi rantai nilai (ualue
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chain)pada sektor produksi komoditas unggulan dan pariwisata yang dimiliki
setiap wilayah serta penataan dan pengembangan berbasis logistik cerdas lsmart
logisticl.

Dalam dua puluh tahun mendatang, pembangunan sarana dan prasarana
dilakukan dengan pendekatan bersih, berkelanjutan, dan berketahanan (green,
sustainable, and resiliencel, serta prinsip tata kelola infrastruktur yang baik
(good infrastructure gouemanel dengan penerapan ekonomi sirkular untuk
menjaga keseimbangan manfaat dan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Arah kebijakan sarana dan prasarana untuk mendukung transformasi ekonomi
mencakup:

1. Efisiensi jaringan angkutan pelayaran dan penerbangan sebagai tulang
punggung konektivitas dan rantai nilai yang terpadu secara domestik dan
terhubung secara global.

(i) Pengembangan pelabuhan simpul transhipment sebagai backbone
pembangunan infrastruktur terhubung dengan simpul logistik di Kawasan
Timur Indonesia yang dibangun untuk meningkatkan muatan balik;

(ii) Pembangunan pelabuhan gerbang ekspor-impor serta pusat alih muatan
Itranshipment lrubl internasional, terutama pada pelabuhan-pelabuhan
dengan pangsa angkutan ekspor-impor yang signifikan seperti Tanjung
Priok-Patimban dan Tanjung Perak, serta pelabuhan-pelabuhan pada
jalur ALKI seperti Belawan-Kuala Tanjung, Dumai dan Batam (ALKI I),
Balikpapan dan Makasar (ALKI II), serta Bitung (ALKI III);

(iii) Pengembangan kawasan ekonomi pada backttp area dan hinterland
pelabuhan, serta konektivitas hinterland untuk meningkatkan
produktivitas ekonomi wilayah;

(iv) Pengembangan infrastruktur dan layanan pelabuhan simpul untuk
meningkatkan efisiensi layanan pelayaran (termasuk ukuran kapal yang
lebih besar dan rute lrub and spoke);

(v) Mendorong pemanfaatan teknologi sarana secara terpadu dan lebih
efisien, termasuk pemanfaatan kapal LoLo (Lifi,-On/Lifr-Oflfr untuk
angkutan barang jarak jauh, serta mengoptimalkan peran kapal RoRo (Roll
On-Roll OlJf untuk angkutan barang dan penumpang jarak dekat dan
menengah;

(vi) Penataan kelembagaan dan regulasi pengelolaan pelabuhan & logistik;

(vii)Pengembangan kelembagaan untuk pengadaan dan pengelolaan aset
kapal laut dan kapal penyeberangan untuk menjamin keberlanjutan
layanan dari aspek teknis dan keselamatan pelayaran;

(viii) Pengembangan infrastruktur dan fasilitas pada bandara simpul utama,
termasuk pengembangan kapasitas runwaA dan terminal selaras dengan
pertumbuhan permintaan;

(ix) Pengembangan...
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(ix) Pengembangan kawasan ekonomi, termasuk aerocity pada hinterland
bandara untuk meningkatkan produktivitas ekonomi wilayah melalui
keterpaduan infrastruktur bandara dan kawasan ekonomi; dan

(x) Pengembangan infrastrrrktur serta layanan konektivitas laut dan udara
untuk mendukung aksesibilitas di Kawasan Timur Indonesia dan daerah
afirmasi 3TP, termasuk melalui pengembangan airstrip, layanan angkutan
keperintisan laut dan udara untuk penumpang dan barang,
pengembangan teknologi seaplane untuk rnendukung aksesibilitas pada
provinsi perairan, sebagai bagian dari konektivitas multimoda dan
antarmoda yang terpadu.

2. Penguatan integrasi antarmoda transportasi darat, laut, dan udara untuk
meningkatkan efisiensi logistik dan mobilitas penumpang

(i) Pembangunan jaringan transportasi (darat, laut, dan udara) dan
pengembangan kawasan strategis dilakukan secara terintegrasi dalam
suatu konsep perencanaan dan pengelolaan yang terpadu. Pembentukan
kelembagaan integrator dari arus barang untuk mengoordinir layanan
transportasi multimoda dan distribusi logistik;

(ii) Pengembangan infrastruktur dan jaringan jalan koridor utama dan
koridor penghubutrg, serta mendukung akses ke kawasan ekonomi dan
simpul transportasi;

(iii) Pembangun€rn infrastruktur dan jaringan jalan di daerah afirmasi 3TP
untuk mengembangkan pusat-pusat kegiatan ekonomi lokal dan
menguatkan keterkaitan desa-kota;

(iv) Pengembangan konektivitas kereta api pada koridor logisitik untuk
angkutan barang dan penumpang;

(v) Penerapan standardisasi infrastruktur dan fasilitas di selurtrh pelabuhan
dan bandara yang menjadi simpul utama;

(vi) Pengembangan skema pembiayaan untuk jalan daerah termasuk dana
preservasi jalan, DAK tematik, dan Program Hibah Jalan Daerah (PHJD);
dan

(vii)Pengembangan kebijakan tarif dan pengembangan skema pembiayaan
yang berkelanjutan untuk pengadaan sarana angkutan.

3. Mewujudkan angkutan umum massal yang berkelanjutan dan optimalisasi
pemanfaatan teknologi

(i) Pen5rusunan dan pengembangan rencana transportasi perkotaan di
wilayah metropolitan, kota besar dan kota sedang yang terstandar dengan
pendekatan Transport Demand Management, termasuk perencanaan
aspek penataan angkutan logistik perkotaan;

(ii) Pengembangan...
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(ii) Pengembangan skema integrasi pendanaan dan kelembagaan pengelolaan
dan pengoperasian angkutan umum massal di wilayah metropolitan; dan

(iii) Penerapan e-mobilitg dan pengembangan ekosistem kendaraan berbasis
EBT.

4. Integrasi pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan dengan sumber EBT
dilakukan antara lain melalui penciptaan pasar baru untuk EBT dengan
kegiatan Renewable Energg Based Industrial Deuelopment (REBID) dan
Renewable Energg Based Bconomic Deuelopment (REBED). REBID
dilaksanakan melalui pengembangan potensi sumber EBT skala besar yang
terintegrasi dengan pengembangan kawasan ekonomi dan industri.
Sementara itu, REBED merupakan kegiatan penggunaan EBT untuk memacu
perekonomian wilayah termasuk juga pada lokasi 3TP.

5. Mempercepat pemanfaatan potensi EBT yang banyak tersebar di seluruh
provinsi di Indonesia melalui pembangunan interkoneksi jaringan listrik
antarpulau besar dan internasional.

(i) Pembangunan infrastrukturjaringan transmisi untuk menyalurkan energi
listrik dari sumber EBTyang berada jauh dari pusat beban (Wilayah Jawa)
ke pusat beban. Sistem interkoneksi ini sebagai investasi menuju energi
bersih. Jaringan yang terintegrasi antarpulau (island gridl dapat
mengurangi kebutuhan investasi untuk pembangunan pembangkitan.
Interkoneksi jaringan akan menciptakan keragaman bauran pembangkit
dan keamanan pasokan yang berbeda dari sistem energi fosil yang hanya
berasal dari satu sumber energi; dan

(ii) Modernisasi jaringan untuk mengakomodasi dan mengintegrasikan energi
terbarukan ke dalam jaringan listrik, yang melibatkan peningkatan dan
optimalisasi infrastruktur jaringan yang ada agar lebih fleksibel, tangguh,
dan mampu mengelola variabilitas dan ketidakpastian sumber energi
terbarukan.

6. Mewujudkan produktivitas pengelolaan ketenagalistrikan

(i) Sistem ketenagalistrikan yang rendah karbon dan efisiensi, dengan
langkah antara lain: (a) adopsi listrik terbarukan termasuk melalui
pemanfaatan teknologi baru seperti hidrogen hijau, gelombang dan arus
laut; (b) pengembangan dan pemanfaatan teknologi penyimpanan energi
(energy storage sgsteml termasuk baterai dan fuel cell; (cl pengembangan
dan pemanfaatan teknologi jaringan cerdas (smart gridl untuk
meningkatkan fleksibilitas dan efisiensi; (d) perluasan dan penguatan
jaringan @nd expansion and enforement) termasuk interkoneksi
antarwilayah, baik untuk berbagi sumber daya lresource slwringl maupun
untuk peningkatan keandalan; (e) pengembangan usaha pelayanan energi
(energg seruice companA/ESCO); (f) pengembangan standar kinerja energi
minimum (SKEM) peralatan energi; (g) pengembangan kontribusi
masyarakat secara aktif;

(ii) Perluasan...
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(ii) Perluasan pemanfaatan tenaga listrik (elektrifikasi) dengan upaya yang
terkait adalah (a) pengembangan mobilitas listrik dan infrastruktur
pendukungnya; (b) penggunaan listrik untuk sektor rumah tangga; (c)
pengalihan konsumsi bahan bakar fosil ke penggunaan tenaga listrik di
industri, dan sektor lainnya;

(iii) Peningkatan inovasi, usaha jasa, dan industri ketenagalistrikan dengan
langkah: (a) peningkatan kemampuan rekayasa nasional untuk
ketenagalistrikan; (b) penciptaan pasar untuk pengembangan usaha
industri tenaga listrik dalam negeri; dan (c) peningkatan kapasitas sumber
daya manusia dalam negeri; dan

(iv) Peningkatan tata kelola dan kebijakan pendanaan dan pembiayaan.
Upaya penting yang perlu dilakukan: (a) penguatan tugas dan fungsi
kelembagaan di sektor ketenagalistrikan termasuk penguatan
independensi sistem operator; (b) kebijakan tarif listrik dan harga energi
mencapai harga keekonomian secara bertahap; (c) pengembangan subsidi
tepat sasaran melalui subsidi langsung dan realokasi belanja; (d)
pemanfaatan pembiayaan alternatif dan pengembangan skema
pendanaan berkesinambungan termasuk carbon cap.

7. Transformasi digital untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi.
Strategi yang ditempuh adalah berbasis penyediaan layanan sesuai dengan
kebutuhan di masing-masing wilayah, yaitu:

(i) pemetaan dan zonasi wilayah berdasarkan kesiapan dan kebutuhan
infrastruktur digital (dasar/ lanjutan/ canggih) ;

(ii) pengarusutamaan digitalisasi di sektor-sektor perekonomian khususnya
sektor yang memiliki adopsi digital yang cepat dan berdampak siginifikan;

(iii) mendorong riset dan industri digital untuk dapat memenuhi kebutuLran pasar
dalam negeri;

(M penyusLuaan regulasi yang mendukung adopsi digtal di sektor-sektor
perekonomian; dan

(v) penyusunan kelembagaan dan tata kelola yang dapat mengakomodasi
dinamisnya perkembangan teknologi, khususnya dalam mendukung
sektor perekonomian seperti big data, internet of things serta kemampuan
SDM digital atau digital skill.

8. Peningkatan ketahanan air nasional sebagai landasan peningkatan
produktivitas dan keberlanjutan ekonomi dengan menerapkan prinsip
simpan air, jaga air, dan hemat air pada setiap wilayah sungai yang akan
dilaksanakan melalui:

(i) Penyediaan. . .
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(i) Penyediaan pasokan air baku berkesinambungan untuk berbagai kegiatan
ekonomi produktif dengan langkah: (a) penyeimbangan pengelolaan
kebutuhan dan pasokan untuk menjamin neraca air pada setiap wilayah
sungai tidak dalam kondisi defisit, kritis, atau tertekan; (b) pembangunan
dan pemanfaatan bendungan multiguna terutama yang terintegrasi
pengembangan kawasan dalam kerangka Renewable Energy Ba.sed
Industial Deuelopment (REBID), Renewable Energg Based Economic
Deuelopment (REBED), Food Estate, maupun kerangka pengembangan
kawasan lainnya; (c) pembangunan tampungan air serbaguna di wilayah
sulit air yang dapat dimanfaatkan langsung untuk penyediaan kebutuhan
air sehari-hari masyarakat; (d) pengembangan pendekatan terpadu dalam
penyediaan air baku yang memungkinkan mekanisme kerja sama dan
tindakan kolaboratif hulu hingga hilir dengan tetap memperhatikan
prinsip conjunctiueuse air permukaan dan air tanah; (e) membuka peluang
interbasin transfer sebagai opsi penyediaan pasokan air bagi wilayah
sungai strategis yang mengalami kelangkaan air; (0 pengembangan
teknologi penyediaan air baku tepat guna berbiaya rendah pada skala
lokal maupun rumah tangga terutama di daerah di mana pasokan air baku
tidak memenuhi permintaan; dan (g) penyempurnaan skema dan tata
kelola penyediaan air baku yang terintegrasi dengan pengembangan
infrastruktur distribusi dan akses rumah tangga seperti melalui kerangka
konsep Soure to Tap;

(ii) Peningkatan kinerja layanan irigasi untuk rnendukung pengembangan
komoditas unggulan pertanian dan upaya pencapaian kemandirian
menuju kedaulatan pangan pada tingkat nasional dan lokal melalui: (a)
pembangunan bendungan dan tampungan air lainnya untuk peningkatan
luas Daerah Irigasi (DI) premium; (b) dukungan peningkatan sawah tadah
hujan dan lahan rawa yang diprioritaskan pada area dengan kesesuaian
lahan tinggi (hidrologi, topografi, ekologi) dan terhubung dengan pasar
terutama di Sumatera, Sulawesi, dan wilayah potensial lain di luar
Wilayah Jawa; (c) rehabilitasi dan modernisasi irigasi di Jawa, Bali, dan
Nusa Tenggara; (d) pengembangan sistem irigasi hemat air untuk
meningkatkan potensi realokasi penggunaan air untuk perkotaan dan
industri; (e) pengembangan kombinasi intervensi keuangan, kelembagaan,
teknologi, dan infrastruktur untuk keberlanjutan layanan irigasi yang
andal;

(iii)Perlindungan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dari potensi risiko
bencana daya rusak air. Upaya yang dilakukan utamanya melalui: (a)
merancang dan memanfaatkan prasarana publik sebagai bagian dari
sistem pengendalian banjir; (b) pengembangan strategi pengendalian
banjir dan pengelolaan tata ruang yang mempertimbangkan karakteristik
wilayah; (c) integrasi pendekatan struktural dan non-struktural untuk
meningkatkan ketangguhan wilayah perkotaan dari bencana akibat daya
rusak air, terutama di perkotaan metropolitan dan IKN dengan periode
kala ulang banjir minimal 1O0 tahun; (d) pengembangan smart water
management untuk pengelolaan air di wilayah perkotaan yang
mengintegrasikan sistem penyediaan air minum dan sanitasi;

SK No 21g649 A (e) pengelolaan . .



PRESIDEN
REPUBLTK INDONESIA

-24t-

(e) pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu yang terintegrasi dengan
rencana pengembangan kawasan; serta (0 perlindungan kawasan
permukiman padat penduduk dan pulau-pulau kecil dari risiko banjir rob
dan abrasi; dan

(iv)Penyempurnaan tata kelola infrastruktur sumber daya air melalui: (a)
penyelarasan perencanaan tata ruang dan pembangunan dengan
mempertimbangkan kapasitas sumber daya air; (b) penerapan solusi
teknologi dalam pengelolaan aset untuk meningkatkan kinerja layanan
prasarana infrastruktur sumber daya air.

9. Pengembangan sektor perumahan yang mendukung kegiatan dan
pertumbuhan ekonomi. Kebijakan difokuskan untuk meningkatkan rasio
pembiayaan perumahan terhadap PDB dan mendorong pertumbuhan
perekonomian, melalui: (i) penyediaan perumahan yang layak dan
terjangkau di KI, KEK, dan kawasan strategis lainnya, khususnya untuk
pekerja; (ii) optimalisasi rantai nilai penyediaan perumahan; (iii) penguatan
pasar pembiayaan primer dan sekunder perumahan; (iv) kemudahan
perizinan dalam proses penyediaan perumahan; serta (v) pemanfaatan dana
murah perbankan dan pengelolaan dana perumahan jangka panjang.

10. Pemenuhan layanan air siap minum dan sanitasi aman serta pengelolaan
sampah yang terpadu merupakan bagian penting untuk pertumbuhan
ekonomi jangka panjang yang berkelanjutan.

Pemenuhan layanan air siap minum dari jaringan perpipaan, pengelolaan
sanitasi yang aman, serta pengelolaan sampah yang terpadu pada KEK, KI,
kawasan pariwisata, dan kawasan pertumbuhan lainnya dilaksanakan
melalui:

(i) pengarusutamaan pemenuhan rantai layanan air siap minum dari
jaringan perpipaan dan sanitasi yang aman dan berkelanjutan serta
pengelolaan sampah yang terpadu sebagai bagian dari kebijakan
pengembangan kawasan;

(ii) penyediaan dan pengelolaan infrastruktur, serta implementasi teknologi
pengelolaan air minum dan sanitasi yang aman serta pengelolaan
sampah yang terpadu secara tepat sasaran dan tepat guna;

(iii) penguatan kolaborasi dan kerja sama pentatwhx dalam pemenuhan
layanan air minum dan sanitasi arnan serta pengelolaan persampahan
yang berkelanjutan pada kawasan tersebut;

(iv) pengamanan dan pengawasan kualitas air minum;

(v) mengurangi ekstraksi sumber daya alam melalui pemanfaatan kembali
sampah sebagai sumber produksi lanjutan dengan menerapkan prinsip
ekonomi sirkuler dan emisi rendah karbon;
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(vi) pengelolaan kembali sumber daya hasil pengolahan akhir air limbah
domestik dan persampahan dengan menerapkan prinsip ekonomi
sirkuler dan emisi rendah karbon;

(vii) peningkatan produktivitas dan jejak material atau bahan baku untuk
meminimalisasi timbulan sampah serta menekan penggunaan bahan
baku impor;

(viii) penguatan tata kelola yang optimal;

(ix) optimalisasi pemantraatan kembali sampah organik, food waste, dan food
Ioss melalui kerja sama dengan offi,aker, dan

(x) penegakan polluter pags principle bagi selumh pelaku dan masyarakat.

Arah kebijakan sarana dan prasarana untuk mendukung transformasi sosial
mencakup:

1. Penyediaan sarana dan prasarana dasar air minum, sanitasi, persampahan,
serta perumahan di kawasan permukiman secara memadai dan merata dalam
rangka pemenuhan SPM di seluruh pelosok negeri. Untuk mendukung
terwujudnya pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang unggul pada
Tahun 2045, penyediaan air minum dan pengelolaan sanitasi aman, serta
pengelolaa4 sampah yang terpadu harus terpenuhi di seluruh wilayah. Dengan
tersedianya air minum dan sanitasi aman serta persampahan, masyarakat dapat
mengurangi risiko terkena penyakit serta meningkatkan kesehatan dan kualitas
hidup secara keseluruhan, termasuk mendorong percepatan penurunan
sfimting.

Pemenuhan penyediaan air minum dan pengelolaan sanitasi aman serta
persampahan dapat diwujudkan melalui arah kebijakan berikut: (i) penyediaan
infrastruktur air minum dan sanitasi berkualitas sesuai dengan karakteristik
wilayah; (ii) pengembangan dan implementasi teknologi yang tepat guna dan
tepat sasaran; (iii) penguatan kolaborasi dan sinergi antar pihak serta peran
masyarakat; (iv) pengaman dan pengawasan kualitas air minum; (v) penguatan
tata kelola yang optimal; serta (vi) penerapan prinsip ekonomi sirkular dan emisi
rendah karbon.

Pemenuhan akses air minum di masa yang akan datang diarahkan untuk
penyediaan akses air minum yang arnan dan berkelanjutan untuk kebutuhan
sehari-hari domestik rumah tangga dan aktivitas di area publik. Untuk
mencapai hal ini, yang harus diutamakan adalah penyediaan akses air minum
melalui sistem jaringan perpipaan dan di daerah perkotaan diharapkan dapat
menyediakan akses perpipaan siap minum. Sementara pada wilayah perdesaan
dan daerah afirmasi 3TP penyediaan akses air minum aman dilaksanakan
melalui pengembangan dan pengelolaan SPAM jaringan perpipaan dan bukan
jaringan perpipaan berbasis masyarakat/desa' 

pemenuhan .
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Pemenuhan layanan pengelolaan sanitasi diarahkan pada penyediaan layanan
pengelolaan sanitasi aman, berkelanjutan, dan inklusif untuk kebutuhan
domestik rumah tangga serta aktivitas di area publik. Upaya ini dilakukan
melalui pemenuhan rantai layanan sanitasi (blackwater, greywater, dan lumpur
tinja) yang aman dan sesuai dengan karakteristik daerah dengan penyediaan
sistem terpusat menjadi prioritas di daerah perkotaan. Pemenuhan rantai
layanan ini perlu didukung oleh penguatan tata kelola, khususnya dalam
penguatan peran operator, regulator, dan pengawasan sehingga layanan dapat
berfungsi secara berkelanjutan. Pemantauan elfluenthasil pengolahan akhir dan
penerapan prinsip pemulihan kembali sumber daya (cairan, gas, dan padatan)
juga perlu dilakukan untuk memastikan pengelolaan secara aman sekaligus
memberikan manfaat ekonomi. Untuk melengkapi penyediaan layanan ini,
pemicuan kepada masyarakat hingga timbulnya permintaan terhadap layanan
sanitasi yang aman harus dilakukan.

Dalam menjawab tantangan pengelolaan sampah kebijakan diarahkan kepada
kesadaran seluruh pihak dalam mengurangi timbulan sampah serta menangani
dan mengolah sampah yang telah timbul dari aktivitas konsumsi maupun
produksi. Hal ini dilakukan dengan peninjauan kembali dan perbaikan
peraturan perundang-undangan dan regulasi terkait sistem pengelolaan sampah
di tingkat nasional dan daerah serta penerapan prinsip ekonomi sirkular untuk
menurunkan emisi gas rumah kaca dan tingkat residu sampah di tempat
pemrosesan akhir menuju Indonesia no TPA.

Pengembangan perumahan dan kawasan permukiman dilakukan melalui
pendekatan yang terintegrasi. Hal ini dilakukan dengan pemenuhan
infrastruktur dan layanan dasar lainnya untuk mendukung kualitas sumber
daya manusia, kualitas lingkungan hidup, penurunan kemiskinan, serta
mendorong produktivitas ekonomi.

Penyediaan perumahan diarahkan untuk memastikan seluruh rumah tangga
menempati rumah yang layak, terjangkau dan berkelanjutan. Dari sisi
pembiayaan perumahan, kebijakan difokuskan untuk meningkatkan rasio
pembiayaan perumahan terhadap PDB. Kebijakan dilakukan melalui: (i)
penyediaan perumahan layak dan terjangkau sesuai karakteristik wilayah; (ii)
pengembangan teknologi dan kualitas sumber daya konstruksi dalam rangka
penegakan standar keandalan bangunan; (iii) penanganan permukiman kumuh
dan peremajaan kota secara inklusif; (iv) reformasi subsidi perumahan yang
lebih efisien dan tepat sasaran serta perluasan akses pembiayaa.n perumahan;
(v) optimalisasi pemantapan sistem pembiayaan primer dan sekunder
perumahan; serta (vi) reformasi perundang-undangan dan regulasi terkait
kewenangan Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah di sektor perumahan.
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Penyediaan lahan dan pembiayaan untuk sarana prasarana dasar dan
perumahan MBR melalui arah kebijakan sebagai berikut: (i) fasilitasi
pembiayaan penyediaan lahan, bank tanah (land bankingl, dan konsolidasi
lahan; serta (ii) pengembangan skema dan kerja sama pembiayaan serta
pendanaan melalui skema bauran pendanaan (blended finanel, dan dana abadi
(endowment fund).

2. Pemenuhan konektivitas fisik khususnya simpul transportasi dan penghubung
jalan serta konektivitas digital untuk seluruh kelompok masyarakat. Untuk
memenuhi ini dilakukan melalui: (i) pengembangan moda sarana transportasi
perairan dan udara untuk mengurangi hambatan konektivitas akibat faktor
geografis wilayah di daerah afirmasi (contoh seaplane dan freight RoRol;
meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana simpul transportasi eksisting
di kawasan timur untuk mencapai SPM, termasuk airstrip, pelabuhan, dan
bandara; serta meningkatkan kualitas dan kuantitas jaringan transportasi; (ii)
pembangunan infrastruktur dan jaringan jalan di daerah afirmasi 3TP untuk
membuka keterisolasian dan ketertinggalan, serta mempercepat transformasi
sosial; (iii) peningkatan jaringan digital, baik kualitas jaringan maupun
jangkauan jaringan untuk memenuhi kebutuhan di setiap wilayah dan
memastikan bahwa infrastruktur yang dibangun dapat diperbarui dengan
mudah apabila terdapat kemajuan teknologi terkini. Sedangkan peningkatan
jangkauan jaringan digital menggunakan prinsip terlayaninya seluruh
masyarakat dengan biaya layanan yang terjangkau.

3. Mewujudkan pemerataan pelayanan tenaga listrik. Hal ini dilakukan melalui:

(i) peningkatan kecukupan pasokan tenaga listrik secara berkelanjutan untuk
mendukung transformasi sosial. Pengembangan infrastruktur
ketenagalistrikan ditempuh melalui perluasan jaringan, mini/micro isolated
grid, dan listrik mandiri. Potensi listrik terbarukan setempat dimanfaatkan
menjadi tenaga listrik untuk memenuhi kebutuhan setempat, termasuk yang
bersifat terdistribusi (dfsfnbuted energA resourceslDER). Pengembangan yang
terdesentralisasi dan terdiversifikasi dapat membantu penguatan pasokan
secara lebih efisien di masa mendatang. Pengembangan teknologi berbasis
kepulauan, terrrtama pulau kecil, dilakukan secara terintegrasi antarsektor
untuk meningkatkan kelayakannya; dan

(ii) penyediaan pembiayaan dan mekanisme penyediaan yang afirmatif untuk
menjangkau sasaran prioritas. Sasaran prioritas seperti wilayah terisolir
membutuhkan pembiayaan yang lebih besar per unit infrastrukturnya. Upaya
untuk menjangkau wilayah tersebut seringkali terhalang kelayakan finansial.
Opsi integrasi berbagai sumber pembiayaan oleh Pemerintah Daerah, badan
usaha, dan sumber lainnya perlu diupayakan untuk memeratakan layanan
ketenagalistrikan. Sinkronisasi perencanaan yang holistik dengan
mempertimbangkan permintaan listrik dari berbagai sektor seperti akses
telekomunikasi, penyediaan air bersih, serta berbagai fasilitas sosial dan
lainnya.

4. Perluasan. . .

SK No 218645 A



PRESIDEN
BLIK INDONESIA

-245-

4. Perluasan jangkauan dan kepastian keandalan konektivitas digital. Arah
kebijakan konektivitas digital mencakup: (i) penuntasan daerah yang belum
terjangkau layanan komunikasi berkecepatan tinggi, sesuai kebutuhan di setiap
daerah; (ii) memastikan tata kelola dan regulasi, baik pusat dan daerah, dapat
mendukung percepatan pembangunan jaringan digitalisasi; (iii) mendorong
adopsi digital dalam seluruh layanan publik dan pemerintahan; (iv)
meningkatkan literasi digital mulai dari level pengguna hingga inovator secara
menyeluruh; serta (v) memastikan harga layanan telekomunikasi yang
terjangkau sehingga dapat dimanfaatkan oleh semua lapisan masyarakat.

5. Memperkuat sarana dan prasaratta berketahanan bencana. Pengarusutamaan
ketahanan bencana sarana dan prasarana publik dan hunian tempat tinggal
masyarakat melalui: (i) pelaksanaan Building Rating ketahanan bencana, (ii)
pengarusutamaan multifungsi infrastruktur ketahanan bencana (bangunan
umum sebagai slelter evakuasi); serta (iii) penerapan insentif penanggulangan
bencana terutama pada kawasan berisiko tinggi.

Dengan semakin meningkatnya frekuensi kejadian bencana dan perubahan
alam serta ancaman bahaya lainnya, maka pengelolaan dan pengurangan risiko
bencana diperkuat melalui peningkatan literasi dan edukasi kebencanaan bagi
masyarakat, pemberdayaan masyarakat, partisipasi segenap pelaku
pembangunan dalam aksi kesiapsiagaan, peringatan dini, dan mitigasi
struktural dan non-struktural. Penegakan regulasi, penguatan tata kelola
kelembagaan, dan sinergi pembiayaan menjadi modal dasar dalam menjalankan
upaya penanggulangan bencana. Selain itu, kolaborasi multi-pihak dan integrasi
program penanggulangan bencana dapat mendukung terwujudnya keterpaduan
dalam mencapai ketahanan menghadapi bencana dan perrrbahan iklim,
termasuk pembangunan infrastruktur berketahanan bencana dengan teknologi
yang tepat guna.

5.2.1.6 Desentralisasi dan Otonomi Daerah

Penataan desentralisasi dan otonomi daerah menjadi instrumen kebdakan yang
penting untuk meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintah Daerah. Penguatan
tersebut dilakukan melalui: (i) penguatan harmonisasi regulasi Pemerintah
Pusat dan Daerah serta implementasinya, termasuk proses pra-regulasi yang
memadai di daerah; (ii) penguatan kapasitas aparatur daerah baik dari sisi
kuantitas yang tepat guna, kualitas kinerja, dan profesionalisme; (iii) penataan
perangkat daerah menuju organisasi Pemerintah Daerah yang modern, gesit,
adaptif, dan profesional; (iv) optimalisasi pemanfaatan digitalisasi dalam
pelayanan publik dan tata kelola di pemerintah daerah; (v) penguatan kebijakan
kerja sama antardaerah dan kolaborasi multi-aktor dalam rangka peningkatan
layanan publik dan daya saing daerah; serta (vi) perubahan regulasi tentang
pemilu dan pilkada yang disertai dengan penguatan tata kelola partai politik di
daerah.

Penataan . . .
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Penataan desentralisasi administrasi. Penataan desentralisasi administrasi
dapat diperkuat melalui reformasi tata kelola hubungan Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah yang dapat disasar pada: (i) reformulasi pembagian
kewenangan antar tingkat pemerintahan dengan mempertimbangkan kondisi
geografis, daerah afirmasi 3T/3TP, potensi kawasan, dan kapasitas daerah yang
berbeda-beda sesuai asas-asas desentralisasi; (ii) penguatan kapasitas dan
kelembagaan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP) di
Pemerintahan Daerah untuk mendorong sinergi pusat-daerah; dan (iii) sinergi
program prioritas daerah dalam mendukung program prioritas nasional.
Sebagai salah satu upaya untuk mengoptimalkan manajemen pembangunan di
daerah guna memberikan kinerja yang lebih baik, penataan desentralisasi
administrasi juga dapat dioptimalkan untuk: (i) kebijakan penataan daerah
(pemekaran/penggabungan) berdasarkan kriteria kesiapan dan kapasitas untuk
kelayakan pemekaran; dan (ii) peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan
dasar dengan memperhatikan tipologi wilayah (kondisi geografis, tingkat
kemahalan, dan kapasitas Pemerintah Daerah);

Penataan keuangan daerah. Penataan keuangan daerah diarahkan untuk
mewujudkan pembangunan yang efektif dan efisien dengan: (i) intensifikasi
pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah; (ii) peningkatan peran aktor
pembangunan (nonpemerintah) dalam kerja sama pendanaan dan investasi
daerah; (ii| peningkatan kualitas belanja daerah yang difokuskan pada
pemanfaatan Transfer ke Daerah dalam memenuhi penyediaan pelayanan dasar
dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berbasis sektor unggulan
serta optimalisasi APBD sebagai stimulan untuk mendorong pemanfaatan
sumber pembiayaan alternatif; dan (iv) kebijakan transfer ke daerah yang
bersifat asimetris dan afirmatif untuk mendorong pembangunan daerah yang
lebih konvergen.

5.2.2 Arah Kebijakan Wilayah

5.2.2.1 Arah Kebijakan Wilayah Sumatera
Wilayah Sumatera berkontribusi pada perekonomian Indonesia sebesar 22,O
persen pada Tahun 2022, Selanjutnya, berdasarkan proyeksi, pada Tahun 2045
Sumatera berpotensi meningkatkan kontribusinya terhadap PDB nasional
menjadi 23,2 persen apabila rata-rata pertumbuhan pulau terjaga pada sekitar
5,7-6,7 persen per tahun.
Peluang kontribusi ekonomi Wilayah Sumatera bersumber dari letak geografis
yang dilalui oleh jalur sutra (silk roadl dan wilayah ALKI I serta SLoC (Sea Line
of Communicationl sebagai jalur perdagangan internasional yang
menghubungkan antara wilayah timur dan barat dunia. Terdapat beberapa
kawasan strategis yang dapat dikembangkan sebagai kawasan pengungkit
ekonomi baru, seperti kawasan strategis industri, pertanian-agroindustri,
pariwisata, perkotaan, dan kawasan konservasi strategis. Termasuk,
optimalisasi beberapa kawasan pengungkit ekonomi yang sudah ada, seperti
Kawasan Industri (KI), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Wilayah Metropolitan
(WM), dan Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP).
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Salah satu tujuan utama dari pembangunan wilayah pertumbuhan ini adalah
mendorong upaya hilirisasi dan peningkatan nilai tambah komoditas unggulan.

Gambar 5.2.4 Tema Pembangunan dan Arah Kebijakan Wilayah Sumatera

Untuk mendukung ini, backward dan forutard linkage serta konektivitas untuk
efisiensi biaya produksi perlu terus ditingkatkan. Pr.rsat-pusat pertumbuhan
harus lebih diintegrasikan dengan simpul-simpul transportasi melalui upaya
peningkatan jaringan infrastruktur jalan dan pelabuhan di sekitarrrya, serta
kereta api terutama untuk angkutan barang. Sementara itu, pada beberapa
wilayah di Sumatera telah diterapkan rintisan smart city, creatiue financing, dan
pusat-pusat pertumbuhan ekonomi kreatif berbasis digital yang menjadi cikal
bakal pendorong inovasi dan teknologi dalam optimasi industri dan pemanfaatan
sumber daya alam yang berkelanjutan.

Wilayah . . .
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Wilayah Sumatera diarahkan menjadi "Mata Rantai Utama Bioindustri dan
Kemaritiman Berdaya Saing dan Berkelanjutan". Oleh karena itu, dalam kurun
waktu 20 tahun ke depan, pengembangan Wilayah Sumatera diarahkan ke
dalam 6 (enam) prioritas, yaitu:

Pertama, peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia (SDM)
lokal yang akan menjadi modal dasar pembangunan, serta percepatan
pengentasan kemiskinan ekstrem pada kawasan afirmasi / 3T;

Kedua, pengembangan pusat pertumbuhan baru dan optimalisasi kawasan
strategis yang sudah terbangun, seperti pengembangan industri pengolahan
terpadu ramah lingkungan berbasis komoditas unggulan; pengembangan
kawasan strategis pertanian mendukung kemandirian menuju kedaulatan
pangan dan pertanian herbal, yang terintegrasi dengan pusat riset dan inovasi
pertanian; pengembangan kawasan strategis pariwisata yang dilengkapi atraksi
yang unik, serta amenitas, aksesibilitas, dan ancillary yang baik; dan
pengembangan ekonomi biru terutama perikanan baik tangkap maupun
budidaya, termasuk pengembangan dan pemanfaatan potensi blue energg;

Ketiga, penguatan pembangunan berbasis pembangunan hijau, sirkuler, dan
berkelanjutan, serta penguatan kawasan konservasi strategis pada kawasan-
kawasan lindung dan geopark, termasuk optimalisasi potensi energi baru dan
terbarukan;

Keempat pengembangan infrastruktur pendukung, seperti pengembangan
mutti-infrastrucfiire backbone dan feeder, serta maritime backbone, yang
menciptakan interkoneksi antarkawasan strategis; pengembangan jalur
konektivitas antarwilayah dan jalur khusus logistik; pengembangan
infrastruktur ketenagalistrikan dan digital; penguatan infrastruktur perkotaan
dan pengelolaan kawasan perkotaan; serta peningkatan akses dan kualitas
infrastruktur dasar;

Kelima, meningkatkan kolaborasi dengan dunia internasional melalui skema-
skema kerja sama regional seperti IMT-GT; dan

Keenam, penuntasan RDTR kabupaten/kota dan perencanaan tata ruang
dengan mempertimbangkan risiko bencana, terutama mitigasi risiko pada
wilayah perkotaan, perdesaan, dan wilayah sepanjang pantai barat Sumatera.

Arah Kebdakan Transformasi

A. Transformasi Sosial

Transformasi sosial diarahkan melalui kebijakan:

(i) Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup
sehat;

(ii) Pencegahan. . .
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(ii) Pencegahan dan percepatan penurunan sfitnting terut"ama pada wilayah
dengan beban tinggi;

(iii) Penguatan pemenuhan kebutuhan tenaga medis dan kesehatan yang
didukung dengan pemberian bantuan/insentif dan afirmasi
pendayagunaan tenaga medis dan kesehatan dari masyarakat lokal
terutama di daerah afirmasi 3TP;

(iv) Peningkatan imunisasi rutin lengkap dengan pendekatan budaya temtama
di Aceh dan Sumatera Barat;

(v) Peningkatan akses pelayanan kesehatan primer dan lanjutan yang
berkualitas melalui pengembangan sistem pelayanan kesehatan berbasis
perairan di provinsi berkarakter kepulauan;

(vi) Pemenuhan sarana prasarana mendukung pola hidup sehat termasuk
ruang terbuka hijau, sar€rna untuk aktivitas fisik, dan konektivitas
transportasi, serta sarana prasarana penanganan limbah medis;

(vii) Wajib PAUD 1 tahun dan sekolah 12 tahun untuk meningkatkan rata-rata
lama sekolah dan kualitasnya;

(viii) Pemerataan kualitas antarsatuan pendidikan dan antardaerah untuk
memastikan lulusan dengan kualitas yang setara dan tingkat kebekerjaan
tinggi;

(ix) Penguatan kurikulum dan penyediaan infrastruktur sekolah aman bencana
di setiap satuan pendidikan;

(x) Peningkatan literasi dan edukasi melalui inovasi pada berbagai kurikulum
pendidikan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK);

(xi) Peningkatan akses dan kualitas pendidikan vokasi sesuai dengan potensi
ekonomi seperti perkebunan, industri, dan pariwisata serta keterkaitan
dengan DUDI;

(xii) Penguatan pengelolaan tenaga pendidik dengan meningkatkan kualitas dan
kompetensi pendidik yang modern dan adaptif, serta peningkatan proporsi
dosen kualifikasi Strata-3;

(xiii) Percepatan peningkatan partisipasi pendidikan tinggi, serta pengadaan
prodi perguruan tinggi (STEAM yang sesuai dengan komoditas unggulan
wilayah;

(xiv) Penyediaan afirmasi akses pendidikan, terutama untuk daerah yang masih
belum terjangkau termasuk pengembangan sistem pembelajaran jarak jauh
melalui pemanfaatan TIK yang menjangkau daerah terpencil, penyediaan
asrama siswa dan guru, dan penguatan sekolah terbuka;

(xv) Percepatan pembangunan optimalisasi/penguatan potensi wilayah dan
pengentasan kemiskinan melalui perlindungan sosial adaptif pada daerah
afirmasi 3T di seluruh Wilayah terutama Aceh, Sumatera Selatan,
Bengkulu, dan Lampung, serta daerah Kepulauan Nias, Kepulauan

Mentawai . . .
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Mentawai, Simeulue, Lingga, Kepulauan Meranti, Natuna, Kepulauan
Anambas, Musi Rawas Utara, Pulau Enggano, dan Pesisir Barat; dan

(xvi) Perlindungan sosial yang adaptif bagi seluruh masyarakat terutama
kelompok marginal antara lain melalui penyediaan insentif jaminan
ketenagakerjaan bagi usia pekerja, perlindungan dan keamanan ekonomi
untuk penduduk lansia, serta bantuan sosial terhadap penyandang
disabilitas.

B. Transformasi Ekonomi

Transformasi ekonomi Wilayah Sumatera diarahkan sebagai koridor ekonomi
"Industri Berbasis SDA dan Hub E,konomi Biru Barat Indonesia" diarahkan
melalui kebijakan:

(i) Pengembangan industri pengolahan terpadu ramah lingkungan berbasis
komoditas unggulan yang dikembangkan pada beberapa kawasan strategis
industri, antara lain kawasan strategis industri Medan-Dumai (klaster
industri pengolahan sawit, kelapa, kopi, karet, dan hasil perkebunan
lainnya, hilirisasi sumber daya mineral, dan pengolahan minyak dan gas
bumi), kawasan strategis industri Bengkulu-Muaraenim-Palembang-Jambi
(klaster industri hilirisasi batu bara dan pembangkitan energi listrik pada
mulut tambang), dan kawasan strategis industri Batam-Bintan (klaster
industri pengolahan petrokimia, pengolahan material dan metalurgi,
industri berbasis ICT);

(i0 Optimalisasi kawasan strategis (KPBPB Batam-Bintan-Karimun, KPBPB
Sabang, dan kawasan ekonomi lainnya) sebagai engine of growth"

(iii) Pengembangan ekonomi biru berbasis keunggulan wilayah, khususnya
Kepulauan Riau dan Bangka Belitung, antara lain pengembangan
perikanan baik perikanan tangkap maupun budidaya, terutama di perairan
pesisir barat Sumatera (WPP-572), perairan Selat Malaka (WPP-571), dan
perairan Natuna-Anambas (WPP-7 1 1);

(iv) Peningkatan produktivitas pertanian yang berkelanjutan melalui
implementasi teknologi (smart farming, teknologi sensor, modifikasi cuaca,
dan lainnya) pada sektor pertanian, kehutanan, perkebunan, dan
perikanan;

(v) Pengembangan kawasan strategis pertanian mendukung kemandirian
menuju kedaulatan pangan di Aceh Utara, Aceh Barat, Sumatera Barat,
dan Palembang-Bandar Lampung, serta kawasan strategis pertanian herbal
di Aceh Tengah yang terintegrasi dengan pusat riset dan inovasi pertanian
guna meningkatkan nilai komoditas pertanian dan menurunkan biaya
produksi;

(vi) Peningkatan produksi padi melalui pertanian berkelanjutan;

(vii) Penguatan. . .
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(vii) Penguatan proses bisnis UMKM melalui perluasan peran ekosistem digital
disertai perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi, dan
inkubator bisnis;

(viii) Peningkatan rantai nilai global melalui skema-skema kerja sama regional
seperti IMT-GT maupun kerja sama internasional lainnya;

(ix) Peningkatan up-skilling dan re-skilling SDM utamanya terkait pariwisata,
pertanian, dan industri antara lain melalui transformasi Balai Latihan Kerja
bekerja sama DUDI;

(x) Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (devisa) dan
nusantara melalui integrasi ragam destinasi wisata lintas wilayah di
Wilayah Sumatera;

(xi) Pengembangan multi-infrastructure backbone &, feeder, serta maritime
backbone, yang menginterkoneksikan antar kawasan strategis, termasuk
pengembangan sistem expresslDag danl atau sistem perkeretaapian lintas
Sumatera, pengembangan konektivitas Dumai-Rupat-Malaka (di Selat
Malaka) dan konektivitas Sumatera-Jawa (di Selat Sunda), yang bertujuan
untuk mewujudkan konektivitas Sumatera-Jawa-ASEAN guna
menurunkan biaya logistik; dan

(xii) Pengembangan kawasan perkotaan, termasuk Wilayah Metropolitan, yang
terintegrasi dan berkelanjutan berbasis karakter wilayah dengan
memperhatikan daya dukung dan daya tampung, serta penguatan
infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan, yaitu pada
metropolitan Medan, metropolitan Palembang, dan Kota Batam-Bintan,
serta pada pusat-pusat aglomerasi yaitu Banda Aceh, Lhokseumawe,
Meulaboh, Sibolga, Padang, Dumai, Pekanbaru, Jambi, Bengkulu, Bandar
Lampung, dan Pangkalpinang.

Pembangunan ketenagalistrikan diarahkan untuk:
(i) Pengembangan pasokan listrik terintegrasi dengan industri melalui

pemanfaatan sumber daya yang tersedia (hidro, batu bara, dan gas);

(ii) Pemanfaatan energi baru dan terbarukan (termasuk mempertimbangkan
pembangunan PLTN) sebagai pasokan di wilayah Sumatera maupun
antarpulau;

(iii) Pengembangan interkoneksi jaringan transmisi listrik di Wilayah Sumatera;
(iv) Pengembangan jaringan listrik cerdas (smart griQ untuk mendukung

peningkatan keandalan dan dekarbonisasi pasokan tenaga listrik;
(v) Peningkatan fleksibilitas sistem ketenagalistrikan untuk memastikan

ketersediaan listrik pada saat beban puncak; dan
(vi) Pemanfaatan teknologi jaringan transmisi antarwilayah dalam rangka

transfer energi skala besar untuk meningkatkan kestabilan sistem serta
mengurangi efek negatif transfer energi skala besar antara wilayah
Sumatera dan Jawa.

Pembangunan . . .
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Pembangunan ekosistem digital yang perlu dilakukan dalam rangka
transformasi digital antara lain meliputi:

(i) Penuntasan dan penguatan infrastruktur TIK antara lain melalui upaya
memperluas jaringan broadband hingga menjangkau ke seluruh pelosok
(minimal 4G);

(ii) Peningkatan utilisasi dan pemanfaatan TIK di berbagai sektor prioritas
melalui upaya meningkatkan digitalisasi di sektor strategis; dan

(iii) Peningkatan fasilitas pendukung transformasi digital melalui upaya
meningkatkan literasi digital bagi masyarakat, menciptakan keamanan
informasi dan siber, serta kemampuan SDM digital atau digital skfll (antara
lain melalui pelatihan talenta digital dasar, menengah, dan tinggi, serta
kepemimpinan digital).

C. Transformasi Tata Kelola

Transformasi tata kelola diarahkan melalui kebijakan:

(i) Optimasi regulasi, termasuk proses pra-regulasi yang memadai di daerah;

(ii) Peningkatan partisipasi masyarakat sipil yang bermakna termasuk
pelibatan masyarakat;

(iii) Peningkatan respons terhadap laporan pelayanan publik masyarakat;

(i") Penguatan kapasitas aparatur daerah dan lembaga dalam hal manajemen
data dan keamanan informasi, kapasitas digital SDM ASN, dan pengelolaan
aset daerah;

(v) Percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk
penguatan aspek pemerintahan digital;

(vi) Peningkatan pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui pendidikan
anti korupsi; transparansi proses perenczulaan, penganggaran, dan
pengadaan jasa-jasa; serta transparansi layanan perizinan berbasis digital;
dan

(vii) Pengawasan proses pengembangan karier, promosi mutasi ASN, dan
manajemen kinerja dengan pemanfaatan teknologi informasi.

Arah Kebijakan Landasan Transformasi

A. Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia

Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia perlu ditingkatkan
melalui:

(i) Peningkatan keamanan untuk mengurangi tingkat kriminalitas lokal;

(ii) Penguatan kerja sama pertahanan keamanan regional;
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(iii) Peningkatan keamanan wilayah perbatasan terutama dengan maraknya
TPPO;

(iv) Peningkatan pengawasan keamanan dengan dukungan teknologi Integrated
Maritime Intelligent Platform pada wilayah perbatasan laut untuk
meminimalkan kegiatan ilegal;

(v) Komitmen penguatan penegakan hukum terhadap pelanggar yang
memasuki batas wilayah negara Republik Indonesia melalui Selat Malaka
dan Laut Natuna;

(vi) Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana pertahanan dan
keamanan pada pulau-pulau kecil terluar;

(vii) Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak
daerah dan retribusi daerah (PDRD), pemanfaatan pembiayaan alternatif
antara lain KPBU, CSR, dana jasa ekosistem, dan pasar karbon,
peningkatan kualitas belanja daerah untuk mendukung potensi komoditas
unggulan, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), serta sinergi
perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional;
dan

(viii) Penguatan pengendalian inflasi daerah.

B. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi

Arah kebijakan ketahanan sosial budaya dan ekologi antara lain:

(i) Penguatan pendidikan yang berbasis kerukunan antar etnis dan agama;

(ii) Peningkatan pengakuan dan penghormatan pada lembaga-lembaga adat
dan hak ulayat masyarakat di Wilayah Sumatera;

(iii) Pengimplementasian pengembangan tata mang berbasis wilayah
pemanfaatan hutan dan kesatuan lanskap yang ramah kaum rentan;

(iv) Peningkatan upaya pelestarian hutan lindung;
(v) Penguatan upaya mempertahankan ekosistem alami berupa hutan daratan

dan bakau serta luasan hutan sebagai tempat wilayah jelajah satwa (home
rangel dan konektivitas spesies yang dilindungi di antaranya orang utan,
gajah, dan harimau Sumatera;

(vi) Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, daya
dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, wilayah jelajah
satwa spesies dilindungi, dan perubahan iklim, terutama pada wilayah
perkotaan dan pesisir di sepanjang pantai barat Sumatera;

(vii) Rehabilitasi dan konservasi wilayah sungai yang dalam kondisi tertekan di
antara WS Seputih-Sekampung dan WS Toba-Asahan;

(viii) Rehabilitasi dan pemanfaatan lahan pasca tambang;

(ix) Penanggulangan masalah abrasi dengan menjaga bentang alam dan
kelestarian lingkungan di wilayah pantai;
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(x) Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan,
penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini,
kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya, seperti tsunami,
gempa bumi, dan erupsi gunung api maupun bahaya lainnya serta
mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural di daerah rawan
bencana tinggi;

(xi) Penguatan peran lumbung energi dan lumbung pangan nasional dengan
tetap menjaga kelestarian lingkungan;

(xii) Pengembangan EBT dalam pemenuhan energi di Wilayah Sumatera;

(xiii) Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis
kearifan lokal;

(xiv) Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang
disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan
resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak
dan perdagangan orang;

(xv) Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia,
melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam
pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang
pembangunan; dan

(xvi) Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam
pembangunan Wilayah Sumatera.

Arah kebijakan untuk mendukung ketahanan sumber daya air terpadu, yaitu:

(i) Pembangunan irigasi baru terutama pada bendungan yang sudah dibangun
serta sawah tadah hujan eksisting dan area dengan kategori lahan sesuai
sepenuhnya;

(ii) Pembangunan bendungan baru yang terintegrasi pengembangan kawasan
untuk menambah luas layanan irigasi premium;

(iii) Modernisasi irigasi untuk mendukung pengembangan komoditas
pertanian;

(iv) Pengembangan nafitral based solution untuk pengendalian banjir;

(v) Pengembangan area yang didedikasikan sebagar retarding basin;

(vi) Pembangunan infrastruktur tangguh bencana sebagai upaya mitigasi risiko
bencana;

(vii) Pengembangan Ftood Forecasting Earlg Warning Sgstem (FFEWS); dan

(viii) Perlindungan Kota Medan dan Palembang dari banjir kala ulang 1O0 tahun.
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Kerangka Implementasi Transformasi

A. Agenda Kewilayahan dan Sarana Prasarana

Arah kebijakan untuk mendukung pengembangan kewilayahan, yaitu:

(i) Penguatan keda sama antardaerah dalam pengelolaan wilayah berbasis
kesatuan ekologi/ekosistem di Wilayah Sumatera;

(ii) Penuntasan RDTR kabupaten/kota serta kewenangan tata ruang laut;

(iii) Peningkatan pelaksanaan reforma agraria;

(iv) Pengembangan Pelabuhan Belawan-Kuala Tanjung, Dumai, dan Batam
menjadi pelabuhan bertaraf global (global portl dan penguatan pelabuhan
lainnya sebagai major port atau pelabuhan logistic inlet/outlet utama di
Sumatera;

(v) Pengembangan jaringan kereta api barang akses ke pelabuhan (termasuk
fasilitas antarmoda) serta pembangunan kereta api antarkota secara
bertahap;

(vi) Pemanfaatan SLoC (Selat Malaka) dan ALKI I di sisi Wilayah Sumatera
bagian timur dan Selat Sunda secara optimal untuk menghubungkan
rantai pasok/nilai domestik dan global;

(vii) Peningkatan sarana dan prasarana transportasi penyeberangan antarpulau
untuk penumpang dan logistik terutama antara Wilayah Sumatera dan
Jawa (Merak-Bakauheni) serta provinsi/ kabupaten perairan di Sumatera;

(viii) Pengembangan bandara utama dan integrasi dengan pengembangan
wilayah termasuk aerocitg serta pengembangan bandara perairan dan
s e aplane termasuk untuk mendukun g pariwi sata ;

(ix) Penyelesaian pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera untuk mendukung
integrasi rantai pasok logistik (menghubungkan kawasan ekonomi dan
pelabuhan/bandara) serta menghubungkan koridor barat dan koridor
timur Sumatera untuk mendukung pemerataan pembangunan, serta
pembangunan dan peningkatan kualitas jalan terutama jalan daerah;

(x) Pengembangan angkutan danau untuk pariwisata dan angkutan sungai
untuk mendukung pariwisata dan transportasi perkotaan;

(xi) Pengembangan transportasi perkotaan termasuk sistem angkutan umum
massal perkotaan di Wilayah Metropolitan Medan dan Palembang serta
kota-kota besar dan sedang yang andal dan modern dalam melayani
mobilitas penumpang seperti Padang, Pekanbaru, Banda Aceh, Bandar
Lampung, dan Jambi; dan

(xii) Modernisasi irigasi untuk mendukung pengembangan komoditas pertanian
bernilai tinggi.

Arah...
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Arah kebijakan sara.na dan prasarana dasar yaitu:

(i) Penyediaan dan peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak
termasuk hunian vertikal perkotaan, air minum ama.n, serta sanitasi yang
aman dan berkelanjutan sesuai karakteristik daerah;

(i0 Eliminasi praktik BABS di seluruh rumah tangga melalui pemacuan
perubahan perilaku masyarakat serta penyediaan sarana dan prasarana
rantai layanan sanitasi yang aman;

(iii) Penyediaan layanan pengelolaan sampah yang terpadu dengan pemilahan
sampah sejak dari rumah tangga dengan 100 persen sampah terangkut dan
tertangani di TPST dengan berorientasi ekonomi sirkuler dengan bekerja
sama dengan industri-industri di daerah sebagai penerima hasil olahan
sampah; dan

(iv) Peremajaan kota, terutama di Wilayah Metropolitan dan kota-kota besar.

B. Kesinambungan Pembangunan

Arah kebijakan kesinambungan pembangunan di Wilayah Sumatera yaitu:
(i) Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan

daerah;

(ii) Sinkronisasi periodisasi RPJPD dan RTRW Provinsi;

(iii) Peningkatan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah berdasarkan sasaran
prioritas nasional;

(iv) Penguatan pengendalian dan evaluasi pembangunan melalui penerapan
manajemen risiko;

(v) Peningkatan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan;
dan

(vi) Pengembangan pembiayaan inovatif, termasuk KPBU dan blended finance.

5.2.2.2 Arah Kebijakan Wilayah Jawa

Wilayah Jawa berkontribusi pada perekonomian Indonesia sebesar 56,5 persen
pada Tahun 2022. Selanjutnya, berdasarkan proyeksi, Wilayah Jawa berpotensi
tumbuh rata-rata sekitar 5,9-6,5 persen per tahun, dengan kontribusi Wilayah
pada kisaran 48,3 persen pada Tahun 2045.

Pada Tahun 2045, sebagian besar Wilayah Jawa akan menjadi kawasan
perkotaan, yang diproyeksikan menjadi tempat tinggal bagi kurang lebih 70
persen penduduk di Wilayah Jawa. Kawasan strategis aglomerasi penduduk
tersebut menjadi suatu kekuatan market yang sangat potensial dan menjadi
demand generator bagi kawasan lainnya. Aglomerasi penduduk juga
memungkinkan terjadinya diversifikasi aktivitas ekonomi secara signifikan,
dengan aktivitas ekonomi penumpu utama di kawasan perkotaan adalah sektor
jasa {tertiary sector).

Kawasan . . .
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Kawasan perkotaan juga menjadi tempat interaksi multikultural yang harr-s
diiringi dengan penguatan ketahanan sosial. Signifikansi peran kawasan
perkotaan dan pesatnya aktivitas ekonomi perkotaan tersebut perlu diperkuat
dan didukung, dengan tetap menjaga kualitas lingkungan, serta dengan
menguatkan ketahanan kawasan perkotaan terhadap bencana dan perubahan
iklim. Dalam konsep kawasan strategis, kawasan fungsional perkotaan di Jawa
tumbuh secara generik menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu megapolitan, metropolitan,
dan pusat aglomerasi.

Wilayah Jawa telah tumbuh sejak lama menjadi kawasan strategis bagi industri
skala nasional karena market strength-nya (kekuatan pasar). Industri yang
tumbuh pesat di Jawa adalah industri manufaktur dan consumer goods,
agroindustri, pengolahan petrokimia, dan pengolahan material/metalurgi.
Modal basis industri ini tetap perlu diperkuat melalui pengembangan multi-
infrastrucfiire dan maitime backbone dan global/ major portyang mumpuni guna
menurunkan logistic dan production cost dan meningkatkan daya saing industri
di Jawa. Selain itu, industri di Jawa perlu ditransformasikan menuju industri
yang berbasis green energg dan/atau menggunakan teknologi yang ramah
lingkungan.

Gambar 5.2.5 Tema Pembangunan dan Arah Kebijakan Wilayah Jawa

Dengan demikian, Wilayah Jawa diarahkan menjadi wilayah "Megalopolis yang
Unggul, Inovatif, Inklusif, Terintegrasi, dan Berkelanjutan', melalui 5 (lima)
prioritas sebagai berikut:

Pertama, pengembangan Sumber Daya Manusia berdaya saing global (talenta
global); serta percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem pada kawasan
afirmasi 3T.

Kedua . . .
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Kedua, pengembangan kawasan pusat pertumbuhan seperti: kawasan strategis
perkotaan, kawasan strategis industri ramah lingkungan, industri berbasis
inovasi riset dan teknologi, kawasan strategis pariwisata, dan kawasan strategis
pertanian mendukung kemandirian menuju kedaulatan pangan.

Ketiga, percepatan pembangunan berbasis pembangunan hijau dan sirkular,
serta penguatan kawasan konservasi strategis pada kawasan lindung dan
geopark; termasuk optimalisasi potensi energi baru dan terbarukan, guna
menjamin ketahanan energi, air, dan lingkungan secara lestari dan
berkelanjutan;

Keempat, pengembangan infrastruktur pendukung, seperti pengembangan
infrastruktur konektivitas multi-infrastrucfitre backbone dan feeder, serta
maritime backbone, yang menginterkoneksikan antar kawasan strategis;
pengembangan jalur konektivitas antarwilayah dan jalur khusus logistik;
pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan dan digital; penguatan
infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan; serta peningkatan
akses dan kualitas infrastrrrktur dasar; dan

Kelima, penuntasan RDTR kabupaten/kota, perencanaan tata rulang dengan
mempertimbangkan risiko bencana, temtama mitigasi risiko pada wilayah
perkotaan dan perdesaan, serta penguatan ketangguhan bencana dan
perubahan iklim, terutama pada kawasan-kawasan perkotaan dan kawasan
strategis.

Arah Kebijakan Transformasi

A. Transformasi Sosial

Arah kebdakan transformasi sosial meliputi:

(i) Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup
sehat;

(ii) Intensifikasi pengendalian penyakit menular seperti TBC dan kusta, dan
pencegahan serta percepatan penurunan sfunting pada wilayah dengan
beban tinggi;

(iii) Penguatan pemenuhan kebutuhan tenaga medis dan kesehatan yang
didukung dengan pemberian bantuan/insentif dan afirmasi
pendayagunaan tenaga medis dan kesehatan dari masyarakat lokal;

(iv) Pendekatan layanan kesehatan lansia;

(v) Peningkatan akses pelayanan kesehatan berkualitas melalui
pengembangan sistem rujukan berbasis kompetensi di Wilayah Jawa;

(vi) Perbaikan kualitas lingkungan dan kualitas kesehatan pada pemukiman
kumuh perkotaan;
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(vii) Pemenuha.n sarana prasarana mendukung pola hidup sehat termasuk
ruang terbuka hijau, sarana untuk aktivitas fisik, dan konektivitas
transportasi serta sarana prasararra penanganan limbah medis;

(viii) Wajib PAUD 1 tahun dan sekolah L2 tahun untuk meningkatkan rata-rata
lama sekolah dan kualitasnya;

(ix) Pemerataan kualitas antarsatuan pendidikan dan antardaerah untuk
memastikan lulusan dengan kualitas yang setara dan tingkat kebekedaan
tinggi;

(x) Peningkatan literasi dan edukasi melalui inovasi pada berbagai kurikulum
pendidikan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi;

(xi) Penguatan pengelolaan tenaga pendidik dengan meningkatkan kualitas
dan kompetensi pendidik yang modern dan adaptif, serta peningkatan
proporsi dosen kualifikasi Strata-3;

(xii) Pengembangan fuib pendidikan tinggi global (global higher education lorbl;
peningkatan partisipasi pendidikan tinggi, serta pengadaan prodi
Perguruan Tinggi (STEAM) yang sesuai dengan kebutuhan wilayah; serta
penguatan kualitas pusat-pusat pendidikan tinggi, riset, dan inovasi
berkelas dunia, difokuskan di Megapolitan Jakarta-Banduog, Megapolitan
Surabaya-Malang, Metropolitan Semarang, dan Yoryakarta;

(xiii) Peningkatan akses dan kualitas pendidikan vokasi sesuai dengan potensi
ekonomi seperti industri dan jasa serta keterkaitan dengan DUDI;
Peningkatan akses dan kualitas pendidikan nonformal, terutama dalam
percepatan peningkatan kualif,rkasi angkatan kerja.

(xiv) Pengentasan kemiskinan di seluruh wilayah terutama Jawa bagian
selatan melalui perlindungan sosial adaptif dan peningkatan akses
layanan dasar; dan

(>rv) Perlindungan sosial yang adaptif bagi seluruh masyarakat terutama
kelompok marginal melalui antara lain penyediaan insentif jaminan
ketenagakerjaan bagi usia pekeda, perlindungan dan keamanan ekonomi
untuk penduduk lansia, serta bantuan sosial terhadap penyandang
disabilitas.

B. Transformasi Ekonomi

Wilayah Jawa diarahkan sebagai koridor "lndustri Berbasis Inovasi, Riset dan
Teknologi" melalui kebijakan:

(il Pengembangan industri hdau ramah lingkungan seperti pengembangan
industri kimia hijau (green clwmistryl, dan teknologi nano hijau (green
nanotecltnotogyl, didukung dengan pengembangan energi terbarukan
(renewable energg). Pengembangan industri hijau diarahkan pada lokasi-
lokasi pesisir dan pelabuhan seperti Banten Utara, Kawasan Rebana-Jawa
Barat, Pesisir Utara Jawa Tengah, dan Metropolitan Surabaya;

(ii) Pengembangan...
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(ii) Pengembangan beberapa kawasan strategis industri, seperti kawasan
strategis industri Serang-Tangerang (klaster industri pengolahan
material/metalurgi, pengolahan petrokimia, pengolahan perikanan, dan
industri orientasi ekspor), kawasan strategis industri Bekasi-Karawang-
Subang dan Jawa Utara (klaster industri consumer goods dan general
manufacfiir4, dan kawasan strategis industri Madiun - Surabaya - Gresik

Probolinggo (klaster industri pengolahan petrokimia, pengolahan
material/metalurgi, maritim/galangan kapal, agroindustri, industri
transportasi, dan pengolahan perikanan) ;

(iii) Pengembangan Industri Jasa Bernilai Tambah Tinggi dan Industri
Berbasis Inovasi, Riset dan Teknologi seperti industri maritim, pertanian,
otomotif, permesinan, dan elektronika;

(iv) Pengembangan pariwisata dengan konsep ekowisata yang diarahkan pada
wilayah Jawa bagian selatan yang memiliki karakteristik wisata agro dan
bentang alam. Konsep HubKebudayaan dan Industri Kreatif (Athtral Hub
and Creatiue Industry (CCI)) juga perlu diadopsi dalam pengembangan
pariwisata melalui penyelenggaraan Meeting, Incentiues, Conferences, and
Exhibitions (MICE) di wilayah-wilayah perkotaan ;

(v) Pengembangan kawasan strategis pariwisata yang mengedepankan
atraksi yang unik, serta amenitas, aksesibilitas, dan qncillary yang baik,
antara lain pada kawasan strategis pariwisata Magelang-Yograkarta-Solo
(integrasi cultural & hefiage tourism, ecotourism, dant industri/ekonomi
kreatif), serta kawasan perkotaan yang memiliki potensi urban &
health/medical tourism seperti Megapolitan Jakarta-Bandung,
Megapolitan Surabaya-Malang, dan Metropolitan Semarang;

(vi) Pengembangan kawasan strategis pertanian mendukung kemandirian
menuju kedaulatan pangan di Citarum-Cimanuk-Cisanggarung,
Jratunseluna, Citanduy- Sera5ru, Bengawan Solo-Brantas, dan Tapal Kuda
Jawa Timur, yang terintegrasi dengan pusat riset dan inovasi pertanian
guna meningkatkan nilai komoditas pertanian dan menurunkan biaya
benih;

(vii) Pengembangan sentra produksi pangErn yang dilakukan secara kolektif
antarwilayah, peningkatan produksi pangan lokal melalui pengembangan
teknologi pertanian yang modern dan efisien, serta pemberian insentif dan
dukungan bagi petani untuk menggunakan teknologi dan inovasi
pertanian yang ramah lingkungan;

(viii) Pengembangan perikanan baik tangkap maupun budidaya, terutama di
perairan pesisir utara Jawa (WPP-7121 dan perairan pesisir selatan Jawa
(WPP-573), termasuk pengembangan dan pemanfaatan potensi blue
energA pada perairan-perairan tersebu!

(ix) Peningkatan up-skilling dan re-skilling SDM terkait industri, jasa,
pariwisata dan pertanian, serta kemampuan digital;

(x) Peningkatan. . .
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(x) Peningkatan kapasitas tenaga kerja terampil, perluasan akses teknologi
untuk memfasilitasi pembelajaran jarak jauh dan meningkatkan peluang
lapangan kerja digital;

(xi) Pengembangan perkotaan (mengacu kepada konsep IKN) yang cerdas,
hijau, dan berkelanjutan antara lain penyediaan akses layanan publik
yang inklusif, pengembangan urban farming, penggunaan Intemet of
Things (IoT), pengembangan Transit Oriented Deuelopment (TOD) dan
transportasi hijau, penerapan smart eitg dan ekonomi sirkuler, serta
peningka tart creatiue financing;

(xii) Pembentukan lembaga pengelolaan lintas wilayah ltransboundary
managementl dan lintas pemerintahan untuk memperkuat koordinasi
lintas pemangku kepentingan (cross prominent stakeholdersl dimulai
dengan kota metropolitan Jakarta dan Surabaya;

(xiii) Pengembangan kawasan perkotaan, termasuk Wilayah Metropolitan, yang
terintegrasi dan berkelanjutan berbasis karakter wilayah dengan
memperhatikan daya dukung dan daya tampung; dan

(xiv) Penguatan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan
untuk mewujudkan kawasan perkotaan inklusif dan global (global citgl,
yaitu pada megapolitan Jakarta-Banduf,g, megapolitan Surabaya-Malang,
dan metropolitan Semarang, serta pada pusat-pusat aglomerasi yaitu
Cirebon, Cilacap, Solo, Madiun, Kediri, dan Jember.

Pembangunan ketenagalistrikan didasarkan pada keseimbangan regional
dengan:

(i) Mendorong pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan secara
signilikan untuk memperbaiki bauran pembangkit listrik, termasuk
pemanfaatan waduk besar untuk pembangunan PLTS Terapung dan PLTB
dengan skala cukup besar serta mempertimbangkan pembangunan PLTN
untuk memenuhi kebutuhan listrik di Wilayah Jawa;

(ii) Mengembangkan jaringan transmisi dan distribusi energi yang modern
dan efisien (smart gn@ untuk menghubungkan sistem energi terbarukan
di Wilayah Jawa serta memastikan pasokan energi listrik yang stabil dan
berkelanjutan;

(iii) Meningkatkan fleksibilitas sistem ketenagalistrikan untuk mengadopsi
energi terbarukan bervariabel (uariable renewable energylVRBl lebih
banyak;

(iv) Mengembangkan sistem penyimpanan energp @nergg storage sysfem/ESS)
untuk mengatasi intermitensi;

(v) Mengembangkaninterkoneksi antarwilayah; dan
(vi) Mendorong akses dan kualitas layanan untuk mendukung transportasi

publik dan kendaraan pribadi berbasis listrik (electric uehiclesl dalam
rangka mengurangi dan memberhentikan penggunaan energi fosil.
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Pembangunan ekosistem digital yang perlu dilakukan dalam rangka
transformasi digital antara lain meliputi:
(i) Penuntasan dan penguatan infrastr-uktur teknologi informasi dan

komunikasi (TIK) melalui upaya memperluas jaringan broadband hingga
menjangkau ke seluruh pelosok;

(ii) Peningkatan utilisasi dan pemanfaatan TIK di berbagai sektor prioritas
melalui upaya meningkatkan digitalisasi di sektor strategis; dan

(iii) Peningkatan fasilitas pendukung transformasi digital melalui upaya
meningkatkan literasi digital bagi masyarakat, menciptakan keamanan
informasi dan siber serta kemampuan SDM digital atau digitalskill (antara
lain melalui pelatihan talenta digital dasar, menengah, dan tinggi, serta
kepemimpinan digital).

C. Transformasi Tata Kelola

Transformasi tata kelola diarahkan melalui kebijakan:
(i) Optimasi regulasi, termasuk proses pra-regulasi yang memadai di daerah;
(ii) Meningkatkan partisipasi masyarakat sipil yang bermakna termasuk

pelibatan masyarakat;

(iii) Peningkatan respons terhadap laporan pelayanan publik masyarakat;
(iv) Penguatan kapasitas aparatur daerah dan lembaga dalam hal manajemen

data dan keamanan informasi, kapasitas digital SDM ASN, dan
pengelolaan aset daerah;

(v) Percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk
penguatan aspek pemerintahan digital;

(vi) Peningkatan pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui pendidikan
anti korupsi; transparansi proses perenca.naan, penganggaran, dan
pengadaan jasa-jasa; serta transparansi layanan perizinan berbasis
digital; dan

(vii) Pengawasan proses pengembangan karier, promosi mutasi ASN dan
manajemen kinerja dengan pemanfaatan teknologi informasi.

Arah Kebijakan Landasan Transformasi

A. Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia

Arah kebijakan Penataan Keuangan Daerah Wilayah Jawa difokuskan pada:

(i) Peningkatan keamanan untuk mengurangi tingkat kriminalitas lokal;
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(ii) Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui Intensifikasi pendapatan pajak
daerah dan retribusi daerah (PDRD), pemanfaatan pembiayaan alternatif
terutama KPBU, peningkatan kualitas belanja daerah untuk mendukung
potensi komoditas unggulan, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah
(TKD), sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan
prioritas nasional; dan

(iii) Penguatan pengendalian inflasi daerah.

B. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi

Arah kebdakan ketahanan sosial budaya meliputi:

(i) Penguatan pendidikan yang berbasis kerukunan antar etnis dan agama;

(iil Revitalisasi kearifan lokal, nilai budaya, dan tradisi masyarakat Wilayah
Jawa;

(iiil Pelestarian berbagai kebudayaan lokal di Wilayah Jawa melalui program
pelatihan dan peningkatan literasi budaya, pameran seni dan budaya, serta
memberikan dukungan bagi pelaku seni dan budaya lokal untuk
mendorong inklusivitas ;

(iv) Pendayagunaan pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan melalui
hub kebudayaan, dan industri kreatif untuk memperkuat warisan budaya
dan ekspresi budaya serta memajukan perekonomian lokal di Wilayah
Jawa;

(v) Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis
kearifan lokal;

(vi) Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda,
penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan,
pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk
perkawinan anak dan perdagangan orang;

(vii) Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia,
melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam
pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang
pembangunan; dan

(viii) Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam
pembangunan Wilayah Jawa.

Arah kebijakan ekologi difokuskan pada pengendalian polusi, penguatan
kebijakan lingkungan, peningkatan pemanfaatan energi terbarukan, serta
peningkatan ketahanan masyarakat terhadap perubahan iklim dan bencana.

(0 Peningkatan pemantauan kualitas pengelolaan lingkungan hidup terutama
pada kualitas udara yang masih rendah di Provinsi Daerah Khusus Jakarta
dan kualitas air di Provinsi Daerah Khusus Jakarta, Provinsi Jawa Barat,
Provinsi Jawa Tengah, dan Provinsi DI Yograkarta;
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(ii) Diversifikasi produk pangan melalui pengembangan pertanian organik,
perikanan yang berkelanjutan, dan pengolahan makanan olahan yang
sehat dan berkualitas untuk mencapai kemandirian menuju kedaulatan
pangan;

(iii) Peningkatan ketersediaan air dan pengelolaan sumber daya air yang
efisien;

(iv) Penerapan tata ruang permanen kawasan sentra produksi pangan untuk
mengurangi alih fungsi lahan pertanian;

(v) Penguatan kemandirian menuju kedaulatan pangan dan ketahanan air,
antara lain melalui modernisasi irigasi dan menambah pasokan air baku
untuk perkotaan pesisir utara Wilayah Jawa;

(vi) Mendorong inovasi dan penelitian dalam teknologi clean energA untuk
meningkatkan efisiensi dan keandalan sistem energi terbarukan melalui
pemberian insentif dan dukungan bagi para pengembang teknologi energi
terbarukan;

(vii) Mengurangi emisi gas rumah kaca dari sektor energi dan transportasi
melalui regulasi dan insentif yang efektif;

(viii) Peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya penggunaan
energi terbarukan melalui kampanye sosialisasi dan edukasi;

(ix) Peningkatan kerja sama internasional untuk mengembangkan teknologi
clean energA dan memperluas akses ke pasar global;

(x) Pengimplementasian pengembangan tata ruang berbasis wilayah
pemanfaatan hutan, kesatuan lanskap yang ramah kaum rentan;

(xi) Peningkatan upaya pelestarian hutan lindung;
(xii) Penguatan upaya mempertahankan ekosistem alami berupa hutan daratan

dan bakau serta luasan hutan sebagai tempat wilayah jelajah satwa (home
range) dan konektivitas spesies yang dilindungi di antaranya Badak dan
Owa Jawa;

(xiii) Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan daya dukung, daya
tampung lingkungan hidup, luasan hutan, wilayah jelajah satwa spesies
dilindungi, serta risiko bencana tsunami pada zorua megathrust di pesisir
selatan Wilayah Jawa, termasuk mitigasi risiko pada wilayah perkotaan;

(xiv) Penguatan ketangguhan area pesisir Pantai Utara Jawa, termasuk
masyarakat lokal terhadap ancaman perubahan iklim seperti rob dan
abrasi termasuk perlindungan pesisir Jabodetabek, Kedung Sepur,
Gerbangkertosusila dari banjir 1OO tahunan;

(xv) Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, sistem
peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya,
serta mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural di daerah
rawan bencana tinggi; dan

(xvi) Pengembangan EBT dalam pemenuhan energi di Wilayah Jawa.
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Arah kebijakan untuk mendukung ketahanan sumber daya air terpadu, yaitu:
(i) Menambah pasokan air baku untuk perkotaan pesisir utara Wilayah

Jawa;

(ii) Pembangunan bendungan baru untuk menunjang agenda modernisasi
irigasi dan mempercepat transisi energi bersih di Wilayah Jawa dengan
memanfaatkan sumber pendanaan Non-Rupiah Murni;

(iii) Modernisasi irigasi untuk mendukung pengembangan komoditas
pertanian bernilai;

(iv) Perlindungan pesisir Jabodetabek, Kedungsepur, Gerbangkertosusila dari
banjir kala ulang 100 tahun;

(v) Normalisasi sungai yang melintas di tengah perkotaan;

(vi) Penerapan kebijakan Zero Delta Q;

(vii) Pemanfaatan prasarana publik sebagai bagian dari sistem pengendalian
banjir;

(viii) Pengelolaan wilayah pesisir terpadu terintegrasi dengan rencana
pengemb€rngan kawasan; dan

(ix) Penerapan Flood Forecqsting EarlA Warning Sgstem (FFEWS) berbasis
teknologi digital.

Kerangka Implementasi Transformasi

A. Agenda Kewilayahan dan Sarana Prasarana

Agenda percepatan pembangunan wilayah dan agenda sarana prasarana
meliputi:
(i) Penguatan kerja sama antardaerah dalam pengelolaan wilayah berbasis

kesatuan ekologi/ekosistem di Wilayah Jawa;

(ii) Penuntasan RDTR kab/kota serta kewenangan tata ruang laut;
(iii) Peningkatan pelaksanaan reforma agraria;

(iv) Pengembangan pelabuhan simpul utama untuk mendukung
pengembangan kawasan ekonomi di antaranya pengembangan Pelabuhan
Tanjung Priok (Jakarta) dan penyelesaian Pelabuhan Patimban (Jawa
Barat) secara terpadu, serta Pelabuhan Tanjung Perak (Jawa Timur)
menjadi pelabuhan bertaraf global (global port/, serta penguatan pelabuhan
lainnya sebagai major portatau pelabuhan logistik utama seperti Pelabuhan
Tanjung Emas (Jawa Tengah);

(v) Pemanfaatan ALKI I di wilayah Selat Sunda secara optimal untuk
menghubungkan rantai pasok/nilai domestik dan global dengan
pembangunan dan pengembangan jaringan konektivitas yang terpadu;
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(vi) Peningkatan konektivitas Sumatera-Jawa-Bali, termasuk sarana dan
prasarana transportasi penyeberangan antarpulau untuk penumpang dan
barang terutama antara Pulau Jawa dan Bali (Gilimanuk-Ketapang) serta
antara Pulau Jawa dan Sumatera (Merak-Bakauheni) untuk menurunkan
biaya logistik;

(vii) Optimalisasi dan pengembangan bandara utama dimulai dengan Soekarno-
Hatta di Banten, Kertajati di Jawa Barat, Yoryakarta International Airport
di DIY, Ahmad Yani di Semarang, dan Juanda di Jawa Timur, serta
integrasi dengan pengembangan wilayah termasuk aerocitg serta
pengembangan bandara kargo;

(viii) Pengembangan jalan tol Wilayah Jawa untuk meningkatkan efisiensi rantai
pasok logistik serta penyelesaian Jalan Lintas Selatan Wilayah Jawa untuk
mendorong pemerataan wilayah;

(ix) Pembangunan kereta antarkota termasuk pengembangan kereta cepat
(Jakarta - Surabaya) yang terintegrasi dengan kereta cepat Jakarta -
Bandung, serta pengembangan kereta angkutan barang terpadu dengan
pengembangan kawasan dan flasilitas antarmoda;

(x) Pengembangan transportasi perkotaan termasuk sistem angkutan umum
massal perkotaan di Wilayah Metropolitan Jakarta, Bandung, Surabaya,
Semarang serta kota besar dan kota sedang lain seperti Yograkarta, Solo,
Serang, Cirebon, Malang yang andal dan modern dalam melayani mobilitas
penumpang;

(xi) Penguatan kerjasama Wilayah Metropolitan Jakarta dan sekitarnya untuk
mendukung fungsi Jakarta sebagai pusat perdagangan, pusat kegiatan
layanan jasa dan layanan jasa keuangan, serta kegiatan bisnis nasional
dan global pasca pemindahan ibu kota negara;

(xii) Penurunan ketimpangan antara desa-kota dan wilayah utara-selatan di
Wilayah Jawa terutama melalui peningkatan konektivitas antarwilayah;

(xiii) Percepatan pembangunan, optimalisasi/penguatan potensi wilayah, dan
pengembangan interkoneksi menuju kawasan perkotaan terdekatnya guna
meningkatkan access to marlcet dan access to information pada kawasan-
kawasan afirmasi di Jawa, antara lain Banten Selatan, Jawa Barat Selatan,
Madura, dan Pacitan-Trenggalek-Blitar; dan

(xiv) Pengembangan sistem smart grid ketenagalistrikan berbasis energi baru
dan terbarukan seperti PLTA, PLTP, PLTS, PLTB, hidrogen dan sistem
penyimpanan energi serta pengembangan jaringan transmisi interkoneksi
dengan Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan.

Wilayah Jawa memiliki tantangan dalam pengembangan sarana dan prasarana
yaitu layanan infrastmktur dasar yang belum menyeluruh dan masih terbatas,
khususnya pada wilayah Jawa bagian Selatan. Untuk itu diperlukan
peningkatan aksesibilitas dan kualitas sarana dan prasarana dasar di wilayah
tersebut' 

Arah...
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Arah kebijakan dalam penyediaan sarana dan prasarana dasar lainnya yaitu:

(i) Pemenuhan rumah layak huni yang disesuaikan dengan karakteristik
daerah dan kepadatan;

(ii) Optimalisasi lahan, terutama di perkotaan, untuk penyediaan hunian' vertikal;

(iii) Peremajaan kota, terutama di kawasan metropolitan;

(iv) Pengembangan opsi sewa-milik dalam pemenuhan kebutuhan hunian;

(v) Pemenuhan akses air minum aman serta sanitasi zunan, berkelanjutan,
dan inklusif sesuai karakteristik daerah;

(vi) Penyediaan air siap minum dari keran melalui jaringan perpipaan dan
akses sanitasi melalui sistem terpusat di wilayah perkotaan;

(vii) Eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah
tangga; dan

(viii) Peningkatan komitmen daerah pada penyediaan layanan pengelolaan dan
pemilahan sampah yang terpadu sejak dari sumber dengan target 1OO
persen sampah terangkut dan tertangani di TPST dengan berorientasi
ekonomi sirkuler serta sampah dapat diolah menjadi produk bernilai
ekonomis.

B. Kesinambungan Pembangunan

Kebijakan Kesinambungan Pembangunan meliputi:
(i) Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan

daerah;

(i0 Sinkronisasi periodisasi RPJPD dan RTRW Provinsi;

(iii) Peningkatan akuntabilitas kinerja pemda berdasarkan sasaran prioritas
nasional;

{iv) Penguatan pengendalian pembangunan, melalui penerapan manajemen
risiko;

(v) Peningkatan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan;
dan

(vi) Pengembangan pembiayaan inovatif, termasuk KPBU dan blendedfinance.

5.2.2.3 Arah Kebijakan Wilayah Bali-Nusa Tenggara

Wilayah Bali-Nusa Tenggara berkontribusi pada perekonomian Indonesia
sebesar 2,7 persen pada Tahun 2022. Selanjutnya, berdasarkan proyeksi, pada
Tahun 2045 Bali-Nusa Tenggara berpotensi meningkatkan kontribusinya
terhadap PDB nasional menjadi 4,1 persen apabila rata-rata pertumbuhan
pulau terjaga pada sekitar 7,2-7,7 persen per tahun.

Pembangunan . . .
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Pembangunan Wilayah Bali-Nusa Tenggara selama 20 tahun ke depan
diarahkan sebagai "$tperlub Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nusantara
Bertaraf Internasional" yang akan mendorong pengembangan industri
pariwisata dan ekonomi kreatif ke wilayah timur Indonesia. Potensi wilayah
lainnya akan tetap dikembangkan. Pembangunan ekosistem kepariwisataan di
Wilayah Bali-Nusa Tenggara mencakup 5 (lima) prioritas.

Pertama, pengembangan kualitas dan daya saing sumber daya manusia (SDM)
lokal yang akan menjadi modal dasar pembangunan Wilayah Bali-Nusa
Tenggara ke depan; khususnya disesuaikan dengan sektor potensial Wilayah
Bali-Nusa Tenggara yaitu pariwisata, pertanian, dan perikanan.

Kedua, pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru yaitu kawasan
pariwisata; sentra-sentra produksi komoditas unggulan di kawasan perdesaan
serta sentra pengolahan dan sentra pemasaran di kawasan perkotaan; serta
optimalisasi kawasan eksisting dengan fokus pada peningkatan penyerapan
tenaga kerja lokal dan nilai investasi melalui PMA dan PMDN.

Ketiga, peningkatan infrastmktur dasar dan konektivitas intra dan antarwilayah
Bali-Nusa Tenggara yang menjadi backbone pembangunan pusat-pusat
pertumbuhan wilayah didukung dengan penguatan infrastruktur
ketenagalistrikan dan digital.

Keempat, penguatan tata kelola pembangunan wilayah untuk mewujudkan
regulasi dan tata kelola berintegritas dan adaptif, penuntasan RDTR
kabupaten/kota, serta perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan
risiko bencana, terutama mitigasi risiko pada wilayah perkotaan dan perdesaan.

Kelima, peningkatan ketahanan sosial budaya dan ekologi untuk mewujudkan
pembangunan wilayah yang adaptif dan berkelanjutan.

Kelima hal tersebut diterjemahkan menjadi arah kebijakan pembangunan
Wilayah Bali-Nusa Tenggara.

Arah Kebijakan Transformasi

A. Transformasi Sosial

Dalam rangka menyiapkan SDM unggul untuk Wilayah Bali-Nusa Tenggara,
akan dilakukan berbagai upaya transformasi sosial khususnya dalam
pengembangan SDM yang berfokus pada penguatan aspek pendidikan,
kesehatan, dan perlindungan sosial dengan kebijakan sebagai berikut
(Gambar 5.2.61.

Gambar . . .
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Gambar 5.2.6 Transformasi Sosial dalam Pemenuhan SDM Unggul di
Wilayah Bali-Nusa Tenggara

(i) Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup
sehat;

(ii) Penguatan pemenuhan kebutuhan tenaga medis dan kesehatan yang
didukung dengan pemberian bantuan/insentif dan afirmasi
pendayagunaan tenaga medis dan kesehatan dari masyarakat lokal
terutama di daerah afirmasi 3TP;

(iii) Pencegahan dan pengendalian penyakit, serta masalah kesehatan akibat
perubahan iklim;

(iv) Pencegahan dan percepatan penurunan stunting dan eliminasi malaria,
khususnya di daerah NTT dan NTB;

(v) Pemenuhan sarana prasarana mendukung pola hidup sehat termasuk
ruang terbuka hijau, sarana untuk aktivitas fisik, dan konektivitas
transportasi, sefta sarana prasarana penanganan limbah medis;

(vi) Peningkatan akses pelayanan kesehatan primer, lanjutan maupun layanan
kesehatan pendukung yang berkualitas dengan mempertimbangkan
keadaan geografis di Nusa Tenggara melalui sistem rujukan kepulauan
(termasuk RS Perairan) dan penguatan telemedicine serta sistem sister
hospital dengan RS di wilayah lain;

(vii) Wajib...
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(vii) Wajib PAUD 1 tahun dan sekolah 12 tahun untuk meningkatkan rata-rata
lama sekolah dan kualitasnya;

(viii) Pemerataan kualitas antarsatuan pendidikan dan antardaerah untuk
memastikan lulusan dengan kualitas yang setara dan tingkat kebekerjaan
tinggi;

(ix) Percepatan peningkatan partisipasi pendidikan tinggi, serta pengadaan
prodi perguruan tinggi (STEAM yang sesuai dengan komoditas unggulan
wilayah;

(x) Penguatan pengelolaan tenaga pendidik dengan meningkatkan kualitas dan
kompetensi pendidik yang modern dan adaptif, serta peningkatan proporsi
dosen kualifikasi Strata-3 dan pelibatan profesional mengajar;

(xi) Peningkatan akses dan kualitas pendidikan vokasi sesuai dengan potensi
ekonomi seperti pertanian, pariwisata, dan ekonomi kreatif, serta
keterkaitan dengan DUDI;

(xii) Penyediaan afirmasi akses pendidikan, terutama untuk daerah kepulauan
yang masih belum terjangkau termasuk pengembangan sistem
pembelajaran jarak jauh melalui pemanfaatan TIK yang menjangkau
daerah terpencil, penyediaan asrama siswa dan guru, dan penguatan
sekolah terbuka;

(xiii) Pengentasan kemiskinan pada daerah afirmasi 3TP khususnya di Wilayah
Nusa Tenggara melalui perlindungan sosial adaptif; dan

(xiv) Perlindungan sosial yang adaptif bagi seluruh masyarakat terutama
kelompok marginal antara lain melalui penyediaan insentif jaminan
ketenagakerjaan bagi usia pekerja, perlindungan dan keamanan ekonomi
untuk penduduk lansia, serta bantuan sosial terhadap penyandang
disabilitas.

B. Transformasi Ekonomi

Percepatan pembangunan ekonomi di Wilayah Bali-Nusa Tenggara untuk
mengembangkan koridor ekonomi " Superlub Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Nusantara Bertaraf Internasional" akan difokuskan pada pengembangan potensi
pariwisata dan ekonomi kreatif, komoditas unggulan bernilai tambah tinggi, dan
industri turunannya, melalui kebijakan sebagai berikut (Gambar 5.2.7):

(i) Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru yaitu kawasan
pariwisata unggulan dan pengembangan ekonomi kreatif sepanjang
koridor Wilayah Bali-Nusa Tenggara, sentra-sentra produksi komoditas
unggulan di kawasan perdesaan, sentra-sentra pengolahan dan sentra
pemasaran di kawasan perkotaan, terutama dengan memanfaatkan
kedekatan dengan Australia dan Selandia Baru;

(ii) Pengembangan sektor primer pada sentra-sentra produksi komoditas
unggulan di kawasan perdesaan;

(iii) Pengembangan...
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(iiil Pengembangan sektor sekunder pada sentra-sentra pengolahan dan
sentra pemasaran di kawasan perkotaan;

(iv) Peningkatan diversifikasi ekonomi Bali dengan penerapan Peta Jalan
Ekonomi Kerthi Bali;

Gambar 5.2.7 Transformasi Ekonomi dalam Mengembangkan Potensi
Pariwisata dan Komoditas Unggulan dan Industri Wilayah Bali-Nusa

Tenggara

(v) Peningkatan diversifikasi ekonomi dan integrasi pembangunan 
panjang kepariwisataan Wilayah Bali-Nusa Tenggara dengan
menekankan di antaranya ekonomi Bali yang hijau, tangguh, dan
sejahtera; Lombok sebagai daerah pariwisata yang berkelanjutan,
tangguh, dan inklusif; serta Labuan Bajo sebagai destinasi berbasis
ekowisata premium yang berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan;

(vi) Pengembangan kawasan pariwisata premium sepanjang koridor Wilayah
Bali-Nusa Tenggara, seperti Labuan Bajo, serta pengembangan ekonomi
kreatif tenun, kopi, madu, vanili, susu kuda, mete, salak;

(vii) Pengembangan kawasan pariwisata massal (mass tourism), seperti
Lombok, untuk meningkatkan jumlah dan minat wisatawan lokal, serta
sebagai kawasan penyanEga bagi kawasan pariwisata premium yang
berfokus pada pemecahan konsentrasi dan perpanjangan lama tinggal
wisatawan;

(viii) Pengembangan .
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Pengembangan tourism fuibBali-Nusa Tenggara melalui kerja sama multi
pihak yang didukung pengembangan paket perjalanan dan penambahan
rute penerbangan domestik dan internasional;

Pengembangan ekosistem pariwisata yang berkelanjutan dengan
mempertimbangkan aspek kebencanaan dan perubahan iklim,
kemudahan investasi, serta pertumbuhan industri pariwisata dan
industri kreatif lainnya;

Pengembangan ekonomi kreatif penopang sektor pariwisata khususnya
tenun, kopi, madu, vanili, susu kuda, mete, dan salak pada sentra-sentra
ekonomi lokal;

Penerapan pertanian berkelanjutan yang terintegrasi dengan sektor
peternakan serta sektor potensial lainnya, seperti pariwisata dan
pengembangan sistem pertanian regeneratif dengan pembentukan
korporasi petani;

Pengembangan industri pengolahan komoditas unggulan berbasis
masyarakat yang dikembangkan secara klaster melalui peningkatan
produktivitas dan nilai tambah (added ualuel tinggi yang berorientasi
ekspor;

Peningkatan rantai nilai global melalui skema-skema kerja sarna regional
dengan Asia Timur, Pasifik, dan Australia;

Peningkatan up-skilling dan re-skilling SDM terutama pariwisata dan
ekonomi kreatif;

Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk
memperluas jangkau€rn promosi dan pemasaran pariwisata dan ekonomi
kreatif yang menargetkan segmen pasar tertentu seperti wisata premium
berkelas dunia atau ecotourbm;

Penyiapan sentra produksi di kawasan perdesaan dan sentra pengolahan
dan pasar di kawasan perkotaan, serta penguatan keterkaitan desa-kota;

Peningkatan peran kawasan perkotaan sebagai kawasan penyangga di
kawasan pariwisata premium yang akan dikembangkan;

Penguatan BLK dan BRIDA dalam mempersiapkan SDM yang berkualitas
dan berdaya saing;

Penguatan konektivitas antara sentra produksi, pengolahan, dan pasar
baik dalam dan luar negeri;

Penerapan transportasi ramah lingkungan Electronic Vehicle (EV); dan

Pengembangan kawasan perkotaan, termasuk Wilayah Metropolitan,
yang terintegrasi dan berkelanjutan berbasis karakter wilayah dengan
memperhatikan daya dukung dan daya tampung.
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Pembangunan ketenagalistrikan di Wilayah Bali dan Nusa Tenggara diarahkan
untuk:
(i) Mendorong pemanfaatan energi baru dan terbarukan, terutama energi

surya (Pulau Sumba), panas bumi (Pulau Flores), penyediaan energi listrik
melalui PLTB (Pulau Timor), biomassa, dan arus laut untuk memperbaiki
bauran pembangkit listrik dan mendorong pengembangan ekonomi hijau
lgreen economgl;

(ii) Mengembangkan jaringan listrik cerdas (smart gridl untuk mendukung
peningkatan keandalan dan dekarbonisasi pasokan tenaga listrik;

(iii) Mengembangkan interkoneksi dalam wilayah dan antarpulau (transmisi
antara lain ke Jawa) untuk evakuasi daya listrik terbarukan dan
peningkatan keandalan di Wilayah Bali; dan

(iv) Mengembangkan grid skala kecil terisolasi (isolated mini gridl untuk
memperluas penyediaan layanan yang lebih berkualitas termasuk daerah
kepulauan untuk Wilayah Nusa Tenggara.

Pembangunan ekosistem digital yang perlu dilakukan di Wilayah Bali dan
Kepulauan Nusa Tenggara dalam rangka transformasi digital antara lain
meliputi:

(il Perluasan jaringan broadband hingga menjangkau ke seluruh pelosok;

(ii) Pemenuhan jaringan internet dan TIK yang inklusif serta menjangkau
Wilayah-pulau kecil dan daerah afirmasi 3TP;

(iii) Peningkatan akses dan ketersediaan fasilitas pendidikan yang menyeluruh
dan sesuai standar untuk tiap jenjang pendidikan dengan memaksimalkan
pemanfaatan TIK dalam kegiatan belajar-mengajar;

(iv) Pemanfaatan TIK untuk memperluas jangkauan promosi dan pemasaran
bagi pariwisata dan ekonomi kreatif;

(v) Penguatan TIK untuk memperluas akses pasar pada skala nasional hingga
global, salah satunya dengan pemanfaatan e-commerce dan penguatan
branding produk; dan

(vi) Peningkatan fasilitas pendukung transformasi digital melalui upaya
meningkatkan literasi digital bagi masyarakat, menciptakan keamanan
informasi dan siber serta kemampuan SDM digital atau digitat skill (antara
lain melalui pelatihan talenta digital dasar, menengah, dan tinggi, serta
kepemimpinan digital).

C. Transformasi Tata Kelola

Dalam rangka meningkatkan tata Kelola Wilayah Bali-Nusa Tenggara, ditempuh
kebijakan transformasi sebagai berikut:

(il Optimasi regulasi, termasuk proses pra-regulasi yang memadai di daerah;

(ii) Meningkatkan partisipasi masyarakat sipil yang bermakna;
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(iii)

(iv)

Peningkatan respons terhadap laporan pelayanan publik masyarakat;

Penguatan kapasitas aparatur daerah dan lembaga dalam hal manajemen
data dan keamanan informasi, kapasitas digital SDM ASN, dan
pengelolaan aset daerah;

Percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE
untuk penguatan aspek pemerintahan digital;

Peningkatan pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui pendidikan
anti korupsi; transparansi proses perencanaan, penganggaran, dan
pengadaan jasa-jasa; serta transparansi layanan perizinan berbasis
digital;

Pengawasan proses pengembangan karier, promosi mutasi ASN dan
manajemen kinerja dengan pemanfaatan teknologi informasi;

Penguatan kerja sama antar daerah khususnya Wilayah Bali-Nusa
Tenggara, dengan mengoptimalkan kembali kerja sama yang telah
dilakukan sebelumnya;

Penguatan skema kerja sama dengan negara-negara tetangga antara lain
Timor Leste, Australia, dan New Zealand untuk memperluas pasar
internasional; dan

Penguatan regulasi penataan jalur lalu lintas laut dan penangkapan ikan
serta peningkatan kapasitas masyarakat.

(v)

(vi)

(vii)

(viii)

(ix)

(x)

Arah Kebijakan Landasan Transformasi

A. Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia

Arah kebijakan landasan transformasi ini mencakup:

(i) Peningkatan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan;

(ii) Penguatan regulasi untuk mewujudkan kedauiatan di perbatasan laut
yang mencakup keamanan dan pelestarian sumber daya kelautan,
termasuk percepatan pemberantasan praktik IUU Frshingterutama di WPP
573 (berbatasan dengan perairan Timor Leste dan Australia) yang
menghambat optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam serta
percepatan pembangunan pada kabupaten-kabupaten yang berbatasan
langsung dengan negara tetangga; dan

(iii) Peningkatan keamanan untuk mengur€rngi tingkat kriminalitas lokal dan
lintas batas;

Arah kebijakan Penataan Keuangan Daerah Wilayah Bali-Nusa Tenggara
difokuskan pada:

(i) Peningkatan...
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(i) Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak
daerah dan retribusi daerah (PDRD), pemanfaatan pembiayaan alternatif
terutama KPBU, peningkatan kualitas belanja daerah untuk mendukung
potensi komoditas unggulan, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah
(TKD), sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan
prioritas nasional; dan

(ii) Penguatan pengendalian inflasi daerah.

B. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi

Arah kebijakan untuk mewujudkan ketahanan sosial budaya dan ekologi
mencakup:

(i) Penguatan pendidikan yang berbasis kerukunan antar etnis dan agama;

(ii) Peningkatan pengakuan dan penghormatan pada lembaga-lembaga adat
dan hak ulayat masyarakat Bali-Nusa Tenggara;

(iii) Peningkatan upaya pelestarian adat, tradisi, budaya, dan lingkungan
sebagai identitas dan citra Wilayah Bali-Nusa Tenggara dalam mendukung
pengembangan destinasi pariwisata kebudayaan yang dapat
menggerakkan perekonomian lokal;

(iv) Penguatan kerja sama dan pelibatan tokoh adatlagama di Wilayah Bali-
Nusa Tenggara sebagai penggerak masyarakat dan mitra utarna
pemerintah dalam perencanaan dan penyelenggaracrn pembangunan;

(v) Pengembangan pangan lokal untuk mendukung diversifikasi pangan (padi,
jagung, dan sorgum) di sentra-sentra produksi panganlfood estate
termasuk kawasan transmigrasi lokal yang didukung penyediaan sarana
dan prasarana, SDM unggul dan kompeten, serta modernisasi pertanian
dan irigasi yang berbasis teknologi termasuk pertanian berkelanjutan
sebagai penopang kegiatan ekonomi wilayah serta mendukung
kemandirian menuju kedaulatan pangan lokal;

(vi) Pembangunan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dengan menerapkan
prinsip rendah karbon dan berketahanan iklim, untuk mewujudkan
masyarakat tangguh iklim dan lingkungan hidup yang berkelanjutan
dalam mendukung ketahanan energi dan air;

(vii) Pengelolaan risiko bencana melibatkan multi-aktor pentalrclix dalam
pembangunan dengan memperkuat kesadaran masyarakat akan potensi
bahaya dan pengembangan mitigasi struktural dan non-struktural di
wilayah rawan bencana tinggi;

(viii) Penguatan upaya mempertahankan ekosistem alami berupa hutan daratan
dan bakau serta luasan hutan sebagai tempat wilayah jelajah satwa (home
rangel dan konektivitas spesies yang dilindungi;

(ix) Rehabilitasi dan pemanfaatan lahan pasca tambang;
(x) Perencanaan. . .
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(x) Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan karakteristik daerah
kepulauan, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan,
wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, serta risiko bencana, dengan
penguatan mitigasi risiko pada Wilayah Bali-Nusa Tenggara;

(xi) Pengendalian banjir terpadu di wilayah pariwisata dan perlindungan
pulau-pulau kecil dari risiko abrasi;

(xii) Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis
kearifan lokal;

(xiii) Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda,
penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan,
pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk
perkawinan anak dan perdagangan orang, dengan pelibatan tokoh adat dan
agama di Wilayah Bali-Nusa Tenggara;

(xiv) Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia,
melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam
pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang
pembangunan; dan

(>rv) Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam
pembangunan Wilayah Bali-Nusa Tenggara.

Arah kebijakan untuk mendukung ketahanan sumber daya air terpadu di
Wilayah Bali-Nusa Tenggara yaitu:

(i) Penguatan kemandirian menuju kedaulatan pangan dan ketahanan air
melalui diversifikasi pangan, riset dan inovasi sistem dan teknologi
pertaqian dengan memperhatikan kelestarian lingkungan khususnya
lokasi prioritas kekeringan;

(ii) Modernisasi irigasi; dan

(iii) Perlindungan pulau-pulau kecil dari risiko abrasi.

Kerangka Implementasi Transformasi

A. Agenda Kewilayahan dan Sarana Prasarana

Untuk mendukung pemanfaatan potensi di Wilayah Bali-Nusa Tenggara,
kebijakan kewilayahan dan sarana prasarana diarahkan untuk:
(i) Penuntasan RDTR kabupatenlkota. serta kewenangan tata ruang laut;
(ii) Peningkatan pelaksanaan reforma agraria;

(iii) Pelaksanaan kerja sarna antardaerah khususnya Wilayah Bali-Nusa
Tenggara dalam menopang pembangunan pariwisata dan penggerak
ekonomi lainnya serta meningkatkan kerja sama perdagangan antardaerah;

(iv) Pengembangan pelabuhan-pelabuhan simpul utama di Bali-Nusa Tenggara
untuk mendukung pengembangan kawasan ekonomi termasuk pariwisata
di antaranya pengembangan Pelabuhan Benoa (Bali), Pelabuhan Lembar
(NTB), Pelabuhan Tenau Kupang (NTT), serta pelabuhan lainnya seperti
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Pelabuhan Celukan Bawang (Bali), Pelabuhan Bima (NTB), dan Labuan Bajo
(NTT) secara terpadu;

(v) Pemanfaatan ALKI II di sisi wilayah Selat Lombok serta ALKI III di Nusa
Tenggara Timur secara optimal untuk menghubungkan rantai pasok/nilai
domestik dan global;

(vi) Peningkatan sarana dan prasarana transportasi laut dan penyeberangan
antarpulau untuk penumpang dan logistik terutama antara Pulau Jawa dan
Bali (Ketapang Gilimanuk), Bali NTB (Padang Bai - Lembar) dan
pengembanga.n konektivitas feeder angkutan laut termasuk melalui
pembangunan infrastruktur dan sarana kapal RoRo (Roll-On/Roll-Offi
angkutan barang untuk mengangkut komoditas perkebunan, perikanan
dan peternakan sebagai bagian transportasi multimoda yang menjangkau
seluruh Wilayah Bali-Nusa Tenggara;

(vii) Pengembangan bandara utama (Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai
di Bali, Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid di Lombok dan
Bandara Internasional El Tari di Kupang) dan bandara lainnya yang
terintegrasi dengan pengembangan wilayah termasuk aerocity serta
pengembangan bandara perairan dan seaplane di Wilayah Bali-Nusa
Tenggara untuk mendukung pariwisata dan konektivitas daerah afirmasi
3TP;

(viii)Pembangunan dan rehabilitasi pangkalan kenavigasian pelayaran
bangunan dan fasilitasnya;

(ix) Penyelesaian jalan Trans Sumbawa (NTB) dan Trans Flores (NTT) serta jalan
trans pada pulau-pulau 3TP serta pembangunan dan peningkatan jalan
termasuk jalan daerah;

(x) Pengembangan transportasi perkotaan termasuk sistem angkutan umum
massal perkotaan di Wilayah Metropolitan Denpasar serta kota-kota besar
dan sedang seperti Mataram, Bima, dan Kupang yang andal dan modern
dalam melayani mobilitas penumpang; dan

(xi) Peningkatan kegiatan ekonomi dan keamanan perbatasan.

Percepatan pemenuhan infrastruktur dasar dilakukan melalui:

(i) Pembangunan tampungan air serba guna yang memberikan manfaat secara
cepat bagi kebutuhan air masyarakat sehari-hari;

(ii) Pemenuhan rlmah layak huni berdasarkan karakteristik adat dan budaya
dengan mempertimbangkan konstruksi yang tahan bencana;

(iii) Pemenuhan akses air minum aman serta sanitasi aman, berkelanjutan, dan
inklusif sesuai karakteristik daerah;

(iv) Optimalisasi sumber daya air dan pengembangan teknologi yang efektif dan
efisien dalam pemenuhan akses air minum aman terutama untuk daerah
kepulauan dan rawan air;

(v) Penyediaan. . .
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(v) Penyediaan air siap minum dari keran melalui jaringan perpipaan;

(vi) Penyediaan akses sanitasi melalui sistem terpusat di Wilayah Metropolitan
Denpasar;

(vii) Eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah
tangga melalui pemacuan perubahan perilaku masyarakat serta
penyediaan sarana dan prasarana rantai layanan sanitasi yang aman; dan

(viii)Peningkatan komitmen daerah pada pengelolaan dan pemilahan sampah
yang terpadu sejak dari sumber dengan target 10O persen sampah
terangkut dan tertangani di TPST dengan berorientasi ekonomi sirkuler dan
disesuaikan dengan karakteristik daerah.

B. Kesinambungan Pembangunan

Agenda Kesinambungan Pembangunan meliputi:
(i) Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan

daerah;

(ii) Sinkronisasi periodisasi RPJPD dan RTRW Provinsi;

(iii) Peningkatan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah berdasarkan sasaran
prioritas nasional;

(iv) Penguatan pengendalian pembangunan, melalui penerapan manajemen
risiko;

(v) Peningkatan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan;
dan

(vi) Pengembangan pembiayaan inovatif, termasuk KPBU dan blended finance.

5.2.2.4 Arah Kebijakan Wilayah Kalimantan

Wilayah Kalimantan berkontribusi pada perekonomian Indonesia sebesar 9,2
persen pada Tahun 2022. Selanjutnya, berdasarkan proyeksi, pada Tahun 2045
Kalimantan berpotensi meningkatkan kontribusinya terhadap PDB nasional
menjadi 1 1,3 persen apabila rata-rata pertumbuhan pulau terjaga pada sekitar
6,7-8,O persen per tahun.

Wilayah Kalimantan berpotensi menjadi pusat aglomerasi dan pengembangan
ekonomi baru berbasis klaster ekonomi masa depan untuk mendorong
terciptanya pemerataan ekonomi di Kawasan Timur Indonesia (Gambar 5.2.8).

Gambar . . .
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Gambar 5.2.8 Tema Pembangunan dan Arah Kebijakan Wilayah
Kalimantan

Seiring dengan kehadiran pembangunan Ibu Kota Nusantara serta berbagai
kegiatan prioritas strategis pendukungnya, maka pembangunan Wilayah
Kalimantan diarahkan sebagai"Superhub Ekonomi Nusantara" dengan 5 (lima)
arah pembangunan sebagai berikut:

Pertama, pembangunan sumber daya manusia unggul yang menjadi salah satu
kunci transformasi sosial dan ekonomi di Wilayah Kalimantan yang didukung
dengan peningkatan layanan kesehatan, pendidikan keilmuan maupun
pendidikan karakter, serta keterampilan yang sesuai dengan potensi dan
kebutuhan kegiatan ekonomi masa depan di Wilayah Kalimantan.

Kedua, pembangunan ekonomi yang inklusif, risilien, dan berkelanjutan dengan
meningkatkan interaksi dan interelasi antarwilayah, temtama antara Ibu Kota
Nusantara dengan daerah mitra sebagai superhub ekonomi, pengembangan
hilirisasi industri berbasis sektor ekonomi potensial yang bernilai tambah dan
berkelanjutan, serta pengembangan destinasi wisata potensial dengan
mengoptimalkan mitra dan tenaga kerja lokal.

Ketiga. . .
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Ketiga, pembangunan sarana prasarana untuk menumbuhkan efek berganda
pembangunan ekonomi di Wilayah Kalimantan dalam mewujudkan konsep
superlanb ekonomi serta meningkatkan infrastnrktur konektivitas,
ketenagalistrikan dan digital, serta pemerataan infrastruktur dasar di daerah-
daerah afirmasi 3TP.

Keempat, penguatan tata kelola pemerintahan untuk mendukung akselerasi
pembangunan Wilayah Kalimantan dan penguatan stabilitas pertahanan dan
keamanan untuk menjamin kedaulatan negara di kawasan perbatasan negara
dan Kawasan lbu Kota Nusantara, serta penuntasan RDTR kabupaten/kota dan
perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, terutama
mitigasi risiko pada wilayah perkotaan dan perdesaan.

Kelima, peningkatan ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan ekologi sebagai
modal dasar untuk mendukung pembangunan yang merata, inklusif, dan
berkelanjutan.

Kelima, peningkatan ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan ekologi sebagai
modal dasar untuk mendukung pembangunan yang merata, inklusif dan
berkelanjutan.

Kelima prioritas kebijakan tersebut dijabarkan menjadi arah kebijakan Wilayah
Kalimantan sebagai berikut:

Arah Kebijakan Transformasi

A. Transformasi Sosial

Pembangunan sumber daya manusia menjadi salah satu kunci dalam proses
transformasi sosial dan ekonomi di Wilayah Kalimantan yang diarahkan melalui
kebijakan:

(i) Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup
sehat;

(ii) Pencegahan dan percepatan penurunan sfunting dan percepatan eliminasi
malaria melalui pendekatan integrasi multisektor dan rekayasa lingkungan
habitat vektor;

(iii) Penguatan pemenuhan kebutuhan tenaga medis dan kesehatan yang
didukung dengan pemberian bantuan/insentif dan afirmasi
pendayagunaan tenaga medis dan kesehatan dari masyarakat lokal
terutama di daerah afirmasi 3TP;

(iv) Peningkatan akses pelayanan kesehatan berkualitas melalui penyediaan
layanan kesehatan lanjutan dan diversifikasi spesialisasi keahlian medis,
didukpng teknologi untuk memperluas jangkauan layanan khususnya ke
daerah afirmasi seperti layanan telemedicine untuk penduduk di daerah
perbatasan;

(v) Pengembangan pelayanan kesehatan modern berstandar internasional di
wilayah IKN dan mitra sekitarnya;

(vi) wajib...
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(vi) Wajib PAUD 1 tahun dan sekolah 12 tahun untuk meningkatkan rata-rata
lama sekolah dan kualitasnya;

(vii) Pemerataan kualitas antarsatuan pendidikan dan antardaerah untuk
memastikan lulusan dengan kualitas yang setara dan tingkat kebekerjaan
tinggi;

(viii) Percepatan peningkatan partisipasi pendidikan tinggi dan pengembangan
maupun pembukaan baru perguruan tinggi serta pengadaan prodi
Perguruan Tinggi 6TEAM yang sesuai dengan komoditas unggulan
wilayah;

(ix) Penguatan pengelolaan tenaga pendidik dengan meningkatkan kualitas
dan kompetensi pendidik yang modern dan adaptif, serta peningkatan
proporsi dosen kualifikasi Strata-3;

(x) Pengembangan maupun pembukaan baru perguruan tinggi dan program
studi berstandar internasional berbasis riset dan bidang keilmuan khusus
sesuai klaster ekonomi potensial masa depan melalui kemitraan bersama
perguruan tinggi global;

(xi) Peningkatan akses dan kualitas pendidikan vokasi untuk menyediakan
tenaga kerja dengan talenta terampil dan berpengalaman sesuai potensi
terutama perkebunan, pertambangan, industri dan pariwisata, serta
keterkaitan dengan DUDI yang dikembangkan melalui skema educotion to
emplogment dan pembentukan Center of Excellence di IKN;

(xii) Pembangunan sekolah baru dan perguruan tinggi yang berkualitas
berbasis riset dan bidang keilmuan khusus sesuai klaster ekonomi
potensial masa depan melalui kemitraan bersama perguruan tinggi global
dalam mendukung pembangunan IKN;

(xiii) Penyediaan afirmasi akses pendidikan, terutama untuk daerah yang masih
belum terjangkau termasuk perbatasan dan terpencil dengan
mengembangkan sistem pembelajaran jarak jauh melalui pemanfaatan
TIK, ppnyediaan asrama siswa dan guru, dan penguatan sekolah terbuka;

(xiv) Pengentasan kemiskinan ekstrem pada daerah afirmasi 3TP di selurrrh
wilayah terutama Kalimantan Barat dan Kalimantan Utara melalui
perlindungan sosial adaptif; dan

(xv) Perlindungan sosial yang adaptif bagi seluruh masyarakat terutama
kelompok marginal melalui antara lain penyediaan insentif jaminan
ketenagakerjaan bagi usia pekerja, perlindungan dan keamanan ekonomi
untuk penduduk lansia, serta bantuan sosial terhadap penyandang
disabilitas.

B.Transformasi...
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B. Transformasi Ekonomi

Klaster ekonomi potensial masa depan yang didorong di Wilayah Kalimantan
untuk mengembangkan koridor ekonomi " Superhub Ekonomi Nusantara"
berfokus pada sektor ekonomi pengungkit berbasis keunggulan kompetitif dan
berorientasi pada keberlanjutan. Kondisi ini diharapkan mampu menempatkan
Indonesia pada posisi lebih strategis dalam jalur perdagangan dunia, arus
investasi, dan inovasi teknologi. Upaya tersebut diarahkan melalui kebdakan:

(i) Pembangunan dan pengembangan lbu Kota Nusantara bersama daerah
mitra sebagai superhub ekonomi yang menggerakkan aktivitas ekonomi
maju dan berdaya saing;

(iil Pengembangan pusat-pusat industri di berbagai wilayah Kalimantan
melalui (i) hilirisasi komoditi unggulan Kalimantan (kelapa sawit, batu bara,
migas, dan hasil hutan), dan (ii) berbasis teknologi tinggi dan berkelanjutan
seperti industri oleochemicals, petrochemicals, industri farmasi maju,
industri kendaraan listrik dan bioteknologi;

(iii) Pengembangan industri hdau bernilai tambah tinggi dan berkelanjutan
seperti biokimia pangan, herbal, dan nutrisi untuk meningkatan nilai
tambah dan kompleksitas industri;

(iv) Percepatan hilirisasi pengembangan industri strategis berbasis sektor
ekonomi eksisting yang ditingkatkan seperti petrokimia dan oleokimia;

(v) Pengembangan basis sektor-sektor ekonomi baru yang didorong berbagai
pengembangan inovasi seperti biosimilar dan vaksin, protein nabati, dan
energi terbarukan;

(vi) Pengembangan kawasan sentra produksi pang€rn terpadu, modern, dan
berkelanjutan termasuk food estate untuk pemenuhan konsumsi pangan
dan gizi, penguatan cadangan pangan nasional, dan peningkatan
kesejahteraan petani;

(vii) Pengembangan destinasi wisata potensial, anttrrra lain penetapan destinasi
super prioritas seperti Derawan dan sekitarnya, pengembang€ul eco-tourism
kelas dunia berbasis aset alam (termasuk menjadi global geoparkl dengan
pelibatan mitra lokal untuk meningkatkan nilai tambah pariwisata dan
penyerapan tenaga kerja seperti ekowisata kelas dunia yang berbasis aset
alam, wisata kebugaran dengan identitas khas wilayah, serta destinasi
MICE dan perkotaan;

(viii)Peningkatan rantai nilai global melalui skema-skema kerja sarna regional
dengan Asia Timur dan Pasifik;

(ix) Penyediaan tenaga kerja dengan talenta terampil dan berpengalaman antara
lain melalui up-skitling dan re-skilling sesuai kebutuhan kegiatan ekonomi
masa depan yang dikembangkan melalui skema education to emplogment;

(x) Pembangun€rn...
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(x) Pembangunan perkotaan yang cerdas, hijau, dan berkelanjutan; dan

(xi) Pengembangan kawasan perkotaan, termasuk Wilayah Metropolitan, yang
terintegrasi dan berkelanjutan berbasis karakter wilayah dengan
memperhatikan daya dukung dan daya tampung.

Pembangunan ketenagalistrikan di Wilayah Kalimantan diarahkan untuk:
(i) Pengembangan grid skala kecil terisolasi (i.solated mini gndl untuk

memperluas penyediaan layanan yang lebih berkualitas;

(ii) Penyediaan listrik lbu Kota Nusantara dan daerah Mitra yang hijau, cerdas
dan berkelanjutan;

(iii) Pengembangan jaringan listrik cerdas (smaft gridl untuk mendukung
peningkatan keandalan dan dekarbonisasi pasokan tenaga listrik;

(iv) Pengembangan pasokan listrik terintegrasi dengan industri melalui
pemanfaatan sumber energi primer (Sungai Kayan) serta batu bara dan gas;

(v) Mendorong pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan untuk
memperbaiki bauran pembangkit listrik di wilayah Kalimantan (termasuk
mempertimbangkan pembangunan PLTN) sebagai pasokan di wilayah
Kalimantan maupun antarpulau; dan

(vi) Mengembangkan interkoneksi antarwilayah (transmisi interkoneksi ke
Sistem Jawa Sumatera) untuk evakuasi daya listrik terbarukan dan
peningkatan keandalan (termasuk upaya pemenuhan kebutuhan tenaga
listrik di Ibu Kota Nusantara, diperlukan pembangunan jaringan transmisi
5O0 kV untuk mengevakuasi daya dari PLTA di Kalimantan Utara);

Pembangunan ekosistem digital yang perlu dilakukan di Wilayah Kalimantan
dalam rangka transformasi digital antara lain meliputi:

(i) Penuntasan dan penguatan infrastruktur teknologi informasi dan
komunikasi (TIK) melalui upaya memperluas jaringan broadband hingga
menjangkau ke seluruh pelosok (utamanya di Kawasan lbu Kota Nusantara)
serta kawasan industri dan pertambangan;

(ii) Peningkatan utilisasi dan pemanfaatan TIK di berbagai sektor prioritas
melalui upaya meningkatkan digitalisasi di sektor strategis; dan

(iii) Peningkatan fasilitas pendukung transformasi digital melalui upaya
meningkatkan literasi digital bagi masyarakat, menciptakan keamanan
informasi dan siber serta kemampuan SDM digital atau digital skfll (antara
lain melalui pelatihan talenta digital dasar, menengah, dan tinggi, serta
kepemimpinan digital).

B.Transformasi...
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B. Transformasi Tata Kelola

Penguatan tata kelola diarahkan melalui kebijakan:

(i) Optimasi regulasi, termasuk proses pra-regulasi yang memadai di daerah;

(ii) Meningkatkan partisipasi masyarakat sipil yang bermakna termasuk
pelibatan masyarakat suku asli Kalimantan;

(iii) Peningkatan respons terhadap laporan pelayanan publik masyarakat;

(iv) Pengembangan smart gouemment serta penguatan kapasitas aparatur
daerah dan lembaga dalam hal manajemen data dan keamanan informasi,
kapasitas digital SDM ASN, dan pengelolaan aset daerah;

(v) Percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk
penguatan aspek pemerintahan digital;

(vi) Peningkatan pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui pendidikan
anti korupsi; transparansi proses perencanaan, penganggaran, dan
pengadaan barang dan jasa; serta transparansi layanan penzrnan berbasis
digital; dan

(viilPengawasan proses pengembangan karier, promosi mutasi ASN, dan
manajemen kinerja dengan pemanfaatan teknologi informasi.

Landasan Transformasi

A. Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia

Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia diwujudkan
melalui arah kebijakan:

(i) Peningkatan keamanan untuk mengurangi tingkat kriminalitas lokal dan
lintas batas;

(ii) Penyelesaian permasalahan Attstanding Boundary hoblems (OBP) di
Kalimantan Barat dan Kalimantan Utara;

(iii) Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui Intensifikasi pendapatan pajak
daerah dan retribusi daerah (PDRD), pemanfaatan pembiayaan alternatif
antara lain KPBU, CSR, dana jasa ekosistem dan pasar karbon, peningkatan
kualitas belanja daerah untuk mendukung potensi komoditas unggulan,
optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), sinergi perencanaan
dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional; dan

(iv) Penguatan pengendalian inflasi daerah.

B. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi

Upaya untuk memperkuat ketahanan sosial budaya dan ekologi akan diarahkan
melalui:

(i) Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis
kearifan lokal;

(ii) Penguatan. . .
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(ii) Penguatan pendidikan yang berbasis kerukunan antar etnis dan agama;
(iii) Peningkatan pengakuan dan penghormatan pada lembaga-lembaga adat

dan hak ulayat masyarakat di Wilayah Kalimantan;
(iv) Perlindungan masyarakat lokal dan promosi budaya melalui

pengembangan area pusat budaya sebagai destinasi wisata bernilai
ekonomi tinggi;

(v) Pengembangan nilai-nilai luhur budaya lokal serta kearifan lokal dalam
berbagai aktivitas sosial serta pendidikan karakter khususnya generasi
muda;

(vi) Penyediaan ruang publik yang inklusif sebagai wahana interaksi sosial
antarwarga dan ekspresi budaya;

(vii) Pengembangan diversifikasi pangan;
(viii) Peningkatan rehabilitasi hutan dan lahan, khususnya tambang serta

penghambatan laju deforestasi ;

(ix) Rehabilitasi dan pemanfaatan lahan pasca tambang;
(x) Pelestarian bentang alam (sungai, gunung, bukit, dan hutan) yang dapat

membentuk identitas wilayah, serta perlindungan keanekaragaman
hayati dan penguatan ekosistem lingkungan berbasis kearifan lokal;

(xi) Penguatan upaya mempertahankan ekosistem alami berupa hutan
daratan dan bakau serta luasan hutan sebagai tempat wilayah jelajah
satwa (lwme rangel dan konektivitas spesies yang dilindungi di antaranya
Orang Utan Borneo dan Gajah Kalimantan;

(xii) Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan daya dukung, daya
tampung lingkungan hidup, luasan hutan, wilayah jelajah satwa spesies
dilindungi, serta risiko bencana;

(xiii) Peningkatan mitigasi stnrktural dan non-struktural dalam
penanggulangan bencana, termasuk adaptasi perubahan iklim;

(xiv) Pengembangan solusi berbasis alam lnafitral based solutionl untuk
pengendalian bencana seperti banjir dan kebakaran hutan;

(xv) Peningkatan ketangguhan, sistem peringatan dini, kesiapsiagaan dan
respons terhadap bencana;

(>rvi) Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis
kearifan lokal;

(xvii) Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempua.n, pemuda,
penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan,
pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk
perkawinan anak dan perdagangan orang;

(:rviii) Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia
melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam
pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang
pembangunan; dan

(xix) Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam
pembangunan Wilayah Kalimantan.

Arah kebijakan untuk mendukung ketahanan sumber daya air terpadu di
Wilayah Kalimantan yaitu:

(i) Pembangunan...
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(i) Pembangunan bendungan yang diprioritaskan terintegrasi dengan
pengembangan kawasan;

(ii) Pembangunan irigasi baru terutama pada sawah tadah hujan eksisting
dan area dengan kategori lahan sesuai sepenuhnya;

(iii) Pengembangan nafitral based solution untuk pengendalian banjir;
(iv) Pengembangan area yang didedikasikan sebagai retarding basin;

(v) Pembangunan cleck dam pengendali aliran sedimen untuk menjamin
keberlanjutan fungsi sungai sebagai alur pelayaran; dan

("i) Perlindungan IKN dari banjir kala ulang 1OO tahun.

Kerangka Implementasi Transformasi

A. Agenda Kewilayahan dan Sarana Prasarana

Kebijakan sarana dan prasarana dasar juga diarahkan untuk:
(i) Penguatan kerja sama antardaerah dalam pengelolaan wilayah berbasis

kesatuan ekologi/ekosistem di Wilayah Kalimantan;

(ii) Penuntasan RDTR kabupaten/kota serta kewenangan tata ruang laut;
(iii) Peningkatan pelaksanaan reforma agraria;

(iv) Pengembangan pelabuhan-pelabuhan simpul utama di Kalimantan untuk
mendukung pengembangan kawasan ekonomi, utamanya dalam
mendukung konsep Economic Hub tiga kota di Kalimantan Timur (IKN,
Balikpapan, dan Samarinda), di antaranya pada Pelabuhan Semayang
dan Pelabuhan Samarinda, serta Pelabuhan Kijing (Kalimantan Barat),
yang dikembangkan secara terpadu (pelabuhan simpul domestik dan
secara bertahap sebagai ltub internasional);

(v) Pemanfaatan Alur [.aut Kepulauan Indonesia (ALKI) I di sisi wilayah
Kalimantan bagian barat dan ALKI II di sisi wilayah IGlimantan bagran timur
secara optimal unhrk menghubungkan rantai pasok/nilai domestik nasional
dan global dengan pembangunan dan pengembangan jaringan konelrtivitas
yang terpadu;

(vi) Pengembangan bandara utama (Bandara Sultan Aji Muhammad
Sulaiman di Balikpapan dan Bandara Syamsudin Noor di Banjarmasin)
dan bandara lainnya yang terintegrasi dengan pengembangan wilayah
(termasuk aerocity) serta pengembangan bandara perairan dan seaplane
/termasuk untuk mendukung pariwisata dan konektivitas daerah
afirmasi);

(vii) Pembangunan jalan tol, penyelesaian jalan Trans Kalimantan terutama
pada koridor perbatasan antarnegara, dan pembangunan serta
peningkatan jalan termasuk jalan daerah sebagai bagian transportasi
multimoda untuk menjangkau seluruh Wilayah Kalimantan;

(viii) Pengembangan . . .
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(viii)

(ix)

(x)

(xi)

Pengembangan moda kereta api untuk angkutan logistik serta kereta api
antarkota selaras dengan pertumbuhan permintaan dan pengembangan
wilayah;

Pengembangan angkutan sungai untuk distribusi logistik serta akses ke
simpul utama transportasi;

Pengembangan transportasi perkotaan termasuk sistem angkutan umum
massal di wilayah metropolitan serta kota-kota besar dan sedang yang
andal sesuai dan modern dalam melayani penumpang dengan proyeksi
perkembangan penduduknya, seperti Ibu Kota Nusantara, Balikpapan,
Samarinda, Banjarmasin, Palangkaraya, Pontianak dan kota-kota
lainnya; dan

Pengembangan pasokan listrik terintegrasi dengan industri terutama
melalui pemanfaatan energi hidro seperti Sungai Kayan.

Percepatan pemenuhan infrastruktur dasar dilakukan melalui:

(i) Pemenuhan akses air minum aman serta sanitasi aman, berkelanjutan,
dan inklusif sesuai karakteristik daerah;

(ii) Optimalisasi sumber daya air dan pengembangan teknologi yang efektif dan
efisien dalam pemenuhan akses air minum aman terutama untuk daerah
kepulauan dan rawan air;

(iii) Pengelolaan sumber daya air berkelanjutan bertumpu pada pengembangan
teknologi yang efektif dan efisien, serta pembangunan sistem dan
infrastruktur sumber daya air yang dapat beradaptasi dengan iklim, antara
lain dengan mempertimbangkan pertumbuhan kota masa depan dalam
upaya pemenuhan akses air minum aman serta mendukung pengurangan
risiko bencana;

(iv) Pembangunan permukiman dan hunian vertikal yang kompak, layak, dan
terhubung dengan infrastruktur strategis;

(v) Pengelolaan sampah dan limbah yang terpadu dari hulu ke hilir dengan
target pemilahan sampah sejak dari rumah tangga dengan target 100
persen sampah terangkut dan tertangani di TPST untuk menciptakan
ekonomi sirkuler dengan fasilitas terintegrasi seperti wastehub atau
neksus; dan

(vi) Eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah
tangga melalui pemicuan perubahan perilaku masyarakat serta penyediaan
sarana dan prasarana rantai layanan sanitasi yang aman.

B. Kesinambungan Pembangunan
Arah kebijakan kesinambungan pembangunan di Wilayah Kalimantan yaitu,
(i) Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan

daerah;
(ii) Sinkronisasi periodisasi RPJPD dan RTRW Provinsi;

(iii) Peningkatan. . .
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(iii) Peningkatan akuntabilitas kinerja pemda berdasarkan sasaran prioritas
nasional;

(iv) Penguatan pengendalian pembangunan, melalui penerapan manajemen
risiko;

(v) Peningkatan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan;
dan

(vi) Pengembangan pembiayaan inovatif, termasuk KPBU darr blended financa

5.2.2.5 Arah Kebijakan Wilayah Sulawesi
Wilayah Sulawesi berkontribusi pada perekonomian Indonesia sebesar 7,O
persen pada Tahun 2022. Selanjutnya, berdasarkan proyeksi, pada Tahun 2045
Sulawesi berpotensi meningkatkan kontribusinya terhadap PDB nasional
menjadi 8,1 persen apabila rata-rata pertumbuhan pulau terjaga pada sekitar
7,8-9,3 persen per tahun.
Pengembangan Wilayah Sulawesi diarahkan sebagai "Penunjang &tperhub
Ekonomi Nusantara dan Industri Berbasis SDA' (Gambar 5.2.91 berperan
sebagai wilayah penyangga pembangunan lbu Kota Nusantara (IKN) beserta 6
klaster ekonomi sebagai superlanb ekonomi Nusantara serta pintu gerbang
internasional Kawasan Timur lndonesia (KTI), melalui pengembangan industri
hilirisasi mineral, dan lumbung pangan nasional. Untuk itu dibangun
konektivitas antarwilayah yang menjadi kunci rantai nilai domestik (Domestic
Value Chainl, diperkuat dengan Globat Value Chain melalui skema kerja sama
regional. Ke depannya pertumbuhan tinggi daerah akan lebih diimbangi dengan
upaya-upaya yang inklusif dan berkelanjutan melalui penguatan kebijakan
pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial. Berdasarkan arah
pembangunan tersebut, pembangunan di Wilayah Sulawesi mencakup 5 (lima)
prioritas:
Pertama, pembangunan sumber daya manusia (SDM) terutama untuk
mendukung peningkatan kualitas kesehatan, pendidikan, dan ketenagakerjaan,
serta mendorong pembangunan ekosistem riset dan inovasi.
Kedua, pembangunan ekonomi yang diarahkan untuk penguatan rantai
produksi dan rantai nilai, serta peningkatan produktivitas dan daya saing
perekonomian wilayah secara berkelanjutan yang difokuskan pada kawasan
industri pertambangan, kawasan industri galangan kapal, kawasan ekowisata,
kawasan perikanan tangkap dan budidaya, serta industri pengolahannya,
kawasan pertanian tanaman pangan, serta kawasan perkebunan kakao, kelapa,
dan kopi.

Ketiga, pembangunan sarana dan prasarana konektivitas untuk mendukung
fungsi httb dan pintu gerbang internasional KTI dengan memanfaatkan ALKI II
dan III, serta peningkatan infrastruktur ketenagalistrikan dan digital.

Keempat, perbaikan tata kelola pemerintahan, termasuk penataan keuangan
daerah untuk mewujudkan good gouernane dan kemandirian fiskal, serta
penguatan stabilitas pertahanan dan keamanan di wilayah Sulawesi, khususnya
di kawasan Perbatasan' 

Kerima. . .
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Kelima, peningkatan ketahanan sosial, budaya, dan ekologi, termasuk
penguatan pengendalian rencana tata ruang wilayah dengan
mempertimbangkan risiko bencana serta penuntasan RDTR kabupaten/kota
untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berbudaya.

Rincian arah kebdakan yang berfokus kepada kelima prioritas di atas adalah
sebagai berikut (Gambar 5.2.91:

Gambar 5.2.9 Tema Pembangunan dan Arah Kebijakan Wilayah Sulawesi

Arah Kebijakan Transformasi

A. Transformasi Sosial

Transformasi sosial diarahkan melalui kebijakan:

(i) Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat;

(ii) Pencegahan dan percepatan penurunan sfitnting, khususnya di Provinsi
Sulawesi Barat serta percepatan eliminasi penyakit menular di daerah
endemis, seperti malaria, sistosomiasis di Provinsi Sulawesi Tengah melalui
pendekatan integrasi multisektor dan rekayasa lingkungan habitat vektor;

(iii) Peningkatan...
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(iii) Peningkatan akses pelayanan kesehatan berkualitas melalui peningkatan
akses pelayanan kesehatan berkualitas melalui penyediaan pelayanan
kesehatan bergerak (mobile health seruiesl, khususnya untuk daerah
kepulauan dengan moda yang sesuai dengan karakteristik alam;

(iv) Penguatan pemenuhan kebutuhan tenaga medis dan kesehatan yang
didukung dengan pemberian bantuan / insentif dan afirmasi pendayagunaan
tenaga medis dan kesehatan dari masyarakat lokal terutama di daerah sulit
akses dan daerah afirmasi 3TP;

(v) Pengembangan sistem telemedicine yang didukung oleh peningkatan
cakupan jaminan sosial masyarakat (kesehatan dan ketenagakerjaan);

(vi) Wajib PAUD 1 tahun dan sekolah 12 tahun untuk meningkatkan rata-rata
lama sekolah dan kualitasnya;

(vii)Pemerataan kualitas antarsatuan pendidikan dan antardaerah untuk
memastikan lulusan dengan kualitas yang setara dan tingkat kebekerjaan
tinggi;

(viii) Percepatan peningkatan partisipasi pendidikan tinggi, serta pengadaan prodi
Perguruan Tinggi (STEAM yang sesuai dengan komoditas unggulan wilayah
seperti pertambangan, industri pengolahan hasil pertambangan, perikanan,
dan pariwisata;

(ix) Penguatan pengelolaan tenaga pendidik dengan meningkatkan kualitas dan
kompetensi pendidik yang modern dan adaptif, serta peningkatan proporsi
dosen kualilikasi Strata-3 ;

(x) Peningkatan akses dan kualitas Pendidikan vokasi sesuai dengan potensi
ekonomi seperti pertambangan, industri pengolahan hasil pertambangan,
dan perikanan serta keterkaitan dengan DUDI;

(xi) Penyediaan afirmasi akses pendidikan, terutama untuk daerah yang masih
belum terjangkau termasuk pengembangan sistem pembelajaran jarak jauh
melalui pemanfaatan TIK yang menjangkau daerah terpencil, penyediaan
asrama siswa dan guru, dan penguatan sekolah terbuka;

(xii)Pembangunan ekosistem riset dan inovasi, serta ekosistem pariwisata yang
berbasis digital untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja;

(xiii) Pengentasan kemiskinan terutama pada perdesaan dan daerah afirmasi 3T
melalui perlindungan sosial adaptif; dan

(xiv) Perlindungan sosial yang adaptif bagr seluruh masyarakat terutama
kelompok marginal melalui antara lain penyediaan insentif jaminan
ketenagakerjaan bagi usia pekerja, perlindungan dan keamanan ekonomi
untuk penduduk lansia, serta bantuan sosial terhadap penyandang
disabilitas.
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B. Transformasi Ekonomi

Transformasi ekonomi untuk mengembangkan koridor ekonomi "Penunjang
Superhub Ekonomi Nusantara dan Industri Berbasis SDA" diarahkan melalui
kebijakan:

(i) Peningkatan nilai tambah dan kompleksitas industri, termasuk hilirisasi
industri berbasis sumber daya alam mineral seperti nikel dan aspal, serta
peningkatan daya saing sektor pertanian dan perikanan berikut
pengembangan teknologi dan efisiensi rantai distribusinya;

(ii) Peningkatan daya saing sektor tradisional untuk pertumbuhan
berkelanjutan (sektor perikanan budidaya, perikanan tangkap, wisata
bahari, dan industri galangan kapal);

(iii) Penumbuhan dan peningkatan kapasitas emerging secfors (bioekonomi dan
bioteknologi, pendidikan dan riset, serta manajemen sumber daya);

(iv) Optimalisasi peran pusat-pusat pertumbuhan baru untuk pengembangan
produk unggulan dalam mendukung pengembangan wilayah;

(v) Peningkatan produktivitas dan nilai tambah, serta efisiensi rantai distribusi
komoditas pertanian, perkebunan, dan perikanan;

(vi) Peningkatan nilai tambah dan penerapan pariwisata berkelanjutan termasuk
pengembangan wilayah konservasi alam sebagai sumber pertumbuhan
ekonomi leco-touisml;

(vii)Optimalisasi peran perdesaan dalam upaya peningkatan diversifikasi
ekonomi yang inklusif;

(viii) Penerapan Teknologi Infomasi dan Komunikasi (TIK) dan inovasi untuk
pengembangan komoditas unggulan;

(ix) Pengembangan ekonomi biru berbasis keunggulan wilayah;
(x) Penguatan kemandirian menuju kedaulatan pangan dan ketahanan air,

antara lain melalui pertanian berkelanjutan;
(xi) Peningkatan rantai nilai global melalui skema-skema kerja sama regional

dengan Asia Timur, Pasifik dan Australia;
(xii)Peningkatan up-skilling dan re-skilling SDM utamanya terkait pariwisata,

pertanian, pertambangan dan industri; dan
(xiii) Pengembangan kawasan perkotaan, termasuk Wilayah Metropolitan, yang

terintegrasi dan berkelanjutan berbasis karakter wilayah dengan
memperhatikan daya dukung dan daya tampung.

Pembangunan ketenagalistrikan di Wilayah Sulawesi diarahkan untuk:
(i) Pengembangan pasokan listrik terintegrasi dengan industri melalui

pemanfaatan sumber energi tersedia;

(ii) Mendorong pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan untuk
memperbaiki bauran pembangkit listrik;

(iii) Pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan skala kecil (isotatedmini-gidl
guna memperluas penyediaan layanan yang lebih berkualitas;

(iv) Pengembangan...
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(iv) Pengembangan jaringan listrik cerdas (smart gndl dalam mendukung
peningkatan keandalan dan upaya dekarbonisasi pasokan tenaga listrik; dan

(v) Mengembangkan sistem interkoneksi dalam meningkatkan kestabilan dan
keandalan pasokan listrik.

Pembangunan ekosistem digital yang perlu dilakukan di Wilayah Sulawesi dalam
rangka transformasi digital antara lain meliputi:

(i) Penuntasan dan penguatan infrastruktur teknologi informasi dan
komunikasi (TIK) melalui upaya memperluas jaringan broadband hingga
menjangkau ke seluruh pelosok;

(ii) Peningkatan utilisasi dan pemanfaatan TIK di berbagai sektor prioritas
melalui upaya meningkatkan digitalisasi di sektor strategis; dan

(iii)Peningkatan fasilitas pendukung transformasi digital melalui upaya
meningkatkan literasi digital bagi masyarakat, menciptakan keamanan
informasi dan siber serta kemampuan SDM digital atau digital skill (antara
lain melalui pelatihan talenta digital dasar, menengah, dan tinggi, serta
kepemimpinan digita}.

C. Transformasi Tata Kelola

Transformasi tata kelola diarahkan melalui kebijakan:

(i) Optimasi dan harmonisasi regulasi, termasuk proses pra-regulasi yang
memadai di daerah;

(ii) Meningkatkan partisipasi masyarakat sipil yang bermakna termasuk
pelibatan masyarakat;

(iii) Peningkatan respons terhadap laporan pelayanan publik masyarakat;

(iv) Pengembangan smart gouemment serta penguatan kapasitas aparatur
daerah dan lembaga dalam hal manajemen data dan keamanan informasi,
kapasitas digital SDM ASN, dan pengelolaan aset daerah;

(v) Percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk
penguatan aspek pemerintahan digital;

(vi) Peningkatan pencegahan dan pemberantasan korrrpsi melalui pendidikan
anti korupsi; transparansi proses perencanaan, penganggararl, dan
pengadaan barang dan jasa; serta transparansi layanan penzinan berbasis
digital; dan

(vii)Pengawasan proses pengembangan karier, promosi mutasi ASN dan
manajemen kinerja dengan pemanfaatan teknologi informasi.

Arah Kebijakan Landasan Transformasi

A. Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia

SK No 218806 A

Supremasi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-293-

Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia dilakukan melalui
kebijakan:

(i) Penguatan kerja sama antarnegara dengan Malaysia dan Filipina dalam
pencegahan dan penanggulangan ancaman terorisme;

(ii) Peningkatan keamanan dan ketertiban untuk mengurangi tingkat
kriminalitas lokal, khususnya di kawasan industri baru;

(iii) Pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan pengawasan keamanan di
wilayah perbatasan laut;

(vi) Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui Intensifikasi pendapatan pajak
daerah dan retribusi daerah (PDRD), pemanfaatan pembiayaan alternatif
antara lain KPBU, CSR, dana jasa ekosistem dan pasar karbon, peningkatan
kualitas belanja daerah untuk mendukung potensi komoditas unggulan,
optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), sinergi perencanaan
dan penganggar€rn prioritas daerah dengan prioritas nasional; dan

(vii)Penguatan pengendalian inflasi daerah.

B. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi

Ketahanan sosial budaya dan ekologi diarahkan melalui kebdakan:

(i) Penguatan pendidikan yang berbasis kerukunan antar etnis dan agama;
(i0 Penguatan modal sosial untuk pemberdayaan masyarakat, preservasi

budaya dan penguatan kearifan lokal, dan pengembangan pendidikan
karakter sejak dini untuk mengurangi masalah sosial seperti perkawinan
anak;

(iiil Diversilikasi pangan termasuk untuk meningkatkan derajat kesehatan;
(iv) Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan daya dukung, daya

tampung lingkungan hidup, luasan hutan, wilayah jelajah satwa spesies
dilindungi, serta risiko bencana;

(v) Penguatan efektivitas Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH);

(vi) Penguatan manajemen bencana, mencakup mitigasi struktural dan
nonstruktural, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan adaptasi pemulihan
terhadap bencana;

(vii) Rehabilitasi dan pemanfaatan lahan pasca tambang;
(viii) Pembangunan infrastruktur tanggap bencana berbasis lingkungan;
(ix) Pemanfaatan dan penguatan teknologi berbasis tanggap bencana;
(x) Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis

kearifan lokal;
(xi) Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang

disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan
resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak
dan perdagangan orang;

(xii) Pemberdayaan...
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(xii) Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia
melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam
pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang
pembangunan; dan

(xiii)Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam
pembangunan Wilayah Sulawesi.

Arah kebijakan untuk mendukung ketahanan sumber daya air terpadu di
Wilayah Sulawesi dilakukan melalui:

(i) Pembangunan tampungan air serba guna yang memberikan manfaat secara
cepat bagi kebutuhan air sehari-hari masyarakat;

(ii) Pengembangan dan pengelolaan irigasi untuk menunjang sawah beririgasi
produktif eksisting;

(iii) Pengembangan natural based solution untuk pengendalian banjir seperti
penguatan tanggul alami di sungai;

(iv) Pengembangan Flood Forecasting Warning System;

(v) Perlindungan pulau-pulau kecil dari risiko abrasi;

(vi) Perlindungan Makassar dan Manado dari banjir kala ulang 1OO tahun;

(vii)Penguatan upaya pengelolaan dan mempertahankan ekosistem alami berupa
kawasan konservasi untuk menjaga keberadaan hutan alam dan bakau serta
menjaga luasan hutan sebagai tempat wilayah jelajah satwa (lwme rangel
dan konektivitas spesies yang dilindungi di antaranya a.noa dan babi rusa;

(viii) Peningkatan kapasitas SDM petani dalam menerapkan pertanian cerdas
iklim;

(ix) Penerapan teknologi climate smart agrianlfitre melalui penyediaan bibit
berkualitas;

(x) Penguatan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit yang dipengaruhi
oleh iklim; dan

(xi) Pewujudan pencegahan, penurunan, dan pengendalian penyakit serta
masalah kesehatan akibat pertrbahan iklim.

Kerangka Implementasi Transformasi

A. Agenda Kewilayahan dan Sarana Prasarana

Agenda kewilayahan dan sarana prasarana diarahkan melalui kebijakan:

(i) Penguatan kerja sama antardaerah dalam pengelolaan wilayah berbasis
kesatuan ekologi/ ekosistem di Wilayah Sulawesi;

(ii) Penuntasan RDTR kabupaten/kota serta kewenangan tata ruang laut;
(iii) Peningkatan pelaksanaan reforma agraria;

(iv) Pengembangan...
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(iv) Pengembangan pelabuhan-pelabuhan simpul utama di Sulawesi untuk
mendukung pengembangan kawasan ekonomi di antaranya pengembangan
Pelabuhan Makassar (Sulawesi Selatan) dan pelabuhan Bitung (Sulawesi
Utara) serta Pelabuhan lainnya seperti Pelabuhan Gorontalo/Anggrek
(Gorontalo), Pelabuhan Pantoloan (Sulawesi Tengah), Pelabuhan Kendari
(Sulawesi Tenggara) sehingga dapat berperan sebagai hub komoditas untuk
Kawasan Timur Indonesia;

(v) Pemanfaatan ALKI II di sisi wilayah Sulawesi bagian barat dan ALKI III di sisi
Wilayah Sulawesi bagian timur secara optimal untuk menghubungkan rantai
pasok/nilai domestik dan global;

(vi) Pengembangan konektivitas feeder angkutan laut termasuk melalui
pembangunan infrastruktur dan sarana kapal RoRo (Roll-On/ Roll-Offi
angkutan barang sebagai bagian transportasi multimoda untuk menjangkau
seluruh Wilayah Sulawesi;

(vii)Pengembangan bandara utama (Sultan Hasanuddin di Sulawesi Selatan dan
Sam Ratulangi di Sulawesi Utara) serta bandara lainnya dan integrasi
dengan pengembErngan wilayah termasuk aerocity serta pengembanga.n
bandara perairan dan seaplane terrnasuk untuk mendukung pariwisata dan
aksesibilitas;

(viii) Pembangunan jalan tol dan penyelesaian Trans Sulawesi serta
pembangunan dan peningkatan kapasitas jalan daerah pada koridor utama
untuk mendukung integrasi rantai pasok domestik (menghubungkan
kawasan ekonomi dan pelabuhan/ bandara);

(ix) Penyelesaian kereta antarkota Makassar - Parepare, serta pengembangan
kereta angkutan barang terpadu dengan pengembangan kawasan, simpul
transportasi utama (pelabuhan), dan fasilitas antarmoda; dan

(x) Pengembangan transportasi perkotaan termasuk sistem angkutan umum
massal perkotaan di Wilayah Metropolitan Makassar dan Manado serta kota-
kota besar dan sedang lain seperti Kendari dan Gorontalo yang andal serta
modern dalam melayani mobilitas penumpang.

Percepatan pemenuhan sarana dan prasarana dasar yang inklusif dan
menjangkau seluruh Wilayah Sulawesi dilakukan melalui:

(i) Pemenuhan rumah layak huni yang disesuaikan dengan karakteristik
budaya dan adat, risiko bencana, dan kondisi geografis wilayah pesisir dan
kepulauan;

(ii) Pengembangan hunian vertikal, terutama di wilayah perkotaan dan sekitar
pusat pertumbuhan;

(iii) Penataan kawasan permukiman, terutama di wilayah perkotaan dan sekitar
pusat pertumbuhan;

(iv) Pemenuhan akses air minum aman serta sanitasi aman, berkelanjutan, dan
inklusif sesuai karakteristik daerah;
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(v) Optimalisasi sumber daya air dan pengembangan teknologi yang efektif dan
efisien dalam pemenuhan akses air minum aman terutama untuk daerah
kepulauan dan rawan air;

(vi) Eliminasi praktik BABS di seluruh mmah tangga melalui pemicuan
perubahan perilaku masyarakat serta penyediaan sarana dan prasarana
rantai layanan sanitasi yang aman; dan

(vii)Penyediaan pengelolaan persampahan yang terpadu dari hulu hingga ke hilir
dengan target pemilahan sampah sejak dari rumah tangga dengan target 10O
persen sampah terangkut dan tertangani di TPST dengan berorientasi pada
prinsip ekonomi sirkuler.

B. Kesinambungan Pembangunan

Arah kebijakan kesinambungan pembangunan meliputi:

(i) Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perenc€rnaan pusat dan
daerah;

(ii) Sinkronisasi periodisasi RPJP Daerah dan RTRW Provinsi;

(iii) Peningkatan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah berdasarkan sasaran
prioritas nasional;

(iv) Penguatan pengendalian pembangunan, melalui penerapan manajemen
risiko;

(v) Peningkatan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan;
dan

(vi) Pengembangan pembiayaan inovatif, termasuk KPBU dan blended finance.

5.2.2.6 Arah Kebdakan Wilayah Maluku

Wilayah Maluku berkontribusi pada perekonomian Indonesia sebesar 0,7 persen
pada Tahun 2022. Selanjutnya, berdasarkan proyeksi, pada Tahun 2045
Maluku berpotensi meningkatkan kontribusinya terhadap PDB nasional menjadi
2,0 persen apabila rata-rata pertumbuhan pulau terjaga pada sekitar lO,4-12,O
persen per tahun. Pembangunan Wilayah Maluku untuk 20 tahun mendatang
diarahkan sebagai Hub Kemaritiman Wilayah Timur Indonesia melalui
pendayagunaan sumber daya kelautan dengan tetap mengoptimalkan sumber
daya lainnya berdasarkan prinsip berkelanjutan.

Dalam membangun fuh ekonomi biru tersebut, terdapat lima hal yang menjadi
prioritas, yaitu:

Pertama, pembangunan sumber daya manusia (SDM) lokal sesuai keunggulan
wilayah.

Kedua. pengembangan sentra-sentra industri yang dilengkapi dengan pusat
riset, inovasi, dan teknologi (maitime scienee technopark, industri galangan
kapal, seauteed science technopark, coconut science technopark, dan spices
science technopark) di kawasan perkotaan, sentra-sentra produksi di kawasan

perdesaan. . .
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perdesaan untuk meningkatkan keterkaitan pembangunan desa-kota, kawasan
pariwisata dengan kelas premium dan mass tourism, serta optimalisasi
kawasan-kawasan pertumbuhan eksisting dengan mempertimbangkan aspek
kebencanaan, daya dukung, dan daya tampung lingkungan hidup.

Ketiga, pembangunan pelabuhan transit Hub domestik dan pusat logistik,
peningkatan infrastruktur konektivitas, ketenagalistrikan, dan digital yang
menjangkau seluruh Wilayah Maluku.

Keempat, penguatan tata kelola untuk mewujudkan agile gouerrlqnce,
pengelolaan fiskal daerah serta upaya penguatan pertahanan dan keamanan
untuk mewujudkan stabilitas wilayah, serta penuntasan RDTR kabupaten/kota
dan perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana,
terutama mitigasi risiko.

Kelima, upaya peningkatan masyarakat yang berbudaya dan tangguh dalam
mengelola lingkungan dan sumber daya pembangunan.

Arah Kebijakan Transformasi

A. Transformasi Sosial

Transformasi

SK No 218801 A



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-298-

Transformasi sosial diarahkan melalui kebijakan (Gambar 5.2.10):

Gambar 5.2.10 Transformasi Sosial dalam Pemenuhan SDM Unggul
Wilayah Maluku

(i) Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup
sehat;

(ii) Pencegahan dan percepatan penurunan sfunting terutama dengan
meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan dan pemberian makanan
tambahan berbasis pangan lokal, serta percepatan eliminasi malaria;

(iii) Peningkatan akses pelayanan kesehatan berkualitas melalui sistem
rujukan kepulauan (termasuk RS Perairan) dan penguatan telemedicine
serta sistem sr;ster hospital dengan RS di wilayah lain;

(iv) Penyediaan pelayanan kesehatan bergerak (mobile health seruicesl, serta
pengembangan sistem telemedicine berbasis gugus pulau;

(v) Penguatan pemenuhan tenaga medis dan kesehatan yang didukung
dengan pemberian bantuan / insentif dan afirmasi pendayagunaan tenaga
medis dan kesehatan dari masyarakat lokal terutama di daerah sulit
akses dan alirmasi 3T;

(vi) Pendampingan...
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(vi) Pendampingan daerah dengan kapasitas sistem kesehatan yang rendah
untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan;

(vii) Pemenuhan sarana prasarana di fasilitas layanan kesehatan yang
memadai dan merata di semua wilayah, termasuk jaringan internet,
listrik dan sarana prasarana penanganan limbah medis, serta
pengembangan skema pelayanan kesehatan berbasis perairan;

(viii) Percepatan pemenuhan infrastruktur pelayanan dasar dan konektivitas
yang menjangkau intra dan antar wilayah Maluku berbasis gugus pulau;

(ix) Wajib PAUD 1 tahun dan sekolah 12 tahun untuk meningkatkan rata-
rata lama sekolah dan kualitasnya;

(x) Percepatan peningkatan partisipasi Pendidikan tinggi, serta pengadaan
prodi Perguruan Tinggi (STEAM yang sesuai dengan komoditas unggulan
wilayah Maluku dalam bidang perikanan, perkebunan, pertambangan,
dan pariwisata;

(xi) Pemanfaatan TIK yang menjangkau seluruh pulau-pulau berpenduduk;
(xii) Penguatan pengelolaan tenaga pendidik dengan meningkatkan kualitas

dan kompetensi pendidik yang modern dan adaptif, serta peningkatan
proporsi dosen kualifikasi Strata-3;

(xiii) Peningkatan akses dan kualitas pendidikan vokasi sesuai dengan potensi
ekonomi wilayah Maluku seperti industri, pertanian, perikanan,
pertambangan, dan pariwisata serta keterkaitan dengan DUDI;

(xiv) Penyediaan afirmasi akses pendidikan, terutama untuk daerah
kepulauan yang masih belum terjangkau termasuk pengembangan
sistem pembelajaran jarak jauh melalui pemanfaatan TIK yang
menjangkau daerah terpencil, penyediaan asrama siswa dan guru, dan
penguatan sekolah terbuka;

(>rv) Pengentasan kemiskinan terutama pada daerah afirmasi 3T melalui
perlindungan sosial adaptif; dan

(xvi) Perlindungan sosial yang adaptif bagi seluruh masyarakat terutama
kelompok marginal melalui antara lain penyediaan insentif jaminan
ketenagakerjaan bagi usia pekeda, perlindungan dan keamanan ekonomi
untuk penduduk lansia, serta bantuan sosial terhadap penyandang
disabilitas.

B. Transformasi Ekonomi

Arah kebijakan transformasi ekonomi wilayah Maluku diarahkan dengan koridor
ekonomi "Hub Ekonomi Biru Timur Indonesia" mencakup:
(i) Pengembangan sentra-sentra industri berbasis komoditas unggulan

perikanan tangkap, perikanan budidaya (rumput laut), dan perkebunan
(pala, cengkeh, dan kelapa) dilengkapi dengan pusat riset, inovasi, dan
teknologi (maritime, sciene technopark, seauteed science technopark,
coconut sciene technopark serta spfces technoparkl di kawasan
perkotaan, sentra-sentra produksi di kawasan perdesaan untuk
meningkatkan keterkaitan pembangunan desa-kota, dan kawasan
pariwisata yang berkelanjutan) ;
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(ii) Pengembangan ekonomi biru dan bioekonomi sebagai sumber
pertumbuhan baru perekonomian wilayah antara lain pengembangan
kawasan utama produsen perikanan secara berkelanjutan, khususnya
di Maluku Utara;
Percepatan pengembangan lumbung ikan nasional;
Optimalisasi potensi pertambangan nikel dan gas alam secara
berkelanjutan;
Penguatan produk lokal melalui IKM dan UMKM sebagai penguatan
ekonomi wilayah;
Penguatan pasokan energi untuk mendukung kegiatan ekonomi
masyarakat;
Peningkatan rantai nilai global melalui skema-skema kerja sama regional
dengan Asia Timur, Pasifik dan Australia;
Peningkatan up-skilling dan re-skilling SDM terutama terkait perikanan,
perkebunan, pariwisata, dan industri;
Pengembangan potensi pariwisata dan ekonomi kreatif dengan prinsip
pariwisata berkelanj utan (atstainable touisml ;
Pengembangan kawasan pariwisata premium (premium touristn) yaitu
kawasan pariwisata dengan target wisatawan mancanegara dan
wisatawan nusantara minat khusus;
Pengembangan kawasan pariwisata lokal yaitu kawasan pariwisata yang
diarahkan untuk dapat meningkatkan jumlah wisatawan (mass tourisml
dan peningkatan minat wisatawan lokal;
Pengembangan ekonomi kreatif berbasis seni musik, kriya (tenun), serta
seni pahat dan ukir kayu melalui penguatan strategi pemasaran serta
peningkatan kapasitas pengelola dan masyarakat pelaku usaha; dan
Optimalisasi pusat-pusat pertumbuhan eksisting melalui peningkatan
investasi dan pengembangan kota-kota pesisir yang terintegrasi dan
berkelanjutan berbasis karakter wilayah dengan memperhatikan daya
dukung dan daya tampung sebagai pusat pertumbuhan wilayah.

Gambar

(iii)
(iv)

(v)

(vi)

(vii)

(viii)

(ix)

(x)

(xi)

(xii)

(xiii)
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Gambar S.2.lL Transformasi Ekonomi dalam Mengembangkan Potensi
Pariwisata dan Komoditas Unggulan dan Industri Wilayah Maluku

Pembangunan ketenagalistrikan diarahkan untuk:

(i) Pengembangan pasokan listrik terintegrasi dengan industri melalui
pemanfaatan sumber energi tersedia;

(ii) Mendorong pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan untuk
memperbaiki bauran pembangkit listrik;

(iii) Pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan skala kecil (isotated mini-griQ
untuk memperluas penyediaan layanan yang lebih berkualitas;

(iv) Pengembangan jaringan listrik cerdas (smaft gridl untuk mendukung
peningkatan keandalan dan upaya dekarbonisasi pasokan tenaga listrik; dan

(v) Mengembangkan sistem interkoneksi untuk meningkatkan kestabilan dan
keandalan pasokan listrik.
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Pembangunan ekosistem digital yang perlu dilakukan dalam rangka
transformasi digital yaitu:

(i) Penuntasan dan penguatan infrastruktur teknologi informasi dan
komunikasi (TIK) melalui upaya memperluas jaringan broadband hingga
menjangkau ke seluruh pelosok;

(ii) Peningkatan utilisasi dan pemanfaatan TIK di berbagai sektor prioritas
melalui upaya meningkatkan digitalisasi di sektor strategis (utamanya untuk
mendukung kawasan perairan dalam membantu perekonomian nelayan dan
kepentingan pelayaran); dan

(iii) Peningkatan fasilitas pendukung transformasi digital melalui upaya
meningkatkan literasi digital bagi masyarakat, menciptakan keamanan
informasi dan siber serta kemampuan SDM digital atau digital skill (antara
lain melalui pelatihan talenta digital dasar, menengah, dan tinggi, serta
kepemimpinan digital).

C. Transformasi Tata Kelola

Arah kebijakan transformasi tata kelola mencakup:

(i) Optimasi dan harmonisasi regulasi, termasuk proses pra-regulasi yang
memadai di daerah;

(ii) Meningkatkan partisipasi masyarakat sipil yang bermakna termasuk
pelibatan masyarakat;

(iii) Peningkatan respons terhadap laporan pelayanan publik masyarakat;
(iv) Pengembangan smart gouernment serta penguatan kapasitas aparatur

daerah dan lembaga dalam hal manajemen data dan keamanan informasi,
kapasitas digital SDM ASN, dan pengelolaan aset daerah;

(v) Percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk
penguatan aspek pemerintahan digital;

(vi) Peningkatan pencegahan dan pemberantasan kompsi melalui pendidikan
anti korupsi; transparansi proses perenc€Lnaan, penganggaran, dan
pengadaan jasa-jasa; serta transparansi layanan perizinan berbasis digital;

(vii) Pengawasan proses pengembangan karier, promosi mutasi ASN dan
manajemen kinerja dengan pemanfaatan teknologi informasi;

(viii) Penyusunan kebijakan afrrmatif mengedepankan kontekstual kewilayahan
untuk mendorong pembangunan wilayah;

(ix) Regulasi untuk pengelolaan sumber daya kelautan;
(x) Penguatan monitoring program pembangunan melalui manajemen risiko

terkait dampaknya terhadap masyarakat sebagai end user; dan
(xi) Penguatan manajemen talenta (talent pooq untuk meningkatkan

manajemen ASN dan kelembagaannya.
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Arah Kebijakan Landasan Transformasi

A. Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia

Arah kebijakan untuk mewujudkan Supremasi Hukum, Stabilitas, dan
Kepemimpinan Indonesia difokuskan pada:

(i) Peningkatan keamana.n untuk mengurangi tingkat kriminalitas lokal;
(ii) Peningkatan kerja sama antarpihak dan penguatan regulasi untuk

mewujudkan kedaulatan, terutama di pulau-pulau belum bernama dan
perbatasan laut yang mencakup keamanan dan eksplorasi sumber daya
kelautan untuk pemberantasan praktik IW Fi"shing, di WPP 714,716, dan
717, dan 718 yang berbatasan dengan Timor Leste, Filipina, Palau, dan
Australia;

(iii) Penguatan peran Wilayah Maluku dalam kerja sama antarnegara, terutama
dengan negara-negara MSG (Melanesian Spearhead Group) dalam
mendukung kedaulatan negara;

(iv) Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui Intensifikasi pendapatan pajak
daerah dan retribusi daerah (PDRD), pemanfaatan pembiayaan alternatif
antara lain KPBU, CSR, obligasi biru, peningkatan kualitas belanja daerah
untuk mendukung potensi komoditas unggulan, optimalisasi pemanfaatan
Transfer ke Daerah (TKD), sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas
daerah dengan prioritas nasional; dan

(v) Penguatan pengendalian inflasi daerah.

B. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi

Arah kebijakan untuk mewujudkan ketahanan sosial budaya dan ekologi
adalah:

(i) Penguatan pendidikan yang berbasis kerukunan antar etnis dan agama;
(ii) Pelestarian dan pengembangan jalur rempah sebagai peradaban budaya

masyarakat Maluku;
(iii) Mendorong pemanfaatan energi surya, panas bumi, ba5ru, air, dan

biomassa/biofuel dengan mengembangkan sistem interkoneksi untuk
meningkatkan kestabilan dan keandalan pasokan listrik serta
pengembangan smart grid dan sistem terisolasi (bolated gridl kepulauan;

(iv) Pemanfaatan cadangan energi hidrokarbon secara berkelanjutan;
(v) Pelestarian dan penguatan tradisi budaya serta norrna hukum adat

masyarakat melalui penguatan ikatan antarkelompok masyarakat,
pelibatan tokoh adatlagama sebagai mitra utama pemerintah;

(vi) Penguatan kemandirian menuju kedaulatan pangan dan ketahanan air
melalui perlindungan dan rehabilitasi wilayah tangkapan air, riset dan
inovasi sistem dan teknologi pertanian rendah karbon serta penyiapan
kawasan sentra produksi pangan;

(vii) Transmigrasi...
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(vii) Transmigrasi sebagai basis pertanian keluarga untuk kemandirian menuju
kedaulatan pangan lokal dengan pengembangan produk pangan (tanaman
padi, sagu, dan hortikultura tanaman sayuran/olerikultura);

(viii) Strategi khusus untuk adaptasi perubahan iklim (di antaranya sea leuel
nse di wilayah pesisir dan gelombang laut tinggi) salah satunya melalui
penguatan sarana prasarana (grcen infrastrucfitre dan nafure-based
solutionsl, dan tata kelola risiko;

(ix) Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan karakteristik
kepulauan, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, serta risiko
bencana;

(x) Rehabilitasi dan pemanfaatan lahan pasca tambang;
(xi) Penguatan upaya mempertahankan ekosistem alami berupa hutan daratan

dan bakau serta luasan hutan sebagai tempat wilayah jelajah satwa (home
rangel dan konektivitas spesies yang dilindungi;

(xii) Penguatan sistem peringatan dini kebencanaan;
(xiii) Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis

kearifan lokal;
(xiv) Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda,

penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan,
pembentukan resiliensi, dan tokoh adat dan agama;

(;rv) Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia
terutama pada masyarakat adat melalui penguatan kapasitas,
kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta
peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan; dan

(xvi) Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam
pembangunan Wilayah Maluku.

Arah kebijakan untuk mendukung ketahanan sumber daya air terpadu, yaitu:
(i) Pembangunan tampungan air serba guna yang memberikan manfaat

secara cepat bagi kebutuhan air sehari-hari masyarakat;
(ii) Pengembangan dan pengelolaan irigasi untuk mendukung kemandirian

menuju kedaulatan pangan lokal;
(iiil Normalisasi sungai yang melintas perkotaan; dan
(iv) Perlindungan pulau-pulau kecil dari risiko abrasi.

Kerangka Implementasi Transformasi

A. Agenda Kewilayahan dan Sarana Prasarana

Dalam alam upaya pembangunan manusia unggul serta ekonomi inklusif dan
berkelanjutan di Wilayah Maluku, terdapat sarana dan prasarana yang
dibutuhkan dengan fokus arah kebijakan sebagai berikut:

(i) Pembangunan...
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(i) Pembangunan dan pengembangan infrastruktur-infrastruktur pendukung
seperti pelabuhan perikanan, pelabuhan penumpang, dan bandara dan
peningkatan konektivitas intra dan antarwilayah Maluku (darat, udara, dan
laut/maritim);

(ii) Peningkatan pemanfaatan potensi panas bumi, air, surya, dan bayu di
Wilayah Maluku dalam pengembangan kapasitas terpasang EBT sebagai
upaya mendukung transisi energi dan menopang kebutuhan energi pada
pusat-pusat pertumbuhan baru; dan

(iii) Perluasan jaringan internet dan komunikasi berkecepatan tinggi yang
menjangkau seluruh Wilayah Maluku untuk mengoptimalkan pemanfaatan
inovasi dan teknologi digital dalam pengembangan sektor unggulan.

Arah kebijakan pembangunan dan pengembangan infrastruktur pendukung di
Wilayah Maluku yaitu:

(i) Penguatan kerja sama antardaerah dalam pengelolaan wilayah berbasis
kesatuan ekologi/ ekosistem di Wilayah Maluku;

(ii) Penuntasan RDTR kabupatenlkota serta kewenangan tata rurang laut;

(iii) Peningkatan pelaksanaan reforma agraria;

(iv) Peningkatan konektivitas intra kepulauan di Wilayah Maluku dan
antarwilayah Maluku dengan wilayah lain melalui pembangunan
pelabuhan transit hub dornestik dan pusat logistik di antaranya Pelabuhan
Ambon dan Pelabuhan Ahmad Yani Ternate, pengemba.ngan konektivitas
feeder angkutan laut, serta pengembangan bandara utama, bandara
perairan, dan seaplane;

(v) Pemanfaatan ALKI III, III B, dan III C di sisi Wilayah Maluku secara optimal
untuk menghubungkan rantai pasok/nilai domestik dan global;

(vi) Pengembangan konektivitas feeder angkutan laut termasuk melalui
pembangunan infrastruktur dan sarana kapal RoRo lRotl-On/ Rolt-Offi
angkutan barang sebagai bagian transportasi multimoda untuk
menjangkau seluruh Wilayah Maluku;

(vii) Pengembangan bandara utama (Pattimura di Maluku dan Baabullah
Ternate di Maluku Utara) serta pengembangan bandara perairan dan
seaplane sesuai kondisi geografis termasuk untuk mendukung pariwisata,
serta layanan penerbangan sebagai bagian transportasi multimoda untuk
menjangkau seluruh Wilayah Maluku;

(viii) Penyelesaian koridor konektivitas Trans Maluku, Trans Halmahera, dan
Tlans pada pulau-pulau afirmasi serta pembangunan dan peningkatan
jalan termasuk jalan daerah sebagai bagian transportasi multimoda untuk
menjangkau seluruh Wilayah Maluku; dan

(ix) Pengembangan transportasi perkotaan termasuk sistem angkutan umum
massal perkotaan di kota-kota besar dan sedang yang andal dan modern
dalam melayani mobilitas penumpang seperti Ambon, Ternate, dan Sofifi.

Arah...
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Arah kebijakan dalam penyediaan sarana dan prasarana dasar di Wilayah
Maluku yaitu:

(i) Pemenuhan rumah layak huni yang disesuaikan dengan karakteristik
budaya dan adat serta kondisi geogralis wilayah pesisir dan kepulauan;

(ii) Pemenuhan akses air minum serta sanitasi aman, berkelanjutan, dan
inklusif, serta pengelolaan sampah yang terpadu sesuai dengan karakteristik
wilayah kepulauan;

(iii) Eliminasi praktik BABS di seluruh rumah tangga melalui pemicuan
perubahan perilaku masyarakat serta penyediaan sarana dan prasarana
rantai layanan sanitasi yang aman;

(iv) Optimalisasi sumber daya air dan pengembangan teknologi yang efektif dan
efisien dalam pemenuhan akses air minum aman terutama untuk daerah
kepulauan dan rav/an air; dan

(v) Penyediaan pengelolaan persampahan yang terpadu dengan target
pemilahan sampah sejak dari rumah tangga, 1OO persen sampah terangkut
dan tertangani di TPST dengan berorientasi pada prinsip ekonomi sirkuler.

B. Kesinambungan Pembangunan

Arah kebijakan kesinambungan pembangunan meliputi:

(i) Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan
daerah;

(ii) Sinkronisasi periodisasi RPJP Daerah dan RTRW Provinsi;

(iii) Peningkatan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah berdasarkan sasaran
prioritas nasional;

(iv) Penguatan pengendalian pembangunan, melalui penerapan manajemen
risiko;

(v) Peningkatan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan;
dan

(vi) Pengembangan pembiayaan inovatif, termasuk KPBU dan blended finane.

5.2.2.7 Arah Kebijakan Wilayah Papua

Wilayah Papua berkontribusi pada perekonomian Indonesia sebesar 1,8 persen
pada Tahun 2022. Selanjutnya, berdasarkan proyeksi, pada Tahun 2045 Papua
berpotensi meningkatkan kontribusinya terhadap PDB nasional menjadi 3,0
persen apabila rata-rata pertumbuhan pulau terjaga pada sekitar 6,9-7,6 persen
per tahun. Pembangunan Wilayah Papua selama 20 tahun mendatang
diarahkan pada Percepatan Pembangunan Wilayah Papua menuju Papua Sehat,
Cerdas dan Produktif untuk mewujudkan Papua mandiri, adil dan sejahtera
melalui pembangunan manusia unggul serta pembangunan ekonomi inklusif
yang didukung oleh penguatan tata kelola dan pembiayaan pembangunan
wilayah. Hal ini dilakukan dalam rangka mendorong percepatan kesejahteraan
masyarakat, khususnya Orang Asli Papua (OAP). Dalam mendukung
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pembangunan Papua Sehat, Cerdas, dan Produktif, terdapat beberapa hal yang
perlu menjadi prioritas, yaitu sebagai berikut:

Pertama, pengembangan kualitas dan daya saing sumber daya manusia melalui
penguatan akses dan mutu pelayanan kesehatan dan pendidikan sesuai standar
secara merata, penguatan pendidikan sepanjang hayat, peningkatan kompetensi
tenaga kesehatan dan tenaga pendidik, serta peningkatan inovasi dan tata kelola
layanan kesehatan dan pendidikan. Selain itu, pembangunan juga perlu
memperhatikan aspek sosial budaya, wilayah adat, dan zona ekologis dalam
rangka pembangunan berkelanjutan dan mengutamakan Orang Asli Papua
(oAP).

Kedua, penguatan sentra-sentra produksi di kawasan perdesaan dan sentra
pengolahan dan pasar di kawasan perkotaan untuk dapat meningkatkan
keterkaitan pembangunan desa (kampung)-kota, optimalisasi kawasan
pertumbuhan eksisting dengan fokus pada peningkatan investasi melalui PMA
dan PMDN dan penyerapan tenaga kerja lokal, serta pembangunan ekosistem
kepariwisataan yang meliputi kawasan pariwisata dengan kelas premium dan
m@ss touism. Di sisi lain, perlu dilakukan peningkatan pemberdayaan
pengusaha lokal dengan memprioritaskan pengusaha OAP.

Ketiga, peningkatan akses terhadap infrastruktur dasar (air minum, sanitasi,
perumahan, telekomunikasi, dan energi listrik) serta konektivitas intra dan
antarwilayah dari dan menuju pusat pelayanan dasar dan penggerak ekonomi
yang menjangkau seluruh Wilayah Papua. Dalam hal ini, pembangunan Wilayah
Papua perlu berbasis distrik dan kampung terutama di wilayah terpencil,
wilayah tertinggal, wilayah pedalaman, wilayah pesisir, pulau-pulau kecil,
perbatasan negara, dan pegunungan yang sulit dijangkau.

Keempat, penguatan tata kelola pemerintahan yang baik, terbuka, dan
partisipatif. didukung oleh Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, dan
kebijakan berbasis data dan informasi. Diperkuat dengan pendampingan dan
peningkatan kompetensi aparatur sipil negara serta peningkatan koordinasi
kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam perencanaan,
pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan. Selain itu, diperlukan
penguatan pertahanan dan keamanan untuk mewujudkan stabilitas wilayah
melalui penguatan kerja sama antar pemangku kepentingan dalam menciptakan
Wilayah Papua yang aman, stabil, dan damai. Hal-hal di atas juga perlu
ditunjang dengan penguatan dialog dengan semua komponen masyarakat,
organisasi kemasyarakatan, dan lembaga penyelenggara pemerintahan daerah;
pengelolaan komunikasi publik dan diplomasi yang terpadu dan terintegrasi;
serta penguatan kerja sama antarwilayah dan peran€rn distrik dalam
peningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat. Di sisi lain, perlu dilakukan
penguatan kerja sama dengan mitra pembangunan, dunia usaha, organisasi
kemasyarakatan, wirausaha sosial, filantropi, akademisi, dan pemangku
kepentingan lainnya.

Kelima . . .
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Kelima, peningkatan ketahanan sosioekologi dalam mewujudkan Wilayah Papua
yang berbudaya, tangguh bencana, serta adaptif terhadap perubahan sosial dan
lingkungan menjadi hal mendasar untuk mewujudkan keberlanjutan
pembangunan Wilayah Papua di masa mendatang. Hal ini didukung dengan
peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat adat serta pemberdayaan dan
pelibatan aktif masyarakat dan MRP (Majelis Rakyat Papua) dalam pengawasan
dan peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penuntasan RDTR
kabupaten/kota dan perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko
bencana, temtama mitigasi risiko.

Berdasarkan hal tersebut, beberapa hal yang menjadi kebijakan terobosan
pembangunan Wilayah Papua adalah sebagai berikut.

Arah Kebijakan Transformasi

A. Transformasi Sosial

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan merata
untuk menuju Papua Sehat; serta meningkatkan pelayanan pendidikan yang
berkualitas untuk membentuk pribadi unggul, kreatif, inovatif, berkarakter, dan
mampu bekerja sama untuk menuju Papua Cerdas, akan dilakukan berbagai
upaya transformasi sosial khususnya dalam pengembangan SDM di bidang
pendidikan dan kesehatan yang difokuskan pada kebijakan sebagai berikut
(Gambar 5.2.12):

Gambar 5.2.12 Transformasi Sosial Menuju Papua Sehat dan Cerdas
Wilayah Papua
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Percepatan pemerataan akses dan kualitas pelayanan kesehatan. Upaya yang
dilakukan melalui:
(i) Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup

sehat;
(i0 Peningkatan pemerataan akses dan fasilitas pelayanan kesehatan

berkualitas, baik pelayanan kesehatan primer maupun rujukan sesuai
standar dan terakreditasi melalui peningkatan kompetensi tenaga medis
dan tenaga kesehatan dengan mengutamakan OAP serta telemedicine, dan
mobile lwalth seruices (pelayanan kesehatan bergerak) yang disinergikan
dengan moda transportasi lainnya untuk daerah yang sulit dijangkau;

(iii) Pengembangan kemitraan dengan swasta dan kelompok agama di Papua
dalam penyediaan layanan kesehatan di wilayah sulit akses;

(iv) Pencegahan dan percepatan penurunan sfunting terutama melalui
peningkatan perilaku dan lingkungan sehat serta pemberian makanan
tambahan berbasis pangan lokal;

(v) Percepatan eliminasi malaria;
(vi) Percepatan pemenuhan tenaga medis dan tenaga kesehatan melalui

afirmasi pendidikan dan pendayagunaErn bagi tenaga medis dan tenaga
kesehatan lokal serta pengembangan insentif khusus bagi tenaga medis dan
tenaga kesehatan yang bertugas di wilayah sulit akses dan perbatasan;

(vii) Pendampingan daerah dengan kapasitas sistem kesehatan yang rendah
untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan; dan

(viii) Pemenuhan sarana prasarana di fasilitas layanan kesehatan yang memadai
dan merata di semua wilayah, termasuk jaringan internet, listrik dan
sarana prasar€rna penanganan limbah medis.

Percepatan pemerataan akses dan kualitas pelayanan pendidikan, yang
dilakukan melalui:
(i) Peningkatan pemerataan akses dan kualitas fasilitas pelayanan pendidikan

di semua jenjang melalui sekolah alam dan sekolah berpola asrama;
(ii) Wajib PAUD 1 tahun dan sekolah 12 tahun untuk meningkatkan rata-rata

lama sekolah dan kualitasnya berbasis gugus pulau;
(iii) Percepatan peningkatan partisipasi Pendidikan tinggi, serta pengadaan

prodi Perguruan Tinggi (STEAM yang sesuai dengan komoditas unggulan
wilayah Papua dalam bidang pertanian, perikanan, pertambangan, dan
pariwisata;

(iv) Penyediaan afirmasi akses pendidikan, terutama untuk daerah yang masih
belum terjangkau termasuk pengembangan sistem pembelajaran jarak jauh
melalui pemanfaatan TIK yang menjangkau daerah terpencil, penyediaan
asrama siswa dan guru, dan penguatan sekolah terbuka;

(v) Penguatan pengelolaan tenaga pendidik dengan meningkatkan kualitas dan
kompetensi pendidik yang modern dan adaptif, serta peningkatan proporsi
dosen kualifikasi Strata-3 dengan mengutamakan OAP;

(vi) Peningkatan akses dan kualitas pendidikan vokasi sesuai dengan potensi
Wilayah Papua di bidang industri, pertanian, perikanan, pertambangan,
dan pariwisata, serta keterkaitan dengan DUDI;

(vii) Penguatan...
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(vii) Penguatan pendidikan sepanjang hayat dan kecakapan hidup (ft/e skills)
yang berbasis kelembagaan komunitas (lembaga agama, lembaga adat, dan
lembaga sosial lainnya);

(viii) Pengentasan kemiskinan terutama pada daerah afirmasi melalui
perlindungan sosial adaptif; dan

(ix) Perlindungan sosial yang adaptif bagi seluruh masyarakat terutama
kelompok marginal melalui antara lain penyediaan insentif jaminan
ketenagakerjaan bagi usia pekerja, perlindungan dan keamanan ekonomi
untuk penduduk lansia, serta bantuan sosial terhadap penyandang
disabilitas.

B. Transformasi Ekonomi

Dalam rangka meningkatkan kompetensi, kreativitas, dan inovasi dalam
pengembangan potensi ekonomi lokal yang berdaya saing untuk menuju Papua
Produktif, dibutuhkan upaya transformasi ekonomi di Wilayah Papua dengan
koridor "Industri Kimia Dasar dan Agro" selama dua dekade ke depan yang
difokuskan pada pengembangan potensi komoditas unggulan, pengembangan
industri berbasis komoditas unggulan, dan pengembangan potensi pariwisata
melalui kebijakan sebagai berikut (Gambar 5.2.13).

Gambar 5.2.13 Transformasi Ekonomi Menuju Papua Produktif
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Pengembangan komoditas unggulan bernilai tambah tinggi dan industri
pengolahan berbasis komoditas unggulan, yang dilakukan melalui:

(i) Percepatan hilirisasi komoditas unggulan bernilai tambah tinggi pada sektor
pertanian dan perikanan termasuk hilirisasi industri berbasis migas,
mineral, dan kimia dasar melalui optimalisasi kawasan strategis eksisting
seperti kawasan ekonomi berbasis industri, pariwisata, dan perikanan,
penguatan sentra-sentra produksi di kawasan perdesaan serta sentra
pengolahan dan pasar di kawasan perkotaan yang dilengkapi dengan pusat
riset, inovasi, dan teknologi (science technoparkl;

(ii) Penguatan sentra industri kecil menengah (IKM) dan usaha mikro, kecil, dan
menengah (UMKM) dengan memprioritaskan keterlibatan masyarakat lokal
dan memperhatikan daya dukung lingkungan serta risiko bencana;

(iii) Peningkatan pemanfaatan teknologi digital untuk mendukung kegiatan
pemasaran komoditas unggulan;

(iv) Pengembangan kawasan sentra produksi panganlfood estqte sagu dan padi
dengan modernisasi teknologi pertanian;

(v) Peningkatan rantai nilai global melalui skema-skema kerja sama regional
dengan Asia Timur, Pasifik dan Australia;

(vi) Peningkatan up-skilling dan re-skilling SDM tenaga kerja lokal utamanya
terkait pertanian, perikanan, pertambangan, dan pariwisata; dan

(vii)Pengembangan ekonomi biru di Kawasan Laut Arafura dengan melibatkan
masyarakat lokal;

Pengembangan pariwisata unggulan dan ekonomi kreatif, yang dilakukan
melalui:

(i) Pengembangan pariwisata berkelanjutan melalui peningkatan aspek atraksi,
amenitas, aksesibilitas, dan kelembagaan, penguatan daya saing dan citra
pariwisata, peningkatan kualitas SDM pariwisata, penguatan pemberdayaan
UMKM di sektor pariwisata, serta peningkatan pemanfaatan teknologi digital;

(ii) Pengembangan kawasan pariwisata premium yang berkelanjutan berbasis
bahari dan minat khusus dengan target wisatawan mancanegara dan
wisatawan nusantara minat khusus;

(ii! Pengembangan pariwisata lokal berbasis alam yang memiliki daya ungkit
perekonomian untuk mendukung pusat pertumbuhan dan perekonomian
masyarakat; dan

(iv) Pengembangan ekonomi kreatif, yaitu seni ukir kayu Asmat, pala Tomandin
Fakfak, dan kopi Arabika Baliem Wamena.
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Pembangunan ketenagalistrikan di Wilayah Papua diarahkan untuk:
(i) Pengembangan pasokan listrik terintegrasi dengan industri melalui

pemanfaatan sumber energi tersedia;

(ii) Penguatan pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan yang bersumber
dari energi air, bayu, dan arus laut untuk memperbaiki bauran pembangkit
listrik;

(iii) Pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan skala kecil lisolated mini-gridl
guna memperluas penyediaan layanan yang lebih berkualitas;

(iv) Pengembangan jaringan listrik cerdas (smart gridl dalam mendukung
peningkatan keandalan dan upaya dekarbonisasi pasokan tenaga listrik; dan

(v) Pengembangan sistem interkoneksi dalam meningkatkan kestabilan dan
keandalan pasokan listrik.

Pembangunan ekosistem digital yang perlu dilakukan di Wilayah Papua dalam
rangka transformasi digital antara lain meliputi:
(i) Penuntasan dan penguatan infrastruktur teknologi informasi dan

komunikasi (TIK) melalui upaya memperluas jaringan broadband hingga
menjangkau ke seluruh pelosok;

(ii) Peningkatan utilisasi dan pemanfaatan TIK di berbagai sektor prioritas
melalui upaya meningkatkan digitalisasi di sektor strategis (utamanya di
sektor-sektor pelayanan publik seperti kesehatan, pendidikan dan
perlindungan sosial); dan

(iii)Peningkatan fasilitas pendukung transformasi digital melalui upaya
meningkatkan literasi digital bagr masyarakat, menciptakan keamanan
informasi dan siber serta meningkatkan kemampuan SDM digital atau digital
skill (antara lain melalui pelatihan talenta digital dasar, menengah, dan
tinggi, serta kepemimpinan digital) terutama bagi OAP.

C. Transformasi Tata Kelola

Dalam rangka mewujudkan Wilayah Papua yang sehat, cerdas, dan produktif,
dibutuhkan upaya transformasi tata kelola melalui peningkatan kapasitas
sumber daya manusia, sinergi kerja sama antar pemangku kepentingan dan
masyarakat, serta dukungan penyelenggaraan otonomi khusus dengan prinsip
profesionalitas, demokrasi, transparansi, efisien, akuntabilitas, efektivitas,
pelayanan prima, dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat, melalui:

(i) Optimasi dan harmonisasi regulasi dengan proses perencanaan regulasi
yang memadai di daerah, termasuk untuk pengelolaan sumber daya
kelautan;
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(ii) Meningkatkan partisipasi masyarakat sipil yang bermakna termasuk
pelibatan masyarakat;

(iii) Peningkatan respons terhadap laporan pelayanan publik masyarakat;

(iv) Pengembangan smart gouernment serta penguatan kapasitas aparatur
daerah dan lembaga dalam hal manajemen data dan keamanan informasi,
kapasitas digital SDM ASN, dan pengelolaan aset daerah;

(v) Percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk
penguatan aspek pemerintahan digital;

(vi) Peningkatan pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui pendidikan
anti korupsi; transparansi proses perencanaan, penganggaran, dan
pengadaan jasa-jasa; serta transparansi layanan perizinan berbasis digital;

(vii) Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan publik terutama Orang Asli
Papua (OAP) hingga ke tingkat kampung;

(viii)Pengawasan proses pengembangan karier, promosi mutasi ASN dan
manajemen kinerja dengan pemanfaatan teknologi informasi; dan

(ix) Peningkatan pengelolaan dan pemanfaatan dana otonomi khusus berbasis
kinerja yang lebih akuntabel, transparan, dan tepat sasaran.

Arah Kebijakan Landasan Transformasi

A. Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia

Keamanan Nasional harus diwujudkan untuk meningkatkan rasa aman bagi
masyarakat dan pengelolaan perekonomian dalam menunjang terwujudnya
Papua Sehat, Cerdas, dan Produktif 2045. Hal ini menjadi faktor penting dalam
rangka melaksanakan kebijakan transformasi ekonomi, transformasi sosial, dan
transformasi tata kelola.

Arah kebijakan untuk mewujudkan keamanan dan stabilitas ekonomi di
Wilayah Papua adalah sebagai berikut:
(i) Peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka

mendukung pembangunan kesejahteraatt, khususnya di Provinsi Papua
Pegunungan, Papua Tengah dan Papua Barat Daya melalui strategi
penguatan komunikasi sosial yang inklusif dengan tokoh adat, agama, dan
masyarakat;

(ii) Peningkatan fungsi kawasan perbatasan negara dalam menopang
perkembangan kawasan pusat pertumbuhan dan kawasan pengembangan
ekonomi didukung oleh peningkatan konektivitas dan mobilitas pada
kawasan perbatasan;

(iii) Peningkatan pertahanan dan keamanan perbatasan negara di Provinsi
Papua, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Selatan;

(iv) Peningkatan...
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(iv) Peningkatan kerja sama antarpihak dan penguatan regulasi untuk
mewujudkan kedaulatan, terutama di pulau-pulau belum bernama dan
perbatasan laut yang mencakup keamanan dan eksplorasi sumber daya
kelautan (mencegah IUU), terutama di WPP 718 (berbatasan dengan perairan
Australia) dan WPP 717 (berbatasan dengan perairan Palau);

(v) Optimalisasi ruang dialog untuk penyelesaian konflik sosial;

(vi) Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui Intensifikasi pendapatan pajak
daerah dan retribusi daerah (PDRD), pemanfaatan pembiayaan alternatif
antara lain KPBU, CSR, obligasi biru dan pasar karbon, peningkatan kualitas
belanja daerah untuk mendukung potensi komoditas unggulan, optimalisasi
pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD) termasuk dana otonomi khusus,
sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas
nasional; dan

(vii)Penguatan pengendalian inflasi daerah.

B. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi

Dalam rangka transformasi ekonomi, transformasi sosial, dan transformasi tata
kelola, serta ketahanan sosial budaya dan ekologi perlu diperhatikan kapasitas
masyarakat dalam mengelola lingkungan secara berkelanjutan serta
mewujudkan masyarakat yang lebih adaptif terhadap kondisi perubahan sosial
dan lingkungan.

Arah kebijakan untuk mewujudkan ketahanan sosial budaya dan ekologi di
Wilayah Papua adalah sebagai berikut:

(i) Penguatan pendidikan yang berbasis kerukunan antar etnis dan agama;

(iil Peningkatan peran kebudayaan yang berlandaskan nilai-nilai luhur
budaya Papua, serta penguatan kerukunan umat beragama dengan
pelibatan tokoh adat dan agama di Wilayah Papua;

(iii) Penguatan regulasi terkait pengakuan dan perlindungan hukum atas
masyarakat adat dan tanah adat/ulayat, peningkatan kapasitas
kelembagaan masyarakat adat, dan pemberdayaan masyarakat adat
dalam pembangunan;

(iv) Peningkatan pengakuan dan penghormatan pada lembaga-lembaga adat
dan hak ulayat masyarakat;

(v) Pengembangan sentra produksi panganlfood estate seperti sagu dan padi
dalam rangka pengembangan kemandirian menuju kedaulatan pangan
lokal khususnya di kawasan transmigrasi yang didukung oleh sarana dan
prasarana, SDM unggul dan kompeten, serta modernisasi teknologi
pertanian serta penerapan pertanian berkelanjutan;

(vi) Pengurangan risiko kebencanaan khususnya bencana gempa bumi dan
banjir melalui penguatan mitigasi, kesiapsiagaan, dan sistem peringatan
dini bencana alam;

(vii) Rehabilitasi...
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(vii)

(vii0

Rehabilitasi dan pemanfaatan lahan pasca tambang;
Penguatan upaya mempertahankan ekosistem alami berupa hutan
daratan dan bakau serta luasan hutan sebagai tempat wilayah jelajah
satwa (lwme rangel dan konektivitas spesies burung dan satwa lainnya
yang dilindungi;
Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan karakteristik
kepulauan, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan,
wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, serta risiko bencana;

Optimalisasi pemanfaatan dan perlindungan sumber daya pesisir, laut,
dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan;
Penguatan dan diversifikasi usaha subsektor perikanan untuk
mendukung kemandirian menuju kedaulatan pangan dan peningkatan
nilai tambah dan daya saing industri perikanan;
Peningkatan kapasitas pemerintah dan stakelwlders dalam pengelolaan
wilayah pesisir dan laut agar lebih adaptif terhadap risiko perubahan
iklim;
Peningkatan ketahancrn keluarga dan lingkungan pendukung, khususnya
pada masyarakat adat;
Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda,
penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan,
pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk
perkawinan anak, dengan pelibatan tokoh adat dan agama di Wilayah
Papua;

Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia,
terutama pada masyarakat adat melalui penguatan kapasitas,
kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta
peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan; dan
Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam
pembangunan Wilayah Papua.

(ix)

(x)

(xi)

(xii)

(xiii)

(xiv)

(>rv)

(>rvi)

Arah kebijakan untuk mendukung ketahanan sumber daya air terpadu di
Wilayah Papua yaitu:

(i) Pembangunan tampungan air serba guna untuk memenuhi kebutuhan air
masyarakat sehari-hari secara cepat;

(ii) Pembangunan bendungan dengan mempertimbangkan pertumbuhan
kebutuhan dan kesiapan pemanfaatan;

(iii) Pengembangan irigasi banr yang disesuaikan dengan kategori lahan dan
dilakukan secara selektif mempertimbangkan kesesuaian lahan dan prinsip
keberlanjutan;

(iv) Pengembangan solusi berbasis alam untuk pengendalian banjir seperti
Penguatan tanggul alami di sungai; dan

(v) Pengembangan area yang didedikasikan sebagai kolam retensi.
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Kerangka Implementasi Transformasi

A. Agenda Kewilayahan dan Sarana Prasarana

Kebijakan kewilayahan dan sarana prasarana diarahkan melalui:

(i) Penguatan kapasitas dan kelembagaan Gubernur sebagai Wakil
Pemerintah Pusat (GWPP) di pemerintahan daerah terutama Daerah
Otonom Baru untuk mendorong sinergi pusat-daerah serta
mengoptimalkan pelayanan publik;

(ii) Penguatan strategi tata kelola otonomi khusus Papua khususnya
pengaturan kegiatan pembangunan yang difokuskan pada OAP dengan
mempertimbangkan pembagian kewenangan ;

(iii) Peningkatan peran Majelis Ralryat Papua dalam percepatan pembangunan
di Wilayah Papua;

(iv) Penguatan kerja sama antardaerah dalam pengelolaan wilayah berbasis
kesatuan ekologi/ekosistem di Wilayah Papua;

(v) Penuntasan RDTR kabupaten/kota serta kewenangan tata ruang laut;

(vi) Peningkatan pelaksanaan reforma agraria;

(vii) Pengembangan dan peningkatan pada pelabuhan- pelabuhan simpul
utama di Wilayah Papua sebagai transhipment hub domestik melalui
pengembangan Pelabuhan Amamapare (Papua Tengah) dan Pelabuhan
Sorong (Papua Barat Daya), serta konektivitas dan lub ekspor ke Kawasan
Pasifik melalui pengembangan Pelabuhan Depapre (Papua), ke Kawasan
Asia Timur melalui pengembangan Pelabuhan Biak (Papua), dan ke
Kawasan Australia melalui pengembangan Pelabuhan Merauke (Papua
Selatan);

(viii) Pemanfaatan ALKI III C di sisi wilayah Papua secara optimal untuk
menghubungkan rantai pasok/nilai domestik dan global;

(ix) Pengembangan konektivitas feeder angkutan laut termasuk melalui
pembangunan infrastruktur dan sarana kapal RoRo (Roll-On/Roll-OJfi
angkutan barang sebagai bagian transportasi multimoda untuk
menjangkau seluruh Wilayah Papua;

(x) Peningkatan konektivitas intra dan antarwilayah Papua melalui
pengembangan bandara utama (Sentani di Jayapura, Mopah di Merauke,
Nabire Baru di Nabire, Mozes Kilangin di Mimika, Wamena di Jayawijaya,
Rendani di Manokwari, dan Domine Eduard Osok di Kota Sorong),
pembangunan dan standardisasi airstrip, pengembangan bandara perairan
(waterbase) dan seaplane sesuai dengan kondisi geografis, serta layanan
penerbangan sebagai bagian transportasi multimoda untuk menjangkau
seluruh Wilayah Papua;

(xi) Percepatan penyelesaian jalan Trans Papua serta pembangunan dan
peningkatan jalan termasuk jalan daerah sebagai bagian transportasi
multimoda untuk menjangkau seluruh Wilayah Papua;
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(xii)Pembangunan waduk multiguna untuk memenuhi kebutuhan air baku,
irigasi, dan energi listrik;

(xiii) Pengembangan kawasan perkotaan yang terintegrasi dan berkelanjutan
berbasis karakteristik wilayah dengan memperhatikan daya dukung dan
daya tampung; dan

(xiv) Pengembangan transportasi perkotaan termasuk sistem angkutan umum
massal yang andal dan modern dalam melayani mobilitas penumpang di
kota-kota besar dan sedang seperti Jayapura dan Sorong, serta kota lainnya.

Arah kebijakan dalam penyediaan sarana dan prasar€rna dasar, yaitu:

(il Pemenuhan akses terhadap hunian layak dan terjangkau yang disesuaikan
dengan karakteristik budaya dan adat serta kondisi geografis wilayah pesisir
dan pegunungan;

(ii) Pemenuhan akses air minum serta layanan sanitasi yang aman,
berkelanjutan, dan inklusif sesuai karakteristik daerah;

(iii) Eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah
tangga melalui pemicuan perubahan perilaku masyarakat serta penyediaan
sarana dan prasarana rantai layanan sanitasi yang aman;

(iv) Optimalisasi sumber daya air dan pengembangan teknologi yang efektif dan
efisien dalam pemenuhan akses air minum aman terutama untuk daerah
kepulauan dan rawan air;

(v) Peningkatan kapasitas pemerintah daerah dan pengelola layanan air minum;
(vi) Penyediaan layanan pengelolaan sampah yang terpadu dan berkelanjutan

dari hulu sampai hilir dengan target pemilahan sampah sejak dari rumah
tangga, 1OO persen sampah terangkut dan tertangani di TPST dengan
berorientasi pada ekonomi sirkuler dan karakteristik wilayah; dan

(vii)Peningkatan konektivitas dan akses pelayanan dasar, terutama fasilitas
kesehatan dan pendidikan.

B. Kesinambungan Pembangunan

Arah kebijakan kesinambungan pembangunan meliputi:

(i) Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan
daerah;

(ii) Sinkronisasi periodisasi RPJP Daerah dan RTRW Provinsi;
(iii) Peningkatan akuntabilitas kinerja pemda berdasarkan sasaran prioritas

nasional;
(iv) Penguatan pengendalian pembangunan, melalui penerapan manajemen

risiko;
(v) Peningkatan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan;

dan
(vi) Pengembangan pembiayaan inovatif, termasuk KPBU dan blended finance.

BAB...
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BAB VI
Mengawal Indonesia Emas: Kesinambungan Pembangunan

Kerangka ."r*"$:f;Xilf;l-,"",a Emas 2o4s

Indonesia Emas 2045 dikawal dengan kaidah pelaksanaan yang efektif dan
pendanaan pembangunan yang memadai (Gambar 6.1). Kaidah pelaksanaan
diperlukan sebagai norma-norma agar visi dan misi dapat dilaksanakan dan
diukur keberhasilannya. Komunikasi publik yang efektif penting dalam rangka
membangun kesamaan pemahaman serta meningkatkan rasa kepemilikan dan
partisipasi bermakna seluruh pelaku pembangunan di Indonesia. Upaya
mewujudkan Indonesia Emas 2045 juga memerlukan lingkungan pendanaan
yang kondusif untuk menjamin kesinambungan pembangunan.

6.1 Kaidah Pelaksanaan

Visi Indonesia Emas 2045 terwujud melalui partisipasi semua pelaku
pembangunan. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional harus
dijadikan acuan oleh seluruh pelaku pembangunan dalam melaksanakan
strategi transformasi pembangunan sesuai peran masing-masing melalui kaidah
pelaksanaan.

Kaidah pelaksanaan mencakup konsistensi perencanaan dan pendanaan,
kerangka pengendalian dan evaluasi, sistem insentif,mekanisme perubahan,
dan komunikasi publik. Cakupan tersebut menjadi instrumen pengaman
{safeguarding) untuk memastikan terwujudnya Visi dan Misi RPJP Nasional
Tahun 2025-2045 sesuai dengan cita-cita Bangsa Indonesia.
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6.1.1 Konsistensi Perencanaan dan Pendanaan
Konsistensi antardokumen perencanaan pembangunan serta sinkronisasinya
dengan kebijakan pendanaan diperlukan untuk memastikan perenca.naan yang
berkualitas, kesesuaian pelaksanaan pembangunan dengan perencanaannya
serta ketersediaan pendanaan dan pemanfaatannya secara optimal.
Perencanaan yang berkualitas merupakan kunci bagi pelaksanaan
pembangunan untuk mencapai tujuan secara berkelanjutan. Perencanaan yang
berkualitas juga diperlukan untuk memberikan pedoman yangjelas bagi seluruh
pelaku pembangunan, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun
pelaku nonpemerintah.
Upaya menjamin konsistensi perencanaan dan pendanaan juga perlu didukung
dengan penguatan mekanisme pengambilan keputusan yang cermat dan tegas.
Hal tersebut dilakukan, khususnya untuk menentukan prioritas pembangunan
nasional sampai dengan level proyek/keluaran, serta memastikan
pelaksanaannya. Penguatan mekanisme proses utamanya dilakukan dengan
penekanan pada kolaborasi dan partisipasi aktif seluruh pelaku pembangunan.
6.1.1.1. Keterkaitan RPJP Nasional dengan Perencanaan Pembangunan

Pemerintah Pusat dan Daerah
Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional, yang memiliki posisi
tertinggi dalam perencanaan pembangunan nasional, menjadi pedoman bagi
dokumen perencanaan turunannya. Dokumen perencanaan pembangunan
meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP),
baik di tingkat pusat maupun daerah. Dokumen perencanaan tersebut harus
menjadi pedoman bagi pen5rusunan anggaran pemerintah di tingkat pusat
(APBN) dan di tingkat daerah (APBD).

Keterkaitan dokumen-dokumen tersebut dapat diperhatikan pada Gambar 6.1.1
berikut' 

Gambar 6.1.1
Keterkaitan RPJP Nasional dengan Dokumen Rencana Lainnya
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Konsistensi antara RPJP Nasional dengan dokumen perencanaan turunannya
adalah sebagai berikut:

1) Sinkronisasi periodisasi dan substansi dilakukan dalam penjabaran RPJP
Nasional ke RPJP Daerah dan RPJM Nasional. Periodisasi RPJP Daerah
mengikuti RPJP Nasional. Substansi delapan misi (agenda) pembangunan
berikut upaya transformatif prioritas menjadi bagian dari muatan utama
RPJP Daerah.

2) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional bersifat jangka panjang
sehingga memberikan arah pembangunan jangka panjang dan khusus
memuat upaya transformatif untuk mencapai Indonesia Emas 2045. Hal-hal
lain yang bersifat spesifik daerah akan dimuat di RPJP Daerah, serta yang
bersifat rencana strategis 5 tahunan semua K/L dimuat ke dalam RPJM
Nasional.

3) Arah (Tujuan) Pembangunan dan indikator dalam RPJP Nasional menjadi
pedoman dalam penentuan sasaran dan indikator prioritas pembangunan
nasional dalam RPJM Nasional, dan menjadi pedoman bagi RPJP Daerah
untuk menentukan sasaran, arah kebijakan, dan indikator pembangunan.

4) Sasaran dan indikator prioritas pembangunan nasional pada RPJM Nasional
menjadi pedoman sasaran dan indikator prioritas pembangunan nasional
pada RKP, sasaran dan indikator strategis/program pada rencana strategis
K/L (Renstra K/L), serta tujuan dan sasaran pada RPJM Daerah.

5) Sasaran dan indikator strategis/program Renstra K/L menjadi pedoman
dalam menJrusun sasaran dan indikator program pada rencana kerja
kementerian/lembaga (Renja K/L), sedangkan tujuan dan sasaran pada
RPJM Daerah menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam men5rusun
sasaran program RKP Daerah.

6) Sasaran dan indikator prioritas pembangunan nasional pada RKP juga
dipedomani dalam menJnrsun sasaran dan indikator program RenjaKlL dan
sasaran program RKP Daerah. Indikator prioritas pembangunan nasional
dilaksanakan melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) KIL yang pada
gilirannya dipergunakan sebagai penilaian akuntabilitas kine rja K I L.

7) Dokumen RPJP, dokumen RPJM, dan dokumen RKP menjadi pedoman
dalam pen5rusunan rencana pembangunan sektoral (pusat dan daerah)
seperti rencana induk/Master PlanlGrand Design, strategi nasional, peta
jalan, atau sebutan lainnya terkait perencanaan pembangunan nasional.

8) Dokumen RPJP Nasional menjadi pedoman visi, misi, dan program bagi
pasa.ngan calon presiden dan wakil presiden, calon anggota DPR RI, calon
anggota DPD RI, calon anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota, serta
pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi
dan kabupaten/kota.
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Pencapaian sasaran pembangunan nasional juga harus didukung dengan
kebijakan kelembagaan, regulasi, serta pendanaan dan investasi. HaI ini salah
satunya harus tercermin melalui sinkronisasi perencanaan dan penganggaran.
Upaya mempercepat pencapaian sasaran pembangunan nasional juga
ditentukan oleh proyek prioritas pembangunan nasional pada RPJM Nasional
dan RKP. Proyek prioritas pembangunan nasional tersebut dilengkapi dengan
ukuran keberhasilan yang mendukung tercapainya sasaran prioritas
pembangunan nasional.

6.1.1.2. Penerapan Prinsip Kerangka Kerja Logis dalam Perencanaan
Pembangunan

Pen5rusunan RPJP Nasional dan dokumen perencanaan turunannya
menerapkan prinsip Kerangka Kerja Logis (KKL) pembangunan. Pemanfaatan
KKL ditujukan agar intervensi kebijakan relevan dengan tujuan pembangunan
yang telah direncanakan. Pen5rusunan KKL juga mendukung pelaksanaan
pemantauan dan evaluasi pembangunan.

Penggunaan KKL dilakukan dengan menerapkan pendekatan Tematik, Spasial,
Holistik, dan Integratif.

. Tematik adalah penentuan tema-tema prioritas dalam suatu jangka waktu
perencanaan, serta mampu menjawab tujuan pembangunan.

. Spasial adalah penjabaran beberapa program pembangunan terkait dalam
satu kesatuan wilayah.

. Holistik adalah penjabaran tematik program pembangunan ke dalam
perencanaan yang komprehensif, mulai dari hulu sampai ke hilir dalam
suatu rangkaian kegiatan dengan memperhatikan pengarusutamaan
pembangunan, yang mencakup: pengararsutamaan gender dan inklusi
sosial, ekonomi hijau, transformasi digital, tujuan pembangunan
berkelanjutan, serta kebencanaan.

. Integratif adalah keterpaduan pelaksanaan program dari berbagai pemangku
kepentingan pembangunan (kementerian / lembaga I daerah / pemangku
kepentingan lainnya) serta keterpaduan berbagai sumber pendanaan.

Kerangka Kerja Logis menggambarkan hubungan antara input-proses-output-
outcome-impact. Sasaran utama pembangunan dalam RPJP Nasional yang
bersifat impact-outcome, harus diterjemahkan dengan baik hingga ke level input.
Pendetailan sasaran tersebut dilakukan melalui dokumen turunannya, meliputi
rencana pembangunan jangka menengah dan tahunan, baik untuk perencanaan
pemerintah pusat maupun daerah (Gambar 6.L.2l..
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Gambar 6.1.2
Hierarki Kerangka Kerja Logis RPJP Nasional - Rencana Pembangunan

T\-rrunannya

Sebagai alat ukur ketercapaian sasaran pembangunan, KKL dilengkapi indikator
kinerja pada setiap tingkatannya. Pemilihan indikator kinerja setidaknya
menerapkan kriteria Specific, Measurable, Achieuable, Result-Oiented/Releuant,
dan Time-Bound (SMART), sehingga mampu menjamin kesinambungan indikator
dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional. Dalam memastikan
kesinambungan pembangunan, seluruh indikator RPJP Nasional harus menjadi
bagian dari RPJM Nasional, dan seluruh indikator RPJM Nasional harus menjadi
bagian dari Renstra K/L. lndikator RPJM Nasional juga harls didukung oleh
indikator pada RPJM Daerah sesuai dengan karakteristik kewilayahan
masing-masing daerah.

6.1.1.3. Skema Pendanaan dan Penganggaran

Pencapaian sasaran pembangunan nasional dalam RPJP Nasional, RPJM
Nasional, dan RKP, perlu didukung dengan sinkronisasi perencanaan dan
pendanaan pembangunan.
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Sebagai upaya menjamin pencapaian sasaran pembangunan nasional, perlu
dilakukan optimalisasi pemanfaatan berbagai sumber pendanaan
pembangunan, baik yang bersumber dari pemerintah maupun nonpemerintah
secara lebih inovatif, integratif, dan tepat sasaran. Dalam rangka
mengoptimalkan pemanfaatan sumber pendanaan pembangunan, dilakukan
peningkatan kualitas belanja serta pendanaan dan pembiayaan prioritas
pembangunan yang sesuai dengan tahapan pembangunan. Selain melakukan
efisiensi dan peningkatan efektivitas dalam belanja, pemerintah juga dapat
memanfaatkan pendanaan pembangunan yang bersumber dari pinjaman,
hibah, dan penerbitan Surat Berharga Negara (SBN), serta memanfaatkan
sumber dan skema pendanaan inovatif termasuk bleruded financing untuk
penganggaran pencapaian prioritas pembangunan secara berkelanjutan.

6.1.2 Kerangka Pengendalian dan Evaluasi

Dalam rangka menjamin tercapainya sasaran pembangunan nasional,
diperlukan pengendalian dan evaluasi yang kontinu dan partisipatif dengan
memanfaatkan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan.

Pengendalian dan evaluasi dilaksanakan melalui kegiatan pemantauan,
evaluasi, dalam kerangka manajemen risiko yang dilakukan pada tahapan
perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Aktivitas pengendalian dan
evaluasi didukung oleh sistem elektronik yang terintegrasi dari tahap
perencanaan hingga pelaksanaan. Sistem elektronik terpadu juga diintegrasikan
dengan tata kelola data pembangunan yang mendorong kebijakan
pembangunan berbasis bukti. Kerangka pengendalian dan evaluasi RPJP
Nasional 2025-2045 lebih detail adalah sebagaimana Gambar 6.1.3.

Gambar 6. 1.3

J(erangka Pengendalian dan Evaluasi RPJPN Nasional Tahun 2025-2045
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Pengendalian dan evaluasi RPJP Nasional dilaksanakan melalui pengendalian
dan evaluasi jangka menengah dan tahunan yang hasilnya disampaikan kepada
Presiden. Berdasarkan tahapan pelaksanaannya, ruang lingkup pengendalian
dan evaluasi pembangunan nasional terbagi menjadi dua bagian.

a. Pengendalian dan evaluasi perencanaan. Pengendalian dan evaluasi pada
tahap perencanaan bertujuan memastikan konsistensi perencanaan
pembangunan, meningkatkan kualitas desain proyek prioritas pembangunan
nasional, serta menjamin ketersediaan alokasi anggaran, baik dari
pemerintah maupun nonpemerintah. Pengendalian dan evaluasi tersebut ini
dilakukan berdasarkan hasil evaluasi perencanaan jangka menengah dan
tahunan.

Pengendalian dan evaluasi jangka menengah mencakup: (i) penjabaran
perencanaan RPJP Nasional ke RPJM Nasional, dokumen RPJM Nasional ke
RPJM Daerah, dan RPJM Nasional ke dokumen rencana jangka menengah
K/L; (ii) kesiapan desain proyek prioritas pembangunan nasional termasuk
penerapan prinsip KKL dan penetapan ukuran keberhasitan; (iii) konsistensi
perencanaan dan penganggaran; dan (iv) identifikasi risiko dan mitigasinya.

Pengendalian dan evaluasi tahunan mencakup: (i) penjabaran perencanaan
RPJM Nasional ke dokumen RKP, dokumen RKP ke dokumen RKP Daerah,
dan dokumen RKP ke dokumen rencana tahunan KIL; (ii) kesiapan desain
proyek prioritas pembangunan nasional termasuk penerapan KKL dan
penetapan ukuran keberhasilan; (iii) konsistensi perencanaan dan
penganggaran; dan (iv) identifikasi risiko dan mitigasinya.

b. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan. Pengendalian dan evaluasi pada
tahap pelaksanaan bertujuan untuk menjamin implementasi pembangunan
sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Aktivitas ini dilaksanakan
melalui pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana jangka menengah
dan tahunan. Pemantauan dan evaluasi tersebut mencakup: (i) pemantauan
pelaksanaan proyek prioritas pembangunan nasional; (ii) pemantauan
mitigasi risiko pembangunan; (ii| evaluasi pencapaian sasaran prioritas
pembangunan nasional; dan (iv) evaluasi pencapaian sasaran kinerja utama
dan program Kementerian/LembagalPemerintah Daerah (KlLlDl yang
mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional.

Pengendalian dan evaluasi pembangunan tersebut perlu didukung dengan
tatanan regulasi agar pelaksanaannya berjalan dengan efektif. Tatanan regulasi
tersebut menyinergikan regulasi terkait pemantauan, evaluasi, pengendalian,
manajemen risiko, dan manajemen kinerja. Sinergi regulasi diperlukan untuk
konsistensi pelaksanaan pengendalian dan evaluasi dengan kinerja KILID
terkait yang akan menjadi salah satu dasar pengaturan sistem manajemen
kinerja pemerintah.
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Kerangka kelembagaan pengendalian dan evaluasi yang komprehensif juga
diperlukan agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik. Dalam hal ini,
diperlukan kelembagaan pengendalian dan evaluasi yang mengoordinasikan
pengendalian lintas dan internal KlLlD,
Selanjutnya, dalam rangka penjaminan terpadu atas pencapaian sasaran
pembangunan jangka panjang nasional, dapat dilakukan salah satunya melalui
sinergi pengendalian, dan pengawasan.

6. 1.3 Sistem Insentif
Keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan nasional memerlukan
partisipasi aktif dari seluruh pelaku pembangunan. Pelaku pembangunan
meliputi unsur pemerintah dan nonpemerintah, seperti dunia usaha, lembaga
penelitian, kelompok masyarakat, dan pelaku lainnya.
Untuk mendorong partisipasi aktif semua unsur pelaku pembangunan, perlu
menciptakan sistem insentif yang baik. Sistem insentif ini diharapkan dapat
meningkatkan keterlibatan pelaku pembangunan secara luas dan partisipatif
sehingga dapat mempercepat capaian sasaran pembangunan nasional. Untuk
pelaku pembangunan unsur pemerintah, sistem insentif diintegrasikan di dalam
sistem manajemen kinerja dan sistem manajemen anggaran. Pemberian insentif
dilaksanakan berdasarkan kinerja KILID terhadap pencapaian sasaran
pembangunan nasional. Kinerja diukur antara lain dari aspek konsistensi
perencanaan, konsistensi perencanaan dan pendanaan, pencapaian indikator
kerangka ekonomi makro pusat-daerah, pencapaian indikator-indikator kinerja
utama lainnya, dan pencapaian program prioritas. Untuk pelaku pembangunan
nonpemerintah, sistem insentif dapat berupa penghargaan, dukungan regulasi
dan fasilitas kemudahan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
6.1.4 Mekanisme Perubahan
Dokumen perencanaan yang adaptif memerlukan ruang penyesuaian atas faktor
yang tidak dapat dikendalikan. Dalam keadaan kahar (force majeurel yang
meliputi perubahan geopolitik, geoekonomi, dan bencana, serta penyimpangan
pencapaian sasaran pembangunan yang signifikan dari tahapan-tahapan
sebelumnya sehingga tidak memungkinkan pencapaian sasaran pembangunan
jangka panjang, target RPJP Nasional dan Daerah dapat dimutakhirkan melalui
RPJM Nasional dan Daerah. Pemutakhiran target ini dilakukan berdasarkan
evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.
Penerapan kaidah pelaksanaan didukung oleh pemanfaatan transformasi digital
melalui penggunaan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data termasuk
data statistik pemerintah dan swasta pada seluruh tahapan siklus
pembangunan. Sistem elektronik terpadu tersebut bertujuan untuk
meningkatkan efisiensi operasional dan ketangkasan proses bisnis perencanaan
dan pelaksanaan RPJP Nasional Tahun 2025-2045. Adapun tata kelola data
bertujuan untuk meningkatkan kualitas kebijakan melalui pemanfaatan data
referensi yang sama.

6.1.5. Komunikasi. . .
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6. 1.5 Komunikasi Publik
Komunikasi publik sangat penting untuk mewujudkan sistem pemerintahan
yang dinamis, transparan, responsif, dan komunikatif. Dengan komunikasi
publik yang baik, diharapkan kebijakan dan program pemerintah dapat dengan
mudah dipahami oleh publik dan dapat mengundang partisipasi publik dalam
perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian kebijakan pembangunan.
Prinsip dasar komunikasi publik terdiri dari tiga hal pokok, yaitu: (i) struktur
dan tata kelola komunikasi lintas sektor dan daerah yang objektif, ikuntabel,
inovatif, dan profesional; (ii) penyediaan informasi yang akurat, transparan,
tepat waktu, menarik, dan dapat dimanfaatkan oleh para pihak secara mudah
dan murah; serta (iii) keterlibatan semua kelompok masyarakat secara
demokratis berbasis data yang valid dengan metode komunikasi yang sesuai
kebutuhan publik yang beragam.

Komunikasi publik RPJP Nasional 2025-2045 berprinsip "tidak ada yang
tertinggal" (no one lefi behinQ dan partisipasi yang bermakna (meaningful
participattonl. Komunikasi publik melibatkan tiga pemangku kepentingan
utama, yaitu Kementerian/kmbaga, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.
Komunikasi kepada KementerianlLembaga (KlLl dilakukan melalui
musyawarah atau rapat koordinasi agar K/L dapat memberikan masukan
terhadap prioritas pembangunan, sedangkan komunikasi kepada pemerintah
daerah dilakukan secara berjenjang mulai dari musyawarah desa/kelurahan,
kabupaten, dan provinsi untuk membangun pemahaman dan partisipasi.
Selanjutnya, komunikasi kepada masyarakat umum termasuk swasta, m.di",
akademisi, organisasi masyarakat sipil, diaspora, pemuda dan kelompok rentan,
seperti perempuan, anak, penyandang disabilitas dan lansia dilakukan melalui
berbagai metode komunikasi yang memudahkan masyarakat memahami dan
berpartisipasi dalam pembangunan dengan memberikan masukan, kritik, atau
dukungan.

Komunikasi publik dilaksanakan dengan mengutamakan keterbukaan,
menjamin akses yang luas, jelas, tepat, cepat, dan objektif. Dengan demikian
komunikasi publik dapat mendorong partisipasi publik yang lebih bermakna
dalam pen5rusunan dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian dan evaluasi
pembangunan.

6.2 Pendanaan Pembangunan

Upaya untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045 memerlukan kapasitas
pendanaan yang memadai. Peningkatan kapasitas pendanaan dilakukan melalui
pengembangan inovasi pendanaan, baik berupa perluasan sumber-sumber
pendanaan, penerapan skema atau mekanisme pelaksanaan yang baru, hingga
optimalisasi peran sektor keuangan.

SK No 218770 A

Peningkatan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-328-

Peningkatan kapasitas pendanaan sektor publik dilakukan melalui perluasan
sumber-sumber dan pengembangan inovasi skema pendanaan yang mencakup:
(i) penguatan perencanaan pendanaan yang meliputi: penataan regulasi dan
pembentukan kelembagaan yang adaptif, pemanfaatan teknologi digital dalam
proses bisnis, dan pengembangan inovasi mekanisme pelaksanaan (deliuery
mechnnisml yang mendukung ruang gerak untuk mendapatkan skema
pendanaan yang berdampak (impact inuestmentl; (ii) perluasan kerja sama
bilateral, multilateral dan kerja sama keuangan lainnya untuk mengembangkan
sumber-sumber pendanaan, terutama pendanaan inovatif dengan syarat dan
ketentuan yang paling menguntungkan, dan yang mendukung kerja sama
ekonomi lainnya; (iii) penguatan dan perluasan berbagai instrumen dalam
kerangka kerja sama pemerintah dan badan usaha, khususnya pada aspek
regulasi, tata kelola dan kelembagaan menuju model priuate financial initiatiue
yang mencakup sektor infrastruktur publik, utilitas dan infrastruktur sosial; (iv)
penerapan skema-skema pembiayaan yang mendukung pemberdayaan industri
dalam negeri dan mendorong alih teknologi; (v) optimalisasi pemanfaatan aset
melalui sekuritisasi aset (asset seanitizationl, daur ulang aset (asset reqcling),
tukar guling aset (asset offsetl hingga pemanfaatan peningkatan nilai aset yang
dihasilkan dari investasi, aktivitas, dan kebijakan di suatu kawasan (assef ualue
capturel.

Peningkatan kapasitas pendanaan sektor nonpublik dilakukan melalui: (i)

pemanfaatan instrumen pendanaan jangka panjang (antara lain: dana pensiun,
asuransi, instrumen di pasar modal, dan Soueretgn Wealth F\tnd), (ii) inovasi
produk pembiayaan syariah yang disusun berdasarkan prinsip sewa-menyewa,
jual beli, dan bagi hasil, (iii) inovasi pendanaan untuk merespon perubahan iklim
yang mencakup berbagai jenis pendanaan hijau, biru dan sirkular, (iv) produk
pembiayaan berbasis transaksi, seperti bursa karbon, bursa plastik ataupun
bursa tematik lainnya, (v) serta penguatan bauran pendanaan (blended
financingl melalui pemanfaatan dana yang bersifat katalitik seperti dana
filantropi, dana sosial korporasi maupun dana keagamaan, termasuk jaminan,
yang seluruhnya ditujukan untuk mengurangi risiko finansial bagi partisipasi
sektor non-publik dalam pembangunan nasional.

Peningkatan kapasitas pendanaan sektor publik dan non-publik diperkuat
dengan manajemen investasi yang berkualitas sehingga kapasitas pendanaan
yang ada dapat digunakan secara optimal. Beberapa langkah penguatan
manajemen investasi publik tersebut mencakup: (i) penajaman identif,rkasi
investasi publik dalam setiap periode jangka menengah; (ii) penyempurnaan
proses penyiapan dan penilaian proyek investasi publik; (iiil penyelarasan
prioritas investasi publik skala nasional dan daerah; (iiil modernisasi
pemantauan dan pengendalian pelaksanaan investasi publik; (iv) pelibatan
swasta dan masyarakat dalam siklus investasi publik; (v) penyempurnaan
kerangka regulasi, tata kelembagaan dan organisasi serta kapasitas sumber
daya manusia manajemen investasi publik; dan (vi) penguatan transparansi dan
akuntabilitas atas seluruh aspek investasi publik.
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3TP
4G
AKB
AI
AKI
ALKI
APBN
APBD
APEC
APK
APL
APM
ASEAN
ASN
B3
BABS
BaU
BBM
Bali-Nusra
BLK
BOD
BPJS
BRTDA
BSSN
BUMN
CAF
CBDC
CCI
CCU/CCUS

CO2e
COVID- 19
CSR
DAK
DAS
DER
DI
DLT
DOB
DPP
DUDI
EBT
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Daftar Singkatan

: Tertinggal, Terluar, dan Terdepan
: Tertinggal, Terluar, Terdepan, dan Perbatasan
: Fourth Generation
: Angka Kematian Bayr
: Artificial Intelegence
: Angka Kematian Ibu
: Alur Laut Kepulauan lndonesia
: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
: Asian-Pacific Economic Cooperation
: Angka Partisipasi Kasar
: Area Penggunaan Lain
: Angka Partisipasi Murni
: Association of South.east Asian Nations
: Aparatur Sipil Negara
: Bahan Berbahaya dan Beracun
: Buang Air Besar Sembarangan
: Busfness as Usual
: Bahan Bakar Minyak
: Bali-Nusa Tenggara
: Balai Latihan Kerja
: Biological Oxygen Demand
: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
: Badan Riset dan Inovasi Daerah
: Badan Siber dan Sandi Negara
: Badan Usaha Milik Negara
: Charities Aid Foundation
: Central Bank Digital Aurencg
: Ailfiiral Hub and Creatiue Industry
: Carbon Capture Storage/ Carbon Capfitre Uttlization and

Storage
: Carbon Dioxide Eqtiualent
: Coronauirus Disease
: Corporate Sociat Responsibility
: Dana Alokasi Khusus
: Daerah Aliran Sungai
: Distributed Energi Resources
: Daerah lrigasi
: Distributed Ledger Technologg
: Daerah Otonom Baru
: Destinasi Pariwisata Prioritas
: Dunia Usaha Dunia Industri
: Energi Baru Terbarukan

EES .
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EES
EODB
ESCO
ESG
ET
EV
FFEWS
FEW
GH2
GII
GNI
GPN
GRK
GtCO2eq
GVC
GW
GWPP
HAM
HCI
HLS
ICOR
IDI
IE
IKA
IKAL
IKF
IKFD
IKG
IKIP
IKK
IKM
IKN
IKP
IKTL
IKU
IKUB
IMT-GT
IoT
IPAL
IPCC
IPK
IPM
IPEF
IPEI
IPLT
TPTEK

: Energg Storage Sgstem
: Easy of Doing Busfness
: Energg Seruice Compang
: Enuironment, Social, Gouernance
: Energi Terbarukan
: Electronic Vehicle
: Flood Forecasting Earlg Warning Sgstem
: Food, Energg, Water
: Green Hydrogen
: Global Innouation Index
: Gross National Income
: Global Production Network
: Gas Rumah Kaca
: Gigatones of Carbon Doxide Eqtiualent
: Global Value Chain
: Giga Watt
: Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat
: Hak Asasi Manusia
; Human Capital Index
: Harapan Lama Sekolah
: Incremental Capitat Output Ratio
: Indeks Demokrasi Indonesia
: Indonesia Emas
: Indeks Kualitas Air
: Indeks Kualitas Air Laut
: Indeks Kapasitas Fiskal
: Indeks Kapasitas Fiskal Daerah
: Indeks Ketimpangan Gender
: Indeks Keterbukaan Informasi Publik
: Indeks Kualitas Keluarga
: lndustri Kecil Menengah
: Ibu Kota Negara
: Indeks Ketahanan Pangan
: Indeks Kualitas Tutupan Lahan
: Indikator Kinerja Utama
: Indeks Kerukunan Umat Beragama
: lndonesia- Malaysia-Thailan d Groutth Tliangle
: Intemet of Things
: Instansi Pengelolaan Air Limbah
: Intergouemmental Panel on Climate Change
: Indeks Pembangunan Kebudayaan
: Indeks Pembangunan Manusia
: Indo-Pacific Economic Framework
: Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif
: Instansi Pengelolaan Lumpur Tinja
: llmu Pengetahuan dan Teknologi

IPTEKIN . . .
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IPTEKIN
ITMP
IRBI
ruU
JAI
JIGN
JKN
Jamsos Naker
KB
KBI
KEK
KI
KIP
KIS
KILID
KKL
Km
KPBPB
KPBU
KPI
KPH
KPPN
KPR
KSPN
KTI
KV
kwh
Litbangjirap
LoLo
M2
1n3

MA
Mbps
MBR
MEF
MICE
MIT,
MRA
MSG
MTs
NTB
NTT
OAP
OBP
OECD
OKI

: Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Inovasi
: Integrated Tourism Master Plan
: Indeks Risiko Bencana Indonesia
: Illeg al, Unreported, Unregulated
: Jenis Asing Invasif
: Jaringan Informasi Geospasial Nasional
: Jaminan Kesehatan Nasional
: Jaminan Sosial Tenaga Kerja
: Keluarga Berencana
: Kawasan Barat Indonesia
: Kawasan Ekonomi Khusus
: Kawasan Industri
: Kartu Indonesia Pintar
: Kartu Indonesia Sehat
: Kementerian / Lembaga I D aerah
: Kerangka Kerja Logts
: Kilometer
: Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
: Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha
: Kerja sama Pembangunan Internasional
: Kesatuan Pengelolaan Hutan
: Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional
: Kredit Pemilikan Rumah
: Kawasan Strategis Pariwisata Nasional
: Kawasan Timur Indonesia
: Kilovolt
: Killoutatt Hour
: Penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan
: Lifi-on/ Lifr-off
: Uang Beredar dalam Arti Luas
: Meter kubik
: Madrasah Aliyah
: Megabits per second
: Masyarakat Berpenghasilan Rendah
: Minimum Essential Force
: Meeting, Incentiues, Conferen@s, and Exhibitions
: Middle Income T?ap
: Mufiial Recognition Agreement
: Melanesian Spearlead Group
: Madrasah Tsanawiyah
: Nusa Tenggara Barat
: Nusa Tenggara Timur
: Orang Asli Papua
: Outstanding Boundary Problems
: Organisation for Economic Co-operation and Deuelopment
: Organisasi Kerja Sama lslam

Otsus .
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Otsus
PAD
PAUD
PBB
PEN
PDB
PDRB
PDRD
PHJD
PISA
PKSN
PLT ET
PLT
PLTA
PLTB
PLTBg
PLTBm
PLTN
PLTM/PLTMH
PLTMG
PLTP
PLTS
PLTU
PMA
PMDN
PTM
PTN
PTSL
PUD
PUG
RB
R&D
RCEP
RDF
RDTR
REBED
REBID
Regsosek
Renja
Renstra
RIDPN
RKP
RLS
ROA
RoRo
RPA

: Otonomi Khusus
: Pendapatan Asli Daerah
: Pendidikan Anak Usia Dini
: Perserikatan Bangsa Bangsa
: Pemulihan Ekonomi Nasional
: Produk Domestik Bruto
: Produk Domestik Regional Bruto
: Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
: Program Hibah Jalan Daerah
: Programme for International Sfiident Assessment
: Pusat Kegiatan Strategis Nasiona
: Pembangkit Listrik Tenaga Energi Terbarukan
: Pembangkit Listrik Tenaga
: Pembangkit Listrik Tenaga Air
: Pembangkit Listrik Tenaga Bayu
: Pembangkit Listrik Tenaga Biogas
: Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa
: Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir
: Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro
: Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas
: Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi
: Pembangkit Listrik Tenaga Surya
: Pembangkit Listrik Tenaga Uap
: Penanaman Modal Asing
: Penanaman Modal Dalam Negeri
: Penyakit Tidak Menular
: Pergurrran Tinggi Negeri
: Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap
: Perairan Umum Daratan
: Pengarusutamaan Gender
: Reformasi Birokrasi
: Research and Deuelopment
: Regional Comprehensiue Economic Partnership
: Refused Deriued Rtel
: Rencana Detil Tata Ruang
: Renewable Energg Based Economic Deuelopment
: Reneu.table Energy Based Industrial Deuelopment
: Registrasi Sosial Ekonomi
: Rencana Kerja
: Rencana Strategis
: Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional
: Rencana Kerja Pemerintah
: Rata-rata Lama Sekolah
: Refitm on Asset
: Roll-On/Roll-Off
: Robotic Process Automation
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RPJMN
RPJPD
RPJPN
RS
RTRW
RZWP3K
SBN
SDA
SDI
SDGs
SDM
SiIPA
SJSN
SKEM
SKPT
SLoC
SMA
SMART

SMK
SMP
SMV
SPAL
SPAM
SPBE
SPI
SPM
SRT

STEAM
Susenas
SWF
TBC
TEUs
TFP
THIS
TI
TIK
TKD
TNLL
TOD
TORA
TPA
TPB
TPKP
TPST
TR
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: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
: Rumah Sakit
: Rencana Tata Ruang Wilayah
: Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
: Surat Berharga Negara
: Sumber Daya Alam
: Satu Data Indonesia
: Srzstoinable Deuelopment Goals
: Sumber Daya Manusia
: Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
: Sistem Jaminan Sosial Nasional
: Standar Kinerja Energi Minimum
: Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu
: Sea Lines of Communication
: Sekolah Menengah Atas
: Spectfic, Measurable, Achieuable, Result-Oiented/ Releuant,
dan Time-Bound

: Sekolah Menengah Kejuruan
: Sekolah Menengah Pertama
: Special Mission Vehicle
: Saluran Pembuangan Air Limbah
: Sistem Penyediaan Air Minum
: Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
: Survei Penilaian Integritas
: Standar Pelayanan Minimal
: Sgstem Rice Intensification
: Science, Technology, Engineering, Art, and Matlwmatics
: Suruei Sosial Ekonomi Nasional
: Souereign Wealth Fund
: T\rberkulosis
: TDentg-foot Equiualent Unit
: Total Factor hoductiuitg
: Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial
: Teknologi Informasi
: Teknologi, Informasi, dan Komunikasi
: Transfer ke Daerah
: Taman Nasional Lore Lindu
: Transportasi Antarmoda
: Tanah Obyek Reforma Agraria
: Tempat Pemrosesan Akhir
: T\rjuan Pembangunan Berkelanjutan
: Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan
: Tempat Pengolahan Sampah Terpadu
: Tegangan Rendah
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: Tliliun Standard Cubic Feet
: Tegangan Tinggi
: Tera Watt Hours
: Usia Harapan Hidup
: Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
: US Dollar

: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945

: United /Vations Framework Conuention on Climate Chonge
: Volatilitg, Unertainty, Complexity, Ambigttity
: Variable Renewable Bnergy
: Work hom Anywlere
: Wilayah Pengelolaan Perikanan
: Wilayah Metropolitan
: Wilayah Sungai
: World Tlade Organization
: 7-ona Ekonomi Eksklusif

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

UNFCCC
VUCA
VRE
WFA
WPP
WM
WS
wTo
ZEE

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
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